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PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan
Bersama Mennteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987,

tanggal 22 Januari 1988.
A. Konsonan Tunggal.
ARAB | BESAR | KECIL ARAB | BESAR | KECIL
\ A a L T t
< B L Z z
< T t & ! !
& S 5 ¢ G g
d J j < F f
c H h 3 Q q
¢ Kh kh d K k
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B R r U N n
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B. Konsonan Rangkap.
Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, harus
ditulis secara lengkap,

seperti ;

Laeal : ditulis Ahmadiyyah
C. Ta Marbiitah di akhir Kata.

1.

Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata
Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
dclaa : ditulis jama‘ah

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis “t”.

Al deas : ditulis ni‘matullah

kil 38 ditulis zakat al-fitri

D. Vokal Pendek.
Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan dammah
ditulis “u”.

E. Vokal Panjang.

1.

“u_ “H=r Ay

a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i”, dan
“u” panjang ditulis “@” masing-masing dengan
tanda ( - ) di atasnya.

Tanda fathah + huruf yi’ tanpa dua titik yang
dimatikan ditulis “ai”, dan fathah + wawu mati

diutulis “au”.

“"er
1

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
dipisahkan dengan apostrof (‘)

asll

: ditulis a’antum

e ditulis mu’annas

G. Kata Sandang Alief + Lam.

1.

2.

Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis al- :

ol ditulis al-Qur’an

Bila diikuti huruf syamsiyyah, maka al- diganti
dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya :

4l : ditulis asy-syi’ah



H. Huruf Besar.
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.
1. Ditulis kata per kata, atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut ;
e &b ditulis syaikh al-Islam
J. Lain-Lain.
Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, kiyas, maslahat, dll.),
ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam teori metodologi hukum Islam (usil al-figh),
disebutkan bahwa al-Qur'an dan sunnah (hadis) adalah
sebagai sumber dari segala sumber hukum (masdar min al-
masadir). Sedangkan yang lainnya seperti ijmid’ dan giyas
merupakan  dalil  sekunder yang  diperdebatkan
eksistensinya di kalangan us0liyyin. Fazlur Rahman (w. 1988
M) mengatakan bahwa yang betul-betul landasan atau
sumber materiel adalah al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan
ijmd’ merupakan dasar formal, dan giyds adalah sebagai
aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.! Tetapi setelah
teori hukum tersusun terutama di masa asy-Syafi’i (150-204
H), sumber dan dalil hukum itu disistematisir dan
diurutkan secara hirarkhis menjadi: al-Qur’an, sunnah,
ijmd’, dan giyds.2 Penetapan sumber dan dalil hukum
tersebut menjadi doktrin yang kemudian oleh mayoritas
ulama (jumhiir al-'ulama’) disepakati dan wajib diikuti dalam
meng-istinbit-kan hukum.® Adapun selebihnya, seperti
istishab, istihsdn, istislah (maslahah mursalah), qaul sahabi, ijma’

1Fazlur Rahman, Islim, diterjemahkan oleh Senoadji Saleh (Jakarta:
PT Bina Aksara, 1987), h. 106.

2Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (selanjutnya ditulis asy-Syafi'i), ar-
Risaldh, pengedit Ahmad Muhammad Syakir (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), h.
39. Asy-Syafi’i, al-Umm (Mesir: Maktabah al-Kiilliyyah, 1961), Juz ke 5, h.
246.

3Zaki ad-Din Sya’ban, Usiil al-Figh al-Islimi (Mesir: Dar al-Ta'lif,
1964), h. 27.



ahli Madinah, ‘urf, sadd az-zari’ah, dan syar'u man gabland
merupakan dalil yang juga diperdebatkan eksistensinya di
kalangan para ahli usiil.4

Pada masa Rasulullah (570-632 M), apabila muncul
suatu kasus hukum baik yang berhubungan dengan Allah
(habl min Alldh) maupun dengan sosial kemasyarakatan (habl
min an-nds), maka Allah menurunkan wahyu (al-Qur’an)
untuk menjelaskannya, meskipun penjelasan wahyu berupa
ayat-ayat al-Qur'an itu pada umumnya bersifat global
(ijmali), tidak secara detail (tafsili). Dari kondisi ini, di satu
sisi Rasulullah sebagai orang yang diberi kewenangan
untuk menjelaskan wahyu tersebut, dan di sisi lain beliau
berkewajiban untuk menjawab dan menetapkan ketentuan
hukum dari berbagai kasus hukum yang dihadapinya.
Karena itu, Rasulullah terkadang harus menggunakan akal
yang disebut dengan ijtihad (al-ijtihad) dalam menetapkan
hukum.

[jtihdad Rasulullah pada dasarnya merupakan
manifestasi dari pemahaman mendalam terhadap teks-teks
al-Qur’an, karena semua hasil ijtihddnya dipandu oleh
wahyu. Pelaksanaan ijtihddnya, terkadang dilakukan
melalui musyawarah dengan para sahabat dan terkadang
dilakukan secara pribadi dengan menganalogikan kasus
yang sama sekali tidak diatur ketentuan hukumnya dengan
kasus yang sudah ada aturan hukumnya dalam al-Qur’an
yang disebut dengan giyds, sekalipun dalam pengertian
yang luas. Oleh sebab itu, segala apa yang ditetapkan
Rasulullah dari hasil ijtihddnya adalah menjadi sunnah
(sumber hukum).

Setelah Rasulullah wafat (632 M), praktik ijtihad
diteruskan oleh para sahabat. Mereka mengikuti cara-cara
ijtihdidd yang pernah dilakukan Rasulullah. Ketika

4Lihat, Muhammad Sa’id Ali “Abd Rabbih (selanjutnya ditulis ‘Abd
Rabbih), Buhiis fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fihd ‘Ind al-Usiiliyyin (Mesir:
Matba’ah as-Sa’adah, 1400 H/1980 M). Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh,
h. 28.



dihadapkan pada kasus-kasus hukum, mereka mula-mula
merujuk pada al-Qur'an, dan selanjutnya merujuk pada
sunnah. Ketika kedua sumber hukum itu tidak ditemukan
aturan hukumnya, maka mereka melakukan ijtihdd
berdasarkan kemampuan memahami makna-makna teks
dilihat dari segi sosio-historis (asbib al-nuzil), tujuan-tujuan
hukum (maqdsid asy-syari’ah), dan alasan-alasan hukum
(ta’lil al-ahkam), serta berdasarkan kemampuan bahasa arab
yang dimiliki, meskipun era itu gramatika bahasa arab
belum sistematis seperti di era berikutnya. Namun
demikian, para ahli hukum Islam masa-masa berikutnya
menilai bahwa metode ijtihdd yang dilakukan oleh para
sahabat itu masih terbatas pada pemahaman pada al-Qur’an
dan sunnah. Muhammad Aba Zahrah (w. 1974) mengatakan
bahwa sebagian sahabat berijtihdd dalam batas-batas
pemahaman al-Qur'an dan sunnah, sedangkan sebagian
yang lain menggunakan al-qiyds dan al-maslahah.5 Senada
dengan AbG Zahrah, Muhammad Salam Mazkur
mengatakan bahwa ijtihdd para sahabat itu tersimpul pada
tiga bentuk dalam menginterpretasikan nds, yaitu
menggunakan giyds, mdslihah mursalah dan istihsin.6 Dari
penilaian AbGi Zahrah dan Salam Mazkur ini menunjukkan
bahwa kedudukan ijtihdd di masa sahabat sudah menjadi
alat untuk menggali sumber hukum dengan menggunakan
pendekatan giyds, masldhah mursalah, dan istihsin.

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan
Islam dan terjadinya interaksi sosial antara kaum muslimin
dengan penduduk asli di berbagai wilayah dan daerah,
terutama sesudah periode sahabat, maka konsekuensinya
adalah kreatifitas ijtihad di kalangan para mujtahid semakin
luas dan berkembang. Sementara nds-nis wahyu terbatas,
sedangkan permasalahan hukum terus terjadi tidak terbatas;

SMuhammad Abt Zahrah, Muhadarat Térikh al-Mazahib al-Islamiyyah
(Mesir: Dar al-Fikr al-Arabij, t.t.), Jld. ke 2, h. 23.

tMuhammad Salam Mazkar, al-Madkhal li al-Figh al-Islimi (Bairat:
Dar al-Fikr, t.t.), h. 22.



Atau nds-nds wahyu itu terbatas adanya, sedangkan
permasalahan hukum senantiasa terjadi dan tidak terbatas.”
Para tdbi'in dan tabi” tibi’in dalam menghadapi kompleksitas
kasus hukum yang terus terjadi, mereka berusaha secara
maksimal untuk menyelesaikannya dengan langkah awal
mengikuti cara-cara yang dilakukan Rasulullah, kemudian
cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat dengan terus
berusaha  mengembangkan  metode-metode  istinbat
hukumnya.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, muncul dua
kelompok pemikiran yang disebut ahl al-hadis dan ahl al-ra’y
yang memiliki landasan teologis masing-masing. Ahl al-hadis
yaitu para pakar hukum yang dalam meng-istinbat-kan
hukum terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi mereka
memberikan porsi pada nas-nas (an-nusds) lebih besar atas
ra’y. Ra’y digunakan hanya dalam situasi tertentu.®
Kelompok ahl al-hadis ini berkembang di Hijaz, Madinah
yang dibangsakan kepada Imam Malik (w. 179 H), asy-
Syafi'i (w. 204 H) dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).
Kemudian dikembanglanjutkan oleh para pengiktnya
masing-masing. Di Hijadz, Madinah seperti Sa’id ibn al-
Musayyab (w. 94 H), ‘Urwah bin az-Zubair (w. 94 H), Ibn
Syihab az-Zuhri (w. 124 H). Pengikut asy-Syafi'i, seperti
Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Ab0 Bakar al-Humaidi (w.
219 H), Ab0 Ya’'qub al-Buwaity (w. 231 H), AbU Ibrahim al-
Muzani (w. 264 H), ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi (w. 270
H) dan pengikut Imadm Ahmad bin Hanbal, seperti Ab0
Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani al-Khurasani al-
Bagdadi (w. 273 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hujj3j al-
Masrozi (w. 275 H), Ibrahim al-Harbi AbU Ishdq (w. 285 H),
AbU al-Qasim Umar bin Abi “Ali al-Husaini al-Khiraqi al-
Bagdadi (w. 324 H), Muwaffiq ad-Din ibn Qudamah al-

"Muhammad AbU Bakar asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal
(Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1967), h. 202.

8Farid Wajdi, Dairah al-Ma’arif (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1971), Jld. Ke
4, Cet. Ke 3, h. 155-156. Asy-Syafi'i, al-Umm, Juz ke 7, h. 256.



Magqdisi (w. 620 H), Ibn Taimiyyah (w. 728 H) dan Ibn
Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H).°.

Sedangkan ahl ar-ra’y, yaitu para pakar hukum yang
dalam meng-istinbdt-kan hukum terhadap kasus-kasus
hukum yang terjadi mereka memberikan porsi ra’y lebih
besar atas nas, karena setelah diteliti eksistensi nas tidak
langsung bisa menyelesaikan kasus yang terjadi.® Ahl al-ra’y
ini merupakan kelompok pakar hukum Irak Bagdad, yang
karena sosio-kultural dan letak giografis yang jauh dari
Hijaz Madinah, dalam melakukan ijtihad untuk meng-
istinbdt-kan hukum dari kasus-kasus hukum yang terjadi
mereka memiliki metodologi dan kaidah-kaidah fikih
tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
ada. “Abd Allah Ibn Mas’0d (w. 32 H) sebagai tokoh ahl ra’y
dari kalangan sahabat adalah seorang ulama yang sukses
dalam membina murid-muridnya menjadi pakar hukum
terkenal, di antaranya “Algamah bin Qais an-Nakha'i al-K0fi
(w. 62 H). Dari ‘Algamah muncul Ibrahim bin Yazid an-
Nakha’i,(w. 95 H). An-Nakha’i mempunyai murid bernama
Syekh Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy’ari (w. 120 H) dan
dari ulama yang terakhir ini, Imam Besar (al-imdm al-a’zam)
AbU Hanifah mendapat pendidikan dalam bidang fikih dan
hadis.’ Dari sini terlihat bahwa matarantai pendidikan dan
pengajaran dari tokoh pertama, Ibn Mas'Od hingga AbU
Hanifah, membentuk metodologi istinbdt hukum yang
spesifik. Metodologi istinbdt ini dianggap sebagai kristalisasi
dari pendidikan dan pengajaran yang sistematis dari
penggunaan ra’y sehingga ahl ra’y juga disebut ashdb al-

‘Muhammad Ali as-Sayis, Tdrikh al-Figh al-Isldmi (Mesir: Maktabah
wa Mamatba’ah Muhammad ‘Ali Sabih wa Auladuh, tt.), h. 73.
Muhammad YUsuf MUsa, al-Madkhal Lidirdsah al-Figh al-Isldmi (Mesir: Dar
al-Fikr al-“Arabi, 1380 H/1961 M), Cet. Ke 2, h. 155, 164-165, 169-170. “Ali
Jum’ah, al-Imdm asy-Sydfi'i wa Madrasatih al-Fighiyyah (Mesir: Dar ar-
Risalah, 1425 H/2004 M), Cet. Ke 1, h. 24.

WFarid Wajdi, Dairah al-Ma’arif, h. 156. .

"Muhammad YOsuf MUsa, Ab0 Hanifah (Mesir: Maktabah Nahdah,
1957), h. 18.



qiyds.’2 Pada perkembangan berikutnya ahl al-ra’y ini
menjadi satu mazhab fikih rasional atas pengaruh Abu
Hanifah (80-150 H/699-767 M) yang menjalani masa
hidupnya pada kondisi sosial politik diakhir dinasti
Umayyah dan diawal dinasti “Abbasiyah.’® Irak pada masa
AbG Hanifah merupakan kota yang peradaban dan
pengetahuan Islam sudah lebih maju dibandingkan dengan
suasana Hijaz, Madinah yang masih sederhana. Namun
demikian, ahl ar-ra’y menjadi hidup dan berkembang ke
seluruh jazirah Arab dan bahkan ke seluruh dunia tidak
terlepas dari peran para pengikut AbU Hanifah yang
bermarkas di Madrasah KOfah atau Madrasah Ahl Ra'y,
sekaligus mereka mengkodifikasikan fatwa-fatwa AbU
Hanifah. Di antara para pengikut (murid-muridnya) yang
terkenal adalah AbU YUsuf Ya'qUib bin Ibrahim al-Ansari
(113-183 H), Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (132-189
H), Zufar bin al-HuZail bin Qais al-K0fi (110-158 H) dan Al-
Hasan bin Ziyad al-Lu’lui (133-204 H).14

Sedangkan ahl al-hadis menjadi mazhab fikih tradisional
atas pengaruh Malik bin Anas (93-179 H) yang menjadikan
al-Qur'an dan hadi$ serta ijmi’ sahabat sudah dipandang
cukup untuk menjadi dasar penyelesaian kasus-kasus
hukum yang muncul, tidak perlu lagi kepada ijtihad dan
memakai rasio.’> Lebih jauh dapat dikemukakan latar
belakang ahl al-hadis menggunakan ra’y lebih kecil porsinya
atas nas, paling tidak terdapat tiga faktor penyebab:
Pertama, konsistensi besar terhadap para pendahulu mereka
yang memberi porsi lebih kecil pada ra’y. Kedua, banyak
terjadi kemungkinan praktik-praktik para sahabat dalam
menyelesaikan kasus-kasus hukum dan sedikitnya kasus

2Muhammad YUOsuf MUsa, Tarikh al-Figh al-Isldmi (Mesir: Dar al-
Kitab al-'Arabi, 1958), h. 139.

1BBMuhammad Ytsaf Masa, Abii Hanifah, h. 9.

4Muhammad YUOsuf MUsa, al-Madkhal, h. 145-146.

15Lihat, Farotq Aba Zaid, Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan
Modernis,penerjemah Husein Muhammad (Jakarta: Perhimpunan
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986), h. 20-21.



hukum baru yang terjadi. Ketiga, kebersahajaan ulama
Hijaz, bahwa umumnya umat Islam di Hijaz tidak meminta
fatwa mengenai sesuatu masalah yang belum terjadi.’e
Sementara ahl ar-ra’y memberikan porsi lebih besar pada
ra’y atas nas disebabkan: (1) Implikasi metode pendidikan
dan pengajaran yang dikembangkan oleh Ibn Mas’0d,
konsisten terhadap pemikiran-pemikiran hukum Umar bin
Khattab melalui ra’y. (2) Ahl ar-ra’y berpendapat bahwa Irak
adalah tempat yang paling banyak didiami oleh ulama
sahabat. K0fah dan Basrah, dua markas tentara Islam (al-
juyUsy al-isldmiyyah). Dari kedua kota ini banyak kota besar
ditaklukkan hingga menjamah Khurasan dan Kofah sendiri
menjadi pusat khilafah “Ali. (3) Berbagai kasus hukum lebih
banyak didominasi oleh Irak daripada Hijaz, karena Hijaz
sendiri masih menunjukkan daerah yang asri bersahaja.
Sedangkan Irak mempunyai peradaban dan kebudayaan
yang sudah maju. Sementara hadis-hadis yang diterima
para ulama ketika itu tidak mencakup (menjamah) berbagai
kasus hukum baru yang terjadi, maka menggunakan ra’y
adalah suatu keniscayaan.!”

Munculnya dua kelompok pemikiran metodologis
tersebut di atas, membuat asy-Syafi'i (150-204 H) merasa
terpanggil untuk melakukan moderasi. la merumuskan teori
hukum yang mensintesa pemikiran rasional Hanafi dan
pemikiran Maliki yang tradisional. Upaya ini terlihat dari
semangat melakukan diskusi dengan murid-murid Abt
Hanifah, terutama dengan Abt Yasuf (w. 183 H) dan
Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H) setelah
terlebih dahulu berguru kepada pemuka ahl al-hadis, Malik
bin Anas. Hasil upayanya ini melahirkan teori hukum
dalam konstruksi empat sumber utama hukum yang banyak
dipedomani oleh para ahli hukum Islam sebagaimana telah

16Muhammad ‘Ali as-Sayis, Tarikh al-Figh, h. 73.
17 Ibid., h. 74.



disebutkan di atas, yaitu al-Qur’an, sunnah/hadjis, ;jmi” dan
qiyds.18

Dalam lintas sejarah pemikiran hukum Islam, muncul
tiga aliran pola pemikiran usil al-figh sebagai representasi
dari dinamika corak pemikiran mazhab-mazhab di atas,
yaitu aliran mutakallimin (Sydfi'tyyah), aliran fuqahd’
(Hanafiyyah), dan aliran konvergensi (gabungan keduanya).
Pertama, aliran mutakallimin (Sydfi'iyyah). Mereka dalam
merumuskan kaidah-kaidah wusiliyyah itu bersifat teoritis,
logis dan rasional, karena senantiasa berpegang pada
analisis kebahasaan (qawd’id al-lugawiyyah) dan analisis
‘illah-"illah hukum (ta’lil al-ahkdm) yang didukung dengan
argumentasi-argumentasi yang kuat baik secara nagli
maupun ‘aqli. Karena itu, mereka tidak terikat dengan
hukum-hukum firi” yang telah ada. Kedua, aliran fugaha’
(Hanafiyyah). Mereka dalam merumuskan kaidah-kaidah
usiliyyah bertolak dari hukum-hukum firi’ yang telah ada
setelah meneliti dan menganalisis secara cermat. Jika kaidah
usil yang dirumuskan itu bertentangan dengan hukum-
hukum firi’, maka kaidah itu harus diubah disesuaikan
dengan hukum firi’ tersebut. Ketiga, aliran konvergensi.
Aliran ini muncul setelah munculnya dua aliran di atas,
yang berusaha untuk memadukan dua corak pemikiran usiil
tersebut. Dalam menetapkan kaidah-kaidah usiil, aliran ini
mengemukakan argumentasi-argumentasi yang kuat, dan
memperhatikan relevansinya dengan hukum-hukum fiiru’
yang telah ada.’ Ketiga aliran usiil tersebut dalam praktik
istinbat hukum mereka menggunakan giyds, istihsin, dan
maslahah mursalah lebih mendominasi, dan dipandang lebih
efektif dalam penyelesaian kasus-kasus hukum, tetapi,
ketiganya masih menyisakan problem metodologis,
terutama di era kontemporer saat ini.

18Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 39.

1¥Zaki ad-Din Sya’ban, Us0Ol al-Figh, h. 17-23. Zakaria al-Barri,
Masidir al-Ahkim al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1395 H/1975 M),
h..9-11. Muhammad Mustafa Salabi, Usiil al-Figh al-Isldmi (Bairtt: Dar al-
Jami’ah, 1403 H/1983 M), Juz ke 1, h. 51-53.



Konsep-konsep metodologi hukum Islam (usdl al-figh)
klasik yang telah mapan berkembang selama ini dan
dipraktikkan oleh para imam mujtahid dalam meng-istinbat-
kan hukum, bahkan ditempatkan pada posisi sentral dalam
studi keislaman, dan seringkali disebut sebagai the queen of
Islamic sciences,® ternyata dipandang oleh para pemikir
muslim kontemporer dalam bagian-bagian tertentu, tidak
cukup memadai lagi untuk menjalankan fungsinya dengan
baik. Qiyas misalnya, di kalangan para pakar metodologi
hukum Islam (usOliyyin) dalam konteks istinbat hukum,
dijadikan prosedur pokok dalam pengembangan pemikiran
hukum Islam untuk merespon peristiwa hukum baru.
Tetapi, prosedur ini memiliki dua kelemahan: Pertama,
pengembangan yang dilakukan antara dua juz’iyyah (magis
dan magqis ‘alaih) itu harus benar-benar dipahami kesamaan
“illah hukumnya. Hal ini suatu persyaratan yang sangat sulit
untuk diaplikasikan, sehingga banyak para mujtahid yang
beralih dari metode giyas ke metode lain yang berpola sama,
yaitu istihsan. Kedua, dengan sulithya menemukan
kepastian ‘illah hukum, karena mesti terdapat kesamaan
yang jelas dan terukur, maka berakibat terjadi fragmentasi
aturan-aturan hukum Islam.2! Padahal pada awalnya,
praktik atau penggunaan giyas dalam merespon kasus
hukum baru yang terjadi tidak rumit dan kaku, namun,
setelah diformalkan terutama di masa asy-Syafi'i terkesan
ngejelimet dan ambigu. Kelemahan lain dari metode-
metode tersebut di atas, Muhammad Arkoun mengatakan
cendrung mengutamakan aturan manusiawi dan kesemena-
menaan individual atas aturan Tuhan.?2 Oleh sebab itu, Ibn
Hazm (w. 457 H) menolak giyis sebagai dalil dan metode

20Akh Minhadji, “Reorientasi Kajian Ushul Figh” dalam Re-
Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta (Yogyakarta:
SUKA Press, 2007), Cet. ke 1, h. 118.

2YUsuf ibn Ab0 Bakar as-Sakiki, Miftah al-"Ulgm (Bairut: Dar al-
Kutub al-"Ilmiyyabh, t.t.), 504.

2 Muhammad Arkoun, Membedah Pemikiran Islam, Penerjemah
Hidatullah (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), h. 22.
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istinbat hukum dalam masalah-masalah agama,?® dan Syi’ah
Imamiyyah lebih keras lagi menolak giyis sebagai dalil
hukum (ibtal al-qiyas fi ahkam ad-din). Menurutnya, jika kamu
menggunakan giyas dalam agamamu, maka kamu akan
banyak menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan
banyak mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah.
Untuk itu, menurut sebagian mereka ),menolak giyas karena
menyamai Iblis (giyas iblis). Dialah yang mula-mula
menggunakan giyas, seperti kisah keengganan Iblis sujud
kepada Nabi Adam.

Dari kelemahan dan kekurangan metode-metode
tersebut di atas, para pemikir muslim kontemporer
mencoba melakukan kritik dan sekaligus tawaran gagasan
cerdas perlunya pembaruan pemikiran us0l al-figh, baik dari
segi sistematika penulisannya maupun dari segi substansi
materi ilmu wusOl al-figh tersebut, tentunya disesuaikan
dengan kebutuhan zaman era globalisasi dan digitalisasi
ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi saat
ini. Para pemikir muslim kontemporer yang concern dengan
perlunya pembaruan metodologi hukum Islam di antaranya
adalah Hasan at-Turabi. la mengatakan dalam tulisannya
bahwa,

Pada masa kita dewasa ini, kebutuhan akan metode
usoli yang harus menjadi kebangkitan kita, merupakan
kebutuhan yang amat mendesak. Kendati demikian,
masalah ini masih merupakan hal yang amat musykil
lantaran kondisi ilmu us0l al-figh tradisional yang kita
jadikan pegangan, sudah tidak memadai lagi bagi
kebutuhan kita saat ini, sebab ilmu ini telah dibentuk oleh
adanya pengaruh-pengaruh historis yang ada pada saat
pertumbuhannya, dan bahkan oleh karakteristik persoalan-

2Abi Muhammad “Ali bin Sa’id bin Hazm, al-Ihkam fi Usdl al-Ahkam
(Bairut: Dar al-Kutub al-Misriyyah, t.t.), Juz ke 8, h. 53.

%Muhammad Jawad Mugniyah, ‘llm UsGl al-Figh fi Saubih al-Jadid
(Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1975), Cet. ke 1, h. 246. Asymuni
Abdurrachman, Usdl Figh Syi’ah Imamiyah (Yogyakarta: Penerbit CV Bina
Usaha, t.t.). h. 29-30.



persoalan fighiyyah yang dihadapi oleh pembahasan-
pembahasan figh waktu itu.?>

Selain at-Turabi, Fazlur Rahman berpendapat tidak lagi
cukup memadai untuk menggunakan teori figh dan usdl al-
figh tentang gat’iyyat dan zanniyyat. la menawarkan istilah
ideal moral dan legal spesifik sebagai pembagian awal tradisi
Islam. Lebih spesifik lagi tentang rekonstruksi metodologi
hukum Islam dengan teori double movement-nya, Mahmoud
Muhammed Taha menawarkan dengan teori nasakh-nya,
Muhammad Syahrur dengan teori limit atau nazariyyah al-
hudud-nya,?® dan masih banyak lagi gagasan dan tawaran
dari para pemikir muslim kontemporer.

Tawaran-tawaran alternatif pembaruan metodologi
hukum Islam tersebut di atas, sesungguhnya menggugat
kepada para akademisi, para mujtahid, dan ulama pada
umumnya di mana saja berada wuntuk mencoba
mengkonstruk dan merekonstruksi kembali substansi
materi ilmu usOl al-figh klasik yang telah ada. Memang
disadari, upaya melakukan rekonstruksi substansi materi
metodologi hukum Islam tidaklah mudah, hal ini
merupakan pekerjaan yang cukup berat, dan mesti
dilakukan oleh para pakar dibidangnya. Sekurang-
kurangnya di era kontemporer ini, para pakar metodologi
hukum Islam mengamalkan prinsip “memelihara
pengetahuan klasik yang baik, dan
mengkontekstualisasikan pengetahuan baru yang lebih
baik” (al-muhafazah ‘ald al-qadim as-salih wa al-akhz bi al-jadid

BHasan at-Turabi, Tajdid Us0l al-Figh al-Islami, Penerjemah Afif
Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1407 H/1986 M), h. 10. Hasan
at-Turabi, Figih Demokratis, Penerjemah Abdul Haris, dan Zainul ‘Am
(Bandung: Penerbit “Arsy, 1423 H/2003 M), h. 56.

%Ainurrafiq, ~ “Menawarkan  Epistimologi  Jama'i  sebagai
Epistimologi Ushul Figh, Sebuah Tinjauan Filosofis” dalam “Mazhab”
Jogja Menggagas Paradigma Ushul Figh Komtemporer (Yogyakarta: Penerbit
Ar-Ruzz Press, 2002), h. 39. Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi
Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 136-143.
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al-aslah).?” Dalam hal ini, bahan baku teori-teori usdl al-figh
klasik (tradisional) yang telah tersedia diajarkan kepada
mahasiswa sambil terus berenovasi untuk menunju pada
terwujudnya wus0l al-figh kontemporer. Dalam buku ini
hanya baru memuat sebagian kecil materi ilmu usdl al-figh
yang berupa pengantar (al-muqaddimah), al-ahkam asy-
syar'iyyah, dan al-adillah al-ahkam untuk menghantarkan
mahasiswa ketika akan mempelajari ilmu tersebut.

27Lihat, Farouq Ab0 Zaid, asy-Syari’ah al-Islamiyyah bain al-Muhafizin
wa al-Mujaddidin, Penerjemah Husain Muhammad dengan Hukum Islam
antara Tradisionalis dan Modernis (Jakarta: Penerbit Perhimpunan
Pengembangan Peantren dan Masyarakat (P3M), 1986), h. Xv.



BAB II

STUDI USUL AL-FIQH DAN
PROBLEMATIKANYA

Usdl al-figh merupakan spesifikasi metodologi hukum Islam
yang mesti dipelajari oleh mahasiswa di lingkungan
Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam
Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN), dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
(PTAIS) pada umumnya, terutama mahasiswa Program
Studi (Prodi) yang berada di Fakultas Syari’ah, karena
mereka sebagai calon-calon mujtahid di masa yang akan
datang.

Sebelum langsung mengkaji substansi materi yang akan
dipelajari dalam ilmu wus0l al-figh kesatu, maka perlu
dihantarkan terlebih dahulu dalam bab kedua ini dimulai
dari definisi us0l al-figh, obyek kajian usdl al-figh, tujuan dan
kegunaan mempelajari us0l al-figh, sejarah pertumbuhan
dan perkembangan usdl al-figh, aliran-aliran dalam usdl al-
figh, karya-karya ilmu us0l al-figh klasik, dan era modern.

A. Definisi Usiil al-Figh

Untuk mengetahui suatu definisi usul al-figh yang
komprehensif perlu terlebih dahulu dilakukan pelacakan
dan pengkajian secara mendasar terbentuknya term usil al-
figh. Menurut gramatika bahasa, term usul al-figh terbangun
dari gabungan dua kata (idafi), yaitu kata “usil” dan “al-
figh”. Gabungan dua kata tersebut, lahirlah suatu term wusul

13
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al-figh yang digunakan oleh para pakar metodologi
pemahaman hukum Islam (usuliyyin) untuk sebuah disiplin
ilmu, yang disebut dengan ilmu usil figh.

Dalam literatur usil al-figh, kata usiul merupakan bentuk
plural (jama’) dari kata asal (asl). Sedangkan kata al-figh
merupakan bentuk gerund (masdar) yang dapat berfungsi
dalam arti plural (jama’) dan dalam arti singular (mufrad).
Akar kata kerjanya adalah fagiha, vyafgahu, fighan, yang
artinya paham (al-fahm), atau cerdas dalam memahami alur
pembicaraan (al-fatanah).? Adapun kata wusul yang
merupakan plural dari asl artinya adalah sesuatu yang
menjadi dasar bagi yang lain. Atau sesuatu yang di atasnya
didirikan sesuatu yang lain (ma buniya ‘alaihi gairuh). Seperti
asal berdirinya tembok rumah yaitu fondasi (asais), atau asal
dari berdirinya sebatang pohon adalah akar-akarnya yang
menancap ke dalam bumi.?” Dalam konteks ini, pengertian
secara idafi murakkab, usul al-figh berarti sesuatu yang
dijadikan dasar bagi fikih (al-figh).3° Dengan kata lain, dasar-
dasar atau asas-asas yang di atasnya didirikan hukum-
hukum syara’ (hukum Islam) yang bersifat praktis (‘amali)
yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang
dilakukan satu persatu (at-tafsiliyyah).

Di kalangan pakar metodologi pemahaman hukum
Islam, kata usil dipahami dengan pengertian yang luas,
yaitu, di samping diartikan dengan sumber hukum (ad-
dalil), terkadang diartikan dengan ketentuan yang umum
(al-ga’idah  al-kulliyyah), dasar yang terkuat (ar-rajih),
memberlakukan hukum yang telah ada sejak semula
sebelum ada dalil lain yang mengubahnya (al-mustashab),
dan terkadang dijadikan sarana penganalogian sesuatu

8Sa’di Aba Habib, al-Qamus al-Fighi Lugatan wa Istilahan (Damaskus-
Suriya: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), Cet. ke 2, h. 289.

2YAbdul Hamid Hakim, as-Salam (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), Juz
ke 2, h. 5. Abdul Hamid Hakim, al-Bayain (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.),
Juzke3, h.3

30Muhammad Aba Zahrah, Usil al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi,
1397 H/1958 M), h. 6.



yang belum ada ketentuan hukumnya (al-magis ‘alaih, al-
magqis, dan al-far'u).3! Oleh karena itu, figh sering disebut
dengan ilmu cabang (furii’), sedangkan usil disebut dengan
ilmu usil al-figh yang merupakan kumpulan kaidah-kaidah
dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk
mendapatkan hukum-hukum syara’ yang digali dari dalil-
dalil hukum (al-Qur’an dan sunnah) secara satu persatu.

Setelah diketahui pengertian usil, al-figh, dan usul al-figh
secara murakkab idafi tersebut di atas, selanjutnya akan
dikemukakan beberapa definisi usul al-figh yang telah
menjadi satu disiplin ilmu secara terminologis menurut
usuliyyin meskipun setelah diketahui antara satu definisi
dengan definisi yang lain secara redaksional terdapat
perbedaan, tetapi secara substansial maksudnya adalah
sama, sebagai berikut:

Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H) menformulasikan

usul al-figh dengan:

° 0% 0 s s oS 2 s o0r o r s 2 0% o Rd @t o, G..

o CK@-Y\ JG L‘,'j\b =] :@ﬂ P CK@-Y\ o "45.3\ F SJL.J‘«
° oW S or o - o o

M\ = P *f&:‘-.\ S

Artinya: “Pengetahuan  tentang  dalil-dalil  hukum  serta

pengetahuan tentang dalil-dalil dari segi tunjukkannya
kepada hukum secara global, tidak secara rinci” 32

Al-Badakhsyi asy-Syafi'i menformulasikan dengan
redaksional:

s o

o s0b0 s s 0 s s 0 o WoerrZ -0 ° o S
L 0 G sy 485 Ml e 6

3iIMuhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnta
(selanjutnya ditulis al-Burnd), KitabKasyf as-Satir Syarh Gawamid Raudah
an-Nadir (Bairut: Mu’assasah ar-Risalah, 1423 H/2002 M), Juz ke 1, h. 11-
12. Abdul Hamid Hakim, al-Bayan, h. 5-6.

2Aba Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali (selanjutnya
ditulis al-Gazali), al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul (Mesir: Syirkah at-Tiba’ah
al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1391 H/1971 M), h. 11.
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Artinya: “Mengetahui dalil-dalil figh secara global dan cara
menggunakannya, serta mengetahui kondisi seseorang
yang menggunakannya (mujtahid)” .33

Ibn as-Sabki (w. 771 H) menformulasikan dengan
ungkapan:

Artinya: “Mengetahui dalil-dalil figh secara global dan cara
menggunakannya serta mengetahui kondisi seseorang
yang menggunakannya”.3*

Ketiga formulasi wusul al-figh tersebut di atas, secara
substansial maksudnya sama, bahwa usul al-figh adalah
menjadi obyek kajian para ulama usul yaitu tentang
mengetahui dalil-dalil hukum secara global, seperti
bagaimana mengenai kedudukan ijmi” dan giyas dalam
kerangka teori hukum Islam dalam istinbat al-ahkam. Di
samping itu, usul al-figh juga membahas bagaimana cara
mengeluarkan hukum (istikhraj al-ahkam) dari dalil-dalil
global itu. Misalnya, ketika seorang mujtahid dihadapkan
pada hadis mutawatir dan ahad, maka sudah barang pasti
secara metodologis didahulukan berpegang pada hadis
mutawatir daripada hadis ahad, mendahulukan dalil yang
pasti (qat’i) dari dalil yang tidak pasti (zanni) dalam
menetapkan hukum, dan seterusnya. Para mujtahid yang
melakukan penggalian hukum pada dalil-dalil hukum,
tidak semuanya diperbolehkan, tetapi hanya mereka yang
memenuhi persyaratan ijtihad. Sekurang-kuranya seperti
dikemukakan oleh az-Zarwi:

BAl-Imam Muhammad bin al-Hasan al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyi Manahij al-"Ugil ‘ala Manhaj al-Wusil fi “Ilm al-Usil li al-Qadi al-
Baidawi (Mesir: Muhammad ‘Ali Sabih wa Auladubh, t.t.), Juz ke 1, h. 13.

3Al-Imam Taj ad-Din “Abd al-Wahhab ibn as-Sabki, Matn Jam’ al-
Jawami’ (Indonesia: Maktabah Dar Thya’ al-Kutub al-’Arabiyyah, t.t.), Juz
ke 1, h. 22-25.



Pertama, mujtahid harus mengetahui bahasa arab baik
dari segi alur pembicaraan secara substansial (al-haqigah)
dan metaforis (majazi), makna-makna yang berupa perintah-
perintah (al-awamir) dan larangan-larangan (an-nawahi), hal-
hal yang menunjukkan umum (al-‘umum) dan khusus (al-
khusis), yang menunjukkan mutlak (al-mutlag) dan tidak
mutlak (al-mugayyad), dan sebagainya. Sebab, alur
pembicaraan itu diungkapkan dalam bahasa arab, karena
itu, orang yang tidak mengetahui bahasa arab, tidak akan
dapat mengetahui apa yang dimaksudkan oleh pembuat
syari’at (asy-Syari’). Kedua, mujtahid harus mengetahui dari
al-Kitab (al-Qur’an) segala sesuatu yang berkaitan dengan
hukum-hukum yang menunjukkan ‘umum, khusus, mufassar,
mujmal, nasikh-mansiikh, baik dengan nas pengertian secara
tersurat (zahir), ataupun mujmal agar dalam menggunakan
nas tepat pada tujuan dan sasarannya, menggunakan secara
tersurat tepat pada yang dikehendakinya, dan
menggunakan mujmal tetap pada apa yang dikehendaki
oleh tujuannya. Ketiga, mujtahid harus mengetahui sunnah
dari hukum-hukum yang dikandungnya dan hal itu akan
dapat diwujudkan dengan melalui beberapa hal: (1)
Mengetahui tentang tranmisi periwayatannya, seperti hadis
mutawatir, hadis ahad, dan lain-lainnya; (2) Mengetahui
keabsahan cara mentranmisikan hadis ahad, agar dapat
diamalkan mana yang sahih, dan mana yang tidak sahih; (3)
Mengetahui hukum-hukum mengenai perbuatan-perbuatan
(afal) dan perkataan-perkataan (aqwal) agar diketahui
tuntutan yang mesti dilakukan satu sama lain; (4)
Mengetahui makna-makna dan lafal-lafal yang sangat
interpretatif, dan ia (mujtahid) tidak mesti menghafal nama-
nama perawi yang adil; (5) Dapat menentukan mana yang
terkuat dari hadis-hadis yang dipandang kontradiksi, agar
dapat mengambil hadis yang mesti diamalkan. Keempat,
mujtahid harus mengetahui perkataan-perkataan para
sahabat, dan tabi'in tentang berbagai hukum, dan mayoritas
fatwa para fuqaha” agar ketentuan hukumnya tidak
kontradiksi dengan pendapat-pendapat mereka, sehingga
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terpelihara dari tindakan yang kontra produktif dengan
konsensus para fuqahd’. Kelima, mujtahid mesti
mengetahui giyas (berpikir deduktif analogis), dasar-dasar
yang boleh dicari ‘illat-nya, dan yang tidak boleh dicari
‘illat-nya, sifat-sifat yang boleh dijadikan ‘illat dan yang
tidak boleh, juga mengenai kronologis dalil antara satu
dengan yang lainnya, dan kaidah-kaidah pentarjihan antara
sesama dalil. Keenam, mujtahid harus seorang yang
terpercaya, dipercaya, dan tidak memandang mudah dalam
masalah agama.3>

Selain tiga formulasi usil al-figh di atas, at-Taftazani (w.
792 H) menformulasikan dengan:

s 0% or- ° Py o o o ~ so o - S @A o @ s 0 Fo o
Il o 43 Eomdd giod) dmy Jo ) b Joe @ el LW
P @ Bl P

ey A5V oJ;; C,f\; le C,;;j\ & ‘_;;i:; \/r Glaz Loy S;;f:l\ Y]
. S

Artinya: “llmu (pengetahun) tentang kaidah-kaidah yang dapat
digunakan untuk menjadi sarana penggalian hukum

dari segi cara mengetahui makna yang sebenarnya

kemudian dilakukan pembahasan padanya dari dalil-

dalil yang disebutkan dan sesuatu yang berkenaan
dengannya serta menghubungkan pembahasan dari apa

yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil ini, yaitu
hukumnya” 3¢

Berbeda dengan at-Taftazani, al-Burnu
menformulasikan:

Ahmad Ibrahim ‘Abbas az-Zarwi, Nazariyyah al-ljtihid fi asy-
Syari’ah al-Islamiyyah (Jiddah: Dar asy-Syurag, t.t.), h. 37-38.

36Al-Imam Sa’ad ad-Din Mas’ad bin Umar at-Taftazani, Syarh at-
Talwih ald at-Taudih li Matn at-Tangih fi Usil al-Figh (Bairut: Dar al-Kutub
al-'Ilmiyyabh, t.t.), Juz ke 1, h. 34.
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Artinya: “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat
dijadikan  sebagai sarana untuk mengistinbatkan
hukum-hukum  syara”  yang  bersifat  cabang
(‘amaliyyah) yang digali dari dalil-dalilnya secara
terperinci” 37

Dua formulasi usil al-figh yang disebutkan terakhir,
secara substansial pada dasarnya sama, yaitu menekankan
bagaimana agar usil al-figh sebagai sebuah disiplin ilmu
dapat digunakan secara optimal dalam konteks istinbat al-
ahkam.

Secara umum, dari beberapa terminologi usil al-figh
tersebut di atas sesungguhnya telah dikemukakan oleh para
pakar metodologi pemahaman hukum Islam abad tengah
(abad skolastik), yakni abad V H. Kemudian, bagaimana
dengan para pakar usul al-figh abad modern, tampaknya
tidak terjadi rekonstruksi formulasi wusul al-figh yang
signifikan, hanya sifatnya menguatkan formulasi yang telah
ada. Hal ini terlihat pada formulasi yang dikemukakan oleh
Muhammad Aba Zahrah (w. 1974):

ol (8N LLany 2l (w I selal, Jale dal 330 O
L0

Artinya: “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang memberikan
gambaran mengenai metode-metode untuk
mengistibatkan hukum-hukum syara’ yang berkenaan
dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, yang

37Al-Burna, Kitab Kasyf as-Satir, h. 15.Lihat, Muhammad ‘Ali bin
Muhammad asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhil ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-
Usiil (Mesir: Idarah at-Tiba’ah al-Muniriyyah, t.t.), h. 3.
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digali dari dalil-dalil (al-Qur’an dan sunnah) secara
terperinci” .38

Formulasi ini menggambarkan bahwa ilmu usil al-figh
yaitu ilmu yang menjelaskan metode-metode yang
ditempuh oleh para mujtahid dalam mengistinbatkan
hukum-hukum syara’, baik yang digali dari dalil-dalil yang
telah dinaskan oleh asy-Syari’, dari dalil-dalil yang
didasarkan padanya dengan mencari alasan-alasan logis
(illah  al-ahkam) yang dijadikan penetapan hukumnya
maupun dalam upaya menetapkan kemaslahatan-
kemaslahatan manusia (i masalih  al-ibad)  yang
dimaksudkan oleh asy-Syari’. Oleh karena itu, menurut Aba
Zahrah usul al-figh juga dapat dikatakan:

s o0 2r ol

wﬂs\ mz\ o CK,.‘Y\ C\fw\ 50 u.nJJ o Lsn sl i 2

Artinya: “Kolektifitas kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada
pakar figh cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari
dalil-dalil syara’” 3°

Formulasi Abtt Zahrah ini hampir senada dengan yang
dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1956),
bahwa ilmu usul al-figh menurut syara’ yaitu:

L 2 KN a3l B G 15 1 el Al ]

ail) (351 s

Artinya: “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-
pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh
hukum-hukum syara’” mengenai perbuatan orang

3Muhmmad Abu Zahrah, Usdl al-Figh, h. 7.
39]bid., h. 3.



mukallaf (yang digali) dari dalil-dalilnya  secara
terperinci” 40

Bertolak dari formulasi-formulasi tersebut di atas dapat
diketahui bahwa usil al-fijh merupakan sebuah disiplin
ilmu yang mengkaji dan menjelaskan tentang dalil-dalil
hukum, cara-cara mengistinbatkan hukum, dan metode-
metode tertentu yang harus dilalui dan digunakan dalam
menetapkan hukum dari dalil-dalilnya yang tersurat, yang
tersirat dengan teknis pencarian ‘illah-‘illah hukum yang
dijadikan dasarnya, dan penetapan hukum yang digali di
balik teks (nas) dengan menggunakan pendekatan rih asy-
syari’ah atau magqasid asy-syari’ah yang tujuan akhirnya dari
semua hukum Allah adalah untuk kemaslahatan umat
manusia (li masalih al-"ibad).

B. Obyek Kajian Usiil al-Figh

Pada prinsipnya semua pembahasan usil al-figh itu
kembali kepada dalil-dalil hukum yang umum (al-adillah al-
kulliyyah aw al-ijmaliyyah) dilihat dari segi ketetapan-
ketetapan hukum yang umum pula, tidak stresing
pembahasannya pada dalil-dalil yang partikular (juz’iyyah)
atau yang khususiyyah. Jadi, seorang pakar usil (mujtahid)
dalam membahas setiap persoalan apa saja itu mesti berpola
pikir deduktif, karena masih dalam tataran tentang teoritis-
normatif. Misalnya, seorang mujtahid mengkaji tentang
giyas dan kehujjahannya, membahas tentang dalil yang
umum (al-‘am) dan yang membatasinya (al-khas), tentang
perintah (al-amr) dan larangan (an-nahy), dan seterusnya.
Untuk menjelaskan semua permasalahan tersebut tentu
mujtahid mengacu pada contoh-contoh dalil hukum yang
umum dalam al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai sumber dari
segala sumber hukum (masdar min al-masadir) ternyata tidak
terformulasikan dalam satu bentuk saja, tetapi faktanya, ada
yang terformulasikan dalam bentuk perintah, larangan,

40°Abd al-Wahhab Khallaf, ‘lim Usal al-Figh (Mesir: ad-Dar al-
Kuwaitiyyah, 1388 H/1968 M), h. 12.
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umum, mujmal dan mutlak. Semua ini menunjukkan
sebagai bukti macam keumuman dalil-dalil hukum syara’
dalam al-Qur'an yang menjadi obyek kajian usil al-figh.
Oleh karena itu, di kalangan para pakar metodologi
pemahaman hukum Islam menetapkan obyek kajian usul al-
figh sangat beragam sesuai dengan terminologi yang
diformulasikannya. Misalnya, formulasi yang dikemukakan
oleh al-Badakhsyi mengutip dari al-Baidawi (w. 685 H)
seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat
dideskripsikan tiga masalah pokok yang menjadi obyek
kajian wusil al-figh, yaitu tentang sumber (dalil) hukum,
metode-metode istinbat al-ahkam, dan perihal ijtihad.
Menurut al-Gazali (w. 505 H), obyek kajian usul al-figh itu
ada empat bagian: (1) Bahasan tentang buah, yakni masalah
hukum (as-Samrah wahiya al-hukm) dan hal-hal yang
berkenaan dengannya, seperti hakikat hukum (hagigah al-
hukm), pembagian hukum (agsam al-ahkam), rukun-rukun
hukum (arkan al-hukm), dan hal-hal yang berkenaan
dengannya; (2) Tentang pemberi buah yakni sumber hukum
(al-musmirah) dan dalil-dalil hukum; (3) Cara mengambil
buah yang berarti cara mengistinbatkan hukum (kaifiyyah
istiSmar al-ahkam) dari sumber-sumber dan dalil-dalil
hukum; (4) Pengambil buah, berarti mujtahid (al-mustasmir
wahuwa al-mujtahid). 4

Menurut pakar usul al-fighHanafiyyah bahwa obyek
kajian wusul yaitu hukum-hukum dari segi ketetapannya
dengan berdasarkan dalil-dalil, yakni hukum-hukum taklifi,
adalah wajib (al-ijab), sunnah (an-nadb), haram (at-tahrim),
makruh (al-karahah), dan boleh (al-ibahah). Sedangkan
sebagian pakar usul al-figh Hanafi yang lain mengatakan
bahwa obyek kajian wusul al-figh yaitu dalil-dalil. Karena
hukum-hukumnya telah ditetapkan dengannya, dan
hukum-hukum itu menjadi buahnya (samrah) dalil-dalil itu

4Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 69, 119, 260 dan 478.



sendiri.*2 Sementara mayoritas ulama usul (jumhir usiliyyin)
berpendapat bahwa obyek kajian usil al-figh adalah dalil-
dalil syara” dari segi penjelasan pembagiannya, perbedaan
tingkatannya, dan cara-cara mengistinbatkan hukum syara’
di antaranya dari segi keumumannya.*> Lebih lanjut jumhir
usuliyyin menegaskan bahwa untuk memperoleh hukum-
hukum syara’ dan pembahasan-pembahasan yang
berkenaan dengannya adalah Pembuat hukum (asy-Syari’
atau al-Hakim), obyek hukum atau perbuatan orang-orang
mukallaf yang terkait dengan titah asy-Syari" (Allah dan
Rasul), yakni mahkium fih, dan subyek hukum yaitu
mukallafin (mahkim ‘alaih), memperoleh dalil-dalil syara’
yang disepakati (al-ittifig) dan yang tidak disepakati (al-
mukhtalaf fihd) dari segi kehujjahannya, pengurutan
pendalilannya dan persyaratan penerapannya, cara-cara
mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil dengan pendekatan
analisis kebahasaan (al-gawa’id al-lugawiyyah), atau dengan
cara menginterpretasikan teks-teks al-Qur’an dan sunnah
mutawatir (an-nusis wa sunnah al-mutawatirah), dengan jalan
ijtihad, mengikuti metodologi salah satu imam mujtahid (at-
taglid), standar dan persyaratan orang yang akan berijtihad
(mujtahid) dan muqallid, ruang lingkup dan batasan-batasan
keduanya (majalatuha), dan hukum keduanya (wajib,
sunnah, haram, makruh, dan mubah).#

Adapun dalil-dalil hukum yang disepakati mereka,
yaitu al-Kitab, as-sunnah, al-ijma’, dan al-qiyas. Sedangkan
dalil-dalil hukum yang tidak disepakati adalah banyak
sekali,®> tetapi yang dikenal pada umumnya adalah al-

42Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Usil al-Figh wa Madaris al-Bahs Fih
(Damaskus: Dar al-Maktabi, 1420 H/2000 M), Cet. ke 1, h. 10-11.

4]bid., h. 16.

4“4]bid., h. 11-12.

4$5Menurut Najm ad-Din at-Tafi (w. 716 H/1316 M) dalam Mustafa
Zaid menyebutkan sebanyak 19 macam dalil hukum syara” berdasarkan
hasil penelitiannya secara induktif (al-istigra’), yaitu al-Kitab, as-sunnah,
ijma’ al-ummah, ijma’ ahl al-madinah, al-qiyas, qaul as-sahabi, al-maslahah al-
mursalah, al-istidlal, al-istihsan, al-akhzu bi al-akhaf, al-‘ismah, ijma’ ahl al-
kifah, ijma’ al-‘itrah (‘ind asy-syi’ah), dan ijma’ al-khulafa’ ar-rasyidin.

23



24

istislah  (maslahah al-mursalah), istihsan, ‘urf/al-‘adah, qaul
sahabi, syar'u man qablana, sad az-Zari’ah, dan istishab.46

Berdasarkan  pandangan-pandangan para  pakar
metodologi hukum Islam tersebut di atas, dapat ditegaskan
bahwa obyek kajian ilmu usul al-figh adalah sumber dan
dalil-dalil hukum (al-adillah al-ahkam), hukum-hukum syara’
(al-ahkam asy-syar’iyyah), metodologi penetapan hukum
(turuq al-istinbat al-ahkam), dan ijtihad.

C. Tujuan dan Kegunaan Mempelajari Ilmu Usiil al-Figh
Secara metodologis tergambar bahwa kedudukan dan
peran usul al-figh menempati posisi sentral dalam studi
keislaman sehingga seringkali disebut dengan the queen of
Islamic science.” Wahbah az-Zuhaili menyebutnya dengan
grand theory (nazariyyah al-kubrd).*s Karena ilmu ini
mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-
pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam
memahami ajaran Islam yang terdokumentasikan dalam al-
Qur’an dan sunnah. Oleh karena demikian, dapat dikatakan
bahwa tujuan mempelajari ilmu usil al-figh adalah untuk
mengaplikasikan dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-
pendekatan, dan teori-teori pada dalil-dalil hukum (al-
Qur’an dan sunnah) sehingga menghasilkan hukum-hukum
syara’. Usil al-figh sebagai instrumen untuk mengetahui
hukum-hukum Allah melalui penggalian terhadap kalam-
Nya dan sunnah-sunnah utusan-Nya, baik yang berkaitan
dengan masalah kepercayaan (i'tigadiyah), moralitas
(khulugiyyah), dan tata aturan hukum (syari’ah) yang dapat

Literatur lain menyebutkan bahwa jumlah seluruhnya adalah sebanyak
45 macam dalil hukum. Lihat, Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-
Islami wa Najm ad-Din at-Tifi (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1384 H/1964
M), h. 117. Abdurrahman Dahlan, Usiil al-Figh (Jakarta: Penerbit AMZAH,
2010), h. 197.

46Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh wa Madaris, h. 11..

“Akh Minhaji, “Reorientasi Kajian Usal al-Figh” dalam Re-
Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta (Yogyakarta:
SUKA Press, 2007), Cet. ke 1, h. 118.

48Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh wa Madaris, h. 17.



dijadikan pedoman dan diamalkan oleh seluruh umat
manusia dengan sebaik-baiknya.

Berhasil atau tidaknya mengetahui hukum-hukum
Allah melalui penerapan metodologi penggalian hukum
tersebut, paling tidak menghasilkan tiga kemungkinan
keberhasilan: Kemungkinan pertama, hukum-hukum yang
dihasilkan itu pada hakikatnya merupakan pengulangan
dari apa yang telah dihasilkan para ulama mujtahid
terdahulu. Dalam konteks ini penerapan ilmu usul al-figh
yang dilaksanakan mengandung makna, memahami cara-
cara menemukan hukum melalui wusil al-figh yang
dipraktikkan para ulama mujtahid terdahulu. Kemungkinan
kedua, dengan menerapkan ilmu wusul al-figh, dapat
menghasilkan hukum-hukum yang berbeda dengan apa
yang telah ditemukan para ulama terdahulu. Kemungkinan
ini dapat terjadi disebabkan adanya perbedaan waktu,
tempat, atau keadaan dari peristiwa hukum yang terjadi
pada masa para ulama terdahulu dengan waktu, tempat,
atau keadaan yang dialami era modern ini. Dengan
demikian, meskipun secara sepintas terlihat bahwa
peristiwanya sama, tetapi hukum yang dihasilkan dapat
berbeda. Kemungkinan ketiga, hukum-hukum vyang
dihasilkan itu sama sekali baru, dan belum pernah
dihasilkan oleh para mujtahid terdahulu. Dalam konteks ini,
usiul al-figh digunakan untuk menjawab persoalan hukum
atas peristiwa-peristiwa yang baru muncul sekarang ini, di
mana pada masa lalu sama sekali belum pernah terjadi
peristiwanya, sehingga terhadap peristiwa itu tidak
ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab figh warisan para
ulama sebelumnya. Misalnya, hukum-hukum figh yang
berkenaan dengan bidang kedokteran, ekonomi, dan politik.

Adapun kegunaan mempelajari ilmu usil al-figh, para
ahli usal di antaranya Wahbah az-Zuhaili mengemukakan
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kaidah-kaidah wusil dan cara-cara
yang digunakan para mujtahid dalam memperoleh
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D.

hukum-hukum syara” melalui penerapan metode ijtihad
yang mereka konstruksi.

Dapat mengetahui berbagai kasus hukum yang
ketentuan-ketentuan hukumnya belum ditetapkan oleh
para mujtahid dahulu.

Memberikan gambaran tentang persyaratan yang mesti
dimiliki oleh para mujtahid, sehingga mereka dalam
mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil hukum (al-
Qur’an dan sunnah) tepat dan tidak keliru.

Dengan melakukan studi usul al-figh, orang-orang yang
akan mengistinbatkan hukum tentu akan mengetahui
mana sumber (dalil) hukum yang pokok (primer) yang
harus dipedomani, dan mana yang sekunder yang
berfungsi sebagai penunjang dalam pengembangan
pemikiran hukum Islam sesuai dengan kebutuhan
zaman era modern.

Dapat melakukan studi komparatif, baik mugaranah al-
mazahib fi al-figh maupun mugqaranah al-mazahib fi al-usul,
yakni melakukan perbandingan antara pendapat para
fuqaha’ dari berbagai mazhab figh dan antar mazhab usiil
dari berbagai metodologi yang digunakan dalam meng-
istinbat-kan hukum dari dalil-dalil syara’.#

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Usiil al-Figh
Secara metodologis, ilmu usiul al-figh itu tumbuh (lahir)

lebih dahulu dari ilmu figh, karena reasoning-nya, usul al-figh
sebagai instrumen untuk melahirkan figh. Akan tetapi fakta
sejarah menunjukkan bahwa usil al-figh lahir bersamaan
dengan figh. Dan pengkodifikasian (fadwin) pun secara
sistematis, ilmu figh lebih dahulu lahir daripada ilmu usul al-
figh. Usul al-figh sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman

“YWahbah az-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr al-

Mu’asir, 1418 H/1998 M), Juz ke 1, h. 30-31. Wahbah az-Zuhaili, Usil al-
Figh wa Madaris, h. 17-18. Romli AS, Mugaranah Mazahib fi al-Usul (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 1420H/1999M), Cet.kel, h.10-11..



baru dikodifikasikan pada abad ke 2 hijrah.50 Weal B. Hallaq
mengemukakan bahwa,

Sarjana-sarjana modern sepakat bahwa Imam Syafi'i (w.
204 H) mempunyai jasa sebagai pendiri ilmu usul al-figh,
dan ar-Risalah-nya sekarang dianggap tidak hanya sebagai
karya pertama yang membahas materi tersebut, tetapi juga
sebagai model bagi ahli-ahli fikih dan para teoritisi yang
datang kemudian wuntuk berusaha mengikutinya.
Konsepnya sebagai “Guru Arsitek “ dari usul al-figh (the
Master Architect of Usul al-Figh) mempunyai implikasi pada
munculnya sebuah gagasan bahwa sekali ia mengelaborasi
teorinya, usul al-figh muncul kepermukaan dan bahwa para
pengarang setelahnya hanya mengikuti jejak-jejak
langkahnya saja. Dengan kata lain, kontinuitas yang tak
terputus dalam sejarah usul al-figh diasumsikan Risalah-nya
dan karya-karya lain tentang materi yang sama yang datang
kemudian.5! Mengkritisi pandangan Hallaq bahwa orang
yang pertama kali mengkonstruksi ilmu usil al-figh secara
sistematis-metodologis adalah Imam Syafi'i terjadi debat
table di kalangan para pakar metodologi pemahaman
hukum Islam.52 Sekalipun dalam fakta sejarah demikian,

50’ Abd al-Wahhab Khallaf, “ilm Usil al-Figh, h. 16.

51Weal B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, diterjemahkan
oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid dengan Sejarah Teori
Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Figh Mazhab Sunni (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2000), h. 44. Taha Jabir al-Alwani, Sources Methodology
in Islamic Yurisprudence, diterjemahkan oleh Yusdani dengan Metodologi
Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 47.

52Telah terjadi polemik di kalangan para pakar metodologi
pemahaman hukum Islam (usiliyyin) dan para pemikir hukum Islam
kontemporer mengenai siapa sebenarnya orang yang pertama kali
mengkonstruksi dan mengkodifikasikan ilmu usiil al-figh sebagai sebuah
disiplin ilmu pengetahuan secara sistematis-metodologis. Ahmad Hasan
menolak mayoritas pakar usil al-figh dan para sarjana modern
sebagaimana diungkapkan Weal B. Hallaq bahwa Imam Syafi'i sebagai
orang yang pertama kali memperkenalkan usil al-figh. Karena
menurutnya, fakta sejarah memperlihatkan banyak menemukan riwayat-
riwayat yang menunjukkan adanya karya-karya dibidang usil al-figh
sebelum asy-Syafi'i. Bukti yang paling awal ialah kritik Aba Yasuf (w.
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tapi dalam tataran praktik, wusil al-figh telah lahir
berbarengan dengan lahirnya figh. Argumennya, karena
secara metodologis, figh tidak akan terwujud tanpa ada
metode istinbat hukum, dan metode istinbat hukum ini
sesungguhnya sebagai inti dari usil al-figh.>

Bertolak dari fakta sejarah tersebut di atas, dapat
dikemukakan  bagaimana  sebenarnya  metodologi
pemahaman hukum Islam (usil al-figh) itu di masa
Rasulullah Saw., para sahabat, tabi'in, para mujtahid
sebelum Imam asy-Syafi'i, di masa asy-Syafi'i, dan masa

183 H) terhadap ulama-ulama Syria yang dikatakannya buta usal al-figh.
Jadi, pernyataan yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i sebagai orang
pertama yang memperkenalkan prinsip-prinsip hukum Islam (usil al-figh)
nampaknya tidaklah tepat. .Lihat, Ahmad Hasan, The Early Development of
Islamic Yurisprudence, diterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan Pintu
Ijtihad Sebelum Tertutup (Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H?1984 M),
h168-169. Bahkan lebih dari itu, Norman Chalder dalam Ilyas Supena dan
M. Fauzi dalam catatan kakinya mengungkapkan, justru mengingkari
kitab ar-Risalah sebagai karya asy-Syafi'i. Menurutnya, karya yang
demikian itu kemungkinan baru muncul setelah masa asy-Syafi'i (tahun
300-an. Lihat, Ilyas Supena dan M> Fauzi, Dekonstruksi dan
Rekonstruksi Hukum Islam (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 172.
Sedangkan Muhammad Aba Zahrah, sepakat dengan umumnya para
pemikir hukum Islam yang mengatakan bahwa, meskipun Imam Syafi’i
belum menyusun ilmu usil al-figh dengan sempurna -sebagaimana
Aristoteles dalam ilmu logika - namun dialah orang pertama kali yang
menyusun dan mensistematisasikannya ke dalam bab-bab. Muhammad
Abu Zahrah, asy-Syafi'i Hayatuh wa ‘Asruh Ara’uh wa Fighuh (Mesir: Dar
al-Fikr al-"Arabi, t.t.), h. 197. Wahbah az-Zuhaili, Usil al-Figh wa Madaris,
h. 15. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, menurut golongan
Syi’ah Imamiyyah bahwa orang yang pertama kali menyusun dan
mensistematisasi usal al-figh adalah Muhammad al-Baqir bin ‘Ali bin
Zain al-’Abidin, kemudian diteruskan oleh anaknya Aba ‘Abd Allah
Ja'far as-Sadiq. Asmuni Abdurrahman, Usil Figh Syi’ah Imamiyyah
(Yogyakarta: CV Bina Usaha, t.t.), h. 6. Kemudian, Aba Zahrah
membantah dan menetralisir pandangan golongan Syi’ah Imamiyyah
tersebut bahwa menurutnya, Muhammad al-Baqir memang penyusun
usil al-figh Syi'ah, tetapi bukan penyusun pertama ilmu usil al-figh.
Penyusun pertama ilmu usil al-figh ialah Imam Syafi’i. Muhammad Aba
Zahrah, Usul al-Figh, h. 14.
53]bid., h. 11.



sesudah Imam asy-Syafi'i, sebagaimana pembahasan di
bawah ini:

1. Usiil al-Figh pada Masa Rasulullah Saw.

Pertumbuhan dan perkembangan usiul al-figh pada
dasarnya tidak terlepas dari perkembangan hukum
Islam pada umumnya, sejak masa Rasulullah Saw. (w.
632 M) hingga terkodifikasikannya usil al-figh sebagai
sebuah disiplin ilmu pengetahuan, yaitu pada abad ke 2
hijrah.>* Sumber lain menyebutkan pada abad ke 3
hijrah.5Usul al-figh tumbuh (lahir) pada abad ke 2
hijrah, karena pada abad ke 1 hijrah, ilmu ini belum
diperlukan sebagai instrumen mengistinbatkan hukum
dalam konteks ijtihad.

Pada masa Rasulullah Saw., sumber hukum itu
hanyalah al-Qur’an dan sunnah. Apabila muncul suatu
kasus, beliau menjawab dan menyelesaikannya
berdasarkan wahyu, jika wahyu belum turun, maka
beliau menunggu hingga wahyu itu turun, dan wahyu
Allah inilah yang dijadikan dasar dalam penyelesaian
kasus hukum yang terjadi. Rasulullah Saw. berfatwa
dan menetapkan hukum dari setiap kasus yang terjadi
sesuai dengan doktrin al-Qur'an yang diwahyukan
kepadanya. Apabila dalam realitasnya wahyu lama
sekali tidak turun, maka beliau menetapkan kasus-
kasus hukum tersebut dengan sunnah yang diilhamkan
kepadanya. Kemudian, jika kedua sumber hukum itu
tidak memadai dan tidak bisa menjawab serta
menyelesaikan  berbagai  kasus  hukum yang
dihadapinya, maka beliau secara naluri (instink)
melakukan ijtihad tanpa memerlukan instrumen wusil al-
figh dan kaidah-kaidah istinbat yang dijadikan
pedoman dalam berijtihad. Dari fakta sejarah ini
menunjukkan dan disimpulkan oleh para pakar
metodologi hukum Islam bahwa Rasulullah Saw.

54 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usil al-Figh, h. 16.
S%5Weal B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, h. 44.



sesungguhnya melakukan ijtihad ketika wahyu (al-
Qur’an) yang telah diturunkan dan sunnah-sunnahnya
tidak memadai untuk menjawab dan menyelesaikan
berbagai kasus hukum. Analisis para pakar metodologi
hukum Islam demikian ini dikuatkan dengan
pernyataan beliau:
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Artinya: “Sesungquhnya saya adalah manusia (biasa),
apabila saya diperintahkan kepadamu tentang
sesuatu  yang  menyangkutagamamu,  maka
ambillah dia, dan apabila saya diperintahkan
kepadamu tentang sesuatu yang berasal dari
pendapatku (ra’y), maka sesungguhnya saya
adalah manusia (biasa)” .56

Berdasarkan pernyataan Rasulullah Saw. tersebut
dapat dipahami bahwa sekalipun beliau berijtihad
berdasarkan ra’y-nya, maka secara otomatis hasil-hasil
ijtihadnya menjadi sunnah dan dapat dijadikan sebagai
sumber hukum kedua setelah al-Qur'an bagi umat
Islam.

Dalam beberapa kasus, para pakar usul al-figh
menilai bahwa Rasulullah Saw. dalam berijtihad juga
menggunakan pendekatan deduktif-analogis (al-giyas)
ketika menjawab pertanyaan dari para sahabat.
Misalnya, ketika beliau menjawab pertanyaan dari
seorang sahabat Umar bin al-Khattab (w. 23 H) yang
menginformasikan bahwa dirinya mencium isterinya di

5Imam Muslim bin al-Hajjaj Aba al-Husain al-Qusyairi an-
Naisabari (selanjutnya ditulis Imam Muslim), Sahih Muslim (Indonesia:
Dar lhya’ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), Juzke ,h...



siang bolong bulan ramadan, padah dia sedang
berpuasa, apakah dapat membatalkan puasa atau tidak?
Jawaban beliau sebagaimana ditransmisikan oleh Ibn
Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H):
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Artinya: “Wahai Rasulullah, hari ini saya telah berbuat
suatu perkara yang luar biasa, saya mencium
isteriku padahal saya sedang berpuasa. Rasulullah
menjawab dengan baik bertanya kepada Umar:
Bagaimanakah menurut pendapatmu, jika kamu
berkumur-kumur dengan air di saat kamu sedang
berpuasa? Umar menjawab: Tidak apa-apa pada
yang demikian itu. Kemudian Rasulullah Saw.
bersabda: Maka teruskan puasamu”.5

Berdasarkan dialog antara Rasulullah Saw. dengan
Umar tersebut dapat ditegaskan bahwa mencium isteri
di siang bolong bulan puasa ramadan adalah tidak
membatalkan puasa dengan menganalogikan kepada
seseorang yang berpuasa sedang mengambil air wuda
diawali dengan terlebih dahulu berkumur-kumur, maka
tidak membatalkan puasa. Hal ini berarti memberikan
indikasi terdapatnya persamaan hukum antara
mencium isteri dan berkumur-kumur. Secara ‘urfi,
mencium sebenarnya jalan untuk melakukan hubungan
seksual seperti bandingannya dengan memasukkan air
ke dalam mulut yang menjadi jalan untuk minum. Jika

5Syamsuddin Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakar ibn
Qayyim aj-Jauziyyah (selanjutnya ditulis Ibn Qayyim), I'lam al-
Muwagqqi‘in ‘an Rabb al-'Alamin (Bairut: Dar al-Kutub al-'Timiyyah, 1425
H/2004 M), Cet. ke 1, h. 133.
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demikian ini tidak apa-apa, maka berarti demikian itu
tidak mengapa. Dalam konteks giyas, kasus Umat
tersebut menunjukkan ‘illat hukum yang terdapat
dalam teks (nas) sunnah, yang disebut dengan ‘illah al-
manstisah.

Contoh kasus lain, ada seorang laki-laki datang
kepada Rasulullah Saw. dan bertanya kepadanya
dengan menginformasikan terlebih dahulu, ya
Rasulullah:
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Artinya: “Ayahku menganut agama Islam pada waktu dia
sudah tua dan tidak sanggqup menunggang
kendaran hewan, sedangkan dia berkewajiban
mengerjakan haji, bolehkah saya mengerjakan haji
untuk dia? Rasulullah balik bertanya: Apakah
kamu anak yang tertua.? Jawab: Ya. Rasul
bertanya lagi: Bagaimanakah kalau orang tuamu
berhutang kemudian kamu bayarkan, apakah
gugur hutangnya itu? Jawab: Ya, tentu saja
gugur (bebas) hutangnya. Seraya Rasulullah Saw.
bersabda: Kalau begitu, hajikanlah ayahmu itu” 58

Dialog Rasulullah Saw. dengan seorang laki-laki ini
menunjukkan berpikir deduktif-analogis-komparatif
dengan menganalogikan “berhutang kepada Allah”
disamakan kedudukannya dengan “berhutang kepada
manusia”, bahkan berhutang kepada Allah lebih
menjadi skala prioritas yang mesti dibayar daripada

581bid.



kepada yang lainnya sesuai dengan jawaban Rasulullah
“berhutang kepada Allah itu lebih berhak untuk
dibayarnya”.

Selain dua contoh tersebut di atas, terdapat kasus
lain yang dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw.
memberikan training berijtihad kepada para sahabatnya
mengenai larangan menyimpan daging kurban,
sebagaimana sabdanya:
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Artinya: “Hanyasannya saya melarang kamu (menyimpan
daging kurban) karena ada serombongan delegasi
dari kampung yang akan datang (daffah), maka
(sekarang)  makanlah,  sedekahkanlah,  dan
kemudian simpanlah” >

Pernyataan Rasulullah Saw. ini menunjukkan
bahwa para sahabat ketika itu diajari untuk memahami
alur pembicaraan beliau yang berupa larangan
menyimpan daging kurban yang sifatnya sementara,
karena sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan
serombongan delegasi dari perkampungan sekitar
Madinah yang terdiri dari orang-orang miskin yang
sangat membutuhkan daging-gading tersebut. Dalam
konteks ini yang menjadi ‘illsh hukumnya adalah kata
“ajl” yang menunjukkan termasuk ‘illah al-manstsah.

Dari deskripsi contoh-contoh tersebut di atas dapat
ditegaskan bahwa praktik ijtihad di masa Rasulullah
Saw. telah terjadi dan dipraktikkan oleh beliau sendiri
dan para sahabatnya. Akan tetapi secara metodologis,
belum dibutuhkan adanya kaidah-kaidah istinbat

59Lihat, Malik bin Anas, al-Muwatta’, editor Muhammad Fu’ad ‘Abd

al-Baqi’ (T.Tp.: Tp., t.t.), h. 302. Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h.

184.
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hukum (manhaj al-istinbat al-ahkam) dalam berijtihad,
yang berarti tidak membutuhkan ilmu usal al-figh,
karena kreatifitas ijtihad yang dilakukan Rasulullah dan
para sahabatnya pada akhirnya kembali kepada wahyu.
Oleh karena demikian, kedudukan ijtihad di masa
Rasulullah belum menjadi instrumen penggalian
hukum, atau tidak memerlukan kaidah-kaidah istinbat
al-ahkam, dan juga belum memerlukan spesifikasi ilmu
usul al-figh. Semua kreatifitas ijtihad yang dilakukan,
terutama oleh para sahabat itu kembali kepada wahyu,
dan memang, satu-satunya sumber hukum saat itu
adalah al-Qur’an, sementara selain al-Qur’an tidak
menjadi  sumber hukum. Adapun pernyataan-
pernyataan Rasulullah Saw. yang berupa qauliyyah,
fi'liyyah, dan tagririyyah pada dasarnya adalah sebagai
penjelasan (bayan) dari teks-teks al-Qur’an. Dari fakta
sejarah ini, para pakar metodologi pemahaman hukum
Islam kemudian menyatakan bahwa embrional ilmu
usul al-figh itu sesungguhnya sudah ada sejak masa
Rasulullah Saw. bersamaan dengan lahirnya figh pada
umumnya.

Usiil al-Figh pada Masa Sahabat

Figh  sebagai produk ijtthad muncul dan
dirumuskan pada masa sahabat, praktis setelah
Rasulullah Saw. wafat (w. 632 M). Sebab, pada masa
beliau hidup, berbagai kasus hukum yang terjadi
penyelesainnya dikembalikan kepadanya. Kalaupun
ada beberapa orang sahabat berijtihad, seperti Sa’ad bin
Mu’ad berijtihad dengan memberikan keputusan bahwa
golongan laki-laki dari Bani Quraidah hendaknya
dibunuh, golongan perempuan dan anak-anak dari
mereka dijadikan tawanan perang. Hal ini dilakukan
ketika Bani Quraidah dari golongan Yahudi dikepung
oleh tentara kaum muslimin. Keputusan Sa’ad bin
Mu'ad ini kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, yakni



kamu hukum mereka itu menurut hukum Allah
(hakamta fihim bihukm Allah).60

Kasus lain, ada dua orang sahabat Rasulullah Saw.
yang sedang dalam perjalanan. Mereka berdua
mengerjakan salat tanpa berwudu karena tidak ada air.
Setelah selesai mengerjakan salat, mereka menemukan
air, salah seorang dari mereka mengulangi mengerjakan
salatnya karena masih ada waktu salat. Ketika bertemu
dengan Rasulullah, mereka masing-masing
menginformasikan dari pelaksanaan mengerjakan salat
tersebut. Kemudian beliau bersabda: Bagi yang tidak
mengulangi salatnya, pendapatmu sesuai dengan
sunnah dan salatmu sah (asabtu as-sunnah wa ajza’atka
salatuhd), dan bagi yang mengulangi salatnya,
Rasulullah juga bersabda: Bagimu mendapat dua pahala
(ala al-ajr marratain).o!

Dari dua kasus tersebut pada akhirnya
dikembalikan kepada Rasulullah Saw., karena beliau
adalah satu-satunya pemegang otoritas kebenaran
agama yang berbasis wahyu yang diturunkan
kepadanya.

Para sahabat dalam praktik berijtihad pada
substansinya telah menggunakan wusul al-figh atau
kaidah-kaidah istinbatsebagai instrumen berijtihad. Abta
Zahrah mengatakan, secara praktis mereka telah mereka
telah menggunakan kaidah-kaidah usul al-figh meskipun
belum dirumuskan dalam sebuah disiplin ilmu.62
Sekalipun usil al-figh belum dikodifikasikan sebagai
sebuah disiplin ilmu, tetapi para sahabat mampu
berijtihad dan memberikan fatwa hukum dengan
mengacu pada dalil-dalil hukum (al-Qur’an dan
sunnah) yang mereka pahami dengan berdasarkan

60 Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqgi’in, h. 135. Muhammad
‘Ali as-Sayis, Nasy’ah al-Figh al-ljtihadi wa Atwaruh (Mesir: Silsilah al-
Buhas al-Islamiyyah, t.t.), h. 20.

61]bid.

62Muhammad Aba Zahrah, Usiil al-Figh, loc.cit.
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kemampuan bahasa arab yang baik tanpa memerlukan
kaidah-kaidah usuliyyah yang dijadikan pedoman dalam
memahami teks-teks dalil hukum tersebut.

Praktik istinbat al-ahkam mereka, di samping
menguasai kemampuan bahasa arab dengan baik, juga
didukung oleh bimbingan pengalaman dengan melihat
langsung cara-cara Rasulullah menggali, mengetahui
dan menetapkan hukum dengan berbasis wahyu dan
menggunakan pendekatan giyas, sehingga mereka tahu
betul praktik Rasulullah melakukan pembentukan
hukum dan penetapan dalil-dalil hukum secara
kronologis dalam berijtihad. Hal ini terlihat dalam
sebuah dialog antara beliau dengan Mu’az bin Jabal
ketika akan diutus ke negeri Yaman, beliau bertanya:
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Artinya: “Bagaimana cara kamu memutuskan apabila suatu
kasus hukum diajukan kepadamu? Ia menjawab:
Saya akan putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-
Qur’an);, Belia bertanya lagi: Jika kamu tidak
menemukan (dasar hukumnya) dalam Kitab
Allah? Ia  menjawab: Saya akan putuskan
berdasarkan sunnah Rasulullah Saw.;, Beliau
bertanya lagi: Jika kamu tidak menemukan (dasar
hukumnya) di dalam Kitab Allah maupun sunnah
Rasulullah? la menjawab: Saya akan berijtihad,
dan saya tidak akan lengah (ceroboh). Kemudian



Rasulullah Saw. bersabda sambil menepuk-nepuk
dada Mu’az bin Jabal, segala puji bagi Allah yang
telah merestui delegasi Rasulullah Saw. pada apa
yang diridai oleh utusan Allah” .63

Dialog Rasulullah Saw. dengan Mu’az bin Jabal ini
menjadi suatu dasar para sahabat dalam berijtihad.
Mereka secara teknis, mula-mula mengkaji teks-teks al-
Qur’an dilihat dari berbagai aspeknya. Jika dari proses
pengkajiannya tidak dapat menghasilkan konklusi
hukum yang dicarinya, maka kemudian mereka beralih
melakukan pengkajian terhadap sunnah-sunnah
Rasulullah dilihat dari berbagai aspeknya. Jika juga dari
dua sumber hukum utama ini ketentuan hukum yang
dicarinya tidak ditemukan, maka baru mereka
melakukan ijtihad, baik secara individual maupun
kolektif dengan mengumpulkan para sahabat untuk
bermusyawarah, dalam arti, berdiskusi dengan masing-
masing mengemukakan argumen yang pada akhirnya
terjadi titik temu dan kata sepakat. Hasil dari
musyawarah (diskusi) mereka ini kemudian dikenal
dengan ijma’ as-sahabah. Dari analisis ini dapat
dikatakan =~ bahwa  para  sahabat di dalam
mengistinbatkan hukum ternyata, di samping sudah
menggunakan pendekatan giyds (perhatikan kasus
Umar bin al-Khattab di siang bolong bulan puasa
mencium isterinya, dan seorang anak laki-laki
melakukan haji untuk ayahnya), juga ijma’, dan istislah
(maslahah al-mursalah).¢* Bahkan dalam perkembangan
berikutnya, mereka di samping menggunakan tiga

68Abt Dawud Sulaiman ibn Asy’as as-Sajastani al-Azdi (selanjutnya
ditulis Aba Dawud), Sunan Abi Dawud (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,
1952), J1d. ke 3, h. 412-413.

¢4Muhammad Aba Zahrah, Muhadarat fi Tarikh al-Mazahib al-
Fighiyyah (Mesir: Matba’ah al-Madani, t.t.), h. 17-18. “Abd al-Wahhab
Khallaf, Khulasah Tarikh at-Tasyri” al-Islami (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h.
45.
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pendekatan tersebut, juga menggunakan istihsan, sad az-
zari'ah, ‘urf/’adat, dan pendekatan atau metode-metode
yang lainnya. Dalam konteks ini dapat dikemukakan
beberapa contoh sebagai berikut:

Contoh pertama, tentang seorang perempuan
(isteri) yang ditalak tiga (talag ba’in) oleh suaminya.
Umar bin al-Khattab berpendapat (berfatwa) bahwa
selama dalam masa menunggu (‘iddah) perempuan itu
diberi nafkah dan tempat tinggal dengan
berargumentasikan pada Q.S. at-Talaq (65): 1:
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Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang
terang”.

Umar dalam masalah ini tidak berpegang
(mengabaikan) pada hadis kasus Fatimah binti Qais
yang ditranmisikan oleh muttafaq ‘alaih dari Ibn
‘Abbas, ia berkata:

@ N G ST g o e ooe. G o So 5. .
3& o sor s //// o /

tbv\&” LVJCJ s b u.w\) db Jv\lp‘

Artinya: “Fatimah binti Qais telah ditalak tiga oleh
suaminya, kemudian dikonsultasikan  kepada
Rasulullah  Saw. mengenai kasus Fatimah ini,
maka beliau bersabda: (Suami) tidak berkewajiban
memberikan nafkah dan dia hanya harus ber-
‘iddah” 65

65Muhammad bin Isma’il al-Kahlani as-San’ani, Subul as-Salam

(Bandung-Indonesia:Penerbit Dahlan, t.t.), Juz ke 3, h. 174.



Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “(Fatimah binti Qais) tidak mendapatkan tempat
tinggal dan nafkah” .6

Sedangkan sahabat selain Umar berpendapat bahwa
perempuan itu tidak diberi tempat tinggal dan nafkah
berdasarkan hadis kasus Fatimah binti Qais.
Menurutnya, Q.S. at-Talaq (65): 1 tersebut diihtimalkan
pada talak rqj’iy, bukan talak ba’in. Bagitu pula sahabat
yang lainnya berpendapat bahwa perempuan itu diberi
tempat tinggal, tetapi tidak diberi nafkah dengan
mengacu pada pemahaman Q.S. at- Talaq (65): 6
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Artinya: “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkah hingga mereka melahirkan anaknya”.

Berdasarkan ayat ini mereka juga menegaskan, jika
mereka itu tidak hamil, maka tidak mendapatkan
nafkah.”

Contoh kedua, tentang talak ba'in yang dijatuhkan
sekaligus. Umar bin al-Khattab telah berani mengubah
dan berfatwa bahwa barang siapa yang menjatuhkan
talak tiga sekaligus terhada isterinya, maka dianggap
jatuh semuanya dengan menjadi talak ba'in. Pada masa
Rasulullah, khalifah Aba Bakar, dan termasuk di awal
kekhalifahan Umar sendiri, talak tiga seperti itu hanya
dianggap jatuh satu sesuai dengan pernyataan
Rasulullah Saw.:

66Jmam Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal

(Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), Juz ke 6, h. 440.

6?Muhammad ‘Ali as-Sayis, Nasy’ah, h. 47.
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Artinya: “Dari Ibn Tawus dari ayahnya dari Ibn *Abbas, ia
berkata: Pada masa hidup Rasulullah Saw., dan
Abii Bakar, serta dua tahun pertama di masa
kekhalifahan Umar bin al-Khattab adalah talak
tiga dijatuhkan sekaligus hanya dianggap jatuh
satu kali. Umar berkata: Masyarakat telah
terburu-buru  dalam  melakukan  tindakan
(menjatuhkan  talak  tiga  sekaligus) yang
seharusnya dapat mereka lakukan dengan
bertahap. Hal itu, apabila kami membiarkan mesti
merajalela  di  masyarakat,  berarti  kami
membiarkan mereka dalam kehancuran” .68

10

Hadis ini secara tekstualitas diabaikan oleh Umar,
tetapi secara metodologis justru dipahami secara
kontekstual dengan pendekatan magqgasid asy-syari’ah,
bahwa dengan melihat realitas masyarakat, banyak
orang yang seenaknya menjatuhkan talak tiga kepada
isterinya dengan sekaligus, dan bahkan sudah pada
tingkatan merajalela dalam praktiknya. Oleh karena
kondisi demikian, Umar kemudian mengubah status
hukumnya ditetapkan berlaku penuh sebagai talak
ba'in, sehingga mantan suami tidak bisa merujuk
kembali kepada isterinya sebelum dinikahi oleh laki-
laki lain. Fatwa Umar ini oleh para sahabat yang lain

68Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 1, h. 629.



dipandang kontradiksi dengan Q.S. al-Bagarah (2):
229,%° dan hadis tersebut di atas, serta ijma’ para sahabat.

Ketetapan hukum dari fatwa Umar bin al-Khattab
di atas ternyata menarik perhatian para imam mazhab
dan terjadi perbedaan pendapat. Mayotitas sahabat,
tabi’‘in dan imam mazhab empat (Abt Hanifah, Malik,
Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa
talak tiga sekaligus dengan satu kalimat adalah jatuh
tiga. Golongan ulama yang lain dari Syi'ah Zaidiyyah,
Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim aj-Jauziyyah al-Hanbali
berpendapat, hanya jatuh satu dan menjadi talak raj7y.
Sedangkan sebagian wulama Syi'ah Imamiyyah
berpendapat, tidak jatuh satu talak pun. Pendapat
mereka ini masing-masing mempunyai argumentasi
yang dipeganginya.”?

Contoh ketiga, tentang memberhentikan pemberian
jatah zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam,
atau orang-orang yang dibujuk hatinya agar memeluk
agama Islam (al-mu’allafah qulabuhum) (Q.S. at-
Taubah (9): 60, padahal pada masa Rasulullah Saw. dan
Abu Bakar, asnaf keempat ini tetap mendapat jatah
zakat dengan alasan bahwa iman mereka masih lemah.
Pemberian jatah zakat pada masa sebelum khalifah
Umar itu bertujuan untuk memperkuat iman dan

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak
halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada
mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah.  Jika kamu khawatirbahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum
Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar
hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

70Lihat, Yasuf al-Qaradawi, ‘Awamil as-Sa’ah wa al-Muriinah fi asy-
Syari’ah al-Islamiyyah (al-Qahirah: Dar as-Sakhwah, 1406 H/1985 M), Cet.
ke 1, h. 100. Muhammad ‘Ali as-Sayis, Nasy’ah, h. 69. Mahmud Syaltut
dan Muhmaad ‘Ali as-Sayis, Mugqaranah al-Mazahib fi al-Figh (Mesir:
Muhammad “Ali Sabih wa Auladuh, 1373 H/1953 M), h. 80.
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menjinakkan hati mereka. Akan tetapi, di masa Umar
melihatnya tidak demikian, menurutnya, bahwa
pemberian jatah zakat pada masa Rasulullah Saw. dan
Abu Bakar itu hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan
konsumtif mereka yang bersifat tentatif, karena umat
Islam masih relatif sedikit kuantitasnya dan dalam
kondisi lemah. Sekarang (pada masa Umar) kondisi
umat Islam sudah kuat secara kualitas dan
kuantitasnya; Karena kondisi sudah berubah, maka
mereka tidak perlu lagi dijinakkan hatinya dengan cara
memberikan jatah zakat. Fatwa (kebijakan) Umar
demikian ini, sudah barang pasti ada hubungan antara
ketentuan hukum dengan alasan logis penetapannya.
Dalam faktanya, fatwa Umar ini disepakati oleh para
sahabat, meskipun ada beberapa sahabat yang lain yang
menolaknya karena dipandang bertentangan dengan
Q.S. at-Taubah (9): 60.71

Contoh keempat, tentang perempuan (isteri) yang
ditinggal mati oleh suaminya dan belum disetubuhi,
serta belum ditentukan maskawinnya. “Ali bin Abi Talib
berfatwa bahwa perempuan yang demikian itu tidak
berhak mendapatkan maskawin (mahar misil) dari
suaminya, dia hanya berhak mendapatkan mut’ah saja.
Proses istinbat al-ahkam “Ali ini adalah menganalogikan
kedudukan perempuan tersebut dengan perempuan
yang dicerai oleh suaminya dan belum disetubuhi, serta

belum ditentukan maskawinnya, dengan mengacu pada
Q.S. al-Baqarah (2): 236:

"Yasuf al-Qaradawi, ‘Awamil, h. 99. Muhammad ‘Ali as-Sayis,
Nasy’ah, h. 42. Hasil-hasil ijtihad Umar ternyata banyak sekali yang perlu
diketahui untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum ketika kita akan
melakukan ijtihad di era modern ini, seperti tidak melaksanakan hukum
potong tangan bagi pencuri, mengubah sanksi bagi pengkonsumsi
narkoba (al-khamr) menjadi 80 kali dera dari sebelumnya hanya 40 kali
dera, tidak membagikan harta rampasan perang kepada tentara perang,
dan lain-lain.
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Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas
kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu
sebelum kamu bercampur dengan mereka dan
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan
hendaklah ~ kamu  berikan  suatu  mut’ah
(vemberian) kepada mereka. Orang yang mampu
menurut kemampuannya dan orang yang miskin
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian
menurut yang patut. Yang demikian itu
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan”.

Dalam konteks ini, ‘Ali mengabaikan hadis
mengenai peristiwa Barwa’ binti Wasiq al-Aslamiyyabh,
karena dinilai status hadisnya adalah da’if. Sedangkan
Ibn Mas’'ad berpendapat (berfatwa) bahwa perempuan
itu berhak mendapatkan maskawin yang diwajibkan
dari suaminya yang meninggal, karena Ibn Mas’'ad, di
samping tidak menganalogikan wafat itu dengan talak,
juga berpegang pada riwayat peristiwa Barwa’ binti
Wasyiq al-Islamiyyah yang langsung menyerahkan
dirinya kepada seorang laki-laki dengan tidak
menetapkan maskawinnya (al-mufawwidah).

Berdasarkan contoh-contoh praktik ijtihad para
sahabat tersebut di atas, tampak terlihat bahwa pada
dasarnya masih sama dengan cara-cara ijtihad yang
dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika masih hidup.
Mereka tidak memerlukan metodologi pemahaman
hukum Islam (usul al-figh), yakni metode-metode,
kaidah-kaidah, dan pendekatan-pendekatan yang
digunakan  dalam  berijtihad. =~ Karena, = mereka
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mengetahui dan paham betul mengenai sebab-sebab
diturunkan ayat-ayat al-Qur’an (asbab an-Nuzil), sebab-
sebab ditetapkan pernyataan-pernyataan Rasulullah
(asbab al-wurud), memiliki ketajaman analisis dalam
mengungkap rahasia-rahasia hukum (asrar al-ahkam),
tujuan-tujuan hukum (magasid asy-syari’ah), dan dasar-
dasar hukum secara universal (al-usil al-kulliyyah), serta
menguasai bahasa arab dengan baik sebagai bahasa al-
Qur’an dan sunnah. Dengan kapasitas dan kredibilitas
pengetahuan para sahabat demikian ini, mereka mampu
berijtihad tanpa membutuhkan metodologi pemahaman
hukum Islam (usul al-figh).

Usiil al-Figh pada Masa Tabi’in

Pada masa tabi'in (sekitar akhir abad I H. atau awal
abad II H. hingga abad III H.) ini, usiul al-figh sebagai
metodologi pemahaman hukum Islam dalam konteks
istinbat al-ahkam menjadi semakin jelas dan meluas
disebabkan bertambah meluasnya daerah kekuasaan
pemerintahan Islam, sehingga berbagai problematika
kasus hukum baru bermunculan. Kasus-kasus hukum
itu terjadi sebagai konsekuensi dari penaklukkan
daerah-daerah yang tidak saja warga masyarakatnya
berbahasa arab, tetapi juga mereka yang berbahasa non
arab yang latar belakang budaya dan adat-istiadatnya
berbeda-beda  pula. Dari kondisi ini pada
perkembangannya terjadi interaksi dan inkulturasi
sosial serta asimilasi berbagai suku, budaya, bahasa,
dan bahkan terjadi perkawinan di antara sesaama
mereka. Banyak para tabi'in yang mengkhususkan diri
sebagai komunitas ulama dan mufti yang berdomisili di
berbagai daerah melakukan kreatifitas ijtihad dan
berfatwa dengan memberikan jawaban keagamaan dan
menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dari setiap
peristiwa hukum yang terjadi. Seperti Sa’id bin al-
Musayyab (w. 94 H), dan Salim bin ‘Abd Allah bin
Umar (w. 106 H) di Madinah, az-Zuhri (w. 124 H), al-



Qadi Yahya bin Sa’id (w. 146 H), Rabi’ah bin Abi “Abd
ar-Rahman (w. 136 H), dan “Ata” bin Abi Rabbah (w. 114
H) di Makkah. Ibrahim an-Nakha'iy (w. 95 H), dan asy-
Syi'bi (w. 104 H) di Kafah. Qatadah bin ad-Di’amah ad-
Dausi (w. 118 H) di Basrah. Tawus bin Kaisan al-Jundi
(w. 106 H) di Yaman.”?2 Lebih rinci lagi para ulama
tabi’in sebagai generasi penerus sahabat, dan kemudian
diteruskan oleh atba” tabi'in seperti disebutkan oleh
Muhammad al-Khudari Bik bahwa,”?

Tradisi ijtihad yang dilakukan para sahabat,” pada
fase-fase berikutnya diikuti oleh generasi-generasi
penerusnya, yaitu tabi’in dan atba’ tabi’in’> yang tersebar
di berbagai daerah kekuasaan pemerintahan Islam
ketika itu. Di Madinah, muncul: Umm al-mu’mini
‘Aisyah as-Sadiqah (w. 57 H), Abdullah bin Umar (w. 73
H), Abu Hurairah (w. 58 H), Sa’id bin al-Musayyab al-

2Muhammad Abt Zahrah, Muhadarat, h. 36.

7“Muhammad al-Khudari Bik, Tarikh Tasyri” al-Islami (Indonesia: Dar
Ihya” al-Maktabah al-"Arabiyyah, 1401 H/1981 M), h. 150-165.

74Dimaksudkan dengan sahabat, yaitu orang yang bertemu dengan
Nabi saw. dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam. Atau,
orang yang bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan mukmin dan mati
dalam keadaan Islam. Lihat, Mahmud at-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis
(Bairut: Dar as-Saqafah al-Islamiyyah, 1985), h. 198. Ali Jum’ah, Qaul as-
Sahabah ‘Ind al-Usiliyyin (Mesir: Dar ar-Risalah, 1425 H/2004 M), h. 8.
Masa sahabat ini bertolak dari sahabat yang paling terakhir wafat adalah
Abu Tufail, yaitu sekitar tahun 120 hijriyah, berarti masa sahabat sekitar
97 tahun dari pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu,
para ulama berasumsi bahwa masa sahabat berakhir sampai pada tahun
100 hijtiyah, dan sejak itu mulai masa fabi'in. Masa tabi'in berlangsung
sekitar 80-an tahun dimulai sejak tahun 100 hijriyah, berarti masa tabi’in
berakhir pada tahun 180 hijriyah. Dan tahun 180 hijriyah dimulai masa
atba’ tabi’in hingga berakhir pada tahun 220 hijriyah. Lihat, Abu Rayyan,
Adwa’ ‘ala as-Sunnah al-Muhammadiyyah (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t.), h. 243.

7“Dimaksudkan dengan tabi’in, yaitu orang-orang yang bertemu
dengan sahabat dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam.
Mahmud at-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis, h. 202.Sedangkan atba’
tabi’in ialah orang-orang yang bertemu dengan tabi’in dan meriwayatkan
hadis daripadanya.Abu Rayyah, Adwa’ ‘ala as-Sunnah al-Muhammadiyyah,
h. 244.
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Makhzumi (w. 94 H), ‘Urwah bin az-Zubair bin
‘Awwam al-Asadi (w. 94 H), Abu Bakar bin
Abdurrahman bin al-Haris bin Hisyam al-Makhzumi
(w. 94 H), Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib al-
Hasyimi (w. 94 H), Ubaidillah bin Abdullah bin “Utbah
bin Mas'ud (w. 98 H), Salim bin Abdullah bin Umar (w.
106 H), Sulaiman bin Yasar (w. 107 H), Qasim bin
Muhammad bin Abi Bakar (w. 106 H), Nafi’ Maula
Abdullah bin Umar (w. 117 H), Muhammad bin Muslim
yang dikenal dengan Ibn Syihab az-Zuhri (w. 124 H),
Abu Ja’far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain (w. 114
H), Abu Zanad Abdullah bin Zikwan (w. 131 H), Yahya
bin Sa’id al-Ansari (w. 146 H), dan Rabi’ah bin Abi
Abdurrahman (w. 136 H).

Di Makkah, muncul: Abdullah bin Abbas (w. 68 H),
Mujahid bin Jabr (w. 103 H), ‘Ikrimah Maula Ibn Abbas
(w. 107 H), ‘Ata” bin Abi Rabah (w. 114 H), dan Abu
Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadris Maula
Hakim bin Hazam (w. 127 H). Di Kufah, muncul:
‘Algamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H), Masruq bin al-
Ajda’ zl-Hamdani (w. 63 H), “Ubaidah bin ‘Amr as-
Salmani (w. 92 H), al-Aswad bin Yazid an-Nakha'i (w.
95 H), Syuraih bin al-Haris al-Kindi (w. 78 H), Ibrahim
bin Yazid an-Nakha'i (w. 95 H), Sa’id bin Jubair Maula
Walibah (w. 95 H), dan “Amir bin Syarahil asy-Syi'bi (w.
104 H). Di Basrah, muncul: Anas bin Malik al-Ansari (w.
93 H), Abu al-’Aliyah Rafi’ bin Mahran ar-Rayahi (w. 90
H), al-Hasan bin Abi al-Hasan Maula Zaid bin Sabit (w.
110 H), Abu asy-Sya’sa’ Jabir bin Zaid (w. 93 H),
Muhammad bin Sirin Maula Anas bin Malik (w. 110 H),
dan Qatadah bin Di’amah ad-Dausi (w. 118 H). Di
Syam, muncul: Abdurrahman bin Ganam al-Asy’ari (w.
78 H), Abu Idris al-Khaulani (w. 80 H), Qabisah bin
Zuaib (w. 86 H), Makhul bin Abi Muslim (w. 113 H),
Raja” bin Haiwah al-Kindi (w. 113 H), dan Umar bin
Abdul Aziz bin Marwan (w. 101 H). Di Mesir, muncul:
Abdullah bin “Amr bin al-"As (w. 65 H), Abu al-Khair



Marsad bin Abdullah al-Yazni (w. 90 H), dan Yazid bin
Abi Habib Maula al-Azd (w. 128 H). Di Yaman, muncul:
Tawus bin Kaisan al-Jundi (w. 106 H), Wahab bin
Manbah as-San’ani (w. 114 H), dan Yahya bin Abi Kasir
(w. 129 H).

Kehadiran para mujtahid dan mufti di berbagai
daerah inilah yurisprudensi Islam (figh dan usal al-figh)
mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu.
Pada masa Nabi saw. dan masa sahabat (dari awal-awal
sampai akhir-akhir abad pertama hijriyah) sering
disebut “fase permulaan dan persiapan figh Islam”,
maka pada masa tabi'in, atau generasi-generasi
berikutnya sering disebut “fase pembinaan dan
pembukuan figh Islam” (dari akhir-akhir abad pertama
hijriyah sampai pertengahan abad keempat hijriyah).
Berarti pada fase kedua ini berlangsung sekitar 250
tahun. Pada masa ini tampak kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di masanya di dunia Islam
mengalami kemajuan yang pesat, bahkan mencapai
puncak kejayaannya. Dalam term Harun Nasution,
pada masa ini disebut dengan “periode ijtihad dan
kemajuan bersamaan masanya dengan periode
kemajuan Islam I, 700-1000 M”76

Para ulama tabi'in dalam praktik melakukan ijtihad
untuk mengistinbatkan hukum pada prinsipnya masih
sama sebagaimana cara-cara yang ditempuh oleh para
sahabat, yaitu merujuk pada al-Qur'an, sunnah
Rasulullah Saw. Akan tetapi dalam menggunakan
metodologi pemahaman hukum Islam sudah semakin
meluas, mereka di samping rujukan utama kedua
sumber tersebut, juga menggunakan ijma’ sahabat, ijma’
ahl al-madinah, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, istislah
(maslahah  al-mursalah), dan metode-metode yang
lainnya. Bahkan lebih jauh, mereka telah bebas memilih

76Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta:

Penerbit UI-Press, 1986), J1d. Ke 2, Cet ke 6, h. 12.
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metode-metode ijtihad yang dipandang relevan dengan
konteksnya. Oleh karena demikian, sebagian ulama dan
mufti tabi'in ada yang menggunakan qiyas sebagai
metode istinbat hukum dengan cara berusaha mencari
dan menemukan ‘illah-‘illah hukum (masalik al-‘illah)
pada teks-teks al-Qur’an dan sunnah (‘illah al-manstisah),
dan kemudian dipalikasikannya pada kasus-kasus
hukum yang secara tekstualitas nas tidak ditemukan
ketentuan-ketentuan hukumnya (fima la nassa fih), tetapi
memiliki kesamaan ‘illah hukum. Sedangkan sebagian
ulama dan mufti yang lainnya lebih cendrung
menggunakan metode maslahah al-mursalah dengan cara
melihat dari segi ada dan tidaknya relevansi (al-
munasabah) dengan tujuan-tujuan hukum (magqgasid asy-
syari’ah) dengan kemaslahatan yang terdapat dalam
prinsip-prinsip hukum Islam (usul al-ahkam asy-
syar'iyyah).

Ibrahim an-Nakha'i (w. 95 H) menyatakan bahwa
setiap pensyari‘atan hukum mempunyai tujuan
tersendiri yang didasarkan atas sebab-sebab (asbab) dan
“illah-"illah  yang kesemuanya itu dapat dipahami
hubungan esensialnya secara logis.”” Pandangan an-
Nakha'i ini menunjukkan bahwa pensyari’atan hukum
terkait dengan sesuatu yang menyebabkan terciptanya
hukum, yaitu ‘illah. Sebagai contoh, dapat dikemukakan
mengenai kesaksian dari pihak keluarga. Ibn Qayyim aj-
Jauziyyah (w. 571 H) yang bersumber dari Umar bin al-
Khattab, bahwa pada awalnya seseorang dapat menjadi
saksi baik ayah terhadap anaknya, atau sebaliknya,
suami terhadap isteri atau sebaliknya, dan seterusnya.
Sebab, pada dasarnya, dalam Islam tidak membedakan
keluarga atau bukan keluarga, dan boleh kesaksiannya
diterima. Teks Q.S. an-Nisa” (4): 135, menjelaskan bahwa
sesama keluarga boleh memberikan kesaksian demi

7Muhammad Mustafa Salabi, Ta’lil al-Ahkam (Bairut: Dar an-Nahdah

al-"Arabiyyah, 1401 H/1981 M), h. 73.



tegaknya keadilan.”® Berdasarkan teks al-Qur’an ini
menunjukkan bahwa pada hakikatnya memberikan
kesaksian itu adalah menyampaikan informasi yang
benar untuk tegaknya keadilan dan kebenaran dengan
ucapan kesaksian di depan majelis Hakim pengadilan.
Kesaksian (asy-syahadah) tersebut harus diberikan
kepada siapa saja sekalipun kepada keluarga sendiri
demi tegaknya kebenaran dan keadilan serta terhindar
dari kemafsadatan. Tetapi, karena telah terjadi
perubahan sikap mental pada jiwa manusia, lemahnya
iman, dan terlihat terdapat indikasi-indikasi kezaliman,
maka kesaksian keluarga ditolak. Kasus ini
menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat dalam
sebuah penetapan hukum dengan ‘illah. Oleh karena
demikian, dapat dipahami bahwa alasan logis
penolakan kesaksian dari pihak keluarga adalah karena
bisa membawa kepada kemafsadatan/kemudaratan
pada diri sendiri, dan juga kepada orang lain.”
Demikian ini tidak boleh terjadi, karena hadis
Rasulullah Saw. menegaskan:
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Artinya: “Dari Abi Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan al-
Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw. telah
bersabda: Seseorang tidak boleh berbuat mudarat

8Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri, atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu  karena ingin menyimpang dark kebenaran. Dan jika kamu
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

79Muhammad Mustafa Salabi, Ta'lil al-Ahkam, h. 75.
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pada dirinya, dan berbuat mudarat kepada orang
lain” 80

Mencermati terjadi perbedaan pendapat di
kalangan para ulama dan mufti tabi'in tersebut di atas,
adalah terlihat bahwa mereka dalam mengistinbatkan
hukum berbeda metode dan pendekatan yang
digunakannya, ada yang menggunakan giyas, dan ada
yang menggunakan maslahah al-mursalah dalam
menyelesaikan dan menetapkan setiap kasus hukum.
Seperti para wulama Irak lebih dikenal dengan
menggunakan ra’y dalam konteks giyas dengan
prosesing mencari ‘illah-‘illah hukum dalam teks-teks al-
Qur’an dan sunnah yang kemudian diaplikasikan pada
kasus-kasus hukum yang secara tekstualitas nas tidak
ditemukan ketentuan hukumnya. Cara ini bukan berarti
mereka menganulir tradisi-tradisi Rasulullah, tetapi
karena sangat sedikit riwayat-riwayat hadis yang
mereka temukan. Sementara para ulama dan mufti Hijaz
Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah,
karena mudah menemukan riwayat-riwayat hadis
tersebut sekaligus secara historis, Madinah sebagai
tempat diwurudkan hadis-hadis Rasulullah Saw. Dari
sinilah awal terjadi perbedaan para ulama dan mufti
tabiin  dalam  mengistinbatkan hukum. Sebagai
konsekuensi dari perbedaan penggunaan metodologi
istinbat hukum itu pada akhirnya menimbulkan dua
kelompok wulama yang berbeda pula pola pikir
metodologisnya. Dalam konteks ini, Madrasah Irak dan
Kafah dikenal sebagai kelompok ahl ar-ra’y, dan
Madrasah Madinah dikenal sebagai kelompok ahl al-
hadis 81

80Zain ad-Din al-Hanbali, Jami” al-‘Uliim min Jawami’ al-Kalim (Bairut:
Dar al-Fikr, t.t.), 265. Mustafa Zaid, al-Maslahah, h. 206.

81“Ali Hasaballah, Usal at-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1417 H/1997 M), Cet. ke 7, h. 7.



Dengan terdapat dua kelompok ulama yang
berbeda pola pikir tersebut dapat dikatakan merupakan
sebagai cikal bakal munculnya tiga aliran pola pikir
metodologis dalam wusil al-figh dan figh, vyaitu
mutakallimin (Syafi'iyyah), fugqaha’ (Hanafiyyah), dan
kombinasi atau sintesa dari kedua pola pikir tersebut,
yang dikenal dengan aliran konvergensi (al-jam’u at-
tarigatain).82

Usiil al-Figh pada Masa Imam Mujtahid

Pada masa sesudah tabi'in, atau setelah berakhirnya
periode tabi’in, maka lahirlah era imam mujtahid (tabi’
tabi’in), pada awal abad II H. hingga pertengah abad IV
H. Pada era ini, perkembanga usil al-figh semakin jelas,
kokk, kuat, dan sudah menjadi instrumen ijtihad dalam
upaya mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil syara’.
Kehadiran berbagai imam mujtahid dan mazhab dari
umat Islam dari kalangan sunni (ahl as-sunnah wa al-
jama’ah) dengan corak dan karakteristik pemikiran
hukum Islam, dan metodologi masing-masing sering
menimbulkan perbedaan pendapat yang kontroversial
di kalangan intern mereka, di satu sisi menimbulkan
kebingungan wumat dengan beragam teori dan
metodologi yang ditawarkannya, dan di sisi lain akan
sangat berimplikasi pada nilai-nilai hukum yang
dihasilkan dari ijtihadnya.

Adapun dimaksudkan dengan imam mujtahid di
sini yaitu para mujtahid kenamaan yang disebut dengan
imam yang empat (al-a‘immah al-arba’ah). Mereka
merupakan pendiri-pendiri mazhab figh Islam terkenal
yang banyak mempunyai pengikut di dunia Islam
hingga sekarang ini, yaitu: Aba Hanifah (80-150 H),
Malik bin Anas (93-179 H), Muhammad bin Idris asy-
Syafi'i (150-204 H), dan Ahmad bin Hanbal (164-241

82Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, al-Madkhal ila ‘Ilm al-Usul al-Figh

(Damskus: Universitas Damaskus, 1378 H/1959 M), Cet. ke, h. 93.
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H).83 Selain al-a’immah al-arba’ah tersebut, sejarah telah
mencatat para mujtahid terkenal lainnya dalam periode
ini, seperti Zaid ibn Ali al-Husain (80-122 H), Ja'far as-
Sadiq (80-148 H), Abdurrahman bin Muhammad al-
Auza'i (88-157 H), dan lain-lain.8

Selain dari mazhab yang empat, sebenarnya sejarah
juga telah mencatat terdapat mazhab-mazhab yang lain,
seperti mazhab al-Auza’i, mazhab as-Sauri, mazhab al-
Lais bin Sa’ad, mazhab Zahiri, dan mazhab at-Tabari,s?
bahkan menurut Ibrahim Hosen tidak kurang dari 13
mazhab,8¢ tetapi fatwa-fatwa dari mazhab-mazhab ini
nyaris ditinggalkan oleh para pengikutnya, sehingga
sejarah sendiri hampir melupakan dan tidak mencatat
fatwa-fatwanya. Itulah sebabnya kumpulan mazhab
yang disebut al-mazahib al-ba’idah ini tidak berkembang
dan ditelan oleh masa, karena ajaran-ajarannya
ditinggalkan oleh para pengikutnya sehingga menjadi
punah. Tetapi, sebagai fakta sejarah akan dikemukakan
dalam pembahasan berikutnya mazhab Zahiri dan

88Muhammad Yusuf Musa, al-Madkhal Lidirasah al-Figh al-Islami
(Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1374 H/1953 M), h. 139-170. Ahmad bu'ud,
al-ljtihad bain Haqaiq at-Tarikh wa Mutatallibat al-Wagi” (Suria: Dar as-Salam,
1425 H/2005 M), Cet. ke 1, h. 49-55.

84Dua yang pertama, mereka adalah imam mujtahid dari mazhab
syi’ah, sedangkan tiga yang terakhir adalah para imam mujtahid dari
mazhab-mazhab yang punah (al-mazihib al-ba’idah). Al-Khudari Bik,
Tarikh at-Tasyri” al-Islami, h. 261. Muhammad Abu Zahrah, al-Imam Zaid
Hayatuh wa ‘Asruh Arvauh wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h.
22. Yusuf Musa, al-Madkhal Lidirasah, h. 172-182. Al-Hamid al-Husaini,
Sejarah Hidup Imam Ja'far ash-Shadiq R.A. (Semarang: Penerbit CV Toha
Putra, t.t.). Al-Hamid al-Husaini, Sejarah Hidup Imam Zaid bin Ali R.A.
(Semarang: Penerbit CV Toha Putra, t.t.).

85Yasuf Musa, al-Madkhal Lidirasah, h. 178-182.

86Yaitu: Mazhab Sofyan bin ‘Uyainah di Makkah, Malik bin Anas di
Madinah, Hasan Basri di Basrah, Abu Hanifah di Kufah, Sofyan Sauri di
Kufah, al-Auza’i di Syam, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i di Mesir, al-
Lais bin Sa’ad di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu Saur di
Bagdad, Ahmad bin Hanbal di Bagdad, Dawud Zahiri di Bagdad, dan Ibn
Jarir di Bagdad. Lihat, Ibrahim Hosen, Figh Perbandingan, Jld. Ke 1, h. 41.



Syi’ah. Sedangkan al-a’immah al-arba’ah bisa dikatakan
sebagai mazhab yang banyak pengikutnya di dunia
Islam hingga era modern ini, karena doktrin dan fatwa-
fatwa, serta metodologi ijtihadnya dapat diterima oleh
umat Islam pada umumnya, sebagaimana pembahasan
berikut ini:
a. Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah (w. 150 H) sebagai pendiri
mazhab Hanafi di Kafah, dalam melakukan ijtihad
untuk mengistinbatkan hukum, secara kronologis,
ia merujuk dan berpegang pada sumber dan dalil-
dalil hukum sebagai berikut:
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Artinya: “Saya berpegang kepada Kitab Allah (al-
Qur’an) apabila menemukan ketentuan
hukumnya. Jika saya tidak
menemukannya, maka saya berpegang
kepada sunnah Rasulullah Saw. dan
asar-asar yang sahih yang tersiar di
kalangan orang yang terpercaya. Jika
saya tidak menemukannya di dalam
Kitab Allah dan sunnah Rasulullah Saw.,
maka saya berpegang kepada pendapat
para sahabat dan mengambil pendapat
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mana yang saya sukai, dan
meninggalkan yang lainnya, kemudian
saya tidak ke luar (pindah) dari pendapat
mereka kepada yang lainnya. Apabila
suatu persoalan sudah sampai kepada
Ibrahim, Sya’bi, Hasan, Ibn Sirin, dan
Sa’id ibn al-Musayyab, maka saya harus
berijtihad sebagaimana mereka
berijtihad” .87

Berdasarkan pernyataan Abt Hanifah tersebut,
dapat dipahami dan diegaskan bahwa ternyata ia
dalam mengistimbatkan hukum secara kronologis
berpegang kepada sumber dan dalil-dalil hukum:
(1) al-Kitab (al-Qur’an), (2) as-sunnah, (3) al-Asar, (4)
al-Ijma’, (5) al-Qiyas, (6) al-Istihsan, dan (7) al-"Urf/al-
‘Adah. Sumber dan dalil-dalil hukum ini ditegaskan
dan diakui pula oleh Muhammad Yasuf Misa dan
Hasan AbuTalib,%8 dan para ulama usul al-figh yang
lainnya.

b. Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas (w. 179 H) sebagai
pendiri mazhab Maliki di Madinah, ketika ber-
istidlal, yakni cara-cara mengaplikasikan sumber
dan dalil-dalil hukum yang menjadi pegangan,
secara kronologis dikemukakan dalam Syarh al-
Bahjah yang dikutip oleh TM. Hasbi ash-Shiddieqy,
terdapat 17 macam: (1) Nass al-Kitab, (2) Zahir al-

8’Muhammad Yuasuf Musa, al-Madkhal, h. 143. Muhammad Yusuf
Masa, Abi Hanifah ‘Asruh Hayatuh Mazhabuh Ittijahatuh al-Fighiyyah al-
Islamiyyah (Mesir: Matba’ah an-Nahdah, 1376 H/1957 M), h. 66-67. ‘Abd
al-Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh al-Islami, h. 84. Subhi Mahmasani,
Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono dengan
Filsafat Hukum Islam (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), Cet. ke 2, h. 42.
Muhammad Abu Zahrah Muhadarat, h. 175.

88Lihat, Hasan Abu Talib, Tatbiq asy-Syari’ah al-Islamiyyah fi Bilad al-
"Arabiyyah (al-Qahirah: an Nahdah al-'Arabiyyah, 1990), Cet. ke 3, h. 158.



Kitab, yakni al-Am, (3) Dalil al-Kitab, yaitu
mafhim mukhalafah, (4) Matham muwafagah, (5)
Tanbih al-Kitab terhadap ‘illah, (6) Nas-nas as-
sunnah, (7) Zahir as-sunnah, (8) Dalil as-sunnah, (9)
Mafthim as-sunnah, (10) Tanbih as-sunnah, (11)
[jma’, (12) al-Qiyas, (13) “Amal Ahl al-Madinah, (14)
Qaul as-Sahabi, (15) Istihsan, (16) Mura’ah al-Khilaf,
dan (17) Sad az-Zari’ah.®

Macam-macam sumber dan dalil-dalil hukum
tersebut kelihatannya dikonstruksi dari pernyataan
Imam Malik dalam ber-istidlal dengan:
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89TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam
Mazhab dalam Membina Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973),
Jid. ke 1, h. 173.



Artinya: “(Imam Malik) mendahulukan Kitab
Allah (al-Qur’an) secara kronologis
dalam  menggunakan  dalil-dalilnya
dengan jelas, diurutkannya dengan
mendahulukan nas-nya, kemudian zahir-
nya, lalu mafhim-nya. Sesudah itu,
sunnah mutawatirah, kemasyhurannya,
dan barulah yang ahad yang secara
kronologis dilihat dari segi nas-nya,
zahir-nya, dan mafhtim-nya. Kemudian
ijma’ ketika tidak menemukan al-Kitab
dan sunnah mutawatirah dari semua
dasar-dasar ini, maka barulah ia
menempuh jalan dengan qiyas yang
dijadikan sandaran untuk
mengistinbatkan  hukum. Tegasnya,
Kitab Allah yang qat'i, sunnah
mutawatirah, dan nas-nas lain yang qat’i,
maka semua itu harus didahulukan,
kemudian arti secara tersurat (az-
zawahir), lalu arti secara tersirat (al-
mafhtim) karena semua itu termasuk
dalam kandungannya. Kemudian
khabar ahad lebih didahulukan daripada
qgiyas ketika tidak ada al-Kitab dan
sunnah mutawatirah; Karena ijma’
sahabat  terdapat dua  alternatif
kemungkinan, mereka meninggalkan
pendapatnya  bila  telah  sampai
kepadanya khabar yang terpercaya, dan
mereka mengikuti apa yang dikehendaki
khabar yang tidak diperselisihkan di
antara mereka. Kemudian menempuh
jalan qiyas bila tidak ada dasar-dasar
hukum tersebut di atas” .0

9Lihat, Muhammad Aba Zahrah, Malik Hayatuh wa ‘Asruh Ard’'uh wa



Selain sumber dan dalil-dalil hukum tersebut di
atas, al-Qarafi (w. 684 H) menyebutkan bahwa ustl
mazhab Maliki adalah al-Qur’an, as-sunnah, al-
ijma’, ijma” ahl al-madinah, al-qiyas, qaul as-Sahabi,
maslahah al-mursalah, ‘urf/al-‘adah, sad az-zari’ah,
istishab, dan istihsan.9!

Berdasarkan sumber dan dalil-dalil hukum
mazhab Maliki tersebut di atas, dapat ditegaskan
bahwa secara substantif, mereka adalah sama dalam
mengaplikasikan dalil-dalil ijtihadiyah dalam
meng-istinbat-kan hukum sebagaimana para ahli
ustl mazhab Hanafi. Hanya saja berbeda intensitas
dan selektifitas penggunaan dalil-dalil ijtihadiyah
tersebut. Hal ini terlihat dari sikap Imam Malik
berpegang pada tradisi yang berkembang dalam
masyarakat Madinah (‘amal ahl al-madinah) sangat
kuat. Ia juga tranmisi hadis-hadis yang kontradiksi
dengan teks-teks al-Qur’an dan hadis, atau prinsip-
prinsip umum ajaran Islam. Misalnya, Imam Malik
menolak hadis yang menjelaskan tentang
membasuh tujuh kali bekas jilatan anjing,2 adanya
khiyar majelis dalam sebuah transaksi, dan hadis
yang menjelaskan tentang pemberian sedekah atas
nama orang yang telah meninggal dunia.®® Akan

Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1963-1964), h. 258. Muhammad Yasuf
Masa, al-Madkhal, op.cit., h. 159.

9Al-Imam Syihab ad-Din Aba ‘Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi,
Syarh Tangih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usil (Bairut: Dar al-Fikr,
1424 H/2004 M), h.,

92Teks hadis dimaksud adalah: . 4 Jsa J6 :J6 4ic il )30 o oo
anoal ) il a5 e s Ay o QISH 48 W5 13) Sand Ul seda oy ade A s
(al=.Lihat, al-lmam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani as-San’ani, Subul
as-Salam (Bandung-Indonesia: Penerbit Dahlan, t.t.), Juz ke 1, h. 22...

%Di kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemberian
sedekah itu sampai kepada mayit dari perbauatan orang lain, dan amal
orang lain, serta tiga hal yang diperbuat orang lain, yaitu badal haji (hajji
yu'addiya ‘anhu), harta yang disedekahkan untuk simayit, hutang si mayit
yang dibayarkan, dan do’a. Adapun amal perbuatan selain yang
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tetapi, Malik sendiri dalam berijtihad, ia lebih
banyak menggunakan hadis dibandingkan dengan
Imam Aba Hanifah. Hal ini terjadi demikian, karena
secara letak geografis dan sosio kultural, Madinah
menjadi tempat diwurudkannya hadis-hadis dan
sekaligus menjadi tempat domisili Rasulullah Saw.,
sehingga tidak mengherankan jika kondisi
masyarakat Madinah banyak beredar hadis-hadis
Rasulullah. Di samping itu, jika dikomparatifkan
dengan mazhab ustl yang lain, terlihat, Imam Aba
Hanifah ternyata lebih banyak menggunakan qiyas
dan istihsdan, maka Imam Malik lebih banyak
menggunakan maslahah  al-mursalah  dalam
berijtihad. Mereka (Malikiyyah) juga dalam
mengaplikasikan dalil, lebih mendahulukan ‘amal
ahl al-madinah daripada giyas, dan meninggalkan
hadis ahad sekiranya tidak sejalan dengan ‘amal ahl
al-madinah, menggunaka qaul sahabi yang betul-
betul terpercaya dan tidak kontradiksi dengan hadis
marfi’. Semua itu lebih diprioritaskan daripada
melalui jalan giyas.
c¢. Imam Syafi'i

disebutkan di atas, seperti salat, dan puasa ramadan, maka tidak sampai
kepada mayit, kecuali pahalanya bagi orang yang mengerjakannya.
Demikian juga Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi'i
berpendapat bahwa sesungguhnya amal perbuatan orang lain itu akan
sampai ... Sedangkan Imalik dan Malikiyyah berpendapat bahwa amal
perbuatan orang lain tidak akan sampai kepada orang yang telah
meninggal dunia. Selain daripada itu, seperti membaca al-Qur'an dan
yang semacamnya tidak sampai pahalanya kepada mayit, dengan
berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aba
Hurairah, bahwa Rasulullah telah bersabda: Apabila seseorang telah
meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Amal
jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya”.
Lihat, al-Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad Idris bin asy-Syafi'i, al-Umm
(Mesir: Maktabah al-Kulliyyah, 1961), Juz ke 4, h. 46. Muhyi ad-Din Abi
Zakaria, al-Izkar (Bandung-Indonesia: Maktabah al-Ma'arif, t.t.), h. 150.
Umar Hubis, Fatawad(Surabaya-Indonesia: Pustaka Progresif, t.t.), JId. ke 1,
h. 250. As-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 3, h. 87.:



Al-Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Idris
asy-Syafi'i (w. 204 H) sebagai pendiri mazhab
Syafi'i. Sumber dan dalil-dalil hukum yang menjadi
dasar istinbat al-ahkam dalam berijtihad, yaitu al-
Kitab dan sunnah mutawatir dalam satu tingkatan
(martabat wahidah), ijma’, pendapat sebagian sahabat
sepanjang tidak kontradiksi dengan pendapat-
pendapat sahabat yang lain, pendapat para sahabat
yang berbeda-beda dalam satu masalah yang
dipandang lebih dekat kepada al-Kitab dan sunnah,
atau yang dikuatkan dengan giyds, dan tidak
menyalahi pendapat para sahabat yang lainnya, dan
qiyas.

Dalam literatur lain, Imam Syafi’i, di samping
sumber dan dalil-dalil tersebut, ia juga
menggunakan al-istishab dan maslahah al-mursalah
sepanjang hal itu terkategori atau mirip maslahah al-
mu’tabarah.* Adapun mengenai eksistensi ‘urf, asy-
Syafi'i tidak menegaskan sebagai dalil hukum
dalam  pernyatannya. Akan tetapi, seperti
ditegaskan oleh TM. Hasbi ash-Shiddieqy bahwa
Imam Syafi’i setelah berada di Mesir banyak sekali
mempergunakan ‘urf Mesir, dan meninggalkan “urf
yang berkembang di Irak. Hal ini menurut TM.
Hasbi adalah sebagai bentuk dari aplikasi prinsip
maslahah dalam ijtihad asy-Syafi’i.%

Sumber dan dalil-dalil hukum yang menjadi
rujukan asy-Syafi'i dalam Dberijtihad tersebut
tampak dinyatakan sendiri dalam ungkapannya:

94Hasan AbuTalib, Tatbig asy-Syari‘ah, op.cit, h. 161. Muhammad
Sa’id Ramadan al-Bati, Dawabit al-Maslahah (Bairut: Mu’'assasah ar-
Risalah, 1977), h. 372.

95TM. Hasbi ash-Shiddieqy, h. 352-353.
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Artinya: “Ia berkata: Ilmu itu bermacam-macam
tingkatannya: Pertama, al-Kitab dan as-

sunnah  apabila  keduanya  telah
menetapkan. Kedua, ijma’” selama tidak

ada dalil dari al-Kitab dan as-sunnah.

Ketiga, pendapat sebagian para sahabat

Nabi Saw. di mana sepanjang
pengetahuan kita, pendapat itu tidak
dibantah oleh para sahabat yang lain.
Keempat, pendapat para sahabat Nabi

Saw. yang masih diperselisihkan. Kelima,

qiyas, selama masih terdapat dalil dari al-

Kitab dan sunnah, maka kita tidak boleh
mengambil dalil lain selain keduanya,

karena ilmu itu diambil dari urutannya
yang lebih tinggi”.%

Muhammad ‘Ali as-Sayis lebih menguatkan
pernyataan asy-Syafi'i di atas, bahwa yang menjadi
sumber dan dalil-dalil hukum yang dipegangi
Imam Syafi’i dalam berijtihad, yaitu:

9% Asy-Syafi'i, al-Umm, Juz ke 7, h. 246. Muhammad Abu Zahrah, asy-
Syafi’i Hayatuh wa ‘Asruh Ara’uh wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi,
1363 H/1944 M), h. 202.
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Artinya: “Yang pokok itu al-Qur'an dan sunnah;
Jika tidak terdapat dalam al-Qur’an dan
sunnah, maka yang dijadikan dasar
adalah menganalogikan kepada
keduanya. Jika sanad hadis itu
bersambung sampai kepada Rasulullah
Saw. tidak terputus dan sanad itu sendiri
sahih, maka itulah batas yang dituju.
[jma’" lebih kuat daripada khabar ahad
dan zahir hadis, Kalau suatu hadis
banyak mengandung arti, maka arti yang
lebih mirip pada zahir hadis, itulah arti
yang lebih utama. Jika hadis-hadis itu
sejajar tingkatannya, maka yang paling
sahih sanadnya itulah yang paling
utama. Hadis yang terputus sanadnya
tidak dapat dianggap sebagai dalil,
kecuali yang ditranmisikan oleh Ibn al-
Musayyab. Suatu pokok tidak dapat
dianalogikan kepada pokok yang lain,
dan terhadap pokok tidak dapat
dikatakan “mengapa” dan “bagaimana”.
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Hanya kepada cabang dapat dikatakan

“mengapa”.  Jika  benar  caranya
menganalogikan cabang kepada pokok,
maka menjadi benar (sah)lah

penganalogian itu, dan itulah yang
dipandang sebagai hujjah” .97

Dalam kaitan dengan eksistensi usul al-figh,
pada masa Imam Syafi'i (abad II H.) inilah ilmu usiil
al-figh pertama kali dikonstruksi dan
dikodifikasikan secara sistematis metodologis, di
mana sebelumnya, meskipun secara aplikatif-
metodologis telah ada dan dipraktikkan, namun
secara teoritis-normatif belum terkodifikasikan.
Fakta sejarah ini diakui dan disepakati oleh
mayoritas sarjana modern sebagaimana
dikemukakan oleh Weal B. Hallaqg bahwa Imam
Syafi'i mempunyai jasa sebagai pendiri ilmu wusul al-
figh, dan karyanya ar-Risalah menjadi model
metodologi pemahaman hukum Islam bagi para
teoritisi yang datang kemudian. Sehingga Hallaq
menyebut asy-Syafi'i sebagai the Master Architect of
Usul al-Figh.%8

Secara umum, isi dan uraian kitab ar-Risalah
adalah mendeskripsikan tentang sumber dan dalil-
dalil hukum, serta metode istinbat, yaitu al-Kitab
(al-Qur’an), sunnah, ijma’, dan gqiyas. Bahkan yang
disebutkan terakhir ini, menekankan giyis sebagai
satu-satunya metode ijtihad. Buktinya ia
mengemukakan dalam bukunya:
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9”Muhammad ‘Ali as-Sayis, Nasy’ah, h. 77-100.
9%Weal B. Hallaq, A. History, h. 44.
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Artinya: “Semua peristiwa yang terjadi dalam
kehidupan orang Islam, pasti terdapat
ketentuan hukumnya atau indikasi yang
mengacu pada adanya ketentuan
hukumnya. Jika ketentuan hukum itu
disebutkan, maka harus diikuti. Jika
tidak, maka harus dicari indikasi yang
mengacu pada ketentuan hukum dengan
berijtihad. Ijtihad itu ialah giyas”.”

Pernyataan Imam asy-Syafi'i ini menunjukkan
bahwa fungsi giyas itu sebagai metode istinbat yang
sangat penting dalam mengungkap hukum dari
dalil-dalilnya (al-Qur’an dan sunnah) untuk
menjawab berbagai tantangan kasus hukum baru
yang terjadi yang dihadapi oleh umat Islam
(mujtahidin) yang tidak secara tegas disebutkan
ketetapan hukumnya di dalam kedua sumber dan
dalil hukum tersebut. Oleh karena itu, al-Gazali (w.
505 H) sekalipun sebagai pengikut Imam asy-Syafi’i,
ia menegaskan bahwa giyas hanyalah sebagai
metode untuk menghasilkan hukum dari
penggalian terhadap teks-teks al-Qur'an dan
sunnah melalui analogi (kaifiyyah istismar al-ahkam
min al-alfaz wa al-iqtibas min ma’qul al-alfaz bi tarig al-
qiyas),t0 bukan sebagai dalil hukum keempat
sebagaimana Imam asy-Syafi’i.

d. Imam Ahmad bin Hanbal

%Imam asy-Syafi'i, ar-Risalah, editor Ahmad Muhammad Syakir
(Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), h. 477.
10Al-Gazali, al-Mustasfa, al-Mutasfa, h.. 475.



Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) sebagai
pendiri mazhab Hanbali, sumber dan dalil-dalil
hukum yang menjadi dasar-dasar istinbat hukum
dalam berijtihad, seperti dikemukakan oleh Ibn
Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H):
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Artinya: “Dasar-dasar fatwa Imam Ahmad bin
Hanbal adalah dikonstruksi atas lima
dasar: Dasar pertama, nas al-Kitab dan
al-hadis. Dasar kedua, fatwa sahabat.
Dasar ketiga, memilih salah satu fatwa
sahabat dari banyak ragam fatwa. Dasar
keempat, berpegang pada hadis mursal,
dan da’if. Dasar kelima, qiyas yang
dalam aplikasinya digunakan dalam
keadaan darurat”.101

Memperhatikan ungkapan dasar-dasar
berfatwa Imam Ahmad bin Hanbal tersebut dapat
ditegaskan bahwa: (1) Jika dalam mengistinbatkan
hukum dan berfatwa, ia menemukan nas al-Qur’an
atau hadis, maka ia tidak lagi memperhatikan dalil-
dalil yang lain, dan pendapat-pendapat para
sahabat yang menyalahinya. (2) Jika tidak
menemukan nas al-Qur'an dan hadis, maka ia
berpegang kepada fatwa sahabat sepanjang tidak
ada yang menentangnya. (3) Jika terdapat beberapa

0]bn  Qayyim  aj-Jauziyyah, I'lam  al-Muwagqqi’inh.  36-38.
Muhammad Yasuf Musa, al-Madkhal, h. 167-168.



pendapat dalam suatu masalah, maka ia memilih
dan mengambil pendapat sahabat yang lebih dekat
kepada al-Qur’an dan hadis. (4) Hadis mursal atau
da’if ia pegang dijadikan dalil hukum selama tidak
kontradiksi dengan pendapat sahabat yang lain. (5)
Jika ia tidak menemukan suatu dasar dari empat
dasar yang telah dikemukakan di atas, maka
dipergunakanlah qiyas, karena memang sangat
diperlukan.

Sumber dan dalil-dalil hukum sebagai dasar
ijtihad (berfatwa), di samping yang telah disebutkan
di atas, juga secara lebih rinci dan hirarkis Imam
Ahmad bin Hanbal berdasarkan pada: al-Kitab (al-
Qur’an), as-sunnah (alhadis), ijma’, giyas, al-istishab,
al-masalih (al-maslahah al-mursalah), sadd az-Zara’t’,
dan gaul sahabi.102

Ulama wusul mazhab Hanbali dalam praktik
penerapan dalil-dalil hukum, mereka lebih
mendahulukan gaul sahabi daripada giyas.Qiyas
diaplikasikan hanya dalam kondisi darurat,
mendahulukan  ijma” daripada giyas, dan
mendahulukan hadis mursal dan da’if daripada
qiyas.

Imam Dawud ibn ‘Ali al-Asfahani

Imam Dawud ibn “Ali al-Asfahani (w. 270 H)
sebagai pendiri mazhab Zahiri di Bagdad, sumber
dan dalil-dalil hukum sebagai dasar istinbat al-
ahkam dalam berijtihad (berfatwa), yaitu al-Qur’an,
as-sunnah, ijjma’ as-sahabah, dan ad-dalil. Hal ini
seperti dikemukakan oleh Ibn Hazm (w. 457 H):
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102Hasan AbuTalib, Tatbig asy-Syari’ah, h. 163.
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Artinya: “Dasar-dasar yang mesti ditegakkan yang
seseorang tidak akan mengetahui sesuatu
dari berbagai aturan agama, kecuali
dengan menegakkan dasar-dasarnya.
Dasar-dasar itu adalah: (1) Nas al-
Qur’an. (2) Nas perkataan Rasulullah
Saw. yang hal itu dari Allah dari sesuatu
yang beliau benarkan yang diterima
secara terpercaya atau mutawatir. (3)
[jma” semua ulama umat. (4) Dalil yang
seseorang tidak mungkin mengetahui
syari’at kecuali dengan satu dalil ini”.103

Mengkritisi ungkapan Ibn Hazm tersebut dapat
ditegaskan bahwa sumber dan dalil-dalil hukum
yang menjadi dasar istinbat al-ahkam dalam
berijtihad di kalangan para ahli usil mazhab Zahiri
adalah dengan mengamlkan nasal-Qur'an secara
tekstualitas atau literalnya, baik yang berupa
perintah (amr) maupun larangan (nahi). Sebuah dalil
tidak dapat ditegakkan selama itu diamalkan
dengan selain zahir an-nas. Demikian juga nas
sunnah (al-hadis) Rasulullah Saw, yang pada
dasarnya adalah kalam Allah dapat diterima
keabsahannya selama itu ditranmisikan secara
akurat dan mutawatir. Jika kedua nas tersebut tidak
dapat diamalkan, maka berpegang pada ijma’ al-
ummah secara totalitas. Artinya, tidak ada seorang
ulama pun yang tidak sepakat. Tetapi dimaksudkan
dengan ijma’ ‘ulama’ al-ummah di sini dalam literatur

18Abt Muhammad ‘Ali bin Hazm, al-lhkam fi Usil al-Ahkam (al-
Azhar: Maktabah ‘Atif, 1398 H/1978 M), Juz ke 1, Cet. ke 1, h. 80.



lain disebutkan bahwa mazhab Zahiri hanyalah
mengakui ijma’ sahabat.® Langkah berikutnya,
mereka berpegang pada dasar keempat yang
disebut dengan ad-dalil. Yang disebutkan terakhir
ini, pada dasarnya sebagai konsekuensi mazhab
Zahiri menolak qiyas sebagai dalil hukum,
penggunaan ra’y, istishab, istihsan, dan melarang
taklid.105
f. Imam Ja’far as-Sadiq

Nama lengkapnya adalah Ja’far bin Muhammad
bin ‘Ali Zain al-’Abidin bin al-Husain bin ‘Ali bin
Abi Talib (w. 148 H) sebagai penerus dan pelestari
mazhab syi’ah imamiyyah,'% di Irak-Bagdad. Dari
syi'ah imamiyyah isna ‘asyariyyah ini, hanya dua
imam yang doktrin keagamaan dan pemikiran-
pemikiran hukum Islam-nya banyak diterima oleh
sebagian umat Islam di dunia, yaitu syi'ah
Zaidiyyah yang dikembangkan oleh Zain al-'Abidin
ibn al-Husain, dan syi'ah imamiyyah yang
dikembangkan oleh Ja’far ibn Muhammad. Dalam
buku ini yang akan dikemukakan pembahasannya
hanyalah syi’ah yang disebutkan terakhir.

04Sya’ban Muhammad Isma’il, at-Tasyri’ al-Islami Masadiruh wa
Atwaruh (Mesir: Maktabah an-Nahdah, 1985), Cet. ke 2, h. 384.

105Al-Khatib al-Bagdadi, Tarikh al-Bagdadi (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), Juz
ke 8, h. 369. Muhammad Yusuf Masa, al-Madkhal, op.cit., h. 180.

106Fakta sejarah telah mencatat, bahwa Ja’far as-Sadiq merupakan
salah satu golongan (mazhab) dari syi'ah imamiyyah isna’asyariyyah yang
beranggapan bahwa keturunan Misa al-Kazim sampai al-Hadi al-Qa’im
adalah imam-imam mereka, yaitu: (1) ‘Ali bin Abi Talib dengan
panggilan al-murtada’ (2) Hasan bin ‘Ali dengan panggilan al-mujtaba, (3)
Husain bin ‘Ali dengan panggilan asy-Syahid, (4) Zain al-'Abidin ibn
Husain dengan panggilan as-sajjad, (5) Muhammad ibn ‘Ali dengan
panggilan al-Bagir, (6) Ja'far ibn Muhammad dengan panggilan as-sadig,
(7) Musa ibn Ja'far dengan panggilan al-Kazim, (8) “Ali ibn Misa dengan
panggilan ar-rida, (9) Muhammad ibn ‘Ali dengan panggilan al-jawad at-
tugiy, (10) Muhammad ibn “Ali dengan panggilan al-hadi at-tagiy, (11) al-
Hasan ibn “Ali dengan panggilan al-‘asykari az-zakiy, (12) Muhammad
ibn Hasan dengan panggilan al-hadi al-qa’im al-hujjah.
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Di kalangan wulama syi’ah imamiyyabh,
metodologi pemahaman hukum Islam (usul al-figh)
terdapat dua corak pola pemahaman dalam konteks
istinbat al-ahkam, yaitu pola pemahaman akhbari (al-
akhbariyyin), —dan  pola  pemahaman  usuli
(usuliyyin).107
1. Al-Akhbariyyin

Golongan akhbari dalam konteks ijtihad, mereka
berpegang pada sumber dan dalil-dalil hukum
sebagai dasar istinbat, hanyalah al-Qur’an dan al-
khabar (semua perkataan, perbuatan, dan penetapan
imadm Mereka). Dalam menghadapi berbagai kasus
hukum, mereka serahkan dan dikembalikan
sepenuhnya kepada imam mereka, karena imam
merkalah yang boleh menetapkan hukum dalam
berijtihad. Dan semua pendapat imam mereka
dinilai sebagai sunnah (al-akhbar). Golongan akhbari
ini berpegang pada al-Qur'an dan sunnah yang
terdokumentasikan atau terbatas pada yang
terdokumentasikan pada empat kitab, yaitu:

a. Al-Kdfi, yang disusun oleh Abt Ja'far ibn Ishaq
bin Ya’'qub al-Kulainy (w. 328 H).

b. Maula Yadurrah al-Faqih, disusun oleh Aba Ja’far
ibn Ishaq Ibn Muhammad ibn ‘Ali Husain al-
Hasan al-Qummy (381 H).

c. At-Tahzib, dan

d. Al-Istibsar. Kedua kitab terakhir disusun oleh
Abt Ja'far Muhammad ibn “Ali at-Tasiy (w. 460
H).108

2. Al-Usuliyyin

107Lihat, Muhammad Jawad Mugniyah, ‘llm Usil al-Figh fi Saubih al-
Jadid (Bairut: Dar al-‘Ilm al-Malayyin, 1975), Cet. ke 1, h. 223.

108Asymuni ~ Abdurrahman, Usil al-Figh Syi'ah  Imamiyyah
(Yogyakarta: CV Bina Usaha, t.t.), h. 4.



Kalau al-Akhbariyyin merupakan gooongan
minoritas dari syi’ah imamiyyah, atau sebagian
kecil dari para pengikut dan pengembang pola
pemikiran usil-nya, maka golongan usuliyyin
adalah sebagai golongan mayoritas syi'ah
imamiyyah. Dalam konteks ijtihad, sumber dan
dalil-dalil hukum yang menjadi dasar istinbat al-
ahkam, mereka bedakan pada dua dalil, yaitu dalil
ijtihadi yang menjadi sumber hukum wagi'iy, dan
dalil fagqahi yang menjadi sumber hukum zahiry.

Sumber hukum ijtihadi mereka berdasar pada
empat dalil, yaitu al-Kitdb (al-Qur’an), as-sunnah
(al-hadis), al-ijjma’, dan al-"aqly.’® Sedangkan dalil
faqgahi bersumber pada al-istishab, al-bara’ah, at-
takhyir, dan al-ihtiyat.10

a) Al Kitab (al-Qur’an)

Mayoritas ulama syi’ah  imamiyyah
meyakini bahwa al-Qur’an adalah hujjah al-Islam
yang pokok, dan sumber dari segala sumber
hukum (masdar min al-masadir  al-ahkam).111
Karena orisinalitas kandungan isinya dijamin
oleh Allah, atau al-Qur’an sendiri menegaskan:

Artinya:  “Sesungquhnya  Kami-lah  yang
menurunkan az-zikr (al-Qur’an) dan sesungguhnya
Kami benar-benar memelihara-Nya” (Q.S. al-Hijr
(15): 9).

Dalam pandangan syi'ah imamiyyah,
bahwa yang dimaksudkan al-Kitab yaitu al-
Qur’an al-karim yang diturunkan oleh Allah
Ta’ala kepada Nabi Muhammad Saw. dan

19Muhammad Jawad Mugniyah, ‘Ilm Usdl al-Figh, h. 235-238.
110]bid., h. 201,256, 280 dan 285.
MTM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, h. 35.



diterangkannya bahwa itu al-Qur’an. Dari
pandangan ini menunjukkan, hadis qudsi,
sunnah, terjemah al-Qur’an, dan tafsir al-Qur’an
itu bukanlah al-Qur’an.112

Kandungan isi al-Qur’an sebenarnya tidak
hanya terbatas pada persoalan hukum semata,
tetapi secara prinsip umum dan global telah
diperkenalkan beratus-ratus jenis persoalan
yang sangat beragam. Hanya sebagian dari al-
Qur'an, sekitar 500 ayat dari jumlah
keseluruhan 6660 ayat, yakni sepertigabelas
dari al-Qur'an menyinggung secara khusus
kepada hukum.113

b) As-sunnah (al-hadis)

Term sunnah (as-sunnah) bukanlah sesuatu
yang baru bagi umat Islam, demikian juga
dengan hadis (al-hadi$), merupakan suatu term
yang sudah lama dikenal oleh para pemikir
hukum Islam dalam mengkaji ilmu mustalah al-
hadis. Secara bebas, term sunnah dan hadis
memiliki arti yang sinonim (sama), yaitu tradisi
Nabi Saw., tetapi pada perkembangan
berikutnya makna kedua term itu tidaklah
sama.

Secara etimologis, sunnah berarti cara,
perilaku, atau  praktik  (at-tarigah  al-
mu’ta’adah).11* Jadi suatu tradisi yang dilakukan,
diperbuat, atau dipraktikkan oleh Nabi. Untuk
itu, Ahmad Hasan mengemukakan bahwa
sunnah pada pokoknya berarti jalan setapak,
perilaku,  praktik,  tindak-tanduk, atau

12Asymuni Abdurrahman, Usdl al-Figh Syi’ah, h. 16.

1Murtada Mutahari dan M. Bagqir as-Sadr, Pengantar Usil al-Figh,
pengantar Satria Effendi (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 142-143.

114Sa’di Abtt Habib, al-Qamas al-Fighi, h. 184.



tingkahlaku.1’> Term sunnah dengan makna
demikian ini sesungguhnya lebih
mengindikasikan bersifat umum, artinya dalam
tataran praktik normatif bahwa perilaku atau
perbuatan yang dilakukan itu terpuji atau
tercela, baik atau buruk, dan hal itu dilakukan
oleh perseorangan atau pun kolektif. Pengertian
sunnah yang bersifat umum ini ternyata
ditemukan dalam salah satu pernyataan
Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari Jarir bin “‘Abd Allah:
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Artinya: “Dari Jarir bin ‘Abd Allah bahwa
Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa melakukan
suatu sunnah yang baik di dalam Islam, kemudian
sunnah itu ditkuti oleh orang-orang yang
sesudahnya, maka diberikan kepadanya seperti
pahala orang yang mengikuti sunnah itu tanpa
sedikit pun dikurangi dari pahala mereka. Barang
siapa melakukan suatu sunnah buruk di dalam
Islam, kemudian sunnah itu diikuti oleh orang-orang
sesudahnya, maka dipikulkan kepadanya seperti dosa

U5Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence,
penerjemah Agah Garnadi (Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1984 M),
h. 76.



orang-orang yang mengikuti sunnah itu, tanpa
sedikit pun dikurangi dari dosa mereka” 116

Pernyataan  Rasulullah  Saw.  yang
menunjukkan bersifat umum tersebut adalah
mengandung banyak hal, di antaranya berupa
perilaku praktis keseharian, termasuk di
dalamnya transaksi dalam dunia bisnis yang
sudah mengikat seluruh anggota masyarakat.”

Secara  terminologis, sunnah banyak
didefinisikan dengan beragam redaksional,
tetapi  secara  substansial = mengandung
kesamaan arti, di antaranya sunnah
diformulasikan dengan perkabaran atau
ketetapan hukum-hukum Allah atau segala
sesuatu yang berhubungan dengan kelakuan,
perkataan, watak dan adat kebiasaan Nabi
Muhammad Saw. yang ada hubungannya
dengan doktrin hukum Islam.1’8 Menurut ulama
ustl al-figh, sunnah yaitu segala sesuatu yang
ditranmisikan dari Rasulullah Saw., baik berupa
perkataan (aqwal), perbuatan (af’al), dan
ketetapan yang berkaitan dengan hukum
(tagrirat).”’® Dari formulasu sunnah yang
disebutkan terakhir ini dapat ditegaskan bahwa
sunnah yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw.
itu dapat dikategorikan ada yang berupa
sunnah qauliyyah, sunnah
fi'liyyah/’amaliyyah, dan ada yang berupa
sunnah taqririyyah.

116mam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 1, h. 407.

H7Lihat, Muhy ad-Din Muhammad ibn Ya’'qab al-Fairuzzabadi, al-
Qamiis al-Muhit (Bairut: Daal-Fikr, 1983), h. 237.

18Shadiq, Shalahuddin Chairy, Kamus Istilah Agama (Jakarta:
Penerbit CV Sienttarama, 1983), Cet. ke 1, h. 325-326.

119Zaki ad-Din Sya’ban, Usil al-Figh al-Islami (Mesir: Dar at-Ta’lif,
1964/1965), h. 53.



Di kalangan wulama Syi'ah, sunnah
diformulasikan dengan:
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Artinya: “Setiap yang diucapkan, diperbuat,
atau diakui oleh orang yang (mempunyai sifat)
ma’sum yang bertalian dengan penetapan hukum
dan penjelasan-penjelasan hukum” 120

Dalam formulasi lain, sunnah berarti kata-
kata, tindakan dan pembenaran melalui
diamnya Nabi dan para Imam.!?! Dari formulasi
ini menunjukkan bahwa, jika Nabi telah
menjelaskan secara lisan sutu hukum tertentu,
atau sudah jelas bagaimana Nabi melaksanakan
kewajiban agama tertentu, atau jika diketahui
bahwa orang lain melaksanakan kewajiban
agama tertentu semasa beliau dengan suatu
cara yang memperoleh berkah dan izin beliau;
Artinya, bahwa dengan diamnya, sebenarnya
beliau telah memberikan persetujuan. Ini
merupakan bukti (dalil) yang cukup bagi
seorang faqih untuk memandang tindakan yang
dipersoalkan tersebut sebagai hukum aktual
Islam.

Dari  terminologis sunnah  menurut
formulasi ulama wusal al-figh (jumhar al-
ustliyyin) dan ulama Syi’ah di atas, terdapat
kata “al-ma’sim”, yakni orang-orang yang
terpelihara dari dosa. Dalam perspektif
keyakinan ulama sunni bahwa orang yang

120Asymuni Abdurrahman, Usdl al-Figh Syi’ah, h. 18.

21MurtaAa Mutahhari, M Bagqir as-Sadr, Pengantar Usil al-Figh dan
Usul Perbandingan, penerjemah Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad
(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1414 H/1993 M), Cet. ke 1, h. 144.



ma’sim itu hanyalah Rasulullah Saw., tetapi
menurut keyakinan ulama Syi’ah bahwa yang
diamaksudkan dengan al-ma’stm, yaitu Nabi
Muhammad Saw. dan para Imam mereka. Hal
ini sesuai dengan penegasannya:

e }/}a// }e/

Artinya: “Yang dimaksud dengan “al-ma’sum” di
sini ialah Nabi dan para Imam yang dua belas dari
keluarga Ali bin Abi Talib yang mempunyai bukti
atas ke-ma’stum-an mereka” 122

Adapun yang dimaksudkan dengan hadis
menurut Syi’ah Imamiyyah, yaitu:
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Artinya: “Apa-apa yang datang kepadamu dari
padaku, maka kemukakanlah dia kepada Kitab Allah,
jika dia bersesuaian (sejalan) dengan Kitab Allah,
maka aku ada mengatakannya. Jika tidak bersesuaian
dengan Kitab Allah, maka aku tidak mengatakannya,
dan betapa aku menyalahi Kitab Allah” 123

Berdasarkan formulasi hadis ini
menunjukkan dan dapat dipahami bahwa
mereka berpegang kepada hadis sebagai
sumber dan hujjah dalam istinbat al-ahkam,

12Asymuni Abdurrahman, Usdl al-Figh Syi’ah, h. 19.
12TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, h. 47.



tetapi hadis-hadis yang menjadi hujjah
hanyalah terbatas pada hadis-hadis yang
ditranmisikan oleh orang-orang Syi'ah, dan
mereka tidak mengakui hadis-hadis yang
ditranmisikan oleh muhaddis ulama sunni.

Secara skematis, pembagian hadis menurut
Syi’ah Imamiyyah sebagaimana bagan di bawah
init24:
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Bagan ini memperlihatkan dan
menunjukkan kepada kita (pembaca/pengkaji),
bahwa hadis (khabar) dilihat dari segi sandaran
datangnya dibedakan pada dua macam, yaitu
hadis yang diyakini datangnya dari al-ma’sim,

124 Asymuni Abdurrahman, Usdl al-Figh Syi’ah, h. 54.
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yang disebut dengan magti’, dan hadis yang
tidak sampai ke derajat magti” (khabar al-wahid).
Hadis yang magqti’ ini dibedakan pada dua
macam, ada yang mutawatir, dan ada yang
tidak mutawatir tetapi disertai dengan ada
indikasi sehingga sampai pada tingkat
meyakinkan. Sedangkan hadis yang gair maqtu’
(khabar wahid) dibedakan kepada dua macam,
yaitu al-musnad (yang menyebutkan semua
perawi yang mentranmisikan bahwa hadis itu
dinukil dari al-ma’sim hingga sampai kepada
kita), dan al-mursal (hadis yang sanadnya tidak
mencakup semua nama-nama perawi). Masing-
masing dari macam ini dibedakan pula; al-
musnad dibedakan pada dua macam, yaitu ada
yang disebut al-mu’tabar, dan ada yang disebut
dengan gair al-mu’tabar. Dari yang al-mu’tabar
ini dirinci menjadi empat kategori, ada yang
disebut dengan hadis sahih (as-sahih), al-
muwassag (semua perawi terpercaya), al-hasan
(semua perawi terpuji di mata rijal al-hadis), dan
ad-da’if al-munjiz di’amal al-fugaha’ (sebagian
perawi tidak terpercaya tetapi sebagian
hadisnya diamalkan oleh para ulama). Keempat
kategori hadis ini bisa menjadi hujjah dalam
konteks istinbat al-ahkam. Sedangkan yang gair
al-mu’tabar  ialah  hadis (khabar) yang
kedudukannya tidak bisa menjadi hujjah,
karena tidak meyakinkan bahwa khabar itu
ditranfer dari al-ma’sim.

Adapun yang al-mursal dibedakan pula
pada dua kategori, ada yang mursal as-siqgqah
(khabar yang disandarkan kepada al-ma’sim itu
ditranmisikan oleh seseorang yang ahli rijal al-
hadis yang terpercaya), dan ada yang mursal gair
as-Siqgah (khabar yang disandarkan kepada al-



ma’sium itu ditranmisikan oleh seorang perawi
yang dinilai tidak terpercaya).

c) Al-lima’

Di kalangan wulama Syi'ah Imamiyyah
terdapat suatu term ijma’ al-‘itrah. Dimaksudkan
dengan ijma’ al-‘itrah yaitu kesepakatan para
ulama ahl al-bait tentang persoalan hukum
syara’”.125 Redaksional lain, ijma’ al-‘itrah, yaitu
kesepakatan para imam mujtahid dari keluarga
Nabi Saw. Jumhar ulama Syi’ah Imamiyyah
mendefinisikan ijma’ al-“itrah yaitu:

So b0 ~ oo & s 030 8 o0 Srof o}

M\} um;\} 9\})\ Wl{) éﬁ V.b d}ﬂjﬂ:.u M)y‘
SCV e é,}“;\) L e ‘;:(s

Artinya: “Kesepakatan —suatu  golongan yang
kesepakatan mereka menyingkapkan pendapat imam
yang bersih dari segala dosa (ma’siim)”.126

Terminologi ini menunjukkan bahwa
sesungguhnya ijma’ yang diakui dan diterima
oleh mereka, hanyalah ijma’ para ulama atau
para mujtahid dari golongan Imamiyyah, yakni
imam i$na ‘asyariyah. Artinya, tanpa peran serta
dan keterlibatan seorang imam, maka tidak akan
terjadi ijjma’.

Golongan syi'ah Zaidiyyah mendefinisikan
ijma’ al-‘itrah itu lebih stresingnya pada imam
tertentu, yaitu:

125Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus, h. 106.
126 Asymuni Abdurrahman, Usdl al-Figh Syi’ah, h. 23.. TM. Hasbi ash-
Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, h. 54.
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Artinya: “Empat orang yang terpelihara dari dosa
(kesalahan), yaitu ‘Ali, Fatimah az-Zahrah, al-
Hasan, dan al-Husain, kemudian dari pihak al-
Hasan dan al-Husain, yaitu dari pihak bapak” 127

Terminologi ini juga mengesankan bahwa
empat orang imam yang dipandang bersih dari
kesalahan (dosa), terutama dalam melakukan
istinbat al-ahkam dalam berijtihad. Mereka yakin
betul bahwa empat orang imam tersebut
senantiasa 7jtihadnya adalah benar. Oleh karena
itu, kesepakatan empat orang imam dimaksud
menurut syi’ah Imamiyyah dan Zaidiyyah
menjadi hujjah (dalil hukum syara’). Mereka
berpendapat demikian dengan
berargumentasikan pada al-Kitab (al-Qur’an), as-
sunnah (hadis), dan logika (al-ma’qul),128 sebagai
berikut:

(1) Al-Kitab, Q.S.al-Ahzab (33): 33:
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Artinya: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak
menghilangkan dosa dari kamu, hai ahl al-bait, dan
membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

127TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Ibid., h. 100.
128Wahbah az-Zuhaili, Usil al-Figh, Juz ke 1, Cet. ke 2, h. 515.



Menurut pemahaman mereka, ayat ini
menjelaskan bahwa Allah menghilangkan dosa
dan kesalahan dari ahl al-bait dengan
menggunakan kata “innama”. Dalam bahasa
arab kata tersebut dinamakan dengan ‘adat al-
gasr dengan makna penguatan dan pembatasan.
Dalam hal ini berarti ahl al-bait dibersihkan dari
segala dosa dan kesalahan, serta tidak akan
terjadi kesalahan. Yang ada pada mereka
hanyalah benar, karenanya mereka menjadi
ma’sium. Karena itu pula ijmia’ mereka menjadi
hujjah. Kemudian, menurut mereka yang
dimaksud dengan ahl al-bait tidak lain adalah
‘Ali, Fatimah, dan kedua anaknya, Hasan, dan
Husain. Dan ayat di atas (al-Ahzab: 33) turun,
ketika itu Nabi Saw. sedang mengumpulkan
pakaian untuk mereka. Fakta sejarah demikian
ini seperti diriwayatkan at-Tirmizi dari Ummi
Salamah:
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Artinya: “Bahwasannya Nabi Saw. merangkul dan
menyelimuti Hasan dan Husain, ‘Ali, dan Fatimah,
kemudian beliau berdo’a: Ya Allah, mereka ini ahl al-
bait-ku dan kesayanganku, hilangkanlah kotoran
(dosa) dari mereka, dan bersihkanlah mereka
sebersih-bersihnya”.129

129Abd ar-Rahman bin ‘Ali, dikenal dengan Ibn ad-Daiba’ as-
Syaibani az-Zubaidi, Taisir al-Wusil ila Jami” al-Wusil (Bairut: Dar al-Fikr,
1417 H/1997 M), Juz ke 3, Cet. ke 1, h. 196.



80

Mayoritas ulama  (jumhur  al-‘ulama’)
mengeritik dan berpendapat bahwa tidak bisa
ijma’ al-‘itrah (ijma’ ahl al-bait) menjadi hujjah.
Sebab, mereka tidaklah terpelihara dari
kesalahan (al-khata’). Q.S. al-Ahzab (33): 33 di
atas sebenarnya menjelaskan ayat sebelumnya
yang menginformasikan tentang isteri-isteri
Nabi Saw. dan membersihkan mereka dari
perbuatan dosa, Allah berfirman (al-Ahzab: 32):
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Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian
tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu
bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam
berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada
penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan
yang baik”.

Menurut jumhiir al-‘ulama’, ayat ini tidak
mungkin dan tidak ada indikasi diperuntukkan
selain isteri-isteri Nabi. Jika yang dimaksud ahl
al-bait dalam ayat di atas (al-Ahzab: 33) adalah
‘Ali, Fatimah, dan kedua anaknya, Hasan dan
Husain, maka hal itu tidaklah menunjukkan ke-
ma’sum-annya dari kesalahan. Sebab makna
kata ar-rijs adalah maksiat dan dosa. Sedangkan
kesalahan berijtihad dalam mengistinbatkan
hukum bukanlah perbuatan maksiat dan dosa,
justru  kesalahannya mendapat jaminan
pahala.’®0 Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

130Zakaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 63.



Imam Muslim dari ‘Amr bin al-‘As ia
mengatakan:
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Artinya: “Saya mendengar Rasulullah ~ Saw.
bersabda: Apabila seorang hakim akan menetapkan
hukum kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya
benar, maka baginya dua pahala, dan apabila dia
akan menetapkan hukum kemudian berijtihad dan
ternyata ijtihadnya salah, maka baginya satu
pahala” 131

Jumhiir al-‘ulama’ juga mengeritik masalah
kekeluargaan ahl al-bait yang mengidentikkan
dengan persoalan ijtihad dengan mendasarkan
pada Q.. asy-Syara (42): 23 bahwa
“Katakanlah, Aku tidak meminta kepadamu
sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih
sayang dalam kekeluargaan”. Kedua persoalan
tersebut tidaklah sama, dan bahkan sangat
berbeda.

(2). As-Sunnah. Sebuah hadis Rasulullah Saw.
yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Jabir bin
‘Abd Allah:
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1B1Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 62.
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Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda:
Sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu jika kamu
berpegang pada apa yang aku tinggalkan, maka
tidak akan tersesat, yaitu Kitab Allah dan ijma’ ahl
bait-ku” 132

(3).Al-"Aql (logika). Bahwa ahl al-bait adalah
orang-orang terhormat (asy-syarf), dan dari
keturunan Nabi (an-nasab). Mereka banyak
mengetahui perkataan (aqwal), perbuatan (af’al),
penetapan (tagrir) Nabi, dan mengetahui ta'wil
terhadap wahyu Allah. Mereka juga ma’sum
dari dosa dan kesalahan, karena itu, semua
perkataan dan perbuatan mereka menjadi
hujjah 133

d) Al-"Agl (Logika)

Pada uraian di atas telah dikemukakan
bahwa wulama Syi'ah Imamiyyah terbagai
kepada dua golongan. Dalam konteks istinbat
al-ahkam dalam berijtihad, golongan al-
Akhbariyyin hanya menggunakan al-Qur’an
dan sunnah saja sebagai dalil hukum. Mereka
tidak tidak menggunakan akal sama sekli
sebagai hujjah. Sedangkan mayoritas ulama
Syi'ah Imamiyyah (al-usiliyyin) menggunakan
empat (4) dalil hukum, yaitu, as- al-Qur’an
sunnah, al-ijma’, dan al-‘agl. Karena Imam Ja'far
as-Sadiq menggunakan akal sebagai hujjah
sesudah tiga dalil sebelumnya.

Menurut golongan al-usuliyyin, bahwa yang
dimaksudkan dengan dalil al-‘agl yaitu setiap
ketentuan akal yang enyampaikan kepada
hukum syara’.!3* Ketentuan akal di sini, ada
merupakan ketentuan akal yang indpenden,

132 At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, h.
133Wahbah az-Zuhaili, Us0! al-Figh, Juz ke 1, h. 515..
1B4Asymuni Abdurrahman, Usdl al-Figh Syi’ah, h. 25.



seperti bahwa “sesuatu yang dipandang baik
menurut akal, maka dipandang baik menurut
syara’. Sebaliknya, sesuatu yang dipandang
buruk menurut akal, maka dipandang buruk
menurut syara’. Misalnya, adil itu dipandang
baik menurut akal, maka dipandang baik juga
menurut syara’. Kemudian, ada ketentuan akal
yang tidak sepenuhnya independen, tetapi ada
keterkaitan dengan persyaratan yang lain.
Seperti, melakukan ibadah haji ke Baitullah,
wajib hukumnya menurut hukum syara’
dengan syarat para jama’ah haji betul-betul
mampu dan datang ke Baitullah tersebut
Keempat dalil hukum tersebut di atas,
menurut golongan usiuliyyin inilah yang disebut
dengan dalil al-ijtihadi. Sedangkan yang
termasuk dalil al-fagqahi, yaitu al-bara’ah, at-
takhyir, al-ihtiyt, dan al-istishab.1¥> Keempat
dalil al-fagqahi ini menurut Murtada Mutahari
dan Muhammad al-Baqgir as-Sadr disebut
dengan wusul at-tatbiq (usul terapan) yang
digunakan pada semua bagian figh, dengan
term usul al-bara’ah, usul al-ihtiyat, usul at-takhyir,
dan wusil al-istishab.’3 Lebih lanjut Murtada
menjelaskan dalam pembahasannya bahwa,
Usul al-bara’ah (pengecualian) berarti bahwa
kita dibebaskan dari kewajiban dan tidak
mempunyai tugas. Usul al-ihtiyat (kehati-hatian)
adalah prinsip yang mengatakan bahwa kita
harus bertindak menurut tindakan pencegahan,
yang artinya bahwa kita harus berbuat dengan
cara tertentu sehingga jika suatu kewajiban

B5Muhammad Jawad Mugniyah, Ilm Usdl al-Figh, h. 256, 280, 285
dan 347.

136Murtada Mutahhari dan Muhammad al-Baqir as-Sadr, Pengantar
Ilmu Us0l al-Figh, h. 170.



sebenarnya merupakan suatu hukum, seperti
kita telah melaksanakan kewajiban itu. Usul at-
takhyir (pilihan) adalah bahwa kita memiliki
pilihan untuk memilih salah satu dari dua hal,
yang mana yang kita sukai, dan Usul al-istishab
(keutamaan) adalah prinsip yang
mengutamakan keadaan awalnya, sementara
keraguannya diabaikan.?3”
g. Imam Zaid bin “Ali
Imam Zaid bin ‘Ali Zain al-‘Abidin bin al-
Husain bin “Ali bin Abi Talib (80-122 H)'% sebagai
pendiri mazhab Zaidi, atau mazhab Zaidiyyah, atau
sebutan lain dengan Syi'ah Zaidiyyah. Mazhab ini
besar dan berkembang di Yaman, di samping di
negeri atau daerah lain tetapi tidak sepesat di
Yaman, dikembangkan oleh para pengikutnya,
terutama dari anak cucu yang masih dari keturunan
‘Ali bin Abi Talib dan Fatimah. Para pengikut dan
pengembang mazhab ini adalah banyak dan hampir
berada pada setiap daerah, mereka berdakwah dan
mengajak umat Islam untuk bergabung mengikuti
ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkan
oleh Zaid bin ‘Ali yang masih keturunan keluarga
Ahl al-Bait. Di antara para imam (mujtahid) mazhab
Zaidiyyah yang populer dikenal umat Islam ketika
itu adalah: (1) Imam al-A’zam al-Qasim bin Ibrahim
ar-Rassy (170-242 H), sebagai pendiri kelompok al-
Qasimiyyah, yang merupakan cabang dari mazhab
Zaidiyyah; (2) Imam al-Hadi ila al-Haq (245-298 H),
sebagai Imam daerah Yaman. Nama lengkapnya
adalah Muhyi al-Farayid wa as-Sunan al-Hadi ila al-
Haq Yahya bin al-Husain bin al-Qasim bin Ibrahim

137]bid.

B8Muhammad AbU Zahrah, al-Imam Zaid Hayatuhu wa “asruh
Ara'uhu wa Fighuh (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al’Arabi, 1378 H/1959 M), h.
22.



bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Hasan bin al-Hasan
bin ‘Ali bin Abi Talib. la mengumumkan
keimamanya pada zaman kekuasaan daulah
‘Abbasiyyah berada di tangan al-Mu'tadid Billah;
(3) Imam an-Nasir al-Atras (230-304 H), sebagai
Imam di Dailam dan al-Jail. Nama lengkanya
adalah al-Hasan bin “Ali bin al-Hasan bin “Ali bin
‘Umar al-Asyraf bin ‘Ali Zain al-‘Abidin. Ia
memulai dakwahnya sebagai Imam pada tahun 284
H., di daerah Dailam dan al-Jail, yaitu setelah
munculnya Imam al-Hadi di Yaman. Ia seorang
Imam yang tidak henti-hentinya mendakwakan
agama Allah, Islam kepada penduduk daerah
Dailam dan al-Jail, di mana sebelum kedatangannya
mereka belum memeluk agama Islam. Selama
kekuasaannya ia berusaha keras mempertahankan
keimamannya dari serangan-serangan daulah
‘Abbasiyyah.’® Selain tiga orang imam tersebut,
tentunya masih banyak lagi para imam yang lain
yang terus mengembangkan mazhab Zaidiyyah,
atau Syi'ah Zaidiyyah dalam kehidupan umat Islam
Yaman.

Mazhab Zaidiyyah, atau Syi'ah Zaidiyyah pada
dasarnya adalah bagian dari Syi’ah Imamiyyah,
karena kelompok ini masih tetap mengakui dan
menyatakan bahwa Ali lebih utama dari yang
lainnya. Imam Zaid sendiri menyatakan bahwa
sama sekali tidak mengingkari pribadi Imam Ali r.a.
sebagai seorang yang lebih utama (afdal) daripada
pribadi Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dan pribadi
Umar Ibn al-Khattab r.a. Meskipun demikian, ia
yakin dan mengakui keabsahan dua orang Khalifah
itu dan wajib dipatuhi oleh segenap kaum
muslimin. Meskipun Imam ‘Ali r.a. lebih utama

139]bid., h. 484-500. Al-Hamid al-Husaini, Sejarah Hidup Imam Zaid bin
Ali R.A. (Semarang: Penerbit CV Toha Putra, t.t.), h. 195-198.



(afdal), terutama dalam hal jasa-jasanya kepada
Islam dan dalam hal perjuangannya melawan
musuh-musuh Islam.’0 Pernyataan Imam Zaid ini
dipertegas lagi oleh asy-Syahrastani bahwa ‘Ali
adalah orang yang paling pantas menjadi Imam
sepeninggal Nabi Saw. karena dialah orang yang
paling memiliki sifat-sifat yang diakui oleh Nabi.
Sedangkan untuk Imam sesudah “Ali haruslah dari
keturunan Fatimah. Itulah sifat-sifat terbaik bagi
seorang Imam. Tetapi, jika sifat-sifat itu tidak
terpenuhi, maka boleh yang lain untuk menduduki
jabatan tersebut. Imam dalam bentuk yang kedua
ini disebut dengan al-mafdiil. Syi’ah Zaidiyyah dapat
menerima Abua Bakar, Umar, dan Usman.141

Mazhab Zaidiyyah, terkesan sebagai mazhab
yang “longgar” dalam hal politik (as-siyasah), teologi
(‘agidah), pemikiran hukum Islam (figh), dan
metodologi pemahaman hukum Islam (usul al-figh)
dibandingkan dengan mazhab yang lainnya. Hal ini
terlihat sebagaimana deskripsi di bawabh ini:

Pertama, bidang politik (as-siyasah). Al-Hamid
al-Husaini mengatakan bahwa mazhab Zaidiyyah
sikap politiknya yang moderat dan toleransinya
yang tinggi terhadap golongan muslimin yang lain,
membuat mazhab Zaidiyyah sebagai mazhab Syi’ah
satu-satunya yang mempunyai hubungan dekat
dengan mazhab Ahlus Sunnah.2 Namun demikian,
asy-Syak’ah memandang bahwa, tendensi politik
amat kental pada kelompok ini, dan hal ini terlihat,
baik dalam keadaan damai ataupun perang. Dapat
dikatakan, bahwa setiap langkah yang mereka
lakukan dalam ber-tasyayyii” adalah dalam kerangka

140]pid., h. 110.

41Muhammad Aba Bakr asy-Syahrastani (selanjutnya ditulis asy-
Syahrastani), al-Milal wa an-Nihal, Editor Abd al-'Aziz ibn Muhammad al-
Wakil (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 155.

142A]-Hamid al-Husaini, Sejarah, h. 194.



kepentingan politik. Zaid bin Ali adalah orang
pertama dari kelurga Alawi (ahl al-bait) yang
menentang dan ingin meruntuhkan kekuasaan Bani
Umayyah dengan menggunakan senjata. Namun,
sekalipun kelompok ini berhasil menghimpun
pasukan besar, pada akhirnya Zaid gugur di medan
peperangan. Sebelum kematiannya, ia telah
menyusun rencana besar yang harus ditempuh
pengikutnya. Dan memang rencana itu terbukti
mereka laksanakan dengan mendirikan khilafah
yang menyatukan antara kekuatan politik dengan
kekuatan agama di Yaman.!43

Fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya
Imam Zaid dan para pengikutnya (terutama
penduduk Kufah) tidak mau berperang melawan
pemerintahan Bani Umayyah, mereka lebih memilih
berdiam diri di dalam rumah dan di masjid, tetapi
perlakuan buruk, dan penghinaan dari para
penguasa Bani Umayyah terhadap ahlul bait
semakin menjadijadi, maka berperang sebagai
solusi terakhir yang dilakukannya.

Kedua, bidang teologi (al-‘agidah). Mazhab
Zaidiyyah pada dasarnya lebih condong pada
paham Mu'tazilah, karena Zaid termasuk salah
seorang murid Wasil bin ‘Ata’, seorang pendiri dan
pemimpin Mu'tazilah. Asy-Syahrastani yang
dikutip oleh Abt Zahrah mengatakan bahwa
mereka (Zaidiyyah) lebih memuliakan para
pemimpin Mu'tazilah daripada para pemimpin Ahl
al-Bait. Hal ini terjadi, karena rasa ketidaksenangan
Ja’'tar as-Sadiq (80-149 H) terhadap Zaid, sebab Zaid
belajar dan menjdi murid Wasil bin “Ata’, sementara
Wasil skeptis ketika menentukan posisi “Ali dalam

43Mustafa Muhammad asy-Syak’ah (seterusnya ditulis asy-Syak’ah),
Islam bi la Mazahib, Penerjemah A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani
Press, 1414 H/1994 M), Cet. ke 1, h. 187.



perang Jamal¥* Sebagai contoh bahwa Zaid
teologinya menganut paham Mu'tazilah adalah
mengenai seorang muslim yang berbuat dosa besar
(murtakib al-kabirah). Persoalan ini muncuk ketika
khalifah ‘Ali bin Abi Talib berperang melawan
Mu’awiyah bin Abi Sofyan, yang berujung dengan
penyelesaian secara arbitrase (tahkim). Penyelesaian
secara tahkim ini melahirkan gejolak bagi para
pendukung kedua belah pihak, maka muncullah
kelompok (kaum) Khawarij, dan Murji'ah. Kaum
Khawarij memberontak terhadap pihak “Ali, karena
mereka menerima tahkim yang diajukan oleh pihak
Mu’awiyah. Menurutnya, ‘Ali telah melakukan
dosa besar karena menerima tahkim, karena itu, ia
harus bertaubat kepada Allah. Jika tidak, ia harus
dipandang sebagai orang murtad, dan telah menjadi
kafir. Berbeda dengan Khawarij kaum Murji’ah
berpandangan sebaliknya, menurutnya, orang yang
melakukan dosa besar itu tidak merusak iman,
sama halnya dengan perbuatan syirik, tidak
merusak keta’atan orang kepada Allah. Untuk itu,
pelaku dosa besar dalam kedudukan di tengah-
tengah, yaitu antara sebagai seorang yang beriman,
dan sebagai seorang yang kifir. Orang yang seperti
itu, dalam al-Qur’an disebut sebagai orang yang
fasiq. Orang fisig yang demikian itu boleh disebut
sebagai muslim, tetapi tidak boleh disebut sebagai
mukmin. Tegasnya, kaum Murji’ah menilai pelaku
dosa besar seperti di atas adalah mereka
menangguhkan dan menyerahkan sepenuhnya
kepada Allah. Sedangkan kaum Mu'tazilah
berpandangan, pelaku dosa besar itu berada pada
posisi di antara dua kedudukan (al-manzilah bain al-
manzilatain), yakni antara muslim dan kafir. Dalam

44Muhammad AbuZahrah, Imam Zaid Hayatuh, h. 144 dan 220.Asy-
Syak’ah, Islam, h. 191. Asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal, h. 156.



konteks ini, Imam Zaid sependapat dengan
pandangan Mu'tazilah.14>

Ketiga, bidang fikih (al-figh). Mazhab Zaidiyyah
secara substantif tampak lebih dekat kepada
mazhab-mazhab ahl as-sunnah ketimbang kepada
mazhab-mazhab fikih Syi’ah. Dalam hal ini, Aba
Zahrah menyatakan bahwa dalam bidang hukum-
hukum mu’amalah, seperti mengenai syufah,
muzara’ah, dan lain-lain mazhab Zaidiyyah lebih
dekat dengan mazhab Hanafi. Dan Abu Hanifah
sendiri pernah berguru dan menjadi murid Imam
Zaid.1¢ Sekalipun demikian, tetap dalam praktik
keagamaan terdapat, di sampaing ada perbedaan,
juga terdapat persamaan-persamaan dalam hal-hal
tertentu. Asy-Syak’ah mengemukakan bahwa, di
samping memiliki perbedaan, Zaidiyyah dan Ahlus
Sunnah banyak memiliki kesamaan dalam hal
peribadatan. Peribadatan tersebut tentu saja
merupakan sesuatu yang wajar. Sebab di kalangan
Zaidiyyah sendiri banyak terjadi perbedaan
pendapat. Tetapi, dalam beberapa masalah mereka
justru seringkali sependapat dengan Ahlus Sunnah.
Oleh karena itu, sebagian wulama ada yang
menganggap bahwa Zaidiyyah merupakan mazhab
Ahlus Sunnah kelima dari empat mazhab Ahlus
Sunnah yang dikenal.’¥” Sebagai contoh dalam
substansi peribadatan, Zaidiyyah dan Ahlus
Sunnah banyak memiliki kesamaan (kesepakatan).
Tetapi, dalam masalah cabang (furi’iyyah) tetap
mereka memiliki perbedaan. Misalnya, pada
umumnya di kalangan Syi‘ah dalam ucapan azan,
mengucapkan  “hayya  ‘ala  al-khair  al-‘amal”.
Sementara di kalangan Ahlus Sunnah dengan

45Muhammad AbuaZahrah, Imam Zaid Hayatuh, h. 143-144.
146]bid., h. 494.
147 Asy-Syak’ah, Islam, h. 193-194.



“hayya ‘ala al-falah”. Demikian juga dalam salat
jenazah, mereka bertakbi lima kali; Salat Iedul fitri,
atau idul adha adalah fardu ‘ain yang boleh
dilaksanakan dengan sendiri-sendiri atau secara
berjama’ah. Mengenai salah tarawih, menurut
mereka adalah bid’ah. Sedangkan salat witir
hukumnya adalah sunnah, dengan dilaksanakan
tiga reka’at sekaligus. Dan salat di belakang orang
yang berdosa (fajir), menurut mereka adalah tidak
sah.148

Keempat, bidang usul al-figh. Mazhab Zaidiyyah
tampaknya tidak jauh berbeda dengan mazhab-
mazhab Sunni, dalam hal ini mutakallimin. Misalnya,
dalam masalah dalil hukum yang menjadi dasar
dalam istinbat hukum, secara kronologis mereka
tetapkan ada empat, yaitu al-Qur’an, as-sunnah, al-
maslahah al-mursalah, dan al-istishab.1*® Selain empat
dalil tersebut, Zaidiyyah memberikan keleluasaan
akal untuk berperan dalam mengistinbatkan
hukum, apakah sesuatu itu hukumnya dilarang (al-
hazar) atau diperbolehkan (al-ibihah). Menurutnya,
segala sesuatu itu dapat diketahui melalui salah
satu dari tiga alternatif: (a) segala sesuatu dapat
diketahui melalui penalaran akal. (b) segala sesuatu
hanya dapat diketahui melalui syara’. (c) segala
sesuatu dapat diketahui melalui akal dan syara’
sekaligus. Tetapi, jika tidak ada dalil syara” (al-Kitab,
as-sunnah, al-ijma’, dan termasuk al-giyas) dalam
mengistinbatkan ~ hukum, maka  Zaidiyyah
menggunakan dalil akal, dengan mengerahkan
kemampuan untuk mencari causa legis (‘illah al-
hukm) dan tujuan umum syari’at Islam (al-magqasid
al-‘ammah li asy-syar” al-Islami).150

148]bid., h. 194.
9AbaZahrah, Imam Zaid Hayatuh, h. 345-446.
1501bid., h. 447.



Kelima, bidang ijtihad. Mazhab Zaidiyyah
berpandangan, dengan mewajibkan secara mutlak
kepada umat Islam untuk senantiasa berijtihad.
Apabila tidak mampu melakukannya, mereka
dibolehkan bertaklid. Menurut mereka bertaklid
kepada Ahl al-Bait lebih utama (afdal) dibandingkan
kepada selain mereka. Di samping itu, mazhab
Zaidiyyah ~ mewajibkan  untuk  mengingkari
pemimpin yang zalim, dan tidak diwajibkan
menta’atinya.’” Selain itu, Zaidiyyah menegaskan
bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka, tidak
pernah tertutup untuk selamanya (fath bab al-ijtihad
fih iz lam yuglaq fihi wagtan min al-augat).152

E. Aliran-Aliran dalam Usiil al-Figh

Setelah ilmu usul al-figh dibukukan pada akhir abad 1II
H. atau awal abad III H., dan dalam perkembangan
berikutnya ternyata di kalangan para ulama terjadi
perbedaan pandang, pola pikir, dan metodologi istinbat al-
ahkam yang digunakan, sehingga pada akhirnya muncullah
aliran-aliran dalam wusul al-figh. Dalam sejarah pemikiran
hukum Islam, tepatnya pada abad V dan VI H,'% muncul
(nasy’ah) tiga aliran pemikiran wusil al-figh, yaitu al-
mutakallimin ~ (Syafi'iyyah), al-Hanafiyyah (fugaha’), dan
gabungan keduanya (tajma’ bain at-tarigatain).’>* Berikut ini
akan dijelaskan satu persatu sebagaimana paparan di bawah
ini:

151]bid., h. 195.

152]bid., h. 462 dan 477.

153Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam (Mesir: Matba’ah an-
Nahdah, 1967), Juz ke 4, h. 5.

154mam Syihab ad-Din Aba al-"Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi,
Syarh Tangih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usil (Bairut: Dar al-Fikr,
1424 H/2004 M), h. 5. Muhammad al-Khudari Bik, Usil al-Figh (Bairut:
Dar al-Fikr, 1409 H/1988 M), h. 6 dan 9. Muhammad MustafaSalabi, Usil
al-Figh al-Islami (Bairut: Dar al-Jam’iyyah, 1983), h. 15. Zaki ad-Din
Syaban, Usdl al-Figh, h. 22-23. Wahbah az-Zubhaili, Usul al-Figh wa Madaris,
h. 21, 23 dan 26. .
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Aliran Mutakallimin

Aliran al-mutakallimin ini dinamakan juga dengan
tarigah asy-Syafi'iyyah, karena Imam asy-Syafi'i-lah yang
menetapkan dasar-dasar tasyri’ yang terlepas dari
pengaruh furt’. Dengan kata lain, mereka dalam
mengkonstruksi  kaidah-kaidah  wusuliyyah  tidak
terpengaruh dengan hukum-hukum furi’ yang telah
ada sebelumnya dari para imam mazhab yang berbeda-
beda satu sama lain. Pembahasan mereka hanya semata-
mata diorientasikan pada kepentingan ilmiah dan
elaborasi ilmu usul al-figh yang telah disusun secara
sistematis-metodologis oleh Imam asy-Syafi'i. Dengan
ilmu ini, mereka dapat mengukur kebenaran hukum-
hukum furi’ tersebut. Demikian juga dikenal dengan al-
mutakallimin, karena metodologi ini ditulis oleh para
ulama kalam (teologis) dan mengikuti metode ilmu
kalam. Aliran ini dalam mengkonstruksi kaidah-kaidah
usul tidak terikat dengan mazhab, karena dalam
prosesnya didasarkan pada dalil-dalil hukum yang
kuat, tanpa menghiraukan apakah kaidah-kaidah itu
menguatkan atau justru melemahkannya. Dari pola
pemikiran ini menunjukkan bahwa pembahasan
metodologis mereka mengindikasikan lebih bersifat
teoritis-normatif, dengan pola berpikir deduktif. Di
antara ulama kalam yang dikenal adalah Abt al-Husain
al-Basri al-Mu'tazili (w. 436 H), al-Qadi “Abd al-Jabbar
al-Mu'tazili (w. 415 H), Imam al-Haramain Aba al-
Ma’ali “Abd al-Malik bin “Abd Allah al-Juwaini (w. 474
H), Aba Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali
(w. 505 H). Bahkan lebih jauh, aliran ini tidak saja
terbatas pada Syafi'iyyah, tetapi juga disebut dengan
Jumhar al-Usaliyyin, karena para pengikut dan
pengelaborasinya adalah para ulama usal dari mazhab
Maliki dan Hanbali, Syi'ah Imamiyyah, Syi'ah



Zaidiyyah, Mu'tazilah dan Asy’ariyyah.’® Mazhab-
mazhab usal ini dalam masalah-masalah tertentu
sebenarnya terjadi perbedaan pendapat, tetapi dalam
banyak hal mereka terdapat kesamaan pandang,
sehingga dalam pemikiran ilmu wusul al-figh sering
disebut dengan tariqah Jumhir al-usiliyyin.
Aliran Hanafiyyah

Aliran ini disebut juga dengan tarigah al-fuqaha’,
karena mereka dalam mengkonstruksi kaidah-kaidah
usuliyyah bertolak dari hukum-hukum furu’ yang
diterima dari para imam mazhab mereka. Dalam
peraktiknya, apabila dalam merumuskan kaidah-kaidah
usuliyyah itu terjadi kontradiksi dengan hukum-hukum
furu’, maka kaidah-kaidah tersebut harus diubah dan
disesuaikan sedemikian rupa dengan hukum-hukum
furu’, dan memang sering ditemukan dalam kitab-kitab
usul al-figh aliran Hanafiyyah ini antara keduanya yang
saling bertentangan. Misalnya, ada sebuah kaidah usul:

Artinya: “Sesungguhnya lafaz musytarak itu  tidak
mencakup semua artinya dalam satu keadaan” 156

Bertolak dari kaidah ini ditemukan di kalangan
ulama wusul Hanafi, bahwa ternyata sebagian hukum-
hukum furu” dalam aplikasinya tidak sesuai dengan
kaidah di atas. Contoh, ada seseorang berkata kepada
orang lain: “Demi Allah saya tidak akan berbicara
dengan hambasahaya (mauli)-mu”. Sedangkan orang
yang diajak bicara itu mempunyai dua orang
hambasahaya, yang satu pendek (asfal) dan yang satu
lainnya tinggi (a'la). Kemudian orang yang bersumpah

155 Abd al-Wahhab Ibrahim Aba Sulaiman, al-Fikr al-Usili Dirdsah

Tahliliyyah wa Nagdiyyah (Makkah: Dar asy-Syuriq, 1984), h. 446.

156Zakaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 10.
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tersebut berbicara dengan salahsatu di antara dua
hambasahaya tersebut, Menurut mereka, orang tersebut
melanggar sumpahnya. Hukum melanggar sumpah itu
mungkin disebabkan karena orang yang bersumpah
berbicara dengan hambasahaya yang pendek yang
sudah dimerdekakan, atau karena berbicara dengan
hambasahaya yang tinggi, yang juga sudah
dimerdekakan oleh pemiliknya. Hal ini bisa
dimungkinkan demikian, karena lafaz mauld yang
musytarak itu, kedua artinya dipergunakan bersama-
sama dalam contoh di atas. Padahal yang demikian ini
kontradiksi dengan kaidah wusul di atas, yaitu bahwa
“sesunggunya lafaz musytarak itu tidak mencakup
semua artinya dalam satu keadaan”. Hal ini berarti
bahwa semua lafaz musytarak tidak bisa digunakan
bersama-sama dalam satu keadaa. Akan tetapi, ulama
usul Hanafi kemudian tidak segan-segan merubah
kaidah tersebut dengan suatu pengecualian (al-istisna’),
yaitu ketika jatuh sesudah peniadaan (an-nafyu). Mereka
menegaskan:

s o0l 0 @
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Artinya: “Sesungquhnya lafaz musytarak itu tidak meliputi
semua artinya, kecuali ia jatuh sesudah nafi” 157

Kaidah ini tentunya mengingatkan hukum furu’
tersebut, dan furu’-furu’ yang lain yang terkadang
terdapat lafaz musyratak yang jatuh sesudah adat-adat
(huruf) nafi (adawat an-nafyi).

Dari cara-cara yang dilakukan oleh aliran
Hanafiyyah tersebut di atas menunjukkan bahwa
mereka dalam mengkonstruksi dan mengaplikasikan
kaidah-kaidah wusuliyyah terhadap berbagai kasus
hukum adalah sangat memperhatikan hukum-hukum

157]bid., h. 11.



furu” yang telah ada dari para imam mazhab mereka.
Cara demikian ini menggambarkan pola berpikir
induktif (kasuistik). Perhatian para ulama usal aliran
Hanafi yang cukup besar terhadap hukum-hukum furu’
ini pada akhirnya sangat berimplikasi pada teknik
perumusan kaidah-kaidah wusil, sistematika penulisan
literatur-literatur usul baik dari segi formulasi kaidah
(at-ta’sis), metodologi (al-manhaj), dan segi pemikiran
(at-tafkir).158
3. Aliran Gabungan

Setelah kedua aliran metodologis (Mutakallimin dan
Hanafiyyah) berkembang dengan pesat, maka muncul
(lahir) aliran ketiga yang menggabungkan kedua aliran
tersebut di atas (fajma’ bain at-tarigatain). Aliran
konvergensi ini berupaya dalam mengkonstruksi
kaidah-kaidah wusil secara integratif, di satu sisi
bercorak pola pikir deduktif (Syafiiyyah-mutakallimin-
Jumbhiir al-usuliyyin), dan di sisi lain bercorak berpikir
induktif (Hanafiyyah-fuqaha’), sehingga kaidah-kaidah
usuliyyah dapat menguatkan hukum-hukum furu’ yang
telah ada, dan sekaligus mampu menjawab berbagai
kasus hukum baru yang mengemuka.

F. Karya-Karya Ilmu Usiil al-Figh

Dari aliran-aliran metodologi pemikiran usul tersebut di
atas, mereka masing-masing mempunyai karya usil yang
menjadi pegangan dalam melakukan ijtihad untuk
mengistinbatkan hukum sesuai konteksnya. Karya-karya
ilmu usil al-figh dimaksud, sebagai berikut:
1. Karya-karya yang Disusun Berdasarkan Tarigah

Syafi'iyyah, antara lain:

a. Kitab (buku) ar-Risalah, disusun oleh Muhammad
bin Idris asy-Syafii (150-204 H). Ar-Risalah ini
merupakan buku pertama ilmu usal al-figh di dunia
Islam, dan diakui oleh para orientalis dan para

158Asafri Jaya Bakri, Konsep Magasid Syari’ah Menurut asy-Syatibi
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1424 H/1996 M), Cet. ke 1, h. 50-52..
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sarjana Barat, di antaranya Weal B. Hallaq, Noel J.
Coulson, dan lain-lain. Bahkan mereka sebut bahwa
asy-Syafi'i adalah “Was al-Syafi’i the Master Architect
of Islamic Jurisprudence” atau Bapak Yurisprodensi
Hukum Islam. Buku ar-Risalah yang dikomentari
oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir (pakar usiil
al-figh berkebangsaan Mesir) yang hidup pada abad
ke 14 H/20 M., banyak dicerak oleh percetakan
Mustafa al-Babi al-Halabi di Mesir, tahun 1358
H/1929 M. Demikian menurut Jumhur al-Usuliyyin,
dan ulama sunni pada umumnya, tetapi menurut
para ulama Syi’ah menegaskan bahwa orang yang
pertama kali menyusun ilmu usul al-figh adalah
Muhammad al-Bagqir, bukan asy-Syafi'i.

Kitab al-’Amdu, disusun oleh al-Qadi ‘Abd al-Jabbar
al-Mu'tazili (w. 415 H).

Kitab al-Mu’tamad fi Usul al-Figh, disusun oleh Abu
al-Husain Muhammad bin ‘Ali bin at-Tayyib al-
Basri al-Mu'tazili (w. 437 H). Buku ini terdiri dari
dua jilid, dan termasuk buku standar usul al-figh di
kalangan Jumhar al-Usuliyyin  al-Mutakallimin
(Syafi'iyyah).

Kitab al-Burhan fi Usil al-Figh, di susun oleh Imam
al-Haramain Aba al-Ma’ali “Abd al-Malik bin “Abd
Allah al-Juwaini (w. 474 H).

Kitab al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, disusun oleh Abu
Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali (w.
505 H). Selain buku ini, al-Gazali juga menyususn
kitab al-Mankhul min Ta'ligat al-Usul, dan Syifa’ al-
Galil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-
Ta’lil.

Kitab al-Mahsul fi ‘Ilm Usul al-Figh, disusun oleh
Fakhr ad-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain
ar-Razi (w. 606 H), seorang pakar ilmu kalam, ilmu
tafsir, dan ilmu wusiul al-figh dari mazhab Syafi'i.
Kitab ini merupakan ringkasan dari empat kitab
tersebut di atas, yaitu kitab al-’Amdu oleh “Abd al-



Jabbar, al-Mu'tamad oleh Abu al-Husain al-Basri, al-
Burhan oleh al-Juwaini, dan al-Mustasfa oleh al-
Gazali. Kitab ini aslinya terdiri dari dua jilid, tetapi
dalam pengkajian berikutnya di kalangan ilmuwan
usul al-figh dikembangkan menjadi beberapa jilid,
seperti pengkajian dan komentar yang dilakukan
oleh Taha Jabir Fayyad al-‘Alwani, seorang Guru
Besar Usul al-Figh Universitas Islam Ibn Su'ad di
Riyad. Cetakan pertama  diterbitkan oleh
Universitas tersebut pada tahun 1979.

Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, disusun oleh al-
Imam Saif ad-Din Abi al-Hasan al-Amidi (w. 631 H).
Kalau kitab al-Mahsul ar-Razi sebagai ringkasan
dari empat kitab, maka al-Ihkam ini merupakan
ringkasan dari tiga kitab, yaitu al-Mu'tamad, al-
Burhan, dan al-Mustasfa.

Kitab Minhaj al-Wusul Ila ‘Ilm al-Usul, disusun oleh
al-Qdi al-Baidawi (w. 685 H). Kitab ini telah
dikomentari oleh Syekh al-Islam Ali bin ‘Abd al-
Kafi as-Sabki (w. 756 H), dan anaknya Taj ad-Din
‘Abd al-Wahhab bin Ali as-Sabki (w. 771 H) dengan
judul al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj ‘ala Minhaj al-Wusul
ila “Ilm al-Usul li al-Qadi al-Baidawi, disusun menjadi
tiga jilid.

Kitab Syarh Tangih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-
Usul, disusun oleh al-Imam Syihab ad-Din Aba al-
‘Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi (w. 684 H). Kitab
ini al-Qarafi susun berdasarkan dari catatan-catatan
(at-ta’ligat), komentar-komentar (asy-syurith), dan
ringkasan-ringkasan (al-ikhtisarat) terhadap literatur
ust al-figh sebelumnya, seperti kitab al-Hasil yang
tulis oleh al-Imam Taj ad-Din al-Armawi (w. 656 H),
kitab at-Tahsil yang dususun oleh al-Imam Siraaj
ad-Din al-Amawi (w. 672 H).

Kitab al-"Uddah fi Usul al-Figh, disusun oleh Abu
Ya’'la al-Farrd’ al-Hanbali (w. 458 H). Kitab ini
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termasuk buku wusul al-figh standar di kalangan
mazhab Hanbali.

Kitab Raudah an-Nazir wa Junnah al-Manazir fi Usil
al-Figh ‘ald Mazahib al-Imam Ahmad bin Hanbal,
disusun oleh al-Imam Muwaffiq ad-Din ‘Abd Allah
bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali (w.
620 H). Kitab ini telah dicetak berulangkali oleh
percetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah di Bairut, dan
terakhir  diterbitkan oleh Universitas Islam
Muhammad Ibn Sa’ad di Riyad, dan cetakan
keempat pada tahun 1408 H/1987 M., yang
dikomentari oleh “Abd al-"Aziz “‘Abd ar-Rahman as-
Sa’id. Bahkan as-Sa’id sendiri telah mengadakan
kajian ilmiah dan dibukukan, serta diterbitkan
dengan judul Ibn Qudamah wa Asaruh al-Usuliyyah.
Kitab ini terdiri dari dua jilid/bagian (al-gism al-
awwal wa as-sant).

Kitab A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin,
disusun oleh Syams ad-Din Abi ‘Abd Allah
Muhammad bin Abi Bakr yang dikenal dengan Ibn
Qayyim aj-Jauziyyah al-Hanbali (w. 751 H). Kitab
ini mendeskripsikan pembahasan mengenai usil al-
figh mazhab Hanbali dengan panjang lebar, dan
telah berulangkali dicetak, di antaranya edisi syarh
Taha ‘Abd Rauf, diterbitkan oleh Dar al-Jael, tahun
1973, dan terakhir dari kemasan beberapa jilid
dijadikan satu jilid buku yang ditata ulang oleh
Muhammad Ali Baidawi, diterbitkan oleh Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, di Bairut.

2. Karya-karya yang Disusun Berdasarkan Tarigah
Hanafiyyah, antara lain:

a.

Kitab Taqwim al-Adillah fi al-Usul, disusun oleh
Imam Abut Zaid ‘Abd Allah ad-Dabasi al-Ja’fi al-
Hanafi (w. 430 H). Kitab ini merupakan usil al-figh
standar dalam mazhab Hanafi, yang pertama kali
dicetak oleh percetakan al-Amiriyyah, Kairo-Mesir.
Karya lain yang dikenal dari ad-Dabtsi adalah



Ta’sis an-Nazar. Tetapi kitab-kitab ini untuk di
perpustakaan-perpustakaan di Indonesia sulit
ditemukan dan termasuk literatur langka.

b. Kitab Usil al-Jassias, disusun oleh Imam Abi Bakr
Ahmad bin Ali al-Jassas ar-Razi (w. 370 H).

c. Kitab Kanz al-Wusul ila Ma’rifah al-Usul, disusun
oleh Fakhr al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi
al-Hanafi (w. 483 H). Kitab ini lebih dikenal dengan
sebutan Usul al-Bazdawi, dan telah banyak
dikomentari oleh para pakar usul al-figh, di
antaranya oleh al-Imam ‘Ala” ad-Din ‘Abd al-'Aziz
bin Ahmad al-Bukhari (w. 730 H) dengan judul
Kasyf al-Asrar ‘an Usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi.
Kitab ini terakhir diterbitkan oleh penerbit asy-
Syirkah as-Suhufiyyah al-Usmaniyyah, Kairo,
terdiri dari dua jilid dengan tanpa menyebutkan
tahun penerbitan. Dan pengomentar terakhir dalam
bentuk mukhtasar terhadap Usil al-Bazdawi ini
disusun oleh “Abd Allah bin Ahmad yang dikenal
dengan sebutan Hafiz ad-Din an-Nasafi (w. 790 H)
dengan karyanya al-Manar.1>°

d. Kitab Usiul as-Sarakhsi, disusun oleh al-Imam Abi
Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-
Sarakhsi al-Hanbali (w. 490 H). Kitab standar usal
al-figh yang menjadi rujukan dan dikenal di
kalangan mazhab Hanbali ini pada tahun 1372 H.
diterbitkan oleh penerbit Dar al-Kitab al-'Arabi
yang di-tahqiq oleh Abu al-Wafaal-Afgani, yang saat
itu kapasitasnya sebagai ra’is al-lajnah al-‘ilmiyyah li
ithya’ al-ma’arif an-nu 'maniyyah.

Karya-karya yang Disusun Berdasarkan Tarigah

Gabungan
Setelah dua tariqah itu diikuti dan dikembangkan

oleh para pengikutnya masing-masing, maka para

ulama usul al-figh dari dua aliran tersebut berusaha

1Muhammad al-Khudari Bik, Tarikh at-Tasyri’, h. 165.
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menggabungkan kedua tarigah, yang pada akhirnya

disebut sebagai aliran ketiga. Di antara karya-karya

yang disusun dengan tajma’ bain at-tarigatain ini, adalah:

a. Kitab Badi’ an-Nizam, disusun oleh Muzaffar ad-Din
Muhammad ibn Ali as-Sa’adi al-Bagdadi (w. 694 H).
Kitab ini metodologi penyusunannya merupakan
gabungan dari dua kitab, yaitu Usil al-Bazdawi yang
ditulis oleh Fakhr al-Islam al-Bazdawi al-Hanafi dan
al-Ihkam fi Usil al-Ahkam yang ditulis oleh al-Amidi
asy-Syafi'i.

b. Kitab Tangih al-Usil, disusun oleh Sadr asy-Syari’ah
‘Ubaid Allah ibn Mas’ad al-Bukhari (w. 747 H).
Kitaab ini metodologi penyusunannya merupakan
gabungan ringkasan dari tiga kitab, yaitu al-Mahsul
fi ‘Ilm Usul al-Figh karya Fakhr ad-Din ar-Razi dari
aliran Mutakallimin, Usil al-Bazdawi karya Fakr al-
Islam al-Bazdawi dari aliran Fugaha’, dan Mukhtasar
al-Muntaha al-Usul karya Ibn al-Hajib (w. 646 H)
dari aliran Mutakallimin.

c. Kitab Jam’ al-Jawami’, disusun oleh Taj ad-Din “‘Abd
al-Wahhab ibn as-Sabki asy-Syafi'i (w. 771 H). Kitab
ini terdiri dari dua jilid/dua juz, sangat populer di
dunia Islam, karena dalam rentang waktu beberapa
abad, adalah satu-satunya kitab usal al-figh yang
dipelajari di Universitas al-Azhar. Padahal masih
banyak kitab usil al-figh yang lain yang dipandang
lebih baik sistematika penulisannya dan terkenal,
seperti al-Ihkam fi Usul al-Ahkam yang ditulis oleh al-
Amidi asy-Syafi'i (w. 631 H), at-Tahrir fi Usil al-Figh
yang ditulis oleh Kamal ad-Din Muhammad ‘Abd
al-Wahid ibn al-Humam (w. 861 H), Musallam as-
Subut yang ditulis oleh Muhibb Allah ibn “Abd asy-
Syakar (w. 1119 H), dan kitab-kitab yang lainnya.160

160Fahmi Muhammad ‘Ulwan, al-Qiyam ad-Dariiriyyah wa Magqasid at-
Tasyri’ al-Islimiyyah (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyyah al-Ammah, 1989), h.
16.
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Kitab Jam” al-Jawami” ini telah berulangkali dicetak
oleh percetakan Dar al-Fikr, di Bairut. Bahkan
percetakan Dar lhya’ al-Kutub al-“Arabiyyah al-
Indonesia pun ikut memperbanyaknya, dengan
tidak menyebutkan tahun penerbitannya. Substansi
materi kitab ini menurut al-Khudari Bik merupakan
gabungan dari pemikiran-pemikiran usul al-figh
para pakar.161

d. Kitab at-Tahrir fi Usul al-Figh, disusun oleh Kamal
ad-Din Muhammad “Abd al-Wahid ibn al-Humam
al-Hanafi (w. 861 H). Kitab ini dikenal di kalangan
pakar usal aliran Hanafi, dan banyak dikomentari
oleh para pengikutnya, seperi an-Najjar menyusun
sebuah karya dengan judul Syarh al-Kawdkib al-
Munir sebagai Mukhtasar at-Tahrir.

e. Kitab Musallam as-Subiit, disusun oleh Muhibb Allah
ibn ‘Abd asy-Syakar (w. 1119 H). Kitab ini
kemudian  dikomentari oleh ‘Abd  al-'Ali
Muhammad Ibn Nizam ad-Din al-Ansari dengan
judul Fawatih ar-Rahmah.

f. Kitab al-Muwafagat fi Usil asy-Syari’ah, disusun oleh
Abu Ishaq Ibrahim bin Miasa al-Lakhmi al-Garnati,
yang dikenal dengan asy-Syatibi al-Maliki (w. 790
H), yang dikomentari oleh ‘Abd Allah Darraz.
Sedangkan perubahan judul dengan al-Muwafaqat fi
Usiul al-Ahkam, dikomentari oleh Muhammad
Hasnain Makhluaf. Kitab ini terdiri dari dua jilid dan
empat juz, telah berungkali diterbitkan oleh
percetakan Dar al-Ma'rifah, di Bairut, dan Dar al-
Fikr, di Bairut pula. Kitdb ini substansi
pembahasannya lebih banyak mendeskripsikan
penetapan hukum melalui pendekatan maslahah
berbasis magqasid asy-syari’ah. Meskipun metodologi
penulisannya menurut aliran mutakallimin, tetapi
dalam pembahasannya sudah banyak melibatkan

161Muhammad al-Khudari Bik, Tarikh at-Tasyri’, h. 9-10.
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pemikiran-pemikiran wusul al-figh dari berbagai
aliran usul, sehingga cukup komprehensif dalam
membahas setiap persoalan usil. Karena itu, kitab
ini di kalangan para pemikir hukum Islam
kontemporer bisa dilihat dan didekati dari segi
filsafat hukum Islam, segi tasawwuf, segi pemikiran
kalam, dan lain-lain.

G. Karya-Karya Ilmu Usiil al-Figh Era Modern
Setelah spesifikasi ilmu usul al-figh dikodifikasikan pada

abad II H/VIII M. oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi’i
(150-204 H/767-812 M) yang dikenal dengan ar-Risalah,
kemudian terus dikembangkan oleh para imam mujtahid
dari berbagai mazhab hukum Islam dengan beragam
versinya (seperti dalam bentuk mukhtasar, at-ta’ligat, asy-
syarh) hingga abad VIII H/XIV M era asy-Syatibi (w. 790 H).
Para era ini dinamika ilmu dan wusul al-figh secara umum di
dunia Islam mengalami redup hingga beberapa abad, maka
baru mulai cemerlang kembali pada abad XIII H/XIX M,
yang disebut dengan era modern. Pada era modern ini
muncul kitab-kitab wusul al-figh yang pada substansi
materinya dikonstruksi dari teori-teori usil al-figh klasik,
meskipun dalam pemaparannya dikembangkan dengan
berbagai perspektif dan pendekatan sesuai dengan era
globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
modern sekarang ini. Karya-karya itu terlihat, antara lain:

1. Kitab Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usil,
disusun oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin
‘Abd Allah asy-Syaukani as-San’ani (1173-1250 H/1759-
1834 M), seorang ulama usal al-figh terkemuka pada
abad XIII H/XIX M. Kitab ini dicetak berulangkali oleh
percetakan Mustafa al-Babi al-Halabi, dan Idarah at-
Tiba’ah al-Muniriyyah. Kedua percetakan ini berada di
Mesir. Di Indonesia, dicetak oleh percetakan Taba’ “ala
Nafaqgah Salim bin Sa’ad bin Nubhan wa Hilyah Ahmad
di Surabaya.



Kitab ‘llm Usul al-Figh, disusun oleh ‘Abd al-Wahhab
Khallaf (1888-1956 M), seorang Guru Besar Hukum
(Syari’ah) Islam pada Universitas al-Azhar. Kitab ini
dicetak berulangkali oleh percetakan Dar al-Qalam, atau
ad-Dar al-Kuwaitiyyah, di Kuwait. Dan cetakan kelima
belas diterbitkan oleh Dar al-Qalam pada tahun 1402
H/1983 M. Sejak dibukukan hingga sekarang ini kitab
tersebut telah beredar di dunia Islam, terutama di
lingkungan kampus dan perpustakaan yang berbasis
keislaman. Bahkan telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia.

Kitab Usul al-Figh, disusun oleh al-Imam Muhammad
Abt Zahrah, seorang Guru Besar Hukum Islam pada
Universitas al-Azhar, yang hidup pada awal abad XIV
H/XX M. Kitab ini telah berungkali dicetak oleh
penerbit Dar al-Fikr al-’Arabi Mesir, telah beredar di
Indonesia, dan sudah banyak diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia, seperti halnya karya ‘Abd al-Wahhab
Khallaf.

Kitab Usul at-Tasyri” al-Islami, disusun oleh Ali Hasab
Allah, seorang Guru Besar Hukum Islam pada
Universitas al-Qahirah, al-Hurtam, dan al-Kuwait.
Kitab ini cetakan ketujuh-nya diterbitkan oleh penerbit
Dar al-Fikr al-"Arabi Mesir pada tahun 1417 H/1997 M.
Dawabit al-Maslahah fi al-Figh al-Islami, disusun oleh
Muhammad Sa’id Ramadan, seorang Guru Besar Usiil
al-Figh pada Universitas Damaskus Syiria. Kitab ini
berasal dari karya disertasinya sendiri ketika kuliah di
Universitas  al-Azhar, kemudian  direkonstruksi
sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diterbitkan
dalam bentuk kitdb (buku), yang cetakan keduanya
diterbitkan oleh penerbit Mu’assasah ar-Risalah Bairut
pada tahun 1397 H/1977 M.

Kitab Nazariyyah al-Maslahah fi al-Figh al-Islami, disusun
oleh Husen Hamid Hasan, seorang Guru Besar pada
Universitas Umm al-Qura’, Makkah. Kitab ini berasal
dari karya disertasinya sendiri ketika kuliah di
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Universitas al-Azhar Mesir. Didesain dan dicetak
menjadi sebuah kitab (buku), pertamakali diperbanyak
diterbitkan oleh penerbit Dar an-Nahdah al-*Arabiyyah
Makkah al-Mukarramah, tahun 1971.

Kitab Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf
al-Fugaha’, disusun oleh Mustafa Sa’id al-Khin, seorang
Guru Besar pada Fakultas Syari’ah Universitas
Damaskus Syiria. Kitab ini merupakan buku
perbandingan teori usal al-figh dan implikasinya
terhadap hukum Islam (al-figh). Pertama kali dicetak
dan diperbanyak oleh penerbit Mu’assasah ar-Risalah
Bairut, pada tahun 1392 H/1972 M.

Kitab Usul al-Figh al-Islami, disusun oleh Wahbah az-
Zyhaili, seorang Guru Besar Fikih (al-figh) dan Usal al-
Figh pada Universitas Damaskus Syiria. Kitab ini terdiri
dari dua jilid (dua juz), dan pertama kali diterbitkan
oleh penerbit Dar al-Fikr al-Mu’asir Bairut, tahun 1406
H/1986 M.

Kitab al-Fikr al-Usili Dirasah Tahliliyyah wa Nagdiyyah,
disusun oleh ‘Abd al-Wahhab Ibrahim Abt Sulaiman,
seorang dosen Fakultas Syari'ah dan Dirasah al-
Islamiyyah pada Universitas Umm al-Qura’ Makkah.
Kitab ini substansi pembahasannya mendeskripsikan
tentang sejarah timbul dan perkembangan ilmu usal al-
figh hingga abad VII H/XIII M. Kitab ini pertama kali
diperbanyak oleh penerbit Dar asy-Syurtq Jeddah-
Saudi Arabia, pada tahun 1403 H/1983 M.



BAB III

HUKUM ISLAM DAN
PROBLEMATIKANYA

A. Definisi Hukum

Secara etimologi (lugatan), hukum (al-hukm) merupakan
bentuk gerund (masdar) yang berasal dari akar kata hakama-
yahkumu-hukman, yang bermakna mencegah (al-man’u),
keputusan (al-gada’), menetapkan atau meniadakan (isbat aw
nafyuhu). Hukum dalam arti mencegah, seperti, kamu
mencegah melakukan sesuatu yang kontradiksi dengan itu
(hakamta ‘alaih bikaza iza mana’tahu min khilafih). Hukum
dalam arti keputusan, seperti, kamu telah memutuskan
kasus hukum itu dengan mereka (hakamta bain an-nas).
Hukum dalam arti menetapkan atau meniadakan, seperti,
menetapkan tanggal satu ramadan yang menunjukkan
dimulainya berpuasa ramadan bagi umat Islam. Atau
meniadakan dalam arti tidak mengerjakan puasa ramadan
apabila telah terlihat tanggal satu syawal pada setiap bulam
itu.162 Hal ini dasar hukumnya mengacu pada sebuah hadis

162] ;jhat, al-Imam Y0Osuf bin Hasan bin Ahmad bin ‘Abd al-Hadi al-
Hanbali ad-Damasyqi (selanjutnya ditulis al-Hadi), Syarh Gayah as-Sol ila
‘Ilm al-Usdl, Editor Ahmad bin Turqi al-'Izzi (Bairut: Dar al-Basyair al-
Islamiyyah, 1421 H/2000 M), Cet. ke 1, h. 152.Totok Jumantoro, Samsul

105



106

Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar,
beliau bersabda:

50 |y ladly 23 ) 150500
Artinya: “Berpuasalah kamu jika telah melihat tanggal, dan
berbukalah (berhari raya) jika kamu telah melihat

tanggal (satu syawal)” 163

Secara terminologi (istilahan), hukum didefinisikan oleh
para ulama usOl al-figh (usOliyyin) abad tengah, secara
redaksional terdapat perbedaan term, tetapi secara
substansial maksudnya adalah sama. Di antaranya at-
Taftazani (w. 792 H) mendefinisikan hukum (syara’)
dengan:
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Artinya: “Doktrin  Allah  Ta’ald  yang berkaitan dengan
perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, atau
pilihan” 164

Terminologi hukum (syara’) di kalangan ulama usdl al-
figh kontemporer secara redaksional telah merekonstruksi

Munir Amin, Kamus IImu Ushul Fikih (T.Tp.: Penerbit Amzah, 2005), Cet.
ke 1, h. 86.

18lmam Muslim bin al-Hajjaj Ab0 al-Husain al-Qusyairi an-
Naisab0ri (selanjutnya ditulis Imam Muslim), Sahih Muslim (Bandung-
Indonesia: Syirkah al-Ma’arif li at-Tiba’ah wa an-Nasyr, t.t.), Juz ke 1, h.
436.

164Al-Imam Sa’ad ad-Din Mas’0d bin Umar at-Taftazani asy-Syafi'i
(selanjutnya ditulis at-Taftazani), Syarh at-Talwih ‘ald at-Taudih li Matn at-
Tangih fi Us0l al-Figh (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyabh, t.t.), Cet. ke 1, Juz
ke 1, h. 22. “Ali bin “Abd al-Kafi as-Subki, al-Ibhdj fi Syarh al-Minhdj ‘ala
Manhaj al-Wusdl ila ‘Ilm al-Usdl Ii al-Qadi al-Baidawi (Bairut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1404 H/1984 M), Cet. ke 1, Juz ke 1, h. 43. Al-Hadi, Syarh
Gayah as-S0l ila ‘Ilm al-Usdl, h. 152.



dan  mengganti  kalimat  khitab  Allah Ta’ala
dengan ¢, &> dan menambahkan kata 3231, yakni:
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Artinya: “Doktrin asy-Syari’ yang berkaitan dengan perbuatan
orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau
menjadikan  sesuatu sebagai sebab, syarat, dan
penghalang” 165

Terminologi hukum di atas dapat dijelaskan bahwa
yang dimaksudkan dengan kalimat
(doktrin Allah Ta’ald) yaitu semua tuntutan Allah berupa
wahyu yang mewujud dalam bentuk al-Qur’an. Eksistensi
al-Qur'an kedudukannya sebagai sumber dari segala
sumber hukum (masdar min al-masadir al-ahkam), termasuk
semua yang berasal dari Rasulullah Saw. (sunnah) pada
hakikatnya adalah wahyu Allah yang disampaikan
kepadanya, karena Allah sendiri berfirman dalam Q.S. an-
Najm (53): 3-4:
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Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur’an)
menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu
tiada lain  hanyalah wahyu yang disampaikan
(kepadanya)”.

Mayoritas ulama wus0l dalam konteks ini, mereka
memahami dan sepakat bahwa sumber hukum selain al-
Qur’an dan sunnah adalah ijma’ dan giyas, karena al-Qur’an
yang diturunkan Allah mengandung dan mengisyaratkan

165Abd Allah bin YOsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Us0l al-Figh (Bairut:
Mu'’assasah ar-Rayyan, 1418 H/1997 M), Cet. ke 1, h. 17. Muhammad Ab0
Zahrah, Us0l al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1397 H/1958 M), h. 26.
‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Us0l al-Figh (Mesir: ad-Dar al-Kuwaitiyyah,
1388 H/1968 M), Cet. ke 8, h. 100.

107



108

kepada umat Islam agar berpedoman kepada al-Qur’an,
sunnah, ijma’ dan giyas (Q.S. an-Nisa" (4): 59). Pemahaman
demikian ini secara historis terjadi setelah teori hukum
tersusun di era Imam Syafi'i (150-204 H), bahwa sumber dan
dalil hukum diurutkan menjadi al-Qur’an, sunnah, ijma’,
dan giyas.1®¢ Penetapan sumber dan dalil hukum tersebut
menjadi doktrin kemudian oleh jumh0r al-‘ulama” disepakati
dan wajib diikuti dalam meng-istinbat-kan hukum.16”
Pengurutan sumber dan dalil hukum seperti itu dikritik
oleh Fazlur Rahman (w. 1988), menurutnya, bahwa yang
betul-betul landasan atau sumber material adalah al-Qur’an
dan sunnah. Sedangkan ijma” merupakan dasar formal, dan
qiyas adalah sebagai aktifitas penyimpulan analogi yang
efisien.1®8 Pandangan dan kritik Fazlur Rahman tersebut ada
benarnya, terutama yang disebutkan terakhir bahwa giyas
sebagai aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.. Tetapi,
jika melacak pandangan para ulama usdl al-figh klasik jauh
sebelum Rahman mengkritiknya, al-Gazali (w. 505 H) telah
menegaskan di dalam karyanya al-Mustasfa bahwa giyas
hanyalah sebagai metode (manhaj), yaitu cara untuk
memunculkan, menyingkapkan, dan menghasilkan hukum
dari teks-teks al-Qur'an dan sunnah melalui penalaran
analogis (kaifiyah istismar al-ahkam min al-alfaz wa al-igtibas
min ma’q0l al-alfaz bi tariq al-qiyas).16°

Dalam terminologi hukum di atas, ulama usdl al-figh
kontemporer mengganti kalimat khitab Allah Ta’ala dengan
khitab asy-Syari’, dimaksudkan agar hukum itu dipahami
oleh umat Islam (para ulama) tidak saja apa yang telah

166Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (selanjutnya ditulis asy-Syafi'i),
ar-Risalah, editor Ahmad Muhammad Syakir (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), h.
39. Dalam al-Umm (Mesir: Maktabah al-Kulliyyah, 1961), Juz ke 5, h. 246.

1677Zaki ad-Din Sya’ban, Us0l al-Figh al-Islam i (Mesir: Matba’ah Dar
at-Ta'lif, 1965), h. 27.

168Fazlur Rahman, Islam, diterjemahkan oleh Senoadji Saleh (Jakarta:
PT Bina Aksara, 1987), h. 106.

19Ab0 Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali (selanjutnya
ditulis al-Gazali), al-Mustasfa min ‘Ilm al-Us0l ( Mesir: Syirkah at-Tiba’ah
al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1391 H/1971 M), h. 394.



diproduk Allah, tetapi juga apasaja yang telah disampaikan
oleh Rasulullah Saw. melalui sunnahnya, dan termasuk
konsensus para ulama.

Selanjutnya dalam definisi di atas disebutkan “berkaiatan
dengan  perbuatan orang mukallaf’. Sebagaimana telah
diketahui bahwa teks-teks al-Qur'an dan sunnah secara
garis besar mengandung masalah-masalah kepercayaan
(i'tigadiyyah), moralitas (khuluqiyyah), dan segala aktifitas
manusia (a'mal al-‘ibad), baik berkaitan dengan ibadah,
mu’amalah, dan yang lainnya.””® Akan tetapi, dengan
adanya batasan kalimat di atas, maka yang dinamakan
hukum menurut perspektif para ulama usdl al-figh terbatas
hanya pada teks-teks al-Qur’an dan sunnah yang berkaitan
dengan pengaturan perbuatan orang mukallaf saja. Dengan
kata lain, tidak termasuk aktifitas manusia yang berkaitan
dengan masalah ‘ubudiyyah, karena penetapan hukumnya
sepenuhnya menjadi hak prerogatif asy-Syari’. Misalnya,
mengapa salat subuh itu dua reka’at, salat zuhur empat
reka’at, dan setrusnya. Dan teks-teks al-Qur’an dan sunnah
(hadis) yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf ini
disebut dengan term ayat al-ahkam dan hadis al-ahkam.

Dalam batasan kalimat tersebut, para ulama usdl al-figh
juga menegaskan bahwa orang yang dibebani hukum, atau
orang yang dipandang cakap melakukan tindakan hukum
adalah orang mukallaf, yang berarti mukallaf sebagai subyek
hukum (mahkdm ‘alaih). Karena orang mukallaf itu
dipandang sanggup memahami hukum yang dihadapkan
kepadanya, dan berakal. 17! Dari pernyataan ini
menunjukkan bahwa orang yang tidak berakal berarti tidak
dibebani hukum, dan dipandang tidak cakap melakukan
tindakan hukum, seperti orang ila (al-jundn), orang setengah
gila (al-ma’tuh), lupa (an-nisyan), tidur (an-naum), pingsan

170Muhammad ‘Ali as-Sayis, Nasy’ah al-Figh al-ljtihadi wa Atwaruh
(Mesir: Majma’ Buhos al-Islamiyyah, 1389 H/1970 M), h. 8.

171 *Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Us0l al-Figh (, loc.cit. Totok
Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul Fikih, h. 224.
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(al-igma’), sakit (al-marad), wanita yang menstruasi dan nifas
(al-haid wa an-nifas), orang mati (al-maut), mabuk (as-sakr),
bermain-main dalam hal hukum (al-hazl), kurang akal (as-
safah), bepergian (as-safar), salah tidak sengaja (al-khata’), dan
orang yang dipaksa (al-ikrah). Dalam kaitan dengan sebutan
“perbuatan orang mukallaf’, secara qawaid al-usGliyyah al-
lugawiyyah stresingnya adalah untuk orang banyak, tetapi
yang dituju sesungguhnya terbatas kepada orang-orang
yang berakal lagi sudah dewasa (‘agil-balig), yang dalam
term usul al-figh disebut dengan itlag al-‘ilm wa iradah al-
khusGs.

Definisi hukum di atas menyebutkan berupa tuntutan
(al-igtida’), pilihan (at-takhyir), dan atau menjadikan sesuatu
yang ditetapkan menjadi sebab, syarat, dan halangan (al-
wada’). JumhOr al-usOliyyin mengemukakan bahwa yang
dimaksud dengan al-igtida’ yaitu tuntutan untuk
mengerjakan perbuatan yang diwajibkan (al-ijab) dan yang
dianjurkan (an-nadb), dan tuntutan untuk meninggalkan
perbuatan yang dilarang (at-tahrim) dan yang dimakruhkan
(al-karahah). Sedangkan at-takhyir yaitu hukum yang
mengandung pilihan dalam arti kebolehan untuk
mengerjakan dan tidak mengerjakan (al-ibahah).172 Adapun
yang dimaksud dengan al-wada’ yaitu ketentuan hukum
yang ditetapkan menjadi sebab (as-sabab), syarat (asy-syart),
dan penghalang (al-mani’). Bahkan di kalangan ulama usdl
Hanafi ditambahkan termasuk sah (as-sihhah), tidak sah (al-
butlan) atau rusak (al-fasad), dispensasi (ar-rukhsah), dan
tuntutan hukum yang bersifat umum (al-‘azimah).173 Untuk
melihat lebih jelas sebagaimana bagan di bawah ini:

172 At-Taftazani, Syarh at-Talwih ‘ald at-Taudih, op.cit., h. 24. Al-Kafi as-
Subki, al-Ibhdj fi Syarh al-Minhaj, op.cit., h. 44.

173Lihat, Ab0 Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-
Sarakhsi, Us0l as-Sarakhsi, Editor Ab0U al-Wafa’ al-Afgani (Mesir: Dar al-
Kitab al-Arabi, 1372 H), Juz ke 1, h. 379.



HUKUM DAN BEBAN HUKUM
(Al-Hukm wa at-Taklif)
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B. Kategorisasi Hukum

Bertolak dari mencermati terminologi hukum (syara’) di
atas, dapat dibedakan kategorisasi hukum menjadi dua
macam, yaitu hukum faklifi dan hukum wad’i. Dimaksudkan
dengan hukum taklifi, yaitu:
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Artinya: “Sesuatu yang mengandung tuntutan kepada mukallaf
untuk berbuat atau tidak berbuat, atau memilih untuk
berbuat dan tidak berbuat sesuatu” 174

Sedangkan yang dimaksudkan dengan hukum wad’,
yaitu:
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Artinya: “ketentuan hukum yang menjadikan sesuatu menjadi
sebab bagi sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi
yang lain, atau menjadi penghalang bagi sesuatu
itu” 175

Menurut jumh0r al-‘ulama’ hukum taklifi dibagi menjadi
lima macam, yaitu mewajibkan (al-ijab), menganjurkan (an-
nadb), mengharamkan (at-tahrim), membencikan (al-karahah),
dan memberikan pilihan (al-ibahah). Sedangkan hukum
wad’i dibagi menjadi tujuh macam, yaitu sesuatu yang
dijadikan dan ditetapkan menjadi sebab (as-sabab), syarat
(asy-syart), penghalang (al-mani’), sah (as-sihhah), rusak (al-
fasad), batal (al-butlan), dispensasi (ar-rukhsah), dan tuntutan
hukum vyang bersifat umum (al-‘azimah).17¢ Berikut ini
dikemukakan penjelasan masing-masing;:

1. Hukum Taklifi:

a. Mewajibkan (al-Ijab), yaitu tuntutan asy-Syari’
kepada mukallaf untuk berbuat yang mesti
dilakukan (talab al-fi'al in kana jaziman). Bentuk
hukum taklifi ini disebut dengan al-ijab. Sedangkan

174 Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 18.

175]bid., h. 82.

176YOsuf Hamid al-‘Alim, al-Magasid al-Ammah li asy-Syari’ah al-
Islamiyyah (Riyad: al-Ma'had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1415 H/1994
M), Cet. ke 2, h. 24-25. Bandingkan dengan “Abd al-Majid as-Sagir, al-Fikr
al-Us0Oli wa Isykaliyyah as-Sultah al-Ilmiyyah fi al-Islam Qira’ah fi Nasy'ah
‘Ilm al-Us0l wa Magasid asy-Syari’ah (Bairut: Dar al-Muntaklhab al-'Arabi,
1415 H/1994 M), h. 188-189. At-Taftazani, Syarh at-Talwih ‘ald at-Taudih, h.
25.



implikasinya terhadap suatu perbuatan mukallaf
disebut al-wujob, dan perbuatan yang dituntut
untuk dilakukan mukallaf disebut al-wadjib. Karena
tuntutan itu bersifat wajib, maka bagi mukallaf
yang mengerjakannya mendapat imbalan pujian
dan pahala, sedangkan yang meninggalkannya
akan mendapat celaan dan siksa. Sebagai contoh,
banyak ditemukan teks-teks al-Qur’an dan sunnah
yang menunjukkan wajib dengan menggunakan
sigat al-amr dalam bentuk fi'il al-amr, fi'il al-mudari’
yang dijazamkan dengan lam al-amr, dan bentuk-
bentuk yang lainnya, di antaranya Q.S. al-Bagarah
(2): 43, 110, al-An’am (6): 72:

RSUKENGATRE
Artinya: “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat”.

Q.S. an-Nisa” (4): 9:

15502 358 5l ol 8

Artinya: “Maka hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar”.

Hadis RasOlullah Saw. yang diriwayatkan oleh
Muttafaq “Alaih dari “Abd Allah bin Mas’0d, pernah
RasUlullah bersabda:
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Artinya: “Wahai golongan pemuda, barang siapa di
antara kamu telah mampu (secara mental dan
finansial), maka hendaklah ia nikah. Karena
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nikah itu dapat menjaga penglihatan dan
memelihara kemaluan; Tapi, barang siapa
yang belum mampu nikah, maka wajib ia
berpuasa, karena puasa itu menjadi obat
baginya” 177

Menganjurkan (an-nadb), yaitu tuntutan asy-Syari’
untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi
tuntutan itu tidak secara pasti (talab al-fi'al in kana
gairu jazim). Seseorang yang mengerjakan anjuran
itu konsekuensinya mendapat pujian dan pahala,
dan  sebaliknya,  seseorang  yang  tidak
mengerjakannya, maka tidak mendapat celaan dan
siksa. Suatu tuntutan yang dianjurkan untuk
dikerjakan itu disebut al-manzib, sedangkan
implikasi dari tuntutan yang dianjurkan itu disebut
an-nadb. Pemahaman ulama us0l al-figh demikian ini
terlihat adanya indikasi yang memalingkan dari
perintah wajib kepada tidak wajib. Seperti Q.S. al-
Bagarah (2): 282:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah  tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya”.

o w

Kalimat dalam teks ayat tersebut
pada dasarnya menunjukkan suatu kewajiban (al-
wujob), tetapi terdapat inidikasi yang memalingkan
kewajiban itu kepada anjuran (an-nadb), karena
lanjutan teks ayat tersebut terdapat pernyataan
Allah:

177 As-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 3, h. 109.



Artinya: “Maka, jika satu sama lain saling
mempercayai,  hendaklah ~ yang  dipercayai  itu
menjalankan amanatnya” .

Tuntutan asy-Syari’ (al-wujob) dalam ayat itu
berubah menjadi anjuran (an-nadb). Indikasi yang
membawa kepada perubahan itu adalah lanjutan
ayat dimaksud. Karena Allah menyatakan “jika satu
sama lain saling mempercayai”, maka penulisan nota
transaksi tidak secara tunai tersebut tidak begitu
penting, dan hanya dianjurkan (disunnahkan) saja.

Dalam kaitan ini, sunnah fi'liyyah Rasulullah
yang dianjurkan kepada umat Islam untuk
dilakukan, seperti salat rawatib, dan puasa tatawwu’.
Dalam kajian fikih (al-figh) apa yang disebut dengan
al-manzUb itu term-nya banyak, seperti as-sunnah,
an-ndfilah, al-mustahab, at-tatawwu’, dan al-fadilah.
Semua term itu secara substansial maksudnya
adalah sama, yaitu sesuatu yang dianjurkan, dan
secara lugawiyyah bersifat mutaradifat.
Mengharamkan (at-tahrim), yaitu tuntutan asy-Syari’
untuk meninggalkan perbuatan secara pasti (talab
at-tark in kana jaziman). Bentuk hukum taklifi ini
disebut dengan at-tahrim. Larangan keras ini, jika
tidak dilakukan (ditinggalkan), mukallaf akan
mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dikerjakan,
mukallaf akan mendapatkan siksa. Implikasi dari
tuntutan perbuatan ini disebut dengan al-hurmah,
dan tuntutan perbuatannya disebut dengan al-haram
atau al-mahz0r. Banyak teks-teks al-Qur'an dan
sunnah yang menunjukkan larangan (at-tahrim) ini
dengan menggunakan bentuk-bentuk larangan
(sigat an-nahyi). Misalnya dengan menggunakan
kata at-tahrim. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

5555 EJ NS
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Artinya: “Dan Allah menghalalkan  jualbeli dan
mengharamkan riba”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Wasilah bin al-Asqa” berkata, saya mendengar
Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “Seorang muslim terhadap muslim lainnya
diharamkan darahnya, kehormatannya, dan
hartanya” 178

Contoh lain, larangan dalam bentuk sanksi
pidana (‘uqUbah al-huddd), Q.S. an-NUr (24): 2:

s Bl W s FLasG ah dun

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki
yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera”.

Ayat ini dijelaskan dan dikuatkan dengan
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari “Ubadah bin as-Samit berkata, Rasulullah Saw.
bersabda:
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Artinya: “Ambillah dan peganglah dariku, sungquh
Allah telah menjadikan (menetapkan) bagi
perempuan dan laki-laki pezina yang belum

178Ab0 “Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin
Asad asy-Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal (Bairut: ‘Alam al-Kutub,
1998), Juz ke 3, h. 491.



pernah menikah sanksinya seratus kali dera,
dan diasingkan dari tempat domisilinya
selama satu tahun, dan bagi mereka yang
sudah pernah menikah, sanksinya seratus kali
dera, dan kemudian dirajam” 179

d. Membencikan (al-karahah), yaitu tuntutan asy-Syari’
untuk meninggalkan perbuatan yang tidak mesti
dilakukan (talab at-tark in kana gairu jazim). Bentuk
hukum taklifi ini disebut dengan al-karahah,
perbuatan yang dituntutnya disebut al-makroh. Jika
mukallaf meninggalkan tuntutan perbuatan yang
tidak mesti dilakukan ini, maka ia akan
mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika ia tidak
meninggalkannya, maka mukallaf sesungguhnya
tidak pantas mendapat dosa dan sanksi karena
melanggarnya. Hanya seraca etis tidak pantas
dikerjakan atau dilakukannya. Misalnya, Q.S. al-
Jumu’ah (62): 9:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila
diseru untuk memunaikan salat pada hari
jum’at, maka bersegeralah kamu kepada
mengingat Allah dan tinggalkanlah jualbeli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika
kamu mengetahui”.

Bertolak dari ayat di atas, secara substansial
(hukum pokok) bahwa jualbeli itu dihalalkan
(dibolehkan), tetapi dalam ayat itu terdapat kalimat
“tinggalkanlah  jualbeli”, larangan ini sama

179Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 48.
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maksudnya dengan “jangan kamu berjualan” ketika
azan jum’at telah (sedang) dikumandangkan.
Larangan di sini tidak sampai pada mengharamkan
(at-tahrim), hanya sampai pada membencikan (al-
karahah), karena dikhawatirkan jika terus berjualan
akan melalaikan para pedagang dari panggilan
Allah (salat jum’at). Hal ini reasoning-nya berarti,
jika tidak berimplikasi pada melalaikan salat jum’at,
maka berjualan pada saat panggilan Allah
dimukandangkan adalah dibolehkan, dan kalaupun
seruan itu dipahami secara tekstualitasnya, tidak
akan sampai pada perbuatan yang diharamkan,
paling tinggi hukumnya hanyalah sebagai
muharram i gairih. Oleh karena demikian, AbU
Zahrah menyatakan bahwa larangan seperti itu
apabila dilanggar dan dilakukan terus bertransaksi,
maka traksaksinya adalah sah. Karena akad
transasksi itu menjadi sebab perpindahan pemilikan
barang dari penjual kepada pembeli. Hanya saja
secara etis, pelakunya dipandang berdosa di sisi
Allah disebabkan tidak mengindahkan panggilan-
Nya dengan segera.180

Contoh lain, sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh
al-Hakim dari Ibn Umar berkata, Rasulullah Saw.
bersabda:
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Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah
adalah talak” 181

Tuntutan hadis ini adalah pembencian,
implikasi hukumnya juga pembencian (al-karahah),

180Ljhat, Muhammad AbU Zahrah, Us0l al-Figh, h. 44.
181 As-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 3, h. 168.



dan perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya
disebut al-makrUh. Secara hukum pokok (asl) talak
(at-talaq) itu disyari’atkan Allah dan dibolehkan
dilakukan sebagai solusi alternatif penyelesaian
terakhir konflik rumah tangga. Dasarnya Q.S. al-
Bagarah (2): 229-230:
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah
itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf
atau menceraikan dengan cara yang baik”.
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Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah
talak yang kedua), maka perempuan itu tidak
halal lagi baginya hingga dia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang
lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa
bagi keduanya (bekas suami pertama dan
isteri) untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui”.

Berdasarkan dua ayat dan hadis tersebut di atas
dapat dipahami dan ditegaskan bahwa secara
hukum pokok, talak itu dihalalkan (dibolehkan)
dilakukan sebagai penyelesaian konflik rumah
tangga apabila ada arguemntasi-argumentasi yang
kuat yang dibenarkan syara’, tetapi tidak
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dibenarkan  (dibenci  Allah) apabila tidak
argumentatif, dan bahkan secara mekanisme proses
harus melalui tahapan-tahapan yang diperintahkan
Allah dalam Q.. an-Nisa’ (4): 34-35 yang
substansinya: Tahap pertama, suami berkewajiban
memberikan nasehat kepada isterinya yang nusy0z
(membangkang, durhaka, tidak melaksanakan
kewajiban). Tahap kedua, suami pisah tidup dengan
isterinya jika nasehatnya tidak diindahkan. Tahap
ketiga, jika sudah dilakukan pisah tidur tidak juga
berimplikasi atas kesalahan-kesalahan yang
dilakukan isterinya, maka suami boleh
memukulnya dengan prinsip edukatif dan tidak
membahayakan kesehatan badannya. Berikutnya,
jika ketiga tahap di atas tidak menemui titik temu
antara kedua belah pihak, maka langkah
selanjutnya ditempuh dengan jalan memediasi,
yaitu menunjuk juru damai dari keluarga kedua
belah pihak (al-hakamain). Jika empat tahap proses
penyelesaian  konfilk rumah tangga sudah
dilakukan, tidak bisa juga selesai, maka solusi
alternatif terakhir adalah menceraikan isterinya.
Atau sebaliknya, yang nusylUz suaminya (Q.S. an-
Nisa” (4): 128) adengan tahapan proses seperti di
atas, maka isteri dibolehkan mengajukan gugatan
cerai ke Pengadilan.

Kebolehan (al-ibahah), yaitu khitab asy-Syari kepada
mukallaf dengan boleh memilih untuk mengerjakan
atau tidak mengerjakan (ma khayyar asy-Syari’ al-
mukallaf bain al-fi'il wa at-tark). Bentuk hukum taklifi
ini disebut dengan al-ibahah. Implikasinya terhadap
suatu perbuatan mukallaf disebut juga al-ibahah.
Sedangkan perbuatan yang dilakukannya dengan
cara memilih mengerjakan atau meninggalkannya
disebut al-mubah. Karena mukallaf diberikan
kebebasan untuk memilih antara mngerjakan atau
tidak  mengerjakan, maka  mukallaf  yang



mengerjakannya tidak berhak mendapatkan
konsekuensi pahala. Sebaliknya, bagi mukallaf yang
tidak mengerjakannya tidak akan mendapatkan
konsekuensi dosa. Dalam al-Qur’an dan sunnah
banyak ditemukan doktrin hukum al-ibshah ini
dengan menggunakan: Pertama, bentuk kata halal
(al-hillu), seperti Q.S. al-Maidah (5): 5:
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Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-
baik. Makanan (sembelihan) orang-orang
yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal pula bagi mereka”.

Sebuah hadis yang dikeluarkan dikeluarkan
oleh Imam Bukhari, Muslim, Ab0 Dawud, dan Ibn
Majah dari “Abd Allah ibn Muhammad bin Abi
Syaibah, Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “(Laut) itu suci airnya, dan  halal
bangkainya” 182

Kedua, bentuk kata menghilangkan kesulitan
(al-haraj), tidak berdosa (al-ism), dan tidak ada dosa
(al-junah). Seperti Q.S. an-NUr (24): 61:

182As-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 1, h. 15.
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Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak
(pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi
orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu
sendiri, makan (bersama-sama mereka) di
rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-
bapakmu”.

Q.S. al-Baqarah (2): 173:

. ., - s
- .. /., ../a s 12 -z~
ca o jﬁj«}\ A\ it r&nﬁl.c
z
ol

SIRIPWERCRE ngtw ;E.;\wm\j\;d
r:?)“j);-&

Artinya: “Barang siapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya)  sedangkan  ia  tidak
menginginkannya  dan  tidak  (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya”.

Q.. an-Nor (24): 29:
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Artinya: “Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah
yang tidak disediakan untuk didiami, yang di
dalamnya ada keperluanmu”.



Ketiga bentuk kata yang terdapat dalam ketiga
ayat tersebut di atas substansinya adalah
dibolehkan wuntuk dilakukan dalam kondisi
tertentu.

Ketiga, bentuk perintah (al-amr) yang datang
sesudah larangan (al-hazr), seperti Q.S. al-Jumu’ah
(62): 10:
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Artinya: “Apabila  telah  ditunaikan  salat, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi, dan
carilah karunia Allah”.

Bentuk perintah pada ayat ini (bertebaranlah
kamu di muka bumi) datang sesudah larangan jualbeli
di saat azan Jum’at dikumandangkann (al-Jumu’ah:
9). Karena itu, menunjukkan kebolehan hukumnya
(al-ibahah), bukan diwajibkan yang menjadi suatu
kemestian. Hal ini sejalan dengan kaidah usdl:
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Artinya:  “Perintah  sesudah  larangan  itu
menfaidahkan kebolehan” 183
Dalam beberapa hadis ditemukan bentuk
perintah  sesudah adanya larangan untuk
mengerjakannya, antara lain hadis mengenai ziarah
ke makam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
dan Ab0 Dawud dari Buraidah bin al-Husaib al-
Islami, Rasulullah Saw. bersabda:

18%Abd al-Hamid Hakim, al-Bayin (Jakarta: Penerbit Sa’adiyyah
Putra, t.t.), Juz ke 3, h. 35. Ahmad Muhammad asy-Syafi'i, Usdl al-Figh al-
Islami (Iskandariyyah: Mu’assasah Saqafah al-Jam'iyyah, 1983), h. 333.
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Artinya: “Saya melarang kamu untuk berziarah ke
kubur, maka (sekarang) kamu boleh berziarah
ke  kubur, karena ziarah itu dapat
mengingatkan kamu pada akhirat (mati)” 184

Demikian juga hadis tentang kebolehan
menyimpan daging kurban yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim dari ‘Abd Allah bin Abi Bakar,
Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “Hanyasannya  saya  melarang  kamu
(menyimpan daging kurban) karena ada
serombongan delegasi yang akan datang dari
pinggiran kota Madinah (ad-daffah), maka
(sekarang) makanlah, sedekahkanlah, dan
kemudian simpanlah”. 185

Keempat, bentuk ketetapan hukum pokok yang
membolehkan (istishab al-ibahah al-asliyyah), atau
tidak membolehkan untuk dikerjakan (istishab an-
nahyi)  dari  hukum-hukum  taklifi ~ yang
menunjukkan al-wujob, al-istihbab, at-tahrim, al-
karahah, dan al-ibahah. Dalam konteks ini, para
ulama ahli kaidah fikih merumuskan kaidahnya:

fJ,J\ X iQis\ Iy i;\;y\ LN G Y

184 As-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 1, h. 114.
185 Imam Malik, al-Muwatta’, h. 302. Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz
ke 2, h. 184.
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Artinya: “Asal pada segala sesuatu itu  boleh
(dikerjakan) sehingga datang dalil yang
menunjukkan atas ketidakbolehannya” 186

Berdasarkan kaidah ini menunjukkan bahwa
segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas muka
bumi ini termasuk yang berada di dalam perut
bumi (Q.S. al-Baqarah (2): 29) adalah boleh dimiliki
dan dikuasai untuk dinikmati oleh semua umat
manusia, selama tidak ada bukti-bukti lain yang
menunjukkan perubahan atas kebolehannya.
Kaidah al-ibahah ini dalam tataran implementasinya
terutama stresingnya dalam masalah mu’amalah.

Sebaliknya, bahwa asal segala sesuatu yang
tidak boleh dikerjakan itu menunjukkan dilarang:
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Artinya: “Asal pada segala sesuatu itu haram
sehingga datang dalil yang menunjukkan
atas kebolehannya” 187

Kaidah ini dalam tataran implementasinya titik
tekannya terutama dalam masalah ibadah, karena
Rasulullah Saw. sendiri menegaskan dalam sebuah
hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim dari Aisyah r.a.:
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186Zain al-'Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, al-Asybah wa an-Naza'ir
‘ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man (al-Qahirah: Mu’assasah al-Halabi wa
Syurakauh, 1387 H/1964 M), h. 66. Jalal ad-Din “Abd ar-Rahman bin Abi
Bakar as-SuyUti, al-Asybah wa an-Nazd'ir fi al-FurG” (Surabaya-Indonesia:
Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhan wa Auladubh, t.t.), h. 43.
1871bid.
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Artinya: “Barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan
yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka
pekerjaan itu ditolak” 183
Berdasarkan hadis terebut dalam kaitan dengan
dua kaidah di atas dapat ditegaskan bahwa dalam
persoalan mu’amalah segala sesuatu apa saja adalah
dibolehkan dikerjakan, kecuali ada dan ditemukan
bukti-bukti lain yang merubahnya menjadi haram
(al-haram). Sedangkan dalam masalah ibadah, segala
sesuatu yang tidak ada aturan dan tuntunannya
dengan jelas, maka dilarang sama sekali untuk
dikerjakan. Inilah yang dimaksudkan dengan
kaidah:
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Artinya: “Hukum asal dalam ibadah itu mengikuti apa
adanya, bukan menggali dari makna-
maknanya, dan  hukum  asal  dalam

mu’amalah itu (boleh) menggali dari makna-
maknanya” 189

Kaidah yang lebih spesifik dalam konteks ini
adalah:

18Ab0 ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-
Mugirah ibn Bardazabadah al-Bukhari (selanjutnya ditulis al-Bukhari),
Sahih al-Bukhari (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), Juz ke 2, h. 1040. Imam
Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 3, h. 1344.

189 “Abd ar-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawa’id al-Magasid ‘Ind al-
Imam asy-Syatibi ‘Aradan wa Dirasah wa Tahlilan (Damaskus: Dar al-Fikr,
1421 H/2000 M), h. 98. Bandingkan dengan Ibn Nujaim, al-Asybah wa an-
Nazair, h. 66. As-Suy0ti, al-Asybah wa an-Nazadir fi al-Furd’, h. 43-44.
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Artinya: “Hukum asal dalam masalah akad dan
mu’amalah itu sah dilakukan  sehingga
datang dalil  yang menunjukkan atas
ketidaksahan dan keharamannya” 190
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Artinya: “Hukum asal dalam masalah ibadah itu

dilarang  sehingga datang  dalil  yang
menunjukkan atas diperintahkannya” 191

Dari lima macam hukum taklifi tersebut di atas,
perlu dikemukakan, terjadi perbedaan pandangan
antara jumh0Or al-ulami’ dan ulama Hanafiyyah
tentang term hukum fardu, wajib, dan haram dilihat
dari segi dalil yang mendasarinya.

Menurut jumh0r al-‘ulama’, term fardu, dan wajib
substansinya adalah sama, tidak ada perbedaan.
Misalnya, perintah puasa bulan ramadan itu wajib
(Q.S. al-Bagarah (2): 183) sama saja dengan perintah
membayar zakat fitrah juga wajib, meskipun dalam
hadis dengan menggunakan Kkata fardu (farada
Rasulullah saw. zakat al-fitr tuhratan i as-sa'im).
Demikian juga dalil hukum yang mendasarinya,
apakah itu tunjukan dalilnya terkategori gqat’iy al-
wurdd wa qat’ty ad-dalalah seperti al-Qur’an dan
sunnah mutawatirah, ataukah terkategori gat’iy al-
wurdd wa zanny ad-dalalah seperti hadis ahad yang
sahih, maka itu juga menunjukan wajib.

190 Abd al-Hamid Hakim, al-Bayan, h. 230.
191]bid.
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Berbeda dengan jumh0r al-‘ulama’, menurut
ulama Hanafiyyah, mereka membedakan antara
perintah fardu dan wajib. Menurutnya, jika tuntutan
asy-Syari” kepada mukallaf untuk mengerjakan suatu
perbuatan itu didasarkan pada sumber dan dalil
hukum yang gat’iy as-sub0t wa qat’iy ad-dalaah, atau
qat’iy al-wur0d wa qat’iy ad-dalalah seperti teks-teks
al-Qur’an dan sunnah mutawatirah, maka tuntutan
itu dinamakan fardu. Seperti salat fardu yang lima
kali, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji ke
Baitullah, dan membaca al-Qur’an dalam salat. Jika
tuntutan asy-Syari’ kepada mukallaf tersebut sumber
dan dalil hukumnya menunjukkan gat’iy as-subit wa
zanny ad-dalalah, atau qat’iy al-wurdd wa zanny ad-
dalalah, atau juga zanny al-wur0d, maka tuntutan itu
dinamakan wajib. Seperti mengeluarkan zakat fitrah
(sadagah al-fitr), berkurban bagi yang mampu (al-
udhiyyah), salat witir (salah al-witr), salat dua hari
raya (al-‘idain), dan membaca al-fitihah di dalam
salat.192

Demikian juga dalam masalah hukum haram
(at-tahrim). Ulama wus0l Hanafiyyah membedakan
kategorisasi haram. Jika suatu tuntutan asy-Syari’
kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu
perbuatan yang dilarang (talab at-tark) itu
bersumber dari dalil yang gat’iy as-subit wa gat’iy ad-
dalalah seperti al-Qur’an dan sunnah al-mutawatirah,
maka penetapan tersebut dinamakan at-tahrim, dan
perbuatannya itu disebut dengan haram. Tetapi, jika

192Jamal ad-Din ‘Abd ar-Rahim bin al-Hasan al-Asnawi asy-Syafi'i
(w.772 H), Nihayah as-S0l fi Syarh Minhaj al-Us0l li al-Qadi Nasir ad-Din
‘Abd Allah bin Umar al-Baidawi (Mesir: ‘Alam al-Kutub, t.t.), juz ke 1, h. 73.
Kamal ad-Din Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd ar-Rahman (w. 874
H), Taisir al-Wusdl ila Minhaj al-UsGl min al-Manq0l wa al-Ma'q0l, editor
‘Abd al-Fattah Ahmad Qutb ad-Dakhmisi (T.Tp.: al-Far0q al-Hadisah,
1423 H/2002 M), Cet. ke 1, h. 334-335. Zaky ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh
al-Islami,op.cit., h. 219.“Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h.23.



suatu tuntutan asy-Syari” dimaksud bersumber dari
dalil yang zanny ad-dalalah dan zanny al-wurdd
seperti hadis ahiad yang sahih, maka ketetapan itu
dinamakan kardhah at-tahrim, dan perbuatannya itu
sendiri dinamakan makruh tahrim. Sedangkan
jumh0r al-‘ulama’ tidak membedakan kategorisasi
hukum haram tersebut, apakah itu sumber dan dalil
hukumnya gat'iy as-sub0t atau qat’ty al-wurdd,
ataukah zanny al-wurdd, yang pasti menurut jumhar
al-‘ulama’”  bahwa  suatu  tuntutan  untuk
meninggalkan perbuatan yang dilarang kemudian
dilanggar oleh mukallaf, maka konsekuensi
perbuatannya menjadi haram.1%3

Pembahasan lebih rinci lima macam hukum
taklifi tersebut di atas dengan problematika dan
tinjauan dari berbagai seginya, dapat diuraikan
sebagaimana paparan di bawah ini.

1) Al-Wajib (Wajib)

Mayotitas ulama us0! mendefinisikan wajib,
secara etimologi, yaitu bermakna tetap (as-
sub0t) atau harus, tegas dan pasti (al-luzom).
Misalnya, apabila dikatakan wajibu al-bai’i,
maka hal itu berarti jualbeli itu pasti, tetap, dan
mengikat. Sedangkan secara terminologi, yaitu:
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Artinya: “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syari’
kepada mukallaf untuk memperbuatnya dengan

1%Zak ad-Din, Us0l al-Figh, h. 232. ‘Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir
‘Ilm Us0l, h. 42..
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tuntutan yang pasti, baik tuntutan itu dengan dalil
yang zanni ataupun gat’i” 194

Atau dalam terminologi lain dengan:

S35 A1 Je By Jadl
Artinya: “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syari’
kepada mukallaf untuk memperbuatnya dengan
tuntutan yang pasti, yang jika perbuatan itu
dilaksanakan, maka pelakunya diberi pahala, dan jika

ditinggalkan tanpa ada ‘uzur, maka ia dikenakan
sanksi (dosa)” 195

Dari dua terminologi tersebut dapat
ditegaskan bahwa terdapat dua tuntutan
kewajiban yang mesti dilakukan oleh mukallaf.
Pertama, tuntutan yang bersifat al-luziom (harus,
tegas dan pasti) untuk diperbuatnya, sehingga
hukum perbuatan itu tidak dapat diartikan
sebagai anjuran (an-nadb), meskipun secara
substansial ketentuan al-wujob dan al-manzdb itu
sama-sama diperintahkan. Sifat al-luzOm ini
merupakan tuntutan dalam bentuk perintah
(amr) yang membedakannya dengan perintah-
perintah yang lain (al-mustahab, an-nafilah/as-
sunnah, at-tatawwu”). Kedua, terdapat
konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan,
jika perbuatan wajib yang diperintahkan itu
dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala,
sebaliknya, jika perbuatan wajib yang
diperintahkan itu dilanggar maka diancam
dengan mendapatkan sanksi (dosa). Oleh

1949Qutb Mustafa San0, Mu’jam Mustalahat Us0l al-Figh ‘Arabi Inklizi
(Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1420 H/2000 M), Cet. ke 1, h. 466.
195]bid.
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karena itu, para ahli = usOl  al-figh
mendeskripsikan cara-cara mengetahui hukum
wajib dilihat dari segi waktu pelaksanaannya,
segi kadar kewajiban yang diperintahkan, segi
perbuatan yang diperintahkan, dan dari segi
orang yang dibebani kewajiban.

(@) Wajib dilihat dari segi waktu pelaksanaan
(bi i'tibar wagqti adaih), dibedakan pada dua
macam, yaitu wajib mutlak (al-wajib al-
mutlaq) dan wajib mukayyad (al-wajib al-
muqayyad).

(1) Dimaksudkan wajib mutlak, yaitu:
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Artinya: “Sesuatu yang dituntut (kepada
orang mukallaf) oleh asy-Syari’ untuk
mengerjakan tanpa ditentukan
pelaksanaannya pada waktu tertentu” 19

Dari definisi ini menunjukkan
bahwa wajib mutlak itu dapat
dilaksanakan kapan saja oleh seorang
mukallaf ~ sekiranya sudah merasa
mampu  untuk  mengerjakaannya.
Misalnya, mengganti puasa ramadan
yang tidak  dilaksanakan  pada
waktunya karena halangan (uzur),
karena Q.S. al-Bagarah (2): 184 telah
memerintahkan “maka wajiblah baginya
berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan
itu pada hari-hari yang lain”, membayar
kafarat bagi orang yang melanggar
sumpah, dan mengerjakan nazar puasa.

196’ Abd Allah Yusuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm UsGl, h. 25. Zaki ad-Din
Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 220. Muhammad al-Khudari Bik, Ustl al-Figh, h.
33.
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(2) Dimaksudkan dengan wajib mukayyad,

yaitu:

P e Zart S
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Artinya: “Suatu kewajiban yang dituntut
(kepada orang mukallaf) oleh asy-Syari’
untuk  mengerjakan  yang  waktu
pelaksanakannya ditentukan pada waktu-
waktu tertentu”.197

Definisi ini dapat dipahami bahwa
wajib mukayyad merupakan kewajiban
yang dalam pelaksanaannya mesti
dikerjakan pada waktu-waktu yang
telah ditentukan, tidak boleh sama
sekali seorang mukallaf yang akan
mengerjakannya menentukan waktu
sendiri. Seperti mengerjakan salat lima
waktu  (as-salawat  al-khams), puasa
ramadan, dan haji ke baitullah.

Oleh karena kewajiban yang
disebutkan  terakhir  (al-wdjib  al-
muqayyad) ini waktu pelaksanaannya
telah ditentukan, maka tidak boleh
dikerjakan di luar waktu terebut. Dalam
konteks ini ulama wusul al-figh (usuliyyin)
membedakan pada tiga macam: Waktu
kewajiban yang luas (al-wajib al-
muwassa’), waktu kewajiban yang
sempit (al-wajib al-mudayyaq) dan waktu
kewajiban  yang  memiliki  dua
kemiripan (al-wajib Zu asy-syubhatain).19

Pertama, al-wdjib al-muwassa’ yaitu
suatu kewajiban yang ditentukan

197“ Abd Allah Yisuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 25-26.
198 Zaki ad-Din Sya’ban, Usul al-Figh, h. 221-222.



waktunya, tetapi waktu
pelaksanaannya cukup luas dan
keluasan waktu ini dapat digunakan
untuk melaksanakan jenis-jenis ibadah
yang lain. Misalnya, waktu-waktu yang
ditentukan untuk mengerjakan salat-
salat fardu yang lima (as-salawat al-
khams  al-mafridah)  juga  untuk
mengerjakan salat-salat sunnah (at-
tatawwu’).

Kedua, al-wdjib al-mudayyaq yaitu
suatu  kewajiban  yang = waktu
pelaksanaannya telah ditentukan untuk
mengerjakan suatu amalan meskipun
cukup luas, dan dalam waktu yang
bersamaan tidak bisa digunakan untuk
mengerjakan jenis kewajiban yang lain.
Seperti, melaksanakan puasa ramadan
harus dikerjakan satu bulan penuh, dan
tidak boleh saat mengerjakan kewajiban
puasa ramadan dibarengkan dengan
mengerjakan puasa-puasa yang lain.

Ketiga, al-wajib zu asy-syubhatain
yaitu suatu kewajiban yang mempunyai
waktu cukup luas (al-muwassa’), tetapi
dalam waktu yang bersamaan tidak
boleh mengerjakan amalan sejenis yang
berulang-ulang, sebab keluasan waktu
itu sesungguhnya dalam waktu yang
terbatas (mudayyag). Seperti,
mengerjakan ibadah haji dengan waktu
yang luas. Jama’ah haji boleh
mengerjakan ~ amalan-amalan  haji
dengan berulang-ulang, tetapi yang
diperhitungkan syara’ hanyalah sekali
sebagai suatu kewajiban. Pelaksanaan
ibadah  haji dimaksud sekalipun
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waktunya luas yakni beberapa bulan
dalam setahun (al-asyhir al-ma’limat),
namun tidak boleh ibadah haji
dilakukan dua kali dalam setahun.
Karena itu, ibadah haji sekalipun
mempunyai waktu yang luas tetapi
dalam pelaksanaan waktunya terbatas,
sebab haji tidak boleh dilakukan di luar
waktu yang telah ditentukan. Dalam
kaitan ini secara substantif, mayoritas
ulama berpendapat bahwa kewajiban
melaksanakan ibadah haji bagi orang
yang telah mampu itu hanyalah sekali
seumur  hidup.’  Artinya, tidak
berungkali, kalaupun ada orang yang
melaksanakan ibadah haji ke baitullah
dengan berulangkali itu hanyalah
kebolehan saja (an-nadb).

Ulama usul al-figh (usuliyyin) di
antaranya Ibn al-Hajib (w. 646 H)
terkait dengan pelaksanaan kewajiban
yang berbasis waktu yang telah
ditentutakan  (al-wajib  al-muwagqqat),
mereka membedakan term yang
disebut dengan al-ada’, al-i’adah dan al-
gada’. Al-ada’ yaitu melaksanakan suatu
kewajiban untuk pertama kalinya pada
waktu yang telah ditentukan syara’.
Sedangkan al-qada’ adalah
melaksanakan suatu kewajiban di luar
waktu yang ditentukan disebabkan
karena wuzur atau karena tertinggal,
disengaja atau tidak, seperti mengganti
puasa ramadan karena sakit atau

19Muhammad Ali as-Sabiini, Rawai’ al-Bayin Tafsir Ayit al-Ahkam
min al-Qur’an (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. Ke 1, h. 415.



bepergian, atau bagi wanita karena
menstruasi, mengganti salat karena
tertidur (an-naim) atau lalai (an-nisyan).
Adapun i’adah yaitu mengerjakan suatu
kewajiban yang dilakukan untuk kedua
kalinya (fi'lu asy-syai saniyan) pada
waktu yang telah ditentukan, karena
kewajiban yang dikerjakan pertama kali
tidak sah atau tidak sempurna
disebabkan ada uzur.200
(b) Wajib dilihat dari segi kadar kewajiban

yang diperintahkan (bi i'tibar tagqdiruh).

Usuliyyin membedakan pada dua macam,

yaitu al-wdjib al-muhaddad dan al-wajib gair

al-muhaddad.

(1) Al-wajib al-muhaddad adalah:

Zolor G- S P car -

15502 12 4 5 )31 Gels

Artinya: “Suatu kewajiban yang asy-Syari’
telah menentukan batasan kadar dan
waktunya” 201

Kewajiban ini menunjukkan bahwa
bagi seorang mukallaf  dalam
melaksanakannya tidak boleh
menambah, mengurangi dan atau
merubahnya, tetapi ia melaksanakan
sesuai dengan yang telah ditentkan.
Seperti mengeluarkan zakat harta (zakat

200 Syams ad-Din al-Asfahani, Bayan Mukhtasar Syarh Mukhtasar al-
Muntaha Ibn al-Hajib fi Usil al-Figh (Makkah al-Mukarramah: Markaz
Ihya” at-Turas al-Islami, t.t.), Juz ke 2, h. 74. Muhammad al-Khudari Bik,
Ustil al-Figh, h. 37. Sa’di Abl Habib, al-Qamus al-Fighi, h. 265 dan 305. Ali
bin Muhammad aj-Jarjani, Kitab at-Ta’rifit (Singapura-Jiddah: al-
Haramain li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, t.t.), h. 15 dan 177.

201 Abd Allah Yusuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 26.
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al-mal) harus sesuai dengan kadar dan
nisab yang ditentukan, termasuk zakat
fitrah, dan jumlah rekaat salat lima
waktu (as-salawat al-khams).

(2) Al-wajib gair al-muhaddad adalah:

e d gl &L;:SLZ

Artinya: “Suatu kewajiban yang asy-Syari’
tidak menentukan kadar dan
batasannya” 202

Kewajiban yang demikian ini
seperti kadar (ukuran) seorang suami
memberikan nafkah kepada isterinya,
memberikan pertolongan dalam
kebaikan dan takwa, dan berbuat baik
kepada manusia. Kewajiban-kewajiban
ini tidak ditentukan kadarnya oleh
syara’, tetapi dikembalikan pada kondisi
dan kemampuan  mukallaf,  atau
dikembalikan  kepada adat-istiadat
masyarakat (al-‘adah/al-"urf al-ijtima’i),
atau keputusan hakim pengadilan.

(c) Wajib dilihat dari segi perbuatan yang
diperintahkan. Usuliyyin membagi wajib
pada duamacam, yaitu wajib mu’ayyan dan
wajib gair mu’ayyan.

(1) Wajib mu’ayyan yaitu:

Artinya:  “Suatu  kewajiban  yang
diperintahkan  kepada  mukallaf untuk
mengerjakan apa yang telah ditentukan
dengan tidak ada alternatif pilihan lain”.203

202]pid.
203]pid.



Definisi ini menunjukkan bahwa
mukallaf diwajibkan oleh asy-Syari’
untuk mengerjakan perbuatan tertentu
dengan tidak ada alternatif pilihan atau
menggantikan dengan perbuatan lain.
Seperti  puasa  bulan  ramadan,
membayar (mengeluarkan) zakat fitrah
mesti pada waktunya, mengerjakan
salat lima waktu, dan harga barang
yang dibeli itu wajib ada dan
diserahkan penjual kepada pembeli.
Wajib gair mu’ayyan, yaitu:
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Artinya:  “Suatu  kewajiban  yang
diperintahkan  kepada — mukallaf untuk
mengerjakan salah satu dari beberapa
perbuatan dengan ada alternatif pilihan
yang luas” 204

Sebagai contoh dari kewajiban ini
adalah dalam hal membayar kafarat
karena melanggar sumpah. Dalam
konteks ini asy-Syari’ memberikan
alternatif pilihan sanksi bagi pelakunya,
yaitu dengan memberi makan sepuluh
orang miskin (it'amu ‘asyarah masakin),
atau  memberi  pakaian  mereka
(kiswatihum), atau memerdekakan
hamba sahaya (‘itqu ragabah). Dengan
melaksanakan salah satu alternatif
pilihan sanksi tersebut, maka seorang

204]bid., h. 27.
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mukallaf dipandang telah membayar
kafarat sumpah yang dilanggarnya.

(d) Wajib dilihat dari segi orang yang dibebani
kewajiban untuk melaksanakannya.
Usuliyyin membagi kewajiban ini pada dua
macam, yaitu wajib ‘aini dan wajib kifai.

(1) Wajib ‘aini atau fardu ‘ain yaitu:
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Artinya: “Suatu kewajiban yang dituntut
oleh asy-Syari’ pelaksanaannya oleh setiap
individu mukallaf” 205

Seperti, salat lima waktu (as-salawat
al-khams), puasa ramadan, berzakat, haji
ke baitullah, menjauhi mengkonsumsi
narkoba (syariba al-khamr), berjudi,
berzina, dan memakan riba.

(2) Wajib kifai yaitu:

rr‘fjff

Artinya: “Suatu kewajiban yang dituntut
oleh  asy-Syari’  pelaksanaannya  oleh
mayoritas orang mukallaf, bukan oleh setiap
individu mukallaf” 206

205Zaki ad-Din Sya’ban, Us0l al-Figh, h. 224.
206]bid.
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Misalnya, berjuang di jalan Allah
(al-jihad fi sabil Allah), melakukan amr
ma’rif nahi munkar, mengetahui faktor
penyebab untuk terpeliharanya lima
atau enam kepentingan primer (dartrat
al-khams aw as-sittah) yakni hifz ad-din,
hifz an-nafs, hifz an-nasl, hifz al-‘aql, hifz
al-mal dan hifz al-"ird, dan lain-lain.

2) Al-Maddb (Sunnah)
Secara etimologi, al-mand0b merupakan
masdar dari kata an-nadb, yang artinya adalah
memohon untuk berbuat (ad-du’a’ ila al-fi'al).

Sedangkan secara terminologi, al-manddb
adalah:
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Artinya: “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syari’
kepada mukallaf untuk memperbuatnya,
tetapi tuntutannya tidak pasti” 207

Terminologi lain menyebutkan al-manddb
adalah:
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Artinya: “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syari’
kepada mukallaf untuk memperbuatnya,
tetapi tuntutannya tidak menjadi suatu
keharusan, dan secara kronologis, jika
dikerjakan akan mendapat pujian dan

207 Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh al-Islami (BairOt: Dar al-Fikr al-
Mu’asir, 1418 H/1998 M), Juz ke 1, h. 76.
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pahala, jika ditinggalkannya tidak tercela
dan tidak mendapatkan siksa” 208

Perbuatan mand0b atau sunnah ini dapat
diketahui di dalam teks-teks al-Qur'an dan
sunnah dengan sebutan as-sunnah, an-nafilah, al-
mustahab, at-tatawwu’ dan al-fadilah. Hal ini
seperti terlihat dalam:

Pertama, dengan sebutan as-sunnah, seperti
Q.S. Fatir (35): 43:
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Artinya: “Maka sekali-kali kamu  tidak akan
mendapat penggantian bagi sunnah
Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan
menemui penyimpangan bagi sunnah
Allah itu”.

Pekerjaan  sunnah  dimaksud dalam
implementasinya Nabi Saw. sering
merealisirnya dengan tekun. Oleh karena
demikian, beliau sendiri menegaskan:
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Artinya: “Barang siapa membuat sebuah sunnah
yang baik dalam Islam maka ia akan
memperoleh sunnah tersebut, dan pahala
orang-orang yang mengamalkan di masa

208’ Abd Allah bin YOsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 28.



berikutnya tanpa mengurangi sedikitpun
pahalanya. Barang siapa yang membuat
sebuah sunnah yang buruk dalam Islam
maka ia akan menerima dosanya dan
dosa orang-orang yang mengamalkan di
masa berikutnya tanpa mengurangi dosa
mereka sedikit pun”.

Kedua, dengan sebutan an-nafilah, seperti
Q.S. al-Isra” (17): 79:
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Artinya: “Dan sebagian malam hari bersalat
tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah
tambahan (sunnah) bagimu”.

Sekalipun tahajjud ini sebagai salah satu
salat sunnah tetapi sangat diajurkan untuk
merealisirnya karena dipandang salat sunnah
yang efektif untuk memohon dan bermunajat
kepada Allah yang dikerjakan waktunya
disepertiga malam hari. Bahkan bagi Nabi Saw.
sendiri salat tahajjud sebagai suatu kemestian
yang dikerjakan pada setiap malam.

Ketiga, dengan sebutan al-mustahab
(sesuatu yang dianjurkan) dalam arti sunnah
yang ditemukan dalam bentuk perintah (amr),
seperti Q.S. al-Baqgarah (2): 282:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermu’amalah tidak secara tunai
untuk  waktu  yang  ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya”.

Perintah (amr) pada ayat tersebut dipahami
oleh usdliyyin tidaklah menunjukkan wajib,
tetapi menunjukkan sunnah (an-nadb), karena
ditemukan ada indikasi (qarinah). Hal ini sejalan
dengan kaidah usdliyyah:

o bso.
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Artinya: “Pada  dasarnya  perintah  itu
menunjukkan  wajib  dan  tidak
menunjukkan makna  selain  wajib,
kecuali terdapat indikasi lain yang
memalingkannya” 209

Al-Mustahab dalam arti sunnah ini dalam
fakta sejarah merupakan suatu perbuatan yang
dikerjakan Nabi Saw. hanyalah sesekali saja,
tidak secara kontinyu.

Berikutnya dalam lanjutan ayat 282 al-
Bagarah di atas terdapat bentuk anjuran juga:

Artinya: “Jika yang berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya)
atay  dia  sendiri  tidak  mampu
mengimlakkan maka hendaklah walinya
mengimlakkan — dengan  jujur; Dan

29Fath ad-Darini, al-Manhaj al-UsOliyyah fi Ijtihad bi ar-Ra’y
(Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1985), JId. Ke 1, h. 704. Mustafa Sa’ad
al-Khin, Asr al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usoliyyah fi Ikhtilaf al-Figaha' (Mesir:
Mu’assasah ar-Risalah, 1398 H/1969 M), h. 298.
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persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki di antaramu ...”.

Keempat, dengan sebutan at-Tatawwd’,
seperti Q.S. al-Baqarah (2): 184:

s e g

Artinya: “Barangsiapa yang dengan kerelaan hati
mengerjakan  kebajikan, maka itulah
yang lebih baik baginya”.

Kata “kerelaan hati” (tatawwu’) adalah
menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan
oleh Rasulullah Saw. tetapi hal ini berdasarkan
pilihan, artinya boleh dikerjakan dan boleh
tidak dikerjakan. Hal ini stresingnya lebih pada
perbuatan pilihan (ikhtiyari).

Kelima, dengan  sebutan  al-fadilah
(keutamaan orang yang mematuhi anjuran
syara’ tanpa paksaan). Dalam term lain al-
fadilah ini disebut juga dengan sunnah az-
zawaid, atau sunnah al-‘adah, yaitu kebiasaan-
kebiasaan perbuatan Nabi Saw. pada selain
perintah ibadah, seperti sifat makannya Nabi,
minum, tidur, berpakaian, berjalan,
berkendaraan, dan yang semacannya. Semua itu
menjadi panutan bagi umatnya dan jika
diikutinya itu lebih utama (fadilah) dan terpuji
sepanjang  tidak  bertentangan  dengan
kemaslahatan umum.10

Dari kelima ferm atau sebutan-sebutan
tersebut di atas secara substansial maksudnya
adalah sama, yaitu suatu pekerjaan yang
dilakukan oleh orang mukallaf dengan tidak

210 Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 31.
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ada paksaan. Jika mukallaf mengerjakannya,
maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya,
jika tidak mengerjakannya, maka ia tidak akan
mendapatkan dosa. Oleh karena status hukum
sunnah seperti itu adanya, para ahli us0l al-figh
dari kalangan Hanafi mengkategorikan sunnah
itu pada tiga macam, yaitu sunnah al-huda,
sunnah az-zd’idah dan sunnah an-nawafil.
Dimaksudkan dengan sunnah al-huda, yaitu
segala perbuatan yang dikerjakan oleh orang
mukallaf untuk menyempurnakan kewajiban-
kewajiban agama, seperti salat fardu secara
berjama’ah, azan ketika datang waktu salat, dan
igamah. Sedangkan sunnah za’idah, yaitu segala
perbuatan yang dikerjakan oleh orang mukallaf
bukan untuk menyempurnakan kewajiban-
kewajiban agama, tetapi hanya mengikuti
tradisi-tradisi Nabi SAW  yang biasa
dilakukannya dan hal itu termasuk perbuatan
terpuji, seperti mengikuti cara Nabi ketika
makan, minum, tidur, berjalan, berpakaian, dan
yang lainnya. Adapun dimaksudkan dengan
sunnah an-nawafil, yaitu segala perbuatan
sunnah yang dikerjakan oleh orang mukallaf
dengan tidak secara kontinyu (tekun). Artinya,
jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan
jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa
(siksa). Sebab bentuk anjurannya tidak sebagai
suatu kemestian. Misalnya, salat empat rekaat
sebelum salat isya’, berpuasa pada hari Senin
dan Kamis pada setiap minggu, dan
memberikan sedekah kepada orang-orang fakir.
Semua perbuatan sunnah itu dinamakan nafilah
atau mustahab.?!!

2iMuhammad al-Khudari Bik, Usdl al-Figh, h. 46-47. Wahbah az-
Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 78-79.°
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Para ahli us0l al-figh dari kalangan Syafi’i
membedakan perbuatan sunnah pada garis
besarnya pada dua macam, yaitu sunnah
mu’akkad ~ dan  sunnah  gair  mu’akkad.
Dimaksudkan dengan sunnah mu’akkad, yaitu
sunnah yang secara kontinyu dikerjakan oleh
Rasulullah SAW., hanya sesekali waktu saja
ditinggalkan oleh beliau dengan tujuan untuk
menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak
diwajibkan. Tetapi, jika dikerjakan perbuatan
itu berpahala dan jika ditinggalkan tidak
mendapatkan dosa (siksa), namun yang
meninggalkannya tercela. Seperti salat dua
rekaat tatawwd’ sebelum salat subuh, dua rekaat
sebelum dan sesudah salat zuhur, dan
berkumur-kumur saat berwudu. Sedangkan
sunnah gair mu’akkad, yaitu sunnah yang
dituntut untuk melakukannya, tetapi tidak
tercela bagi yang meninggalkannya, seperti
salat empat rekaat sebelum salat ‘Asar, salat
sunnah mutlak, salat sunnah duhi, dan yang
lainnya.?12

3) Al-Haram (Haram)

Haram secara etimologi artinya yang
dilarang (al-man’u), lawan dari yang dihalalkan
(al-halal).23  Sedangkan secara terminologi
haram adalah:
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Artinya: “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syari’
(Pencipta  syari’at)  untuk  tidak

212Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 31.
213]pid., h. 35.
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melakukannya dengan tuntutan yang
keras” 214

Definisi lain menyebutkan:
0 or & o o s e SSos S & s s
(N A ey e 85 gl Clb

Artinya: “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syari’
(Pembuat  syari‘at)  untuk  tidak
melakukannya dengan tuntutan yang
pasti dan mengikat” 215

Dua definisi haram di atas pada prinsipnya
adalah sama, bahwa asy-Syari” menuntut
kepada orang mukallaf untuk meninggalkan
perbuatan yang dilarang. Jika ia melakukannya
maka akan mendapatkan dosa (siksa), dan jika
meninggalkannya maka ia akan mendapatkan
pahala.

Rupa-rupa perbuatan haram ini jika dilacak
pada teks-teks al-Qur’an dan sunnah (hadis)
dapat diketahui dengan beragam bentuk
kata/kalimatnya, di antaranya:

a) Berbentuk lafaz haram (at-tahrim) yang jelas
dan mudah dipahami, seperti Q.S. al-

Baqarah (2): 275:

el 555 el 41 32
Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba”.

Q.S. al-Maidah (5): 3:

214]pid.

215Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1,h. 80.
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Artinya:  “Telah  diharamkan  bagimu
(memakan) bangkai, darah, daging babi, dan
(daging) hewan yang disembelih atas nama
selain Allah”.

Q.S. al-An’am (6): 145:
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Artinya: “Katakanlah, tiadalah aku peroleh
dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku,
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu

bangkai atau darah yang mengalir atau daging
babi”.

Sl
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Dalam kaitan ini, lafaz “haram”
ditemukan juga dalam hadis Rasulullah
SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Wasilah bin al Asqa’, ia berkata, bahwa
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

Al ol dly 4 ey wels plm )u\ X ru\

s o o °
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Artinya: “Seorang muslim terhadap muslim
lainnya diharamkan darahnya, kehormatannya,
dan hartanya” 216

216Ab0 ‘Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin
Asad asy-Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal (Bairut: A’lam al-Kutub,
1998), Juz ke 3, h. 491.

147



b) Berbentuk lafaz tidak dihalalkan (nafyu al-
hilli atau la tahillu) tetapi substansinya

adalah diharamkan, seperti Q.S. al-Bagarah
(2): 230:

g- 3o NGOV IRt
235 &5 (55 30 e A J# 00 Gl o6
&

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya
(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu
tidak halal lagi  baginya, hingga dia kawin
dengan suami yang lain”.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Daru Qutni dari Anas bin Malik,
Rasulullah SAW bersabda:

s @ S . o we @ s o S o b

>

Artinya: “Harta seorang muslim tidak halal
(diambil) kecuali dengan kebaikan (keikhlasan)
hatinya” 27

C) Berbentuk fi'il mudari’ yang dibarengi
dengan larangan (la an-nahiyah) yang
ditunjukkan oleh teks al-Qur’an, seperti Q.S.
al-Isra’” (17): 32:

27Muhammad bin “Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Autar
min Ahadis Sayyid al-Akbar Syarh Muntaga al-Akhbar (Bairut: Dar al-Jael,
1973), Juz ke 5, h. 216.
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d)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina,
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan
yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Berbentuk lafaz perintah (amr) dengan
tujuan untuk menjauhi perbuatan yang
dilarang (al-intiha’), seperti Q.S. al-Maidah
(5): 90:

SV 2wl AT e 5l @l

Rl s el e s s 1B

RyEabs
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya  minuman  khamr,  berjudi,
berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib
dengan panah adalah perbuatan keji dan
termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan”.

Ada bentuk suatu perbuatan larangan yang
dibarengi dengan hukuman (al-‘uqUbah) atau
ancaman (al-wa’id) baik di dunia maupun di
akhirat. Dalam hal ini bentuknya: Pertama,
berupa jarimah hud0d, seperti Q.. al-
Maidah (5): 38:

S v f’\” WS
Artinya:  “Laki-laki yang mencuri, dan

perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang

149



150

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Contoh lain, Q.S. an-NUr (24): 2:

Ss 2l W aen Blasl gt o

Artinya: “Perempuan yang berzina, dan laki-
laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera”.

Kedua, luluan dalam siksaan (at-tahdid
bi al-"igab), seperti Q.S. al Baqarah (2): 278:

_z %0 Z0 c

T 6 o G 1555 1,8t 2 5

el rwf ol
Artinya: “Hai orang-orang vyang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman”.

Q.S. al-Baqarah (2): 279:

&2 P o g 205 , & <
<5255 Al 52 52 156 VLJads o

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah
bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya  akan
memerangimu ...”.

Ketiga, perbuatan yang dilaknat Allah
dan Rasul sebagai bagian dari macam
hukuman, ditemukan dalam teks-teks al-
Qur’an dan sunnah, di antaranya Q.S. an-
Nor (24): 7:
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Artinya: “Dan (sumpah) yang kelima bahwa
la’nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-
orang yang berdusta”.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Ab0 Dawud, Ahmad, Ibn Majah dan
di-sahih-kan oleh at-Tirmizi dari “Abd Allah
bin ‘Amr, ia berkata:

S G “*19 4l éﬂé B Sy o
Artinya: “Rasulullah  SAW melaknat orang

yang menyuap dan orang  yang menerima
suap” 218

Perbuatan haram yang diancam dengan
sanksi hukum (al-‘uq0bah), jika dilihat dari
sumber (dalil) penetapannya, ulama
mujtahid Hanafi membedakan pada dua
macam kategori: (1) Suatu perbuatan yang
ditetapkan haramnya dengan nas yang qat’i,
yakni teks-teks al-Qur’an, sunnah
mutawatirah, dan konsensus para ulama (al-
ijma’). Sebagai contoh, Q.S. al-Maidah (5): 3:

Jal U _ppd 125 220 dedii 1 2le e

<43 401 ﬂi
Artinya:  “Telah  diharamkan  bagimu
(memakan) bangkai, darah, daging babi, dan

(daging) hewan yang disembelih atas nama
selain Allah ...”.

218 As-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 3,h. 43, dan Juz ke 4, h. 124.
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Ayat ini jelas dapat dipahami bahwa
haram hukumnya mengkonsumsi bangkai,
darah yang dibekukan, daging babi, dan
daging-daging lain yang sama kategorinya.
Menurut mereka dalil gat’i yang demikian
ini kategorinya disebut dengan fardu. (2)
Suatu perbuatan yang ditetapkan haramnya
dengan nas yang zanni, yakni denga khabar
Ahad dan atau deduktif analogis (al-giyas).
Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-
Bukhari dari “Alj, ia berkata:

;Z;%L;u\f)x”mmymﬂw ”
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Artinya: “Rasulullah  SAW melarang nikah
mut'ah pada tahun khaibar dan (melarang
memakan) daging keledai jinak” .21

Diharamkan nikah mut'ah  dan
mengkonsumsi  daging keledai jinak
tersebut status hukumnya adalah karahah
tahrim (larangan tidak tegas), karena
kedudukan dalil hukumnya adalah zanni.
Menurut mereka dalil yang zanni, kategori
tingkatan term-nya disebut dengan wajib.220

Adapun perbuatan haram dilihat dari
segi esensinya, terutama di kalangan ulama
mujtahid Maliki dibedakan pada dua
macam, yaitu haram lizatih, dan haram li gairi
zatih.22! Dimaksudkan dengan haram lizatih,

219 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz ke .., h.

20Muhammad al-Khudari Bik, Usdl al-Figh, h. 47.

21At-Taftazani, Syarh at-Talwih, Juz ke 2, h. 126. Wahbah az-Zuhaili,
Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 81-82. Al-Judai’, Taisir ‘llm Us0l, h. 40-41. Zaki
ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 229.
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yaitu haram karena zatnya atau esensinya,
yang memang sejak dari awal oleh asy-Syari’
dilarang  untuk  dilakukan.  Seperti
mensekutukan Allah, berzina, mencuri,
mengkonsumsi daging babi, dan yang
semacamnya. Semua itu sebagai perbuatan
haram sejak awal, sebab mengakibatkan
kemafsadatan yang lebih besar daripada
maslahatnya. Ketetapan hukumnya tidak
bisa  diubah, tidak bisa  dijadikan
argumentasi untuk merekonstruksi hukum
yang telah tetap, dan perbuatan hukumnya
dianggap batal sejak awal dilakukannya.
Sedangkan dimaksudkan dengan haram
li gairi Zatih, yaitu semua perbuatan yang
pada awalnya sebagai wajib, sunnah
(mand0b), atau kebolehan (mubah), tetapi
karena ada masalah baru atau faktor lain
yang datang kemudian, maka perbuatan itu
berubah menjadi haram. Seperti salat lima
waktu pada awal disyari’atkannya adalah
fardu (wajib), tetapi karena baju yang
dipakai salat hasil menjarah milik orang lain
(meng-gasab), maka salatnya menjadi
haram, melakukan transaksi (jual Dbeli)
sebuah barang itu hukumnya boleh (mubah),
tetapi berubah menjadi haram ketika azan
untuk salat jum’at sudah dikumandangkan
(baca, Q.. al-Jumu'ah (62): 9), berpuasa
pada setiap hari Senin dan Kamis itu
sunnah hukumnya, tetapi menjadi haram
ketika seseorang berpuasa pad hari raya
kurban (‘idu al-adha atau ‘idu al-fitr) dan
termasuk melakukan puasa wisal,
melakukan akad nikah pada awal
disyari’atkannya itu diperintahkan (wajib,
sunnah, mubah), tetapi menjadi haram
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hukumnya jika pernikahan itu dilaksanakan

secara muhallil, dan  masih banyak lagi

contoh-contoh yang kategori hukumnya
menjadi haram li gairi Zatih.
4) Al-Karahah (Makruh)

Secara etimologi al-karahah atau al-makrOh
berasal dari akar kata karaha, maknanya yang
dibenci. Kata al-makr0h ini semakna dengan
kata al-qubh (yang buruk), lawan dari yang
disenangi atau dicintai (al-mahabbah).
Sedangkan secara terminologi, makruh yaitu:

(O Al s e Y $5 g Jkv

Artinya:  “Sesuatu perbuatan yang dituntut oleh
asy-Syari’  (kepada mukallaf) untuk
meninggalkannya, hanya saja
tuntutannya tidak secara tegas” 222

Terminologi lain mengemukakan makruh,
yaitu:

s or & o o s o s S o0 “-to - 2 I PR
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Artinya: “Sesuatu perbuatan yang dituntut oleh

asy-Syari’  kepada  mukallaf untuk

meninggalkannya, hanya saja

tuntutannya tidak secara tegas, yang

jika mukallaf itu menjauhi larangan

karena ta’at kepada Allah, maka ia akan

mendapatkan pahala, tetapi, kalaupun ia

22Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 83.
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melanggarnya, maka ia tidak akan
dikenakan siksa” .223

Terminologi lain yang stresingnya lebih
pada celaan, makruh yaitu:

33 o Sow o S P o o

deb £ 3V §7 gl

Artinya: “Sesuatu  perbuatan  yang  apabila
ditinggalkan mendapat pujian, dan
apabila dil;akukan — mukallaf itu akan
mendapatkan celaan” 224

Berdasarkan definisi secara etimologi dan
terminologi di atas dapat ditegaskan bahwa
yang dimaksud dengan al-karahah atau al-
makroh adalah suatu perbuatan hukum yang
dilarang oleh asy-Syari” secara tidak tegas, yang
apabila tidak dikerjakan oleh seorang mukallaf,
ia akan mendapatkan pahala dan puijian, dan
sebaliknya, apabila dikerjakan perbuatan itu, ia
tidak mendapatkan siksa tetapi mendapatkan
celaan.

Perbuatan makruh ini dapat diketahui
melalui teks-teks al-Qur’an dan sunnah (hadis),
baik dalam bentuk larangan (nahy) maupun
perintah (amr) dengan melacak indikasi-indikasi
yang disiratkannya, di antaranya:

Q.S. al-Maidah (5): 101:

—%
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223 Al-Judai, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 42.
24Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhdl, h. 6.
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Artinya: “Hai  orang-orang yang  beriman,
janganlah kamu menanyakan (kepada
Nabi-mu) hal-hal yang jika diterangkan
kepada kamu niscaya menyusahkan
kamu”.

Larangan asy-Syari’ pada ayat di atas
terdapat indikasi hanya larangan tidak tegas
(makruh). Artinya, kalau menanyakan suatu
masalah itu justru menambah pengetahuan dan
kejelasan masalah dimaksud, maka boleh
ditanyakan kepada siapa saja yang pakar
dibidangnya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Ab0 Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan
oleh al-Hakim dai Ibn Umar, ia berkata:

S A J) IS s

Artinya: “Rasulullah SAW berabda: Perbuatan
halal yang paling dibenci Allah adalah
talak” 225

Sedangkan dalam bentuk perintah untuk
menjauhi perbuatan yang dimakruhkan itu,
seperti Q.S. al-Jumu’ah (62): 9:

-
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila
diseru untuk menunaikan salat pada

235Ab0 Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz ke 2, h. 226. As-San’ani, Subul
as-Salam, Juz ke 3, h. 168.
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hari Jum’at, maka bersegeralah kamu
kepada ~ mengingat  Allah  dan
tinggalkanlah jual beli ...".

Dari deskripsi perbuatan makruh melalui
ayat al-Qur’an dan hadis di atas, para ahli us0l
al-figh sepakat bahwa perbuatan makruh yaitu
segala sesuatu perbuatan yang tidak dikenakan
sanksi hukuman, hanya saja subyeknya
(mukallaf) mendapatkan celaan.

Perbuatan = hukum  makruh  dengan
konsekuensi  tidak  mendapatkan  sanksi
hukuman, maka para ahli usOl al-figh
membedakan kategori makruh itu pada dua
macam, yaitu ada yang disebut dengan makrih
tahrim (al-karahah at-tahrimiyyah) dan makrOh
tanzih (al-karahah at-tanzihiyyah).226
MakrGh tahrim, yaitu:
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Artinya: “Sesuatu yang dituntut  asy-Syari’
(kepada  mukallaf) — untuk tidak
melakukannya dengan tuntutan yang
keras, tetapi didasarkan pada dalil yang
zanni, seperti khabar ahad” 227

Contoh hadis yang diriwayatkan oleh
muttafaq ‘alaih dari Abi Hurairah, Rasulullah
SAW bersabda:

26At-Taftazani, Syarh at-Talwih, Juz ke 2, h. 8. Wahbah az-Zubhaili,
Usdl al-Figh, h. 85-86.
227]bid.
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Artinya: “Seseorang tidak boleh menjual atas
penjualan  orang lain, dan  juga
seseorang tidak boleh melamar atas
lamaran orang lain” 228

Hadis tersebut ditetapkan sebagai dalil
zanni dengan kualitas sebagai khabar ahad.
Dapat ditegaskan di sini perbedaan antara
makrOh tahrim dengan haram. Sebagaimana
telah dikemukakan di atas bahwa haram yaitu
suatu tuntutan asy-Syari’ (kepada mukallaf)
untuk tidak melakukan perbuatan yang
dilarang dengan tuntutan yang keras (pasti),
yang didasarkan pada dalil gat’i, seperti teks-
teks al-Qur'an dan sunnah mutawatirah, atau
sekurang-kurangnya hadis yang berkualitas
masyhur. Misalnya, mencuri, memakan riba,
berzina, mengkonsumsi narkoba (syariba al-
khamr), dan larangan bagi kaum pria memakai
emas dan sutera. Sedangkan makrOh tahrim,
yaitu suatu tuntutan asy-Syari’ (kepada mukallaf)
untuk tidak melakukan perbuatan yang
dilarang dengan tuntutan yang keras (pasti),
tetapi didasarkan pada dalil yang zanni,
meskipun pada hakikatnya makroh tahrim itu
lebih dekat pada haram.

Sedangkan makroh tanzih, yaitu:

eV A ey (Y $5 g Jkv

28As-San’ani, opSubul as-Salam, Juz ke 3, h. 22.



Artinya: “Sesuatu yang dituntut asy-Syari’
(kepada  mukallaf)  untuk  tidak
melakukannya dengan tuntutan yang
tidak keras” .22

Sebagai contoh, memakan daging kuda
karena diperlukan disaat kondisi berperang,
berwudu dengan air bekas jilatan kucing, dan
burung yang bertaring.

5) Al-Ibahah (Mubah)

Secara  etimologi  mubah  (al-mubah)
maknanya boleh. Sesuatu perbuatan yang boleh
dikerjakan itu disebut mubah, sedangkan
sesuatu yang tidak ada ketegasan dari asy-Syari’
dengan boleh mengerjakan atau tidak
mengerjakan  disebut  al-ibahah.  Dengan
deskripsi makna mubah seperti itu, maka para
ahli us0l al-figh mendefinisikan mubah atau al-
ibahah secara terminologi:

d o sor @rpo 2 & car -
$7 5 dab oy G L2 sl
Artinya: “Segala  sesuatu  yang  diberikan

kebebasan  oleh  asy-Syari’  kepada
mukallaf untuk memilih mengerjakan
atau tidak mengerjakan” 230

Terminologi  ini menunjukkan bahwa
perbuatan mubah itu tidak dituntut oleh asy-
Syari” kepada mukallaf untuk mengerjakan atau
tidak mengerjakan. Bagi mukallaf diberikan
kebebasan memilih antara keduanya, karena

229Wahbah az-Zubhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 86.
20Zaki ad-Din Sya’ban, Us0l al-Figh, h. 233. Al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl,
h. 46. Wahbah az-Zuhaili, Us0! al-Figh, Juz ke 1, h. 87.
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asy-Syari’ sendiri bersikap diam pada sesuatu
yang didiamkan (al-maskdt ‘anhu).

Terminologi lain mengemukakan, mubah
yaitu:

/ oo P A O

P

Artinya: “Sesuatu yang apabila dikerjakan atau
ditinggalkan tidak mendapat pujian” 23!

Dari dua terminologi mubah di atas, secara
istislahi dalam praktiknya terlihat terdapat
unsur kemaslahatan dan kemafsadatan yang
seimbang, karena itu, adanya pilihn bagi
mukallaf untuk mengerjakan atau tidak
mengerjakan itu sepenuhnya diserahkan asy-
Syari" kepada mukallaf. Dalam perspektif al-
Qur’an, dapat ditemukan ungkapan-ungkapan
asy-Syari” (Allah) yang menunjukkan mubah, di
antaranya:

a) Q.S. al-Baqgarah (2): 29:

ot g e

Artinya: “Dia (Allah) adalah zat yang
menjadikan segala yang ada di permukaan bumi
untuk kamu”.

b) Q.S. al-Bagarah (2): 235:
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Art inya: “Tidak ada dosa bagi kamu meminang
wanita-wanita itu dengan sindiran”.

B1Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhdl, h. 6.



c) Q.S.al-Maidah (5): 2:
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Artinya:  “... dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu
berburu”.

Tiga ayat tersebut di atas menunjukan
sebagai sampel bahwa di dalam al-Qur’an
ternyata banyak teks-teksnya
mengisyaratkan hukum mubah, baik yang
bersifat partikular (juz’iy) maupun universal
(kully).

Para ahli us0l al-figh (usOliyyin) secara
normatif-teoritis telah merumuskan bentuk-
bentuk mubih yang berkaitan dengan
kemaslahatan dan kemafsadatan
(kemudaratan), partikular dan universal.
Dalam konteks ini, Muhammad Salam
Mazkir mengemukakan mubah dilihat dari
segi keterkaitan antara kemaslahatan dan
kemafsadatan dibedakan pada tiga macam:
(1) Mubah yang apabila dikerjakan atau

tidak dikerjakan , tidak mengandung

kemudaratan, seperti makan, minum,
berpakaian, dan berbur.

(2) Mubah yang apabila dikerjakan oleh
orang mukallaf tidak ada mudaratnya,
tetapi secara substansial perbuatan itu
sendiri sesungguhnya diharamkan.
Mubah yang demikian ini dikerjakan
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dalam kondisi sangat dibutuhkan
(bigadri al-hajah wa ad-dar0rah), seperti
mengkonsumsi daging babi. Dalam
kondisi normal diharamkan, tetapi
dalam kondisi sangat diperlukan dan
darurat yang apabila tidak
mengkonsumsi daging tersebut akan

meninggal dunia, maka
mempertahankan  nyawa  dengan
mengkonsumsi daging yang

diharamkan itu dengan kadar yang
diperlukan adalah mubah.

Mubah mengerjakan sesuatu perbuatan
yang diharamkan menurut syara’ di
samping mengandung mudarat, tetapi
Allah mema’afkan kepada orang
(mukallaf) yang mengerjakannya, seperti
seseorang (anak kandung) yang
menikahi mantan isteri ayahnya (ibu
tiri). Di masa jahiliyah itu banyak
terjadi dan dilakukan oleh seorang anak
yang menikahi seorang wanita mantan
isteri ayahnya, tetapi setelah syari'at
Islam datang, pernikahan tersebut
diharamkan dan bagi pelakunya
dima’afkan. Hal ini seperti ditegaskan
dalam firman-Nya, Q.S. an-Nisa’ (4): 22:
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Artinya: “... terkecuali pada masa yang
telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu
amat keji dan dibenci Allah”.



Sedangkan mubah dalam kaitan dengan
kedudukannya yang bersifat partikular
(juz’iy) dan universal (kully), AbU Ishaq asy-
Syatibi (w. 790 H) mengklasifikasikan pada
empat macam:

(@) Mubah yang hukum ke-mubah-annya
berubah menjadi wajib, jika dilihat dari
kepentingan umum secara keseluruhan.
Seperti makan, minum, dan berpakaian.
Pada dasarnya hukum melakukan
pekerjaan ini hanyalah mubah, seorang
mukallaf  boleh  memilih  untuk
melakukan atau tidak. Akan tetapi, jika
meninggalkan sama sekali bahkan
jiwanya terancam dengan kematian,
maka hukumnya berubah menjadi
wajib.

(b) Mubah yang hukum ke-mubah-annya
secara partikular (juz’iy) berubah
menjadi sunnah (al-manddb) jika dilihat
dari segi universalitasnya (al-kully).
Seperti menyiapkan stok kebutuhan
makan dan minum yang melebihi
target. Sekalipun hukum
mengkonsumsi makanan dan minuman
itu mubah yang boleh dipilih oleh
mukallaf pada waktu dan kondisi
tertentu, tetapi apabila ditinggalkan
dengan tidak memberi tubuhnya
asupan makanan dan minuman
sehingga lemas tidak berdaya, status
hukum ketika itu berubah menjadi
dilarang (makr0h), maka di saat itu pula
menyediakan dan menyiapkan
makanan dan minuman menjadi
sunnah baginya.
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(c) Mubah yang hukum ke-mubah-annya

secara partikular (juz’iy) bisa berubah
menjadi diharamkan (at-tahrim), jika
dilihat dari segi universalitasnya (al-
kully). Misalnya, secara kontinyu
mengkonsumsi makanan  dan
minuman yang lezat-lezat dan bergizi
(empat sehat lima sempurna). Pada
dasarnya mengkonsumsi makanan dan
minuman seperti itu hukumnya mubah,
sepanjang sesuai dengan situasi dan
kondisi tubuh. Tetapi, jika membawa
malapetaka pada kekuatan tubuh,
seperti naik kolestrolnya, gula darah,
darah  tinggi, dan  jantungnya
terganggu, maka semula hukumnya
dibolehkan berubah menjadi haram.
Seperti mengkonsumsi sate dilarang
bagi yang tensi darahnya tinggi,
mengkonsumsi udang, cumi-cumi atau
yang semacamnya bagi mereka yang
sudah kolestrolnya tinggi,
mengkonsumsi minuman yang
alkoholnya tinggi, sementara kondisi
fisik daya tahannya relatif rendah,
maka dalam kasus yang demikian ini,
hukum mubah berubah menjadi haram.

(d) Mubah yang hukum ke-mubah-annya

berubah menjadi makroh jika dilihat
dari implikasi perbuatan negatif yang
dilakukan mukallaf dari perbuatan itu
sendiri secara universal (kully). Seperti,
bernyanyi. Bernyanyi pada situasi dan
kondisi tertentu hukumnya mubah.
Tetapi, jika bernyanyi itu dilakukan
secara kontinyu tanpa memperhatikan
situasi dan kondisi, bahkan



mengganggu pekerjaan pokok yang
menjadi kewajibannya, atau kontradiksi
dengan nilai-nilai sosial dan etika
pergaulan di masyarakat, maka hukum
bernyanyi itu berubah dari mubah
menjadi  haram, atau sekurang-
kurangnya menjadi makrgh.232
Dari empat macam bahasan hukum mubah
di atas, dapat dipahami dan ditegaskan
bahwa hukum mubah itu hanyalah
berlaku dari segi partikular (juz'iy) saja,
karena  stresingnya lebih  pada
problematika yang bersifat kasuistik.
Tetapi, jika problematika itu berkaitan
dengan kasuistik yang bersifat
menyeluruh (kully), maka hukumnya
lebih berorientasi pada pertimbangan
kemaslahatan umum dan
mengantisipasi ~ kemudaratan yang
akan terjadi (Ii maslahah al-‘ammah wa al-
mafsadah).
Hukum Wad’i
Sebagaiman secara umum telah disinggung pada
uraian terdahulu bahwa yang dimaksud dengan hukum
wad'i yaitu ketentuan hukum yang menjadikan sesuatu
menjadi sebab bagi sesuatu yang lain, atau sebagai
syarat bagi yang lain, atau menjadi penghalang bagi
sesuatu itu. Tetapi secara terminologis, sebagian ahli
usdl al-figh mendefinisikan dengan:

o S Wl ST ESE 5T G i iz 51 6 Dlls
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B2Asy-Syatibi, al-Muwafagat, Juz ke 1, h. 85-86.
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Artinya: “Khitab Allah (firman Allah) yang menjadikan
sesuatu sebagai sebab adanya perkara yang lain
(musabbab), atau sebagai syarat bagi yang lain
(masyr0t), atau sebagai penghalang adanya
perkara yang lain, atau menetapkan sesuatu itu
menjadi sah, atau fasid (batil), atau menetapkan
sesuatu  sebagai  ‘azimah,  atau  sebagai
dispensasi” . 233

Definisi hukum wad'i secara terminologi ini terlihat
lebih rinci dan mencakup bila dibandingkan dengan
definisi yang dikemukakan oleh al-Gazali (w. 505 H), al-
Amidi (w. 631 H), Ibn al-Hajib (w. 646 H), asy-Syatibi
(w. 790 H) dan ahli wusdl al-figh sesudahnya.
Pembahasan dan Kklasifikasi hukum wad’i lebih rinci
sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Sebab

1) Definisi Sebab (as-sabab)

Secara etimologi, sebab artinya tali yang
menghubungan pada yang lain. Sedangkan
secara terminologi, usaliyyin telah
mendefinisikan di antaranya al-Amidi (w. 631
H), sebab yaitu:
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Artinya: “Sesuatu yang asy-Syari’

menjadikannya sebagai pengenal (tanda)
terhadap adanya hukum syara’ dilihat
dari segi adanya, maka hukum itu

23 Wahbah az-Zuhaili, Usd! al-Figh, Juz ke 1, h. 93.



menjadi ada, dan jika tidak ada maka
hukum itu pun menjadi tidak ada” 234

Definisi lain mengemukakan, sebab yaitu:
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Artinya: “Sesuatu yang asy-Syari’
menjadikannya sebagai tanda adanya
konsekuensi (al-musabbab) di mana ada
dan  tidak  adanya  konsekuensi
tergantung pada ada dan tidak adanya

sebab” 2%

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami
bahwa dengan ditetapkannya sebab maka akan
melahirkan konsekuensi, dan mustahil bila
sebab sudah ditetapkan, konsekuensinya tidak
ada. Dari sini dapat ditegaskan bahwa karena
adanya sebab maka dengan secara otomatis
suatu hukum akan ada. Sedangkan eksistensi
hukum itu dapat diketahui melalui tanda-tanda
(al-‘allamah) bahwa perbuatan itu menjadi suatu
kewajiban bagi mukallaf. Kemudian, jika tanda-
tanda dan hukum itu dapat diketahui dengan
jelas, maka berarti tanda-tanda itu dapat
dikenali, dan inilah yang disebut dengan ‘illah
(al-“illah).

Sebagai contoh sebab yang bukan akibat
perbuatan mukallaf, tergelincirnya matahari dari
titik kulminasinya (Q.S. al-Isra’” (17): 78) itu

234Gaif ad-Din Ab0O al-Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad al-
Amidi, al-Ihkim fi Usdl al-Ahkam (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416
H/1996 M), Juz ke 3, h. 89.

85 Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Usdl al-Figh, h. 117.
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menjadi sebab wajibnya melaksanakan salat
zuhur, masuk bulan ramadan dengan melihat
tanggal (ruyah al-hilal) menjadi sebab wajibnya
menjalankan ibadah puasa (Q.S. al-Baqgarah (2):
185), disebabkan dalam kondisi darurat,
seseorang dibolehkan mengkonsumsi bangkai
(Q.S. al-Baqgarah (2): 173), dan orang-orang yang
sedang  berpuasa  ramadan  (as-sa’imin)
disebabkan sakit (al-marid) atau dalam keadaan
musafir dibolehkan berbuka puasa di siang hari
ramadan (Q.S. al-Baqgarah (2): 184).

Di samping itu, terdapat sebab yang
diakibatkan oleh perbuatan mukallaf yang
dilarang syari’at, seperti melakukan perbuatan
zina yang menjadi sebab ditetapkannya
hukuman had bagi pelakunya (Q.S. an-Nur (24):
2), tindak pidana pembunuhan yang disengaja
merupakan sebab hukum yang menimbulkan
akibat hukum, yaitu hukuman gisis bagi
pelakunya (Q.S. al-Bagarah (2): 178), dan masih
banyak lagi contoh-contoh yang lainnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas
bahwa sebab itu sesuatu yang menjadikan
adanya hukum karena diketahui ada musabbab-
nya, bahkan bisa mendatangkan adanya
hikmah, sedangkan sesuatu yang diketahui
dengan jelas adanya tanda-tanda, maka
dinamakan “illah. Dari sini dapat dikemukakan
perbedaan antara sebab, ‘illah, dan hikmah
menurut para ahli us0l al-figh.

Secara substansial, sebab (as-sabab) yaitu
sesuatu yang tidak jelas korelasi dan
hubungannya dengan hukum sehingga tidak
bisa dinalar oleh akal, sedangkan ‘illah yaitu
sifat yang jelas yang dapat diukur relefansinya
dengan hukum sehingga dapat dinalar oleh
akal. Adapun hikmah adalah sesuatu yang



hendak dicapai dari tujuan pensyari’atan
hukum, yaitu kemaslahatan dari hukum yang
direalisirnya dan menolak kemafsadatan.23¢
Pembahasan mengenai ‘illah ini lebih rinci
dapat dilihat dari konsepsi dan terminologi
usaliyyin.

Menurut ahli us0l al-figh klasik, misalnya
Abt Husain al-Basri al-Mu'tazili (w. 436 H)
menyebut ‘illih yaitu sifat yang berimplikasi
terhadap hukum pada substansinya (al-wasf al-
mu’assir fi al-hukm bizatihi),?7 AbU Hamid al-
Gazali (w. 505 H) menyebutnya dengan pautan
hukum di mana asy-Sydri” menghubungkan
hukum dengannya (manat al-hukm ai ma adafa
asy-syar'u al-hukm ilaihi wa natuhu bih),28 Al-
Amidi (w. 631 H) menyebutnya dengan sifat
yang mendorong atas hukum (al-wasf al-ba’is ‘ala
al-hukm), 2 ‘Abd al-Kafi as-Sabki (w. 756 H)
menyebutnya dengan memberitahukan bagi
hukum (al-mu’arrif li al-hukm),?*° Taj ad-Din as-
Sabki (w. 771 H) menyebutnya sama dengan al-
Kafi, yaitu al-mu’arrif li al-hukm.2*! Sementara
Ab0 Ishaq asy-Syatibi (w. 790 H)
mengemukakan bahwa “illah yaitu
kemaslahatan-kemaslahatan ~ dan  hikmah-
hikmah yang berkaitan dengan perintah-
perintah (al-awamir), kebolehan (al-ibahah), dan
kemafsadatan (al-mafasid) yang berkaitan

26Wahbah az-Zubhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 95-96.

B7Abtt Husain Muhammad bin ‘Ali bin at-Tayyib al-Basri al-
Mu'tazili, Kitab al-Mu’tamad fi Usil al-Figh .(Damskus: al-Ma’had al-Tlm
al-Faransi li ad-Dirasah al-' Arabiyyah, 1385 H/1965 M), Juz ke 2, h. 784.

28 Al-Gazali,al-Mustasfa, h. 395.

29A]-Amidi,al-Ihkam,Juz ke 3, h. 288.

20A]-Kafi as-Subki, al-Ibhaj, Juzke 3, h. 39.

21bn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’ (Indonesia: Maktabah Dar
Ihya’ al-Kutub al-’Arabiyyah, t.t.), Juz ke 2, h.231.
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dengan larangan-larangan (an-nawahy). Atau,
‘illah dalam arti hukum yaitu kemaslahatan dan
kemafsadatan itu sendiri.2#2Terminologi ‘illdh
menurut asy-Syatibi ini terlihat di samping
sangat luas cakupannya, dinamis, dan sekaligus
berbeda dengan terminologi yang dikemukakan
oleh para ahli usil al-figh pada umumnya.

Terminologi‘illih menurut asy-Syatibi di
atas, dalam  arti  kemaslahatan  dan
kemafsadatan secara umum sesungguhnya
telah mencakup apa yang disebut dengan
sebab, hikmah dan ‘illah itu sendiri. Sebagai
contoh hadis Rasulullah SAW. yang berkaitan
dengan acara peradilan (al-murafa’at):

S oo 28 om or S 350 -~
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Artinya: “Seorang hakim tidak boleh mengambil

suatu keputusan hukum dalam kedaan
marah”.

Keadaan marah (gadban) dalam hadis
tersebut merupakan sebab, sedangkan ‘illah-nya

242Asy-Syatibi, al-Muwafagat, op.cit.t, Juz ke 1, h. 185.
23 Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 123. Bunyi teks hadis
lengkapnya:
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Dalam redaksi matan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abt
Dawud dalam Sunan-nya, Juz ke 2, h. 176,berbunyi:
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adalah keragu-raguan dalam meletakkan dasar
dan alasan-alasan hukum. Dalam hal ini diakui
oleh asy-Syatibi, terkadang lafaz sebab (as-sabab)
disebut juga ‘illdh karena dekatnya hubungan
antara  keduanya. @ Untuk  membedakan
keduanya, perlu kecermatan seorang peneliti
(mujtahid) terhadap konteks masalahnya.2#
Dari perbedaan antara sebab, ‘illah dan
hikmah di atas dapat ditegaskan bahwa sebab
itu lebih umum daripada ‘illah. Oleh karena itu,
setiap “illah itu bisa menjadi sebab, tetapi tidak

o b A e Tral 06 e 3 e o Dek G e A s
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24Perbedaannya, menurut para ahli usil al-fighterdapat tiga keadaan
sebagai berikut: Pertama, ada sebab itu yang terkait dengan waktu yang
tidak bisa dijangkau oleh akal untuk mengetahui hikmah yang
mendorongnya bagi hukum, seperti tergelincirnya matahari dipautkan
bagi wajibnya mengerjakan salat zuhur. Contoh ini secara esensial
tidaklah dinamakan ‘illah, tetapi disebut dengan sebab (as-sabab). Kedua,
sebab dalam pengertian “illah, apakah ‘illah itu dalam pengertian al-amarah
atau al-ba’is. Jika‘illah itu dalam pengertian al-amdrah, maka sebabnya
ditemukan adanya hukum yang oleh asy-Syari” telah dijadikan sebagai
sebab, tetapi sebab-sebab itu tidak berimplikasi secara substansial pada
adanya hukum, seperti perbuatan zina itu menjadi sebab pautan
diwajibkannya hukuman rajam. Dengan kata lain, ada sebab mesti ada
musababnya. Adapun ‘illah dalam pengertian al-ba’is, maka sebab itu
dapat berimplikasi pada hukum secara substansial, lantaran adanya
kekuatan pendorong asy-Syari’. Jadi, sebab itu menjadi pendorong atas
hukum. Yang demikian ini menurut asy-Syatibi dinamakan ‘illah sabab,
karena ia menjadikan ‘illah itu sinonim bagi hikmah. Ketiga,‘illah dalam
pengertian sebab, yaitu sifat, yang jelas, dan terukur yang menunjukkan
dalil syara’ yang dapat memberitahukan bagi penetapan hukum syara’,
adanya keserasian atau tidak (tardiyyan aw gair tardi) dari hukum yang
umum. Jika penyertaan sifat itu tidak serasi, maka itu dinamakan ‘illah,
karenanya sabab syar’i boleh ditakhsiskannya, dan disebut dengan takhsis
al-‘illah. Lihat, “‘Adil asy-Sywaikh, Ta'lil al-Ahkam, h. 120. Wahbah az-
Zuhaili, Usil al-Figh,Juz ke 1, h. 651-652. Zaki ad-Din Sya’ban, Usiil al-
Figh,h.131-134. Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan
Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Penerjemah

Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997), h. 129.
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setiap sebab bisa menjadi ‘illah.25 Adapun
hikmah hukum seperti disebutkan di atas
adalah sesuatu yang hendak dicapai dari tujuan
pensyari‘atan hukum, yaitu untuk meraih
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (jalb
al-masalih wa dar’u al-mafasid).
2) Kategorisasi Sebab
Secara kronologis, sebab dapat dilihat dari
berbagai seginya, sebagai berikut:

(@) Dilihat dari segi obyeknya, sebab dibedakan
pada dua macam: Pertama, sebab dengan
meneliti keadaan waktu (as-sabab bi al-
istiqra’ ila al-waqtiyyah), seperti
tergelincirnya ~ matahari  dari titik
kulminasinya sebagai pertanda masuk
waktu salat zuhur (Q.S. al-Isra” (17): 78).
Kedua, sebab substansial (as-sabab al-
ma’nawi), seperti mengkonsumsi minuman
beralkohol yang memabukkan (al-khamr/an-
nabiz), dan mabuk (al-iskar) menjadi
penyebab diharamkan khamr.

(b) Dilihat dari segi keterkaitannya dengan
kemampuan mukallaf melakukannya, sebab
dibedakan pada dua macam: Pertama,
sebab yang merupakan perbuatan mukallaf
dan mampu  dilakukannya,  seperti
melakukan akad nikah sebagai sebagai
penyebab dihalalkan hubungan seksual
suami-isteri, dan talak itu sebagai penyebab
bergesernya kehalalan suami-isteri. Kedua,
sebab yang bukan perbuatan mukallaf dan
tidak mampu dilakukan, seperti tergelincir
matahari dari titik kulminasinya sebagai
penyebab wajibnya mengerjakan salat
zuhur, hubungan kekerabatan sebagai

245Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 240.



penyebab munculnya hak waris
mewarisi.?4

(c) Dilihat dari hukumnya, sebab dibedakan
pada dua macam: Pertama,as-sabab al-
masyr0’, yaitu seluruh yang membawa
kepada kemaslahatan dalam pandangan
asy-Syari’, meskipun dibarengi dengan
kemafsadatan yang jelas, seperti jihad
sebagai manifestasi amr ma’r0f dan nahy
munkar yang menyebabkan tegaknya
agama, syi'ar Islam dan hancurnya
kebatilan, meskipun jihad itu sendiri
membawa kepada kemafsadatan, karena
sangat boleh jadi akan membawa kerugian
harta benda, dan bahkan jiwa sebagai
taruhannya. Kedua,as-sabab gair al-masyrd’,
yaitu sebab yang membawa kepada
kemafsadatan dalam pandangan asy-Syari’,
sekalipun di dalamnya mengandung
kemaslahatan = yang  nyata,  seperti
pernikahan yang rusak (ankihah al-fasidah)
dan  mengadopsi anak  (at-tabanny).
Keduanya termasuk as-sabab al-masyrd’,
karena membawa kepada kemafsadatan
yang besar yang dapat merusak pribadi
pelakunya dan  masyarakat umum,
sekalipun keduanya sesungguhnya ada
kemaslahatannya.24”

(d) Dilihat dari segi implikasi terhadap hukum,
sebab dibedakan pada dua bentuk:
Pertama,as-sabab al-mu’assir fi al-hukm, yaitu
sebab yang berimplikasi pada hukum yang
disebut dengan ‘illah, yang dalam praktik
istinbat hukum antara sebab (‘illah) dengan

246]bid., h. 241. Wahbah az-Zubhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 97-98.
247 Asy-Syatibi, oal-Muwifaqat, Juz ke 1, h. 167.
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hukum ada relefansi yang bisa dinalar oleh
akal, dan  hikmah  hukum yang
mengandung motifasi pensyai’atan hukum
tersebut. Seperti dalam keadaan bepergian
di bulan ramadan (safar) sebagai sebab yang
berimplikasi pada hukum bolehnya
berbuka puasa bagi musafir di siang hari.
Dalam konteks ini yang menjadi ‘illah-nya
adalah al-fitr. Kedua, as-sabab gair al-mu’assir
fi al-hukm, yaitu sebab yang tidak
berimplikasi pada hukum, di mana antara
sebab (‘illah) dengan hukum tidk ada
relefansi, seperti waktu sebagai penyebab
wajibnya salat.24

Dilihat dari segi jenis musabbab, sebab
dibedakan pada dua macam: Pertama,as-
sabab li al-hukm at-taklify, yaitu sebab bagi
hukum taklifi, seperti waktu, yang oleh asy-
Syari”  dijadikan sebagai sebab atas
kewajiban mendirikan salat (Q.S. al-Isrd’
(17): 78), dan menyaksikan datangnya bulan
ramadan, yang oleh asy-Syari” dijadikan
sebagai sebab atas kewajiban menunaikan
puasa pada bulan ramadan (Q.S. al-Bagarah
(2): 185). Kedua,as-sabab liisbati milkin, yaitu
sebab untuk menetapkan hak milik,
melepaskan atau menghalalkannya, seperti
jual beli adalah untuk menetapkan
kepemilikan ~ dan  menghilangkannya,
memerdekakan  hamba  sahaya dan
mewakafkan harta benda untuk
menggugurkan kepemilikan, perkawinan
untuk menetapkan kehalalan hubungan
seksusal ~ suami-isteri,  talak  untuk

248]bid., h. 185.



menghilangkan kehalalan hubungan suami-
isteri, dan contoh lain yang semacamnya.2#

(f) Dilihat dari segi antara sebab dengan
musabbab, sebab dibedakan pada tiga
macam: Pertama, as-sabab asy-syar’iy, yaitu
sebab  yang  hubungannya  dengan
musabbab  dihasilkan hukum syar’iy,
seperti  tergelincir matahari dari titik
kulminasinya sebagai sebab wajibnya
mengerjakan Salat zuhur. Kedua, as-sabab
al-‘aqly, yaitu sebab yang hubungannya
dengan musabbab dihasilkan melalui nalar
manusia, seperti belajar sebagai penyebab
seseorang berilmu pengetahuan. Ketiga, as-
sabab  al-‘ady, yaitu sebab  yang
hubungannya dengan musabbab
didasarkan pada hukum adat atau local
wisdom, seperti tubuh merasa tidak sehat
karena diduga kuat ada penyakit.250.

b. Syarat
1) Definisi Syarat

Secara etimologi, syarat (asy-syart) artinya

melazimkan sesuatu (ilzam asy-syai’i), atau

tanda-tanda (al-‘alamah).2! Sedangkan secara

terminologi, syarat yaitu:

)/a// s Sor 7 - oS 2 - o P Sarw -
ok Yy ae \>)\> 5 035y o (gt 2y I rle
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Artinya: “Sesuatu yang tergantung padanya
keberadaan hukum syar’i dan ia berada

299 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘IIm Usdl, h. 117.

250 As-Sarakhsi, Us0l as-Sarakhsi, Juz ke 2, h. 304-312.

»1Wahbah az-Zuhaili, .Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 98. Abd Allah YUsuf
al-Judai’, Taisir ‘Ilm Us0l, h. 55.
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di luar hukum itu sendiri, yang
ketiadaannya hukum pun tidak ada” 252

Ulama usul al-figh  yang  lain
mengemukakan, syarat yaitu:

ol o Foo s 0 Srerr 08 ofo S S oo S@rr o @0l or
g—\ Cu\c i\,:u\c u.:s (’JL'J F’"ﬁ”} ;&.JG 09 g% 6:\\\‘/‘}{\
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Artinya: “Sesuatu yang kepadanya bergantung
adanya hukum, jika ia tidak ada, maka
hukum pun tidak ada, tetapi tidak berarti
jika hukum tidak ada, sesuatu itu pun
menjadi tidak ada pula” 253

Dua terminologi syarat tersebut di atas
secara substansial stresingnya adalah sama,
meskipun berbeda redaksionalnya, bahwa apa-
apa yang tergantung adanya hukum itu berarti
adanya syarat, dengan tidak adanya syarat,
berarti hakum pun tidak ada, dan syarat itu
sendiri posisinya berada di luar hukum. Sebagai
contoh, keberadaan wudu sebagai syarat sah
salat, apabila tidak ada wudu maka salat
dianggap tidak sah, meskipun tidak mesti
adanya wudu adanya salat. Contoh lain,
pasangan  suami  isteri  ketika  akan
melangsungkan pernikahan, mesti ada wali.
Izin wali dalam sebuah pernikahan itu menjadi
syarat sah akad nikah menurut mayoritas
ulama. Dasarnya, sebuah hadis sahih yang
diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Ibn Abbas,
Rasulullah Saw. bersabda:

252A1-Amidi, al-Thkam, h. 121.
3Muhammad AbU Zahrah, Usdl al-Figh, h. 59.



EERs SRR
Artinya: “Tidak (sah) pernikahan kecuali ada wali
dan disaksikan oleh dua orang saksi”.25*

2) Perbedaan Rukun dengan Syarat dan
Hubungannya dengan Sebab
Baik dalam masalah ibadah maupun
mu’amalah rukun (ar-rukn) dan syarat selalu
bergandengan yang terintgrasi Oleh sebab itu,
perlu dikemukakan perbedaannya. Rukun yaitu
sesuatu yang tergantung keberadaan hukum
padanya dan rukun itu sendiri sebagai
partikular dari substansi atau tujuannya. Seperti
ruk(’ salah satu rukun dalam salat, karena rukd’
itu sendiri sebagai partikular dari salat.
Demikian juga membaca al-fitthah di dalam
salat sebagai rukun, karena al-fatihah itu sendiri
sebagai partikular dari substansi (hakikat) salat.
Dalam masalah mu’amalah, seperti ijab dan
gab0l itu sebagai rukun dalam akad jual beli,
karena ijab dan qab0l keduanya sebagai
substansi dari akad jual beli. Sedangkan syarat
(asy-syart) yaitu sesuatu yang kepadanya
tergantung adanya hukum, tetapi ia posisinya
berada di luar dari substansi hukum tersebut.
Seperti wudl® merupakan syarat sah salat,
apabila seseorang yang akan mengerjakan salat
tidak berwudd’, maka salatnya dianggap tidak
sah, meskipun keberadaan wud0’ itu bukan
partikular dari substansi salat.25

254Ab0 ‘Isa Muhammad bin ‘Isd bin SOrah at-Tirmizi, Sunan at-
Tirmizi (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), Juz ke 2, h. 284.

B5Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 100. Zaki ad-Din
Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 243. “Abd Allah Y0suf al-Judai, Taisir ‘Ilm Usdl, h.
56.
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Berdasarkan wuraian rukun dan syarat
tersebut dapat ditegaskan persamaan dan
perbedaan keduanya. Dari segi persamaan
keduanya, vyaitu sama-sama menentukan
keberadaan dan keabsahan suatu hukum.
Sedangkan perbedaannya, keberadaan rukun
merupakan partikular dari hukum (juz'un min
al-hukm), sedangkan syarat bukan partikular
dari hukum (laisa juz’un min al-hukm) dan juga
posisinya di luar hukum (kharijun min al-hukm).

Di samping itu, terdapat pula hubungan
antara syarat dengan sebab (as-sabab). Syarat
merupakan penyempurna bagi sebab, apabila
ada sebab dan syarat tidak ada, maka hukum
tidak akan ada. Untuk itu, sebab mesti ada pada
hukum dan persyaratan terpenuhi, serta tidak
ada halangan yang dapat membatalkan
pemberlakuan hukum tersebut. Seperti dalam
masalah pidana, pembunuhan sebagai sebab
dikenakan hukuman gisis, jika persyaratannya
terpenuhi yaitu dilakukan dengan sengaja
direncanakan (al-‘amdu) dan rasa permusuhan
(al-‘udwan), dan dalam masalah hukum
keluarga, misalnya kesamaan agama (itihad ad-
din) itu menjadi syarat yang menyebabkan
pasangan suami isteri boleh dilangsungkan
pernikahan, atau karena faktor kekerabatan (al-
garabah) sebagai ahli waris maka bisa mewarisi
dari harta yang ditinggalkan orang yang
meninggal dunia (al-muwarris).

Dari hubungan antara sebab dengan syarat
di atas dapat dikemukakan persamaan
keduanya adalah, terletak pada keberadaan
hukum, adanya hukum itu memiliki
ketergantungan pada adanya sebab dan syarat,
berarti, jika sebab dan syarat itu tidak ada maka
hukum pun tidak akan ada. Sedangkan



perbedaannya, bahwa keberadaan sebab itu
mesti mengakibatkan adanya hukum, tetapi
keberadaan syarat tidak mesti mengakibatkan
adanya hukum.
3) Kategorisasi Syarat
Para ahli wusOl al-figh mengemukakan
kategorisasi syarat itu bisa dilihat dari berbagai
seginya, di antarnya Muhammad AbU Zahrah

(w. 1974 M) menegaskan sebagai berikut:

a) Dilihat dari segi kaitan sebab (as-sabab)
dengan musabbab (al- musabbab), syarat
dibedakan pada dua bentuk: Pertama,
syarat yang menjadi penyempurna sebab
(asy-syart al-mukammil li as-sabab). Misalnya,
ider tahun (al-haul) dalam kewajiban zakat
pada harta kekayaan yang telah mencapai
satu standar zakat (nisab). Nisab adalah
sebagai sebab bagi muzakky mengeluarkan
zakat, dan harta yang telah mencapai satu
nisab itu tidak bisa dikeluarkan zakatnya,
kecuali setelah mencapai haul. Dari sini
berarti haul sebagai penyempurna bagi
nisab. Kedua, syarat yang menjadi
penyempurna bagi musabbab (asy-syart al-
mukammil li al-musabbab). Misalnya dalam
masalah ibadah, bersuci (al-wudd’) dan
menutup aurat (satr al-‘aurah) adalah dua
syarat bagi penyempurna salat. Tidak
adanya dua syarat tersebut menyebabkan
tidak adanya hukum.2%

b) Dilihat dari segi perbuatan hukum, syarat
dibedakan pada dua macam: Pertama,
syarat yang ditetapkan oleh asy-Syari’
sebagai hubungan kausalitas dalam
ketetapan huklum syara” (asy-syart asy-

6Muhammad AbU Zahrah, Usdl al-Figh, h. 60.
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syar'iy). Term lain disebut dengan khitab
taklify. Seperti peaksanaan yang ada dalam
masalah ibadah (al-‘ibadat), mu’amalah (al-
‘ugdd  wa  at-tasarrufat),  pelaksanaan
hukuman (igamah al-hud0d), dan masalah
yang lainnya. Kedua, syarat yang
ditetapkan oleh mukallaf sebagai hubungan
kausalitas yang diakui oleh asy-Syari” yang
memiliki efek hukum syara’. Term lain
disebut dengan khitab wad’iy. Seperti
seorang suami yang mengaitkan penjatuhan
talak terhadap isterinya dengan suatu
syarat, dengan mengatakan kepada
isterinya  “jika kamu sering berbohong
kepadaku, maka talakmu jatuh satu”.
Menalak  isteri dikaitkan dengan
persyaratan seperti itu kontradiksi dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh
syara’.2’

Dilihat dari segi keterkaitan syarat ( asy-
syart) dengan yang dipersyaratkan (al-
masyrot), dalam konteks ini Ab0 Ishaq asy-
Syatibi (w. 790 H) membedakan pada tiga
macam: Pertama, syarat keterkaitannya
dengan yang disyaratkan didsarkan atas
hukum syara” (asy-syart asy-syar’iy). Seperti,
berwud0” untuk mengerjakan salat. Kedua,
syarat yang keterkaitannya dengan yang
disyaratkan didasarkan pada nalar manusia
(asy-syart al-‘agly). Seperti, meninggalkan
makan dan minum sebagai syarat untuk
sahnya salat. Ketiga, syarat yang
keterkaitannya dengan yang disyaratkan
didasarkan pada adat kebiasaan (‘adat, ‘urf

27Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 101. Zaki ad-Din
Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 244.



atau local wisdom). Seperti, mencuci kepala

untuk penyempurna mencuci muka.?8

¢. Mani’ (Penghalang)
1) Definisi Mani’

Secara etimologi, mani’ (al-mani’) artinya
penghalang  hukum. Sedangkan  secara
terminologi para ahli wus0Ol al-figh klasik
mengemukakan di antaranya Taj ad-Din as-
Subki (w. 771 H), mani” yaitu:

s0 s SurSer S
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Artinya: “Sifat yang keberadaannya jelas, dapat
diukur dan dapat dikenali yang dapat
membatalkan hukum” 25

Asy-Syaukani (w. 1250 H/1832 M)
mendefinisikan mani” dengan:
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Artinya: “Segala  sesuatu yang memastikan
adanya tidak ada hukum atau batal sebab
hukum?” 260

Di kalangan ulama us0l al-figh kontemporer,
Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1956 M)
mendefinisikan mani” yaitu:

8 Asy-Syatibi, al-Muwafagat,.Juz ke 1, h. 187-198.
259[bn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawami’, Juz ke 1, h. 98.
260As-Syaukani, Irsyad al-Fuhdl, h. 6.
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Artinya: “Segala sesuatu yang memastikan adanya
tidak ada hukum atau batal sebab
hukum, sekalipun menurut syara’ telah
terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya
tetapi  karena adanya mani’ yang
menceah berlakunya hukum atasnya” 261

Muhammad AbU Zahrah (w. 1974 M)
mendefinisikan mani’ yaitu:
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Artinya: “Suatu  ketentuan  syara’  yang
keberadaannya memastikan tidak ada
hukum kausalitas dari sebab, atau tidak
adanya akibat hukum” 262

Dari beberapa definisi mani” terebut di atas
dapat ditegaskan bahwa eksistensi mani” dalam
suatu peristiwa hukum syara’ menjadikan
hukum tidak terwujud. Jika mani” itu tidak ada,
maka hubungan kausalitas dari suatu hukum
menjadi ada dan berlaku. Mani" itu sendiri
dalam proses penetapan hukumnya haruslah
berdasarkan ketentuan syara’. Sebagai contoh,
apabila ada dalam sebuah perkawinan yang sah
atau karena kekerabatan (menjadi ahli waris),

261Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usdl, h. 120.
262Muhammad AbU Zahrah, Usdl al-Figh, h. 62.
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tetapi konsekuensi pewarisan terhalang pada
salah satu dari keduanya, atau disebabkan
karena beda agama antara pewaris dan ahli

waris.  Atau ada  ditemukan  karena
pembunuhan yang disengaja yang
mengandung permusuhan, tetapi keharusan
mengeksekusi hukuman gisasterhadap

pembunuhnya terhalang disebabkan pembunuh

adalah ayah dari korban yang terbunuh.

Kategorisasi Mani’

Mayoritas ulama wus0l al-figh (jumh0r al-
usuliyyin) telah mengemukakan kategorisasi
mani’ implikasinya pada hukum dan sebab,
dibedakan pada mani’ yang menghalangi
adanya hukum (mani” li al-hukm), dan mani’
yang menghalangi adanya hubungan kausalitas
sebab hukum (mani” li as-sabab)..

(@) Mani” li al-hukm, yaitu suatu kondisi yang
menghalangi terlaksananya suatu perintah,
atau tidak dilaksanakannya hukum yang
sudah ditetapkan oleh syara’. Seperti ahli
waris (al-waris) yang membunuh pewaris
(al-muwarris)  dilatarbelakangi ~ karena
permusuhan, maka disebabkan membunuh
menjadi menghalang bagi al-wari$ untuk
mewarisi harta benda yang ditinggalkan
pewaris, meskipun sebab hukumnya telah
diketahui  (karena  kekerabatan atau
perkawinan), rukun dan persyaratannya
terpenuhi. Hubungan ayah dengan anak (al-
abuwwah) menjadi penghalang dalam
masalah pelaksanaan hukuman qisas,
karena adanya anak disebabkan adanya
ayah. Karena itu, tidak sepatutnya
menuntut eksekusi hukuman gisasterhadap
ayah yang membunuh anaknya. Dengan
kata lain, tidak boleh disebabkan kematian
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anak itu menjadi sebab dibunuhnya ayah.
Hukum Islam telah menetapkan bahwa
setiap orang yang sudah mukallaf, laki-laki
atau perempuan wajib melaksanakan salat.
Tetapi, hukum juga telah menetapkan
bahwa menstruasi (al-haid) dan pasca
melahirkan (an-nifas) menjadi penghalang
bagi perempuan tersebut untuk
melaksanakan kewajiban salat, atau gqada’
as-salah yang ditinggalkan.

(b) Mani” i as-sabab, yaitu sesuatu yang
menghalangi hubungan kausalitas sebab
hukum. Seperti keberadaan hutang, apabila
seseorang memiliki  harta  kekayaan
mencapai standar zakat (nisab), maka wajib
dikeluarkan zakatnya. Tetapi, karena
mempunyai hutang sebanyak harta yang
dimilikinya, maka hutang tersebut menjadi
penghalang (mani’) wajibnya
mengeluarkan  zakat. Menjual orang
merdeka (bai” al-hurriyyah) seperti ummu al-
walad sebagai obyek jual beli itu dilarang
dan transaksinya tidak sah, karena al-
hurriyyah bukanlah al-ma’q0d ‘alaih. Menjual
itu menjadi sebab hukum berpindah milik,
dan membeli menjadi sebab boleh
menguasai dan memanfaatkannya.263

Berbeda dengan jumh0r al-usOliyyin,
ulama wusOlHanafiyyah mengklasifikasikan
mani’ pada lima macam: (1) Mani’ yang
menghalangi sahnya sebab, seperti menjual
orang merdeka yang telah disebutkan di
atas. Tidak sah menjual orang merdeka,

23] jhat, Zaki ad-Din Sya’ban, .Usdl al-Figh, h. 245-246. “Abd Allah
Y0suf al-Judai, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 60. Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Figh, Juz
ke 1, h. 103.
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karena ia bukanlah termasuk kategori harta.
(2) Mani” yang menghalangi sempurnanya
sebab terhadap orang yang melakukan
akad dan menghalangi sebab bagi yang
melakukannya. Seperti seseorang menjual
suatu barang kepada orang lain (sebagai
pembeli) tanpa sepengetahuan pemiliknya,
maka akad jual beli seperti itu tidak sah,
jika tidak dibenarkan oleh pemiliknya,
karena ada mani’ yaitu menjual barang yang
bukan  miliknya. (3) Mani® yang
menghalangi berlakunya hukum, seperti
khiyar syarat dari penjual. Khiyar itu menjadi
penghalang bagi pembeli untuk melakukan
kekuasaannya atas barang pembelian
dimaksud. (4) Mani" yang menghalangi
sempurnanya hukum, seperti keberadaan
khiyar ar-ru’yah dalam jual beli. Khiyar ini
tidak menghalangi untuk memiliki barang,
hanya saja milik itu belum sempurna
sebelum pembeli melihat barang yang
dibelinyua, meskipun sudah diterima. (5)
Mani” yang menghalangi kelaziman hukum,
seperti adanya cacat pada barang yang
dibeli (khiyar al-‘aib). Setelah terjadi akad
jual beli kemudian pembeli memeriksa
barang yang telah dibelinya. Jika barang
yang diperiksanya itu ternyata terdapat
cacat, maka pembeli berhak untuk
membatalkan pembelian dengan
mengembalikan barang kepada penjual
melalui lembaga penyelesaian kasus hukum
(al-gada’), atau atas kerelaan penjual
menerima barang tersebut.264

264Muhammad al-Khudari Bik, Usdl al-Figh, h. 63-64.
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d. Sah (as-Sihhah), Rusak (al-Fasad) dan Batal (al-

Butlan)

1) Sah (as-Sihhah). Secara etimologi, terkadang
diungkapkan dengan term as-sihhah, atau as-
sahih, sebagai lawan dari al-marid, yang artinya
sakit. Jika kata sah (sahha) ini dirangkaikan
dengan kata lain seperti
berarti maknanya sesuai dengan realitas.265
Sedangakan secara terminologi, para ahli us0l
al-figh masing-masing mendefinisikan dengan
redaksional yang berbeda, meskipun secara
substansial maksudnya adalah sama. Al-GaGzi
mengemukakan sah, yaitu:
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Artinya: “Sesuatu yang dipandang sah menurut
asy-Syari’  jika  sesuatu  tersebut
dikerjakan  sesuai  dengan  yang
diperintahkan” 266

‘Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1956 M)

mengemukakan sah yaitu:
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Artinya: “Segala perbuatan yang dituntut asy-
Syari’ dari orang-orang mukallaf dan

265A1-Kafi as-Subki, al-Ibhij, Juz ke 1, h. 67. Wahbah az-Zuhaili, Us0l
al-Figh, Juz ke 1, h. 103.

266Muhammad Sidgi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnd Ab0 al-
Haris al-Gazi, Kitab Kasyf as-Satir Syarh Gawamid Raudah an-Nazir (Bairut:
Mu’assasah ar-Risdlah, 1423 H/2002 M), Juz ke 1, Cet. Ke 1, h. 256.
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yang disyari’atkan kepada mereka yang
berupa sebab dan syarat, apabila telah
dilaksanakan oleh mukallafin maka oleh
asy-Syari’ disebut dengan sah, dan jika
tidak dilaksanakan sepenuhnya disebut
tidak sah (batal)” .267

Dari dua definisi tersebut di atas dapat
ditegaskan bahwa, jika perbuatan yang dituntut
oleh asy-Syari kepada mukallafin itu sudah
dinyatakan sah, berarti mereka telah dianggap
mengerjakan tuntutan tersebut dan terlepas dari
tanggung jawabnya serta tidak dikenakan
sanksi hukum (ta’ziran), baik di dunia maupun
di akhirat, dan bahkan di akhirat akan
mendapatkan ~ pahala.  Sebaliknya, jika
perbuatan yang dituntut tersebut dikerjakan
dengan tidak memenuhi rukun dan
persyaratannya, bahkan kontradiksi dengan
ketentuan hukum yang telah ditetapkan asy-
Syari, maka tuntutan dimaksud masih tetap
menjadi tanggung jawabnya, dan mukallaf
(pelakunya) dikenakan sanksi hukum, baik di
dunia maupun kelak di akhirat. Deskripsi
pemaknaan sah demikian ini oleh Muhammad
al-Khudari Bik (w. 1930 M) ditegaskan bahwa
lafaz  sah  (as-sihhah) itu sesungguhnya
mempunyai dua konotasi makna: Pertama,
melepaskan tanggung jawab dan
menggugurkan kewajiban di dunia (tarattub al-
maqsOd min al-fi'al ‘alaih fi ad-dunya). Kedua,
memperoleh konsekluensi pahala di akhirat
(tarattub asari al-‘amal ‘alaih fi al-akhirah).268 Dua
konotasi pemaknaan sah tersebut dalam

267 * Abd al-Wahhab Khallaf, .’Ilm Usdl, h. 125.
268Muhammad al-Khudari Bik, Usdl al-Figh, h. 72.
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aplikasinya berlaku baik dalam masalah ibadah
maupun mu’amalah.

Batal (al-butlan). Secara etimologi, batal
maknanya rusak dan gugur hukumnya.
Sedangkan secara terminologi, Mustafa Ahmad
az-Zarqa (w. 1357 H) mengemukakan, batal
yaitu:
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Artinya: “Tindakan hukum yang bersifat syar’i
terlepas  dari  sasarannya  menurut
pandangan syara’’ 269

Definisi batal tersebut menjelaskan bahwa
tindakan hukum yang bersifat syar’i tidak
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan
oleh syara’ sehingga apa yang dikehendaki oleh
ketetapan syara’ dari perbuatan tersebut tidak
terpenuhi rukun dan persyaratannya. Tegasnya,
jika salah satu rukun dan persyaratan dari suatu
perbuatan yang disyari’atkan tidak terpenuhi,
maka perbuatan tersebut dinyatakan batal,
sebagai kebalikan dari sah sebagaimana telah
dikemukakan di atas.

Dalam masalah ibadah, seperti seorang
mukallaf mengerjakan salat magrib, ia dikatakan
sah salatnya apabila semua rukun dan
persyaratannya dipenuhi, dan tidak ada
penghalang dalam mengerjakannya. Tetapi, jika
salah satu rukun dan persyaratan salatnya tidak
terpenuhi, atau ada penghalang sehingga
keabsahan salat tidak sempurna, maka
perbuatan salat tersebut dinyatakan batal.

29Mustafa Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-Figh al-‘Am, Juz ke 1, h.
651.



Dalam masalah mu’amalah, seperti akad
jual beli yang dilakukan oleh orang gila
(majnOn) atau anak kecil yang belum dewasa
(sabiyyu gair al-mumayyiz), karena keduanya
dipandang tidak cakap melakukan tindakan
hukum, maka akad jual beli yang dilakukannya
dipandang tidak sah dan batal.

3) Rusak (al-Fasad). Dalam konteks fikih, term fasad
atau fasid posisinya berada di antara sah dan
batal. Dimaksudkan dengan fasad secara
etimologi adalah rusak. Sedangkan secara
terminologi, fasad yaitu:

Je ;\é\ LB 2. @u\)u\ &b sl O
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Artinya: “Sesuatu yang rusak, yakni asy-Syari’
menganggap sesuatu perbuatan itu
rusak jika dikerjakan tidak sesuai dengan
apa yang disyari’atkan” 270

Definisi ~ ini  menunjukkan  bahwa
terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang
telah ditetapkan oleh asy-Syari” dan tidak ada
akibat hukum yang ditimbulkan dari ketetapan
itu. Dari sini terlihat jelas bahwa semua
perbuatan hukum yang telah dibebankan asy-
Syari” kepada mukallaf sudah pasti ditetapkan
pula rukun dan persyaratannya, dan mukallaf
mesti mengerjakannya sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan asy-Syari’. Jika tidak
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan-
Nya, berarti rusaklah perbuatan itu. Seperti,

270/ Abd Allah YOsuf al-Judai, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 62. Wahbah az-
Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 106.
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melakukan akad jual beli dengan harga yang
tidak diketahui atau disertai dengan syarat
yang rusak (bisyartin fasidin), maka rusaklah
akad jual belinya. Contoh lain, pelaksanaan
akad nikah tanpa disaksikan oleh dua orang
saksi, maka akad nikah itu menjadi fasid.

Di kalangan ulama wus0l al-figh terjadi
perdebatan mengenai term batal (al-butlin) dan
rusak (al-fasad). Persoalannya, apakah kedua
term itu sama esensinya atau berbeda. ? Jumhor
al-usOliyyin berpendapat bahwa mereka tidak
membedakan antara suatu sifat yang
menunjukkan batil dan fasid. Menurutnya,
kedua term itu dalam masalah ibadah esensinya
adalah sama, satu makna (bima'na wahid).
Apabila suatu perbuatan itu tidak memenuhi
rukun, syarat dan tidak ada sebabnya, atau ada
penghalang terhadap perbuatan tersebut, maka
perbuatan itu disebut batal dan rusak. Seperti
mengerjakan salat tanpa rukd” dan sujud, maka
salatnya disebut batal dan rusak, karena
keduanya termasuk rukun salat.

Sedangkan di kalangan wulama us0l
Hanafiyyah, mereka sepakat tidak membedakan
antara kedua sifat (batal dan rusak) itu dalam
masalah ibadah, tetapi mereka membedakan
keduanya  dalam  masalah  mu’amalah.
Menurutnya, bahwa suatu perbuatan dikatakan
batal, apabila kerusakan itu terjadi pada esensi
perbuatan, atau rukunnya. Misalnya, dalam
masalah akad jual beli yang dilakukan orang
gila. Asy-Syari’ tlah menetapkan bahwa akad
jual beli dan mentasarrufkan hartanya dianggap
tidak sah dan batal, karena orang gila
dipandang tidak cakap melakukan tindakan
hukum, Sedangkan rusak (fasid), yaitu suatu
tindakan hukum yang kembali kepada sifat-



sifat akadnya, bukan kepada rukun-rukunnya.
Seperti, akad pernikahan yang dilaksanakan
tanpa saksi (la nikah bigairi syuh0din), di mana
syuh0d dalam pernikahan itu sebagai salah satu
sifat atau syarat akad, bukan sebagai salah satu
rukun nikah. Apabila kerusakan itu tertuju
pada salah satu sifat, sedangkan hukum pokok
(al-asl) perbuatan itu disyari’atkan oleh asy-
Syari’, maka perbuatan itu menjadi rusak (fasid).

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan
usOliyyin antara mayoritas ulama wusdl (jumhor
al-usdliyyin) dengan ulama wus0l Hanafiyyah
tentang eksistensi al-butlan dan al-fasad di atas,
berawal dari kehendak dan implikasi lafaz nahy
(larangan) kepada salah satu sifat perbuatan.
Jumhdr al-usdliyyin berpendapat bahwa lafaz
nahy itu menghendaki hukum batal (al-batil)
atau rusak (al-fasid), baik lafaz nahy itu berkaitan
dengan esensi perbuatan maupun berkaitan
dengan salah satu sifat perbuatan. Sedangkan
ulama us0l Hanafiyyah berpendapat bahwa,
apabila nahy itu tartuju kepada esensi suatu
perbuatan, maka perbuatan itu dikatakan batil.
Tetapi, apabila nahy itu tertuju kepada sesuatu
yang berada di luar, seperti sifat perbuatan,
sementara perbuatan itu sendiri pada dasarnya
oleh asy-Syari’ telah disyari’atkan, maka
hukumnya menjadi fasid. Sebagai contoh dalam
masalah ibadah, larangan berpuasa pada hari
raya (‘id al-fitr dan ‘id al-adha) dan hari-hari
tasyrig. Pada asalnya, berpuasa itu dianjurkan
(al-mustahab), tetapi pada hari-hari tersebut
berpuasa dilarang, karena sifat dan bentuknya,
yaitu membuat bagi orang-orang yang berpuasa
jauh dari rahmat Allah. Dalam masalah
mu’amalah, larangan jual beli yang
mengandung unsur riba. Pada asalnya, jual beli
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itu disyari’atkan dan boleh hukumnya (al-

ibahah), tetapi karena ada sifat yang terlarang,

yaitu riba, maka hukumnya berubah menjadi

rusak dan tidk sah (fasid).2"1

e. ’Azimah dan Rukhsah

Bentuk lain dari kategorisasi hukum wad’i
adalah ‘azimah dan rukhsah. Us0Oliyyin terjadi
perbedaan pendapat dalam menempatkan posisi
‘azimah dan rukhsah sebagai bagian dari hukum
wad’i. Ulama us0l klasik di antaranya Fakhr ad-Din
ar-Razi (w. 606 H), dan Ibn al-Hajib (w. 646 H)
berpendapat bahwa ‘azimah dan rukhsah termasuk
obyek hukum, bukan kepada hukum. Menurut
mereka, suatu obyek hukum yang boleh
dilaksanakan oleh mukallafin,adakalanya berbentuk
‘azimah  dan adakalanya berbentuk rukhsah.272
Sedangkan AbU Hamid al-Gazali (w. 505 H), al-
Amidi (w. 631 H), dan AbU Ishaq asy-Syatibi (w.
790) mereka berpendapat bahwa ‘azimah dan
rukhsah termasuk hukum wadi, karena pada
prinsipnya seluruh hukum itu bersifat ‘azimah, dan
status ini tidak berubah menjadi rukhsah kecuali ada
penyebabnya. Penyebab itu menurut mereka, ada
suatu kondisi yang sangat delematis (ad-dar0rah)
untuk membolehkan sesuatu yang dilarang (ad-
darrah tubih al-mahz0rat), atau kondisi lain yang
menyebabkan adanya dispensasi dalam
meninggalkan yang wajib (as-safar fi syahr ramadan),
atau untuk menghilangkan kesulitan (‘adam
perintahkan al-haraj) bagi umat manusia. Oleh karena
demikian, status ‘azimah dan rukhsah termasuk
hukum wad’i.273

271Tbn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawami’, Juz ke 1, h. 106. Wahbah az-
Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 107.

272Fakhr ad-Din ar-Razi, al-Mahsdl, J1d. ke 1, h. 28.

23 Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 98. Al-Amidi, al-Thkam, h. 91. Asy-Syatibi,
al-Muwafagat, Juz ke 1, h. 209-211.
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1)

‘Azimah
(a) Definisi ‘Azimah

Secara  etimologi, ‘azimah  maknanya
kehendak atau tekad yang kuat (al-iradah al-
mu’akkadah atau qasdun mu’akkadun) dalam
mengerjakan sesuatu yang diperintahkannya.
Makna seperti ini ditemukan dalam beberapa
teks al-Qur’an, di antaranya Q.S. Ali Imran (3):
159:

C_ o <. 5 _ P
A J i a5t 55

Artinya: “Kemudian,  apabila  kamu  telah
membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah”.

Q.S. Taha (20): 115:

Gie o8 3g 05 88 5 e 30 1) Blee 3455
Artinya: “Dan  sesungguhnya  telah — Kami
perintahkan kepada Adam dahulu, maka

ia lupa (akan perintah itu), dan tidak

Kami dapati padanya kemauan yang

kuat”.

Secara terminologi, usUliyyin
mendefinisikan ‘azimah dengan beragam
redaksional, sekalipun substansinya sama, di
antaranya as-Sarakhsi (w. 490 H), al-Amidi (w.
631 H), Taj ad-Din as-Subki (w. 771 H), ‘azimah
yaitu:

) L gy 2 ale g 211 GBI
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Artinya: “Hukum-hukum yang telah
disyari’atkan  Allah  kepada  seluruh
hamba-Nya sejak semula” .27+

Definisi lain, “Abd al-Wahhab Khallaf (w
1956 M) mengemukakan, ‘azimah adalah:

Jle ey g Cté,y\ e AT é}u
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Artinya: “Suatu hukum yang disyari’atkan Allah
sejak semula yang bersifat umum yang
tidak ditentukan pada suatu kondisi atau
kasus tertentu dan tidak pula berlaku
hanya  kepada  orang  mukallaf
tertentu” 275

Dari dua terminologi ‘azimah tersebut
dapat dipahami bahwa hukum-hukum itu
disyari’atkan oleh asy-Syari’ diperuntukkan
untuk seluruh hamba-Nya (mukallafin) sejak
semula, di mana saja mereka berdomisili, dalam
situasi dan kondisi apa pun, tanpa kecuali. Jadi,
sejak semula hukum ‘azimah itu disyari’atkan,
maka seluruh umat manusia (mukallafin) wajib
mengikuti dan mengerjakannya. Seperti salat
lima waktu, puasa ramadan, membayar zakat,
ibadah haji ke Baitullah, dan seluruh syi’ar
Islam yang berupa perintah dan larangan (b
imtisal al-awamir wa ijtinab an-nawahs).

(b) Klasifikasi Hukum ‘Azimah

274As-Sarakhsi, Usdl as-Sarakhsi, Juz ke 1, h. 117. Al-Amidi, al-Ihkam,
h. 122. Ibn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawami’, Juz ke 1, op.cit., h. 123.
275 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘IIm Usdl, h. 121.
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Usdliyyin dalam konteks penetapan hukum
(istinbat al-ahkam) ‘azimah, mereka
mengklasifikannya pada empat macam, seperti
dikemukakan oleh Muhammad Salam Mazkor:
Pertama, hukum vyang disyari’atkan sejak
semula untuk kemaslahatan seluruh umat
manusia, seperti ibadah, mu’amalah, jindyah,
dan semua hukum yang bertujuan untuk
mencapai kebahagiaan umat manusia di dunia
dan kelak di akhirat. Kedua, hukuu yang
disyari’atkan karena adanya sesuatu sebab yang
terjadi, seperti hukum mencaci maki berhala (al-
asnam), atau sesembahan agama lain. Ketiga,
hukum vyang disyari’atkan sebagai pembatal
(nasikh)  terhadap  hukum  sebelumnya
(mansukh). Praktik hukum nasikh-mansOkh ini
seperti terjadi mengenai perubahan menghadap
kiblat, dari masjid al-aqsa ke masjid al-haram
(QS. al-Bagarah  (2): 144). Keempat,
pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku
umum, seperti larangan mengawini wanita-
wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya
yang dimiliki (Q.S. an-Nisa’ (4): 24).276

2) Rukhsah
(@) Definisi Rukhsah

Secara etimologi, rukhsah  (ar-rukhsah)
diartikan dengan penyebutan term at-taisir wa
at-tashil,al-yusr wa as-suh0lah, atau diartikan
dengan at-takhfif, yang substansi artinya sama,
yaitu kemudahan, kelonggaran, kelapangan,
kemurahan, atau keringanan (dispensasi).2””
Sedangkan secara terminologi, rukhsah yaitu:

276Muhammad Salam Mazkdr, al-Ijtihad fi at-Tasyri’ al-Islami (Mesir:
Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984), h. 116.

277Ab0 Luis Ma'lof, al-Munjid fi al-I'lam, h. 254. Zaki ad-Din Sya’ban,
Usdl al-Figh, h. 225. Wahbah az-Zubhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 110.
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Artinya: “Hukum yang ditetapkan  berbeda
dengan dalil, karena adanya uzur”.278

Terminologi lain, Khallaf (w. 1956 M)
mengemukakan, ‘azimah yaitu:
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Artinya: “Hukum yang telah disyari’atkan Allah
untuk memberikan kemudahan kepada
mukallaf pada keadaan tertentu yang
menyebabkan  adanya  keringanan
(dispensasi” .27

Dua terminologi rukhsah tersebut di atas
menunjukkan ~ bahwa  hukum  rukhsah
dikecualikan dari hukum ‘azimah pada
umumnya, yaitu berlaku apabila ada dalil yang
menunjukkan  dan  ada uzur  yang
menyebabkannya. Dengan kata lain, mukallafin
memberlakukan tata aturan tambahan karena
adanya hal-hal yang memberatkan yang
dianggap sebagai pengecualian dari ketetapan
hukum pokok (‘azimah). Misalnya, menjamak
dua salat (zuhur dan ‘asar) karena safar dan
hujan lebat, mengkonsumsi bangkai bagi orang
yang sangat membutuhkan (li al-mudtarri).
Kebolehan mengkonsumsi bangkai itu keluar
dari hukum pokok (‘azimah) yang melarangnya,
tetapi, karena ada sebab (uzur) kondisi yang

78 Al-Kafi as-Subki, al-Ibhaj, h. 81.
279’ Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usdl, h. 121.



menghendakinya, maka dibolehkan dengan
ketentuan sesuai dengan kadar yang diperlukan
(bigadr al-hajah).

(b) Sebab-Sebab Rukhsah

Sebab-sebab rukhsah dalam hukum syara’
paling tidak ada tujuh macam: Pertama,
lemahnya manusia (sabab al-khalg), hal ini
menyebabkan gugurnya taklif, seperti anak
kecil, orang gila, dan ringannya taklif pada hak
perempuan, maka mereka tidak wajib salat
jum’at, salat berjama’ah, dan berjihad. Kedua,
sakit (al-marad), disebabkan sakit maka di siang
hari bulan ramadan, boleh berbuka puasa, salat
dengan duduk, atau berbaring hingga ia
sembuh sebagaimana semula. Ketiga, bepergian
jauh (as-safar), disebabkan safar maka di siang
hari bulan ramadan, boleh berbuka puasa,
mengkosar salat bangsa empat, menggugurkan
salat jum’at, dan menambah masa mengusap
(mengelap) kaos kaki (al-khuffain). Keempat,
lalai  (an-nisyan), disebabkan lalai maka
gugurlah dosa dan pembalasan di akhirat, dan
sah berpuasa bagi bagi mereka yang makan dan
minum karena lalai. Kelima, bodoh (al-jahl),
disebabkan bodoh maka gugurlah sanksi
apabila ia terbatas pengetahuan yang
dikuasainya, sebagaimana ada disebabkan
menolak barang yang telah dibelinya karena
ada cacat dan pembeli tidak mengetahui di saat
membeli, demikian juga ada disebabkan uzur
sehingga terjadi kesalahan berijtihad, karea
seorang mujtahid dalam menetapkan hukum
didasarkan pada dugaan kuat. Keenam,
terpaksa (al-ikrah), disebabkan kondisi terpaksa
maka seseorang boleh mengkonsumsi makanan
dan minuman yang dilarang  untuk
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menghilangkan rasa sakit yang tidak
diinginkan. Ketujuh, bencana besar (‘umom al-
balwa), disebabkan bencana, maka boleh dan
diperintahkan untuk menghilangkan kesulitan
yang dihadapinya, seperti pakaian yang
dipakainya terkena air najis, orang yang terkena
percikan air kencing, kemungkinan orang yang
menipu  dalam  jual beli dan yang
semacamnya.280

(c) Macam-Macam Rukhsah

Di kalangan usoliyyin, mereka
mengklasifikasikan ~macam-macam  rukhsah,
baik  Syafi'iyyah  dan  Hanabilah ~maupun
Hanafiyyah adalah sama-sama kepada empat
macam, hanya mereka berbeda dalam term
yang digunakannya.

Ulama us0l Hanafiyyah mengklasifikasikan
kepada empat macam: (1) Rukhsah ibahah al-fi'al
al-muharran ‘ind ad-dar0rah wa al-hajah, yaitu
kebolehan melakukan tindakan haram karena
kondisi darUrat dan hajat. Seperti mengatakan
kata kufur (al-kufr) ketika dipaksa dan diancam
dibunuh, atau dipotong salah satu anggota
tubuhnya, sebagai suatu rukhsah tindakan itu
dilakukan sehingga hati tetap tenang dengan
imannya. Dasarnya Q.S. an-Nahl (16): 106,
“kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya
tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)”.
Contoh lain, berbuka di siang hari bulan puasa
ramadan karena kondisi terpaksa (al-ikrah),
membunuh jiwa yang diharamkan (Q.S. al-
An’am (6): 151), “dan janganlah kamu membunuh
jiwa yang diharamkan Allah  (membunuhnya)
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. (2)
Rukhsah ibahah tarki al-wajib, yaitu kebolehan

280Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 64.



meninggalkan kewajiban, karena ada kesulitan
(masyaqqah) yang memberatkan mukallaf jika
melaksanakannya, seperti berbuka puasa
ramadan bagi musafir dan orang sakit, dasarnya
Q.S. al-Baqarah (2): 185, “dan barang siapa sakit
atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib
baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan
itu pad hari yang lain”. (3) Rukhsah ibahah al-"uqod
wa at-tasarrufat, yaitu dispensasi bolehnya
melakukan akad jual beli yang asalnya
diharamkan, seperti jual beli salam dan yang
semacamnya, karena saat berlangsung akad jual
beli ini obyeknya tidak ada, untuk itu termasuk
jual beli yang batil (bai” al-ma’ddm batil). Akan
tetapi asy-Syari’ membolehkannya karena
banyak dibutuhkan oleh masyarakat. (4)
Rukhsah  rafi  al-ahkam  asy-syaqqah, yaitu
dispensasi menghilangkan hukum-hukum yang
mencelakakan = (memberatkan) yang telah
disyari’atkan asy-Syari’ dengan tujuan untuk
meringankan umat Islam, seperti dibolehkan
mengkonsumsi ~ makanan  bangkai  dan
minuman  beralkohol  (al-khamr)  ketika
kelaparan dan kehausan yang mengancam
keselamatan jiwa. Dasarnya Q.S. al-Maidah (5):
3, “... tetapi barang siapa terpaksa karena lapar
bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungquh
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 281
Sedangkan ulama wus0l Syafiiyyah dan
Hanabilahi  mengklasifikan  rukhsah  yang
ditetapkan berbeda dengan dalil disebabkan
adanya wuzur, berlaku dalam empat bentuk
hukum syara’, yaitu dispensasi (rukhsah) yang
bersifat wajib (wajibah), sunnah (manddbah),

281Wahbah az-Zubhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h.112-114. Zaki ad-Din
Sya’ban, .Us0l al-Figh, h. 225-228.
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larangan tidak tegas (makrUhah), dan yang
dibolehkan (mubahah).282Pertama, dispensasi
yang bersifat wajib (wajibah), seperti memakan
bangkai bagi orang dalam kondisi sangat
kelaparan (li al-mudtar), maka orang tersebut
wajib memakan bangkai itu karena ada uzur,
yaitu  untuk  memelihara  kelangsungan
hidupnya (hifz al-hayah). Dasarnya Q.S. al-
Bagarah (2): 195, “dan janganlah  kamu
menjatuhkan  dirimu  sendiri ke  dalam
kebinasaan” Kedua, dispensasi yang bersifat
sunnah (mand0bah), seperti meng-qasrsalat bagi
musafir, apabila jarak perjalanannya sampai tiga
hari atau lebih. Dasarnya, Q.S. an-Nisa” (4): 101,
“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka
tidaklah mengapa kamu meng-qasr salatmu, jika
kamu  takut  diserang  orang-orang  kafir.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh
yang nyata bagimu”. Berdasarkan ayat ini
menunjukkan sebagai dispensasi pengecualian
ketetapan hukum umum (rukhsah al-istisna’),
karena ada kesulitan (al-masyagqah) untuk
melaksanakan  ketentuan  hukum  umum
tersebut. Karena itu, bagi musafir diperbolehkan
(manzObah) untuk meng-gasarsalatnya, dari 4
reka’at menjadi 2 reka’at, yang dalam
pelaksanaannya bisa secara jama’ tagdim, dan
jama’ ta’khir Ketiga, dispensasi yang bersifat
boleh (mubahah), seperti jual beli salam, al-‘araya,
al-ijarah, al-musigat, dan yang semacamnya
dengan akad jual beli tersebut. Akad seperti itu
merupakan  rukhsah  dengan tidak ada
perdebatan di kalangan ulama, maka
dibolehkan, karena sudah mentradisi dan
sangat diperlukan oleh masyarakat umum.

22Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 111.



Keempat, dispensasi yang bersifat larangan
tidak tegas (makrOhah), seperti seorang musafir
berbuka yang tidak ada unsur mudarat dalam
berpuasa. Tindakan musafir berbuka puasa
tersebut secara hukum, tetap sebagai rukhsah,
dasarnya Q.S. al-Baqgarah (2): 184, “Dan berpuasa
itu lebih baik bagimu”. Maka puasa yang
diperintahkan dalam cuplikan ayat tersebut
merupakan perintah yang tidak tegas (gair
jazim) dan karenanya termasuk larangan yang
tidak jelas (gair sarih) pula. Tegasnya,
pengklasifikasin rukhsah yang ditetapkan oleh
Syafi'iyyah dan Hanabilah di atas titik tekannya
pada adanya uzur atas kebolehannya.

(d) Tingkatan Berpegang pada Rukhsah
Berpegang pada hukum rukhsah yang
ditetapkan syara’ dapat dibedakan pada empat
tingkatan (darajat): Pertama, Memilih antara
rukhsah dan meninggalkannya. Misalnya, bagi
orang yang sedang mengadakan perjalan jauh
(musafir) dihadapkan pada dua kondisi, puasa
dan berbuka di siang hari bulan ramaddn.
Dalam kondisi seperti ini mukallaf boleh
memilih salah satunya, terus berpuasa atau
berbuka. Dasar hukumnya, Hamzah bin ‘Amr
al-Aslamy pernah bertanya kepada Nabi saw.:
Ya Rasulullah, apakah aku berpuasa dalam
perjalanan, sedangkan banyak orang yang
mengerjakan puasa. ? Kemudian beliau
bersabda: Jika kamu mau maka berpuasalah,
tetapi, jika kamu tidak mau maka berbukalah
(HR. Muttafaq ‘alaih). Kedua, berpegang pada
rukhsah itu lebih utama. Misalnya, musafir boleh
meng-qasr salat yang empat reka’at menjadi dua
reka’at, karena hukum rukhsah ini diamalkan
oleh Nabi saw. dan menjadi pegangan bagi
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semua musafir. Dus demikian, berpegang pada
rukhsah ketika dalam kondisi musafir itu lebih
utama. Dalam konteks ini, jumhdr al-‘ulam@’
berpendapat bahwa meng-gasr salat dalam
kondisi bepergian hanyalah sunnah. Berbeda
dengan pendapat ulama yang mewajibkan
rukhsah di saat kondisi bepergian. Karena hal itu
sebagai dispensasi Allah yang mesti dilakukan.
Ketiga, meninggalkan rukhsah itu lebih utama.
Misalnya, dalam kondisi tertentu seorang
dipaksa untuk mengucapkan kata kafir (al-kufr)
dengan lisannya. Orang tersebut boleh
mengucapkan kata kafir jika sampai pada
ancaman akan dibunuh, sekalipun dalam
hatinya tetap teguh dalam keimanannya,
demikian itu lebih baik diucapkan, sehingga
selamat dari ancaman itu. Keempat, wajib
berpegang pada rukhsah. Misalnya,
mengkonsumsi bangkai dalam kondisi mudarat
dengan tujuan untuk menolak kerusakan
dirinya. Dalam kondisi normal bangkai itu
diharamkan, tetapi, jika ada seseorang
dihadapkan dengan kondisi sangat
memerlukan (ad-dar0rah) untuk menyelamatkan
jiwa bagi kehidupannya, maka mengkonsumsi
bangkai dibolehkan. Kemudian, jika seseorang
dihadapkan pada dua kemudaratan yang besar,
maka hilangkanlah kumudaratan yang lebih
besar dengan berpegang pada kemudaratan
yang kecil. Dasar hukumnya Q.S. an-Nisa@’ (4):
29: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” .28

Dalam konteks ini, ternyata Allah menyukai
kepada orang-orang vyang mendatangkan

283 Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Us0l, h. 66-67.



(berpegang) pada rukhsah, tetapi Allah tidak
menyukai orang yang melakukan maksiat.

C. Al-Hakim (Pencipta Hukum)

Secara etimologi, al-Hakim, yaitu dikonotasikan pada
dua makna: a) Pembuat, yang menetapkan, memunculkan
dan sumber hukum. b) yang menemukan, menjelaskan,
memperkenalkan, = dan  menyingkapkan  hukum.28
Sedangkan secara terminologi, al-H@kim yaitu Allah ‘Azza
wa Jalla yang membuat hukum faklifi yang lima, adalah
wajib (al-ijab), haram (at-tahrim), sunnah (an-nadb), makruh
(al-kar@hah), dan mubah (al-ibGhah).?8> Dari pengertian secara
etimologi dan terminologi tersebut dapat dipahami dan
ditegaskan bahwa al-Hakim adalah Allah SWT., Dia-lah
pembuat hukum, menjadi sumber hukum, dan yang
menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum
taklifi maupun hukum wad’i. Jadi, pada hakikatnya al-Hakin
adalah Allah sebagai sumber hukum. Sedangkan eksistensi
para rasul, mereka hanya menyampaikan hukum-hukum
yang diterima dari Allah, bukan menetapkan hukum sejak
semula. Sementara para imam mujtahid posisinya adalah
yang menyingkapkan hukum-hukum Allah, tidak sebagai
pengkonstruk  hukum dari awal, sehingga mereka
dinamakan pakar hukum, atau sering dinisbatkan kepada
mereka sebagai orang-orang yang memutuskan perkara
hukum.28¢6

Pola pemahaman demikian itu pada akhirnya para ahli
metodologi hukum Islam sepakat bahwa satu-satunya
sumber hukum yang wajib diikuti dan dita’ati oleh semua
umat manusia adalah Allah SWT., karena Dia pembuat
hukum, yang menetapkan, dan yang memperkenalkan
hukum-hukum-Nya. Kemudian wusOliyyin merumuskan
suatu norma hukum bahwa “tidak ada hukum kecuali yang
bersumber dari Allah (1a hukma illa lillah)”. Norma hukum

284Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus, h.76.
285Qutb Mustaf@ San0, Mu jam Mustalahat Usdl, h. 164.
286’ Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Us0l, h. 71.
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ini oleh mereka dirumuskan dengan didasarkan pada
sejumlah teks-teks al-Qur’dn, di antaranya:
Q.S. al-An’am (6): 57:

kil A5 d;\ 25 & \5.,5;1’ o

Artinya: “Menetapkan  hukum itu hanyalah  Allah, Dia
menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi
keputusan yang paling baik”.

Q.S. ar-Ra’ad (13): 41

?
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Artinya: “Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-
Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya,
dan Dia-lah Yang Maha cepat hisab-Nya”.

Q.S. asy-Syura (42): 10:

&TJ\'&;& ‘L5WL)'° VMJ;;\ 5

Artinya: “Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka
putusannya (terserah) kepada Allah”.

Q.. an-Nis@’ (4): 105:

J5 001 abl W L o5 cemsd) 3T sl ol Wl §)

Artinya: “Sesungquhnya Kami telah menurunkan Kitab
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu
mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah
wahyukan kepadamu”.



Q.S. al-Maidah (5): 44:

4 5.,’ s - Eozf 32 7 /,.;"/ s 7 75 -
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Artinya: “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa
yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah
orang-orang kafir”.

Q.S. al-Maidah (5): 45:

- T2 . - Eo .- @ €
OB b L T G, 2 s

Artinya: “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa
yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah
orang-orang z@lim”.

Q.S. al-Maidah (5): 48:

BTG, s 22

Artinya: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang
Allah turunkan”.

Q.S. al-Maidah (5): 49:

5T J}E\L s‘é”T o

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara
mereka menurut apa yang diturunkan Allah”.

Q.S. an-Nisa” (4): 59:

-
w
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Artinya: “Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah dan rasul, jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kiamat”.

Q.S. an-Nis@’ (4): 65:

ijz_g:y;,;ﬁw””w 5 3,82 05 @;;yw/*m
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Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak
beriman hingga mereka menjadikan kamu dalam
perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka
tidak merasa keberatan dalam hati terhadap putusan
yang telah kamu berikan dan mereka menerima dengan
sepenuhnya”.

Bertolak dari uraian pembahasan al-Hakim di atas, pada
substansinya menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum
yang diproduk Allah diperuntukkan bagi manusia
(mukallafin) untuk dipedomani, disampaikan oleh para rasul
kepada umatnya, dan digali dari teks-teks al-Qur’an sebagai
wahyu Allah untuk diketahui secara jelas dan gamblang
oleh para imam mujtahid, karena aturan-aturan hukum
Allah tersebut ada yang difirmankan (disampaikan) dengan
jelas, tidak jelas, tersembunyi di balik teks, dan bahkan
didiamkan oleh Allah (al-mask0t ‘anhu). Dari sini kemudian
muncul di kalangan para failosof dan teologi Islam
(mutakallimin) termasuk di dalamnya para ahli metodologi
hukum Islam (usOliyyin) mempertanyakan posisi dan
kedudukan al-H@kim sebelum dan sesudah para rasul (Nabi
Muhammad) diutus untuk menyampakikan risalah
dakwahnya kepada umat manusia. Dalam menanggapi
persoalan ini terjadi perbedaan pendapat, sebagai berikut:

Persoalan pertama, tentang posisi dan kedudukan al-
Hakim sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul.
Fokus masalahnya adalah siapakah yang menjadi hakim



untuk menemukan, memperkenalkan, dan menjelaskan
hukum.? . Dalam konteks ini terdapat tiga pendapat ulama
teologi Islam yang dikemukakan oleh para ahli metodologi
hukum Islam (usdliyyin):

Pertama,di kalangan Mazhab AsyQ’irah (pengikut AbO
Hasan al-Asy’ari, w. 224 H) berpendapat, bahwa sebelum
Nabi Muhammad diutus menjadi rasul tidak ada hakim dan
juga tidak ada hukum syara’. Akal manusia dalam kondisi
seperti itu tidak akan mampu menemukan dan mngetahui
hukum-hukum Allah dan menilai perilaku perbuatan
mukallaf baik dan buruk. Akal hanya mampu menetapkan
baik dan buruk dengan perantaraan wahyu Allah (al-
Qur’an) dan rasul. Pendapat mereka ini didasarkan pada
Q.S. al-Isr@” (17): 15:

&,:; EXS ) ”’é;wwwuj

Artinya: “Kami tidak akan mengaZab seseorang sebelum Kami
mengutus rasul”.

Firman Allah ini dapat dipahami dan ditegaskan bahwa
ternyata Allah-lah yang menjadi hakim, Dia tidak
melakukan perhitungan perbuatan seseorang kecuali
setelah diutus seorang rasul yang membawa risalah untuk
menyampaikan ketetapan hukum-hukum-Nya. Di samping
itu, Allah hanya akan meminta pertanggungjawaban dan
perhitungan segala apa yang diperbuat manusia setelah
diutus rasul-Nya, sehingga tidak ada alasan untuk
membantah ketetapan hukum-hukum-Nya. Q.S. an-Nis@’
(4): 165, Allah berfirman:

Z}LJT/’/&;D&\&waPMJ)M) E/ i}u—«

Artinya: “Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk
membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul”.
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Kedua, di kalangan MaZhab Mu'tazilah (pengikut Wasil
bin ‘Atd’, w. 131 H dan ‘Amr bin ‘Ubaid, w. 144 H)
berpendapat, bahwa yang menjadi hakim saat itu adalah
Allah. Akan tetapi, akal manusia sudah mampu untuk
menentukan hukum-hukum Allah dan menjelaskannya.
Akal juga mampu mengetahui perbuatan hukum yang baik
dan tidak baik, yang oleh ahli ustl al-figh disebut dengan
at-tahsin wa at-tagbih tanpa melalui perantaraan wahyu
Allah (al-Qur’an) dan rasul-Nya. Menurutnya, sesuatu itu
dikatakan baik (at-tahsin) dan tidak baik (at-tagbih) itu
terletak pada esensinya. Karena itu, baik dan tidak baik
dapat dicapai dan ditetapkan melalui akal. Bahkan menurut
pemahaman dan interpretasi mereka terhadap Q.S. al-Isr@’
(17): 15 yang dijadikan argumentasi MaZhab Asy@’irah di
atas, bahwa kata “rastUlan” itu maksudnya akal. Untuk itu,
maksud ayat 15 tersebut adalah “Kami tidak akan mengaZab
seseorang sampai Kami berikan akal kepadanya”.

Ketiga, di kalangan Mazhab Maturidiyyah (pengikut Ab0
Mansor Muhammad al-Maturidi Samanqgan, w. 332 H)
berpendapat, bahwa mereka menengahi kedua pendapat di
atas. Di satu sisi mereka sependapat dengan Mutazilah yang
mengatakan bahwa manusia dengan akalnya dapat
mengetahui perbuatan hukum yang baik dan tidak baik,
tetapi tidak sependapat (menolak) dengan Mu tazilah dalam
hal manusia diperintahkan melakukan perbuatan baik dan
konsekuensinya akan mendapatkan pahala, dan dilarang
melakukan perbuatan yang tidak baik yang konsekuensinya
mendapatkan dosa, sebelum turun wahyu (al-Qur’dn) dan
diutus rasul. Di sisi lain, mereka sependapat dengan MaZhab
Asy@’irah  yang mengatakan, sekalipun akal dapat
mengetahui dan menentukan perbuatan hukum yang baik
dan tidak baik dengan segala konsekuensinya, tetapi
seseorang tidak berkewajiban untuk melakukannya,
sebelum datang wahyu Allah (al-Qur’dn) dan diutus rasul.
Dan akal tidak bisa beridiri sendiri dalam menilai suatu
perilaku dan perbuatan baik dan tidak baik manusia,



sejatinya mesti didasarkan pada nusOs al-mugaddasah wa
sunnah al-mutawatirah.?s?

Dalam hal peran akal dapat mengetahui perbuatan baik
dan tidak baik meskipun tidak ada wahyu dan rasul belum
diutus, sebagaimana pendapat Mazhab Mu’tazilah di atas,
muncul pandangan dari kalangan ahli metodologi hukum
Islam yang mempertanyakan, bolehkan akal?®® menjadi
sumber hukum.? Dalam hal ini terdapat perbedaan
pendapat. Mayoritas ahli us0l al-figh dari kalangan ahl as-
sunnah wa al-jam@’ah berpendapat bahwa akal tidak bisa
berdiri sendiri (independen) sebagai dalil (sumber) hukum,
tetapi memerlukan kepada dukungan syara’ (inna al-‘agl la
yastaqillu binafsih bal huwa muht@jun il@ asy-syar’). Akal
sangat berperan penting dalam penggalian hukum terhadap
nas-nas syara’, dan penetapan kaidah-kaidah umum dalam
penggalian hukum itu sendiri, bukan sebagai penentu
hukum.?? Sedangkan menurut Syi’ah Im@miyyah bahwa akal
merupakan sumber hukum keempat setelah al-Kitab, as-
sunnah, dan al-ijma’.2%

Permasalahan kedua, eksistensi al-Hakim sesudah Nabi
Muhammad SAW. diangkat sebagai rasul. Usdliyyin sepakat
berpendapat bahwa al-Hakim adalah syari‘ah yang
diturunkan asy-Syari” kemudian di bawa oleh Rasulullah
SAW. Apa-apa yang dihalalkan asy-Syari” hukumnya halal,

27Lihat, asy-Syaukdni, Irsyad al-Fuh0l, h. 6-8. Wahbah az-Zubhaili,
Usdl al-Figh,Juz ke 1, h. 118-119. Muhammad al-Khudari Bik, Usdl al-Figh,
h. 21-22. “Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Us0l, h. 97-99. Muhammad AbU
Zahrah, Us0l al-Figh, h. 70-74.

B8Terdapat term yang beragam dalam beberapa literatur usdl al-figh,
dalam penyebutan kata akal (al-‘agl), ar-ra’y, al-ijtihad, dan al-giyas.
Makna term-term itu secara substantif adalah sama, bersifat mutaradifat.

29Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaijani, Ma’alim Us0l al-Figh
‘Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jam@’ah (Riyad: Dar ibn aj-Jauziyyah li an-Nasyr
wa at-Tauzi’, 1416 H/1996 M), h. 100.

20Muhammad Jawad Mugniyah, ‘Ilm Usdl al-Figh fi Saubih al-Jadid
(Bairut: Dar al-Tlm al-Muldyin, 1975), Cet. Ke 1, h. 374-375. Muhammad
AbU Zahrah, Usdl al-Figh, h. 69-70. Asmuni Abdurrahman, Usdl al-Figh
Syi’ah Imamiyyah, h. 14.
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dan apa-apa yang diharamkan-Nya hukumnya haram. Apa-
apa yang dihalalkan asy-Syari” disebut baik (at-tahsin), di
dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia. Apa-apa
yang diharamkan-Nya disebut tidak baik (at-tagbih), di
dalamnya terdapat kemudaratan atau kemafsadatan bagi
manusia.?!

D. Mahkom Fih (Obyek Hukum)

1.

Pengertian MahkOm Fih

Sebagian ulama us0l al-figh lain menggunakan term
mahkOm bih untuk menunjuk pengertian obyek hukum
(al-fi'al al-mukallaf). Pada prinsipnya baik menggunakan
term mahkOm fih atau mahkOm ‘alaih adalah maknanya
sama, yaitu perbuatan orang mukallaf yang berkaitan
dengan khit@b asy-Syari’, baik yang bersifat tuntutan
untuk mengerjakan (talb al-fi’al) atau meninggalkan (talb
at-tarki), bersifat pilihan untuk mengerjakan atau tidak
mengerjakan (at-takhyir) maupun sesuatu yang menjadi
ketentuan sebagai sebab, syarat, penghalang, ‘azimah,
rukhsah, sah, f@sid atau batfl. Pemahaman ini sejalan
dengan terminologi mahkim fih yang dikemukakan oleh
az-Zuhaili, yaitu:
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Artinya: “Perbuatan orang mukallaf yang berkaitan
dengan hukum syara’ baik berupa tuntutan,
pilihan atau sesuatu yang menjadi penetapan
(wad’iy)” 22

Jadi, seluruh khitab asy-Syari” itu ada obyeknya.
Obyeknya adalah perbuatan mukallaf, dan ditetapkan
hukumnya sesuai dengan apa yang diperbuatnya
sebagai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan tersebut,

M1Al-Gazali, al-Mankh0l min Ta'ligat al-Usdl, editor Muhammad

Hasan Haity (Mesir: Dar al-Fikr, 1980), h. 8.

292Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 132.



apakah itu perbuatan wajib (al-ijab), sunnah (an-nadb),
haram (at-tahrim), makruh (al-karadhah) dan mubah (al-
ib@hah), dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sebagai
contoh sebagaimana terlihat dalam beberapa teks al-
Qur’an dan hadis di bawah ini.

a. Q.S. al-Bagarah (2): 43:

GxaS 1 3 1585 5530 g Ll ,2.50

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan
ruku’lah berserta orang-orang yang ruku’”.

Teks ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang
mukallaf menegakkan salat, maka menjadilah
perbuatan menegakkan salat, wajib hukumnya (al-
ijab).

b. Q.. al-Bagarah (2): 282:

5 teoz i CE A e siez i) eie RgPELE
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Artinya: “Hai orang-orang vyang beriman, apabila

kamu bermu’amalah secara tidak tunai untuk

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya”.

Dalam ayat ini kalimat “faktub0h” itu
menunjukkan perintah kepada orang mukallaf untuk
menuliskan ketika terjadi transaksi tidak secara
tunuai (kitGbah ad-dain). Tetapi perintah di sini
hanyalah menunjukkan sunnah (Ii an-nadb).

c. Q.. al-An’am (6): 151:
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Artinya: “Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah
diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu
(sebab) yang benar”.
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Ayat ini menunjukkan adanya larangan kepada
orang mukallaf melakukan membunuh jiwa, maka
karenanyalah diharamkan hukumnya (at-tahrim).

Dalam konteks ini kaitan dengan perbuatan
orang mukallaf, seseorang terhalang mendapatkan
harta warisan disebabkan membunuh. Sebuah hadis
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh an-Nas@'i
dan Dar al-Qutni dari ‘Amr bin Syu’aib dari
ayahnya dan kakeknya, beliau bersabda:
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Artinya: “Bagi pembunuh tidak bisa mewarisi harta
muwarris” 2%

293 As-San’Qni, Subul as-Salam, Juz ke 3, h. 101.
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d. Q.. al-Baqarah (2): 267:

Artinya: “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya ...”.

Dalam teks ayat ini terdapat larangan yang
tidak tegas yang berkaitan dengan perbuatan orang
mukallaf, yaitu menginfakkan harta yang buruk-
buruk, maka menjadilah menginfakkan harta
tersebut makruh hukumnya (al-karahah).

e. Q.. al-Jumu’ah (62): 10:

Al s o 135305 (21 3 1y 280 Slall eoas BB

Artinya: “Apabila  telah  ditunaikan  salat, maka
bertebaranlah kamu di atas bumi dan carilah
karunia Allah”.

Teks ayat ini mengandung perintah untuk
mencari rizki Allah setelah salat dikerjakan oleh
orang mukallaf, tetapi perintah di sini hanyalah
kebolehan saja Karena itu, menjadilah hukumnya
mubah (al-ibGhah).

Contoh lain, Q.S. al-Maidah (5): 2:

\:\*\,yﬂ r@wﬁma ’””;:A.\ e[ IV
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Artinya: “Dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu ...”.
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Dalam teks ayat ini terdapat perintah yang
berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu
berburu. Perintah berburu di sini hanyalah
menunjukkan kebolehan saja hukumnya (al-
ibahah).2%4

2. Syarat-Syarat Mahkom Fih

Para ahli metodologi hukum Islam (us0liyyin)
mengemukakan paling tidak ada tiga persyaratan untuk
sahnya suatu taklif kepada manusia (mukallaf), sebagai
berikut:

Pertama,mukallaf mharus mengetahui dengan
sempurna perbuatan yang akan dilakukan, sehingga
tujuannya dapat dicerna dengan jelas, dan dapat ia
lakukan. Dalam konteks ini, seorang mukallaf tidak
diwajibkan untuk mengerjakan (rukun Islam yang lima)
seperti salat, zakat, puasa, haji ke Baitullah, melakukan
jihdd, dan bersedekah sebelum mengetahui rukun-
rukun dan persyaratannya, ketentuan, waktunya, serta
cara mengerjakannya, karena perintah yang terdapat di
dalam al-Qur’dn bersifat global. Setiap perintah yang
bersifat global dari firman (khitab) Allah, maka taklif
tidak sah dilakukan, kecuali setelah adanya penjelasan-
penjelasan. Misalnya, perintah mengerjakan salat (Q.S.
al-Baqarah (2): 43). Selama mukallaf belum mengetahui
rukun dan persyaratan salat, maka ia tidak di-taklif
berkewajiban mengerjakan salat. Dalam fakta sejarah,
dahulu Rasulullah SAW kemudian menjelaskannya
dengan hadis fi'li-nya yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dan al-Bukhadri dari Malik bin al-Huwairis,
beliau bersabda:

Hor oo ol
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294Beberapa contoh ayat dan hadis tersebut, bisa dilihat dalam ‘Abd
Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 74. Wahbah az-Zuhaili, [Usdl al-
Figh, h.132.
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Artinya: “Lakukanlah salat sebagaimana kamu melihatku
mengerjakan salat” 2%

Kedua, mukallaf harus mengetahui dengan baik dari
mana sumber faklif itu, tentunya dari yang mempunyai
otoritas untuk mengenakan taklif kepada mukallaf,
sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar sebagai
manifestasi dari keta’atan dan kepatuhannya pada
perintah Allah.

Ketiga, perbuatan yang di-taklif-kan harus bersifat
mungkin, atau tidak berada dalam kemampuan mukallaf
untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Sebab,
perintah atau larangan Allah adalah untuk dipatuhi dan
substansinya untuk kemaslahatan manusia. Jika faklif
yang dibebankan kepada manusia tidak dapat
dilaksanakan (talif ma 1@ yut@q), maka justru kesulitan
(al-masyaqqah) yang akan diderita dan dihadapi oleh
manusia. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Allah
sendiri tidak akan memerintahkan atau melarang suatu
perbuatan yang manusia tidak mampu
melakukannya.?® Karena itu, asy-Syatibi (w. 790 H)
mengemukakan dalam konteks magqasid asy-syari’ah
dilihat dari sudut pandang tujuan mukallaf (qasd at-taklif)
bahwa syari’at itu sesungguhnya sebagai suatu hukum
taklif yang harus dilakukan,?” tentunya sesuai dengan
kemampuan yang telah ditetapkan Allah.

Dalam perspektif al-Qur'an bahwa Allah telah
menetapkan taklif kepada mukallaf diukur dengan
kemampuannya, dan tidak taklif bima 1a yut@q, terlihat
di antaranya dalam Q.S. al-Baqarah (2): 286:

295 Asy-Syaukadni, Nail al-Autdr, Juz ke 2, h. 175.

296Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm UsGl, h. 77-78. Wahbah az-
Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 134-135.

297 Asy-Sy@tibi, al-Muwa@fagat, Juz ke 2, h. 2.
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Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya. Diberi pahala
(dari  kebajikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yang
dikerjakannya”.

Q.. al-Maidah (5): 6:

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu ...”.

QS. al-Hajj (22): 78

e o ol G e o U i (5
Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk
kamu dalam agama dalam suatu kesempitan”.

Dari beberapa ayat di atas dipahami oleh para ahli
metodologi hukum Islam dan termasuk ahli kaidah
fighiyyah bahwa semua perintah dan larangan Allah itu
berbasis pada batas-batas kemampuan manusia,
sehingga mereka kemudian merumuskan kaidah:

dois VI SN, 2ellnnNT G SN

Artinya: “Tidak ada taklif pada sesuatu yang tidak mampu
dilakukan”.
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Artinya: “Kesulitan itu mendatangkan kemudahan”.2%8

Dari persyaratan ketiga yang disebutkan di atas,
yakni perbuatan itu mungkin dikerjakan atau
ditinggalkan oleh mukallaf di kalangan para ahli
metodologi hukum Islam terjadi beragam pandangan
dalam mensikapinya:

a. Di kalangan mayoritas ulama wus0l (jumhir al-
usuliyyin) mengatakan bahwa tidak sah ada taklif
terhadap sesuatu yang mustahil, baik kemustahilan
itu dilihat dari segi Zat-nya ataupun di luar Zat-nya.
Dimaksudkan dengan dilihat dari segi Zat-nya yaitu
sesuatu yang tidak tergambar eksistensinya oleh
akal, seperti berkumpul dua hukum yang saling
kontradiktif dalam suatu taklif. Tegasnya, dalam
suatu perbuatan terdapat dua ketentuan hukum
pada waktu yang sama dan tertuju pada seseorang
yang sama pula, yaitu wajib dikerjakan, dan pada
saat itu juga haram untuk dikerjakan. Problem
seperti ini menurut pemikiran wusOliyyin tidak
mungkin terjadi dan mustahil terjadinya.

Sedangkan dimaksudkan dengan di luar Zat-
nya yaitu sesuatu yang tergambar eksistensinya
menurut akal, tetapi menurut hukum kebiasaan (al-

‘adat) hal itu mustahil terjadi, seperti manusia bisa

terbang dengan sendirinya seperti burung. Dalam

dua jenis kemustahilan, menurut pemikiran
usdliyyin, tidak sah adanya taklif (I yasihhu at-taklif),
karena Allah sendiri telah menginformasikan
bahwa taklif terhadap sesuatu yang tidak bisa
dilakukan manusia itu tidak ada (lihat, Q.S. al-
Bagarah (2): 286 dan at-Talaq (65): 7).

298'Abd Allah YUsuf al-Judai, Taisir ‘Ilm Us0l, h. 78. As-Suyuti, al-
Asybah, h. 55. Ibn Nujaim, al-Asybah, h.75.
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Berbeda dengan jumh0r al-usOliyyin, mayoritas
ulama Asy’ari (jumh0Or al-asy@’irah) mengatakan
bahwa boleh taklif dengan sesuatu yang mustahil
secara mutlak (yajOz at-taklif bi al-mustahil mutlagan),
baik mustahil pada Zzatnya ataupun di luar Zatnya
disebabkan faktor lain. Seperti, taklif beriman untuk
orang yang tidak beriman (al-'d@sy), taklif Ab0 Jahal
dan AbU Lahab untuk beriman dan mengakui
bahwa semua apa yang datang dari Rasulullah
(qaulan, fi'lGn wa taqrir@n) itu benar. Pada kasus ini,
mustahil orang yang ingkar (k@fir) akan beriman
dan pada kenyataannya mereka tidak mampu
beriman dan mengakui kebenaran Rasulullah. Allah
sendiri sebenarnya sudah mengetahui sikap mereka
yang demikian itu. Oleh karena demikian, menurut
jumhdr al-"asy@’irah bahwa taklif dalam sesuatu yang
mustahil itu merupakan ujian bagi mukallafin.

Di kalangan jumh0r al-usOliyyin mengatakan bahwa
tidak sah menurut hukum syara’ seseorang yang
melakukan perbuatan faklif untuk dan atas nama
orang lain, bukan untuk dirinya. Oleh karena itu,
seseorang tidak di-faklif misalnya mengerjakan salat
untuk saudaranya, membayarkan =zakat dari
hartanya untuk bapaknya, atau berbuat sesuatu
untuk tetangganya dari kecurian. Dalam konteks
seperti ini, seseorang tidak dimintakan
pertanggungjawaban dari perbuatan orang lain.
Tidak boleh ada tindakan mewakilkan pelaksanaan
perbuatan yang Dbersifat fisikel (al-badaniyah).
Berbeda dalam masalah ibadah haji, jumhor al-
usOliyyin dan jumh0r al-fugah@ menyatakan sepakat
membolehkan ibadah haji diwakilkan kepada orang
lain dengan syarat yang menggantikan telah
melaksanakan haji untuk dirinya, kecuali Mazhab
Maliki yang tidak membolehkan haji diwakilkan
(digantikan) oleh orang lain secara mutlak. Mereka
yang membolehkan ibadah haji digantikan (an-



niy@bah fi al-hajj) dasarnya hadis Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Ab0 Dawud, Ibn Madgjah, dan
disahihkan oleh Ibn Hibbdn dari Ibn ‘Abbas,
diinformasikan bahwa beliau mellhat seseorang
melakukan ihram haji untuk Syubrumah, kemudian
beliau bersabda (bertanya) kepadanya:
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Artinya: “Sudahkah kamu haji untuk dirimu”. ?
Orang itu  menjawab:  “Tidak”, lalu
Rasulullah bersabda: Hajilah dahulu untuk
dirimu, baru kemudian kamu haji untuk
Syubrumah” 29

Demikian juga dalam masalah menggantikan
puasa orang lain yang sudah meninggal dunia,
sebagian ulama mazhab Syafi'i, al-Auz@'iy (w. 157
H) dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H) adalah
membolehkan. Dasar mereka adalah hadis riwayat
Muttafaq ‘Alaih dari ‘Aisyah, r.a., bahwasannya Nabi
SAW bersabda:

34 S0 o o S0 o Lo
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Artinya: “Barang siapa telah meninggal dunia dan ia
berutang puasa, maka walinya berkewajiban
membayar hutang puasa itu” 300

Akan tetapi, menurut ImGm Ab0 Hanifah (w
150 H), Malik (w. 179 H), dan asy-Syafi’i (w. 204 H)

299 As-San’Oni, Subul as-Salam, Juz ke 2, h. 184.
300]bid., h. 165.
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mereka tidak membolehkan hutang puasa
digantikan oleh orang lain.

Tidak sah menurut hukum syara’ seseorang yang
melakukan perbuatan taklif yang bersifat jibiliyyah,
yaitu kejiwaan seseorang yang mudah menerima
dengan menyingkirkan semua kesulitan dan
pembebanan, sehingga ia tidak mempunyai hak
pilih (ikhtiyar). Seperti, sikap malu, takut, senang,
marah, benci, nafsu makan dan minum. Perbuatan
dan sikap seperti ini, apabila terdapat teks ayat al-
Qur’'dn atau hadis yang menunjukkan taklif, maka
teks tersebut bisa dipalingkan maknanya secara
tersuratnya kepada sebab dan akibatnya. Sebagai
contoh, Q.S. Ali Imran (3): 102:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada-
Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati
melainkan dalam keadaan beragama Islam”.

Teks ayat ini secara tersuratnya,
memerintahkan seseorang agar tidak meninggal
dunia sebelum ia menjadi muslim. Tetapi, masalah
meninggal dunia bukanlah kewenangan prerogatif
manusia, namun Allah-lah yang mempunyai
kewenangan prerogatif mencabut nyawa setiap
makhluk-Nya. Oleh karena demikian, makna
tersurat dari teks ayat dimaksud dipalingkan dan
substansi yang dimaksudkan oleh ayat tersebut
adalah untuk menyuruh manusia memeluk agama
Islam sebelum meninggal dunia.30!

301Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Us0! al-Figh, Juz ke 1, h. 135-140.



Berikutnya, para ahli metodologi hukum Islam
memperbincangkan dan mengkritisi masalah
kesulitan (al-masyaqgah) dalam taklif, dengan
mempertanyakan, bolehkah ditetapkan  taklif
terhadap amalan yang mengandung masyaqqah. ?
Menjawab pertanyaan ini, jumhOr al-usOliyyin
seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili
membagi masyaqah itu pada dua macam, yaitu al-
masyaqqah al-mu’tGdah, dan al-masyaqgah gair al-
mu’tddah 302

Dimaksudkan dengan al-masyaqqah al-mu’tadah
yaitu:

4 )J.A\ du\ Sys L@.L; itffsy\ :.M 6)\ 22: 00

Artinya: “Kesulitan yang bisa diatasi oleh manusia
tanpa membawa kemudaratan baginya” 303

Masyaqqah yang demikian ini tidak dihilangkan
oleh asy-Syari” dari manusia dan hal ini bisa terjadi,
karena semua perbuatan dalam kehidupan ini tidak
terlepas dari masyaqqah tersebut. Sebagai contoh,
mengerjakan salat itu bisa melelahkan badan (it'ab
al-jism) dan kurang berfikir (hasr al-fikr), puasa itu
menimbulkan rasa lapar, haus dan dahaga, dan hal-
hal lain yang berimplikasi pada terjadinya
masyaqqah. ~ Masyaqqah ~ seperti  ini  sangat
memungkinkan  bisa  dilakukan dan tidak
menghalangi mukallaf untuk melaksanakan taklif
yang telah ditetapkan asy-Syari’.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan al-
masyaqqah gair al-mu’t@dah, yaitu:

302]pid,
303]bid., h. 141.
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Artinya: “Kesulitan yang biasanya tidak mampu

diatasi oleh manusia, karena bisa mengancam

jiwa, dan mengacaukan sistem
kehidupannya” 304

Sistem  kehidupan dimaksudkan dalam
terminologi tersebut, apakah itu berkaitan dengan
kehidupan pribadi, kelompok masyarakat maupun
kehidupan pada umumnya, masyaqqah bentuk
yang kedua ini dapat berimplikasi dan menghambat
perbuatan yang bermanfaat. Menurut jumh0r al-
usUliyyin, secara rasional, al-masyaqqah al-
mu’tddah ini dapat diterima, tetapi, dalam realitas
tidak akan terjadi, karena reasoning-nya bahwa
Allah sendiri tidak bertujuan mensyari’atkan taklif-
Nya untuk memberikan masyaqqah kepada
manusia. Oleh karena itu, seperti Allah tidak
memerintahkan manusia untuk berpuasa siang dan
malam (al-wis@lu fi as-siyGm), mengerjakan salat
malam dengan terus-menerus.

Sebagai argumentasi, mereka mengacu pada
beberapa teks al-Qur’dn dan hadis, di antaranya:

1) Q.. al-Bagarah (2): 185:

2.0
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Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu
dan  tidak menghendaki  kesukaran
bagimu”;

2) QS.al-A'rdf (7): 157:

304]bid., h. 142.
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Artinya: “Dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada
pada mereka”.

3) Q.S. al-Hajj (22): 78:

T o ol G e e g a5

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan
untuk  kamu dalam agama  suatu
kesempitan”.

4) Q.S.an-Nisa’ (4): 28:

, 5 ,- Lwss
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Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan
kepadamu, dan manusia  dijadikan
bersifat lemah”.

5) Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Im&m
Ahmad bin Hanbal dari Jabir, Rasulullah SAW.
bersabda:

M\ u_A-L

-

Artinya: “Aku diutus dengan membawa agama
yang mudah” 305

6) Hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq ‘Alaih
dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda:

305Imam Ahmad, Musnadal-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz ke 5, h. 266.
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Artinya: “Tetapinya Aku salat, tidur, berpuasa
berbuka, dan menikahi perempuan,
barang siapa yang membenci sunnah-ku,

maka ia bukanlah dari golonganku” 3%

Berdasarkan teks-teks al-Qur’an dan hadis
tersebut di atas, menurut para ahli metodologi
hukum Islam menunjukkan bahwa syari’at
Islam yang telah disyari’atkan Allah tidak
membebani mukallaf dengan berbagai kesulitan
(al-masyaqqah) dan kesempitan (al-haraj), tetapi
justru untuk memudahkan mukallaf dalam
merealisir taklif yang dibebankannya.

Macam-Macam Mahkdm Fih

Para ulama us0Ul al-figh membagi macam-macam
mahkUm fih dilihat dari dua segi, yaitu segi eksistensinya
secara material dan syara’, dan dari segi hak yang
terdapat dalam perbuatan itu sendiri.30”

Dilihat dari segi eksistensinya secara material
(maujodun  hissiyyun) dan syara’, mahkOm fih
dibedakan pada empat segi:

a.

D

Perbuatan secara material ada, tetapi tidak
termasuk perbuatan yang terkait dengan syara’,
seperti makan dan minum. Kedua unsur ini
adalah perbuatan mukallaf yang eksis dilakukan
pada setiap harinya, tetapi tidak terkait dengan
hukum syara’.

Perbuatan yang secara material ada dan
menjadi sebab adanya konsekuensi sanksi
hukum, seperti melakukan perbuatan zina,

306 As-San’Oni, Subul as-Salam, Juz ke 3, h. 110.
307 At-TaftGzani, Syarh at-Talwih ‘ald at-Taudih, Juz ke 2, h. 313.



mencuri, dan membunuh. Perbuatan ini
menjadi sebab adanya konsekuensi sanksi
hukum, yaitu huddd dan gisas.

Perbuatan yang secara material ada dan baru
bernilai hukum apabila memenuhi rukun dan
persyaratan  yang ditentukan, seperti
mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat.
Perbuatan yang secara material ada dan diakui
syara’, serta berimplikasi adanya hukum syara’
yang lain, seperti melakukan nikah, akad jual
beli, dan sewa menyewa. Perbuatan hukum
seperti ini secara material ada dan diakui oleh
syara’ sepanjang terpenuhi rukun dan
persyaratannya, masing-masing perbuatan
hukum itu berakibat munculnya hukum syara’
yang lain. Melaksanakan nikah berkonsekuensi
dihalalkannya hubungan badan suami isteri,
berkewajiban memberikan nafkah isteri, dan
kewajiban memberikan mas kawin kepada isteri
yang dinikahinya; Melaksanakan akad jual beli
berkonsekuensi berpindahnya hak milik penjual
(al-b@’i") kepada pembeli (al-musytari), dan
pembeli berhak memanfa’atkan barang yang
dimilikinya; Demikian juga seseorang berhak
memanfa’atkan barang milik orang lain yang
disewanya, dan orang yang menyewakan
barangnya berhak menerima jasa atau upah
dari akad sewa menyewa.

Dilihat dari segi hak yang terdapat dalam
perbuatan, mahkOm fih dibedakan pada empat

macam, yaitu:

1)

Semata-mata hak Allah (hagq Allah), yaitu hak
yang bersifat umum, seseorang tidak
dibenarkan melakukan tindakan yang dapat
menggugurkan hak Allah ini. Para ahli
metodologi  hukum  Islam  berdasarkan
penelitian ~ dan  analisisnya  disimpulkan
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berkaitan dengan hak Allah ini ada delapan
macam, sebagai berikut:

a)

Ibadah murni (‘ibadah mahdah), seperti
iman, salat, zakat, puasa dan haji (disebut
rukun Islam yang lima). Ibadah ini
dimaksudkan untuk mnegakkan agama
yang bersifat primer (dar0ri).

Ibadah yang di dalamnya mengandung
makna bantuan kesejahteraan (al-ma’Onah),
seperti zakat fitrah, sebagai salah satu
macam dari sedekah wajib.  Hal ini
diwajibkan  kepada  muzakki  sebagai
manifestasi fagarrub ila@ Allah, diberikan
kepada orang-orang fakir dan miskin,
termasuk pembantu rumah tangga (al-
khadimah), dan anak kecil yang belum cakap
bertindak hukum.

Bantuan kesejahteraan yang bernilai ibadah,
seperti pungutan dari hasil tanah pertanian
(perkebunan) dengan persepuluhan (al-
‘usyriyyah), atau dari tanaman (holtikultura)
yang mencapai ketentuan wajib
dikeluarkan zakatnya.

Beberapa  bentuk  pungutan  yang
ditentukan, apabila seseorang tidak
membayarnya seperti  pajak (al-kharaj)
karena tidak ikut berperang (jihad), atau
rampasan perang yang tidak
didistribusikan, maka akan diberikan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku.
Macam-macam sanksi yang sempurna
(‘uqUbah k@Gmilah) dalam berbagai tindak
pidana, misalnya jarimahhuddd, seperti
sanksi perbuatan zina (Q.S. an-NUOr (24): 2),
sanksi pencurian (Q.S. al-Maidah (5): 38),
sanksi para pembangkang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya (al-hir@bah, al-bugatm



gat'u at-tarig) (Q.S. al-Maidah (5): 33), dan
sanksi-sanksi tindak pidana fa’zir. Semua
ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan
masyarakat pada umumnya.

f) Macam-macam sanksi yang terbatas
(‘uqbah  gasirah), seperti terhalangan
seorang pembunuh dalam mendapatkan
harta warisan, karena membunuh pemilik
harta tersebut.

g) Sanksi yang mengandung makna ibadah,
seperti kafarat sumpah (kaffarah al-yamin),
kafaratzih@r  (kaffGrah  az-zihd@r),  kafarat
membunuh karena kesalahan (kaffGrah al-
qgatl khat@’an), dan kafarat orang yang
melakukan hubungan seksual di siang hari
bulan ramadan dengan sengaja.

h) Hak-hak yang harus dibayarkan (hagqun
q@imun  binafsih),  seperti  kewajiban
mengeluarkan  seperlima  dari  harta
terpendam  (al-ma’adin) dan  harta
rampasan perang (al-ganGim).

Hak-hak hamba (huqUq al-‘ibad) yang terkait
dengan kepentingan pribadi, seperti ganti rugi
harta seseorang yang dirusak, hak-hak
kepemilikan, hak orang yang menghutangkan
barang (uang) miliknya (ad-dain), hak menerima
ganti rugi (ad-diyat), dan semua hak
kepemilikan harta pribadi.

Berkumpul antara hak Allah dengan hak

manusia, tetapi yang dimenangkan adalah hak

Allah, karena lebih dominan, seperti sanksi

gazaf (orang yang menuduh orang lain berbuat

zina). Hak-hak ini dilihat dari segi
kemaslahatan dan kehormatan masyarakat,
termasuk hak Allah. Tetapi, dilihat dari segi
harga diri dan malu bagi orang yang tertuduh,
termasuk hak pribadi (haqq al-‘abd). Hak-hak

227



yang demikian ini menurut usoliyyin bahwa hak
Allah harus dimenangkan dari pada hak
manusia.

4) Berkumpul antara hak Allah dengan hak
manusia, tetapi yang dimenangkan adalah hak
manusia, karena lebih dominan, seperti sanksi
gis@s terhadap pelaku pembunuhan dengan
sengaja. Hak Allah dalam pidana gisds ini
berkaitan dengan menjaga kemaslahatan
umum, penghormatan  terhadap  darah
seseorang yang menjadi korban, pemeliharaan
keamanan, dan terminimalisirnya tindak pidana
pembunuhan. Sedangkan hak manusia adalah
adanya jaminan kelangsungan hidup pihak
keluarga korban (Q.S. al-Baqarah (2): 1179).
Akan tetapi, karena dalam pelaksanaan gisas ini
sepenuhnya diserahkan kepada keluarga
korban, mereka mempunyai hak untuk
menggugurkan sanksi gisds tersebut dengan
cara memberikan ma’af dan membayar ganti
rugi (qisas diyat) (Lihat, Q.S. al-Baqarah (2): 178).
Pelaksanaan sanksi seperti ini, maka yang
dianggap dominan adalah hak manusia (haq al-
‘abd).308

E. Mahkom ‘Alaih (Subyek Hukum)
1. Definisi mahkOm ‘alaih
Secara etimologi, mahkUm ‘alaih adalah seseorang

yang melakukan tindakan hukum (al-mukallaf). Mukallaf
berarti orang yang dibebani hukum. Artinya, orang
yang dipandang cakap bertindak hukum, baik yang
berkaitan dengan perintah Allah (al-aw@mir) maupun
larangan-larangan-Nya (an-naw@hi). Sedangkan secara
terminologi, mahkOm “alaih, yaitu:

308Zaki ad-Din Sya’ban, Usd! al-Figh, h. 256-262. ‘ Abd Allah YUsuf al-
Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 78-81. Wahbah az-Zuhaili, oUs0! al-Figh, Juz ke
1, h. 152-157,
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Artinya: “Seseorang yang perbuatannya dikenai firman
Allah, yaitu mukallaf atau orang yang menjadi
obyek tuntutan hukum syara’” 309

Berdasarkan definisi secara etimologi dan
terminologi tersebut dapat ditegaskan bahwa mukallaf
itu sesungguhnya orang yang sudah dianggap cakap
bertindak hukum, baik berkaitan dengan perintah Allah
maupun larangan-larangan-Nya. Semua faklif yang akan
diberlakukan  kepada  mukallafin  akan  selalu
direlevansikan dengan kemampuan dan kecakapan
mereka berdasarkan akal dan pemahaman mereka.
Persyaratan Taklif

Semua orang mukallaf yang akan menjalankan faklif,
mereka bisa melaksanakannya apabila memenuhi
persyaratan, sebagai berikut:

a. Seorang mukallaf harus memiliki kemampuan untuk
memahami dalil faklif, baik yang bersumber dari al-
Qur’dn dan hadis atau melalui bantuan orang lain
yang memungkinkan dirinya mengetahui dan
memahami firman Allah dari dua sumber tersebut.
Kemampuan memahami ini sangat terkait dengan
perkembangan akal dan tingkat kedewasaan
mukallaf. Q.S. al-Baqarah (2): 286, Allah berfirman:

Blaa 1 51T o) Bisg Y 5
Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan

kepada kami apa yang tak sangqup kami
memikulnya”.

Oleh Kkarena itu, orang yang belum memiliki
kemampuan akal yang sehat dan tingkat

309ibid., h. 158. Zaky ad-Din Sya’ban, Us0l al-Figh, h. 267.
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kedewasaan yang, sempurna (‘@gil-balig), maka
tidak mungkin dapat melaksanakan segala sesuatu
yang di-taklif-kan kepadanya. Dengan kata lain,
seseorang tidak dapat melaksanakan taklif sesuai
dengan yang diinginkan syara’. Q.S. an-NUr (24): 59,
Allah berfirman:

TIPPL SR INSPL EPYE U PR S o AT 2T 5 -
el G3ELT S 58l gls AT tenn, DRBNT AT 135
T

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai
umur balig, maka hendaklah mereka meminta

izin, seperti orang-orang yang sebelum
mereka meminta izin”.

Dari persyaratan ini jelas menunjukkan bahwa
subyek hukum yang tidak ‘agil-balig atau karena
sesuatu hal lain, seperti orang gila (al-majn0n), anak
kecil (as-sabiy), orang tertidur (an-n@im), orang
terlupa (as-sahwu/an-nisy@n), orang yang tersalah
(al-khat@’), dan orang terpaksa (al-ikrGh), maka
mereka tidak dikenakan taklif, karena secara hukum
mereka dipandang tidak mampu memahami dalil
taklif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rasulullah
SAW. yang diriwayatkan oleh Im@&m Bukhdari, Ab0
Dawud, at-TimiZi, an-Nas@'i, Ibn Mdajah, dan Dar
al-Qutni dari A’isyah:

s Brro o

@ w @ P s oror @ @ b s s 0 b
G oA ops Bl o el et O e M )

2 > - > z
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Artinya: “Diangkatkan pena (tidak digunakan untuk
mencatat amal perbuatan manusia) dari tiga
orang, pertama orang tidur sampai ia



bangun, kedua anak kecil sampai ia balig, dan
ketiga orang gila sampai ia sembuh”.

b. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan
dewasa, sehingga seseorang dipandang layak dan
cakap melakukan tindakan hukum, yang menurut
us0liyyin disebut dengan ahliyyah. (Q.S. an-NisQ’ (4):
58).

Pada umumnya para ulama fikih (jumhor al-
fuqah@’) berpendapat bahwa seseorang dipandang
dewasa, secara fisik dicirikan dengan, apabila ia
bermimpi basah (ke luar sperma) pertama kali bagi
laki-laki, dan menstruasi bagi perempuan. Atau
dilihat dari segi umur, sebagian ulama mengatakan
bahwa usia dewasa minimal berumur 15 tahun, dan
sebagian yang lain mengatakan minimal berumur
17 tahun hingga 18 tahun. Dari perkiraan-perkiraan
para wulama fikih tersebut kemudian wulama
Indonesia  menetapkan  berdasarkan  ijtihad
kolektifnya seperti terlihat dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7
(1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.310

Dapat ditegaskan, jika ternyata seseorang
akalnya sehat dan sempurna, kematangan
kedewasaan tanpak, dan umurnya sudah mencapai
16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-
laki, maka mereka sudah dikategorikan sebagai
mukallaf yang bisa menanggung beban taklif.
Semua apa yang mereka lakukan maka
konsekuensinya bisa dimintakan

310Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya:
Penerbit Arkola, t.t.), h. 3.
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pertanggungjawaban dari semua perbuatan dan
tindakan hukum (ahiyyah)-nya.
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3. Ahliyyah (Kecakapan Melakukan Tindakan Hukum)

a.

Definisi Ahliyyah

Secara etimologi, ahliyyah adalah as-salGhiyyah
berarti kepantasan, atau kecakapan seseorang
menganani sesuatu (ahliyyah al-ins@n li asy-syai’).311
Sedangkan secara terminologi, ahliyyah adalah:

o, - 7 o G oo SSrog o @ R @ - G:} }/'
Aol Wlo Y dad pasdll 3 g il sl dis
s 7 M P Ty . = z " -

w

Artinya: “Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang
dijadikan ukuran oleh asy-Syari’” untuk
menentukan seseorang itu telah cakap dikenai
tuntutan syara’” 312

Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu
sifat yang dapat mencirikan seseorang dapat
dikatakan telah sempurna akal dan fisiknya,
sehingga semua tindakan hukumnya dapat dikenai
pertanggungjawaban sesuai ketentuan syara’.
Pembagian Ahliyyah

Para ahli metodologi hukum Islam (usdliyyin),
kecakapan melakukan tindakan hukum (ahliyyah),
mereka bedakan pada dua macam, yaitu ahliyyah al-
wujob, dan ahliyyah al-ad@’.

Dimaksudkan dengan ahliyyah al-wujob, yaitu
kecakapan seseorang untuk menanggung dan
menerima hak-hak (al-hugdq) dan kewajiban-
kewajiban (al-w@jibat). Kecakapan ini sudah ada
sejak ditiupkan ruh ke dalam tubuh seorang anak
Adam, dan berlaku sampai dia dilahirkan dalam
keadaan hidup. Q.S. al-A’raf (7):

31" Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usdl, h. 84. Wahbah az-
Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 163.
312* Abd al-’Aziz al-Bukhari, Kasyfal-Asrar, Jld 2, h. 1357.
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Artinya:  “Dan  (ingatlah)  ketika  Tuhanmu
mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan mengambil kesaksian terhada jiwa mereka

Berdasarkan ayat ini dapat dipahani, jika
ternyata anak Adam yang dilahirkan itu tidak
hidup (dalam keadaan meninggal dunia), maka
keberadaannya dianggap tidak ada. Dan ahliyyah
al-wujub ini dikaitkan dengan sifat kemanusiaan
(al-insGniyyah). Artinya, sejak anak Adam itu
dilahirkan ke dunia dalam keadaan hidup, maka
sejak itu pula dia memiliki sifat kemanusiaan secara
sempurna hingga pada akhir hayatnya.?!3 Sebagai
contoh, apabila ada seseorang yang memberikan
hibah kepada orang yang memiliki ahliyyah al-
wujib, maka ia dipandang telah cakap menerima
hibah tersebut, menerima ganti rugi dari barangnya
yang dirusak orang lain, dan menerima harta
warisan dari saudara keluarganya yang meninggal
dunia. Akan tetapi, karena secara usia belum
dewasa, maka dia belum cakap untuk dibebani
kewajiban-kewajiban syara’, seperti mengerjakan
salat, puasa, dan haji. Kalaupun dikerjakan, maka
status amalannya bukanlah sebagai kewajiban,
melainkan sebagai sekedar pembelajaran (li at-
ta’dib) dan pendidikan (at-tarbiyyah) saja.

Dalam kaitan ini, usOliyyin juga membedakan
ahliyyah al-wujob menjadi dua macam, yaitu
ahliyyah al-wujob al-kGmilah dan ahliyyah al-
wuj0b an-n@qisah:

1) Ahliyyah al-wujob al-kGmilah, yaitu seseorang
yang secara potensial dipandang sempurna
memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban
dan sekaligus diberi hak. Contoh kecakapan ini
seperti telah dikemukakan di atas, seorang anak

313 Abd Allah YUsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Us0l, h. 84.



Adam yang lahir kedunia hingga akhir
hayatnya, dia dipandang cakap menerima
hibah, warisan dari pewarisnya, dan lain-lain.
Sekaligus juga dipandang cakap dikenai
kewajiban  tertentu,  seperti = kewajiban
membayar zakat fitrah, kewajiban
mengeluarkan zakat malnya menurut sebagian
ulama.

Ahliyyah al-wujob an-naqisah, yaitu kecakapan
seseorang yang tidak sempurna untuk
melaksanakan semua kewajiban dan menerima
semua hak. Misalnya, janin dalam kandungan
seorang ibu, dia (janin) posisinya hanya
menerima hak tertentu, tetapi tidak menerima
kewajiban apa pun bentuknya. Hak tersebut
menjadi haknya yang nyata apabila setelah
dilahirkan, janin tersebut dalam keadaan hidup.
Jika, dia meninggal dunia setelah lahir ke dunia,
maka dia tidak diberikan hak apa pun, karena
orang meninggal tidak mempunyai hak
mewarisi harta dari pewarisnya.

Sedangkan dimaksudkan dengan ahliyyah
al-add@’, yaitu Kkecakapan bertindak untuk
melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh
syara’, baik  perbuatan-perbuatan  yang
berkaitan dengan masalah ibadah, seperti salat,
dan puasa, berkaitan dengan masalah
mu’amalah, kewarisan, tindak pidana (al-
jin@yah), maupun masalah-masalah yang
lainnya.

Acuan untuk mengetahui status ahliyyah al-
add’ tolok ukurnya adalah akal. Menurut
usuliyyin, tolok ukurnya adalah “agil, balig, dan
cerdas (ar-rusyd). Dasarnya, Q.S. an-NisG’ (4): 6,
Allah berfirman:
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Artinya: “Dan wujilah anak yatim itu sampai
mereka cukup umur untuk kawin,
kemudian jika menurut pendapatmu
mereka telah cerdas (pandai memelihara
harta), maka serahkanlah kepada mereka
harta-hartanya”.

“Cukup umur” dalam teks ayat tersebut
dipahami oleh us0liyyin dengan seorang anak
telah bermimpi basah, mengeluarkan sperma
bagi laki-laki, dan menstruasi bagi anak
perempuan. Anak-anak yang telah dewasa
seperti ini, secara hukum, dipandang telah
cakap melakukan tindakan hukum, dan semua
apa yang diperbuatnya akan dimintakan
pertanggungjawaban, baik ketika masih di
dunia maupun kelak di akhirat. Dari sini juga
dapat dipahami secara mafhUm mukhalafa,
bahwa orang yang tidak memiliki akal
sempurna, seperti orang gila, dan anak kecil
(belum atau sudah mumayyiz), dianggap tidak
memiliki ahliyyah al-add’.

F. ‘Awarid al-Ahliyyah (Halangan-Halangan Kecakapan

Bertindak Hukum)

Seseorang dengan potensi akal sehatnya, di satu sisi dia
memiliki kecakapan menerima kewajiban dan hak (ahliyyah
al-wujob), dan di sisi lain, dia memiliki kecakapan untuk
bertindak hukum (ahliyyah al-ad@’). Tetapi, terkadang pada
waktu-waktu tertentu kecakapan yang dimilikinya itu
terhalang oleh faktor-faktor lain yang berakibat dipandang
tidak cakap melakukan tindakan hukum. Faktor-faktor
tersebut datang bisa dari dalam dirinya sendiri, dan bisa



datang dari luar dirinya. Faktor-faktor demikian ini
menurut para ahli metodologi hukum Islam disebut dengan
‘awarid al-ahliyyah. Kemudian mereka (usOliyyin) dalam
mengkaji ‘awdrid al-ahliyyah ini membedakan pada dua
kategori, yaitu ‘awdrid as-sam@wiyyah, dan ‘awdrid al-
muktasabah.314

1. ‘Awarid as-sam@uwiyyah

Dimaksudkan dengan ‘awarid as-samawiyyah, yaitu

halangan-halangan kecakapan seseorang bertindak
hukum yang datang dari langit (Allah), bukan dari
kehendak dan akibat perbuatan diri seseorang.
Halangan-halangan kelompok ini, sebagai berikut:

a.

(Gila (aljundn), yaitu hilangnya akal untuk
mempertimbangkan tindakan suatu perbuatan (al-
af@l) dan ucapan (al-aqwal) secara logik. Gila,
menghalangi seseorang untuk bertindak hukum,
yang secara substansial, apakah gilanya itu secara
terus-menerus permanen (al-junin al-muabbad)
ataupun keadaan gila secara temporal (al-junin al-
mu’aqqat).

Anak-anak (as-sagir). Secara hukum pokok (al-asl),
usia anak-anak itu tidak dikenakan taklif, karena
akalnya sama halnya dengan orang gila, sehingga
semua kewajiban yang merupakan hak Allah,
seperti salat, puasa itu gugur, meskipun masa anak-
anak ini telah memiliki ahliyyah al-wujob dan
ahliyyah al-ad@ an-ndqgisah. Akan tetapi, dalam
konteks ‘awarid al-ahliyyah ini, usia anak-anak
dipandang sebagai penghalang baginya untuk
bertindak hukum secara penuh.

Lemah akal (al-‘atah), yaitu seseorang yang terdapat
kelainan akal, sehingga tidak bisa berpikir dengan
baik, dan bahkan bisa dikatakan setengah gila
(dungu). Dalam pengamatan fakta, orang lemah

3141bid., h. 89. Wahbah az-Zubhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 168. Zaki
ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 274.
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akal ini, ada yang posisinya seperti anak mumayyiz,
dan ada yang disamakan dengan anak gair
mumayyiz. Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w.751H)
mengatakan bahwa al-‘atah/al-ma’tOh, yaitu orang
yang kurang sekali pemahamannya, tidak teratur
perkataannya, rusak pentadbirannya, hanya dia
tidak memukul dan tidak memaki-maki
sebagaimana dilakukan oleh orang yang gila.315
Lupa (an-nisy@n), yaitu keadaan seseorang tidak
mampu mengingat sesuatu ketika diperlukan.
Keadaan lupa tidak menghilangkan kecakapan
bertindak hukum (ahliyyah al-wujob), dan tidak bisa
dijadikan alasan wuntuk melepaskan diri dari
kewajiban yang menyangkut hak orang lain, setelah
daya ingatnya pulih kembali. Demikian juga kaitan
dengan kewajiban hak Allah, tidak bisa gugur
karena lupa. Dasar ketentuan ini adalah sebuah
hadis yang diriwayatkan oleh Ibn M@jah dari Ibn
‘Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

e Vi Secd Loy SN, W gl I5 ros i 3

Artinya: “Sesungquhnya Allah tidak menghukum
umatku karena tersalah, lupa dan dipaksa” 316

Tidur (an-naum). Tidur merupakan suatu hal yang
menghalangi seseorang untuk mengetahui khitab
asy-Syari’. Orang yang tidur masih memiliki
kemampuan akal sempurna, hanya saja disaat
orang itu tidur, hilanglah kesadaran sehingga tidak
mampu menggunakan akalnya. Oleh sebab itu,
orang yang tidur tidak dibebankan hukum, dan
apapun yang terjadi baik ucapan maupun
perbuatan disaat tidur dipandang tidak sah. Tetapi,

315]bn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in, h. 761.
316]bn M@jah, Sunan Ibn M@jah, Juzke , h.



setelah bangun dari tidur, kewajiban (seperti salat)
yang ditinggalkannya harus dikerjakan. Dasarnya,
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim, Rasulullah SAW. bersabda:

sl s cwrsdor o 4 0 s s 0s s, 0or
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Artinya: “Barang siapa tidur kemudian meninggalkan
salat, atau karena melupakannya, maka

hendaklah ia mengerjakan salat setelah ia
ingat”;

Pingsan (al-igm@’). Pingsan dapat menghalangi
seseorang untuk mengetahui khitab asy-Syari’,
bahkan ia lebih berpengaruh daripada tidur. Tetapi
posisi secara hukum, ia disamakan dengan orang
tidur, dan gila. Karena itulah orang pingsan ketika
melaksanakan salat dianggap tidak sah atau batal.
Sakit (al-marad). Sakit tidak menyebabkan hilangnya
ahliyyah al-ad@’, karena tidak sampai merusak akal,
hanya melemahkan saja, Karena itu, ia tetap
diwajibkan mengerjakan ibadah, seperti salat
dengan kesanggupan sekuatnya. Jika ia tidak kuat
berdiri, dibolehkan dengan duduk sampai dengan
cara berbaring (Q.S. Ali Imran (3): 191).

Haid dan Nif@s (al-haid wa an-nif@s). Haid, yaitu
keluar darah kotor dari rahim perempuan ketika ia
waktu sehat. Sedangkan nif@s, yaitu keluar darah
ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Keduanya
ini tidak menggugurkan ahliyyah al-ad@’, karena
mereka dipandang cakap menanggung kewajiban
dan melakukannya, seperti, mengerjakan salat dan
puasa. Dalam aturan syari'at, perempuan yang
sedang haid (menstruasi) dan nifa@s dipandang tidak
sah menjalankan ibadah salat dan puasa, karena
suci merupakan syarat sah kedua ibadah tersebut.
Oleh sebab itu, melaksanakan kewajiban puasa
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ramaddn yang tertinggal di-gadd’ setelah selesai
menjalani haid dan nifds, sedangkan ibadah salat
tidak ada kewajiban untuk meng-gada’-nya,
Dasarnya, sabda Rasulullah SAW.:

Artinya: “Tidak ada qad@’ dalam salat”.

Meninggal dunia (al-maut). Meninggal dunia
merupakan suatu keadaan yang menjadikan
seorang mukallaf sama sekali tidak berdaya untuk
melakukan tindakan hukum apa pun. Disebabkan
meninggal dunia, maka gugurlah semua ahliyyah al-
wujob dan ahliyyah al-ad@’, baik yang bersifat fisikel
(al-badaniyah) maupun keduniaan (ad-dunyawiyyah).
Tetapi, jika kewajiban itu berkaitan dengan harta
yang ditinggalkan si mayyit, maka menjadi gugur
sekiranya berkaitan dengan hak-hak Allah, seperti
membayar fidyah, kafadrat dan naZar, kecuali
sebelumnya ada pesan dari si mayyit agar
kewajiban-kewajiban itu dibayarkan diambilkan
dari harta yang ditinggalkannya. Sedangkan
kewajiban-kewajiban terhadap harta yang berkaitan
dengan hak-hak orang, maka dapat dibedakan pada
tiga kategori: (a) Jika hak itu berupa barang-barang
milik orang lain seperti barang titipan, maka hak itu
berlaku penuh, harus dikembalikan kepada
pemiliknya, dan oleh ahli waris tidak boleh atau
tidak sah dikategorikan sebagai harta warisan. (b)
Jika hak orang lain berkaitan dengan harta piutang,
atau sebagian harta yang diwasiatkan, maka harta
tersebut dibayarkan kepada yang bersangkutan
dengan diambilkan dari harta yang ditinggalkan,
sebelum dibagikan kepada ahli waris (Q.S. an-Nisd’
(4): 11-12). (c) Jika hak orang lain berkaitan dengan
harta yang wajib dibayarkan berdasarkan



keputusan Pengadilan, seeperti membayar denda,
maka kewajiban itu secara otomatis gugur karena
kematiannya, terkecuali sebelumnya ia
mewasiatkan kepada ahli warisnya.
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‘Awarid al-muktasabah

Dimaksudkan dengan ‘awdrid al-muktasabah, yaitu

halangan-halangan bertindak secara hukum yang
datang bukan dari langit (sunnatullah), tetapi halangan-
halangan itu terjadi disebabkan perbuatan manusia itu
sendiri. Halangan-halangan dalam kelompok ini
terdapat beberapa macam, sebagai berikut:

a.

Bodoh (Al-Jahl), Seorang yang bodoh (al-jahil)
berarti orang yang keadaan otaknya lemah, tidak
mampu menganalisis sesuatu dengan baik,
sehingga ia lebih cendrung memperturutkan
emosionalnya tanpa memperhitungkan untung-
rugi, teruatama dalam mentasarrufkan harta
bendanya, Dengan potensi diri seperti ini, orang
bodoh pada dasarnya sama dengan orang boros (as-
safih) yang dalam bertindak hukum terkadang
ceroboh, sembarangan, dan tidak tepat sasaran (as-
safih laisa ahlan li at-tasarruf fi al-mal) karena tanpa
dipikir terlebih dahulu akibat-akibat dari tindakan
hukum yang dilakukannya (Baca, Q.S. an-Nis@’ (4):
5). Meskipun demikian, seorang yang bodoh secara
syara’ tetap dikenakan taklif, baik yang berkaitan
dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak
Allah (ahliyyah al- wujob) maupun yang berkaitan
dengan hak-hak manusia (ahliyyah al-ad@’).

Mabuk (as-sakr), adalah keadaan hilang akal
disebabkan mengkonsumsi narkoba (al-khamr) atau
zat adiktif lainnya, sehingga implikasinya terhadap
perkataan dan tindakan perbuatannya tidak
terkendali, karena tidak mampu mempergunakan
akalnya dengan baik. Para ulama berbeda pendapat
mensikapi pengaruh mabuk terhadap ahliyyah al-
add’. Sebagian ulama fikih (t@ifah min al-fuqah@’) di
antaranya mazhab Hanbali berpendapat bahwa
mabuk disebabkan apa saja dapat menggugurkan
ahliyyah al-add’. Oleh sebab itu, semua tindakan
hukumnya dipandang tidak sah, seperti



melaksanakan akad jual beli, melaksanakan akad
nikah, mentalak isteri, dan melakukan penetapan-
penetapan hukum yang lainnya. Sedangkan
mayoritas ulama fikih (jumh0r al-fugah@’) maZzhab
Hanadi, Maliki dan Syafi'i membedakan penyebab
mabuk, antara mabuk yang diperbolehkan dalam
syara’ dengan mabuk yang tidak diperbolehkan.
Mabuk yang diperbolehkan dalam syara’, seperti
seorang yang sedang sakit mengkonsumsi obat
berdasarkan resep dokter mengakibatkan mabuk,
maka mabuk yang demikian ini dapat
menggugurkan ahliyyah al-add@’, Adapun mabuk
yang tidak diperbolehkan, seperti mengkonsumsi
minuman keras (syurb al-khamr) dan jenis-jenis
minuman keras atau narkoba yang lainnya, maka
tidak dapat menghapuskan ahliyyah al-ad@’.

Keliru/Tersalah (al-khat@’), yaitu suatu perbuatan
yang sengaja dilakukannya. Perbuatan ini tidak
menggugurkan ahliyyah al-wujob dan ahliyyah al-
add’, perbuatan yang dilakukannya, secara hukum
diposisikan karena ada wuZur, sehingga dapat
menggugurkan dosa dan siksa sebagaimana orang
terlupa (an-nisy@n). Dasarnya, Q.S. al-Ahzab (33): 5:

u;g:.xurjubwwﬁ,;s\fﬁ&”;ﬁ
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Artinya: “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa
yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
padanya) apa yang disengaja oleh hatimu,
dan Allah adalah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”.
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Dikuatkan dengan sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Ibn M@jah dari Ibn “AbbaGs dari
Nabi SAW., beliay bersabda:

o \;ifgb\ sy 363, [ w‘ i sl 51

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak menghukum
umatku  karena  tersalah, lupa, dan
dipaksa” 317

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut dapat
ditegaskan bahwa perbuatan karena tersalah yang
berkaitan dengan hak-hak Allah, maka dapat
menggugurkan dosa dan siksa, Dia mema’afkan
(ma’fuwwun) dan mengampuni-Nya (magfUrun).
Akan tetapi, jika perbuatan tersalah itu berkaitan
dengan hak-hak manusia (huqUq al-‘ibad) yang
menimbulkan kerugian materi kepada pihak lain,
maka ia harus mengganti kerugian materi tersebut
sebagai  konsekuensi dari perbuatan yang
dilakukannya. Dasarnya, Q.S. an-Nis@" (4): 92:
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Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mu'min
membunuh seorang mu'min (yang lain),
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
barang siapa membunuh seorang mu'min
karena tersalah (hendlah) ia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta
membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu)”;

317Ibn M@jah, Sunan Ibn Majah, Juz ke , h. (hadis 2035),



d.

Namun demikian, jika tersalahnya itu dalam
konteks akad jual beli, akad nikah, dan talak, maka
munurut jumh0r al-fugah@ batal semua akad
(tasarrufat) tersebut, karena tidak ada tujuan yang
substansial. =~ Sedangkan menurut Hanafiyyah,
dipandang sah semua akad tersebut.
Bermain-main/berpura-pura dalam ucapan (al-hazl).

Dimaksudkan dengan al-hazl, yaitu seseorang
yang mengucapkan sesuatu perkataan yang sama
sekali tidak dikehendaki berlakunya, tidak ada
pilihan, dan tidak ada kerelaan apa yang
diucapkannya. Oleh karena itu, al-hazl tidak dapat
dijadikan  sebagai tindakan hukum yang
mengakibatkan lahirnya sanksi hukum Bahkan
tidak dapat menggugurkan ahliyyah al-wujob dan
ahliyyah al-ad@’. Para ulama membagi ucapan yang
dilakukan dengan cara main-main pada tiga
macam:

1) Al-hazl fi al-ikhbarat, yaitu bermain-main dalam
menginformasikan atau pengakuan dianggap
tidak sah (fasid), karena dalam pengakuan bisa
diterima kalau pengakuannya itu dengan
sungguh-sungguh (tidak pura-pura). Misalnya,
seseorang menginformasikan dan mengaku
memiliki sebidang tanah sawah di pinggir jalan
Urip Sumoharjo, jika pengakuannya itu dengan
cara main-main, maka secara hukum
pengakuan tersebut dipandang tidak sah.

2) Al-Hazl fi al-i'tig@dat, yaitu bermain-main dalam
masalah akidah, Tindakan ini tidak merusak
akidah selama dalam hatinya tetap beriman
kepada Allah SWT. Tetapi, kalau al-hazl fi al-
bi al-hazl), maka dianggap benar terjadi.
Dasarnya, Q.S. at-Taubah (9): 65-66:
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Artinya: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka
(tentang apa yang mereka lakukan itu),
tentulah  mereka  akan  menjawab:
“Sesungguhnya kami hanyalah bersenda
gurau  dan  bermain-main  saja”.
Katakanlah: “Apakah  dengan Allah,
ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu
selalu berolok-olok?. Tidak usah kamu
minta ma’af , karena kamu kafir sesudah
beriman.  Jika  Kami  mema’afkan
segolongan dari pada kamu (lantaran
mereka taubat), niscaya Kami akan
mengazab  golongan  (yang  lain)
disebabkan mereka adalah orang yang
selalu berbuat dosa”.

Al-hazl fi al-insy@’at, yaitu berbain-main dalam
perkataan yang mengandung perintah ayau
larangan yang menimbulkan akibat hukum.
Dalam konteks ini dapat dibedakan pada dua
macam: Pertama, jika bermain-main itu sebab-
sebabnya tidak diikuti dengan pembayaran,
maka main-main dalam perkataan tersebut
dianggap sah dan terjadi, seperti nikah, talak,
dan rujuk. Dasarnya, sebuah hadis hasan yang
diriwayatkan oleh at-TirmiZi, dan Ab0 Dawud,
Rasulullah SAW bersabda:

5. 5. & @S, § asd g . .
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Artinya: “Tiga perkara bermain-main (berpura-
pura) padanya, disamakan dengan bukan

bermain-main (sengaja
menghendakinya), nikah, talak, dan
rujuk” 318

Kedua, jika bermain-main dalam perkataan
itu sebab-sebabnya mungkin dapat dibatalkan,
maka perkataan itu dianggap tidak ada, atau
tidak terjadi, seperti dalam berbagai macam
akad, di antaranya akad jual beli, akad sewa-
menyewa, dan lain-lain. Karena prinsip dalam
akad dianggap sah itu adanya unsur kerelaan
(at-taraddy), bukan dengan al-hazl. Dasarnya, Q.S.
an-Nis@’ (4): 29:

5 /9/@
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Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka di antara kamu”.

ARAEICAN AR AP
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e. Bepergian  (as-safar).  Bepergian itu  tidak
menggugurkan kewajiban, atau menghilangkan
kecakapan bertindak hukum, hanya saja Allah
memberikan dispensasi kepada musafir. Karena
biasanya orang yang musdafir itu menemui kesulitan
dan kendala-kendala lain dalam perjalanan.
Misalnya, ketika sedang musdfir boleh meng-qasar
dan men-jama’ salat, dan tidak berpuasa ramaddn
tetapi menggantinya pada bulan-bulain lain, Dan

318 At-Tirmizi, Sunan at-TirmiZi, Juz ke ,h.
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Rasulullah SAW sendiri ketika musafir sering meng-
gasar dan men-jama’ salat, tidak berpuasa ramaddn
dengan menggantinya pada bulan-bulan yang lain,
demikian juga para sahabatnya.

Hutang (ad-dain). Orang yang berhutang yang tidak
mampu membayar atau melunasi hutangnya, dapat
diletakkan di bawah pengawasan pengampuan
orang lain (al-hijr), berarti ia tidak boleh
menggunakan hartanya apabila dapat merugikan
orang lain. Terkecuali orang yang menghutangkan
barang atau uangnya mengizinkannya, jika tidak,
maka semua tindakannya menjadi batal demi
hukum. Di kalangan para ulama fikih terjadi
perbedaan pendapat mensikapi orang yang
berhutang yang berada di bawah pengawasan
pengampuan. Menurut AbU Hanifah (w. 150 H),
tidak boleh dibayarkan dari hartanya orang yang
mempunyai hutang. Menurut Ab0U YUsuf (w. 183 H),
boleh dibayarkan dari harta orang yang berhutang
apabila  diperintahkan berdasarkan putusan
Pengadilan, jika hutangnya itu menghabiskan
hartanya dan diminta oleh yang menghutangkan
kepadanya. Menurut Imam Malik (w. 179 H), boleh
dibayarkan dengan tidak memerlukan putusan
Pengadilan. Dan boleh juga pemberi hutang
membatalkan perjanjian hutang orang yang
berhutang jika memberatkan pemberi hutang.
Pendapat Imam Malik ini dikuatkan oleh Ibn
Taimiyyah (w. 571 H), menurutnya, apabila hutang-
hutang itu dibayar dengan menghabiskan hartanya,
maka tidak sah melunasinya yang mengakibatkan
penghutang melarat, baik telah dibayarkan oleh
hakim ataupun tidak.

Paksaan (al-ikrah). Dimaksudkan dengan paksaan,
yaitu keadaan seseorang melakukan suatu
perbuatan atau tindakan hukum yang kontradiksi



dengan kehendaknya karena adanya paksaan dari
orang lain yang diiringi dengan ancaman.

Para ahli us0l Hanafiyyah membagi al-ikrah

pada dua macam, yaitu al-ikrGh al-mulji’ (al-kamil),
dan al-ikrGh gair al-mulji” (al-qaGsir).

1)

2)

Al-Ikrah al-mulji’ (al-k@mil), yaitu suatu paksaan
yang disertai dengan ancaman yang apabila
tidak dituruti akan menyebabkan kematian,
atau cacat anggora tubuh, di mana orang yang
dipaksa tidak bisa melepaskan diri dari paksaan
tersebut, seperti seseorang dipaksa untuk
meminum minuman keras (syurb al-khamr), jika
tidak mau meminumnya, maka akan dibunuh
oleh orang yang memaksa. Pemaksaan seperti
ini, bagi orang yang dipaksa tidak dikenai dosa
dari apa yang diperbuatnya..

Al-ikr@h  gair al-mulji” (al-qdsir), yaitu suatu
paksaan yang disertai dengan ancaman yang
apabila tidak dituruti tidak akan menyebabkan
kematian, seperti orang yang disandra atau
dipukul agar mengakui apa yang dituduhkan
kepadanya, hal ini masih  mungkin
menghindarkan diri bagi orang yang dipaksa
untuk tidak melakukan perbuatan yang
dipaksakan Paksaan seperti ini secara hukum,
dapat menggugurkan Kkerelaan (at-tarady),
tetapi tidak menghilangkan kesempatan untuk
memilih melakukan atau tidak melakukan (at-
takhyir) perbuatan yang dipaksakan.

Para ahli wus0l Hanafiyyah lebih lanjut,
mereka  membedakan  tindakan  yang
dipaksakan dalam bentuk ucapan (al-aqwal) dan
perbuatan (al-af'al). Dalam bentuk wucapan,
menurutnya, mempunyai implikasi yang sama
pada al-ikrah al-mulji’ (al-kGmil) dan al-ikr@h gair
al-mulji’ (al-q@sir). Dalam konteks ini, apabila
ucapan yang dipaksakan itu dalam bentuk
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pengakuan seperti contoh di atas (seorang
dipukul agar mengakui apa yang dituduhkan),
maka pengakuan itu menjadi batal, karena
pengakuan dianggap sah apabila diucapkan
dengan kerelaan. Demikian juga ucapan yang
dipaksakan oleh orang lain, sekalipun
dilakukan dengan sepenuh hati, maka tetap
dianggap tidak sah. Misalnya, seseorang
dipaksa untuk mengucapkan menjatuhkan talak
kepada isterinya, maka ucapan penjatuhan talak
itu dianggap tidak sah, walaupun menurut
jumhr al-‘ulam@” dianggap sah.

Sedangkan dalam bentuk perbuatan (al-
afal), ulama wusOl Hanafiyyah memasukkan
dalam Kkategori al-ikrah gair al-mulji’, maka
akibat hukumnya dibebankan kepada orang
yang dipaksa, walaupun perbuatan yang
dilakukannya itu terpaksa dilakukan. Tetapi,
jika  perbuatan  yang  dilakukan itu
dikategorikan pada al-ikrGh al-mulji’(al-kGmilah),
maka mereka bedakan pula pada dua kategori:
Pertama, paksaan untuk melakukan perbuatan
yang dibolehkan ketika dalam kondisi
keterpaksaan  (ad-dar0rah), seperti makan
bangkai (al-maitah), daging babi (lahm alhinzir),
dan mengucapkan kalimat kufur (al-kufr), maka
semua perbuatan itu tidak berdosa. Kedua,
paksaan yang tidak boleh dilakukan dalam
situasi dan kondisi apa pun, maka pelakunya
berdosa. Seperti, seseorang dipaksa untuk
membunuh orang yang tidak bersalah, atau
membumi hanguskan harta milik orang lain,
maka konsekuensi sanksi hukumnya kembali
atau ditanggung oleh orang yang memaksanya.
Tetapi, jika pemaksaan itu bukan paksaan yang



berat, maka sanksi hukumnya dtanggung oleh
orang yang dipaksa.3!®

319Wahbah az-Zuhaili, op.cit.,, h. 177-191. “Abd YUsuf al-Judai, op.cit.,
h. 97-104. Zaky ad-Din Sya’ban, op.cit., h. 274-284. Muhammad al-Khudari
Bik, op.cit., h. 93-109.
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BAB IV

SUMBER DAN DALIL
HUKUM ISLAM

A. Batasan Sumber dan Dalil Hukum

Term “sumber” (masdar/mas@dir) dalam literatur
metodologi hukum Islam klasik tidak ditemukan, tetapi
mereka pada umumnya menggunakan term ad-dalil atau al-
adillah, seperti as-Sarakhsi (w. 490 H) dengan term al-us0l fi
al-hujjah asy-syar’iyyah, al-Gaz@li (w. 505 H) menggunakan
term adillah al-ahk@m, dan asy-Syatibi (w. 790 H) sama
dengan al-Gazali, adillah al-ahkdm, Sedangkan term masadir
al-ahk@m merupakan term pengganti term-term di atas, dan
ditemukan dalam literatur-literatur usdl al-figh kontemporer,
seperti “Abd al-Wahh@b Khallaf (w. 1956) dengan term
mas@dir at-tasyri’ al-Islamiy fima 1& nass fih, Wahbah az-
Zuhaili menggunakan term mas@dir al-ahk@m asy-syar’iyyah,
dan Zakaria as-Sabri dengan term masadir al-ahkam al-
Islamiyyah,

Dalam teori pemahaman hukum Islam (usil al-figh),
bahwa sumber pokok hukum Islam adalah al-Qur’an dan
sunnah (hadis). Sedangkan yang lainnya seperti ijmd’” dan
giyds merupakan dalil sekunder yang diperselisihkan
eksistensinya di kalangan mereka. Fazlur Rahman (w. 1988
M) mengemukakan bahwa yang betul-betul landasan atau
sumber materiel adalah al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan
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ijmd’ merupakan dasar formal, dan giyds adalah sebagai
aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.320 Tetapi setelah
teori hukum tersusun terutama di masa asy-Syafi’i (150-204
H), sumber dan dalil hukum itu disistematsir dan diurutkan
menjadi: al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan giyis.3?! Penetapan
sumber dan dalil hukum tersebut menjadi doktrin yang
kemudian oleh mayoritas ulama (jumhir al-"ulamad’)
disepakati dan wajib diikuti dalam meng-istinbit-kan
hukum.322 Adapun selebihnya, seperti istishdb, istihsin,
maslahah mursalah, qaul sahabi, ijma’ ahli Madinah, “urf, sad az-
zari’ah, dan syar'u man gqablandi merupakan dalil yang
diperselisihkan eksistensinya di kalangan para ahli usiil.323

Pada masa Rasulullah (570-632 M), apabila muncul
suatu kasus hukum baik yang berhubungan dengan Allah
(habl min Alldh) maupun dengan sosial kemasyarakatan (habl
min an-nds), maka Allah menurunkan wahyu (al-Qur’an)
untuk menjelaskannya, meskipun penjelasan wahyu berupa
ayat-ayat al-Qur’an itu pada umumnya bersifat global
(ijmali), tidak secara detail (fafsili). Dari kondisi ini, di satu
sisi Rasulullah sebagai orang yang diberi kewenangan
untuk menjelaskan wahyu tersebut, dan di sisi lain beliau
berkewajiban untuk menjawab dan menetapkan ketentuan
hukum dari berbagai kasus hukum yang dihadapinya.
Karena itu, Rasulullah terkadang harus menggunakan akal
yang disebut dengan ijtihad (al-ijtihad) dalam menetapkan
hukum.

320Fazlur Rahman, Isldm, diterjemahkan oleh Senoadji Saleh (Jakarta:
PT Bina Aksara, 1987), h. 106.

32IMuhammad bin Idris asy-Syaff’i (selanjutnya ditulis asy-Syafi’i),
ar-Risaldh, pengedit Ahmad Muhammad Syakir (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), h.
39. Asy-Syafi’i, al-Umm (Mesir: Maktabah al-Kiilliyyah, 1961), Juz ke 5, h.
246.

32274ki ad-Din Sya’ban, Usil al-Figh al-Isldimi (Mesir: Dar al-Ta’lif,
1964), h. 27.

323 jhat, Muhammad Sa’id Ali “Abd Rabbih (selanjutnya ditulis ‘Abd
Rabbih), Buhiis fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fihd ‘Ind al-Usiiliyyin (Mesir:
Matba’ah as-Sa’adah, 1400 H/1980 M). Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh,,
h. 28.



[jtihad Rasulullah pada dasarnya merupakan
manifestasi dari pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat
al-Qur’an, karena semua hasil ijtihddnya dipandu oleh
wahyu. Pelaksanaan ijtihdd beliau, terkadang dilakukan
melalui musyawarah dengan para sahabat, dan terkadang
dilakukan secara pribadi dengan memproyeksikan kasus
yang sama sekali tidak diatur ketentuan hukumnya dengan
kasus yang sudah ada aturan hukumnya dalam al-Qur’an
yang disebut dengan giyds, sekalipun dalam pengertian
yang luas. Oleh sebab itu, segala apa yang ditetapkan
Rasulullah dari hasil ijtihddnya adalah menjadi sunnah
(sumber hukum).

Setelah Rasulullah wafat (632 M), praktik ijtihad
diteruskan oleh para sahabat. Mereka mengikuti cara-cara
ijtihaid yang pernah dilakukan Rasulullah. Ketika
dihadapkan pada kasus-kasus hukum, mereka mula-mula
merujuk pada al-Qur'an, dan selanjutnya merujuk pada
sunnah. Ketika kedua sumber hukum itu tidak ditemukan
aturan hukumnya, maka mereka melakukan ijtihdd
berdasarkan kemampuan memahami makna-makna ayat
dilihat dari segi sosio-historis (asbdb al-nuzill), tujuan-tujuan
hukum (magqdsid asy-syari’ah), dan alasan-alasan hukum
(ta'lil al-ahkam), serta berdasarkan kemampuan bahasa arab
yang dimiliki, meskipun era itu gramatika bahasa arab
belum sistematis seperti di era berikutnya. Namun
demikian, para ahli hukum Islam masa-masa berikutnya
menilai bahwa metode ijtihdd yang dilakukan oleh para
sahabat itu masih terbatas pada pemahaman pada al-Qur’an
dan sunnah. Muhammad Abt Zahrah (w. 1974) mengatakan
bahwa sebagian sahabat berijtihdd dalam batas-batas
pemahaman al-Qur'an dan sunnah, sedangkan sebagian
yang lain menggunakan al-giyds dan al-maslahdh.32

Bertolak dari paparan di atas dapat dipahami bahwa
term sumber hukum (masadir al-ahkam) itu berbeda dengan
dalil hukum (adillah al-ahkam). Substansinya, kata masadir

3247aki ad-Din Sya’ban, Usil al-Figh, h. 27.
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itu mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya
sesuatu, atau menjadi rujukan utama dalam menetapkan
hukum Islam. Abti Zahrah, Muhammad SaldAm Mazkur
mengatakan bahwa ijtihdd para sahabat itu tersimpul pada
tiga bentuk, yaitu menginterpretasikan nds, menggunakan
qiyds, masldhah mursalah dan istihsdn.3? Dari penilaian Abt
Zahrah dan Salam Mazkur ini menunjukkan bahwa
kedudukan ijtihdd di masa sahabat sudah menjadi alat
untuk menggali sumber hukum dengan menggunakan
pendekatan qgiyds, maslahah mursalah, dan istihsin. Dengan
demikian dapat ditegaskan bahwa eksistensi al-Qur’an dan
hadis adalah sebagai sumber dan dalil hukum, karena apa
yang dimaksudkan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf, Wahbah
az-Zuhaili dan Zakaria as-Sabri dengan adillah al-ahkam
substansinya identik dengan mas@dir al-ahkam. Sedangkan
dalil lain, seperti ijm@’, qiyas, istihs@n, maslahah al-mursalah,
dan yang lainnya yang jumlahnya tidak kurang dari 45
macam dalil, tidak dapat dikatakan sebagai masadir al-
ahkam, karena dalil-dalil itu hanya bersifat menyingkap dan
memunculkan hukum (al-kasyf wa al-izhar li al-hukm) yang
ada di dalam kedua sumber hukum tersebut. Bahkan ba’ad
al-usUliyyin menyebutkan ijmd’, qiyas, istihs@n, istislah,
dan yang lainnya sebagai metode dalam menetapkan
hukum (tur0q istinbat al-ahk@m). Seperti, al-Gazali dalam al-
Mustasfd menegaskan bahwa giy@s hanyalah sebagai metode
atau cara untuk menghasilkan hukum dari nas melalui
penalaran deduktif analogis (kaifiyah istismar al-ahk@m min
al-alfaz wa al-igtib@s min ma’q0l al-alfdz bitariq al-qiyds).326
Akan tetapi, dalam literatur usdl al-figh klasik dan
kontemporer, jumh0r al-muslimin  (jumh0r al-usdliyyin)

35Muhammad Ab( Zahrah, Muhadarat Tarikh al-Mazdhib al-
Islamiyyah (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), JId. ke 2, h. 23.

325Muhammad Salam Mazkar, al-Madkhal i al-Figh al-Isldmi (Bairat:
Dar al-Fikr, t.t.), h. 22.

326Ab0 Hamid al-Gazali, al-Mustasfa@ min ‘llm al-Us0l (selanjutnya
disebut al-Gazali) (Mesir: Syirkah at-Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah,
1391 H/1971 M), h. 384.



mereka sepakat mengelompokkan sumber dan dalil hukum
secara kronologis pada dua kategori, yaitu sumber dan dalil
hukum vyang disepakati (al-adillah al-ahk@m al-muttafaq
‘alaih@), adalah al-Qur’dn, sunnah, ijma” dan giyas, dan dalil-
dalil hukum yang tidak disepakati (al-adillah al-ahkam al-
mukhtalaf fihd), yang masyhur dikenal adalah istishab,
istihs@n, maslahah al-mursalah, qaul sahabi, ijm@" ahl Madinah,
‘urf, sad az-Zari’ah, dan syar'u man gqabland. Penetapan
kategorisasi sumber dan dalil hukum ini didasarkan pada
pemahaman terhadap Q.S. an-Nis@’ (4): 59:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Qur’dn) dan Rasul (sunnah/hadis), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”.

‘Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1956) menyatakan bahwa
perintah menta’ati Allah dan Rasul adalah mengikuti al-
Qur’adn dan sunnah. Sedangkan menta’ati ulil amri di antara
umat Islam adalah mengikuti ketetapan hukum yang telah
disepakati (al-ijm@’) para imam mujtahid yang menangani
bidang hukum Islam, karena mereka sebagai bagian dari
ulil amri. Sedangkan perintah mengembalikan berbagai
problem yang diperdebatkan kepada Allah dan Rasul
adalah perintah untuk mengikutu giyas ketika hukum dari
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berbagai problem itu secara tekstual nas dan ijma@ para
ulama mujtahid tidak ditemukan.3?”

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, agar tidak
terjadi kerancuan dalam memahami kedua term tersebut,
maka pada pembahasan berikutnya ditetapkan dengan
term: Pertama, sumber dan dalil hukum Islam yang
disepakati. Kedua, dalil dan metode istinbat hukum Islam.

B. Sumber dan Dalil Hukum Islam yang Disepakati
Pembahasan dalam hal ini, sesuai dengan kajian
metodologi hukum Islam (us0l al-figh) tidak akan diuraikan
hal-hal yang berkaitan dengan ulUm al-Qur'Gn, seperti
kemu’jizatan al-Qur’an, gir@at as-sab’ah al-Qur’an, basmalah
salah satu ayat al-Qur’Gn, dan yang semacamnya, tetapi
akan diuraikan fokus bahasannya pada ilmu usdl al-figh,
sebagai berikut:
1. Al-Qur'dn
a. Definisi al-Qur’an
Secara etimologi, al-Qur’Gn merupakan bentuk
masdar (gerund) gar’ant( ) yang diambil dari kata
kerja gara’a (13 ), artinya sama dengan kata tald (
& ), yaitu sesuatu yang dibaca ( 3 ) yang berarti
masdar bermakna isim maful (bentuk kata pasif).
Makna secara etimologi ini kelihatannya yang
dinilai paling kuat’2 dan dipilih oleh Jumhor
usOliyyin, yang dijumpai di dalam Q.S. al-QiyGmah
(75): 17-18):

:M\;-;.; ’Cﬁ\s M\ ge \JB) J}/” \ZSJ.E: g

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang
mengumpulkannya (di dadamu), dan Kami-

327 “ Abd al-Wahhab Khall@f, ‘IIm Usdl al-Figh (Mesir: Dar al-Kuwait li
at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1388 H/1968 M), h. 21.

328 Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr al-
Mu’asir, 1418 H/1998 M), Juz ke 1, h. 420.
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lah  yang  membuat  kamu  pandai
membacanya”.

Sedangkan secara terminologi, di kalangan
usOliyyin terdapat beragam redaksial tetapi secara
substansi adalah sama maksudnya bahwa yang
dimaksudkan al-Qur’an yaitu:

o B @S, oo
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s02 Sole or

u“u‘ 5y p5E1s

Artinya: “Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad Saw. dalam bahasa Arab yang
dinukilkan kepada generasi berikutnya secara
mutawatir, terdokumentasikan dalam sebuah
kodifikasi, yang dimulai dari surat al-fQtihah
dam diakhiri dengan surat an-n@s, dan
membacanya merupakan ibadah” 329

Dari terminologi tersebut dapat ditegaskan
bahwa al-Qur'Gn sebagai sumber dari segala
sumber hukum Islam yang isinya mengandung
berbagai prinsip aturan kehidupan yang mesti
dipedomani oleh seluruh umat Islam, karena al-
Qur'dn sebagai firman Allah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad Saw, berbahasa Arab,
disampaikan kepada generasi berikutnya secara
mutawatir, dikodifikasikan secara sistematis yang
diawali dengan surat al-fatihah dan ditutup dengan
surat an-nds. Bagi yang membacanya walau tidak
paham maksudnya ayat demi ayat, maka dinilai
sebagai ibadah yang berpahala.

329]bid., h. 421. Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 33.
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Kedudukan dan Fungsi al-Qur’an

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa al-
Qur’dn sebagai sumber dari segala sumber hukum
Islam (masdar min al-masadir al-ahkam al-islGmi), atau
term lain sebagai sumber utama hukum Islam.
Sebagai sumber utama sudah barang pasti
mengakomodir semua ajaran Islam, baik yang
berkaitan dengan masalah akidah-tauhid (al-
i'tigadiyyah), masalah ‘amdliyyah (ibadah dan
mu’amalah) maupun masalah moralitas
(khulOgiyyah). Penjabaran dari semua ajaran Islam
yang dikandung al-Qur’an tersebut, dijelaskan oleh
sunnah (hadis) Nabi, melalui ijma@” ulamd@’, qiyas,
istisl@h, istihsdn, dan yang lainnya yang jumlahnya
tidak kurang dari 45 macam. Semua itu secara
metodologis, harus berlansdaskan pada sumber
utama (al-Qur’an). Oleh karena itu, eksistensi dan
kedudukan al-Qur’dn validitasnya mutlak dan pasti
kebenarannya datang dari Allah (gat’iy as-sub0t wa
qat’iy ad-dal@lah), sehingga dalam penggunaannya
sebagai sumber dan dalil hukum tidak diragukan
lagi dan membutuhkan argumen-argumen yang
“ngejelimet”.

Secara kronologis, sumber dan dalil hukum
Islam, al-Qur'dn menempati kedudukan yang
paling tinggi, dan sekaligus sebagai barometer dan
alat kontrol terhadap dalil-dalil lain yang posisinya
lebih rendah atau di bawah al-Qur'dn dan sunnah.
Apakah dalil-dalil itu dalam aplikasinya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-
Qur'dn atau justru kontradiksi, jika, ternyata
kontradiksi dalam aplikasinya dengan al-Qur’an,
maka dalil-dalil itu tidak boleh diaplikasikan dalam
penetapan hukum.

Al-Qur'dn sebagai sumber dan dalil hukum
yang paling tinggi kedudukannya, bersifat
orisinilitas dan suci teks-teksnya (nusOs al-



mugqaddasah), karena sebagai kalam Allah yang
diwahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah
Saw melalui malaikat Jibril untuk menjadi pedoman
hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
Sebagai pedoman hidup, al-Qur’an (Allah) sendiri
menyebutkan term yang berbeda-beda. Terkadang
al-Qur'an disebut sebagai pembeda antara yang
benar (al-haq) dan yang salah (al-batil) dengan term
al-furgan (lihat, Q.S. al-Bagarah (2): 185, al-Furqdn
(25): 1), al-kitab (lihat, Q.S. Ali Imrdn (3): 3, an-Nisd’
(4): 105, an-Nahl (16): 89, al-Mu'mindn (23): 49), az-
zikr (lihat, Q.S. al-Hijr (15): 9, an-Nahl (16): 44).3%0
Oleh karena demikian kedudukannya, maka berarti
fungsi al-Qur'dn adalah: (1) Sebagai pembeda
antara yang benar dan tidak benar, antara yang baik
dan tidak baik, antara yang bermanfaat dan
mafsadat. (2) Sebagai konfirmasi bagi orang-orang
yang meragukan eksistensi al-Qur’Gn, bahwa benar
al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad
Saw. sebagai rahmah li al-‘Glamin, hudan li an-nds,
syifd’ limQ fi as-suddr, dan pembawa kabar gembira
bagi orang-orang yang beriman. (3) Sebagai
peringatan dan penjelasan bahwa hukum-hukum
yang dikandung al-Qur’an itu global (ijmali), umum
(kully), dan bersifat otoritas (mutlag), seperti
mengenai salat, zakat, dan lain-lain. Dari sini perlu
penjelasan seperti yang telah dilakukan Nabi Saw.

B0Term-term lain al-Qur'dn yang disebutkan dalam teks-teks al-
Qur’'dn, satu pendapat menyebutkan sebanyak 55 kali, dan sebagian
pendapat yang lain menyebutkan sebanyak 90 kali. Tetapi dari term-term
tersebut, maka yang paling populer adalah term (nama) al-Qur’dn yang
disebutkan dalam teks-teks al-Qur'én itu sendiri sebanyak 69 Xkali.
Adapun al-furqan disebutkan sebanyak 20 kali, dan al-kitab sebanyak 160
kali. Lihat, Jalal ad-Din as-SuyUti, al-Itqan fi ‘Ulom al-Qur’@Gn (Mesir:
Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1951), Juz ke 1, h. 50-
51.
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Fungsi al-Qur'dn yang disebutkan terakhir, di
kalangan usOliyyin menstresing pandangannya
bahwa, agar hukum-hukum al-Qur’én yang global,
umum dan bersifat otoritatif itu dapat
mengakomodir atau menjamah  berbagai
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi informasi komunikasi modern dari
zaman ke zaman, maka mesti dijelaskan,
diinterpretasi dan dimaknai secara kontekstual,
sehingga dapat dibuktikan bahwa al-Qur'Gn
membawa kemaslahatan untuk kehidupan manusia
dan senantiasa mengayomi segala zaman.
Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum dan Macam-
macamnya

Al-Qur'dn sebagai sumber dan dalil hukum
merupakan kitab suci yang wajib dijadikan hujjah
dan pedoman dan pandangan hidup (way of life)
umat  manusia  sepanjang masa, karena
eksistensinya benar-benar produk Allah,
sebagaimana dalam firman-Nya (Q.S. al-An’Gm (6):
57):

OyloniZf G saie G oa (MS’ 35 e a5 e 4l
bl 25 5y BT Ak e T ol

Artinya: “Sesungguhnya menetapkan hukum itu
hanyalah hak Allah. Dia merupakan yang
sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang
paling baik”.

Berdasarkan ayat ini dapat ditegaskan bahwa
semua hukum-hukum yang terkandung di dalam
al-Qur'an adalah produk Allah dan menjadi tata
aturan atau perundang-undangan yang wajib
diikuti oleh semua umat manusia. Adapun macam-
macam hukum yang dikandung al-Qur'an, di



kalangan para ulama ada yang membagi pada garis
besarnya menjadi dua bagian besar, yaitu akidah
dan syari’ah,?! dan ada yang membagi pada tiga
bagian besar, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
akidah (i'tigadiyyah), berkaitan dengan akhlak
(khulugiyyah), dan hal-hal yang berkaitan dengan
hukum-hukum praktis (ahkam’amaliyyah) atau
segala perbuatan manusia baik mu’amalah, ‘ugiibah,
dan ibadah yang disebut dengan syari’ah, atau
figh.332 Dari dua versi pembagian ini, akan
dijelaskan yang mengenai akidah, syari’ah, dan
akhlak sebagai berikut:

Pertama, masalah akidah (i'tigadiyyah).
Dimaksudkan dengan akidah adalah doktrin
mengenai dasar-dasar keyakinan, yang meliputi
beriman kepada Allah beserta sifat-sifat-Nya,
kepada para malaikat, tentang kitab-kitab, para
utusan-Nya, dan hari kiamat sebagai saat
pembalasan. Di samping itu, hal-hal yang berkaitan
dengan akidah, yaitu semua aktivitas dan perilaku
manusia yang senantiasa diawasi oleh malaikat dan
dicatat ~untuk nanti di  hari  akhirat
dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah
Allah, akan diberi konsekuensi pahala masuk surga
bagi yang berperilaku baik seperti bersikap jujur,
adil, dan sikap positif lainnya. Semua sikap itu
merupakan manifestasi dari kepatuhan dan
keyakinannya kepada Allah Swt. Atau konsekuensi
sanksi neraka bagi yang berperilaku buruk (jahat)

31Mahmtd Syalttit, membagi ajaran Islam itu menjadi dua bagian
besar: akidah (“agidah), dan syari’ah. Bahkan ia jadikan sebagai judul buku
yang sangat dikenal di kalangan para ulama “al-Islim ‘Aqidah wai
Syari’ah”. Lihat, Mahmad Syalttt, al-Islim "Aqidah wad Syari’ah (Kairo: Dar
asy-Syurugq, 1997), Cet. ke 17.

32Muhammad “Ali as-Sayis, Nasy'ah al-Figh al-Ijtihddi wi Atwiaruh
(Mesir: Majma’ al-Buhas al-Islamiyyah, t.t.), h. 8. “Abd al-Wahhab
Khallaf, ‘Ilm Usiil al-Figh, h. 32.
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seperti membunuh, mencuri, menipu, dan sikap
negatif lainnya. Semua sikap negatif itu sebagai
bukti ketidakpatuhan dan ketidakyakinannya
kepada Allah Swt. Oleh para ulama aspek doktrin
tentang akidah ini dikembangkan menjadi sebuah
pengetahuan yang tertata secara sistematis
metodologis yang disebut dengan ilmu tauhid,
istilah lain ilmu usil ad-din, atau ilmu kalam 333
Secara umum, terdapat empat aliran (mazhab)
yang muncul dan berusaha untuk menjelaskan
doktrin Islam dibidang akidah (al-mazahib al-
i'tiqadiyah), sejak dari masa paling awal hingga
sekarang, yaitu aliran salaf (as-salafiyyin), aliran
Mu'tazilah (mazhab al-mu’tazilah), aliran Maturidi
(mazhab al-maturidiyyah), dan aliran asy’ari (mazahib
al-'asya’irah).334As-Salafiyyuin adalah sebuah aliran
yang berusaha menjelaskan keyakinan
(kepercayaan) secara sederhana, yang mengikuti
kondisi pada masa para sahabat Nabi. Aliran ini
merupakan aliran yang paling tua, bermula dari
masa sahabat, masa tabi'in kemudian berkembang
dari masa ke masa hingga mencapai kesempurnaan
dan puncak kemapanannya di masa Ibn Taimiyah
(w. 728 H/1328 M).335 Para imam mujtahid seperti

33Lihat, Muhammad Yasuf Miasa, al-Madkhal Lidirasah al-Figh al-
Islami (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1374 H/1953 M), h. 10.

34Muhammad Aba Zahrah, Muhadarat fi Tarikh al-Mazahib al-
Fighiyyah (Mesir: Matba’ah al-Madani, t.t.), Juz ke 1, h. 211, 140, 195, dan
180.

35Pada mulanya aliran ini muncul pada abad IV H/X M yang
gerakan pemikiran-pemikirannya bermuara pada pemikiran Ahmad bin
Hanbal yang menghidupkan akidah ulama salaf dan berusaha
memerangi paham lainnya. Aliran ini muncul kembali pada abad VII
H/XIII M, yang kemudian dihidupkembangkan oleh Ibn Taimiyah yang
menyiarkannya secara gencar sesuai dengan kondisi zamannya. Pada
perkembangan  berikutnya  pada abad XII H/XVII M
dihidupkembangkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab (1703-1787),



Imam Abt Hanifah (80-150 H/699-767),%¢ Imam
Malik bin Anas (95-179 H/713-795 M),?¥ Imam
Syaft'i (150-204 H/767-820M),33¥dan Imam Ahmad
bin Hanbal (164-241 H/780-855 M)*¥* adalah
pengikut aliran ini.

Setelah aliran salaf berkembang, kemudian
muncul aliran Mu'tazilah, yang pada umumnya
para ulama menisbatkan kepada Wasil bin “Ata” (w.
131 H/748 M) sebagai tokoh utamanya, aliran
Asy’ariyah dinisbatkan kepada Abt al-Hasan al-
Asy’ari (w. 324 H/936 M) yang berkembang di
Basrah, dan aliran Maturidiyyah yang dinisbatkan
kepada Abt Mansar al-Maturidi (w. 333 H/944 M)
di Samarkand. Semua aliran ini mereka menyebut
dirinya sebagai ahl as-sunnah wa al-jama’ah.

Selain aliran-aliran tersebut di atas, masih ada
pengelompokan aliran, yaitu Syi’ah, Khawarij dan
ahl as-Sunnah (Sunni). Pengelompokan aliran ini
terjadi sebagai ekses atau akibat terbunuhnya
khalifah Usman bin Affan (w. 35 H/656 M) di
tangan para demonstran. Dari tragedi ini kemudian
terjadi berbagai pertikaian pada masa pemerintahan
khalifah Ali bin Abi Talib (w. 40 H), konflik dan
ketegangan dalam percaturan politik, serta terjadi

dikenal sebagai gerakan Wahabi yang berkembang di kawasan jazirah
Arab. Muhammad Abd Zahrah, Ibid., h. 211.

3B6Muhammad Yasuf Masa, Abii Hanifah ‘Asruh Hayatuh, Mazhabilh,
Ittijahatuh al-Fighiyyah wa al-Insaniyyah (Mesir: Maktabah Nahdah, 1376
H/1957), h. 37.

3’Muhammad Abt Zahrah, Malik Hayatuh wa ‘Asruh Ard’'uh wa
Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1994), h. 24. Amin al-Khuli, Malik
Tajarubu Hayah (Mesir: Mu’assasah al-Misriyyah al-Ammabh, t.t.), h. 62
dan 427.

38Muhammad Abt Zahrah, asy-Syafi'i Hayatuh wa ‘Asruh Ara’uh wa
Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1363 H/1944 M), h. 14 dan 31.

339 Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin at-Turki, Usul Mazhab al-Imam
Ahmad bin Hanbal (Mesir: Matba’ah Jami’ah ‘Ain Syams, 1394 H/1974 M),
h. 32 dan 46.
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penderitaan kehidupan rakyat.3* Dalam perjalanan
waktu, tiga aliran yang berbeda pandangan politik
itu pada akhirnya merasuk masuk pada masalah
akidah dan masalah-masalah ajaran agama yang
lainnya, sekaligus pada pemahaman pada ajaran
agama itu sendiri. Al Yasa  Abtbakar
mengemukakan bahwa dalam hal akidah (ilmu
kalam) kaum muslimin yang sebelumnyamasuk ke
dalam kelompok Syi’ah, Khawarij dan Ahlussunnah
(Sunni) ada yang menjadi pengikut Mu'tazilah,
sebagaimana ada yang menjadi pengikut
Maturidiyah, Asy’ariyah ataupun Salafiyah.34!
Kedua, masalah syarf’ah, adalah sebagai
doktrin dan tata peraturan kehidupan praktis
(mu’amalah  ‘amaliyyah).  Secara  terminologis
dikatakan bahwa syari’ah adalah tata peraturan
yang diciptakan Allah Swt. atau pokok-pokoknya,
supaya dipegang oleh manusia dalam berhubungan
dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama
muslim, dengan saudaranya sesama manusia,
dengan alam sekitarnya, dan dengan masalah
kehidupan.3#2 Dari sini dapat dimengerti dan
ditegaskan bahwa, bagaimana cara seorang muslim
beribadah menyembah kepada Allah, bagaimana
seorang muslim berinteraksi dengan keluarga dan
kerabatnya, = bagaimana  hidup  bertetangga,
berkomunikasi, bertransaksi dengan sesama
muslim, dan sesama manusia pada umumnya,
bagaimana menjalani hidup dalam masyarakat
yang plural (heterogin), dan berbudaya sehingga
tetap masyarakat merasa aman, nyaman,tentram,
berdampingan, dan tidak berbuat dengan

340Muhammad Abt Zahrah, Muhadarat fi Tarikh, Juz ke 1, h. 10.

341A] Yasa’ Abtbakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh
Didrussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan (Nanggroe Aceh Dar
ussalam: Dinas Syari’at Islam, 2006), h. 18.

32Mahmutd Syalttt, al-Islam *Agidah wa Syari’ah, h. 12.
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sekehendaknya. Demikian juga, bagaimana cara
memperlakukan alam semesta sehingga bermanfaat
bagi masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus
dampak daripadanya tidak menimbulkan bencana
banjir dan longsor, dan begitu seterusnya. Aspek
ajaran syari’ah ini dikembangkan oleh para ulama
menjadi sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan
ilmu fikih (figh), tentunya dengan berbagai
spesifikasinya.34

Doktrin dibidang ini telah berkembang menjadi
banyak mazhab.3* Tetapi dari banyak mazhab itu
yang terus berkembang dan dikenal oleh
masyarakat dunia hingga saat ini hanya empat
mazhab, yaitu mazhab Hanafi, yang didirikan oleh
Abt Hanifah an-Nu'man bin Sabit (80-150 H/699-
676 M), mazhab Maliki, yang didirikan oleh Malik
bin Anas bin Malik Abi ‘Amir al-Asbahi al-Yamani
(95-179 H/713-795 M), mazhab Syafi'i , yang
didirikan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i
(150-204 H/767-820 M), dan mazhab Hanbali, yang
didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbali

383Figh atau ilmu fikih (‘ilm al-figh) merupakan kumpulan aturan dan
tuntunan mengenai perilaku seseorang, baik dalam kedudukannya
sebagai pribadi, anggota masyarakat (jama'ah) maupun dalam
kedudukannya sebagai pejabat negara (pemerintah).

34Di masa sesudah fabi'in, muncul mazhab-mazhab dalam bidang
hukum Islam (figh) baik dari kalangan ahl al-hadis maupun ahl ar-ra’y,
yang oleh mayoritas kaum muslimin disebut sebagai mazhab ahl as-
sunnah wa al-jama’ah sebanyak 13 mazhab, yaitu: Mazhab Sufyan bin
‘Uyainah di Makkah, mazhab Malik bin Anas di Madinah, mazhab Hasan
Basri di Basrah, mazhab Abt Hanifah di Kafah, mazhab Sufyan as-Sauri
di Kafah, mazhab al-Auza’y di Syam, mazhab Syafi’i di Mesir, mazhab
Lais bin Sa’ad di Mesir, mazhab Ishaq bin Rahawaih di Naisabtr, mazhab
AbtSaur di Bagdad, mazhab Ahmad bin Hanbal di Bagdad, mazhab
Dawud Zahiri di Bagda, dan mazhab Ibn Jarir di Bagdad. Lihat, Hasbi
ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Figh (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 71.
Ibrahim Hosen, Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rudjuk dan
Hukum Kewarisan (Djakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam
Yayasan Thya ‘Ulumuddin Indonesia, 1971), JId. ke 1, h. 41.
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(164-241 H/780-855 M). Selain empat mazhab
tersebut, masih ada beberapa mazhab penganut
Syi'ah yang dikenal lebih dekat kepada jama’ah
Islam (Sunni) dan moderat, seperti mazhab
Zaidiyyah, yang didirikan oleh Zaid bin “Ali Zain
al-’Abidin bin al-Husain bin ‘Ali bin Abi Talib (80-
122 H), dan mazhab Ja’fariyyah, yang didirikan oleh
Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali Zain al-’Abidin bin
al-Husain bin “Ali bin Abi Talib (82-148 H).34>
Ketiga, masalah etika dan moral (khulugiyyah),
adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak,
substansinya adalah doktrin tentang etika dan
moral. Hal ini tentunya menjadi tuntunan dan
bimbingan mengenai cara-cara yang harus
ditempuh agar seseorang menjadi mulia dan luhur,
dekat dengan sang Khalik, bermanfaat bagi orang-
orang yang berda di sekitar, dan senantiasa
berusaha untuk melakukan perbuatan baik secara
maksimal.  Doktrin etika dan moral ini
sesungguhnya  merupakan  substansi dan
manifestasi dari dua doktrin di atas, karena
implikasi daripadanya pada akhirnya akan
membentuk pribadi-pribadi manusia yang mulia,
dan berakhlak yang baik. Al-Gazali (w. 505 H)
dalam konteks ini mengatakan bahwa, akhlak
adalah perilaku jiwa, yang dapat dengan mudah
melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa
memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila
perilaku itu melahirkan perbuatan-perbuatan baik
dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan
agama, perilaku itu dinamakan akhlak yang baik
(khulugan hasana). Apabila perilaku yang dilakukan

345Muhammad Abt Zahrah, al-Imam Zaid Hayatuh wa *Asruh Ara’uh
wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-’Arabi, t.t.), h. 22. Muhammad Abt
Zahrah, Muhadarat fi Tarikh, h. 40. Al-Hamid al-Husaini, Sejarah Hidup
Imam Ja’far ash-Shadig R.A. (Semarang-Indonesia: CV Toha Putra, t.t.), h. 1
dan 134.



itu melahirkan perbuatan buruk, makaperilaku
tersebut dinamakan akhlak yang buruk (khulugan
sayyi’a).346

Untuk mengukur bahwa seseorang itu
berperilaku baik atau tidak baik, dalam praktik
kehidupan masyarakat sudah barang pasti akan
berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat
yang lainnya sesuai dengan persepsi seseorang,
kondisi masyarakat, tradisi dan budaya yang
berkembang, dan perubahan sosial masyarakat itu
sendiri. Misalnya, terjadi perbedaan akibat
perubahan nilai tradisi dan budaya suatu
masyarakat dari baik kepada buruk, atau
sebaliknya, adalah tradisi membuka kepala bagi
perempuan mempunyai sifat yang buruk (muru’ah)
bagi masyarakat (negara) di wilayah Timur, tetapi
tidak termasuk perbuatan buruk bagi umumnya
masyarakat di wilayah (negara) Barat.3¥” Oleh
karena demikian, bagi umat Islam pendasaran
perilaku baik dan buruk parameternya adalah
kembali berpedoman pada al-Qur’an dan sunnah.
Kedua pedoman ini baik secara eksplisit maupun
implisit telah menyatakan baik, maka itulah ukuran
kebaikan bagi umat manusia. Demikian pula
sebaliknya, jika dinyatakan buruk, maka itulah
ukuran keburukan bagi umat manusia. Allah Swt.
telah berfirman (Q.S. al-Qalam (68), ayat 4):

wbE Gl 3

Artinya: “Dan  sesungguhnya kamu  benar-benar
berbudi pekerti yang agung”.

346Al-Gazali, Ihya” ‘Ulim ad-Din (Indonesia: Dar Thya” al-Kutub al-
‘Arabiyyabh, t.t.), JId. ke 3, h. 52.

347Abt Ishaq Ibrahim bin Masa al-Lakhmi al-Gar-nati asy-Syatibi
(selanjutnya ditulis asy-Syatbi), al-Muwafagat fi Usiil al-Ahkam (Bairut: Dar
al-Fikr, t.t.), Jld. ke 1, Juz ke 2, h. 198.
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Kemudian Rasulullah Saw. menegaskan dalam
sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari
Abut Hurairah:

o o e rw h S &
38695 VT 86 FY Chy B
Artinya: “Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk

menyempurnakan akhlak yang mulia (H.R.
Malik bin Anas)”.

Berdasarkan pada ayat dan hadis di atas
jelaslah bahwa akal pemikiran manusia senantiasa
dinamis dan berubah dalam menilai baik dan
buruk, dalam arti senantiasa berubah bagi
masyarakat dalam menilai baik dan buruk yang
didasarkan pada akal pemikiran. Karena itu,
sesungguhnya penilaian baik dan buruk yang
sebenar-benarnya hanya Allah yang mengetahui-
Nya, sejalan dengan firman-Nya:

o 9850 o G Sy o o owid bos v
3

el oo G5B Sy e G
Artinya: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab
itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-
orang yang ragu” (Q.S. al-Baqarah (2), ayat
147).

Dari tiga pembagian doktrin hukum di atas
(akidah, syari’ah dan akhlak), maka syari'ah (ahkam
‘amaliyyah) sebagai bagian dari hukum al-Qur’an.
Macam hukum yang disebutkan terakhir ini
merupakan doktrin yang berkaitan erat dengan
kehidupan duniawi. Al-Qur'an tidak memerinci
secara detail kecuali tentang sebagian hukum

38lmam Malik bin Anas, al-Muwatta’ (Bairut; Dar al-Fikr, 1409
H/1989 M), Cet. ke 1, h. 216.
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perkawinan, tindak pidana kejahatan (hudid),
kafarat, dan waris. Aturan-aturan kehidupan yang
digariskan Allah dalam bidang ini bersifat pokok-
pokok yang berkenaan dengan prinsip-prinsip
umum, dan kaidah-kaidah pokok yang harus
dijadikan pedoman oleh manusia dalam kehidupan
bermu’amalah. Harun Nasution berdasarkan
analisisnya mengemukakan bahwa dari 6360 ayat
al-Qur'an’¥ hanya terdapat 368 ayat yang
berhubungan  dengan  aspek-aspek  hukum,
termasuk di dalamnya ayat-ayat mengenai ibadah.
Sementara ayat-ayat yang spesifik mengatur
kehidupan sosial kemasyarakatan, dari 368 ini
hanya 228 ayat.350

Hukum-hukum praktis (al-ahkam al-'amaliyyah)
yang terdapat dalam al-Qur’an, dalam sistematika
hukum Islam dibagi menjadi dua bagian besar,
yaitu hukum-hukum ibadah, dan hukum-hukum
mu’amalah. Pada bagian pertama, yaitu berisi di
dalamnya tata aturan hukum mengenai pola
hubungan manusia dengan Allah, seperti salat,
puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-
ibadah yang lainnya. Sedangkan bagian yang
kedua, yaitu hukum-hukum mu’amalah yang di

349Penetapan jumlah ayat al-Qur’an ternyata di kalangan para ulama
berbeda-beda jumlah keseluruhannya. Ada yang menetapkan 6.000,
6.214, 6.219, 6.225, 6.236, 6.616, 6.360, dan 6.636. Sedangkan jumlah 6.666
ayat, tidak ada seorang ulama pun yang menetapkan jumlah tersebut,
hanya para pendakwa yang sering mengatakannya. Dari penetapan
jumlah-jumlah tersebut, Harun Nasution lebih cendrung pada jumlah
6.360 ayat, dan Abdur Rahman I. Doi menetapkan sebanyak 6.636 ayat.
Lihat, Ismuha dalam kata pengantar penerjemah kitab, Mahmad Syalttt
dan Muhammad Ali as-Sayis, Mugqaranah al-Mazahib fi al-Figh (Mesir:
Matba’ah Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1373 H./1953 M.), h. 8.
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dadr i Berbagai Aspeknya (Jakarta: Penerbit
UI Press, 1985), J1d. ke 2, h. 7. Abdur Rahman 1. Doi, Shari’ah the Islamic
Law (London: United Kingdom, 1404 H/1984 M), h. 21-22.

350 Harun Nasution, Islam Ditinjau,h. 7-8.
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dalamnya berisi tata aturan mengenai pola

hubungan antara sesama manusia, seperti akad

perjanjian transaksi, akad nikah, sanksi tindak
pidana kejahatan, dan lain-lain.3!

‘Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1956 M), setelah
membagi hukum-hukum dalam al-Qur’an pada tiga
bagian besar sebagaimana Muhammad ‘Ali as-
Sayis, yaitu ahkam i'tigadiyyah, ahkam khulugqiyyah
dan ahkam ‘amaliyyah, kemudian yang disebutkan
terakhir ini ia kelompokkan kembali menjadi dua
kelompok besar yaitu hukum-hukum ibadah (ahkam
al-"ibadat), dan hukum-hukum mu’amalah (ahkam al-
mu’amalat) sebagaimana tersebut di atas. Dalam
term modern, hukum-hukum mu’amalah itu
banyak macamnya sesuai dengan hal-hal yang
berhubungan dengan kehidupan manusia. Dalam
hal ini Khallaf memerinci menjadi tujuh macam
hukum,352 sebagai berikut:

1) Hukum  keluarga (ahkam  al-ahwal  asy-
syakhsiyyah), yaitu yang berhubungan dengan
hidup kekeluargaan. Dimaksudkan dengan
hidup kekeluargaan di sini adalah mengatur
hubungan suami isteri dan sanak kerabat antara
satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat hukum
mengenai hidup kekeluargaan ini dalam al-
Qur’an diperkirakan sebanyak 70 ayat.

2) Hukum perdata (al-ahkam al-madaniyyah), yaitu
yang berhubungan dengan mu’amalah antara
perorangan, masyarakat dan persekutuannya,
seperti  jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-
meminjam,  pertanggungan,  perkongsian,
utang-piutang dengan keharusan adanya ikatan

351'Abd al-Wahhab Khallaf, ‘IIm Usil al-Figh, h. 32. Al-Qadi
Muhammad Suwaid, al-Mazahib al-Islamiyyah al-Khamsah wa al-Mazhab al-
Muwahhad (Bairut: Dar at-Taqrib bain al-Mazahib al-Islamiyyah, 1416
H/1995 M), h. 43 dan 165.

352’ Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usiil al-Figh, h. 32-33.
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hukum. Dimaksudkan dengan adanya ikatan
hukum di  sini, mengatur  hubungan
perorangan, masyarakat, yang menyangkut
harta kekayaan dan memelihara hak setiap
orang yang mempunyai hak. Ayat-ayat hukum
mengenai hal ini dalam al-Qur’an diperkirakan
sebanyak 70 ayat.

Hukum pidana (al-ahkam al-jina’iyyah), yaitu
yang berhubungan dengan tindak pidana
kejahatan yang bersumber dari pelaku
kejahatan  (mukallaf), dan sanksi yang
semestinya diterima oleh pelaku kejahatan.
Tujuannya  adalah  untuk  memelihara
kehidupan manusia, harta bendanya,
kehormatannya, dan hak-haknya. Begitu pula
membatasi hubungan antara harta yang diambil
dengan pelaku kejahatan, dan masyarakat
umum. Ayat-ayat hukum mengenai hal ini
dalam al-Qur’an diperkirakan sebanyak 30 ayat.
Hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), yaitu yang
berhubungan dengan pengadilan, kesaksian,
dan sumpah. Tujuannya adalah mengatur
keberanian untuk mewujudkan keadilan di
antara para pihak yang berperkara. Ayat-ayat
hukum mengenai hal ini dalam al-Qur'an
diperkirakan sebanyak 13 ayat.

Hukum  ketatanegaraan (al-ahkam ad-
dusturiyyah), yaitu yang berhubungan dengan
aturan hukum pemerintah dan dasar-dasarnya.
Tujuannya adalah untuk membatasi hubungan
pemerintah dengan warga negara, menetapkan
hak-hak perorangan, dan masyarakat. Ayat-
ayat hukum mengenai hal ini dalam al-Qur’an
diperkirakan sebanyak 10 ayat.

Hukum internasional (al-ahkam ad-dualiyyah),
yaitu yang berhubungan dengan masalah-
masalah hubungan antara negara-negara Islam
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dengan negara-negara yang bukan Islam
(sekuler), dan tata-cara pergaulan dengan
warga negara non muslim yang berada di
negara Islam. Tujuannya adalah untuk
membatasi hubungan negara Islam dengan
negara-negara lain dalam kondisi damai dan
perang, dan sekaligus membatasi hubungan
orang-orang muslim dengan non muslimyang
berada dalam negara Islam. Ayat-ayat hukum
mengenai hal ini dalam al-Qur’an diperkirakan
sebaganyak 25 ayat.

7) Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkam al-
igtisadiyyah ~ wa  al-maliyyah), yaitu yang
berhubungan dengan hak orang-orang miskin
yang biasa meminta-minta (as-sa’il) dan orang-
orang miskin yang tidak mau meminta-minta
kepada orang-orang kaya (al-mahrum), dan
mengatur sumber-sumber pemasukan dan
pengeluaran  ekonomi  dan  keuangan.
Tujuannya adalah mengatur pendistribusian
yang menyangkut harta antara orang-orang
kaya dan (hak) orang-orang miskin, antara
pemerintah dan perorangan. Ayat-ayat hukum
mengenai hal ini dalam al-Qur’an diperkirakan
sebanyak 10 ayat.

Senada dengan pandangan Khalldf di atas,
Mustafd Ahmad az-Zarqa” (1285-1357 H/1868-1940
M) setelah membedakan figh menjadi dua kelompok
besar, yaitu ibadah, dan mu’amalah, kemudian ia
membagi macam-macam hukum menjadi tujuh
kelompok,353 sebagai berikut:

33Mustafa Ahmad az-Zarqa’, al-Madkhal al-Fighi al-"Ami al-Figh al-
Islami fi Saubih al-Jadid:
(Damaskus:Matba’ahTarbain,1967/1968),Juzkel,h.55-56.
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Ibadah (al-"ibadat), yaitu hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan Allah, seperti salat,
puasa, dan lain-lain.

Hukum keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyyah),
yaitu hukum yang mengatur keluarga, seperti
perkawinan (an-nikah), perceraian (at-talag),
keturunan (an-nasab), nafkah (an-nafagah), dan
lain-lain.

Mu’amalah (al-mu’amalat), yaitu hukum yang
mengatur hubungan sesama manusia yang
berkaitan dengan harta benda (al-amwal) hak-
hak  kebendaan  (al-huqug), dan  cara
pengelolaannya (at-tasarrufat).

Hukum ketatanegaraan (al-ahkam as-
sultaniyyah), yaitu hukum yang mengatur
hubungan penguasa dengan rakyat, hak-hak
dan kewajiban-kewajiban rakyat dan penguasa.
Pemberian sanksi (al-‘uqubat), yaitu hukum
yang mengatur tentang pemberian sanksi
terhadap pelaku tindak pidana kejahatan atau
pelanggaran untuk menjaga ketertiban dan
keamanan bagi masyarakat.

Hukum internasional (al-ahkam ad-dualiyyah),
yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
negera-negara Islam (ad-dualah al-Islamiyyah)
dengan negara-negara lain, yang disebut
dengan hubungan bilateral dan multilateral (al-
hugiq ad-dualiyyah).

Tata pergaulan (al-adab), yaitu hukum yang
mengatur pergaulan baik (al-akhlag), bersikap
hormat (al-hasyamah), saling baik (al-muhasin),
dan merasa saling sama (al-musawi).
Berdasarkan kajian pembagian hukum-hukum

mu’amalah, atau pengelompokkan hukum-hukum
yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf
dan Mustafa Ahmad az-Zarqa” di atas, jelaslah
menunjukkan bahwa eksistensi al-Qur’Gn sebagai
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masdar min  al-mas@dir  al-ahkGm mengandung
berbagai hukum dan prinsip-prinsipnya yang mesti
dipahami dan dikaji sepanjang kehidupan manusia
hatta yaum al-giy@Gmah.

Klasifikasi Dalil-Dalil Hukum al-Qur'dn dan

Rinciannya
Para pakar metodologi hukum Islam (usdliyyin),

mengklasifikasikan dalil-dalil al-Qur’an dilihat dari

berbagai segi, sebagaimana di bawah ini:

1) Dilihat dari segi sumber asalnya, dalil
dibedakan pada dua macam, yaitu dalil nagly,
dan ‘aqly (ar-ra’y). Dimaksudkan dengan dalil
nagly, yaitu teks-teks al-Qur’an dan sunnah
mutawatirah. Sedangkan dalil ‘agly (ar-ra’y)
yaitu al-qiyGs dan al-istidlal. Pengklasifikasian
ini hanya dilihat dari segi sumber asal
munculnya dalil. Sebab masing-masing dari
dua  Kklasifikasi  dalil  tersebut saling
membutuhkan satu sama lain. Karena
penggunaan dalil yang telah di-nas-kan (al-
manqUlat) sudah barang tentu memerlukan
pemikiran (gair al-manqUlat), sebagaimana
pemikiran tidak akan diakui oleh syara’” kecuali
apabila disandarkan pada nagl.35

2) Dilihat dari segi cakupannya, dalil dibedakan
pada dua macam, yaitu: Dalil kully dan juz’y.
Dimaksudkan dengan dalil kully, yaitu dalil nas
yang isinya mencakup banyak partikular
hukum, bahkan sebagian besar hukum sejenis
terakomodir di dalamnya. Seperti amr, nahi,
‘am, mutlaq, ijm@’ sarih, ijm@’ sukOti, qiy@s yang
sudah terdapat nas (teks) pada ‘illah-nya, term
lain disebut dengan “illah al-mansUsah, dan “illah
al-mustanbatah. Jadi, sigat amr itu adalah bentuk

354 Asy-Syatibi, al-Muwa@fagat, Juz ke 3, h. 21.



yang kully, di mana di dalamnya tercakup
semua bentuk yang disampaikan dengan
bentuk amr (sigah al-amr). Begitu pula nabhi,
semua bentuk nahi disampaikan dengan bentuk
nahi (sigah an-nahy), maka ia pun tercakup di
dalam nahi, dan begitu seterusnya. Amr adalah
dalil yang kully, sedangkan nas yang datang itu
dalil juz’y. Juga mnahi adalah dalil kully,
sedangkan nas yang datang dengan bentuk nahi,
adalah dalil juz’y.%> Sebagai contoh, Q.S. al-
Bagarah (2): 29:

ot 5 6 s sl 35

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala
yang ada di bumi untuk kamu ...”

Ayat ini meletakkan prinsip dasar hukum
bahwa segala yang ada di dalam dan di muka
bumi, status hukumnya adalah boleh (al-ib@hah)
dimanfaatkan  untuk  kepentingan  dan
kemaslahatan manusia, kecuali ada indikasi lain
yang melarang (at-tahrim) tidak  boleh
dimanfaatkan untuk hajat hidup kebutuhan
manusia, yang dibenarkan syara’. Prinsip dasar
hukum ini menjadi dalil kully atau kaidah
syar'iyyah, yakni kaidah umum yang
mencakup di dalamnya seluruh partikular
problematika fikih yang menjadi pedoman
untuk penetapan hukum kasus hukum fikih
tersebut, baik yang ditunjukkan oleh teks-teks
al-Qur'an dan hadis yang yang sudah jelas
maupun yang tidak ditunjukkan sama sekali
oleh kedua teks-teks sumber dan dalil hukum

355 * Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usdl al-Figh, h. 13-14.
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tersebut. Karena itu, Jalal ad-Din as-Suy0ti (w.
911 H) menegaskan dalam sebuah kaidah:

fﬁj\ X J:J/:j\ J - a;\;ys LN G Y

Artinya: “Hukum asal sesuatu itu dibolehkan,
sehingga  terdapat  bukti  yang
melarangnya” 35

Sebaliknya,

UV Je 0 3% G e LA G QN

Artinya: “Hukum asal sesuatu itu dilarang,
sehingga  terdapat  bukti  yang
membolehkannya” 357

Sedangkan dalil juz’y, yaitu dalil yang
menunjukkan  pada  partikular-partikular
hukum saja. Hal ini di kalangan us0liyyin tidak
banyak  dibahas  dibandingkan  dengan
pembahasan dalil kully. Sebagai contoh, Q/S.
Al-Maidah (5): 96:

£ sz L a3 S e ssiy. >/"";,,,5’5é
gjwjrﬁ—;\l\xa;uwjfd\wr_%d&\

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan
laut dan makanan yang berasal dari laut
sebagai makanan yang lezat bagimu”.

Dilihat dari segi kualitasnya, dalil dibedakan
pada dua macam, yaitu dalil gat’iy dan zanny.
Dimaksudkan dengan dalil gat’iy adalah teks-

356 As-SuyUti, al-Asyb@h wa an-Nazair fi al-Furl’ (Surabaya-Indonesia:
Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhan wa Auladubh, t.t.), h. 43.

357]bid.



teks yang menunjukkan pada makna yang jelas,
tegas dan tidak menimbulkan interpretasi
(ta'wil) serta tidak ada jalan untuk dipahami
selain dari makna yang jelas itu. Sedangkan
dalil zanny adalah sebaliknya, yaitu teks-teks
yang menunjukkan tidak tegas maknanya,
sehingga menimbulkan interpretasi bahkan
multitafsir pada pemaknaan teks.

Pengkategorian kualitas dalil tersebut
didasarkan pada cara dan proses tranmisinya
dalil dimaksud, apakah dengan secara
mutawatir, atau ahad. Parameter ini diperlukan
untuk menentukan kehujjahan kedua dalil itu.
Karena itu, para pakar metodologi hukum Islam
(usdliyyin) telah menetapkan tunjukkan (dalalah)
kedua sumber dan dalil al-Qur’an dan sunnah
(hadis). Pertama, dalalah al-Qur’an atas hukum,
tidak diragukan lagi bahwa keotentikannya
pasti (qat'iy as-SubUt) datang dari Allah.
Sedangkan dalalah-nya itu sendiri, ada yang
disebut gqat’iy ad-dalalah (teks-teks al-Qur’an
yang memiliki implikasi kepastian hukum), dan
zanny ad-dalalah (teks-teks al-Qur’an
pemaknaannya ditentukan melalui proses
dugaan yang memiliki nilai ketidakpastian
hukum).38Us0liyyin memberikan contoh gat’iy
ad-dalalah beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya
Q.S. an-Nisa” (4): 11 dan 12, an-N0Or (24): 2 dan
4:

c,fé,‘o w . 22 >4 Af) /,E R 5
okl B2 e S SWSia Al ey
Artinya: “Allah mensyari‘atkan bagimu tentang

(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu
yaitu bagian seorang anak laki-laki sama

358Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 46.
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dengan  bagian dua orang anak
perempuan”.

Q&QPHQ‘@)) uuamredj@

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua
dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai
anak”.

s 145 1o F AT 3

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki
yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali
dera”.

s

T -
rjw.

’o
zC‘M

‘.}df:fa.;;ﬁ\ Oeo &.3-’\3
55 G JETEIME

AR A

Artinya: “Dan  orang-orang yang menuduh
wanita-wanita yang baik-baik (berbuat
zina), dan mereka tidak mendatangkan
empat orang saksi, maka derlah mereka
(yang menuduh itu) delapan puluh kali
dera”.

Sedangkan zanny ad-dalalah, umumnya
literatur us0l al-figh klasik mencontohkan di
antaranya Q.S. al-Baqgarah (2): 228:

33 5272 2

:-3 5 &5 u.@.“».b\) C):a:s}c gm‘j
Artinya: “Dan  wanita-wanita  yang  ditalak
hendaklah menahan diri, selama tiga kali

-’77
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Para pakar hukum Islam dalam memahami
kalimat “ gj}; &% “, mereka berbeda-beda dari

hasil istinbat hukumnya. Di kalangan mazhab
Hanafi yang berdasar pada pendapat mayoritas
sahabat di antaranya AbU Bakar, Umar, ‘Alj,
dan Ibn Mas’ud, dan tabi'in mengatakan bahwa
kata “ qur0” plural dari kata “al-gar'u” adalah
bermakna menstruasi (al-haid), yang berarti
mesti menunggu tiga kali menstruasi.
Sedangkan di kalangan ulama Syafi'iyyah,
Malikiyyah, dan Hanabilah, salah satu dari
riwayat Imam Ahmad bahwa “al-gar'u”
bermakna suci (at-tuhr), yang berarti mesti
menunggu tiga kali bersuci.3»

Kedua,dalalah as-sunnah (al-hadis) juga ada
yang memiliki validitas kuat datangnya dari
Rasulullah Saw. (gat’iy al-wurdd) dan memiliki
implikasi kepastian hukum (gat’iy ad-dalalah),
dan ada yang tidak memiliki validitas kuat
datangnya dari Rasulullah Saw. (zanny al-
wurdd) dan juga tidak memiliki implikasi
kepastian hukum (zanny ad-dalalah),
sebagaimana akan diuraikan dalam sub pasal
sumber dan dalil kedua.

Dalam  pemikiran  progresif = yang
berkembang di Indonesia, terutama dalam
konteks kajian konsep gat’iy dan zanny di
kalangan ulama (kiyai) Nahdah al-"Ulama’
(NU), seperti Abdurrahman Wahid, M.A. Sahal
Mahfudh, Husen Muhammad, Masdar F.
Mas'udi, dan lain-lain. Mereka telah melakukan
kajian ~ menarik  perlunya  rekonstruksi
terminologi gat’iy dan zanny dalam usdl al-figh,

359Mahmd ‘Ali as-Sartawi, Syarh QanOn al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
(T.Tp.: Dar al-Fikr, t.t.), bagian ke 3, h. 524.
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yang masing-masing didefinisikan sebagai

ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa

yang tegas (sarih), dan ajaran yang
dikemukakan dalam teks bahasa yang tidak
tegas (gair sarih), yang ambigu atau diartikan
lebih dari satu pengertian, sudah tidak
memadai lagi. Menurut Masdar, term gatiy
lebih tepat bila dipahami sebagai ajaran yang
bersifat universal dan mengatasi dimensi ruang
dan waktu (mutlak). Sedangkan zanny lebih
tepat bila dipahami sebagai ajaran yang bersifat
partikular dan teknis operasional (juz’iyyah)
yang karenanya terikat dengan ruang dan
waktu.360

Dari pembahasan sumber dan dalil hukum
dilihat dari berbagai seginya tersebut di atas,
maka para pakar metodologi hukum Islam,
terlebiih di kalangan para imam mujtahid yang
empat (AbU0 Hanifah, Malik bin Anas,

Muhammad Idris asy-Syafii, dan Ahmad bin

Hanbal), mereka masing-masing dalam konteks

ijtthad untuk meng-istinbat-kan hukum secara

kronologis telah menetapkan pegangan dalil-
dalil hukum sebagaimana telah dikemukakan
dalam bab I, halaman 25-43, termasuk para
imam mujtahid di kalangan mazhab Zahiri dan
Syi’ah.
2. Sunnah (Hadis)
a. Definisi Sunnah (Hadis)

Term sunnah bukan sesuatu yang baru (al-jadid)
bagi umat Islam, tetapi suatu tradisi yang sudah
lama dilakukan dengan kontinyu dalam perbuatan
(at-tarigah al-maslOkah). Secara etimologi, sunnah
berasal dari kata kerja “sanna” yang berarti

360Masadar F. Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan:
Dialog Figh Perempuan (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), h. 29-30.



membentuk, menentukan, atau melembagakan.
Sunnah dalam pengertian ini menunjuk pada suatu
praktik yang dilembagakan oleh perorangan atau
kelompok tertentu. Jadi, sunnah bukan berarti
menunjuk pada tradisi suatu ras dan komunitas
tertentu, tetapi juga berkaitan dengan seseorang
yang melembagakannya.?! Sedangkan sunnah
dalam bentuk kata benda, berarti jalan setapak,
perilaku, atau tingkah laku.?2 Term sunnah dengan
pengertian ini menunjukkan suatu perilaku
perbuatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun
kelompok, baik perbuatan itu terpuji (al-mahmddah)
maupun tercela (al-mazmOmah). Makna secara
etimologis demikian ini, ditemukan dalam
pernyataan  Rasulullah Saw. yang banyak
diriwayatkan oleh para perawi hadis:

- ° ° . @ - - w Se b o w o ° o - P

CWY\dwerw&\dﬁ)dBw\wgJ*ﬁy
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Artinya: “Dari Jabir bin ‘Abd Allah, Rasulullah Saw.
bersabda: Barang siapa melakukan suatu

sunnah yang terpuji (baik) di dalam Islam,

kemudian sunnah itu diikuti oleh orang-

orang yang sesudahnya, maka diberikan

pahala  kepadanya seperti orang yang

L3N
*\

361]bn ManzUr, Lisan al-’Arab (Kairo: Dar al-Misriyyabh, t.t.), Juz ke 12,
h. 224.

32Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Yurisprudence
(Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), h. 8.
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mengikuti sunnah itu tanpa dikurangi sedikit
pun dari mereka pahalanya. (Sebaliknya),
barang siapa yang melakukan suatu sunnah
yang tercela (buruk) di dalam  Islam,
kemudian sunnah itu diitkuti oleh orang-
orang sesudahnya, maka ia akan menerima
dosanya, dan dosa orang-orang yang
mengamalkannya,  tanpa  sedikit  pun
dikurangi dari dosa mereka”.363

Dalam kaitan ini, di kalangan para pakar hadis
konvensional pasca asy-Syafi'i (w. 204 H)
menganggap term sunnah sama dengan term hadis.
Dua term tersebut sama menunjuk pada contoh
otoritatif yang diberikan Nabi Saw., baik ucapan
(gaulan), perbuatan (fi'lan), dan ketetapan (tagriran).
Akan tetapi, dalam perkembangan pemikiran di
kalangan pakar hukum Islam masa klasik kedua
term tersebut tidaklah sama, baik bentuk mau pun
maknanya. Karena secara etimologis, hadis berarti
yang baru (al-jadid), yang dekat (al-qarib), dan
informasi (al-khabar). Dimaknai demikian, karena
didasarkan pada perkataan AbU Hurairah kepada
komunitas orang Ansar mengenai informasi baru
“apakah kalian ingin kuinformasikan dengan suatu
informasi dari berbagai informasi kalian” (aturidUna
an  uhaddisakum  bihadisin ~ min  ahadisakum).364
Demikian juga hadis dimaknai dengan informasi

363Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi (selanjutnya ditulis Imam
Muslim), Sahih Muslim (T.Tp.: Dar Ihya” at-Turas al-'Arabi, 1972), h.
‘Abd Allah Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal (Bairut:
al-Maktabah al-Islami, 1978), Juz ke 6, h. 357. Ahmad ibn Syuaib an-
Nasa'i (seterusnya di tulis an-Nasa'i), Sunan an-Nasd'i (Bairut: Dar al-Fikr,
1980), Juz ke 5, h. 75. Muhammad ibn ‘Isa at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi
(Bairut: Dar al-Fikr, 1970), Juz ke ,h. ...

364Syuhudi  Isma’il, Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Penerbit
Angkasa, 1982), h. 7-8.



yang berkembang dalam kehidupan masyarakat
muslim, Rasulullah Saw. bersabda:

o\@ad}mwmd;«jémwwg{uup
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Artinya: “Dari Jabir bin ‘Abd Allah ia berkata:
Rasulullah Saw. bersabda dalam khutbahnya
bahwa sesungguhnya informasi yang paling
benar adalah Kitab Allah, dan sebaik-baik
petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan
seburuk-buruk perkara adalah segala yang
diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan
adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat,
dan yang sesat masuk neraka” 365

Term hadis ini secara historis, sebenarnya Nabi
Saw. sendiri dalam beberapa hal telah
menggunakan term hadis, seperti terlihat dalam
pernyataannya yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Muslim dari ‘Abd Allah bin ‘Umar
bahwa Nabi Saw. bersabda:

c_)f N3 jﬁ-Y} J“’\f‘\af\)"\’) AJ‘))LSG‘}AL

Sovor YGerror Fuword Gor

)U\deovuﬁ\w Jwéc

Artinya: “Sampaikanlah oleh kalian dariku walau pun
satu ayat, dan informasikan oleh kalian
tentang Bani Israil dan tidak berdosa, dan
barangsiapa berdusta dengan
mengatasnamakanku, maka hendaklah ia
bersiap-siap masuk neraka”.

365 An-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, h. 78.
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Bertolak dari uraian term sunnah dan hadis di
atas, maka dalam pembahasan berikutnya, kedua
term tersebut digunakan dan penulis cendrung
berasumsi identik keduanya.

Sedangkan secara terminologi, para pakar
berbeda-beda dalam memberikan definisi sunnah
sesuai dengan latar belakang  spesifikasi
keilmuannya masing-masing. Untuk itu, akan
dikemukakan terminologi menurut ulama hadis,
ulama us0l al-figh, dan ulama fikih (fugaha’):



1) Menurut ulama hadis, sunnah didefinisikan
dengan:

- o, o or o o o, or o o S - //// [

L;Q;KA;J\JJJNK \,ww,\m,,\w,

s s or e/ -

Artinya: “Segala sesuatu yang dinukil dari
Rasulullah Saw., baik berupa perkataan,
perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan
batin, atau pun perjalanan hidupnya
sejak sebelum diangkat menjadi Rasul
seperti  mengupat (bertahannus) di
dalam gua Hira maupun sesudah
diangkat menjadi Rasul” 366

Terminologi Lain:

o, %o or o7 o o, 7 or

w,\ e & 51 N v},fu@\ J W\u

Artinya: “Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi
Saw. baik berupa perkataan, perbuatan,
ketetapan, mau pun sifat” 367

Dari dua definisi ini dapat dipahami bahwa
sunnah itu meliputi biografi Nabi, sifat-sifat
yang melekat padanya, baik berkaitan dengan
fisikel, psikis, dan moralitas keseharian Nabi,
apakah sebelum dan sesudah beliau diangkat
menjadi Nabi dan Rasul.

366Muhammad Ajjaj al-Khatib, as-Sunnah qabl at-Tadwin (Bairut:
Maktabah Dar al-Fikr, 1997), Cet. ke 6, h. 28.

36’Muhammad as-Sabag, al-Hadis an-Nabawi (Mesir: Maktabah al-
Islamiyyah, 1972), h. 16.
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2) Menurut ulama us0l al-figh, sunnah adalah:

o o, or o 6 o F0S oror w @ v o b3
o of o~ 0l 0. 2P or o o o

Z;,«g»ws oK u\cuu,m\

Artinya: “Segala apa yang bersumber dari Nabi
Saw. selain al-Qur’an al-karim, baik
berupa perkataan, perbuatan, atau pun
penetapan yang dapat dijadikan sebagai
dasar penetapan hukum syara’” 368

Definisi lain:

s Pworr o 20 s So0 e///‘}/e

La)jb) CK’Y‘ g_,wu LS“ A.ajj'b) 45\»3\) r'l\a LSJ‘ d\y\

Artinya: “Semua perkataan Nabi Saw., perbuatan
dan takrirnya yang berkaitan dengan
hukum-hukum syara’ dan
ketetapannya” 369

3) Menurut ulama fikih, sunnah adalah:

o0 - 0o Sty ors e

e
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Artinya: “Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi
Saw., tetapi tidak termasuk dalam
kategori fardu atau wajib. Ketetapan itu
berupa perjalanan hidup yang menjadi

36sMuhammad ‘Ajjaj al-Khatib, as-Sunnah, h. 27.Wahbah az-Zuhaili,
Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 450.
369Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, as-Sunnah, h. 28.
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barometer dalam persoalan keagamaan,
bukan fardu dan wajib” 370

Dari terminologi ini dapat dipahami bahwa
sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber
dari Nabi Saw., baik berupa ucapan, perbuatan
mau pun penetapan yang berhubungan dengan
hukuim-hukum syara” yang disyari'atkan
kepada manusia. Hal ini berarti selain itu tidak
termasuk dalam pengertian ini. Dari sini dapat
ditegaskan bahwa sunnah sesungguhnya hal-
hal yang berhubungan dengan misi dan doktrin
pencipta syari’at (asy-Syari’) yang menjadi tugas
pokok Nabi Muhammad sebagai Rasulullah
Saw., berupa ucapan, perbuatan, atau pun
ketetapan. Sedangkan hal-hal yang
berhubungan dengan budaya dan tradisi,
seperti tatacara berpakaian, berhias diri,
kebiasaan tidur, dan yang semacamnya
merupakan tradisi kemanusiaan yang tidak bisa
dimasukkan dalam pemaknaan sunnah.

Dapat ditegaskan juga dari tiga perbedaan
terminologi menurut ulama hadis, ulama wus0l
al-figh, dan ulama fikih di atas, bahwa ulama
hadis memandang sunnah sebagai sesuatu yang
keluar dari manusia pilihan (Muhammad
Rasulullah Saw.), sehingga apa pun yang
melekat pada diri Rasulullah jelas menjadi
acuan bagi umat manusia, kendati pun berupa
tradisi yang bersifat manusiawi. Berbeda halnya
dengan ulama us0l al-figh, mereka memandang
diri Rasulullah Saw. sebagai pembuat undang-
undang di samping asy-Syari” (Allah) sendiri
sebagai pengkonstruk syari'at-Nya, sehingga
hal-hal yang berupa tradisi dan bersifat

370bid.
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manusiawi, tidak termasuk sunnah (hadis).
Sedangkan menurut wulama fikih, mereka
memandang eksistensi sunnah sebagai salah
satu hukum taklifi yang mesti dikerjakan, tetapi
tingkatannya tidak sampai pada wajib atau
fardu (talb al-fi'l gair jazim). Hanya kalau
dikerjakan itu lebih baik dan berpahala.
Sebaliknya, jika tidak dikerjakan oleh mukallafin,
maka tidak berdosa.
b. Bentuk-Bentuk Sunnah
Sebagaimana telah dikemukakan pada definisi
sunnah menurut ulama usdl al-figh di atas, bahwa
segala apa yang bersumber dari Nabi Saw. (selain
al-Qur’an), baik berupa perkataan, perbuatan mau
pun penetapan yang dapat dijadikan dasar
penetapan hukum syara’. Dari terminologi ini dapat
diketahui dan dibedakan bentuk-bentuk sunnah itu
pada tiga macam, yaitu sunnah gauliyyah, sunnah
fi'liyyah, dan sunnah taqririyyah37..

1) Sunnah  qauliyyah, adalah wucapan lisan
Rasulullah Saw. yang didengar dan dipahami
oleh  para sahabat  beliau, kemudian
ditranmisikan kepada para sahabat yang lain,
dan dilanjutkan pentranmisiannya dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Misalnya,
ucapan Rasulullah Saw. mengenai niat dalam
suatu aktifitas manusia yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin
Khattab r.a. ia berkata: Saya mendengar
Rasulullah Saw. bersabda:

371Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 450. Zaki ad-Din
Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 53-54.
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Artinya: “Hanyasannya (sah atau tidaknya)
suatu amal, tergantung pada niat, dan
yang dianggap bagi setiap orang apa
yang ia niatkan. Barang siapa yang
bermigrasi semata-mata karena taat
kepada Allah dan Rasul-Nya, maka
bermigrasi itu dinilai (diterima) oleh
Allah  dan  Rasulullah. Siapa yang
bermigrasi motifnya karena keuntungan
dunia, atau karena mengejar wanita
yang akan dinikahi, maka bermigrasinya
terhenti pada apa yang diniatkan
padanya” 372

Perkataan Rasulullah Saw. yang lain yang
diriwayatkan oleh Ibn Majah, Dar al-Qutny, dan
al-Baihaqi dari Abi Sa’id Sa’ad bin Malik bin
Sinan al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Saw.
bersabda:

A A P

‘)\j\'/dYJ U,A[

Artinya: “Seseorang  tidak  boleh  membuat
kemudaratan terhadap dirinya, dan juga
kepada orang lain”. 373

372Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 1, h.

373Zain ad-Din al-Hanbali, Jami" al-"UlOm wa al-Hukm fi asy-
SyarhKhamsin Hadisa min Jawami” al-Kalim (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 265.
AbU Bakar Ahmad bin al-Husain ibn ‘Ali al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra
(Bairut: Dar as-Sadir, t.t.), Juz ke 6, h. 69.

2901



292

Dalam mentranmisikan sunnah qauliyyah ini
di antara para sahabat yang langsung
mendengar dari Rasulullah, ada yang
menginformasikan kembali kepada sahabat lain
dengan persis seperti apa yang mereka dengar
dan lihat dari wucapan Rasulullah, yang
demikian ini dalam metodologi hadis disebut
dengan riwayah as-sunnah bi al-alfiz, dan ada
para sahabat yang mentranmisikan kepada
sahabat lain dengan secara substansialnya, yang
disebut dengan riwayah as-sunnah bi al-ma’na.
Pentranmisian sunnah yang disebutkan terakhir
ini secara metodologis, dibenarkan, dan bahkan
mayoritas muhaddisin sepakat
membolehkannya. Hanya konsekuensinya,
terjadi kelemahan, ditemukan dalam satu
persoalan tertentu redaksional matan hadisnya
berbeda-beda, sehingga dalam implementasi
terhadap kasus-kasus hukum para imam
mujtahid  (muhaddisin)  terjadi  perbedaan
pemahaman dan interpretasi.374
Sunnah fi'liyyah, adalah segala aktifitas yang
dilakukan Rasulullah Saw. yang dilihat dan
diperhatikan oleh para sahabatnya, kemudian
ditranmisikan kepada sahabat yang lain secara
berkelanjutan dari generasi ke generasi
berikutnya. Misalnya, prakti melaksanakan
kewajiban salat lima waktu (as-salawat al-khms),
melaksanakan manasik hajji ke Baitullah,
memutuskan perkara hukum (pidana atau
perdata) dengan mendatangkan para saksi di
pengadilan, dan praktik-praktik ‘amaliyyah yang
lainnya.

374Lihat, Zakaria as-Barri, Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah (al-Qahirah:
Dar al-’Arabi at-Tiba’ah, 1395 H/1975 M), h. 38.



3) Sunnah taqririyyah, adalah sikap persetujuan
Rasulullah Saw. mengenai suatu peristiwa yang
terjadi, atau suatu perbuatan yang dilakukan
oleh para sahabatnya, di mana terdapat indikasi
yang menunjukkan bahwa beliau
sesungguhnya menyetujui perbuatan yang
dilakukan oleh para habata tersebut. Sebagai
contoh di antaranya, terdapat suatu riwayat
dari Khalid bin Walid, bahwa ia pernah ketika
Rasulullah Saw. bersilaturrahmi ke rumahnya
menghidangkan makanan sejenis biawak (ad-
dab) yang dipanggang untuk dimakan beliau.
Kemudian di antara sahabat ada yang berkata,
ya Rasulullah itu adalah biawak (ad-dab), maka
Rasul menahan tangannya. Khalid berkata,
apakah haram memakannya.? Rasul menjawab,
tidak, tetapi binatang jenis itu tidak biasa
ditemukan di daerah saya, maka saya tidak
suka dan tidak memakannya. Khalid memakan
hidangan itu, dan Rasulullah Saw. hanya
memandangnya.

c¢. Pengklasifikasian Sunnah
JumhOr al-usoliyyin mengklasifikasikan sunnah
dilihat dari segi kualitasnya dibagi menjadi dua
bagian, yaitu sunnah al-mutawatirah, dan sunnah al-
ahad. Sedangkan ulama wus0l Hafiyyah dilihat dari
segi sandarannya, dibedakan pada tiga bagian,
yaitu sunnah al-mutawatirah, sunnah al-masyhOrah

dan sunnah al-ahad 37

1) Sunnah al-mutawatirah yaitu sunnah yang
ditranmisikan dari Rasulullah Saw.  oleh
sejumlah perawi sejak dari generasi sahabat,
tabi’in, dan tabi’ at-tabiin hingga generasi

375Wahbah az-Zuhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 451. Zaki ad-Din
Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 56.
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berikutnya yang menurut adat mustahil mereka

berkumpul dan bersepakat dusta.
Dimaksudkan dengan “sejumlah perawi”
pada terminologi tersebut di kalangan para
ulama (muhaddisin) mengemukakan kriteria
kuantitasnya, ada yang menyebutkan
minimal 4 orang perawi, ada sekurang-
kurangnya 5 orang, 10 orang, 20 orang, dan
ada ulama lain yang menyebutkan sekurang-
kurangnya 40 orang. Misalnya, sunnah al-
mutawatir al-lafzi, Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “Barang siapa yang berdusta kepada-ku,
maka berarti ia telah menyiapkan
tempatnya di neraka” 376

2) Sunnah al-masyhOrah  yaitu sunnah yang
ditranmisikan dari satu generasi ke generasi
berikutnya, yakni dari para sahabat kepada
tabi'in dan sampai ke tabi’ at-tabi’in secara
berkesinambungan, tetapi tidak sampai
mencapai derajat mutawatir, karena hanya
ditranmisikan oleh tiga orang atau lebih.
Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari “Abd Allah bin Umar r.a. dari Nabi
Saw., beliau bersabda:

376Sunnah (hadis) ini banyak ditransmisikan dan dikeluarkan oleh
para perawi hadis, terlihat di dalam kutub as-sittah, atau kutub at-tis’ah
dari Anas bin Malik, ‘Abd Allah bin az-Zubair, Ab0 Hurairah, dan “Ali
bin Rabi’ah. Menurut AbU Bakar al-Bazzar, hadis di atas diriwayatkan
oleh 40 orang sahabat, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis
tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat. Bahkan menurut Mahmd
at-Tahhan, hadis itu diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Lihat, Mahm0d
at-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis (Bairut: Dar as-Saqafah al-Islamiyyah,
1397 H/1977 M), Cet. ke 1, h. 21.
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Artinya: “Sesungguhnya  Allah  tidak  akan
mencabut ilmu pengetahuan (agama)
dengan sekaligus dari hamba-Nya, tetapi
Dia akan mencakut ilmu itu dengan cara
mematikan para ulama, sehingga tidak
ada lagi orang-orang yang berilmu, yang
masih (hidup) adalah orang-orang yang
bodoh yang dijadikan pemimpin, bila
mereka ditanya (tentang persoalan
agama), mereka berfatwa dengan tidak
berdasarkan ilmu (agama), sehingga
mereka sesat dan menyesatkan”.377

Hadis ini masyhur (dikenal) sekali di
kalangan kehidupan umat Islam, bahwa suatu
masa nanti akan terjadi kekosongan ulama yang
berilmu agama yang mumpuni, yang ada
hanyalah orang-orang yang tidak ‘alim dalam
ilmu agama, dan merekalah yang dipilih
dijadikan pemimpin, sehingga sangat boleh jadi
fatwa-fatwa dan kebijakan kepemimpinannya
dapat menyesatkan orang lain yang
dipimpinnya.

Dalam tataran teoritis-normatif, ternyata
banyak hadis masyhur yang terkenal di
kalangan kelompok masing-masing ulama.
Suatu hadis masyhur di kalangan para pakar
hukum Islam (fugaha’), tetapi tidak masyhur di
kalangan pakar metodologi hukum Islam

77Imam Muslim, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi (Indonesia:
Maktabah Dahlan, t.t.), Juz ke 4, h. 2085.
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(usdliyyin), ~di  kalangan  pakar  hadis
(muhaddisin), di kalangan pakar gramatika
bahasa (an-nuhat), termasuk di kalangan pakar
tasawwuf, dan juga sebaliknya.378

3) Sunnah  al-Ahad  yaitu  sunnah  yang
ditranmisikan dari Rasulullah Saw. sejak dari
para perawi generasi lapisan (tabaqah) pertama,
kedua, dan ketiga dari sunnah Ahad itu hanya
diriwayatkan oleh perorangan, dua orang atau
lebih, sehingga tidak mencapat kualifikasi
sunnah al-mutawatirah. Karena itu, disebutlah
dengan term khabar ahad, atau khabar al-khassah.
Hal ini sebagaimana dikatakan Imam Syafi’i
bahwa sunnah pada umumnya itu masuk
dalam kualifikasi macam ini.3”” Misalnya, hadis
dari Abi Hurairah:
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Artinya: “Barang  siapa  membeli  kambing
kemudian ditemuinya ada hiasan, maka
ia boleh mempertimbangkan memilih
yang jiddah waktunya selama tiga hari,
jika ia rela (menerima) maka teruskan,
jika ia tidak rela, maka kembalikan
dengan disertai satu sa’ tamar “.

N J

d. Dalalah Sunnah
Eksistensi sunnah, jika dikomparatifkan dengan
dalalah al-Kitab (al-Qur’an) pada dasarnya hampir
sama. Hanya saja al-Qur’an itu semuanya qgat’iy as-
sub0t, tapi ada yang gqat’iy as-subUt wa qat’iy ad-

378Mahmd at-Tahhan, Ibid., h. 24.
379Zakaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 50.



dalalah, dan gqat'iy as-Sub0t wa zanny ad-dalalah.
Sedangkan sunnah, dengan term gat’iy al-wurdd wa
qat’ty ad-dalalah, dan gat’iy al-wurdd wa zanny ad-
dalalah.Sunnah al-mutawatirah dari segi as-subUt wa
ad-dalalah itu lebih dekat pada gat’iy al-wurdd (as-
sub0t), sedangkan sunnah al-masyhUrah dan sunnah
al-ahad adalah zanny al-wurdd (as-Sub0t).3%0 Lebih
jauh  dalam  konteks ini, Ahmad Bu'Od
mengemukakan bahwa dalalah pada teks-teks
hukum dari al-Kitab dan as-sunnah pada
substansinya tidak keluar dari empat kategori ini:
nass zanny as-sub0t zanny ad-dalalah, nass zanny as-
sub0t qat’iy ad-dalalah, nass qat’iy as-SubUt zanny ad-
dalalah, dan qat’iy as-sub0t qat’iy ad-dalalah.38!
e. Kedudukan dan Kehujjahan Sunnah

Bertolak dari memahami beberapa teks al-
Qur’an dan hadis Rasulullah Saw. dapat ditegaskan
bahwa kedudukan sunnah itu menempati posisi
kedua sebagai sumber dan dalil hukum setelah al-
Qur'an dalam konteks istinbat hukum. Dasarnya
adalah Q.S. an-Nisa” (4): 59:
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Artinya: “Hai orang-orang vyang beriman, taatlah
kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah
dan uli al-amr di antara kamu. Kemudian,
jika  kamu  berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah

380]bid., h. 47-50. Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 59-60..

381Ahmad Bu'0d, al-Ijtihad bain Haqaiq at-Tarikh wa Mutatallibat wa al-
Wigi’ (al-Iskandariyyah: Dar as-Salam li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-
Tauzi’ wa ar-Rahmah, 1425 H/2005 M), Cet. ke 1, h. 144.
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(al-Qur’an) dan Rasul (sunnah), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Q.S. an-Nor (24): 62:
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Artinya: “Sesungguhnya yang benar-benar orang
mukmin adalah orang-orang yang beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila
mereka berada bersama-sama Rasulullah
dalam sesuatu wurusan yang memerlukan
pertemuan, mereka tidak meninggalkan
(Rasulullah)  sebelum — meminta  izin
kepadanya”.

Q.S. al-Hasyr (59): 7:
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Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka
ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu,
maka tinggalkanlah”.

Sedangkan di antara sunnah Rasulullah Saw.
yang menyatakan:
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Artinya: “Sesungguh  aku  telah  meninggalkan
kepadamu yang jika kamu mengikutinya
maka kamu tidak akan tersesat selamanya,
yaitu Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya” 382

Dengan beberapa teks al-Qur’an dan sunnah di
atas jelaslah bahwa sunnah hanya menempati posisi
kedua. Artinya tidak sama kedudukannya dengan
al-Qur'an, meskipun terdapat pandangan dari
Imam  Syafi'i yang  mengatakan  ketika
mengkategorikan  ilmu  (pengetahuan) pada
beberapa tingkatan: Pertama, al-Kitab (al-Qur’an)
dan sunnah jika sahih (adillah al-ahkam al-awwal al-
kitab wa as-sunnah iza sahhat).’83 Pandangan asy-
Syafi'i ini terlihat memposisikan kedudukan sunnah
adalah sama setara dengan al-Qur’an. Sementara di
dalam ar-Risalah, asy-Syafi’i tidak mensetarakannya,
bahwa sumber dan dalil hukum: (1) al-Kitab; (2) as-
sunnahal-mujma’ “alaih; (3) as-sunnah al-mukhtalaf fiha;
(4) al-ijma’; (5) al-qiyas.As-sunnah al-mujma’ ‘alaih,
ialah as-sunnah al-mutawatirah, dan as-sunnah al-
mukhtalaf fiha, ialah khabar Ahad.384

Pandangan asy-Syafii ini, sekilas tampak
kontradiksi dan bahkan kontroversi antara
pernyataan yang dideskripsikan dalam al-Umm dan
ar-Risalah. Tetapi akan terjawab jika membaca
argumentasi yang ia kemukakan. Menurutnya,
bahwa al-Kitdb dan as-sunnah pada satu peringkat
dipandangnya sebagai satu-satunya sumber hukum
Islam, karena sumber-sumber yang lainnya
terakomodir di dalam dan dikeluarkan dari
keduanya, meskipun bukan dari teksnya. Semua
sumber istinbat al-ahkam (selain al-Kitab dan as-

382[mam Malik, al-Muwatta’, Juz ke 2, h. 68.
383 jhat, Imam asy-Syafi'i, al-Umm, Juz ke 7, h. 246.
384 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 39-47.
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sunnah) kembali kepada satu pohon yang
bercabang dua, yaitu al-Kitab dan as-sunnah. Lebih
lanjut, asy-Syafi'i mengatakan, baik al-Kitab
maupun as-sunnah datang dari Allah sekalipun
berbeda cara dan sebab datangnya. Setiap orang
yang menerima perintah dari Allah melalui al-
Kitab, pasti akan menerima pula melalui sunnah
Rasulullah, karena Allah mewajibkan hamba-Nya
mentaati Rasul-Nya. Sebaliknya, setiap orang yang
menerima perintah dari Rasulullah, pasti akan
menerimanya sebagai datang dari Allah, karena
Allah mewajibkan mentaati Rasul-Nya.
Digabungkan keharusan menerima perintah yang
dibawa al-Kitdb dan as-sunnah, mengandung
pengertian bahwa keduanya itu diterima dari
Allah.3%5

Pandangan  asy-Syafi'i  tersebut  dapat
dimengerti bahwa, as-sunnah merupakan bayan
dari apa yang dibawa al-Qur’an, memerinci (tafsil)
dari yang global (mujmal). Jika as-sunnah tidak
seperingkat sama dengan al-Qur’an (al-Kitab), maka
as-sunnah tidak mungkin berfungsi sebagai bayan.
Asumsi seperti ini pada dasarnya sama dengan
pandangan mayoritas sahabat. Untuk menghindari
salah persepsi dari pandangan asy-Syafi'i yang
memposisikan sama peringkat al-Kitab dan as-
sunnah, dapat ditegaskan: Pertama, bahwa as-
sunnah yang seperingkat dengan al-Kitab adalah as-
sunnah al-mutawatirah (as-$abitah), yang validitas
keotentikannya sama gqat’iy al-wurdd. Sedangkan
khabar Ahad tidak seperingkat, karena validitas
keotentikannya zanny al-wurdd. Akan tetapi, ia
dibolehkan men-takhsis-kan teks-teks al-Qur’an
yang zanny ad-dalalah, karena sama-sama zanny.
Kedua, sama-sama peringkat keduanya dalam

385Asy-Syafi'i, al-Umm, h. 271.



konteks istinbat al-ahkam al-far’iyyah, bukan dalam

konteks = menetapkan  al-i'tiqgadiyyah.  Ketiga,

kesamaan  peringkat tersebut tidak  boleh
diasumsikan sebagai menurunkan posisi al-Kitab
sebagai masdar min al-masadir yang paling tinggi.

Demikian juga sebaliknya, tidak boleh dipahami

sebagai meningkatkan posisi as-sunnah sebagai

bayan atau furd’ dari al-Kitab. Tegasnya, keduanya
adalah sama peringkatnya dalam konteks istinbat
hukum-hukum cabang (furG’iyyah).

Namun demikian, eksistensi sunnah sebagai
perkataan, perbuatan dan penetapan Rasulullah
dapat dijadikan hujjah dan masadir at-tasyri” hukum
Islam yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan
orang yang cakap melakukan tindakan hukum
(mukallafin).

Fungsi Sunnah terhadap al-Qur’an
Al-Qur’an kedudukannya sebagai sumber dan

dalil hukum yang pertama, sedangkan sunnah

sebagai sumber dan dalil hukum yang kedua.

Karena posisinya berada di bawah al-Qur’an, maka

secara umum, fungsinya adalah menjelaskan

hukum-hukum yang dikandung al-Qur’an. Sunnah
sebagai bayan al-Qur’an ini dapat dikelompokkan
pada empat macam sebagai berikut:

1) Bayan at-taqrir wa at-ta’kid, yaitu penjelasan yang
fungsinya untuk menetapkan dan menguatkan
hukum-hukum vyang telah ditetapkan al-
Qur’an. Seperti, perintah mendirikan salat,
mengeluarkan zakat, kewajiban puasa ramadan,
haji ke Baitullah, larangan mensekutukan Allah,
kesaksian palsu, durhaka kepada kedua orang
tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan larangan
memakan harta orang lain. Dengan melihat
banyak sunnah yang sesuai dengan teks-teks al-
Qur’an, maka bayan seperti ini dikenal sebagai
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bayan al-muwafiqg li nassi al-kitab. Sebagai contoh
konkritnya, Q.S. al- Baqarah( ): 110:

HSUIEEENIIR

Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah
zakat”.

Perintah wajib ayat ini ditujukan kepada
umat Islam agar mendirikan salat dan
menunaikan  zakat, kemudian  sunnah
menetapkan  dan  menguatkan  dengan
penegasan Rasulullah Saw.:

e
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Artinya: “Dari Ibn Umar, ia berkata: Rasulullah
Saw. bersabda: Islam dikonstruk atas
lima landasan, kesaksian bahwa tidak
ada  Tuhan  kecuali  Allah  dan
Muhammad utusan Allah, mendirikan
salat, menunaikan zakat, melaksanakan
haji, dan puasa di bulan ramadan” (HR.
Bukhari).386

2) Bayan at-tafsir, yaitu penjelasan yang fungsinya
memberikan interpretasi terhadap hukum-
hukum yang sudah ditetapkan al-Qur’an,
sehingga jelas dan rinci. Hal ini dibedakan pada
empat macam:

a) Bayan at-tafsir li nusOs al-kitab al-mujmalah,
yaitu ~ memberikan interpretasi atau

386Ab0 ‘Abd Allah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih al-
Bukhari (Bairut: Dar al-Qalam, t.t.), h.
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penjelasan terhadap teks-teks al-Qur’an
yang sifatnya masih global. Misalnya, Q.S.
al-Baqgarah (2): 110 sebagaimana disebutkan
di atas, ayat ini bersifat global (umum),
tidak ada rincian berapa kali salat, berapa
rekaat, dan bagaimana cara salatnya
(kaifiyah  as-salah). Kemudian Rasulullah
menegaskan dengan sunnah fi'liyah-nya:
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Artinya: “Salatlah kamu sebagaimana kamu
melihat aku melakukan salat” (HR. Bukhari
dan Muslim).

Bayan at-tafsir li mukhassisah li al-‘am min al-
kitab,  yaitu =~ memberikan  penjelasan
terhadap teks-teks al-Qur'an dengan cara
mengkhususkan ~ hukum-hukum  yang
sifatnya masih umum. Misalnya, Q.S. an-
Nisa” (4): 11:
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Artinya: “Allah mensyari’atkan kepada kamu
tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Ayat tersebut bersifat umum terutama
pada kalimat “anak-anakmu”, yang berarti
semua anak bisa mendapatkan warisan.
Kemudian sunnah Rasulullah
mengkhususkan dan menjelaskan bahwa
ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak-
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anak yang tidak melakukan pembunuhan
terhadap orang tuanya, dengan sabdanya:

4°
s
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Artinya:  “Pembunuh  tidak  mendapatkan
pembagian warisan sedikt pun” 387

..

c) Bayan at-tafsir mugayyadah li mutlaq al-kitab,
yaitu memberikan penjelasan batasan
terhadap hukum-hukum yang mutlak yang
ada dalam al—Qur’én. Misalnya, Q.S. al-
Maidah (5):3
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Artinya:  “Laki-laki  yang mencuri  dan
perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Perintah  Allah memotong tangan
pencuri pada ayat ini tidak menjelaskan dan
menegaskan ukuran tangan yang dipotong,
berapa kadar harta yang dicuri yang
dikenakan hukum potongan tangan.
Kemudian Rasulullah Saw. menjelaskan dan
menegaskan batasan memotong tangan
pencuri yang hadisnya dikeluarkan oleh
Dar al-Qutni dari ‘“Amr ibn Syuaib, ia
berkata:

38’Muhammad bin Isma’il al-Kahlani as-San’ani (selanjutnya ditulis
as-San’ani), Subul asl-Salam (Bandung-Indonesia: Tab’ ‘ala Nafaqah
Dahlan, t.t.), Juz ke 3, h. 101.
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Artinya: “Rasulullah Saw. telah kedatangan
seseorang dengan membawa seorang pencuri,

kemudian beliau (melaksanakan) memotong
tangan pencuri dari pergelangan” 388

d) Bayan at-tafsir li taudih al-alfaz al-musykilah,
menjelaskan dan menegaskan lafaz-lafaz
dalam al-Qur’an yang masih sulit dipahami.
Misalnya, Q.S. al-Baqgarah (2): 187:

ST A e «.:w-s s—’ \)"j"“\) BK)

Artinya: “Dan makan minumlah hingga
terang bagimu benang putih dari benang
hitam, yaitu fajar”.

Kata/kalimat  “al-khait” atau “al-
khattain” pada ayat tersebut termasuk lafaz
yang sulit dipahami. Kemudian Rasulullah
Saw. menjelaskan dan menegaskan bahwa
yang dimaksud dengan “=3¥ ki “ adalah
terangnya siang (bayad an-nahar), dan yang
dimaksud dengan

“ 3.8 k3l “ adalah gelapnya malam
(sawad al-lail).38°

3) Bayan at-tasyri’, yaitu membentuk atau
menetapkan hukum baru yang tidak terdapat
dalam al-Qur’an, meskipun secara substantif-
filosofis ketentuan yang ditetapkan Rasulullah
itu sudah ada dalam al-Qur'an. Apa yang
dirumuskan dan ditetapkan beliau hanyalah

388 As-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 4, h. 27.
389Zaki ad-Din Sya’ban, Us0l al-Figh,h. 75.
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bersifat  aturan  operasional filosofinya.
Misalnya, Q.S. an-Nisa’ (4): 23:

>
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Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini)
ibu-ibumu ... dan menghimpunkan
(dalam  perkawinan) dua perempuan
yang bersaudara, kecuali yang telah
terjadi pada masa lalu”.

Rasulullah  saw.  menjelaskan  dan
menegaskan  ayat ini = dengan  cara
menambahkan ketentuan larangan tambahan
baru yang secara tekstualnya, tidak terdapat di
dalam al-Qur’an, beliau bersabda:

So08 s s S oS, @3 Sor w 7 s sror S P
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Artinya: “Dari  Abi Hurairan r.a., bahwa
Rasulullah ~ Saw. bersabda: Seorang

wanita  jangan  dipoligami  dengan
saudara ayahnya, dan jangan pula



antara seorang wanita dengan saudara
ibunya” (HR. Bukhari).

Berdasarkan dari ayat dan bayan at-tasyri’
tersebut, dapat ditegaskan bahwa memadu atau
mempoligami wanita dari saudara pihak ayah
dan ibu itu secara substantif-filosofis-nya
adalah dapat memutuskan tali persaudaran
(silah ar-rahmi) antara keduanya, dan bahkan
sangat boleh jadi antara keluarga besarnya.

Contoh lain, Q.S. al-Maidah (5): 3:
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Artinya: “Diharamkan  bagimu  (memakan)
bangkai, darah, daging babi (daging
hewan) yang disembelih atas nama
selain  Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,
dan yang diterkam binatang buas,
kecuali yang kamu sempat
menyembelihnya,  dan  (diharamkan
bagimu) yang disembelih untuk berhala.
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib
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dengan anak  panah, itu  adalah
kefasikan”.

Ayat ini kemudian dijelaskan dan
ditambahkan sebagai ketetapan hukum baru
yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam
ayat tersebut. Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw.,
beliau bersabda: Setiap binatang yang bertaring,
maka memakannya haram” (HR. Muslim).
Bayan an-nasikh li al-Qur’an, yaitu penjelasan
dan penetapan dengan melakukan perubahan
terhadap hukum yang ada di dalam al-Qur’an.
Misalnya, Q.S. al-Bagarah (2): 180:
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Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang
di antara kamu  kedatangan (tanda-
tanda) mati, jika ia meninggalkan harta
yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak
dan karib kerabatnya secara ma’ruf, ini
adalah kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa”.

Ketetapan hukum yang terdapat dalam ayat
ini dihapuskan atau dibatalkan (an-nasakh)
dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan
oleh Ibn Majah dari Abi Umamah al-Bahili, ia
mendengar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:



Artinya: “Sesungquhnya Allah telah memberi hak
bagian bagi orang-orang yang benar-
benar memiliki hak untuk itu, maka
tidak ada wasiat bagi ahli waris” 3%

Contoh bayan an-nasikh li al-Qur’an ini
sekaligus sebagai bukti sebagian ulama us0l al-
figh yang yang membolehkan nasakh al-Qur’an
bi as-sunnah.3!

5) Bayan musbitah wa munsyi’ah hakaman sakata
‘anhu  al-Qur’an, yaitu penjelasan yang
menetapkan dan mencipta hukum yang
didiamkan Allah dalam al-Qur’an. Misalnya,
Q.S. an-NUr (24): 2:
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki
yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera,
dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya  mencegah  kamu  untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu
beriman kepada Allah dan hari akhirat,
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman
mereka disaksikan oleh sekumpulan dari
orang-orang yang beriman”.

Sanksi bagi pezina laki-laki dan perempuan
dalam ayat ini tidak jelas subyeknya, apakah

390ADb0 ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn
Majah (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), Juz ke 2, h. 105.
391Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 77.
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mereka yang sudah pernak kawin (muhsan) atau
belum (gair muhsan). Ketentuan hukum yang
didiamkan Allah dalam konteks ini kemudian
diungkap dan ditetapkan oleh Rasulullah Saw.
dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari ‘Ubadah bin as-Samit r.a. ia
berkata bahwa, Rasulullah Saw. telah bersabda:
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Artinya: “Ambillah  dariku, ambillah  dariku
sungquh Allah telah memberikan jalan
kepada nereka (pezina), gadis dengan
perjaka disanksi 100 kali dera dan
diasingkan (dari tempat domisilnya)
selama satu tahun, sedangkan duda dan
janda  didera 100 kali dera dan
dirajam” 392

3. Ijma’

Definisi Ijma’

Secara etimologi, ijma’ (al-ijma’) berasal dari
akar kata ajma’a yajmi'u ijma’an yang wazannya
afala yufiluifalan, yang mengandung dua makna:
Pertama, bermakna “ketetapan hati terhadap sesuatu
(al-"azam wa at-tasmim ‘ala al-amr)”. Pemaknaan ini
ditemukan dalam Q.S. Yunus (10): 71:

-

K Ol phf wand) J6 3 £ 8 2l Jie
LR AT 58 AT el - 68385 Sl e

392As-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 4, h. 4.
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Artinya: “Maka kepada Allah-lah aku bertawakkal,
karena itu bulatkanlah keputusanmu dan
(kumpulkanlah)  sekutu-sekutumu  (untuk
membinasakanku)” .

Dalam pernyataan Rasulullah Saw. ditemukan
ungkapan:
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Artinya: “Tidak ada puasa bagi orang yang tidak
membulatkan niat puasa pada malam hari
sebelum terbit fajar” 393

Kedua, bermakna “kesepakatan terhadap
sesuatu (al-ittifiq ‘ala  al-amr)”. Ijma’ dalam
pemaknaan ini ditemukan dalam Q.S. Yusuf (12):
15:
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Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan
sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu
mereka memasukkan dia), dan (di waktu dia
sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada
Yusuf: ~ “Sesungquhnya  kamu  akan

3%Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sajastani al-Azdi Aba Dawud
(selanjutnya ditulis Abt Dawud), Sunan Abi Dawud (Indonesia: Maktabah
Dahlan, t.t.), Juz ke 2, h.
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menceritakan  kepada mereka  perbuatan
mereka ini, sedangkan mereka tidak ingin
lagi” 394

Dua pemaknaan ijma’” secara etimologi di atas
dapat dikemukakan perbedaan stresingnya,
pemaknaan yang pertama hanyalah terletak pada
satu tekad bulat perseorangan dalam merealisir
suatu pekerjaan yang direncanakannya, sedangkan
pemaknaan yang kedua memerlukan konsensus
secara bulat dalam merealisir suatu perbuatan yang
diprogramkannya.

Sedangkan pemaknaan ijma’ secara terminologi
telah banyak dikemukakan oleh para pakar
metodologi hukum Islam (usiliyyin) antara lain:

1) An-Nazam  al-Mu'tazili (w. 231  H)
mendefinisikan ijmad” sebagaimana dikutip oleh
al-Gazali:
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Artinya: “Ungkapan dari setiap pendapat yang
didukung oleh arqumentasi (hujjah)
meskipun pendapat itu muncul dari
perseorangan” 39

Terminologi ijma’ yang dikemukakan oleh
an-Nazam ini kelihatannya tidak sejalan jika
dikaitkan dengan makna etimologi yang kedua
(al-ittifaq) di atas, karena lebih stresingnya pada
kolektivitas pendapat bulat, sementara an-

394Lihat, Ali Jum’ah, al-Ijma’ ‘Ind al-Usiliyyin (al-Qahirah: Dar ar-
Risalah, 1420 H/2009 M), Cet. ke 2, h. 5.

395Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 199. Lihat, Muhammad bin Ali bin
Muhammad asy-Syaukani (selanjutnya ditulis asy-Syaukani), Irsyad al-
Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘llm al-Usil (Mesir: Idarah at-Tiba’ah al-
Muniriyyabh, t.t.), h. 64.“Ali Jumu’ah, op.cit., h. 7.



Nazam menegaskan dengan membolehkan
pendapat itu muncul dari perseorangan yang
penting didukung oleh argumentasi yang kuat.
Al-Gazali asy-Syafi'i (w. 505 H) mendefinisikan
ijma’ dengan rumusan:
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Artinya: “Kesepakatan umat Nabi Muhammad
Saw. secara khusus mengenai suatu
permasalahan agama” 3%

Terminologi ijma’ yang dirumuskan oleh al-
Gazali tersebut menggambarkan bahwa ijma’
harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad
Saw. dalam arti oleh seluruh umat Islam,
mereka harus konsensus dalam menyepakati
setiap persoalan agama. Tetapi, ia tidak
memasukkan kalimat “setelah wafatnya Nabi
Muhammad Saw.(ba’da wafati Muhammadin
Saw)” kelihatannya secara logika, karena ijma’
di masa Nabi tidak diperlukan, dan pada masa
itu hak prerogatif dan otoritatif penentu hukum
adalah Nabi Muhammad Saw.

Al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H) merumuskan
ijma’ dengan redaksional:
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Artinya: “Kesepakatan ahl al-halli wa al-"aqd dari
umat (Nabi Muhammad Saw.) ini
tentang suatu persoalan” 397

3%]bid.
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4) Al-Baidawi asy-Syafi'i (w. 685 H) merumuskan
ijma’ dengan:
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Artinya: “Kesepakatan ahl al-halli wa al-"aqd dari
umat Nabi Muhammad Saw. tentang
persoalan agama” .39

5) Al-Amidi asy-Syafi'i (w. 631 H) mendefinisikan
ijma’ dengan:
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Artinya: “Ungkapan dari kesepakatan sejumlah
ahl al-halli wa al-"agd dari umat Nabi

Muhammad pada suatu masa tentang
kasus hukum yang terjadi” 3%

Terminologi ijma’ baik yang dirumuskan
oleh al-Qarafi, al-Baidawi dan al-Amidi pada
prinsipnya  adalah  sama apa  yang
dimaksudkannya. Dimaksudkan dengan al-

397Syihab ad-Din Aba al-‘Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi
(selanjutnya ditulis al-Qarafi), Syarh Tangih al-Fusil fi Ikhtisar al-Mahsil fi
al-Usal (Bairut: Dar al-Fikr, 1424 H/2004 M), h. 253.

39%8Ali bin “Abd al-Kafi as-Sabki (selanjutnya ditulis al-Kafi as-Sabki),
al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj ‘ala Manhaj al-Wusil ila “Ilm al-Usil Ii al-Qadi al-
Baidawi (Bairut: Dar al-Kutub al-'Tlmiyyah, 1404 H/1984 M), Cet. ke 1, Juz
ke 2, h. 349.

39Gaif ad-Din Abit Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad al-Amidi
(selanjutnya ditulis al-Amidi), al-Ihkam fi Usil al-Ahkim (Riyad: Dar as-
Sami’iy li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1424 H/2003 M), Cet. ke 1, Juz ke 1, h.
262.



ittifaq, yaitu mereka (ahl al-halli wa al-'agd)
sepakat secara umum baik berupa ungkapan
perkataan  (al-aqwal),  perbuatan  (al-af’al),
bersikap pasif (as-sukut), dan penetapan (at-
tagrir). Dimaksudkan dengan jumlah ahl al-halli
wa al-‘aqd, yaitu kesepakatan mereka (mujtahidin
fi al-ahkam asy-syar’iyyah) secara umum, atau
sebagian mereka. Dimaksudkan dengan min
ummati Muhammad, yaitu umat Islam yang ahli
dalam  berbagai  persoalan  keagamaan.
Dimaksudkan dengan fi ‘asr min al-a’sar, yaitu
kesepakatan ahl al-halli wa al-‘agd pada semua
masa hingga datang kiamat. Sedangkan
dimaksudkan dengan ‘ald hukmin waqi’atin,
yaitu peristiwa hukum dari berbagai persoalan
secara umum, baik berupa penetapan,
peniadaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan
hukum-hukum syara’ (asy-syar’iyyat), hukum-
hukum logika (al-‘agliyyat), dan makna ijma’

dalam arti tradisional (al-"urfiyyat).
6) Al-Bazdawi al-Hanafi (w. 438 H) merumuskan

ijma’ dengan:
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Artinya: “Ungkapan dari kesepakatan umat Nabi
Muhammad Saw. tentang persoalan
agama” 400

Terminologi  al-Bazdawi  ini  secara
substansial masih sama dengan yang

400°Ala ad-Din ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari (selanjutnya
ditulis al-Bukhari), Kasyf al-Asrar ‘ald Usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi
(Bairut: Dar al-Kitab al-"Arabi, t.t.), Juz ke 3, h. 226.
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dikemukakan oleh al-Gazali, al-Qarafi, dan al-
Baidawi.

Asy-Syairazi asy-Syafi'i (393-476 H/1003-1083
M) mendefinisikan ijma” dengan:
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Artinya: “Kesepakatan ulama yang hidup pada
suatu masa tentang suatu peristiwa
hukum yang terjadi” 401

Ibn  al-Firkah  asy-Syafii  (624-690 H)
mengkonstruksi ijma” dengan:

BT G i i

Artinya: “Kesepakatan ulama yang hidup pada
suatu masa tentang suatu peristiwa
hukum yang terjadi” 402

Ibn Imam al-Kamiliyyah (w. 874 H)
merumuskan ijma” dengan redaksional:
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Artinya: “Kesepakatan khusus, yaitu kesepakatan
ulama yang hidup pada suatu masa dari

401" Abd al-Majid Turki, Syarh al-Luma’ Abii Ishaq asy-Syairizi (Bairut:
Dar al-Arabi al-Islami, 1408 H/1988 M), Cet. ke 1, Juz ke 1, h. 665.

402T3j ad-Din “Abd ar-Rahman bin Ibrahim al-Fazari (dikenal dengan
Ibn Firkah asy-Syafi'i), Syarh al-Waragat li Imam al-Haramain al-Juwaini
(T.Tp.: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyabh, t.t.), h. 240.



umat Nabi Muhammad Saw. tentang
peristiwa hukum yang terjadi” 403

Terminologi ijma’ yang dikemukakan oleh
tiga ahli wusil al-figh terakhir tersebut pada
dasarnya adalah sama, karena mereka sama-
sama pengikut Imam Syafi'i bahwa ijma” adalah
kesepakatan  ulama  (ittifag  al-‘ulama’).
Dimaksudkan dengan ulama di sini yaitu
fugaha’, yakni para mujtahid yang ahli dalam
bidang figih. Dalam konteks ini tidak termasuk
kesepakatan orang-orang yang tidak ahli dalam
bidang figih (al-"awam). Sedangkan
dimaksudkan dengan peristiwa hukum yang
terjadi (hukm al-hadisah) yaitu peristiwa yang
terjadi yang ada unsur syara’-nya karena hal itu
menjadi obyek pemikiran para fugaha’.

Adapun Imam Syafi'i (150-204 H) dalam
karyanya ar-Risalah dalam bab al-Ijma’, ia tidak
memberikan terminologi ijma’ yang jelas dan
tegas. Akan tetapi secara implisit dapat
ditemukan dari pernyataan asy-Syafi'i bahwa,
“barang siapa berkata pada apa yang diucapkan
(disepakati) jama’ah al-muslimin, maka wajib
mereka mengikuti kesepakatan mereka” 4% Jika
pernyataan ini dipandang sebagai rumusan
ijma’, maka berarti inilah yang dimaksudkan
gambaran ijma’ menurut asy-Syafi'i. Namun
demikian, mayoritas ahli usul al-figh tidak ada
yang mengatakan pernyataan asy-Syafi'i itu
sebagai rumusan ijma’. Terminologi ijma’
justru ditemukan dalam karya-karya para

43Muhammad bin Muhammad bin ‘“Abd ar-Rahman bin ‘Ali al-
Qahiri asy-Syafi’i (dikenal dengan Ibn Imam al-Kamiliyyah), Syarh al-
Waragat li Imam al-Haramain fi Usil al-Figh (Yordania: Dar ‘Ammar, 1422
H/2001 M), Cet. ke 1, h. 175.

404 Asy-Syafi'i), ar-Risalah, h. 475.

317



318

pengikutnya, seperti di antaranya az-Zarkasyi
(745-794 H) mengkonstruksi rumusan ijma’
dengan redaksional:
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Artinya: “Kesepakatan para imam mujtahid umat
Nabi Muhammad Saw. setelah wafatnya
tentang  suatu  persoalan  peristiwa
hukum  yang  terjadi pada suatu
masa” 405

Terminologi ini menggambarkan bahwa
ijma’ dalam pemikiran asy-Syafii adalah
kesepakatan para imam mujtahid secara
totalitas, tidak termasuk kesepakatan orang
awam dan sebagian para imam mujtahid dari
umat Nabi Muhammad yang terjadi setelah
beliau wafat, terjadi kesepakatan itu baik dalam
persoalan-persoalan ~ hukum  syara’  (asy-
syar’iyyat), hukum-hukum rasional (al-‘agliyyat),
analisis  kebahasaan  (al-lugawiyyat),  dan
termasuk tradisi yang berkembang di
masyarakat (al-‘urfiyyat), serta tidak saja terjadi
pada masa tertentu tetapi terjadi sepanjang
masa hingga hari kiamat.

Dari berbagai terminologi ijma’ yang
dikonstruksi oleh para ahli usul al-figh tersebut
di atas dapat diringkaskan dan ditegaskan
secara substansial bahwa ijma” akan terjadi bila

405Badar ad-Din Muhammad bin Bahadir bin “Abd Allah az-Zarkasyi
asy-Syafi’i (selanjutnya ditulis az-Zarkasyi), Bahr al-Muhit fi Usil al-Figh
(al-Qahirah: Dar as-Safwah, 1409 H/1988 M), Cet. ke 1, Juz ke 4, h. 436-
437. Lihat, Muhammad Abta Zahrah, asy-Syafi’i Hayatuh wa ‘Asruh Arauh
wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1363 H/1944 M), h. 282.



memenuhi  unsur-unsur: (@) Terdapat
kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam
(jama’ah al-muslimin). Dari ungkapan ini, apabila
terdapat seorang ulama mujtahid, atau sebagian
mereka yang menolak kesepakatan maka tidak
terjadi ijma’, dan hal ini tidak dibatasi oleh
wilayah, daerah, dan bahkan negara, tetapi
mujtahid seluruh dunia tanpa kecuali mereka
harus sepakat dalam setiap persoalan agama
yang dibahasnya; (b) Kesepakatan yang
dilakukan harus dinyatakan oleh para mujtahid
dengan jelas (sarih), tidak boleh kesepakatan
dengan cara diam-diam (ijma’ sukuti). Hal ini
konsekuensinya tidak akan terjadi ijma’; (c)
Mereka yang melakukan kesepakatan adalah
para imam mujtahid, bukan orang awam dan
para mujtahid yang tidak memenuhi
persyaratan ijtihad; (d) Ijma” dilakukan setelah
Nabi Muhammad Saw. wafat, sebab di masa
Nabi hidup tidak pernah terjadi ada ijma’
dikarenakan berbagai persoalan keagamaan
kata kunci pemutusnya adalah Rasulullah Saw.
sendiri, dan (e) Sasaran kesepakatan yang
dilakukan adalah peristiwa hukum tertentu
yang terjadi.
Eksistensi Ijma’ sebagai Dalil Hukum
Di kalangan para ahli usil al-figh (usiliyyin)
klasik dan kontemporer dalam memperbincangkan
eksistensi ijma’ sebagai sumber hukum terjadi debat
table. Mayoritas ulama wusul (jumhir usiliyyin)
seperti al-Amidi (w. 631 H), Ibn al-Hajib (w. 646 H),
dan yang lainnya berpendapat bahwa ijma’
merupakan hujjah syar’i yang bersifat gat’i yang
wajib diamalkan oleh setiap muslim, dan dilarang
untuk mengingkarinya, dan bahkan barang siapa
yang mengingkarinya maka dianggap sebagai
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kafir4%¢ Jtulah sebabnya mayoritas ulama usil
memposisikan ijma’ sebagai sumber*” hukum yang
ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Berbeda
dengan jumhir al-usuliyyin, Abu Ishaq Ibrahim bin
Siyar yang dikenal dengan an-Nazam al-Mu'tazili
(w. 231 H), sebagian ulama Syi'ah, dan Khawarij
berpendapat bahwa ijma’ tidak bisa dijadikan
hujjah 408

Dua pendapat tersebut di atas, masing-masing
mempunyai argumentasi sebagai berikut: Pertama,
jumhiir al-usuliyyin berargumentasikan pada al-
Qur’an, as-sunnah, dan logika.
1) Al-Qur’an, di antaranya terdapat beberapa

ayat: Q.S. an-Nisa’ (4): 59:

N AR

406 Al-Amidi, al-Ihkam, Juz ke 1, h. 266. Zaki ad-Din Sya’ban, Usil al-
Figh, h. 85. “Ali “Abd ar-Raziq, al-ljmad’ fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah (Mesir:
Dar al-Fikr al-'Arabi, 1366 H/1947 M), h. 25.

407Term sumber (masdar) dalam pemikiran metodologi hukum Islam
kelihatannya digunakan oleh minoritas pemikir muslim kontemporer
sebagai ganti dari terma ad-dalil. Sebab, dalam literatur usil al-figh klasik
pada umumnya tidak ditemukan penggunaan terma masdar atau masadir,
yang ada dengan sebutan al-adillah, atau al-adillah asy-syar’iyyah. Terma
baru, masdar sebagai pengganti ad-dalil diduga kuat dipengaruhi oleh
peristilahan hukum sekuler Barat. Di antara literatur usil al-figh yang
menggunakan terma tersebut, yaitu buku-buku metodologi hukum Islam
yang terbit pada akhir abad XIV H. atau pertengahan abad XX M. seperti
buku (kitab) “Masadir at-Tasyri’ al-Islami Fima la Nassa Fih” karya ‘Abd al-
Wahhab Khallaf, dan kitab “Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah” karya
Zakaria al-Barri. Dalam penulisan buku ini kedua term itu digunakan,
tetapi secara teknis penulisan disesuaikan dengan konteksnya.

408 Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, h. 352-353. “Ali “Abd Raziq, al-Ijma’, h. 25.
Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 86.



Artinya: “Hai  orang-orang yang  beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu”.

Pada ayat tersebut terdapat kalimat uli al-
amr, artinya keadaan yang bersifat umum, yang
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan
keduniaan, dan keagamaan. Uli al-amr yang
bersifat keduniaan ini adalah para raja (al-
mulik), pemimpin (al-umara’), dan penguasa (al-
wulat). Sedangkan uli al-amr yang bersifat
keagamaan yaitu para mujtahid dan ahli fatwa.
Uli al-amr yang disebutkan terakhir ini di antara
tugasnya adalah melakukan ijma’ atas suatu
hukum, maka hasil ijma’-nya wajib diikuti dan
diamalkan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah:

Gl 2 WJAI\ Jj‘ dls 32 dL 655 35

> 37 27 3 A7
WJQM

Artinya: “Dan kalau mereka menyerahkannya
kepada Rasul dan uli al-amr di antara
mereka, tentulah orang-orang yang
ingin mengetahui kebenarannya (akan
dapat) mengetahuinya dari mereka
(Rasul dan uli al-amr)” (Q.S. an-Nisa’
(4): 83).

Selain ayat di atas, Q.S. an-Nisa" (4): 115,
Allah berfirman:

58 85 osadlT A 5 G 43 e 02001 3185 2
@;’g e -l Jf aeéss G 30 Jw
s
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Artinya: “Dan barang siapa menentang Rasul
sesudah jelas kebenaran baginya, dan
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-
orang mu’min, Kami biarkan ia berkuasa
terhadap ~ kesesatan — yang  telah
dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia
ke dalam jahannam, dan jahannam itu
seburuk-buruk tempat kembali”.

Ayat ini  dipahami bahwa  Allah
mengancam dengan siksa terhadap orang-orang
yang tidak mengikuti atau menentang Rasul
dan tidak mengikuti jalan orang-orang mu'min.
Dalam konteks ini, ijma” adalah mengikuti jalan
orang-orang mu'min. Karena itu, mengikuti
mereka adalah wajib, dan dilarang tidak
mengikutinya. Berarti mengikuti ijma’ adalah
wajib.

As-Sunnah (hadis) Rasulullah Saw.

Terdapat beberapa pernyataan beliau yang
secara redaksional berbeda lafalnya, tetapi
secara substansial maksudnya adalah sama,
yaitu “umatku tidak akan melakukan
kesepakatan terhadap yang salah (ummati la
tajtami’u ‘ala khata'in)”, “umatku tidak akan
melakukan  kesepakatan terhadap suatu
kesesatan (la tajtami'u ummati ‘ala dalalatin)”,
dan pernyataan-pernyataan Rasulullah yang
lain yang senada maksudnya. Dalam konteks
ini perlu dikemukakan di antaranya:

G et YO ae ol 58 5l o ) e 58
Say D5 iy ale ) b 22 LT UG 5
(alhely,) EN Jhis B o3y Zelid 3 4



Artinya: “Dari ‘Abd Allah bin Dinar dari Ibn
Umar sesungguhnya Rasulullah Saw.
bersabda: Sesungguhnya Allah tidak
akan  menyatukan  umatku,  atau
perkataan lain, umat Nabi Muhammad
Saw. dalam kesesatan, dan kekuasaan
Allah bersama jama’ah, dan barang siapa
yang menyendiri maka ia  akan
menyendiri ke dalam api neraka” (H.R.
at-Tirmizi).40

Berdasarkan beberapa pernyataan
Rasulullah tersebut dipahami oleh jumhur
usuliyyin bahwa suatu ketetapan hukum yang
telah disepakati oleh mujtahidin sesungguhnya
merupakan ketetapan hukum semua umat
Islam yang dikonstruksi oleh mujtahidin tadi.
Oleh karena itu, sesuai dengan substansi
pernyataan-pernyataan Rasulullah di atas, tidak
mungkin para imam mujtahid membuat
kesepakatan secara dusta, menyesatkan, dan
membuat kekeliruan yang disengaja dalam
menetapkan hukum. Dengan demikian, suatu
ketetapan hukum yang telah disepakati oleh
semua umat Islam melalui para imam mujtahid,
maka tidak ada alasan untuk menolaknya,
yakni wajib mengikuti dan mengamalkannya.

3) Logika (al-‘agl).

Adapun argumentasi berdasarkan logika-
rasional, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahhab
Khallaf (w. 1956 M) bahwa mayoritas ulama
berpendapat sesungguhnya ijma’ itu
memungkinkan untuk diwujudkan menurut
adat (al-‘adah). Mereka berkata bahwa pendapat
yang dikemukakan oleh orang-orang yang

409 At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi hadis ke 2167.
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menolak kemungkinan terjadi ijma’ adalah
merupakan hal yang nyata, meskipun
dikemukakan argumentasi atas kemungkinan
terjadinya ijma’#0°jma’ para imadm mujtahid
menjadi satu pendapat, meskipun logika-
rasional dan pengetahuan mereka berbeda-
beda, hal ini menunjukkan bahwa pendapat itu
hak dan benar, karena tidak ada dalil yang
menyangkalnya. Sekiranya ada, sudah barang
tentu akan diingat oleh mereka, dan terjadilah
perbedaan pendapat di antara mereka, maka
jama’ah tidaklah semuanya lupa. Dalam konteks
ini, seperti dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i (w
204 H/820 M): “Jama’ah itu tidak ada kelalaian
dalam memaknai al-Qur'an dan sunnah, serta
giyas, dan sesungguhnya yang ada kelalaian itu
dalam perpecahan” 411

Sedangkan argumentasi mereka yang
menolak ijma’ sebagai hujjah syar’i, adalah sama
sebagaimana jumhur al-usuliyyin mengacu pada
al-Qur’an, sunnah, dan logika-rasional, hanya
berbeda dalam memahaminya.

a) Al-Qur’an, di antaranya Q.S. an-Nahl (16):
89:

U«ALM.ULQJ@’ Zfs*}} Lg,u:j ;L;—uﬁj

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu al-
Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala

410" Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Figh, h. 49.
411 Zakaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 72.



sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar
gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Pada ayat tersebut terdapat kata
“menjelaskan “tibyanan”). Menurut
pemahaman mereka bahwa kata itu adalah
menjelaskan hukum-hukum merujuk pada
al-Qur’an, bukan kepada selainnya, yakni
ijmd’ .

Q.S. an-Nisa’ (4): 59:

Artinya: “Hai orang-orang vyang beriman,
ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan
Rasul  (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa
Allah  memerintahkan kepada  umat
manusia yang beriman setelah ta’at kepada-
Nya dan Rasul-Nya untuk ta’at kepada uli
al-amr. Kemudian, jika mereka terjadi
perbedaan pendapat tentang sesuatu,
hendaknya dikembalikan kepada Allah (al-
Qur’an) dan Rasul (sunnah). Demikian juga
jika terjadi perbedaan pendapat antara para
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mujtahid (fugaha’) pada suatu masa dengan
fuqaha” pada suatu masa lainnya mengenai
suatu peristiwa hukum vyang telah
disepakati, maka harus dikembalikan
kepada al-Qur'an dan sunnah, bukan
dikembalikan kepada ijma” dan giyas. Oleh
karena demikian, ijma’ yang telah
dikonstruksi oleh fuqaha” yang pertama
tidak bisa menjadi hujjah atas yang lainnya.

Mereka juga menjawab apa yang telah
dikemukakan oleh jumhar ulama bahwa
memposisikan ijma’ sebagai hujjah syar’i
dengan mengambil dalil dari memahami
ayat ini (an-Nisa": 59). Padahal ijma’ itu
memerlukan kembali kepada al-Qur’an dan
sunnah. Sebab, terkadang ijma” mereka atas
suatu peristiwa hukum terjadi kontradiksi
dengan al-Qur’an dan sunnah, karenanya
harus kembali kepada keduanya.

c¢) Sunnah (hadi$) Rasulullah Saw. tentang
dialog beliau dengan Mu’az bin Jabal ketika
akan berangkat diutus ke negeri Yaman,
tidak menyebutkan ijma’ di antara dalil-
dalil yang dijadikan rujukan dalam
memutuskan perkara, dan Rasulullah pun
menyetujuinya.#’>  Hal  ini  berarti

412Gecara lengkap dialog Rasulullah dengan Mu’az bin Jabal sebagai
berikut: “Ketika Mu’az diutus oleh Rasulullah akan berangkat ke negeri
Yaman, beliau bertanya: Bagaimana kamu cara memutuskan apabila
dihadapkan pada suatu kasus hukum.? Mu'az: Saya putuskan
berdasarkan kitab Allah (al-Qur’an). Rasul: Bagaimana kalau dasarnya
tidak ditemukan dalam kitab Allah.? Mu’az: Saya putuskan berdasarkan
sunnah Rasulullah. Rasul: Jika tidak ditemukan dasarnya dalam sunnah.
? Mu’az: Saya akan berijtihad berdasarkan pendapatku dengan penuh
optimis. Mu’az berkata, kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dadaku
seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan restu
kepada delegasi Rasulullah terhadap sesuatu yang diridai olehnya”.



menunjukkan tidak bolehnya
menggunakan ijma’ sebagai hujjah syar’i.

d) Secara logika, bahwa setiap orang dari para
imam mujtahid (fuqaha’) itu bisa berbuat
kesalahan. Oleh karena itu, sangat boleh
jadi kesalahan terjadi pada mereka. Dengan
demikian, tidak menutup kemungkinan
ijma’ yang telah mereka konstruksi terjadi
kesalahan.#13

Selain dari mereka (nufat al-ijma’) ini,
kalangan mazhab Zahiri seperti Ibn Hazm
(w. 456 H) mengkritik pendapat dan
argumentasi-argumentasi yang dipegangi
oleh jumhir ulama usal (usaliyyin). Di
antara argumen (dalil) yang dikemukakan
oleh jumhir ulama adalah Q.S. an-Nisa’ (4):
115. Pada ayat ini, yang dikehendaki “jalan
orang-orang mu'min” menurut Ibn Hazm
adalah ta’at kepada Allah (al-Qur'an) dan
Rasul (sunnah) yang jelas datangnya
sunnah itu dari beliau, maka dalam konteks
ini tidak ada dalil yang menunjukkan
kehujjahan ijma’. Demikian juga hadis-hadis
yang dijadikan dasar oleh jumhar ulama,
semuanya terkategori hadis ahad yang tidak
menfaidahnya pasti (qat’i) untuk
menguatkan kehujjahan ijma’. Jika hadis-
hadis itu menfaidahkan gat7 tentu ia
mutawatir maknanya. Jika demikian
pengertiannya maka sudah barang pasti
umat Islam terpelihara dari kesalahan (al-

Lihat, Aba Dawud, Sunan Abi Dawud, Jld. ke 3, h. 412. Ibn Majah, Sunan
Ibn Majah, jld. ke 1, h. 21. Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Juz ke
5, Cet. ke 1, h. 230.

4B3Jbid., h. 72-73. “Ali Abd Raziq, al-Ijma’, h. 33. Zaki ad-Din Sya’ban,
Usdl al-Figh, h. 90.
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khata’) dan kesesatan (dalalah) dengan cara
melakukan kekufuran, atau menyalahi dalil-
dalil yang gat’i. Meskipun sebenarnya ada
sebagian hadis Rasulullah yang menyatakan
bisa saja terjadi kesalahan dilakukan oleh
umat.414
c¢. Tipologi Ijma’ dalam Konteks Ijtihad
Eksistensi ijma’ dalam konteks ijtihad dapat
dilihat dari tipologinya dibedakan pada dua segi,
yaitu dari segi terbentuknya, dan ragam lokalitas
tempat domisili ulamanya.

1) Proses Terbentuknya Ijma’

Para ahli wusil al-figh dalam membahas
proses terbentuknya ijma’, mereka membedakan
pada dua macam bentuk ijma’, yaitu ijma’ sarih,
dan ijma’ sukuti. Dimaksudkan dengan ijma’
sarih yaitu kesepakatan para imam mujtahid
pada suatu masa terhadap suatu kasus hukum
tertentu di mana satu sama lain mereka
menyatakan pendapatnya dengan tegas (sarih)
bertemu dalam satu majelis, dan suatu kasus
hukum itu dapat dipecahkan dan disepakati
bersama. Atau dengan cara lain, mereka tidak
bertemu secara langsung tetapi mereka
semuanya mengeluarkan fatwa mengenai suatu
kasus hukum yang sama, dan substansi konten
fatwanya pun sama, maka bentuk yang
demikian ini pada dasarnya adalah sama
dengan bentuk yang pertama, sehingga
terjadilah apa yang disebut dengan ijma’ sarih.
Sedangkan dimaksudkan dengan ijma” diam-
diam (sukuti) yaitu pendapat sebagian para
imam mujtahid pada suatu kasus hukum

414 Abti Muhammad “Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, al-Ihkam fi
Usul al-Ahkam (Mesir: Dar al-Kutub, t.t.), Juz ke 4, h. 131-133. Zakaria al-
Barri, Masadir al-Ahkam, h. 72.
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tertentu, sementara sebagiam imam mujtahid
yang lainnya pada waktu yang sama setelah
mengetahui problematika hukumnya
mengambil sikap diam dengan tidak
menyatakan pendapat atau penolakannya.#15

Di kalangan para ulama (fugaha’ dan
usuliyyin) sepakat bahwa tipologi model ijma’
yang pertama (ijma’ as-sarih) dapat menjadi
hujjah asy-syar’iyyah dan berkonsekuensi gat’i.
Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai
model ;jma’ bentuk yang kedua (ijma” as-sukuti).
Perbedaan pendapat ini dapat dikategorikan
pada tiga golongan pendapat: Golongan
pendapat pertama mengatakan bahwa sikap
diam-diam sebagian para imam mujtahid itu
tidak bisa dikatakan sebagai ijma” dan tidak bisa
menjadi hujjah, demikian pendapat Jumhar
Syafi‘iyyah, Malikiyyah, sebagian Hanafiyyah,
dan Hanabilah. Golongan pendapat kedua
mengatakan bahwa ijma’ as-sukuti itu menjadi
hujjah qat’iyyah, demikian pendapat sebagian
Hanafiyyah, dan  Hanabilah. = Golongan
pendapat ketiga mengatakan bahwa ijma’ as-
sukuti sebagai hujjah, tetapi zanniyyah, demikian
pendapat asy-Syafi'i, sebagian Syafi'iyyah, dan
Hanafiyyah.#6  Golongan pendapat yang
disebutkan terakhir ini, terutama pendapat
Imam Syafi’i sendiri, ia menolak ijma’ as-sukuti,
ia hanya mengakui ijma’ as-sarih sebagai hujjah
asy-syar'iyyah.47 la tidak mudah menerima
pendapat yang mengatakan terjadinya ijma’

457aki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 84 Muhammad Abu Zahrah,
Usiil al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1377 H/1958 M), h. 205. ‘Abd al-
Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usdl al-Figh, h. 51.

416’Abd Allah bin Yasuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Usul al-Figh (Bairut:
Mu’assasah ar-Rayyan, 1418 H/1997 M), Cet. ke 1, h. 164.

47Asy-Syafi'i, al-Umm, Juz ke 7, h. 148.
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atasnya, karena sulit dibuktikan kebenarannya
dan memang tidak mungkin  dapat
dibuktikan.+18

Pendapat para ulama dari tiga golongan
tersebut di atas, lebih rinci lagi dapat
dikemukakan mengenai kehujjahan model ijma’
as-sukuti ini. Ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah
berpendapat tidak memandangnya sebagai
ijma’ dan hujjah syar’iyyah. Al-Juba’i al-Mu'tazili
(w. 321 H), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Ibn
al-Qattan (w. 359 H), dan Jumhar Hanafiyyah
memandangnya sebagai ijma’ dan hujjah asy-
syar'iyyah yang qgat’i. Al-Amidi (w. 631 H), Ibn
al-Hajib (w. 646 H), al-Karakhi al-Hanafi (w. 340
H) memandangnya sebagai hujjah zanniyyah.*1

Sikap al-Gazali asy-Syafi'i (w. 505 H)
terhadap kehujjahan  ijma” as-sukuti  ini
mengatakan bahwa, ia menolak ijma’ as-sukuti.
Ia mengatakan bahwa kesepakatan diam-diam
itu bukanlah dan bukan hujjah. Kesepakatan ini
mungkin  diperbolehkan sekiranya suatu
keadaan menunjukkan bahwa mereka yang
berdiam  diri  telah = menyembunyikan
persetujuannya. Ia juga memperbolehkan
terhadap sebagian mereka berdiam diri. Ia
menyatakan bahwa pendapat hukum dari
seorang ahli hukum diketahui melalui
ungkapannya yang jelas, yang tidak diragukan
sedikitpun. Tetapi sikap berdiam diri adalah

418]bid., h. 256.

419 jhat, al-Gazali, al-Mustasfa, h. 220. Al-Amidi, al-Thkam, h. 267. Al-
Imam Muwaffiq ad-Din ‘Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi
(selanjutnya ditulis Ibn Qudamah), Raudah an-Nazir wa Jannah al-Manazir
fi Usal al-Figh ‘ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal (Bairut: Dar al-Kutub
al-TIlmiyyah, 1414 H/1994 M), Cet. ke 2, h. 67-67. Asy-Syaukani, Irsyad al-
Fuhil, h. 74.



meragukan.*? Menurut al-Gazali lebih lanjut
dari hasil analisisnya mengapa seorang ulama
mujtahid bersikap berdiam diri dalam

menanggapi persoalan hukum yang
diperselisihkan, hal ini tidak terlepas dari
argumentasi-argumentasi yang

dikedepankannya, paling tidak menurutnya
terdapat tujuh faktor penyebab: (a) Mungkin
ada halangan tersembunyi yang
menghalanginya ~ untuk  mengungkapkan
pendapatnya, dan hal itu mungkin tidak
diketahui oleh para ulama yang lainnya. Potensi
kemarahannya direfleksikan dengan sikap
diamnya yang terkadang menunjukkan itulah
pendapatnya. (b) Mungkin pendapat dari
seorang ulama sebagai pendapat yang
diperbolehkan menurut interpretasi (ijtthadnya)
sendiri, meskipun ia sendiri mungkin berbeda
pendapat dengannya, dan menganggap
pendapatnya sendiri salah. (c) Mungkin ia
percaya bahwa setiap imam mujtahid adalah
benar. Oleh karena itu, ia mungkin tidak
menganggap  perlu  menolak  pendapat
mengenai problematika yang menyangkut
pendapat. la mungkin berpikir bahwa
menanggapi suatu probem secara lisan adalah
kewajiban kolektif. Ia mungkin menganggap
pendapat dari ulama lain adalah benar,
meskipun mungkin  kontradiksi dengan
interpretasinya sendiri. (d) Mungkin ia
maksudkan sikap diamnya itu sebagai
penolakan, tetapi ia mungkin menunggu
kesempatan yang tepat. la mungkin tidak mau
tergesa-tega dalam menyuarakan pendapatnya
karena adanya suatu halangan yang

420A1-Gazali, al-Mustasfa, h. 219.
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dihadapinya, dan barangkali menunggu
sirnanya halangan itu. Mungkin juga ia
meninggal dunia, atau sibuk dengan persoalan
lain sehingga peehatiannya tertuju pada
masalah yang bersangkutan berkurang. (e)
Mungkin merasa khawatir jika menyuarakan
pendapatnya akan ditolak, dan dia akan merasa
malu. Ibn Abbas misalnya, menjelaskan tentang
sikap diamnya dalam masalah ‘aul (menaikkan
bagian waris) dengan mengatakan bahwa ia
takut pada Umar pada masa hidupnya, karena
ia adalah seorang yang sangat dhormati. (f)
Mungkin ~ memikirkan masalah tersebut
sepanjang masa sementara ia berdiam diri.
Masa pemikirannya mungkin diperpanjang. (g)
Mungkin menganggap penolakan dari para
ulama lain sudah cukup mewakili dirinya.
Tetapi, ia mungkin salah dalam asumsinya.*2!

Tempat Domisili Ulama Ber-ijma’

Seperti telah diekemukakan Jumhar ulama
(fugaha’ dan usuliyyin) bahwa ijma’ terjadi
selama terpenuhi unsur-unsurnya, di mana
seluruh ulama mujtahid dari seluruh negara
dan golongan menyepakati suatu masalah
hukum tertentu, sehingga menjadi satu macam
ijma’. Namun demikian, dalam faktanya
berbagai ulama mujtahid melakukan dan terjadi
ijma’ di mana mereka berdomisili, sehingga
ditemukan dalam fakta sejarah ada yang
disebut dengan ijma’ ahl al-Madinah, ijma’ ahl al-
Haramain, dan yang lain-lainnya. Berbagai
tipologi dan macam ijmad’ ini ternyata di
kalangan para wulama terjadi perbedaan
pendapat dalam mensikapinya. Untuk itu,

421]pid.



sekilas ~ ragam  ijma’  tersebut  perlu
dideskripsikan sebagaimana pembahasan di
bawah ini.

a) Ijma’ Ahl al-Madinah

Secara  terminologi  dimaksudkan
dengan ijma”“amal ahl al-Madinah yaitu
kesepakatan paham para ulama Madinah
atas suatu persoalan hukum syara’.#2 Atau,
kesepakatan para imam mujtahid Madinah
pada suatu masa setelah wafat Rasulullah
Saw. terhadap suatu kasus hukum yang
terjadi atau suatu persoalan tertentu.423

Terminologi  tersebut menunjukkan
makna yang spesifik (khas), bukan umum
(‘am), yaitu kesepakatan para imam
mujtahid pada tiga masa yang pernah
diungkapkan Rasulullah Saw., mereka
adalah para sahabat, ta’bi'in, dan tabi” tabi’in.
Hal ini sejalan dengan pernyataan beliau
bahwa “sebaik-baik masa (al-qurin) adalah
masaku, dan kedua masa sesudahku” 424

Kedudukan ijma” ahl al-Madinah
sebagai salah satu sumber (dalil) hukum
Islam ternyata terjadi perbedaan pendapat
di kalangan para wulama wusal al-figh.
Menurut pendapat Imam Malik (w. 179 H)
ijma’ ‘amal ahl al-Madinah itu sebagai salah
satu sumber hukum (masdar) yang wajib
diikuti, dan diamalkan. Dalam konteks
istinbat al-ahkam, ia  bisa menjadi hujjah
(dalil), dan dalam praktiknya ijma”“amal ahl

42Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul Fikih
(T.Tp.: Penerbit AMZAH, 2005), Cet. ke 1, h. 105.

423 Abd Rabbih), Buhiis fi al-Adillah, h. 157.

424Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz ke 5, h. . Abu Dawud, Sunan
Abi Dawud, Juz ke 2, h.
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al-Madinah didahulukan atas giyaskhabar
ahad, dan gqaul sahabi.*?> Berbeda dengan
Imam Malik, Imam Syafi'i (w. 204 H)
menolak kehujjahan ijma’ ‘amal ahl al-
Madinah yang diakui oleh gurunya, Malik.426
Demikian juga Imam Aba Hanifah (w. 150
H) dan pengikutnya seperti Aba Yasuf (w.
H) menolak kehujjahan ijma’” ‘amal ahl al-
Madinah.#?? Sedangkan Ahmad bin Hanbal
(w. 241 H) dan para pengikutnya
(Hanabilah) mengatakan bahwa ijma” ‘amal
ahl al-Madinah bukan hujjah. Seperti Ibn
Qudamah (w. 620 H),*28 Ibn Taimiyyah (w.
728 H),4? dan yang lainnya.

b) Ijma’ al-Khulafa” ar-Rasyidin al-Arba’ah
Dimaksudkan dengan ijma’ al-khulafa’
ar-rasyidin al-arba’ah adalah kesepakatan
khalifah yang empat (Aba Bakar, Umar,
Usman dan ‘Ali) terhadap suatu kasus

425 ‘ Abd Rabbih, Buhiis fi al-Adillah, h. 158. Muhammad Aba Zahrah,
Malik, h. 331-332.

4226Muhammad Aba Zahrah, asy-Syafii, h. 288. Lihat, Muhyi ad-Din
‘Abd as-Salam, Maugif al-Imam asy-Syafi'i min Madrasah al-Iraq al-
Fighiyyah, diterjemahkan oleh Muhammad Mahrus Muslim dengan Pola
Pikir Imam Syafii (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), Cet. ke 1, h. 248. “Ali
Jum’ah, al-Imam asy-Syafi'i wa Madrasatih al-Fighiyyah (Mesir: Dar ar-
Risalah, 1425 H/2004 M), Cet. ke 1, h. 37.

427 Aba Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, Usiil
as-Sarakhsi, editor Abt al-Wafa’ al-Afgani (Mesir: Dar al-Kitab al-"Arabi,
t.t.), Juz ke 1, h. 320.

428]bn Qudamah, Raudah an-Nazir, h. 72.°Abd al-'Aziz bin ‘Abd ar-
Rahman as-Sa’id, Ibn Qudamah wa Asaruh al-Usiliyyah (Riyad: Jami’ah al-
Imam Muhammad bin Sa’ad al-Islamiyyah, 1399 H/1979 M), Bagian ke 2,
Cet. ke 2, h. 144.

429 “Abd Allah bin “Abd al-Muhsin at-Turki (seterusnya ditulis at-
Turki), Usil Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal (T.Tp.: Matba’ah Jami'ah
‘Ain Syams, 1394 H/1974 M), Cet. ke 1, h. 350.



hukum syara’.#30 Kesepakatan mereka ini
bisakah dijadikan hujjah (dalil hukum). ? Di
kalangan para ulama usul al-figh (usuliyyin)
terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas
ulama  (jumhur al-ummah) mengatakan
bahwa kesepakatan mereka tidak bisa
dijadikan hujjah, karena terminologi ijma’
menurut mereka adalah kesepakatan
seluruh imam mujtahid dari umat Nabi
Muhammad Saw., dan ijtihad tidak terbatas
pada empat orang khalifah saja. Karena itu,
kesepakatan =~ mereka  tidak  cukup
representatif menjadi hujjah atas para
mujtahid yang lainnya. Pendapat jumhiir al-
ummah ini bukan berarti mengabaikan
gagasan dan pandangan para sahabat dalam
konteks hukum, tetapi eksistensi dan
kredibilitas  al-khulafa’ ar-rasyidin mereka
mengakuinya karena termasuk kelompok
manusia pilihan yang dekat dan bersahabat
dengan Rasulullah di masa hidupnya.!

Berbeda dengan jumhir al-ummah, al-
Qadi Abi Hazim al-Hanafi dan Ahmad bin
Hanbal dalam satu riwayat berpendapat
bahwa ijma’ al-khulafa’ al-arba’ah itu menjadi
hujjah.432 Pendapat mereka ini didasarkan
pada hadis Rasulullah Saw.:

s
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430Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus, h. 106.
43V At-Turki, UsOl Mazhab Imam Ahmad, h. 327.

432]bid. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Usii al-Figh, Juz ke 1, h. 512.
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Artinya: “Saya berwasiat kepada kalian untuk
tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan
ta’at (kepada pemimpin) sekalipun (pemimpin
itu) berasal dari hamba Allah yang berkulit
hitam. Sesungquhnya di antara kalian yang
masih  hidup setelah saya meninggal dunia
melihat perbedaan pendapat yang dahsyat, maka
wajib kalian berpegang kepada sunnah-ku dan
sunnah al-khulafa’ ar-rasyidin yang mengikuti
petunjuk, dan gigitlah ia dengan gigi grahammu
(berpegang tegquhlah pada sunnah-sunnahnya),
dan waspadalah pada hal-hal yang baru,
sesungguhnya berbagai hal yang baru itu
sebagai bid’ah (sesuatu yang diada-adakan yang
belum pernah dilakukan oleh Rasulullah), dan
setiap bid’ah itu penyimpangan” 433

Hadis di atas sesungguhnya
mendeskripsikan dan menegaskan bahwa
al-khulafa’ ar-rasyidin al-arba’ah merupakan
kelompok manusia pilihan, para sahabat
yang dekat dengan Rasulullah di masa
hidupnya, yang kredibilitas dan kapasitas
serta  profesionalitas kepemimpinannya
tidak diragukan lagi, karena itu, wajib
diikuti dan dipatuhi sunnah-sunnahnya.
Tetapi, hal itu secara yuridis tidak berarti
semua  pandangan-pandangan  (aqwal)

3L ihat, at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Juz ke ,h. (2600), Musnad al-
Imam Ahmad bin Hanbal (16521), Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz ke ,
h. (3991). “Abd Allah bin ‘Abd ar-Rahman ad-Darimi, Sunan ad-Darimi
(Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), Juzke ,h. no.95.

336



mereka otomatis menjadi hujjah, dan sangat
boleh jadi sebagai manusia tidak terlepas
dari benar dan salah dari semua ucapan,
perbuatan, dan penetapan-penetapannya.

Ijma” Ahl al-Haramain

Dimaksudkan dengan ijma’ al-haramain
yaitu kesepakatan masyarakat Makkah dan
Madinah dalam persoalan hukum. Dalam
hal ini, sebagian wulama wusul al-figh
mengatakan bahwa ijma’ al-haramain adalah
sebagai hujjah. Pendapat ini berasumsi dan
bahkan berkeyakinan bahwa ijma’ itu
sesungguhnya muncul dan terbentuk di
masa sahabat. Keberadaan Makkah dan
Madinah merupakan duaa wilayah yang
banyak dihuni atau tempat berdomisili para
sahabat. Oleh karena demikian, maka
kesepakatan yang muncul dari dua wilayah
tersebut juga berarti menjadi hujjah.4

Iima” Ahl al-Misriyyin

Dimaksudkan dengan ijma’ ahl al-
misriyyin yaitu kesepakatan masyarakat
Basrah dan Kufah tentang persoalan hukum
syara’. Di kalangan para ulama usil al-figh
(usuliyyin) berpendapat pada substansinya
adalah sama sebagaimana mensikapi ijma’
ahl al-haramain. la menjadi hujjah. Mereka
berargumentasikan bahwa kedua kota ini
merupakan konsentrasi tempat domisili
para sahabat Rasulullah Saw. Sedangkan
ijma’ secara spesifik (takhsis) hanya
terbentuk pada masa sahabat saja.43
Argumentasi ini dilihat dari segi fakta

44Wahbah az-Zubhaili, Usdl al-Figh, Juz ke 1, h. 512.

85]bid., h. 512.
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realitas dapat dibantah, karena para sahabat
dalam kenyataannya banyak berdomisili di
semenanjung Arabia, seperti ada yang
berdomisili di Syam (Syria), di Yaman
(tempat berkembangnya Syi'ah Zaidiyyah),
dan diberbagai wilayah yang lainnya, tidak
semata-mata di Basrah, Kufah, Makkah, dan
Madinah. Untuk itu, sesungguhnya ijma’
dapat terjadi sepanjang zaman hattayam al-
qiyamah.

e) Ijma’ asy-Syaikhain
Dimaksudkan dengan ijma’ asy-syaikhain
adalah kesepakatan dua orang sahabat Nabi
Saw., yaitu Aba Bakar dan Umar. Menurut
sebagian  pakar ilmu (ahl  al-‘ilm)
berpendapat bahwa kesepakatan itu

menjadi hujjah syar’i.436 Mereka
berargumentasikan pada sebuah hadis
Rasulullah Saw.:

5485 58 Gl a5 e i 538)

Artinya: “lkutilah sunnah-sunnah dua orang
sahabat  setelah-ku yaitu Abu Bakar dan
Umar” 437

f) Ijma’ al-"Itrah
Dimaksudkan dengan ijma’ al-‘itrah
yaitu kesepakatan para ulama ahl al-bait
tentang  persoalan hukum  syara’” .48
Redaksional lain, ijma” al-‘itrah, yaitu
kesepakatan para imam mujtahid dari

436]bid.

#7Imam Ahmad , Musnad, h. (22162), at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi,
h. (3595), an-Nasa'i, Sunan an-Nasai, (5305).

438Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus, h. 106.
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keluarga Nabi Saw. Jumhar ulama syi'ah
Imamiyyah mendefinisikan ijma’ al-‘itrah
yaitu:

AT S i ek 3

Artinya: “Kesepakatan suatu golongan yang
kesepakatan mereka menyingkapkan pendapat
imam yang bersih dari segala dosa (ma’sim)” 43

Terminologi ini menunjukkan bahwa
sesungguhnya ijma’ yang diakui dan
diterima oleh mereka, hanyalah ijma’ para
ulama atau para mujtahid dari golongan
Imamiyyah, yakni imam i$na ‘asyariyah.
Artinya, tanpa peran serta dan keterlibatan
seorang imam, maka tidak akan terjadi
ijma’.

Golongan syi'ah Zaidiyyah mendefinisikan
ijma’ al-‘itrah itu lebih stresingnya pada
imam tertentu, yaitu:

RPN W Jc (.A Oyrgrank] dny VI

@r So s

SOV (o Gy okl g o 2 ik

Artinya: “Empat orang yang terpelihara dari
dosa (kesalahan), yaitu “Ali, Fatimah az-Zahrah,
al-Hasan, dan al-Husain, kemudian dari pihak
al-Hasan dan al-Husain, yaitu dari pihak
bapak” 440

49 ihat, TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam
Mazhab Dalam Membina Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet.
ke 1, h. 54. Asymuni Abdurrahman, Usil al-Figh Syi'ah Imamiyah
(Yogyakarta: Penerbit CV Bina Usaha, t.t.), h. 23.

440TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, h. 109.
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Terminologi ini juga mengesankan
bahwa empat orang imam yang dipandang

bersih dari kesalahan (dosa),

dalam melakukan istinbat al-ahkam dalam
berijtihad. Mereka yakin betul bahwa empat
orang imam tersebut senantiasa ijtihadnya
adalah benar. Oleh karena itu, kesepakatan
empat orang imam dimaksud menurut
syi’ah Imamiyyah dan Zaidiyyah menjadi

hujjah  (dalil hukum syara’).
berpendapat demikian

berargumentasikan pada  al-Kitab
Qur’an), as-sunnah (hadis), dan logika (al-

ma’qil),*4! sebagai berikut:

(1) Al-Kitab, Q.S.al-Ahzab (33): 33:

Lendl 655 55 %5 et 4 5

o

\J\éﬁ' Ef,w 5.

Artinya: “Sesungguhnya Allah bermaksud
hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai
ahl al-bait, dan membersihkan kamu

sebersih-bersihnya”.

Menurut pemahaman mereka, ayat

ini  menjelaskan = bahwa

menghilangkan dosa dan kesalahan
dari ahl al-bait dengan menggunakan
kata “innama”. Dalam bahasa arab kata
tersebut dinamakan dengan “adat al-qasr
dengan makna  penguatan

4“41Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 515.

B 5300 88590 sels; /M\m\jgﬂf
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pembatasan. Dalam hal ini berarti ahl al-
bait dibersihkan dari segala dosa dan
kesalahan, serta tidak akan terjadi
kesalahan. Yang ada pada mereka
hanyalah benar, karenanya mereka
menjadi ma’sum. Karena itu pula ijma’
mereka menjadi hujjah. Kemudian,
menurut mereka yang dimaksud
dengan ahl al-bait tidak lain adalah “Alj,
Fatimah, dan kedua anaknya, Hasan,
dan Husain. Dan ayat di atas (al-Ahzab:
33) turun, ketika itu Nabi Saw. sedang
mengumpulkan pakaian untuk mereka.
Fakta sejarah demikian ini seperti
diriwayatkan at-Tirmizi dari Ummi
Salamah:

Z;aw;wgc&»wg\ﬁ

6\; JA\ 9\[}& V.@U . ;«L«.{ 4.@.19[9}
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Artinya:  “Bahwasannya  Nabi  Saw.
merangkul dan menyelimuti Hasan dan
Husain, ‘Ali, dan Fatimah, kemudian beliau
berdo’a: Ya Allah, mereka ini ahl al-bait-ku
dan kesayanganku, hilangkanlah kotoran
(dosa) dari mereka, dan bersihkanlah mereka
sebersih-bersihnya” 442

Mayoritas ulama (jumhir al-"ulama’)
mengeritik dan berpendapat bahwa

42Abd ar-Rahman bin ‘Ali, dikenal dengan Ibn ad-Daiba’ asy-
Syaibani az-Zubaidi, Taisir al-Wusdl ila Jami” al-Wus0l (Bairut: Dar al-Fikr,
1417 H/1997 M), Juz ke 3, Cet. ke 1, h. 196. Lihat, Zakaria al-Barri, Masadir
al-Ahkam, h. 63. .
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tidak bisa ijma’” al-“itrah (ijma’ ahl al-bait)
menjadi hujjah.Sebab, mereka tidaklah
terpelihara dari kesalahan (al-khata’).
Q.S. al-Ahzab (33): 33 di atas
sebenarnya menjelaskan ayat
sebelumnya yang menginformasikan
tentang isteri-isteri Nabi Saw. dan
membersihkan mereka dari perbuatan
dosa, Allah berfirman (al-Ahzab: 32):

Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu
sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.
Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu
tunduk  dalam  berbicara  sehingga
berkeinginanlah orang yang ada penyakit
dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan
yang baik”.

Menurut jumhur al-‘ulama’, ayat ini
tidak mungkin dan tidak ada indikasi
diperuntukkan selain isteri-isteri Nabi.
Jika yang dimaksud ahl al-bait dalam
ayat di atas (al-Ahzab: 33) adalah “Alj,
Fatimah, dan kedua anaknya, Hasan
dan Husain, maka hal itu tidaklah
menunjukkan ke-ma’sum-annya dari
kesalahan. Sebab makna kata ar-rijs
adalah maksiat dan dosa. Sedangkan
kesalahan berijtihad dalam
mengistinbatkan  hukum  bukanlah
perbuatan maksiat dan dosa, justru
kesalahannya =~ mendapat  jaminan



pahala#$  Sebuah  hadis  yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari
‘Amr bin al-As ia mengatakan:

P so o S - PIPR"? IR S S S
135,01~ 8 Olol g ,\r;t; fu\ 5,\5\
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Artinya: “Saya mendengar Rasulullah
Saw. bersabda: Apabila seorang hakim akan
menetapkan hukum kemudian dia berijtihad
dan ijtihadnya benar, maka baginya dua
pahala, dan apabila dia akan menetapkan
hukum kemudian berijtihad dan ternyata
ijtihadnya salah, maka baginya satu
pahala” 444

Jumhiir al-‘ulama’ juga mengeritik
masalah kekeluargaan ahl al-bait yang
mengidentikkan dengan  persoalan
ijtihad dengan mendasarkan pada Q.S.
asy-Syura (42): 23 bahwa “Katakanlah,
Aku tidak meminta kepadamu sesuatu
upah pun atas seruanku kecuali kasih
sayang dalam kekeluargaan”. Kedua
persoalan tersebut tidaklah sama, dan
bahkan sangat berbeda.

(2) As-Sunnah. Sebuah hadis Rasulullah
Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi
dari Jabir bin ‘Abd Allah:

cr. &%
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4437 akaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 63.
44Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 62.
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Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Saw.
bersabda: Sesungguhnya aku tinggalkan
kepadamu jika kamu berpegang pada apa
yang aku tinggalkan, maka tidak akan
tersesat, yaitu Kitab Allah dan ijma’ ahl
bait-ku” 445

(3) Al-"Agl (logika). Bahwa ahl al-bait adalah
orang-orang terhormat (asy-syarf), dan
dari keturunan Nabi (an-nasab). Mereka
banyak mengetahui perkataan (aqwal),
perbuatan (afal), penetapan (tagrir)
Nabi, dan mengetahui ta'wil terhadap
wahyu Allah. Mereka juga ma’sim dari
dosa dan kesalahan, karena itu, semua
perkataan dan perbuatan mereka
menjadi hujjah.446

d. Periodesasi Dinamika Ijma’ dalam Sejarah

Pembentukan Hukum Islam

Dalam pemikiran pemahaman hukum Islam
(usul al-figh), salah satu obyek pembahasannya
adalah tentang ijma’. I[jma’ dalam konteks istinbat al-
ahkam adalah sebagai sembur hukum Islam sesudah
al-Quran  dan  sunnah  (hadis). Dalam
historisitasnya, eksistensi ijma’” ternyata memainkan
peran yang sangat strategis dan dinamis dalam
upaya pembentukan hukum Islam. Karena itu, ijma’
terlihat di satu sisi sebagai sumber hukum, dan di
sisi lain sebagai teori dan metode penggalian
hukum. Karena demikian, perlu dideskripsikan
bagaimana perkembangan ijma’ pada masa awal
kemunculannya, pada masa Imam asy-Syafi'i
mengkonstruksi metodologi pemahaman hukum

U5 At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Juzke .
4“4s6Wahbah az-Zuhaili, [Us0l al-Figh, Juz ke 1, h.. 515.



Islam (usiul al-figh), dan pada masa klasik, yakni
periode pasca asy-Syafi'i.

1)

Ijma’” pada Periode Awal

Untuk mengetahui eksistensi ijma” pada
masa-masa awal kemunculannya, terlebih
dahulu dikemukakan perkembangan ilmu
pengetahuan keagamaan senyatanya. Secara
umum, pada masa-masa awal Islam (periode
para sahabat, as-sabiqun al-awwaliin)
pembahasan ilmu pengetahuan keagamaan
belum menjadi kajian spesifikasi, kajian itu
masih bersifat global dan menyatu yang
stresingnya pada landasan-landasan pokok
keagamaan, sehingga semua kajian keagaman
menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, apakah
itu bidang teologis (i'tigadiyyah), hukum (figh),
maupun bidang moralitas (khulugiyyah). Ahmad
Hasan menyatakan, “perlu dicatat bahwa kalam
dan figh tidaklah dipisahkan sampai masa
khalifah al-Ma’'man (w. 218 H) hingga abad II
H., figh mencakum masalah-masalah teologis
maupun masalah-masalah hukum. Hal ini
terlihat pada sebuah buku yang dikenal dengan
al-figh al-akbar yang dinisbatkan kepada Aba
Hanifah (w. 150 H), dan yang mengkanter
teologis para pengikut Qadariyyah, membahas
tentang prinsip-prinsip dasar Islam seperti
keimanan, keesaan Allah, sifat-sifat-Nya,
kehidupan akhirat, kerasulan, dan lain-lain.
Masalah ini adalah permasalahan kalam, dan
bukan permasalahan hukum. Karenanya buku
al-figh al-al-akbar ini menunjukkan bahwa
persoalan teologis juga dicakup oleh terma figh
pada masa awal-awal Islam. Abu Hanifah
sendiri diriwayatkan telah menterminologikan
figh sebagai “pengetahuan ruh akan hak-hak dan
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kewajiban-kewajibannya” .47 Baru setelah abad
I H. muncul berbagai spesifikasi dan
spesialisasi ilmu sesuai dengan konteks dan
bidangnya masing-masing, seperti ilmu figh,
ilmu usul al-figh, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan
lain-lain.

Untuk mengkaji eksistensi ijma’ pada
periode awal ini, sudah barang pasti tidak bisa
dipisahkan dari bagaimana para sahabat, para
tabi’in, dan tabi’ tabi’in melakukan ijtihad dan
perkembangannya dalam konteks istinbat al-
ahkam.

Dalam perspektif historis, ijtihad pada
dasarnya telah muncul sejak masa-masa awal
Islam, yakni pada masa Rasulullah saw., dan
kemudian berkembang pada masa sahabat,
tabi'in, dan tabi’ tabi'in hingga masa sekarang,
dan bahkan di masa yang akan datang hatta
akhir zaman. Sebagai bukti dan jastifikasi
bahwa ijtihad itu telah ada sejak masa
Rasulullah saw. dapat dilacak dalam beberapa
riwayat antara lain: Ketika peristiwa perang
Badar terjadi, Rasulullah saw. memilih satu
tempat tertentu untuk mendirikan perkemahan
bagi tentara Islam. Kemudian seorang sahabat
bernama Hubbab bin Munzir bin Jamuh
bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah,
apakah memilih tempat itu atas pertimbangan
pendapat pribadi (ra’y) atau atas petunjuk
Allah. ? Rasulullah menjawab bahwa pemilihan
tempat itu berdasarkan pertimbangan pendapat
pribadi beliau sendiri. Jika demikian, maka
Hubbab menyarankan pada satu tempat yang

47 jhat,

Ahamad Hasan, The Early Development of Islamic

Yurisprudence, diterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan Pintu Ijtihad
Sebelum Tertutup (Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1984 M), h. 3.



lebih strategis dan cocok. Lalu Rasulullah
menyatakan kepadanya: Sungguh engkau telah
memberikan argumentasi yang rasional (lagad
asyarta bi ar-ra’y).*48

Setelah peristiwa perang Badar tersebut
selesai, pasukan tentara Islam mendapatkan
rampasan perang di antaranya adalah tawanan
perang. Menyikapi penyelesaian tawanan ini
Rasulullah saw. meminta pendapat kepada Abu
Bakar dan Umar, beliau bersabda: Tindakan apa
yang harus diambil terhadap tawanan perang
Badar ini. ? Abu Bakar berpendapat, agar
mereka dibebaskan dengan membayar tebusan
(fidyah). Sedangkan Umar berpendapat, mereka
harus  dibunuh, karena mereka telah
mendustakan dan mengusir Rasulullah saw.
dari Makkah. Dari dua pendapat tersebut,
beliau memilih pendapat Abt Bakar yang
dipandang mendekati kebenaran. Kemudian
turun ayat al-Qur'an*® yang mengoreksi
kesalahan memilih pendapat Aba Bakar dan
menunjukkan kepada yang benar.4®® Dari dua
fakta (riwayat) tersebut menunjukkan bahwa
Rasulullah saw. itu melakukan ijtihad dengan
menggunakan nalar dan pendapat pribadinya,
di samping beliau juga menerima pendapat
para sahabat dalam persoalan hukum ketika
wahyu tidak membimbingnya. Hal ini terbukti
ketika terjadi kesalahan dalam ijtihadnya, maka
Allah membenarkan melalui wahyu yang

“8Ahmad Bu'ad, al-Ijtihad baina Haqaiq at-Tarikh wa Mutatallibat al-
Wagi” (Mesir: Dar as-Salam, 1425 H/2005 M), h. 19.

49QS. al-Anfal (8): 67: Artinya: “Tidak patut, bagi seorang Nabi
mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.
Kamu menghendaki harta benda dunyawiyah sedangkan Allah menghendaki
(pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

450Ahmad Bu'td, al-Ijtihad, h. 20.
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diturunkan-Nya. Artinya, jika ijtihad yang
dilakukan Rasulullah itu benar, maka wahyu
tidak akan turun untuk membenarkannya.

Bukti lain, sebagaimana telah dikemukakan
dalam fotnot ke 20 di atas, bahwa ketika
Rasulullah saw. mengutus Mu’az bin Jabal r.a.
untuk menjadi hakim dan akan berangkat ke
Yaman, beliau sempat berdialog dengan Mu’az
dengan bertanya: Bagaimana cara kamu
memutuskan apabila dihadapkan pada suatu
kasus hukum.? Mu'az: Saya putuskan
berdasarkan kitab Allah (al-Qur’an). Rasul:
Bagaimana kalau dasarnya tidak ditemukan
dalam kitab Allah.? Mu’az: Saya putuskan
berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Rasul: Jika
tidak ditemukan dasarnya dalam sunnah
Rasulullah. ? Mu'az: Saya akan berijtihad
berdasarkan pendapatku (ra’y) dengan penuh
optimis. Mu’az berkata, kemudian Rasulullah
mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk
dadaku seraya bersabda: Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan restu kepada delegasi
Rasulullah terhadap sesuatu yang diridai oleh
Rasulullah.*5

Dalam kesempatan lain kaitan dengan
seorang hakim yang akan melakukan ijtihad,
Rasulullah saw. bersabda:
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451 jhat, teks aslinya dalam Aba Dawud, Sunan Abi Dawud, J1d ke 3,
h. 412. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, JId ke 1, h. 21. Musnadal-Imam Ahmad
bin Hanbal,Juz ke 5, Cet. ke 1, h. 230.
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Artinya: “Dari ‘Amr bin al-'As., ia mendengar
Rasulullah  saw. bersabda:  Apabila
seorang hakim akan menetapkan hukum
kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya
benar, maka baginya dua pahala; dan
apabila dia akan menetapkan hukum
kemudian  berijtihad  dan  ternyata
ijtihadnya salah, maka baginya satu
pahala” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad,
Abu Dawud, dan Ibn Majah).*52

Dialog Rasulullah dengan Mu’az bin Jabal
dan hakim yang akan menetapkan hukum lalu
berijtihad tersebut mengisyaratkan bahwa
motifasi untuk melakukan ijtihad itu bukan
semata-mata muncul dari pribadi Rasulullah,
tetapi juga muncul atas inisiatif sahabat sendiri
seperti tercermin dalam pernyataan Mu'az
“ajtahidu ra’y wala alu” .

Pada suatu hari di bulan Ramadan Umar
bin Khattdb menyesali perbuatannya yang
dianggap  membatalkan  puasa,  seperti
diriwayatkan oleh ad-Darimi:
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452[mam al-Bukhari, Sahih Bukhari, Juz ke 4, h. 2935-2936. Imam
Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 62.
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Artinya: “Dari Umar bin al-Khattab ia berkata:
Aku memeluk (isteriku) dan kemudian
aku menciumnya, padahal aku sedang
berpuasa. Kemudian aku mendatangi
Rasulullah saw. lalu bertanya: Sungguh
aku telah melakukan perbuatan yang
luar biasa (aku memeluk dan mencium
isteriku), padahal aku sedang berpuasa.
Rasulullah saw. bertanya kepada Umar:
Bagaimana menurut pendapatmu kalau
kamu  berkumur-kumur  dengan air
(sedangkan  kamu  dalam  keadaan
berpuasa).? Umar menjawab:
Menurutku itu tidak memudarati (tidak
membatalkan puasa). Kalau begitu, kata
Rasulullah: Teruskan puasamu (H.R.
ad-Darimi).”453

Dari beberapa bukti (riwayat) tersebut di
atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya
Rasulullah di samping beliau melakukan ijtihad
dengan berdasarkan nalar dan pendapat
pribadinya ketika wahyu tidak turun, juga
sekaligus mengindikasikan beliau melatih,
mendidik, dan membimbing para sahabat
berijtihad ketika dihadapkan pada berbagai
persoalan hukum di masyarakat. Seperti terlihat
dalam bukti (riwayat) pemilihan tempat
tertentu untuk mendirikan perkemahan,
meminta pendapat Aba Bakar dan Umar dalam
menyelesaikan  tawanan  perang, dialog
Rasulullah dengan Mu'az bin  Jabal,
konsekuensi hakim ketika berijtihad dengan
benar atau salah, dan memberikan jawaban

48[mam Ahmad bin Hanbal, Musnad, Juz ke 1, Cet. ke 1, h. 28. Abd
Allah Abd ar-Rahman ad-Darimi, Juz ke 2, h. 13.
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edukatif kepada Umar ketika beliau didatangi
(dihadapkan kasus hukum) Umar.

Terdapat pemahaman lain yang juga dapat
dipetik dari bukti-bukti (riwayat-riwayat) di
atas yang mengindikasikan bahwa setiap orang
yang akan melakukan ijtihad (mujtahid) itu
harus memenuhi persyaratan,4** dan hanya

454Para ahli usiul pada umumnya menetapkan persyaratan ijtihad
bagi mujtahid itu berkenaan dengan intlektualitas keilmuan. Keabsahan
ijtihad terletak pada diketahuinya dasar-dasar syari’ah, dan enam
persyaratan lainnya, yaitu: (1) Mujtahid harus mengetahui bahasa arab,
yang stresing pembicaraannya disekitar hagigat dan majaz, makna-makna
mengenai perintah (amr), larangan (nahy), yang menunjukkan umum (al-
‘am), yang khusus (al-khas), lafaz tertentu yang belum ada batasan
(mutlag), dan lafaz tertentu yang telah ada batasan (mugayyad). (2)
Mujtahid harus mengetahui dari al-Qur’an segala yang berkaitan dengan
ketentuan yang ‘umum, khusus, mufassar, mujmal, nasikh wa mansiikh baik
dengan nas, pengertian atau secara zahir, ataupun secara mujmal agar ia
dapat menggunakan nasdengan tepat pada tujuannya, dan menggunakan
pada pengertiannya pada hal yang berguna, menggunakan zahir tepat
pada yang dikehendakinya, serta menggunakan mujmal tepat pada apa
yang dikehendaki oleh yang dimaksudkannya. (3) Mujtahid harus
mengetahui kandungan sunnah berupa ketentuan-ketentuan hukum
mengenai cara mengetahui bahwa hadis itu mutawatir, hadis ahad
dengan seluk beluk pengamalannya, mengetahui ketentuan mengenai
perbuatan dan perkataan agar ia dapat mengetahui tuntutan masing-
masing dari keduanya, menguasai makna-makna yang bebas dari
kemungkinan-kemungkinan (al-ihtimal), tapi ia tidak harus menghafal
nama-nama perawi sekiranya ia telah mengetahuinya, dan dapat
menentukan mana yang terkuat di antara khabar-khabar yang
bertentangan supaya ia dapat mengambil mana yang harus diamalkan.
(4) Mujtahid harus mengetahui perkataan-perkataan sahabat dan tibi’in
tentang berbagai hukum, serta sebagian besar fatwa fuqaha agar
ketentuan hukumnya satu dengan yang lainnya tidak bertentangan
terutama dengan pendapat yang telah terjadi konsensus. (5) Mujtahid
harus mengetahui giyas, dasar-dasar yang boleh dan tidak dicari ‘illat
hukumnya, tertib dalil-dalil hukum, dan kaidah-kaidah pentarjihan.(6)
Mujtahid harus seorang yang terpercaya dan tidak mempermudah dalam
permasalahan agama. Lihat, Ibrahim Abbas ad-Darwi, Nazariyyah al-
Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah (Jiddah: Dar asy-Syurag, t.t.), h. 37-38.
Bandingkan dengan Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani,
Irsyad al-Fuhil, h. 220-222. Yasuf al-Qaradawi, al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-

351



mereka yang diperbolehkan melakukan ijtihad.
Kebolehan ijtihad itu juga dapat dilakukan
dalam masalah-masalah yang ketentuan
hukumnya tidak ditegaskan secara eksplisit
dalam al-Qur’an dan sunnah (fima la nassa fih).
Dalam hal ini, dialog Rasulullah dengan Mu’az
bin Jabal terlihat dengan tegas menempatkan
kedudukan ijtihad dengan segala bentuknya
setelah al-Qur’an dan sunnah.

Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa
kreatifitas ijtihad di masa Rasulullah saw.
belum dapat ditetapkan sebagai alat istinbat
hukum, karena ijtihad yang dilakukan oleh para
sahabat ketika itu masih dalam taraf latihan,
sementara penentuan akhir penetapan hukum
terhadap permasalahan-permasalahan yang
terjadi pada dasarnya berada pada kekuasaan
Rasulullah. Karena itulah semua kreatifitas
kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh para
sahabat tidak dinamakan sebagai hasil ijtihad
sahabat, tetapi disebut sebagai sunnah
Rasulullah, dalam hal ini sunnah tagririyyah.
Kreatifitas kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh
para sahabat di masa Rasulullah ketika itu
cukup dinamis dan berkembang, karena
Rasulullah sendiri terlihat, di satu sisi beliau
sengaja melatih dan mendidik mereka
berijtihad, dan di sisi lain, para sahabat
termotifasi untuk  mengetahui  berbagai
permasalahan  hukum  yang  ketetapan
hukumnya belum mereka peroleh dari
Rasulullah, baik melalui al-Qur'an maupun
sunnah-sunnah-nya.

Islamiyyah ma’a Nazarat Tahliiyyah fi al-Ijtihad al-Mu’asr, alih bahasa
Ahmad Syatari (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h. 6-64.
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Kegiatan ijtihad telah dilakukan dan
dipelopori oleh para sahabat generasi awal (as-
sabigin al-awwalun), yaitu Abt Bakar, Umar bin
Khattab, Usman bin ‘Affan, dan ‘Ali bin Abi
Talib, dan diikuti oleh para sahabat terkemuka
lainnya, seperti Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Sabit,
Mu’awiyah bin Abi Sofyan, dan saudaranya
Yazid, Mugirah bin Syu’bah, Zubair bin
‘Awwam, dan Khalid bin Walid.455 Pada masa
sahabat ini dinamika kegiatan ijtihad benar-
benar  terlihat mulai diperlukan, dan
kedudukannya telah berfungsi sebagai alat
istinbat hukum, bahkan dipandang sebagai
suatu kebutuhan yang mesti dilakukan untuk
menjawab dan menyelesaikan berbagai kasus
hukum yang mengemuka yang secara tegas
ketentuan hukumnya tidak disebutkan dalam
al-Qur'an dan sunnah. Ibrahim Hosen dalam
konteks ini menguatkan bahwa,

Sesudah Rasulullah wafat maka
kedudukan ijtihad dipandang sebagai alat
untuk menggali sumber-sumber hukum Islam
karena para sahabat Nabi biar bagaimanapun
tidak dapat terpaku kepada teks saja, di
samping mana nas-nas al-Qur'an dan hadis
adalah sangat terbatas; Sedangkan peristiwa-
peristiwa yang dihadapi oleh para sahabat itu
demikian rupa banyaknya tiada terbatas. Maka
sudah semestinyalah mereka menghadapi
peristiwa-peristiwa tersebut dengan
mendudukkan sesuatu pada tempatnya demi
mencari jalan  yang  benar  dengan

455Muhammad Ali as-Sayis, Tarikh al-Figh al-Islami (Mesir: Maktabah
wa Matba’ah Muhammad “Ali Sabih wa Auladuh, t.t.), h. 22.
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berpedomankan kaidah-kaidah umum dari
agama.456

Para sahabat dalam melakukan ijtihad,
secara metodologis, mereka pertama mencari
ketentuan hukum dalam al-Qur’an, kemudian
dalam sunnah Rasulullah. Jika dalam kedua
sumber itu ketentuan hukumnya dengan jelas
ditemukan, maka mereka mengambil dan
mengamalkannya. Sebaliknya, jika tidak
ditemukan ketentuan hukumnya dalam kedua
sumber itu, maka mereka mencari indikasi-
indikasi  (petunjuk-petunjuk) yang dapat
mengantarkan pada pemahaman hukum yang
benar. Dan terhadap permasalahan yang tidak
disebutkan hukumnya oleh nas, mereka
menganalogikan pada masalah yang ada nas-
nya sekiranya itu memungkinkan dapat
dilakukan. Artinya, apabila masalah itu dapat
dianalogikan pada masalah yang disebutkan
ketentuan hukumnya oleh nas#7 Dari
pandangan ini, Ibn Qayyim aj-Jauziyyah
mengatakan bahwa para sahabat dalam
berijtihad telah menggunakan deduktif analogis
(giyas). Mereka menggunakan giyds dalam
berbagai persoalan hukum, dan membanding-
bandingkan penalarannya dengan penalaran
mujtahid yang lain#® Berbeda dengan aj-
Jauziyyah, Muhammad Abt Zahrah

456]brahim Hosen, Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Jld ke 1, h.
10.

457Sayyid Muhammad Mdasa Tiwana, al-Ijtihad wa Maza Hajatuna Ilaih
fi Haza al-’Asr (T tp.: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.t.), h. 38.

458Syams ad-Din bin Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr ibn
Qayyim aj-Jauziyyah (selanjutnya ditulis Ibn Qayyim), [lam al-
Muwagqqi'in ‘an Rabb al”’Alamin (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1425
H/2004 M), h. 94. Muhammad al-Khudari Bik, Usiu!I al-Figh (Bairut: Dar al-
Fikr, 1409 H/1988 M), h. 346.



mengatakan bahwa sebagian sahabat berijtihad
dalam batas-batas pemahaman al-Qur’an dan
sunnah, sedangkan sebagian sahabat yang lain
menggunakan giyas dan maslahah al-mursalah.4>
Bahkan lebih jauh, Muhammad “Ali as-Sayis
mengatakan bahwa para sahabat dalam
berijtihad mereka menggunakan giyas, istihsan,
bara’ah al-asliyyah, sad az-zari’ah, dan al-masalih
al-mursalah .40

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat
dipahami bahwa ternyata pasca kematian
Rasulullah, dinamika ijtihad di kalangan para
sahabat benar-benar menjadi alat yang sangat
menentukan dalam mengistinbatkan hukum,
baik yang langsung menggali dari al-Qur’an
dan sunnah maupun tidak langsung, karena
kedua sumber hukum itu secara eksplisit tidak
ditemukan ketetapan hukumnya (fima la nassa
fih). Dari yang disebutkan terakhir ini mereka
dalam berijtihad menggunakan metode dan
pendekatan yang berbeda-beda, sehingga
konklusi hukum dari hasil ijtihad mereka juga
berbeda-beda. Misalnya, Umar bin Khattab
lebih cendrung menggunakan al-maslahah di
samping menggunakan giyas. Sedangkan Ali
bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ad
keduanya lebih banyak menggunakan giyas
meskipun  terkadang  menggunakan  al-
maslahah.*e! Sebagai contoh, Ibn Mas'ad dalam
menggunakan giyds, ia melarang seorang laki-
laki mukmin (muslim) menikahi perempuan

49Muhammad Aba Zahrah, Muhadarat, Juz ke 2, h. 23.

460Muhammad ‘Ali as-Sayis, Tarikh al-Figh al-Islami, h. 36. ‘Abd as-
Sami’ Ahmad Imam dan Muhammad ‘Abd al-Latif Syai'i, Kitab al-Mujiz fi
al-Figh al-Islami al-Muqaran (Mesir: Dar at-Tiba’ah al-Muhammadiyyah,
t.t),Juzke1, h. H.

46lMuhammad Aba Zahrah, Muhadarat, Juz ke 2, h. 17-18.
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ahli kitab dengan menganalogikan kepada
perempuan musyrikah, yang menurut al-Qur’an
surat al-Bagarah (2): 221 dilarang menikahinya.
Di mana ia mengakui Isa sebagai Tuhan
sebagaimana keyakinan golongan ahli kitab.
Menurut Ibn Mas'ad pengakuan itu sebagai
syirik yang paling besar. Dan ia menafsirkan
kata “al-muhsanat” dalam surat al-Maidah (5): 5
itu dengan al-muslimat (perempuan-perempuan
muslimah).462

Umar bin Khattab dalam berijtihad lebih
cendrung menggunakan al-masalih al-mursalah,
ia menfatwakan tentang perempuan yang
masih dalam masah iddah menikah dengan
seorang laki-laki. Apabila terjadi hubungan
seksual dengan laki-laki tersebut, maka
perempuan itu dilarang dinikahi untuk selama-
lamanya. Fatwa Umar ini  bertujuan
membatalkan pernikahan perempuan dengan
laki-laki tersebut sebagai manifestasi untuk
memelihara keturunan dan sebagai sanksi
baginya karena menentang ketentuan hukum
Allah. Fatwa yang demikian ini jelas didasarkan
kepada al-masalih al-mursalah.463

Berbeda dengan Umar, Ali bin Abi Talib
berfatwa sebaliknya, menurutnya, apabila masa
iddah telah habis, maka perempuan itu boleh
menikah dengan laki-laki lain. Ijtihad demikian
dasarnya adalah al-bara’ah al-asliyyah.4** Karena
pada asalnya seorang perempuan halal
dinikahi, tetapi karena dia sedang menjalani
masa iddah, maka masa iddah itu merupakan

462Artinya: “(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu”.
463As-Sayis, Tarikh al-Figh al-Islami, h. 47.



penghalang (al-mani’) baginya untuk nikah.
Dari sini dapat dipahami bahwa, dengan
selesainya masa iddah berarti perempuan itu
kembali kepada sifat hukum asalnya, yaitu
boleh dinikahi, karena sudah tidak ada lagi
penghalang baginya.

Sedangkan istihsan mereka gunakan dalam
istinbat hukum paling tidak dalam pengertian
secara umum. Misalnya dalam mazhab Maliki,
istihsan yaitu berpegang kepada kemaslahatan
khusus (maslahah juz’iyyah) dalam berhadapan
dengan dalil yang umum (kulli). Maksudnya
adalah mendahulukan maslahah daripada giyas.
Jadi istihsan dalam metodologi mazhab Maliki
merupakan pengecualian dari dalil kulli. 45
Lebih jelas secara terminologis, Ibn al-’Arabi
mengemukakan istihsin adalah meninggalkan
kehendak dalil dengan cara pengecualian atau
memberikan dispensasi  (at-tarkhis) karena
berbeda hukumnya dalam beberapa hal.4¢
Dalam kitab Ahkam al-Qur’an, Ibn al-'Arabi
mengemukakan, istihsin ~ menurut kami
(Mazhab Maliki) dan Mazhab Hanafi adalah
beramal dengan salah satu dari dua dalil yang
paling kuat. Berpegang pada dalil umum
apabila dalil itu bisa kontinyu berlaku, dan
berpegang pada giyas apabila juga bisa berlaku
umum. Maik dan Abu Hanifah, kata Ibn al-
‘Arabi, berpendapat bahwa dalil umum bisa
dikhususkan dengan dalil apapun baik dengan
dalil yang zahir ataupun dengan makna. Malik
melakukan istihsan dengan cara mentakhsiskan
dalil umum dengan al-maslahah. Sedangkan Abu

465 Asy-Syatibi, al-Muwafagat, JId. Ke 2, Juz ke 4, h. 116.
466Asy-Syatibi, Kitab al-I'tisam (Bairut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003
M),Juz ke 2, h. 97.
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Hanifah melakukan istihsan dengan
mentakhsiskan dalil umum dengan pendapat
salah seorang sahabat yang kontradiksi dengan
giyas. Malik dan Aba Hanifah sama-sama
berpendapat  boleh  mentakhsiskan dan
membatalkan ‘illah. Sedangkan menurut asy-
Syafi'i, ‘illatsyara’ apabila sudah jelas tidak
boleh ditakhsiskan.#? Ibn Rusyd lebih
menegaskan bahwa istihsan yaitu meninggalkan
giyas dalam menetapkan hukum, karena giyas
itu dapat menimbulkan keadaan yang
berlebihan dalam hukum. Pada beberapa
masalah, penetapan hukum tidak dilakukan
dengan giyas, akan tetapi dialihkan daripadanya
karena ada pengertian yang berimplikasi dalam
penetapan hukum yang mengkhususkan
masalah tersebut.#8 Sebagai contoh, seorang
dokter laki-laki yang memeriksa pasien
perempuan dengan melihat auratnya. Secara
dalil kulli, melihat aurat perempuan yang bukan
muhrimnya dilarang. Akan tetapi, jika dalil kulli
ini yang diberlakukan dengan tetap dilarang
melihat aurat pasien perempuan dalam
pengobatan (pemeriksaan), maka hal itu akan
mengakibatkan hilangnya kemaslahatan yang
ingin dicapai oleh dalil itu, karena dalil kulli
sesungguhnya ingin mewujudkan
kemaslahatan yang sekunder (hgjiyyah) dan
bahkan tersier (tahsiniyyah). Sementara larangan
melihat aurat dalam pengobatan (pemeriksaan)
menghilangkan kemaslahatan yang primer
(dartiriyyah), karena dengan tidak boleh dilihat
dan diperiksa sangat boleh jadi akan
mengakibatkan ~ kematian, paling tidak

467 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz ke 4, h. 117-118.
468 Asy-Syatibi, Kitab al-I'tisam, h. 97.



penyakitnya tidak akan sembuh, maka dalam
kondisi demikian, dalil kulli dapat ditakhsiskan
dengan  kemaslahatan  juz’i.  Dasarnya,
memelihara jiwa (hifz an-nafs) adalah bersifat
daruri, sedangkan memelihara yang bersifat hajji
ataupun tahsini adalah bersifat sekunder atau
tersier, dalam arti tidak mesti dipertahankan
dalam konteks proses pengobatan tersebut. 46

Adapun ijtihad sahabat yang didasarkan
kepada sad az-zari’ah adalah kebijakan Usman
bin Affan untuk mengkodifikasikan al-Qur’an
dalam sebuah buku (mushaf). Pada awalnya
gagasan mengkodifikasikan al-Qur'an itu
muncul dari inisiatif Umar yang menjadi
kontribusi pemikiran kepada khalifah Abu
Bakar dengan pertimbangan para sahabat yang
hafal al-Qur'an satu demi satu meninggal
dunia, seperti Ubay bin Ka’ab, Ibn Mas'ad, dan
lain-lain, di samping para sahabat banyak yang
pindah domisili ke berbagai negeri (daerah),
ada yang berdomisili di Madinah, di Makkah,
Kafah, Basrah, dan daerah-daerah lain. Selain
daripada itu, fenomena al-Qur’an telah dibaca
dengan ragam bacaan (gira'ah  as-sab’ah)
dikhawatirkan akan terjadi perbedaan dalam al-
Qur'an, atau orisinilitas al-Qur'an tidak
terpelihara dengan baik. Kebijakan Usman bin
Affan tersebut disepakati oleh semua sahabat
pada masanya.*”0

469 Asy-Syatibi, al-Muwafagat, h. 117. Mahmud Abdul Qadir Makadi,
“Bahs fi al-Istihsan” dalam Usbii” al-Figh al-Islami wa Mahrajan al-Imam Ibn
Taimiyyah (Mesir: Majlis al-A’la liri'ayah al-Funin wa al-Adab wa al-
‘Ulam al-ljtima’iyyah, 1961), h. 330-331. Iskandar Usman, Istihsan dan
Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 20.

470Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi’in, h. 315. ‘Abd al-Wahhab Khallaf,
Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h.36-37.
Yasuf al-Qaradawi, ‘Awamil as-Sa’ah wa al-Murinah fi asy-Syari’ah al-
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Dari perkembangan ijtihad yang dilakukan
para sahabat tersebut di atas jelaslah bahwa
ternyata mereka dalam mengistinbatkan
hukum, terutama dari kasus-kasus hukum yang
fima la nassa fih menggunakan metode dan
pendekatan yang berbeda-beda. Terjadi ragam
perbedaan itu pada dasarnya merupakan
dinamika yang positif, dan bahkan menjadi
rahmat bagi umat Rasulullah saw. (ikhtilaf
ummati rahmah),*’! karena mereka senantiasa
dihadapkan pada berbagai kasus hukum yang
terjadi yang tidak terbatas dan mesti ditetapkan
ketetapan hukumnya, sementara kuantitas nas
hukum (al-Qur'an dan sunnah) terbatas.
Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup
oleh yang terbatas.#’2 Dalam kaitan ini,
kapabilitas dan kualitas keilmuan para sahabat
pun ketika itu sangat menyokong terjadinya
perbedaan pendapat, dan sekaligus metode dan
pendekatan itu sendiri yang mereka gunakan
dalam istinbat hukum. Terlepas dari perbedaan
pendapat para sahabat dalam berijtihad, yang
jelas dinamika perbedaan dalam bidang

Islamiyyah (Mesir: Dar as-Sakhwah,1406 H/1985 M), h. 105-109. Ali
Hasaballah, Usil at-Tasyri” al-Islami (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-’Arabi,
1417 H/1994 M), Cet. Ke 7, h. 79.

#IMenurut Ibn Abidin, hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihagi
dengan sanad yang terputus (mungati’). Namun demikian, ada beberapa
hadis lain yang senada dengan hadis di atas meskipun lafaznya berbeda-
beda. Lihat, Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘alaad-Durar al-Mukhtar:
Syarh Tanwir al-Absar (Mesir: Mustafaal-Babi al-Halabi, t.t.), Juz ke 1, h.
68. Asy-Syatibi, Kitab al-I'tisam, Juz ke 2, h. 115-118. Al-Amin al-Hajj
Muhammad Ahmad, Ikhtilaf Rahmah am Nigmah ? (Jiddah: Maktabah Dar
al-Matba’ah al-Hadisah, 1412 H/1992 M), h. 26-30.

42Muhammad AbutBakar asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal
(Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 202. AbaZahrah, Muhadarat Tarikh al-Mazahib
al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi, tt.),Juz ke 1, h. 16. Ma'ruf Amin,
Fatwa dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Penerbit el-SAS, 2008), h. 241.



keilmuan baik yang berkaitan dengan masalah
pokok (usil) maupun cabang (furu’) telah
terjastifikasi menjadi rahmat, dan bahkan
memberikan kontribusi yang besar bagi
pengembangan pemikiran dan pembaruan
hukum di dunia Islam. Umar bin ‘Abd al-Aziz
(salah satu khalifah dari Bani Umayyah) pernah
mengatakan bahwa: Aku tidak senang
sekiranya para sahabat Rasulullah saw. tidak
berbeda pendapat, karena, apabila pendapat
mereka hanya satu, niscaya umat manusia
menjadi sempit, padahal mereka itu para
pemimpin yang dijadikan panutan oleh umat;
Kalau ada seseorang mengambil salah satu dari
beberapa pendapat sahabat, maka itu adalah
sunnah.473

Dari perkembangan ijtihad di kalangan
para sahabat tersebut di atas, terlihat mereka
sangat memahami apa yang harus mereka
putuskan dan tetapkan ketentuan-ketentuan
hukumnya, tidak terkesan memaksakan
kehendak ego pribadinya, bahkan tidak segan-
segan sekiranya pendapatnya keliru merubah
dan  memperbaiki = pendapatnya,  atau
mencabutnya jika terdapat pendapat sahabat
lain yang dipandang lebih benar dan kuat.
Selain daripada itu, jika dihadapkan pada kasus
hukum yang sudah dicari rujukannya tidak
ditemukan di dalam al-Qur'an, sunnah, dan
perbendaharaan pengetahuan dari masing-
masing sahabat, mereka melakukan
musyarawah dengan menyatukan persepsi,
pandangan, dan mencari titik temu, maka
terjadikan kata sepakat apa yang disebut

43Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat, Juz ke 2, h. 29. Asy-Syatibi,
Kitab al-I'tisam, Juz ke 2, h. 119.
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dengan ijma’ as-sahabah. Dari sini terlihat,
bahwa  ijtihad para  sahabat dengan
menghasilkan ~ kesepakatan = menunjukkan
terdapatnya kebebasan berpendapat,
kebersamaan, sportifitas, dan keadilan sangat
dijunjung tinggi, sehingga aturan hukum
sebagai sebuah instrumen untuk memecahkan
berbagai kasus hukum yang terjadi dapat
diselesaikan, meskipun sebenarnya pada masa
sahabat ini secara teoritis metodologis, usul al-
figh belum terumuskan dan menjadi sebuah
disiplin ilmu, tetapi senyatanya dalam praktik
sudah dilaksanakan dengan sangat aplikatif.
Sebagai contoh konkrit beberapa persoalan
yang terjadi ijma’ di kalangan para sahabat
setelah mereka berdiskusi, misalnya, Umar bin
Khattab diinformasikan telah berdiskusi dengan
para sahabat tentang penjatuhan sanksi hukum
bagi seorang pencuri. Mereka terjadi ijma’, jika
seseorang melakukan perbuatan mencuri
dikenakan hukuman potong tangan untuk
pertama kali, dan dipotong kakinya jika pencuri
melakukan yang kedua kalinya, dan begitu
seterusnya secara bersilang.47* Dalam kasus lain,
para sahabat telah terjadi ijma’” setelah muncul
berbagai pendapat dan pandangan mengenai
pendistribusian ~ harta rampasan perang
(ganimah) untuk Rasulullah, dan keluarganya.
Sebagian sahabat berpendapat bahwa kedua
bagian tersebut harus dimasukkan ke Bait al-
Mal. Sebagian sahabat lain berpendapat bahwa
bagian keluarga Rasulullah harus diberikan
kepada mereka. Sedangkan sebagian sahabat

474 Abu Yasuf, Kitab al-Kharaj (Mesir: Dar al-Fikr, 1302 H), h. 106.



yang lain berpendapat bagian mereka diberikan
kepada keluarga khalifah.47>

Tradisi ijtihad yang dilakukan para
sahabat,#’¢ pada fase-fase berikutnya diikuti
oleh generasi-generasi penerusnya, yaitu tabi’in
dan atba’ tabi’in*’7 yang tersebar di berbagai
daerah kekuasaan pemerintahan Islam ketika
itu. Di Madinah, muncul: Umm al-mu’mini
‘Aisyah as-Sadiqah (w. 57 H), “Abd Allah bin
Umar (w. 73 H), Aba Hurairah (w. 58 H), Sa’id
bin al-Musayyab al-Makhzami (w. 594 H),
“Urwah bin az-Zubair bin ‘Awwam al-Asadi (w.
594 H), Abu Bakar bin ‘Abd ar-Rahman bin al-
Hari$ bin Hisyam al-Makhzami (w. 94 H), Ali
bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib al-Hasyimi
(w. 94 H), Ubaidillah bin “Abd Allah bin “Utbah
bin Mas'ad (w. 98 H), Salim bin “Abd Allah bin
Umar (w. 106 H), Sulaiman bin Yasar (w. 107
H), Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar (w.

475]bid., h. 12. Lihat, Yasuf al-Qaradawi, ‘Awamil as-Sa’ah, h.101.

476Dimaksudkan dengan sahabat, yaitu orang yang bertemu dengan
Nabi saw. dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam. Atau,
orang yang bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan mukmin dan mati
dalam keadaan Islam. Lihat, Mahmuad at-Tahhan, Taisir Mustalah al-
Hadis(Bairut: Dar as-Saqafah al-Islamiyyah, 1985), h. 198. Ali Jum’ah, Qaul
as-Sahabah ‘Ind al-Usuliyyin (Mesir: Dar ar-Risalah, 1425 H/2004 M), h. 8.
Masa sahabat ini bertolak dari sahabat yang paling terakhir wafat adalah
AbuTufail, yaitu sekitar tahun 120 hijriyah, berarti masa sahabat sekitar
97 tahun dari pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu,
para ulama berasumsi bahwa masa sahabat berakhir sampai pada tahun
100 hijriyah, dan sejak itu mulai masa tabi'in. Masa tabi’in berlangsung
sekitar 80-an tahun dimulai sejak tahun 100 hijriyah, berarti masa tabi’in
berakhir pada tahun 180 hijriyah. Dan tahun 180 hijriyah dimulai masa
atba’” tabi’in hingga berakhir pada tahun 220 hijriyah. Lihat, Aba Rayyan,
Adwa’ ‘alaas-Sunnah al-Muhammadiyyah (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.), h. 243.

477Dimaksudkan dengan tabi’in, yaitu orang-orang yang bertemu
dengan sahabat dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam.
Mahmud at-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis, h. 202. Sedangkan atbd’
tabi'in ialah orang-orang yang bertemu dengan tabi’in dan meriwayatkan
hadis daripadanya. Aba Rayyan, Ibid., h. 244.
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106 H), Nafi" Maula ‘Abd Allah bin Umar (w.
117 H), Muhammad bin Muslim yang dikenal
dengan Ibn Syihab az-Zuhri (w. 124 H), Abu
Ja’far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain (w.
114 H), Aba Zanad ‘Abd Allah bin Zikwan (w.
131 H), Yahya bin Sa’id al-Ansari (w. 146 H),
dan Rabi’ah bin Abi ‘Abd ar-Rahman (w. 136

Di Makkah, muncul: “Abd Allah bin Abbas
(w. 68 H), Mujahid bin Jabr (w. 103 H), ‘Ikrimah
Maula Ibn Abbas (w. 107 H), ‘Ata” bin Abi
Rabah (w. 114 H), dan Abt Zubair Muhammad
bin Muslim bin Tadris Maula Hakim bin Hazm
(w. 127 H). Di Kufah, muncul: ‘Algamah bin
Qais an-Nakha'i (w. 62 H), Masrtiq bin al-Ajda’
al-Hamdani (w. 63 H), ‘Ubaidah bin ‘Amr as-
Salmani (w. 92 H), al-Aswad bin Yazid an-
Nakha'i (w. 95 H), Syuraih bin al-Haris al-Kindi
(w. 78 H), Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i (w. 95
H), Sa’id bin Jubair Maula Walibah (w. 95 H),
dan ‘Amir bin Syarahil asy-Syi’bi (w. 104 H). Di
Basrah, muncul: Anas bin Malik al-Ansari (w.
93 H), Abu al-‘Aliyah Rafi’ bin Mahran ar-
Rayahi (w. 90 H), al-Hasan bin Abi al-Hasan
Maula Zaid bin Sabit (w. 110 H), Aba asy-
Sya’sa’ Jabir bin Zaid (w. 93 H), Muhammad bin
Sirin Maula Anas bin Malik (w. 110 H), dan
Qatadah bin Di'amah ad-Dausi (w. 118 H). Di
Syam, muncul: ‘Abd ar-Rahman bin Ganam al-
Asy’ari (w. 78 H), Abt Idris al-Khaulani (w. 80
H), Qabisah bin Zuaib (w. 86 H), Makhal bin
Abi Muslim (w. 113 H), Raja’ bin Haiwah al-
Kindi (w. 113 H), dan Umar bin “Abd al-Aziz
bin Marwan (w. 101 H). Di Mesir, muncul: “Abd
Allah bin ‘Amr bin al-‘As (w. 65 H), Abu al-
Khair Marsad bin ‘Abd Allah al-Yazni (w. 90
H), dan Yazid bin Abi Habib Maula al-Azd (w.



128 H). Di Yaman,muncul: Tawus bin Kaisan al-
Jundi (w. 106 H), Wahab bin Manbah as-San’ani
(w. 114 H), dan Yahya bin Abi Kasir (w. 129
H).478

Kehadiran para mujtahid dan mufti di
berbagai daerah inilah yurisprudensi Islam
mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke
waktu. Pada masa Nabi saw. dan masa sahabat
(dari awal-awal sampai akhir-akhir abad
pertama  hijriyah) sering disebut “fase
permulaan dan persiapan fikih Islam”, maka
pada masa tabi’in dan atba’ tabi'in, atau generasi-
generasi berikutnya sering disebut “fase
pembinaan dan pembukuan fikih Islam” (dari
akhir-akhir abad pertama hijriyah sampai
pertengahan abad keempat hijriyah). Berarti
pada fase kedua ini berlangsung sekitar 250
tahun. Pada masa ini tampak kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di masanya di
dunia Islam mengalami kemajuan yang sangat
pesat, bahkan mencapai puncak kejayaannya.
Dalam term Harun Nasution, pada masa ini
disebut dengan “periode ijtihad dan kemajuan
bersamaan masanya dengan periode kemajuan
Islam I, 700-1000 M” .47 Pada periode ijtihad ini
lahir para mujtahid kenamaan yang disebut
dengan imam vyang empat (al-a’immah al-
arba’ah). Mereka merupakan pendiri-pendiri
mazhab fikih Islam terkenal yang banyak
mempunyai pengikut di dunia Islam hingga
sekarang ini, yaitu: Aba Hanifah (80-150 H),
Malik bin Anas (93-179 H), Muhammad bin

478Muhammad al-Khudari Bik, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami (Indonesia:
Dar Thya” al-Maktabah al-'Arabiyyah, 1401 H/1981 M), h. 150-165.
479Harun Nasution, Islam Ditinjau, J1d. Ke 2, h. 12.
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Idris asy-Syafi'i (150-204 H), dan Ahmad bin
Hanbal (164-241 H).480

Kembali ke masa tabiin, pada masa ini
praktik ijma’ merupakan suatu proses yang
memandang ke depan dengan menggunakan
berpikir deduktif analogis (giyas)-ijma’ sebagai
instrumen yang hidup, dan dinamis untuk
merekonstruksi dan menciptakan tatanan
hukum baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan
zaman. Misalnya, Ibn al-Muqaffa” (w. 140 H),
dan Aba Yasuf (w. 182 H) menghendak
pemerintah mengambil peran dalam
menyelesaikan perbedaan pendapat tentang
perihal hukum. Sekalipun gagasan ini tidak
berhasil diwujudkan, tetapi wupaya untuk
mereformasi problematika hukum senantiasa
muncul dalam wacana. Al-Mugqaffa’ tidak
merasa puas dengan berbagai perbedaan
pendapat di kalangan para pakar hukum.
Karena itu, ia menyerahkan kompetensi perihal
hukum sepenuhnya kepada khalifah Harun ar-
Rasyid (w. 809 H). Abu Yasuf juga menyatakan
bahwa “wahai amirul mukminin, ambillah
salah satu pendapat dari berbagai pendapat
yang ada yang engkau sukai yang paling baik
bagi kepentingan umat Islam, karena engkau
telah diperbolehkan untuk melakukannya.4s!

Demikian  juga  terjadi  perbedaan
pandangan mensikap dan mempraktikkan
suatu persoalan yang sudah terjadi ijma’ di
kalangan para sahabat. Misalnya, ketika Umar
bin “‘Abd al-‘Aziz (w. 101 H) menjadi khalifah,
ia mengubah dan mengembalikan harta

480Muhammad Yusuf Musa, al-Madkhal Lidirasah al-Figh, h. 139-170.
Ahmad bu’ud, al-Ijtihad bain Haqaiq, h. 49-55.
481Abu Yasuf, Kitab al-Kharaj, h. 11, 31, dan 34.
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kekayaan yang menjadi hak Rasulullah dan
keluarganya yang dikuasai oleh pemerintah.
Seperti ditegaskan oleh Samin Atif az-Zain,

Setelah Umar bin ‘Abd al-’Aziz menjabat
khalifah, dia mengundang kaum quraisy dan
para pemuka masyarakat, lalu Umar berkata:
Sesungguhnya tanah Fadak itu kepunyaan
Rasulullah Saw. Beliau meletakkannya menurut
apa yang diberitahukan Allah kepada beliau.
Kemudian daerah tersebut dikuasai oleh Abu
Bakar, lalu berpindah kepada Umar bin
Khattab, dan kemudian kepada Marwan, dan
akhirnya menjadi milikku, tidak ada hartaku
yang berasal dari daerah itu, dan aku bersaksi
kepada kalian, kecuali aku akan
mengembalikannya kepada keadaannya semula
di zaman Rasulullah Saw., yaitu kepada
keluarga Nabi Saw.482

Pada masa fabi'in ini, para imam mujtahid
telah berdomisili diberbagai wilayah seperti
disebutkan di atas, yaitu meliputi Iraq, Hijaz,
dan lain-lain. Mereka hidup terlihat sangat
dipengaruhi oleh sosial, budaya, tradisi, miliue
yang mengintarinya, di samping pola pikir dan
cara pandang yang dimiliki masing-masing.
Karena itu, dinamika ijma’ terjadi secara
regional (seperti ijma’ ‘ulama’ Basrah, ijma’ ‘ulama
Kiifah, ijma’ “ulama Madinah, dan lain-lain). Sulit
kiranya untuk dapat terwujud apa yang disebut
dengan ijma’ al-ummah (ijmak universal).
Namun demikian, sekalipun yang terjadi ijma’
regional, tetapi terlihat mereka tidak menafikan
perbedaan pendapat, saling berargumentasi,

4825amih Atif az-Zain, Man Hum al-Muslimin al-Islam Yajma'u la
Yufarig, diterjemahkan oleh Syihabudin dengan Siapakah Umat Islam itu
(Bandung: Penerbit Husaini, 1983), h. 79.
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memahami dan menginterpretasikan teks-teks
al-Qur'an dan sunnah sejauh pengalaman
keilmuan yang mereka miliki. Fazlur Rahman
(I. 1919 M) menyatakan bahwa ijma’ informal ini
tidak  bisa = menghilangkan  perbedaan-
perbedaan pendapat. Ijma’ ini tidak hanya
bersifat regional, misalnya sunnah-ijma’ yang di
Madinah berbeda dari yang di Irak. Bahkan di
dalam suatu daerah tertentu perbedaan-
perbedaan  pendapat senantiasa  terjadi
walaupun memang ada sebuah opinio
generalis. Hal ini menjelaskan proses
pencapaian ijma’, yaitu melalui perbedaan-
perbedaan di dalam penggunaan lokal dan
melalui penafsiran-penafsiran yang berbeda
timbullah sebuah pendapat umum (opinio
publica), ~walaupun dalam waktu yang
bersamaan proses penafsiran dan pemikiran
baru berlanjut terus.*$3 Sebagai contoh, antara
para imam mujtahid Hijaz Madinah, dan Irak
yang saling mengklaim bahwa persoalan yang
diperbincangkannya itu sebagai ijma’ mujtahid
wilayah mereka, di antaranya mengenai salat
jenazah bagi orang yang mati syahid dalam
medan perang. Menurut Imam Malik
berdasarkan suatu riwayat yang diterimanya
dari para cendikiawan (ahl al-‘ilm) bahwasannya
para syuhada tidaklah dimandikan dan tidak
pula disalatkan. Para syuhada dikubur dengan
pakaian yang mereka kenakan ketika gugur.
Lebih jauh ia memandang bahwa sunnah ini
hanya dapat diterapkan pada mereka yang
gugur di tempat dan bukan pada mereka yang
terluka dan meninggal setelah dibawa ke

483Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (Karachi: Central
Institute of Islamic Research, 1965), h. 20.



tempat perawatan. Berbeda dengan para
cendikiawan Madinah, para imam mujtahid
Irak berpendapat bahwa para syuhada yang
gugur di medan perang memang tidak
dimandikan, tetapi jenazahnya tetap disalatkan.
Mereka berpedapat demikian atas dasar
tindakan Rasulullah Saw. terhadap para
syuhada yang gugur dalam perang Uhud.
Kasus ini Imam Malik tegaskan bahwa
pendapat yang dikemukakannya ini adalah
ijma’ ahl al-Madinah sebagai sunnah. Tetapi bagi
para imadm mujtahid Irak, tidak menganggap
bahwa hal itu sebagai sunnah.48

Contoh lain, suatu kasus hukum yang
diperdebatkan antara para imam mujtahid
(cendikiawan) Madinah, dan Irak adalah
mengenai kesaksian (asy-syahadah) seorang saksi
yang disertai sumpah dari penuntut. Menurut
Imam Malik, kesaksian seorang saksi yang
disertai sumpah dari penuntut, haruslah diakui
meskipun hal itu tidak disebutkan dalam al-
Qur’an, tetapi praktik di masa dahulu (ijma’ ahl
al-Madinah) sudah cukup untuk
melegitimasikannya.*s5 Berbeda dengan Malik,
asy-Syaibani (w. 198 H) menyatakan dengan
menegaskan pandangan mazhab Zahiri bahwa
doktrin kesaksian seorang saksi dengan disertai
sumpah dari penuntut adalah suatu bid’ah dan
orang yang memutuskan kasus atas dasar ini
untuk pertama kali adalah Mu’awiyah. Dan
semua cerdik cendikia di Madinah, lebih lanjut
ia katakan bahwa az-Zuhri adalah pemegang
otorita yang terbesar dibidang hukum. Di
samping itu, ia mengutip pandangan Ibn Juraij

48¢ Ahmad Hasan, The Early, h. 158-159.
485Imam Malik, al-Muwatta’ , h. 792.
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atas otorita dari “Atd’ yang mengatakan bahwa
kasus-kasus pada masa awal Islam biasa
diputuskan dengan dua orang saksi.4s¢

Dari beberapa contoh perbedaan pendapat
para imam mujtahid (cendikiawan) tersebut di
atas, terlihat bahwa eksistensi ijma’” pada masa
tabi'in adalah konsensus yang terjadi antar para
ahli hukum bersifat lokalitas regional, karena
terbukti muncul konsensus-konsensus atau
kesepakatan di berbagai wilayah, seperti di
Hujaz, Madinah, dan Irak, dan wilayah-wilayah
yang lainnya, bukan konsensus para pakar
hukum secara keseluruhan. Ahmad Hasan
menegaskan bahwa ijma’ di berbagai daerah
hanyalah berarti pendapat rata-rata para ahli
hukum di masing-masing daerah saja, dan
bukan ijma’ universal dari semua daerah. Di
samping masing-masing daerah, ijma’ dengan
cepat mengkristal secara progresif sebagai
pendapat terkonsolidasi yang bersumber dari
pendapat pribadi satu pendapat yang
bergabung dari para ahli hukum. Jadi, ijma’
mempunyai sifat yang anonim di masing-
masing daerah, karena tidak ada satu
pertemuan pun yang pernah dilakukan untuk
mencapai kesepakatan tersebut, tidak pernah
pula ada lembaga seperti itu dalam Islam. Ijma’
dalam tahap ini sedemikian dipengaruhi oleh
watak kedaerahan.#s”

Ijma’ pada Periode Imam Syafi'i

Sebagaimana telah disinggung di atas
bahwa teori hukum Islam secara umum pada
masa awal, sebelum asy-Syafi'i belum
dikonstruksi secara sistematis metodologis, dan

486 Ahmad Hasan, The Early, h. 162.
487]bid., h. 165.



baku, terutama konsep (teori) ijma’, meskipun
dalam praktik sesungguhnya telah
diaplikasikan oleh para sahabat, dan generasi
berikutnya dalam mengistinbatkan hukum dari
kasus-kasus hukum yang secara tekstual (nas al-
Qur’an dan hadis) tidak ditemukan ketentuan
dan ketetapan hukumnya (fima la nassa fih).
Setelah muncul masa (periode) Imam asy-Syafi’i
(150-204 H/767-812 M), barulah teori
metodologi pemahaman hukum Islam (usul al-
figh) dirumuskan secara sistematis metodologis
dan baku, melalui karyanya, ar-Risalah.*38

Pada awalnya Imam asy-Syafi’i tidak ikut
serta dalam mengkonstruksi teori hukum Islam,
ia hanyalah sebagai pengkaji dari berbagai
disiplin ilmu dari para gurunya yang berada di
berbagai daerah, dan pengamat evolusi
dinamika teori hukum, terutama dari yang telah
dikembangkan oleh Imam Aba Hanifah (w. 150
H) dan para pengikutnya, dan Imam Malik (w.
179 H) dan para pengikutnya. Setelah
menguasai teori-teori hukum dan sekaligus
metodologi pemahaman hukum dari dua aliran
pemikiran hukum (ahl al-hadis, dan ahl ar-ra’y)
itu, barulah ia mengadakan penganalisaan
secara kritis dan mendalam terhadap dua aliran
pemikiran hukum tersebut. Dari sinilah
menurutnya kedua pola pemikiran itu
diketahui  kekurangan dan  kelemahan-
kelemahannya. = Akhirnya, ia  mencoba
mengkonstruksi metode penetapan hukum
(istinbat al-ahkam) dengan mensitesa dari kedua
pola pemahan yang telah ada, tetapi betul-betul
direfleksikan dengan redaksional dan gaya

488 “Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Figh, h. 17. Wahbah az-
Zuhaili, Usiil al-Figh, Juz ke 1, h. 15.

371



372

bahasa Imam asy-Syafi'i sendiri secara orisinal.
Nurcholis Madjid dalam kata pengantar

penerjemahan ar-Risalah mengatakan
merupakan “pengungkapan gagasan dan
wawasannya tentang prinsip-prinsip

yurisprudensi ” 489

Kehadiran asy-Syafi'i dalam blantika
sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam
merupakan era baru bagi perumusan teori-teori
hukum. Ia terlihat tidak terikat dengan aliran
pola pemikiran hukum yang telah ada dan
berkembang sebelumnya, tetapi, ia mempunyai
pola  pemikiran  hukum  yang  telah
dirumuskannya  sendiri, meskipun pola
pemikiran hukumnya itu bertolak belakang
dengan doktrin-doktri teori hukum aliran
sebelumnya. Namun demikian, mayoritas
ulama  konvensional = dan = kontemporer
mengakui bahwa “asy-Syafi'i sebagai perintis
sistem hukum, dan peletak metodologi
pemahaman hukum Islam dengan pola berpikir
deduktif-analogis (al-giyas), yang kemudian
diiktui oleh para ahli hukum masa-masa
berikutnya.*0 Para ahli sejarah hukum Islam di
antaranya Noel J. Coulson mengakui bahwa
asy-Syafi'i sebagai Bapak Yurisprudensi
Hukum Islam, suatu julukan yang cukup
pantas. Dalam hal ini ia sebanding dengan
kedudukan Aristoteles di lapangan filsafat
(sebagai orang yang digelari Bapak Filsafat).
Namun begitu, kebesaran asy-Syafii tidak
terletak dalam pengenalan konsep yang seratus
persen baru, seperti sudah kita tunjukkan,

49Imam Syafi’i, ar-Risalah, penerjemah Ahmadie Thoha (Jakarta:
Penerbit Pustaka Firdaus, 1986 M), h. xviii.
¥9Muhammad Aba Zahrah, asy-Syafi'i Hayatuh, h. 11-12.



melainkan dalam pemberian orientasi baru,
penekanan baru dan pertimbangan baru
terhadap ide-ide yang sudah ada, serta
merangkumnya semua dalam satu skema
(dasar-dasar) hukum yang sistematik suatu
pekerjaan yang baru pertama kali itu digagas
dan dilakukan.#! Senada dengan Coulson, Wael
B. Hallaq dalam catatan kaki bukunya
menyebutkan tentang “kebapak-an” asy-Syafi'i
dalam ilmu metodologi hukum Islam (usul al-
figh) dengan “was al-Shafi’i the Master Architect of
Islamic Yurisprudence” 42

Berikut ini akan dikemukakan model
metodologi pemahaman hukum Islam yang
telah dirumuskan Imam asy-Syafi'i, sekaligus
melihat perkembangan teori ijma’ pada
masanya. Sumber hukum menurut asy-Syafi’i
secara kronologis disebutkan di dalam ar-
Risalah, yang artinya:

“Dan pengetahuan secara kronologis yaitu
al-Kitab (al-Qur’an), as-sunnah, al-ijma’ dan asar
(fatwa dan amal perbuatan para sahabat yang
bersandar kepada Rasulullah), kemudian al-
giyas. Orang yang boleh melakukan peng-giyas-
an adalah orang yang dapat mengumpulkan
alat-alat untuk ber-giyas. Alat-alat itu adalah
berupa pengetahuan tentang hukum-hukum
Kitab Allah, kewajiban-kewajibannya,
moralitasnya, nasikh-mansukh-nya, ‘am-khas-nya,
dan sebagainya. Di samping itu, ayat-ayatnya

91Noel ]J. Coulson, The History of Islamic Law, diterjemahkan oleh
Hamid Ahmad dengan Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah (Jakarta:
Penerbit P3M, 1987), h. 69.

492Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, diterjemahkan
oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid dengan Sejarah Teori
Hukum Islam Pengantar untuk Usul Figh Mazhab Sunni (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), h. 44.
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yang mengandung banyak arti hendaknya
diinterpretasikan dengan sunnah Rasulullah.
Apabila tidak ditemukan sunnah, maka dengan
ijma’ kaum muslimin. Kemudian, apabila ijma’
juga tidak ditemukan, maka dengan
menggunakan giyas. Demikian juga ia harus
memiliki pengetahuan tentang sunnah yang
telah ada sebelumnya, pendapat para ulama
salaf, ijma’ umat manusia, masalah-masalah
ikhtilaf, menguasai bahasa Arab, memiliki
pemikiran yang sehat, mampu membedakan
bukti-bukti yang hampir serupa, tidak terburu-
buru dalam mengemukakan pendapat sebelum
dilakukan penelitian, bersedia mendengarkan
pendapat orang lain yang berbeda dengan
pendapatnya, sebab, dengan rendah hati mau
mendengarkan pendapat orang, kekeliruan
dapat diperkecil, atau sebaliknya, dia semakin
yakin akan kebenaran (keputusan) yang
diyakininya. Dalam konteks ini, dia harus
mengerahkan segala kemampuannya dan
berlaku jujur sehingga mengetahui dari mana
dia mengatakan apa yang akan dia katakan,
atau yang akan ditinggalkannya, tidak berkeras
kepada dengan pendapatnya sendiri, dan
apriori dengan pendapat orang lain, sehingga
insya Allah dia mengetahui akan kelebihan dan
kekurangan masing-masing” .49

Mencermati pernyataan dan pendapat asy-
Syafi'i ini dapat ditegaskan bahwa secara
kronologis sumber hukum Islam yaitu: (a) al-
Kitab (al-Qur’an), (b) as-sunnah, (c) al-Ijma’, (d)
asar sahabat, (e) al-qiyas, (f) sunnah al-mujma’
‘alaih, (g) sunnah al-mukhtalaf, yakni hadis ahad.
Tetapi sedikit berbeda hierarkhis sumber

493 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 508-511.



hukum Islam yang terdapat di dalam al-Umm,
asy-Syafi'i mengemukakan (yang artinya):

“Ilmu (sumber hukum) itu bermacam-
macam tingkatannya: Pertama, al-Kitab dan as-
sunnah apabila keduanya telah menetapkan.
Kedua, al-ijma’ selama tidak ada dalil dalam al-
Kitab dan sunnah. Ketiga, fatwa sahabat Nabi
Saw. selama tidak diketahui adanya perbedaan
pendapat di antara mereka. Keempat, fatwa
sahabat yang terjadi perbedaan pendapat di
antara mereka. Kelima, al-giyds. Selama dalil itu
masih terdapat dalam kedua sumber hukum,
maka mujtahid tidak boleh mengambil dalil lain
selain keduanya, karena ilmu itu diambil dari
tingkatannya yang paling tinggi” 4%

Kronologis ~ sumber = hukum  yang
dikemukakan asy-Syafi'i dalam al-Umm ini
dikuatkan oleh as-Sayis dalam pernyataannya
(yang artinya):

“Sumber pokok hukum itu al-Qur'an dan
sunnah, jika tidak terdapat di dalam keduanya,
maka yang dijadikan dasar ialah
menganalogikan pada keduanya. Apabila sanad
hadis itu sampai kepada Rasulullah Saw.
dengan tidak terputus, dan sanadnya sahih,
maka itulah batas akhir yang dituju. Ijma” lebih
kuat daripada khabar ahad dan zahir hadis.
Apabila sebuah hadis banyak mengandung arti,
maka arti yang lebih mirip pada zahir hadis,
itulah arti yang lebih utama. Apabila hadis-
hadis itu sejajar tingkatannya, maka yang
paling sahih sanadnya, itulah yang lebih utama.
Hadis yang terputus sanadnya (al-mugqati’) tidak
dapat dianggap sebagai dalil, kecuali yang
ditransmisikan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu

494 Asy-Syafi'i, al-Umm, JId. ke 7, h. 246.
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pokok tidak dapat dianalogikan kepada pokok
yang lain, dan kepada pokok yang tidak dapat
dikatakan “mengapa” dan “bagaimana”, hanya
boleh pada cabang ditanyakan dengan
“mengapa”.? Jika benar caranya
menganalogikan cabang kepada pokok, maka
menjadi sah-lah analogi (giyas) itu, dan itulah
yang dipandang sebagai hujjah” 4%

Dari dua pernyataan Imam Syafi’i tersebut
di atas tampak memperlihatkan tidak konsistem
menempatkan sumber hukum al-Qur'an dan
sunnah. Di dalam al-Umm menempatkannya
satu peringkat dengan al-Qur’an. Sedangkan di
dalam ar-Risalah, as-sunnah pada posisi kedua
sesudah  al-Qur'an. Untuk  mengetahui
problematika ini ternyata dijawab oleh asy-
Syafi’i sendiri bahwa,

“Baik al-Kitab maupun as-sunnah datang
dari Allah sekalipun berbeda cara dan sebab
datangnya. Setiap orang yang menerima
perintah dari Allah melalui Kitab-Nya pasti
akan menerima pula perintah itu melalui
sunnah Rasulullah, karena Allah mewajibkan
hamba-Nya mentaati Rasul-Nya. Sebaliknya,
orang yang menerima perintah dari Rasulullah,
pasti menerimanya sebagai datang dari Allah
juga, karena Allah mewajibkan mentaati Rasul-
Nya. Duigabungkannya kewajiban menerima
perintah yang dibawa oleh al-Kitab dan as-
sunnah, mengandung pengertian bahwa
keduanya itu diterima dari Allah Swt”.4%

Dengan penjelasnnya ini dapat ditegaskan
bahwa menurut asy-Syafi'i, kedudukan as-

4“95Muhammad “Ali as-Sayis, Nasy’ah al-Figh al-Ijtihadi wa Atwaruh
(Mesir: Silsilah al-Buhtisal-Islamiyyah, t.t.), h. 99.
49 Asy-Syafi'i, al-Umm, h. 271.
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sunnah merupakan penjelasan dari apa yang
dibawa oleh al-Qur’an, secara detail dan rinci.
Kalaupun as-sunnah tidak sederajat dengan al-
Kitab, sudah barang tentu eksistensinya
hanyalah sebagai bayan terhadap al-Kitab. Dan
kalaupun as-sunnah seperingkat dengan al-
Kitab, sudah barang pasti konotasinya as-sunnah
al-mutawatirah.

Dari kronologis sumber hukum Islam
tersebut di atas terlihat jelas asy-Syafi’i
menempatkan posisi ijma’ sebagai sumber
hukum ketiga, sesudah al-Qur’an dan sunnah,
dan giyas menempati posisi keempat.
Sementara berdasarkan fakta sejarah sebelum
masa asy-Syafi'i, posisi qiyas pada urutan
ketiga, dan ijma’ pada wurutan keempat.
Persoalannya, mengapa hal ini terjadi
pergeseran posisi, dan bagaimana implikasinya
terhadap perkembangan sistem hukum dan
metodologi pemahaman hukum Islam (usul al-
figh) 2.

Imam asy-Syafi'i memposisikan ijma’
sebagai sumber hukum ketiga adalah sebagai
upaya rekonstruksi dari kronologis sumber
hukum yang telah ada sebelumnya dengan
tujuan untuk mencapai keseragaman dalam
hukum, dan kekuatan yang mengikat dari hasil
yang disepakatinya. Karena menurutnya, ijma’
tidak boleh terjadi hanya pada kelomp[ok atau
kalangan ulama mujtahid tertentu di suatu
tempat (daerah/wilayah) tertentu. Hal ini
terjadi pada masa sebelumnya, seperti ijma’ ahl
al-Madinah, ijma’ ‘ulama’ al-Kiifah, ijma’ ‘ulama’
al-‘Irag, dan kelompok ijma” yang lainnya. Ijma’
harus berifat menyeluruh, totatlitas, dan tidak
ada satu ulama mujtahid pun yang tidak
menyepakatinya. Bagi Imam asy-Syafi'i hanya
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ada satu ijma’ yang sah, yaitu kesepakatan
pendapat oleh seluruh masyarakat muslim,
para ahli hukum, dan seluruh pengikutnya.4”
Ijima’” dalam terminologi asy-Syafi'i ini
terkesan ketat dan kaku, dan bahkan formal,
sehingga bisa diprediksi sulit akan terjadi ijma’,
karena kesepakatannya bersifat totalitas.
Sedangkan kehadiran ijmi’ pada masa-masa
awal di kalangan mazhab hukum identik
dengan sunnah, dan Dbersifat fleksibel
aplikasinya dalam penyelesian kasus hukum
yang terjadi. Fazlur Rahman menegaskan
bahwa ijma’ pada mazhab hukum awal sangat
mirip dengan sunnah yang hidup, yaitu praktik
hukum yang diamalkan oleh umat secara terus
menerus. Itulah sebabnya mengapa term
sunnah dengan pengertian sebagai praktik yang
disepakati secara bersama, yaitu praktik yang
aktual. Bahkan lanjut Rahman, secara literal
sunnah dan ijma’ saling berpadu, dan secara
aktual dan material adalah identik.4%® Dua term
tersebut begitu dekat satu sama lain. Oleh
karena itu, Imam Malik (w. 179 H) misalnya,
dalam  konteks  ini = mengakui  dan
mengabsahkan praktik ijma’ ahl al-Madinah
sebagai hujjah dan mengharuskan semua umat
untuk mengamalkan dan mengikutinya.4%
Praktik ijma’ dalam konsepsi asy-Syafi'i
hanya mungkin terjadi pada jenis pengetahuan
yang umum (‘ilm al-‘ammah), bukan pada
pengetahuan yang spesifik (‘ilm al-khassah). ‘Ilm
al-‘ammah ini meliputi perintah-perintah wajib,

4997 Noel J. Coulson, The History, h. 67.

498Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 18.

499Taqi ad-Din Ahmad Ibn Taimiyyah, Sihhah Usil Mazhab Ahl al-
Madinah (T.Tp.: Maktabah as-Saqafah ad-Diniyyah, 1988), Cet. ke 1, h. 44.
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dan larangan-larangan, seperti salat lima waktu,
puasa ramadan, mengeluarkan zakat, berangkat
haji bagi mereka yang mampu, larangan
berzina, membunuh, mencuri, dan
mengkonsumesi narkoba (syarib al-khamr). ‘Ilm al-
‘ammah ini tidak boleh diabaikan dalam kondisi
bagaimanapun oleh setiap mukallaf kecuali ada
uzur syar’i, bahkan kewajiban ini terkategori
sebagai kewajiban yang bersifat primer (daruri),
termasuk  untuk mengetahuinya sebagai
pengetahuan yang mendasar (pokok). Al-
Qur'an telah  banyak ayat-ayat yang
menyebutkan pengetahuan ini dengan tegas,
dan pada umumnya umat Islam mengetahui
tentang pengetahuan jenis ini. Mereka
memperoleh pengetahuan tersebut melalui
orang banyak (al-‘ulama’) yang bersumber dari
Rasulullah Saw. Dan di kalangan mereka tidak
terjadi perbedaan pendapat tentang validitas
mentransmisikan sifat wajib yang dimiliki ‘ilm
al-‘ammah ini.>0 Sedangkan jenis ‘ilm al-khassah
yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan
perincian dari kewajiban-kewajiban pokok
(furi’ al-fara’id) yang tidak disebutkan dengan
jelas dalam al-Qur'an dan sunnah. Kalaupun
jenis pengetahuan ini terdapat di dalam sunnah,
tetapi ia ditransmisikan oleh masing-masing
personal (al-akhbar al-khassah), dan bukan oleh
banyak orang secara umum (al-akhbar al-
‘ammah). Bagi ‘ilm al-khassah ini terdapat ruang
gerak upaya interpretasi (at-ta'wil) dengan
menggunakan pendekatan analogi (giyas).
Menurut asy-Syafi'i kewajiban mencari ‘ilm al-
khassah ini tidak mengikat bagi kebanyakan

500 Asy-Syafi'i, al-Umm, h. 255-257.
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orang, atau bagi semua cendikiawan (ahl al-
“ilm), tetapi cukup ijma’ sebagian mereka.50!

Bertolak dari deskripsi gagasan dan pola
pemikiran-pemikiran asy-Syafi'i tersebut di atas
terlihat jelas bahwa ia meletakkan konsep (teori)
ijma’ yang jauh berbeda dan bahkan bertolak
belakang dengan konsep ijma’ yang telah ada
pada masa mazhab-mazhab awal Islam. Ia
mengkonstruksi  terminologi ijma’ dengan
kesepakatan =~ menyeluruh  semua  imam
mujtahid, formal dan total, dan tidak ada
seorang mujtahid pun yang tidak menyepakati
dari persoalan hukum syar’i yang dibahasnya
pada satu masa tertentu setelah wafatnya
Rasulullah Saw. Konsep ijma’ asy-Syafi'i
dirumuskan demikian ini dengan tujuan bahwa
ia menginginkan dapat menolak bahkan
menghilangkan beragam macam ijma’ yang
terjadi di suatu wilayah/daerah yang bersifat
sektoral-regional, seperti ijma’ ahl al-Madinah,
ijma’ ‘ulama’ Kiifah, ijma’” “ulama’ Basrah, dan lain-
lain. Padahal, pada masa mazhab-mazhab awal,
konsep ijma” bukanlah sebuah fakta yang statis,
kaku, formal, dan totalitas yang diciptakan,
tetapi sebuah proses konsensus yang
demokratis yang terjadi dengan terus-menerus,
berkembang secara alami, mengakomodir
semua gagasan dan pandangan baru yang
mengemuka di kalangan para imam mujtahid,
dengan terus mereka melakukan ijtihad dengan
pendekatan deduktif analogis (giyas), sehingga
tercapai suatu kesepakatan (al-ijma’).

Fazlur Rahman mengkritisi dan
mengomentari konsep ijma’ asy-Syafi'i ini
menurutnya, bahwa ia telah merusak hubungan

501 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 50.



yang hidup dan organis antara ijtihad dan ijma’.
Iima” tidak lagi merupakan sebuah proses
menghadap ke masa depan sebagai produk dari
ijtthad secara bebas. Ijmi’ menjadi statis dan
menghadap ke masa lampau. Dengan demikian
segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada
saat ini, seolah-olah telah terlaksana di masa
lampau.502

3) Ijma’ pada Periode Klasik

Pasca periode Imam asy-Syafi'i, datanglah
suatu masa (periode) di mana para imam
mujtahid tertuju semua perhatiannya pada
problematika sunnah (hadis) yang berlangsung
selama satu abad, tepatnya dari tahun 204
H/820 M-300 H/900 M. Dinamika teori-teori
hukum ketika itu hampir semuanya diwarnai
oleh sunnah sebagai penyanggah doktrin asy-
Syafi'i (w. 204 H/820 M). Doktrin asy-Syafi'i
tentang sunnah ini diterima oleh mayoritas
umat Islam, sehingga menjelang tahun 300
H/900 M. umat Islam telah Dberhasil
mengkonstruksi teori hukum Islam, yang secara
integral ~ menyerap  doktrin  asy-Syafi'i.
Karenanya Imam asy-Syafi'i mengenai sunnah
(hadis) ini disebut sebagai penolong hadis (nasir
al-hadis) dan penyelamat dari pemalsuan hadis,
kebohongan informasi, dan hal-hal yang
berkaitan transmisi hadis yang di-marfu’-kan
kepada Nabi Saw.

Ciri khas yang menonjol dari periode klasik
ini adalah lahir dan terumuskannya hadis
menjadi sebuah disiplin ilmu (‘ilm al-mustalah
al-hadis). Para ulama hadis (muhaddisin), mereka
mendarmabaktikan ilmu dan waktunya untuk

502 Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 23-24.
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menghimpun, mendokumentasikan,
mengkodifikasikan, dan mengklasifikasikan
hadis-hadis yang diterima dari masyarakat
(para perawi hadis, yang dinilai adil dan
terpercaya). Secara akademik, muhaddisin ini
sesungguhnya bukanlah pakar hukum, tetapi
hanya pentransmisi hadis yang
mengkontribusikan bahan baku untuk diolah
lebih lanjut. Bahan baku berupa data hadis ini
akan diuji, dan dianalisis dengan menggunakan
metodologi penelitian hadis, apakah hadis-
hadis yang telah terhimpun itu memenuhi
kriteria dan persyaratan sebagai hadis kategori
mutawatir, ahad, dan seterusnya. Selama
periode ini, lahirlah beberapa kitab (buku)
kodifikasi hadis yang diyakini oleh umat Islam
sebagai buku hadis terpercaya validitasnya,
karena telah melalui tahapan penyaringan yang
ketat, dan terbebas dari hadis-hadis yang palsu
(al-ahadis al-maudi’), yaitu kitab Sahih al-Bukhari,
yang disusun oleh Imam al-Bukhari (w. 256
H/870 M), dan kitab S$ahih Muslim, yang
disusun oleh Imam Muslim (w. 875 M). Kedua
kitab ini mendapat reputasi tertinggi dari kutub
as-sittah yang ada dalam teori hukum Islam,
karena dinilai validitas hadis-hadisnya teruji
dan otentik.

Menjelang abad III H/IX M. posisi dan
kedudukan sunnah sudah menjadi kuat dalam
konteks teori hukum Islam sebagai manifestasi
dari doktrin asy-syafi’i. Hal ini sejalan dengan
semakin meluasnya kekuasaan pemerintahan
Islam di satu sisi, dan semakin berkembangnya
teori hukum Islam di sisi lain. Tetapi implikasi
dari doktrin teori hukum asy-Syafi'i ini
mengakibatkan  kreatifitas berpikir  bebas
terbatas, terkesan kaku, sempit, dan doktrin-



doktrin hadis sudah dipandang identik dengan
wahyu Allah. Dengan demikian, nyaris
kebebasan berpikir dalam perihal hukum yang
telah berlangsung pada mazhab-mazhab
hukum awal, pada akhirnya statis dan
mengalami kemandegan yang berkepanjangan,
karena telah terkooptasi dan terbingkai dengan
doktrin hukum yang berkembang, yang hampir
satu abad lamanya.

Menjelang abad IV H/X M. perbedaan
prinsip yang sudah mengemuka pada masa lalu
mengenai ruang lingkup ajaran Allah (wahyu
Ilahi) sudah bisa dipecahkan melalui teori
hukum yang ada. Jadi, doktrin keseragaman
dan kesamaan cara merumuskan dan
mengambil konklusi hukum dari teks-teks al-
Qur’an dan sunnah mutawatirah telah diterima
oleh umat Islam (jama’ah al-muslimin), dan inilah
yang disebut dengan teori hukum klasik.

Kaitan dengan eksistensi ijma’ dalam teori
hukum klasik, banyak para mujtahid telah
mendefinisikan  terminologi ijma’ dengan
beragam stersing dan redaksional, di antaranya
al-Gazali (w.505 H) mendefinisikan dengan
“kesepakatan umat Nabi Muhammad Saw.
secara khusus mengenai suatu permasalahan
agama”.50% Dalam bahasa ]. Ccoulson, yaitu
kesepakatan pendapat oleh sekuruh masyarakat
muslim, para ahli hukum, dan sekalian
pengikutnya.5%  Terminologi ijma’ yang
dikemukakan oleh al-Gazali ini banyak
mendapat kritikan dari para pakar hukum,
karena tidak mungkin seluruh umat Islam dan
seluruh para pakar hukum secara totalitas

503Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 219.
504 Noul J. Coulson, The History, h. 67.
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bersepakat dalam suatu persoalan kasus
hukum. Untuk itu, al-Amidi (w. 631 H)
mendefinisikan ijmi’ sebagai sintesa dari
definisi-definisi sebelumnya (seperti dari al-
Qarafi (w. 684 H), dan al-Baidawi (w. 685 H)
dengan:

“Kesepakatan dari sejumlah ahl al-halli wa
al-‘agd dari umat Nabi Muhammad Saw. pada
suatu masa tertentu, tentang kasus hukum
tertentu. Tetapi, bila masa diikutsertakan, maka
definisi ijma’ menjadi “kesepakatan dari semua
orang yang secara hukum bertanggung jawab,
dan termasuk umat Nabi Muhammad Saw.
pada suatu masa tertentu, berkaitan dengan
suatu kasus hukum yang terjadi”.505

Lebih lanjut, al-Amidi menjelaskan bahwa
paling tidak terminologi ijma’ tersebut
mengandung lima wunsur: Pertama, kata
“kesepakatan  (al-ittifag)”  itu  mencakup
kesepakatan secara diam-diam (ijjma’ as-sukuti).
Term ahl al-halli wa al-‘agd menunjukkan
kesepakatan totalitas dari para pakar hukum
yang mencakup kesepakatan masyarakat. Kata
“umat Nabi Muhammad  Saw.” itu
mengindikasikan mengecualikan orang-orang
yang termasuk dalam masyarakat lain, seperti
Yahudi, dan Nasrani. Kata “masa tertentu” itu
menunjukkan masyarakat yang hidup pada
masa tertentu, tidak inklusif masyarakat yang
hidup pada masa sebelumnya, atau
sesudahnya. Sedangkan kata “berkaitan dengan
suatu aturan mengenai kasus hukum tertentu”
itu berarti mencakup aspek kesepakatan yang
baik, atau yang tidak baik, dan tata aturan yang
diproduk oleh mereka (ahl al-halli wa al-'agd)

505 Al-Amidi, al-Ihkam, Juz ke 1, h. 85.



secara rasional, dan menyangkut prihal
hukum.506

Terjadi perbedaan pendapat para pakar
hukum mengenai ruang lingkup kajian ijma’
pada periode klasik ini, yang muaranya kembali
kepada terminologi ijma’ itu sendiri. Sebagian
pakar hukum mengatakan bahwa soal pokok
ijma’ adalah hanyalah mengenai hukum agama
(syar’i), sedangkan sebagaian pakar hukum
yang lain mengatakan bahwa soal pokok ijma’
adalah mencakup masalah apa saja.>0”

Obyek kajian ijma’ yang berkaitan dengan
hukum agama (syar’i), seperti masalah ibadah,
misalnya salat zuhur itu empat reka’at, masalah
mengkonsumsi narkoba (al-khamr) itu haram,
dan sebagainya, di kalangan para pakar hukum
Klasik tidak terjadi perbedaan pendapat,
mereka sepakat karena hal itu termasuk
problematika yang menjadi ranah kajian ijma’.
Hal ini seperti ditegaskan asy-Syafi'i bahwa
saya dan tidak seorang pun dari kalangan
cendikiawan (ahl al-‘ilm) pernah mengatakan
“Ini adalah persoalan yang telah disepakati”,
kecuali berkaitan persoalan yang tidak seorang
pakar pun pernah mempersoalkannya lagi
kepadamu, dan mentransmisikannya dari
orang-orang yang mendahuluinya, seperti
salah zuhur empat reka’at, mengkonsumsi
narkoba (al-khamr) itu diharamkan, dan
sebagainya.’® Sedangkan terhadap masalah-

506]bid., h. 263-264.

507Lihat, Secara panjang lebar debat table para pakar hukum Islam
tentang obyek kajian ijma’ (majal al-ijmi’) pada periode klasik ini, dalam
bukunya Ahmad Hasan, The Doctrin of Ijma’ ini Islam, diterjemahkan oleh
Rahmani Astuti dengan Ijma’ (Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1985
M), h. 115-122.

508 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 534.
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masalah selain hukum syari, mereka terjadi
perbedaan pendapat, seperti masalah teologi
tentang penciptaan alam kosmos, masalah sifat-
sifat Allah, dan yang semacamnya. Begitu pula
masalah-masalah mu’amalah, seperti
kesetaraan gender, problem kemanusiaan,
keadilan, dan sebagainya.

Konsep ijma’ pada periode klasik ini seperti
telah disinggung di atas, secara terminologis
merupakan kesepakatan pendapat para pakar
hukum yang berkompeten pada suatu kasus
hukum dan pada masa tertentu. Kesepakatan
pendapat ini dipandang bersifat mutlak. Karena
otoritasnya dapat menjamin kelangsungan
doktrin agama dari masa awalnya sampai
sekarang ini. Agama diyakini oleh mereka
hampir tidak bisa berdiri tegak tanpa otoritas
ijma’. Ijma’-lah yang menjamin orisinilitas al-
Quran, dan kitab-kitab hadis sebagai pen-tabyin
pesan-pesan moralitas wahyu Allah (al-Qur’an).
Oleh karena pola pandang mereka demikian, al-
Juwaini (w. 478 H) menjadikan syari’ah
bergantung dengan ijma’ dengan mengatakan
bahwa ijma’ adalah tali pengikat syari’ah, dan
daripadanya syari’ah memperoleh
otoritasnya.’®® Hampir senada dengan al-
Juwaini, al-Qarafi (w. 684 H) mengatakan
bahwa ijma’ adalah sesuatu yang paling
menentukan dibandingkan tiga sumber hukum
lainnya, al-Qur’an, sunnah, dan giyads.510
Sedangkan as-Sarakhsi (w. 490 H) lebih
menegaskan bahwa barang siapa yang menolak

509Imam al-Haramain Aba al-Ma’ali ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allah al-
Juwaini (selanjutnya ditulis al-Juwaini), al-Burhan fi Usil al-Figh (Mesir:
Dar al-Ansar, t.t.), Juz ke ,h.192.

510 Al-Qarafi, Syarh Tangih, h. 146.
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validitas ijma’ berarti secara tidak langsung
mereka meruntuhkan agama.5!!

Pada periode klasik ini terlihat jelas bahwa
teori ijma’ mempunyai kedudukan yang sangat
kuat, karenanya menjadi sumber hukum yang
bersifat pasti (gati), tidak bisa dibatalkan oleh
ijma’ yang datang kemudian, dan bahkan tidak
bisa dibatalkan oleh al-Qur'an dan sunnah.
Karena, ijma’ terjadi sesudah wafat Rasulullah
Saw. sekaligus wahyu Allah tidak turun lagi,
dan perkataan, perbuatan, serta penetapan
Rasulullah pun secara otomatis terhenti. Jadi
ijma’ yang terjadi belakangan secara logika
tidak mungkin bisa dibatalkan oleh al-Qur’an
dan sunnah. Jika, ada ijma’ yang kontradiksi
dengan kedua sumber hukum tersebut, berarti
ijma’ itupun keliru.

Dari deskripsi teori ijma’ pada periode
klasik di atas, dapat ditegaskan seperti
dikatakan ]J.Coulson bahwa ijma” sudah benar-
benar menjadi hukum material pada dirinya
sendiri. Padahal di masa Imam asy-Syafi'i
memahami ijma’ sebagai sumber hukum
material yang tidak begitu penting.52 Lebih
lanjut ia katakan bahwa ijma” pada teori klasik
merupakan teks terakhir yang amat perlu buat
menentukan validitas pemikiran hukum pada
umumnya, dan pada khususnya menetapkan
ukuran pengakuan dan otoritas yang akan
diberikan pada prinsip-prinsip asy-Syafi'i.>13
Dengan demikian, ijma” merupakan perjalanan

511 Abt Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, Usiil
as-Sarakhsi (Mesir: Dar al-Kitab al-*Arabi, 1372 H), Juz ke 1, h. 296.

512]. Coulson, The History, h. 90.

513]bid., h. 91.
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terakhir dari proses meningkatnya kualitas dan
kekuatan pemikiran hukum.

Pada awal abad IV H/abad X M. para
ulama ijma’ ketika itu tampak kreatifitas ijtihad
dan perkembangan teori hukum Islam yang
berjaya selama 250 tahun semakin redup (statis)
disebabkan muncul doktrin “pintu ijtihad
tertutup” dan semangat taklid (rih at-taqlid)514
menggantikan kreatifitas ijtihad tersebut,
sehingga bersikap taklid menjadi suatu
keniscayaan bagi para mujtahid. Pada abad ini
merupakan permulaan abad kemunduran
gerakan pemikiran hukum dan mencapai titik
kemandegannya hingga jatuhnya kota Bagdad
di tangan Hulagu Khan pada tahun 656 H/1258
M. Pada periode ini semakin menguatnya
dinamika mazhab dan tersiarnya ruh at-taglid
secara luas dalam kehidupan masyarakat.
Mazhab yang empat (al-a’immah al-arba’ah)
pada masa ini sudah berkembang dan
mempunyai kedudukan yang stabil dalam
masyarakat, perhatian dan penggalian hukum
dari para mujtahid tidak lagi digali langsung
dari al-Qur'an, sunnah, dan sumber-sumber
lainnya, tetapi tertuju pada kitab-kitab fikih (al-
figh) mazhab mereka. Mereka lebih cendrung
untuk mencari dan mengaplikasikan produk-
produk ijtihadiyyah pada imam mujtahid

514Taklid (at-taqlid) menurut perspektif ulama adalah mengamalkan
dan berpegang pada satu pendapat, atau menerima satu pendapat tanpa
mengetahui dasarnya. Orang yang bertaklid disebut mugqallid. Akibat
timbulnya sikap taklid ini disebabkan oleh ketidakberanian seseorang
untuk menggali langsung dari teks-teks al-Qur’an dan sunnah. Sementara
waktu itu, para ulama merasa cukup dengan apa yang telah ada dalam
masing-masing mazhab yang mereka anut. Lebih lengkap uraiannya,
lihat, al-Khudari Bik, Tarikh at-Tasyri” al-Islami, h. 324-327. Muhammad
Salam Mazkar, al-Ijtihad fi at-Tasyri” al-Islami (Mesir: Dar an-Nahdah al-
‘Arabiyyah, 1984), h. 170-171.



mazhabnya ketimbang berusaha menggali
sendiri, meskipun sebagian ijtihad mereka
sudah tidak relevan lagi dengan kondisi era saat
ini. Lebih dari itu, sikap toleransi bermazhab di
kalangan pengikut mazhab-mazhab fikih
terlihat semakin pudar. Bahkan sering kali
muncul kompetisi dan bermusuhan akibat
fanatisme yang berlebihan (ta’assubiyyah)
terhadap mazhabnya. Misalnya al-Karakhi (w.
430 H) mengatakan bahwa setiap hadis yang
kontradiksi dengan sesuatu yang ada pada
teman-teman kami, maka sesuatu itu harus
diinterpretasikan (mu’awwal), atau dihapuskan
(mansiikh).5> Masa-masa kemunduran gerakan
pemikiran hukum, seperti hilangnya kebebasan
berpikir, munculnya sikap fanatik mazhab,
serta meningkatnya riuh at-taglid tersebut
ternyata berlangsung cukup lama, sejak
pertengahan abad IV hingga abad XIII H/abad
XI hingga abad XVIII M. Abad ini biasa disebut
sebagai “fase kemunduran pemikiran hukum
Islam”, atau “periode taklid dan penutupan
pintu ijtihad”.

Adapun mengenai penutupan pintu ijtihad,
Fazlur Rahan (. 1919 M) menegaskan bahwa
“pintu ijtihad di dalam Islam sudah tertutup”.
Tidak ada seorang pun yang benar-benar
mengetahui kapan “pintu ijtihad” tersebut
ditutup, dan siapakah sesungguhnya yang telah
menutupnya. Di mana pun kita tidak
menemukan pernyataan tertutupnya “pintu
ijtihad” tersebut adalah perlu atau memang
diinginkan, atau mengenai penutupan “pintu
ijtthad” itu sendiri, meskipun kita tidak dapat
menemukan penilaian-penilaian dari para

515 Al-Khudari Bik, Tarikh Tasyri’, h. 326.
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penulis di kemudian hari bahwa “pintu ijtihad
telah tertutup”.5®  Pandangan Rahman ini
sebenarnya menegaskan bahwa secara formal
pintu ijtihad tidak pernah ditutup, pintu ijtihad
senantiasa terbuka, dan tidak seorang pakar
hukum pun di mana ia berada berhak dan
pernah menutup pintu ijtihad. Dan problem
penutupan pintu ijtihad, di kalangan para
ulama, dan umat Islam pada umumnya terjadi
pro dan kontra yang tidak berkesudahan
hingga sekarang ini.
Kemungkinan Terjadi Ijma’ Sepanjang Masa
Di kalangan para ulama usul al-figh klasik dan
kontemporer telah membahas tentang
kemungkinan terjadi ijma’. Dalam konteks ini pada
faktanya terdapat dua golongan pendapat:
Golongan pendapat pertama, yaitu mayoritas
ulama wusul al-figh klasik berpendapat bahwa
sesungguhnya ijmai’ itu memungkinkan terjadi dan
dapat diwujudkan menurut adat (al-‘adah). Mereka
berkata bahwa pendapat yang dikemukakan oleh
orang-orang yang menolak kemungkinan terjadi
ijma’ adalah merupakan hal yang nyata, meskipun
dikemukakan argumentasi atas kemungkinan
terjadinya ijma’5V7[jma’ para imam mujtahid
menjadi satu pendapat, meskipun logika-rasional
dan pengetahuan mereka berbeda-beda, hal ini
menunjukkan bahwa pendapat itu hak dan benar,
karena tidak ada dalil yang menyangkalnya.
Sekiranya ada, sudah barang tentu akan diingat
oleh mereka, dan terjadilah perbedaan pendapat di
antara mereka, maka jama’'ah tidaklah semuanya
lupa. Dalam konteks ini, seperti dikatakan oleh
Imam asy-Syafi'i (w. 204 H/820 M): “Jama’ah itu

516Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 149.
517 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usiil al-Figh, h. 49.



tidak ada kelalaian dalam memaknai al-Qur’an dan
sunnah, serta giyas, dan sesungguhnya yang ada
kelalaian itu dalam perpecahan”.5!8 Tegasnya,
menurut mereka ijma’ sangat memungkinkan dapat
terjadi dan diwujudkan hingga sekarang. Mereka
mencontohkan fakta sejarah tentang hukum-hukum
yang telah disepakati, seperti kesepakatan
pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah,
keharaman mengkonsumsi lemak babi, bagian
warisan seperenam bagi nenek perempuan,
terhijabnya ibn al-ibni dari pewarisan sebab adanya
anak dari pewaris, dan lain sebagainya dari hukum-
hukum yang bersifat partikular (juz’iyyah), dan
holistik (kulliyyah).51 Akan tetapi ulama usil al-figh
klasik lainnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal (w.
241 H) mengatakan bahwa barang siapa yang
menda’wakan terjadi ijma’ terhadap hukum suatu
masalah, maka ia telah berdusta (man id-da’a al-ijma’
fahuwa kazib), dan ia tidak mengakui selain ijma’
sahabat’?0 Imam asy-Syafi'i (w. 204 H) juga
mengatakan  dalam  pernyataannya,  yang
substansinya bahwa ijma” dapat terjadi pada masa
sahabat, hanya pasca sahabat akan sulit terjadi ijma’
karena seluruh mujtahid mesti bersepakat secara
totalitas dalam suatu persoalan hukum,52! Ibn
Taimiyyah (w. 728 H),522 dan Ibn Qayyim aj-
Jauziyyah (w. 751 H), keduanya bermazhab Hanbali

518Lihat, Zakaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 72.

519 “ Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usdl al-Figh, h. 49.

520 At-Turki, Usul Mazhab Imam Ahmad, h. 213 dan 215. Ibn
Qudamah, Raudah an-Nazir, h. 73. ‘Abd al-'Aziz bi ‘Abd ar-Rahman as-
Sa’id, Ibn Qudamah wa Asiruh al-Usiluliyyah, Bagian ke 2, h. 145.

521 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 475.

522 Lihat, Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyyah Hayatuh wa ‘Asruh
Ard’uh wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabij, t.t.), h. 469.
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tidak mengakui ijma” kecuali yang dilakukan oleh
para sahabat (al-ijma’ fi ‘ahd as-sahabah).523

Sedangkan ijma’ dalam pandangan ulama wusul
al-figh kontemporer, seperti Muhammad al-Khudari
Bik (w. 1930 M),52¢ “Abd al-Wahhab al-Khallaf (w.
1956 M), dan Muhammad Aba Zahrah
mengatakan yang substansinya adalah sama
dengan pandangan ulama usil al-figh klasik bahwa
ijma’ yang mungkin terjadi hanyalah pada masa
para sahabat, karena mereka masih berada pada
satu wilayah. Sementara di masa sesudahnya, tidak
mungkin dapat terjadi ijma’, karena semakin
luasnya wilayah pemerintahan Islam, dan terjadi
kesulitan untuk mengumpulkan seluruh ulama
pada satu tempat.526

Adapun golongan pendapat kedua, yaitu an-
Nazam (w. 231 H), sebagian ulama Khwarij, dan
Syi'ah mengatakan bahwa ijma” yang telah jelas
rukun-rukunnya itu tidak mungkin terjadi secara
adat, karena sulitnya merealisir rukun-rukun
tersebut. Kesulitan itu menurutnya, karena tidak
ada standar baku untuk menetapkan kualifikasi
seorang mujtahid yang ber-ijma’, sulit menyatukan
peserta ijmi’ dalam satu pendapat mengenai suatu
kasus hukum yang terjadi mengingat mereka dari
berbagai negara berbeda kultur dan budaya yang
berkembang di  negaranya = masing-masing,
pandangan mereka sulit untuk diambil sebuah
konklusi dan dimasukkan dalam satu sistem yang
dapat dipertanggungjawabkan, dan ijma’ tidak
diperlukan kecuali jika tidak ada dalil yang pasti
(gat’i). Ijma” para mujtahid yang didasarkan pada

52]bn Qayyim, I'lam al-Muwagqgi’in, h. 37.

524 Muhammad al-Khudari Bik, Usil al-Figh, h. 283.
525“ Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usil al-Figh, h. 50.
526 Muhammad Abt Zahrah, Usil al-Figh, h. 199.



dalil yang tidak pasti (Zanni), secara adat mustahil
terjadi, karena tidak adanya kesamaan terminologi
ijma’ dan pandangan mereka.5?

f. Pergeseran Paradigma Ijma’

Eksistensi ijma” dalam konfigurasi teori hukum
Islam ternyata memainkan peran yang sangat
strategis dalam pembentukan dan penetapan
pemikiran hukum Islam, sejak masa sahabat hingga
era modern. Akan tetapi fungsi dan kedudukannya
sejak dahulu hingga sekarang ini masih menjadi
problem kontroversial. Abdullah Ahmed an-Na'im
ketika mengkaji masalah ijma” memunculkan
beberapa pertanyaan, apakah yang dimaksud
dengan ijma’, apakah ia merupakan kebulatan suara
penuh atau tidak, kepada siapa ijma’ mengikat,
apakah ijma” dapat terjadi di kalangan para sahabat
dan umatnya di Madinah, para ulama muslim, dan
ahli hukum muslim secara umum, atau keseluruhan
umat Islam, apakah ijma’ generasi awal mengikat
kepada seluruh generasi berikutnya.?528 Pertanyaan-
pertanyaan an-Na'im ini muncul kelihatannya
merupakan kritik tajam terhadap kerancuan ijma’
dan daya otoritasnya di kalangan para ulama
tradisional dalam memahami dan memaknai ijma’.
Misalnya, dalam beberapa literatur fikih (al-figh)
dan metodologi pemahaman hukum Islam (usul al-
figh) ditemukan terminologi ijma’ yang berbeda-
beda. Ada yang mendefinisikan ijmi’ dengan
kesepakatan umat Islam dalam masalah agama, ada

527Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, h.. 351. “Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Iim
Usdl al-Figh, h. 48. Zakaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 70. Wahbah az-
Zuhaili, Usil al-Figh, Juz ke 1, h. 568.

528Abdullah Ahmed an-Na’'im, Toward an Islamic Reformation Civil
Liberties Human Rights and International Law, diterjemahkan olehAhmad
Suaedy dan Amirudin ar-Rany dengan Dekonstruksi Syari’ah Wacana
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam
(Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2001), Cet. ke 3, h. 48.
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yang stresingnya pada kesepakatan pendapat
orang-orang yang berkompeten untuk bersepakat
dalam masalah agama, dan ada yang merumuskan
dengan kesepakatan bulat para ahli hukum pada
waktu tertentu di dalam masalah tertentu.>?
Keberagaman terminologi dan kontroversi terhadap
eksistensi ijma’ ini muncul, secara metodologis
adalah karena belum ada perangkat metodologi
yang memadai untuk mengantarkan umat Islam
kepada ijma’ yang ideal dalam menjawab berbagai
problematika kasus yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat. Praktik ijma” di kalangan ulama
tradisional selama itu diketahui otoritasnya
disandarkan pada pendapat orang (mujtahid, pakar
hukum, ahl al-halli wa al-‘agd) dan teks-teks agama
(al-Qur'an dan sunnah), belum dilakukan secara
mekanisme dan prosedural semacam muktamar,
atau dewan lembaga ijma’, tetapi masih lebih
ditekankan pada kepercayaan dan keyakinan
bahwa mereka (peserta ijma’) tidak mungkin akan
berbuat salah dengan berjama’ah.

Sejarah telah mencatat, bahwa ijma’ terjadi pada
masa para sahabat dan tabi’in, atau mazhab-mazhab
hukum awal secara natural yang dioreintasikan
untuk menjastifikasikan hasil-hasil ijtthad yang
dilakukan oleh mereka, baik yang berada
berdomisili di Hijaz-Madinah, Bagdad-Irak,
maupun yang berada di Syria. [jma’ baru dilakukan
oleh mereka ketika dihadapkan pada berbagai
problematika kasus yang terjadi setelah dicari dasar
hukumnya di dalam al-Qur’an dan sunnah (hadis)
tidak ditemukan, kemudian mereka melakukan

529Al-Gazali, al-Mustasfa, h.199. Al-Amidi, al-Ihkam, Juz ke 1, h. 262.
Al-Kfi as-Sabki, al-Ibhdj, Juz ke 2, h. 349.



ijtihad dengan menggunakan potensi ra"y>30 masing-
masing. Jika dari hasil-hasil ijtihadnya terjadi
perbedaan pendapat dalam satu persoalan yang
sama, maka kemudian mereka melakukan
musyawarah sesuai pesan al-Qur’an,5! berdiskusi
dengan saling mengemukakan pendapat disertai
argumentasi, pengalaman yang dimiliki, dan pada
akhirnya terjadi titik temu dan terjadi kata sepakat
dalam menetapkan hukum pada setiap kasus
hukum yang dibahasnya. Kesepakatan akhir inilah
yang disebut dengan ijma’. Dari sini terlihat
kegiatan ijtihad intlektual secara bebas dan
bertanggungjawab yang dilakukan oleh para
sahabat sangat dijunjung tinggi, semakin banyak
terjadi perbedaan pendapat dari hasil ijtihadnya
dalam setiap persoalan yang sama, maka semakin
memotifasi dan membuka peluang besar untuk
mereka melakukan ijma’, sehinga berbagai
problematika kasus hukum baru dapat diselesaikan
dan ditetapkan ketentuan hukumnya dengan secara
ijma’. Fazlur Rahman mengemukakan bahwa
instrumen yang dipergunakan oleh generasi-
generasi muslim masa awal, yang membuat teladan

50Ra’y ialah suatu asal yang menunjukkan penglihatan dan
pandangan dengan mata atau kecakapan. Ray berarti pendapat yang
dipertimbangkan yang digunakan oleh seseorang dengan baik dalam
menyelesaikan suatu persoalan. Atau dalam pengertian lain, ra’y
merupakan sebuah prinsip hukum Islam sebagai pendapat priibadi
seorang fagih (ahli hukum Islam). Ra’y merupakan prinsip hukum yang
berada di bawah al-Qur’an. Ra’y adalah sebuah pendapat yang diperoleh
sesudah berpikirdan memperhatikan serta berupaya mencari mana yang
benar dalam masalah yang terdapat padanya berbagai tanda yang
berlawan-lawanan. Lihat, Ibn Zakaria, Magayis al-Lugah (Mesir: Mustafa
al-Babi al-Halabi, 1969), Juz ke 1, Cet. ke 2, h. 472. Totok Jumantoro,
Samsul Munir Amin, Kamus, h. 287.

531Q).S.asy-Sura (42):38, yang artinya: “Dan orang-orang yang menerima
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan
sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka” .
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Nabi Saw. dapat semakin berkembang menjadi
sebuah peraturan yang tegas dan khusus terhadap
perilaku manusia, adalah aktifitas pemikiran bebas
secara pribadi dan bertanggungjawab. Pemikiran
rasional yang disebut dengan ra’y, atau ‘pemikiran
yang dipertimbangkan sendiri’ ini menghasilkan
banyak sekali ide-ide di bidang hukum, religius dan
moral pada kira-kira abad pertama dan penggal
pertama abad kedua hijriah.>32

Iima’ pada perkembangan awalnya identik
dengan sunnah yang hidup (living tradition), karena
merupakan kristalisasi dari aktifitas dan kreatifitas
ijtihad masing-masing pribadi umat Islam. Ijma’
atau sunnah umat Islam masa awal pada dasarnya
merupakan suatu proses yang meluas, atau
interaksi pendapat dengan terus-menerus yang
pada akhirnya diterima oleh semua umat secara
konsensus (ijma’). Demikian ini menunjukkan
bahwa ijma’ ketika itu tidak statis, tidak kaku,
prospektif ke masa depan, sebagai ekspresi berpikir
bebas (ra’y), tidak menghilangkan perbedaan-
perbedaan pendapat, dan dilakukan secara terus-
menerus meskipun secara lokal-regional. Deskripsi
demikian ini oleh Fazlur Rahman dikatakan bahwa
“secara literal sunnah dan ijma’ saling berpadu, dan
secara aktual dan material adalah identik. Bahkan di
belakang hari, sesudah masa asy-Syafi'i yaitu ketika
konsep sunnah dipisahkan dari konsep ijma’,
hubungan erat antara keduanya masih bertahan.
Hal ini karena di masa itu, ketika sunnah
dimaksudkan hanyalah sunnah Nabi tidak secara
konsepsional dan, seperti pada masa-masa
sebelumnya, sebagai sebuah konsep pengayoman -
praktik yang disepakati oleh para sahabat masih
disebut sebagai sunnah - atau secara lengkapnya

532Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 14-15.



sunnah as-sahabah. Tetapi ketika sunnah berhenti,
maka ijma’ mengambil alih peranannya. Dengan
demikian, kesepakatan di antara para sahabat
adalah sunnah as-sahabah dan ijma’ as-sahabah.
Perubhan ini sebenarnya tidak berbahaya asalkan
status penting dari ijma’ tidak terganggu, dan hak
ijma’ untuk menyerap dan menciptakan ide-ide,
serta unsur-unsur baru tidak dikorbankan.53

Akan  tetapi dalam realitas faktanya
berkembang lain, asy-Syafi'i dengan kepintaran dan
keberhasilannya mengkonstruksi ijmi” secara
terminologis di satu sisi, dan mengkampanyekan
hadis sebagai pengganti sunnah-ijtihad-ijma’ dengan
merekonstruksi urutan ijtihad-ijma’ menjadi ijma’-
ijtihad, maka hubungan organis antara keduanya
menjadi rusak. Bagi asy-Syafi'i, ijmi’ sebagai
kesepakatan para pakar hukum (mujtahidin) yang
bersifat totalitas, mengacu ke pristiwa terjadi ijma’
pada masa awal (ijma’ as-sahabah), tidak berorientasi
ke masa depan, dan kreatifitas ijtihad intelektual
yang dilakukan para pemikir muslim kontemporer
masa kini seakan-akan digiring dan diorientasikan
pada masa sahabat (14 abad yang lalu). Inilah
sebagai bukti sejarah, bahwa konsep ijma’ telah
direkonstruksi oleh asy-Syafi'i dengan menciptakan
suatu prosedur dan mekanisme formal yang
menjamin stabilitas struktur sosio-religius abad
pertengahan (abad skolastik) menjadi homogin pola
pemikiran yang berakibat orisinilitas, dinamisitas,
dan kreatifitas ijtihad intllektual para wulama
(mujtahidin) menjadi rigit, mandul, statis, dan ijma’
yang terkadi belakangan tidak bisa merubah ijma’
yang telah ada sebelumnya.

Dari potensi dan prosesing dinamika ijma” yang
demikian itu pada akhirnya wilayah gerak ijma’

583]bid., h. 18-19.
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dibatasi pada pengetahuan yang bersifat umum
(ilm al-"ammah), tidak bisa menjamah pengetahuan
yang bersifat spesifik (‘ilm al-khassah). Padahal
sebelum masa asy-Syafi'i, ijma’ bisa terjadi pada
kedua wilayah tersebut, tidak ada pembatasan yang
mematri gerak ijma’. Demikian juga ijma’ pada masa
awal, tidak dijastifikasi oleh teks-teks al-Qur’an dan
sunnah, sebab terjadi ijma” di kalangan para sahabat
merupakan manifestasi dari problem solving
gerakan ijtihad yang tidak mampu menetapkan
ketentuan hukum terhadap suatu kasus hukum
yang terjadi setelah memahami teks-teks al-Qur’an
dan sunnah, serta pengalaman yang dimilikinya.
Tetapi, pada masa asy-Syafi'i, ijma’ telah
direkonstruksi sedemikian rupa dan dijastifikasi
validitasnya dengan hadis-hadis Nabi Saw. antara
lain (yang artinya):

“Bahwasannya Nabi Saw. bersabda: Semoga
Allah memberi kesejahteraan kepada siapa saja
yang mendengarkan, mengingat dengan cermat,
dan menginformasikan pernyataan-pernyataanku,
karena menginformasikan langsung kebijaksanaan
sendiri, banyak yang tidak dapat memahami
pernyataan-pernyataanku (mereka hanya dapat
menginformasikannya). Tapi, banyak juga orang-
orang yang menginformasikan kebijaksanaan dari
pernyataan-pernyataanku kepada penerima
informasi dapat memahami dengan baik. Seorang
muslim tidak pernah merasa enggan untuk
melakukan tigahal, yaitu berjuang dengan setulus
hati ke jalan Allah, secara aktif menghendaki
kebaikan bagi umat Islam yang lain, dan mengikuti
mayoritas mereka (umat Islam), karena dakwah
yang mereka serukan itu akan memberikan
kemaslahatan kepada mereka”.534

534 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 401-402.



Hadis yang lain (yang artinya):

“Sesungguhnya Umar ibn al-Khattab di
Jabiyyah (sebuah tempat di Syria) berkhutbah di
hadapan manusia (jama’ah), dan di dalam khutbah
itu ia berkata: Nabi pernah berdiri di antara kami
seperti saya pada saat ini berdiri di antara kalian,
dan dia berkata: Pertama kali hormatilah sahabat-
sahabatku, setelah  penerus-penerusnya, dan
kemudian penerus-penerus berikutnya. Setelah itu
(ketiga generasi dimaksud) kepalsuan akan
merajalela, sehingga seorang manusia akan
bersumpah dan memberikan kesaksian tanpa
diminta. Dengarkanlah oleh kalian, barang siapa
yang menghendaki tempat yang lapang di dalam
surga, maka ia harus bersatu dengan mayoritas
umat (yalzam al-jama’ah). Syaitan adalah sahabat
manusia yang menyendiri. Jika seseorang
bergabung dengan yang lainnya sehingga menjadi
berdua dan seterusnya, maka syaitan semakin
menjauhi mereka” 5%

Dua buah hadis inilah yang menjadi jastifikasi
ijma’ yang dikonstruksi asy-Syafi'i. Menurut
pemahamannya, bahwa kesetiaan kepada umat
telah ditekankan oleh Rasulullah Saw., yang berarti
menunjukkan adanya perintah menta’ati pada
kesepakatan umat dalam persoalan tertentu, yang
berkaitan dengan hal-hal yang dihalalkan atau
diharamkan, bukan kepatuhan pada kesatuan fisik-
material yang tidak berarti apa-apa. Dengan
demikian, bahwa seseorang yang berpegang pada
apa yang dipegangi umat, akan dianggap sebagai
mengikuti umat. Sebaliknya, barang siapa yang
tidak mengikuti apa yang telah dipegangi umat,
atau berpendapat lain, maka dapat dianggap
sebagai menentang umat. Untuk itu, kemudian asy-

55]bid., h. 473-474.
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Syafi'i tegaskan bahwa kesalahan orang-orang yang
bercerai berai menjadi firgh-firqah, tetapi umat
secara keseluruhan tidak mungkin akan melakukan
kesalahan dalam memahami al-Qur’an, sunnah, dan
qiyas.>36

Namun demikian, Ahmad Hasan menilai
bahwa hadis-hadis (tradisi-tradisi) yang
dikemukakan oleh asy-Syafi'i untuk menjastifikasi
ijma’ tidak terkandung satu pentunjuk yang spesifik
dan jelas dari Rasulullah bagi ijma" dalam
pengertian teknisnya. Tradisi-tradisi ini, jika
keasliannya dapat dijamin, adalah bersifat umum,
yang menyatakan pentingnya persatuan kaum
muslimin.5¥” Fazlur Rahman penilaiannya hampir
senada dengan Ahmad Hasan mengatakan bahwa,
untuk yang pertama di antara kedua hadis tersebut
kita telah memiliki alasan untuk menyatakan bahwa
hadis yang pertama itu tidak dapat dibenarkan
secara historis. Selanjutnya kami akan menunjukkan
bahwa hadis yang pertama itu merupakan sebagian
dari perjuangan besar yang dilaksanakan sejak abad
kedua dan seterusnya untuk mempertahankan
kesatuan umat muslim dan untuk mewujudkan
sebuah mayoritas ortodok yang ‘berada di tengah-
tengah’, mayoritas yang karena merupakan pihak
terbanyak, dan ‘yang berada di tengah-tengah’
berhak dijuluki sebagai ‘kaum ortodok’. Hadis
kedua yang dikemukakan asy-Syafi'i di atas sebagai
hadis yang bersifat prediktif, sehingga kita merasa
tidak perlu lagi untuk menjelaskannya. Hadis ini
memberikan isyarat formal yang pertama bahwa
ketiga generasi muslim yang pertama (sahabat,

536]bid., h. 476.

%7Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence,
deterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup
(Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1984 M), h. 202.
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tabi’'in, dan tabi’ tabi’in) harus dianggap sebagai
pemuka-pemuka dari doktrin dan praktik Islam,
dan ajaran-ajaran mereka sebagai dasar yang
permanen bagi struktur religius kaum muslimin. Di
sini sangat penting dan menarik untuk dicatat
bahwa setelah ketiga generasi inilah ‘sunnah yang
hidup” dari generasi-generasi itu sendiri mulai
disusun di dalam bentuk hadis.538

Kaitan dengan penilaian kedua hadis tersebut
di atas, Fazlur Rahman juga mengemukakan bahwa
sebenarnya sebelum asy-Syafi'i mengemukakan dua
hadis dimaksud yang menjadi jastifikasi ijma’, ia
telah berusaha mempertahan ijma’sebagai sumber
hukum Islam yang diakui dan diyakini otoritasnya
oleh umat Islam, dengan pernyataannya, “kami
mengetahui (adalah merupakan keyakinan kami)
bahwa mayoritas (ummah) di antara mereka (kaum
muslimin) insya Allah tidak akan mau menerima
sebuah kesalahan”.5%

Dalam perkembangan berikutnya (pasca
periode imam asy-Syafi'i), terutama setelah
memasuki babak baru (periode klasik), ketika hadis-
hadis semakin banyak jumlahnya, pernyataan di
atas berubah dan bergeser menjadi hadis dan
dikatakan bersumber dari Nabi. Hal ini dapat
dilihat dalam Sunan at-Tirmizi dengan perubahan
kata “khata™ (salah) menjadi “dalalah” (sesat). Begitu
pula dalam formulasi baru “yad Allah fauqa aidihim”
berubah menjadi “yad Allah ‘ala al-jama’ah”, dan
seterusnya,®® maka ijma’ menjadi sumber hukum
material yang kuat otoritasnya, baik dalam tataran
teoritis-normatif = maupun  tataran  aplikatif-
implementatif.

538Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 51-52.
539 Asy-Syafi'i, ar-Risalah h. 472.
590Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 52-53.
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g. Perubahan Pengurutan Ijma’ sebagai Dalil Hukum

dan Formulasi Terminologisnya

Setelah ijma’ terjadi pergeseran fungsi dan
kedudukannya dalam teori hukum Islam, maka
ternyata sangat berimplikasi pada pengurutan ijma’
sebagai dalil hukum. Pada periode mazhab-mazhab
awal, ijma’ diposisikan pada urutan keempat setelah
al-Qur’an, sunnah dan ijtihad (giyis), maka pada
masa asy-Syafi'i dibalik berubah menjadi dalil
hukum ketiga. Pergeseran ini tidak saja mengubah
fungsi dan kedudukannya itu sendiri, tetapi yang
sangat mendasar adalah ijmi” menjadi dalil hukum
material yang sejajar dengan al-Qur’an dan sunnah.
Dari sini terlihat, ijma” tidak lagi sebagai instrumen
penggalian hukum (manhaj al-istinbat al-ahkam)
dalam berijtihad yang dinamis, fleksibel, dan
prospektif ke masa depan, sekaligus sebagai metode
dalam upaya menyatukan gagasan dan pandangan
yang berbeda-beda mengenai suatu permasalahan
kasus hukum baru yang terjadi, dan dipecahkan
secara progresif untuk mengetahui dan memastikan
kebenaran pada permasalahan yang terjadi tersebut.
Ijma” yang telah dikonstruksi fungsi dan posisinya
demikian itu, maka secara otomatis tidak boleh
dipermasalahkan lagi oleh para mujtahid dan umat
Islam pada umumnya. Ijma’ pada masa asy-Syafi’i
ini diyakini oleh mereka (mujtahidin dan jama’ah al-
muslimin) hanya kemungkinan terjadi pada masa
sahabat, sedangkan pada masa-masa sesudahnya
tidak mungkin dapat terjadi. Terjadinya ijma’” inipun
ruang lingkupnya dibatasi disekitar pengetahuan
yang umum (‘ilm al-ammah) yang berkaitan dengan
perintah-perintah yang wajib (al-awamir), dan
larangan-larangan (an-nwahi), seperti mengerjakan
salat lima waktu, puasa ramadan, pergi haji ke
Baitullah jika telah mampu, mengeluarkan zakat,
larangan berzina, membunuh, mencuri, dan



mengkonsumsi narkoba (al-khamr). Teks-teks al-
Qur’an terhadap pengetahuan yang umum ini telah
menetapkannya, dan umat Islam mesti mengetahui
pengetahuan tersebut. Sedangkan pada
pengetahuan yang spesifik (‘ilm al-khassah) yang
mengurai lebih rinci dari ‘ilm al-ammah tadi (furu’ al-
fard'id) yang tidak disebutkan secara eksplisit di
dalam teks-teks al-Qur’an dan sunnah, maka tidak
dimungkinkan terjadi ijma’.54! Sementara pada
masa-masa sebelumnya daya kerja dan jangkauan
ijma’ itu dapat terjadi pada dua wilayah
pengetahuan tersebut.

Daya kerja ijma’ ini lebih rigit lagi setelah
memasuki periode klasik. Pada masa ini teoritisasi
ijma’ dan fungsinya semakin diformalkan,
dayalitasnya  statis, ~dan  semakin  tidak
memungkinkan untuk terjadi ijma’ dalam
implementasinya. Begitu juga sandaran (acuan)
ijma’ semakin diperbanyak dengan teks-teks al-
Qur'an dan sunnah wuntuk menjastifikasi dan
melegitimasi eksistensi ijma’ sebagai sumber hukum
ketiga, setelah al-Qur’an dan sunnah. Teks-teks al-
Qur’an dan sunnah itu antara lain:

Pertama, Q.S. an-Nisa’ (4): 59:

AT 3l 3ol Tadly 4 i
38 o) 4,200 A g\ :)3;3 sish 3 B O 1
Yot 22t e G STl A o058

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah
Allah dan ta’atilah Rasul (Nya) dan Ulil
Amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

541Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 357-359.
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kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar kepada Allah dan hari kemudian, Yang
demikian itu lebih utama (bagimu), dan lebih
baik akibatnya”.

Ayat di atas terdapat kata “uli al-amr”. Mereka
menginterpretasikan kata ini dengan dua konotasi
makna, yaitu sebagai penguasa politik dan hukum
(as-siyah wa as-sultah hum al-hukkam). Penguasa
politik adalah  pemerintah  (al-umara’)  atau
pengauasa itu sendiri (al-wulat), dan konotasi
makna yang kedua, yaitu para imaam mujtahid,
atau ulama, mereka adalah orang-orang yang
melakukan ijtihad untuk menggali hukum, dan
memberikan fatwa hukum.>42

Kedua, Q.S. an-Nia’” (4): 83:

-

&
NWE \&;Lml’ji LN LR r&.«lﬁ,) MJ@ NHE

Artinya: “Dan kalau mereka menyerahkannya kepada
Allah dan Ulil Amri di antara mereka
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya
dari mereka (Rasul) dan Ulil Amri) ...”.

Ayat ini sesungguhnya lebih menguatkan ayat
sebelumnya (an-Nisa”: 59), dapat dipahami, jika
pendapat mereka terjadi kesepakatan (ijma’) maka
berarti benar, dan tidak boleh diperdebatkan
kembali.

52Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Figh, Juz ke 1, h. 542. Zakaria al-Barri,
Masadir al-Ahkam, h. 71.
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Ketiga, Q.S. an-Nisa’ (4): 115:

55 s 53 600 e B B 5
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Artinya: “Dan barang siapa menentang Rasul sesudah
jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan
yang bukan jalan orang-orang mukmin,
Kami biarkan mereka berkuasa terhadap
kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan
Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan
jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat
kembali”.

Ayat ini dipahami oleh mereka, bahwa Allah
mengancam orang-orang yang mengikuti jalan
orang-orang yang tidak beriman, akan dimasukkan
ke dalam jahannam, ini menunjukkan haramnya
mengikuti jalan tersebut, dan mereka wajib
mengikuti jalan orang-orang yang beriman dan apa
saja yang telah menjadi kesepakatan umat Islam,
yakni para imam mujtahid, dan orang-orang yang
mempunyai keahlian khusus mengenai hukum
Islam 543

Sedangkan sunnah atau hadis yang mereka
jadikan sandaran adalah hadis-hadis yang saling
menguatkan satu dengan yang lainnya yang
ditramsmisikan secara valid oleh para perawi hadis.
Begitu pula berbagai pernyataan dari para sahabat,
seperti Umar bin al-khattab, Ibn Umar, Ibn Mas’'ad,
Abu Sa’id al-Khudri, Abta Hurairah, Anas bin
Malik, dan perawi-perawi yang lainnya. Hadis-
hadis dimaksud, antara lain yang diriwayatkan oleh
Ibn Majah, at-Tirmizi, Ahmad, dan at-Tabrani:

583ibid., h. 70.
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Artinya: “Ummatku tidak akan berkumpul (ijma’) atas
kesalahan”.

4
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Artinya: “Ummatku tidak akan berkumpul (ijma’) atas
suatu kesesatan”.
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Artinya: “Allah  Ta’ala  mempertanyakan  bahwa
tidaklah ummatku berkumpul (ijma’) untuk
melakukan kesesatan, karena itu berikanlah
kepada mereka”.

m&@@w%;

Artinya: “Tidaklah  Allah  menghimpun  (ijma’)
ummatku untuk melakukan kesesatan” 544

Hadis-hadis tersebut oleh mereka dijadikan
acuan jastifikasi ijma’ sebagai sumber hukum
dengan semakin menguatkan posisi dan
kedudukannya serta tingkat validitasnya, yang
tentunya terjauh dari kesalahan berjama’ah. Mereka
menyatakan kalau para ulama telah menetapkan
suatu hukum secara kolektif, maka senyatanya
keputusan itu benar dan terpelihara dari kesalahan.
Pernyataan ini tampaknya menegaskan dari apa
yang dikatakan asy-Syafii bahwa umat secara
keseluruhan (al-jama’ah) tidak mungkin akan
melakukan kesalahan dalam memahami al-Qur’an,

544 Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1, h. 543. Zakaria al-
Barri, Masadir al-Ahkam, h. 72.
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sunnah, dan giyas, tetapi kesalahan itu hanyalah
pada orang-orang yang bercerai-berai menjadi
firgah-firqah.545

Ahmad Hasan menilai sejumlah ayat (Q.S. an-
Nisa’ (4): 59, 83, 115 dan ayat-ayat yang lain) yang
pada periode klasik menjadi dasar jastifikasi ijma’
sesungguhnya  stresing ayat itu bukanlah
konotasinya pada kesepakatan umat Islam pada
bidang hukum, khususnya dalam pengertian
teknisnya, melainkan pada perilaku umum dari
umat Islam dan persatuan mereka. Ayat-ayat ini
pada mulanya tidaklah dipahami oleh Rasulullah
maupun oleh para sahabat sebagai suatu argumen
yang mendukung ijma’. Hanya pada masa-masa
kemudianlah, ketika konsep ijma’ dikemukakan,
para ulama berusaha menjastifikasi ijma’ dengan
ayat-ayat tersebut.>*¢ Hal ini tentunya setelah
konsep dan terminologi ijma” dikonstruksi oleh asy-
Syafi’i secara totalitas. Demikian juga Ahmad Hasan
lebih lanjut mengkritisi dan menilai hadis-hadis
yang dijadikan dasar jastifikasi ijma’” pada periode
klasik, bahwa pada abad II H/abad VIII M asy-
Syafi'i mengutip sejumlah hadis dari Rasulullah
yang menguraikan prinsip ijma’, tetapi ia tidak
berbicara apa-apa mengenai hadis tersebut di atas.
Ia hanya menyatakan “Kita tahu bahwa orang
banyak tidak akan bersepakat dalam hal yang
kontra produktif dengan sunnah Rasulullah,
ataupun dalam suatu kesalahan”. Menurut Hasan,
sulit untuk mengatakan apakah asy-Syafi'i dalam
pikirannya mengingat hadis tersebut di atas dan
merujuk dengan pernyataan itu. Sekiranya ia
mengetahui hadis tersebut, tentu ia akan
mengutipnya bersama dengan hadis yang lain. Hal

545 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 359. .
54 Ahmad Hasan, The Early, terjemah Agah Garnadi, h. 146.
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ini mengindikasikan hadis tersebut ketika itu belum
ditemukan oleh asy-Syafi'i, tetapi diduga kuat
pernyataannya itu kemudian muncul dalam bentuk
hadis pada masa-masa kemudian.*” Dari kondisi
demikian pada akhirnya sangat boleh jadi
redaksional hadis (matn al-hadis) antara satu dengan
yang lain berubah dan bergeser dari kata atau
kalimat yang sesungguhnya. Dalam kaitan ini
Fazlur Rahman telah  mensinyalir dalam
penelitiannya bahwa ketika hadis-hadis semakin
banyak jumlahnya, maka banyak pula terjadi
perubahan dan bergeser menjadi hadis dan
dikatakan bersumber dari Nabi. Hal ini dapat
dilihat dalam Sunan at-Tirmizi dengan perubahan
kata “khata™ (salah) menjadi “dalalah” (sesat). Begitu
pula dalam formulasi baru “yad Allah fauqa aidihim”
berubah menjadi “yad Allah ‘ala al-jama’ah”, dan
seterusnya.>8

Sedangkan perubahan terminologi ijma’ terjadi
pergeseran formulasi yang cukup mendasar, yaitu
dari  praktik  kesepakatan yang  mampu
mengakomodir berbagai perbedaan pandangan,
pendapat, berorientasi ke prospek ke depan,
fleksibel, dan bisa terjadi pada berbagai kasus
hukum yang bersifat pengetahuan umum, dan
khusus, maka dibatasi hanya pada hal-hal yang
bersifat pengetahuan umum saja yang berkaitan
dengan perintah-perintah wajib, dan larangan-
larangan (al-awamir wa ijtinab an-nawahi). Tegasnya,
fungsi, kedudukan, dan dayalitas kerja ijma” sangat
dibatasi dengan berbagai persyaratan yang telah
dirumuskan secara formal.

Secara teoritis-normatif, asy-Syafi'i sendiri
dalam karyanya ar-Risalah, tidak memberikan

547]bid., h. 147-148.
548Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h.53.



terminologi ijma’ dengan jelas dan tegas. Hanya
terdapat suatu pernyataan yang mengungkapkan:
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Artinya: “Saya dan seorangpun dari kalangan ulama
(ahl al-‘ilm) pernah mengatakan “ini adalah
persoalan yang telah disepakati”, kecuali
menyangkut persoalan yang tidak seorang
ahli pun pernah mempersoalkannya lagi
kepada anda, dan mentranmisikannya dari
orang-orang yang mendahuluinya, seperti
salat zuhur empat reka’at, mengkonsumsi
narkoba (al-khamr) itu diharamkan, dan
sebagainya” .54

Pernyataan asy-Syafi’i ini mayoritas ulama wusul
al-figh  memahami dan mengatakan sebagai
terminologi ijma’. Hanya persoalannya, apakah
pernyataan tersebut cukup representatif dikatakan
sebagai definisi ijma’ sebagaimana formulasi ijma’
yang dikemukakan oleh umumnya para ulama.
Pernyataan di atas stresingnya menurut penulis
adalah bahwa para ulama suatu masa bersatu
pendapat (ijma’) mengenai suatu persoalan tertentu,
sehingga ijmia’ mereka menjadi hujjah terhadap
persoalan yang mereka ijma’-kan. Jadi, secara
tersurat jelas seperti ditegaskan oleh ‘Ali Jumu’ah
bahwa asy-Syafi’i (150-204 H/767-812 M) di dalam
ar-Risalah-nya tidak memberikan definisi ijma’
dengan tegas.5% Demikian juga al-Jassas (w. 370 H)

549 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 534.
550" Ali Jum’ah, al-ljma’, h. 7.
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di dalam karyanya tidak memberikan terminologi
ijma’, ia hanya menyebutkan kategorisasi ijma’ yang
dikemukakan oleh asy-Syafi'i, dibedakan pada dua
macam, yaitu kesepakatan umat Islam (ijjma’ al-
ummah), dan kesepakatan ulama (ijma’ al-"ulama’).5>
Atau meminjam term Imam al-Haramain dengan
“ittifaq al-‘ulama”™. 52 Oleh karena tidak ada
kejelasan terminologi, maka di kalangan ahli usil al-
figh periode klasik merumuskan definisi ijma’ sangat
fariatif stresing dan redaksionalnya, sehingga
Ahmad Hasan menyebutkan: Ada yang
mendefinisikan dengan kesepakatan umat Islam
dalam masalah agama, ada yang merumuskan
dengan kesepakatan orang-orang yang
berkompeten untuk ber-ijma’ (ahl al-‘ilm) dalam
masalah agama, dan ada juga yang mendefinisikan
dengan kesepakatan bulat para ahli hukum pada
waktu tertentu di dalam masalah tertentu.>®
Terminologi yang berbeda-beda tersebut pada
akhirnya dirumuskan dengan:
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Artinya: “Kesepakatan para imam mujtahid dari umat
Nabi Muhammad Saw. pada suatu masa
sesudah wafatnya (Nabi) mengenai hukum
syara”” .55

%51Abu Bakar al-Jassas, Usul al-Figh (Mesir: Dar al-Kutub al-
Misriyyah, t.t.), h. 220.

552Aba ‘Abd Allah Muhammad bin Muhammad ar-Ra’aini al-Maliki,
Qurrah al-"Ain li Syarh Waraqat Imam al-Haramain, Editor Ahmad Mustafa
Qasim at-Tahtawi (Mesir: Dar al-Fadilah, t.t.), h. 106.

553Ahmad Hasan, The Early, h. 144.

554Zaki ad-Din Sya’ban, Usil al-Figh, h. 82.



Berdasarkan terminologi ini dapat dikatakan
bahwa ijma’ bisa diwujudkan apabila memenuhi
unsur-unsur: (1) Harus ada kesepakan secara
totalitas, tidak boleh seorang pun yang tidak
menyepakati; (2) Kesepakatan dari para imam
mujtahid yang memenuhi persyaratan untuk
berijtihad; (3) Para imdm mujtahid dari umat Nabi
Muhammad Saw. yang beragama Islam, tidak
semua orang dari agama Lain (Yahudi atau
Nasrani); (4) Kesepakatan terjadi pada suatu masa
tertentu sesudah Nabi Muhammad wafat; (5)
Kesepakatan pada masalah hukum syara’. Dengan
terminologi ijma’ yang begitu ketat dan persyaratan
yang banyak, maka tampaknya sulit untuk bisa
terjadi ijma’, karena mustahil seluruh mujtahid di
seluruh negara di dunia ini bisa disatukan
pendapatnya dalam suatu persoalan kasus tertentu.
Secara teknis operasional, terutama di era modern
ini, dengan kemajuan teknologi informasi
komunikasi yang begitu canggih diduga kuat akan
mudah mengumpulkan para ulama (mujtahidin)
dari berbagai negara, tetapi secara substansi
persoalan pokok yang akan diambil kesepakatan
tidaklah mudah kalau standar pijakannya mengacu
ke rumusan terminologi ijma” di atas. Fakta sejarah
telah mencatat, di zaman Abu Bakar saja,
musyawarah yang melibatkan semua orang Islam
sudah sulit dilakukan. Musyawarah hanya
dilakukan oleh para politisi dan ulama sebagai
wakil mereka. Oleh karena itu, para ulama
kemudian mengambil hak musyawarah itu dan
menjadikannya sebagai ijmi’ mereka, padahal yang
demikian itu semestinya terjadi dalam kondisi
darurat saja.>%

S55Hasan at-Turabi, Tajdid al-Fikr al-Islami, diterjemahkan oleh Abdul
Haris dan Zainul Am dengan Figih Demokratis dari Tradisionalisme Kolektif
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Oleh karena demikian ketatnya, perlu
terminologi ijma’ tersebut di atas dilonggarkan,
digeser kembali, dan bahkan bisa dikembalikan ke
fakta kelahirannya, yaitu ijma” sebagai model
metode ijtihad yang mampu menyelesaikan
berbagai problematika kasus hukum baru yang
mengemuka, dapat mengakomodir berbagai
perbedaan gagasan dan pendapat, dinamis,
fleksibel, bernuansa futuristik ke masa depan,
memilki daya kerja dan jangkauan yang luas, dan
dapat merekonstruksi hasil-hasil ijtihad yang telah
disepakati di masa lalu dengan mempertimbangkan
perubahan situasi dan kondisi era kontemporer,
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi modern. Gagasan dan pemikiran ini
sudah lama menjadi wacana di kalangan para
ulama dan pemikir muslim kontemporer.

Ibn  Taimiyah (w. 728 H)  ketika
mendeskripsikan pembahasan ijma’, ia menetapkan
bahwa ijma’ itu merupakan salah satu metode
penggalian hukum (al-ijma’ tarigan min turuq al-
istinbat), ... meskipun keberadaan ijma’ itu menjadi
hujjah  sebagaimana nas-nas  al-Qur'an dan
sunnah.’%. Jasser Auda (pakar magqasid asy-syari’ah
kontemporer) mengatakan bahwa ijma’ bukan
merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi
hanya sebuah mekanisme atau sistem pembaruan
kebijakan dengan melibatkan banyak pihak. Oleh
karena itu, ijma’ sering disalahgunakan oleh
sekelompok elite ulama untuk memonopoli

Menuju Modernisme Populis (Bandung: Penerbit Arasy, 1423 H/2003 M),
Cet. ke 1, h. 27.

56 Muhammad Aba Zahrah, Ibn Taimiyyah Hayatuh wa ‘Asruh Ara’uh
wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 460-463.
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fatwa.%”  Dari dua pandangan pemikir hukum
Islam tersebut dapat dipahami bahwa, mereka
tampaknya melihat eksistensi ijma’ itu lebih
cendrung memposisikannya sebagai cara (metode),
bukan sebagai sumber hukum. Berarti ia hanyalah
sebagai instrumen yang dapat digunakan secara
sistematis-komprehensif dalam kerangka ijtihad
untuk  menggali  hukum, dan  sekaligus
mengaplikasikannya terhadap problematika kasus
hukum baru yang mengemuka yang menuntut para
mujtahid untuk menetapkan ketentuan hukumnya.
Hal ini secara prosedural sudah barang tentu
melalui diskusi panjang dalam suatu forum
tertentu, yang pada akhirnya akan menghasilkan
kesepakatan bersama dari forum diskusi tersebut.
Pemikiran seperti ternyata Fazlu Rahman telah
mengungkapkannya, menurutnya, ijtihad haruslah
merupakan upaya sistematis, ‘komprehensive’ dan
berjangka panjang, baik yang dilakukan oleh
perorangan maupun secara kolektif (teamwork), baru
kemudian didiskusikan dan diperdebatkan dalam
satu forum tertentu untuk disepakati bersama.>58
Pandangan yang disebutkan terakhir ini dapat
dipahami secara umum, menunjukkan perlunya
perubahan struktur teori hukum yang telah
dikonstruksi dan diwariskan oleh Imam asy-Syafi’i
dan periode klasik, terutama penempatan urutan
sumber hukum dari ijma’-ijtthad menjadi ijtihad-
ijma’, sebagaimana telah berkembang secara natural
pada masa mazhab-mazhab hukum awal, serta
menginterpretasikan kembali konsep ijma’ dengan
perspektif kekinian. Upaya ke arah ini sebagai

S%57Mohammad Darwis, “Magqasid al-Shari’ah dan Pendekatan Sistem
dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda” dalam Studi Islam Perspektif
Insider/Outsider (Yogyakarta: Ircisod, 2012), Cet. ke 1, h. 399-400.

558Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual
Tradition (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 145.

413



414

langkah maju untuk mefungsikan kembali konsep
ijma’ dalam menghadapi berbagai tantangan dan
problematika kasus baru yang mengemuka di era
globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi komunikasi modern ini.

Para pemikir muslim kontemporer Indonesia
dalam konteks rekonstruksi ijma” ini telah

menggulirkan gagasan dan pandangan-
pandangannya. Misalnya, Al-Yasa Abubakar
mengemukakan beberapa pertimbangan

keberatannya mengenai ijma’ dijadikan sumber
hukum material disejajarkan dengan al-Qur’an dan
sunnah: Pertama, ijma’ bukanlah dalil, karena ijma’
hanyalah merupakan hasil konsensus yang muncul
setelah penalaran dilakukan. Ijma” seharusnya tidak
mengacu ke masa lalu tetapi mengacu ke masa
depan, kepada masalah-masalah yang akan
diijtihadkan. Kedua, kontroversi diseputar ijtihad
adalah luas sekali yang meliputi: Siapa yang diikat
oleh ijma’, berapa lama dia mengikat, dan beberapa
masalah lainnya. Karena luasnya perbedaan
pendapat ini, sulit sekali menggunakan ijma’ secara
tepat di dalam praktik. Meskipun karena
pertimbangan inilah maka di Indonesia, terlihat
kecendrungan ke arah meninggalkan ijma’. Rasyidi,
Daud Ali, dan Ahmad Azhar Basyir tidak
menyebut-nyebut ijma’ ketika membicarakan dalil
(sumber) figih. Lajnah Tarjih Muhammadiyah pun
tidak menyinggung kedudukan ijma” di dalam buku
Himpunan Putusan Tarjih mereka. Dalam buku
Deliar Nur, ada isyarat bahwa “golongan-golongan
pembaharu” cendrung meninggalkan ijma’.55

59Al-Yasa Abubakar, “Ke Arah Ushul Fiqgih Kontemporer:
Sistematika Alternatif untuk Penalaran” dalam Jurnal ar-Raniry, 1990, No.

68, h. 19.



Persoalannya sekarang adalah, model ijma’
yang bagaimanakah yang perlu dikembangkan di
era modern ini sehingga dapat difungsikan kembali
secara optimal untuk menyepakati hasil-hasil
ijtihad, baik yang dilakukan oleh perorangan

(individual) maupun kolektif (teamwork).
Pembahasan persoalan ini diuraikan pada sub pasal
berikutnya.

h. Model Ijma’ yang Diperlukan di Era Modern

Sebagaimana telah disinggung di dalam
pembahasan sub-bab di atas bahwa sumber primer
hukum Islam adalah al-Qur'an dan sunnah,
sedangkan yang lainnya seperti ijma’ dan giyds
merupakan sumber (dalil) sekunder yang
diperselisihkan eksistensinya di kalangan para ahli
usul al-figh. Fazlur Rahman menegaskan bahwa
yang betul-betul landasan atau sumber material
adalah al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan ijma’
merupakan dasar formal, dan giyas adalah sebagai
aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.5¢
Tetapi, setelah teori hukum tersusun terutama di
masa asy-Syafi'i, sumber dan dalil hukum itu
disistematisir dan diurutkan menjadi al-Qur’an,
sunnah, ijma’, dan giyas.>! Urutan sumber hukum
demikian ini menjadi doktrin, kemudian oleh
mayoritas ulama disepakati dan wajib diikuti dalam
mengistinbatkan hukum. Adapun selebihnya,
seperti istishab, istihsan, maslahah al-mursalah (al-
istislah), gqaulsahabi, ijma’ ahl al-Madinah, ‘urf, sad az-
zari’ah, dan syar’ man gablana merupakan dalil yang

560Fazlur Rahman, Islam, diterjemahkan oleh Senoadji Saleh (Jakarta:
PT Bina Aksara, 1987), h. 106.
561 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 39.
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juga diperselisihkan eksistensinya di kalangan
usuliyyin 562

Terkait dengan ijma’ sebagai dasar formal
istinbat hukum, agar fungsi dan kedudukannya
dapat menjawab dan menyelesaikan perbagai
problematika kasus hukum baru yang terjadi,
diperlukan model ijma’ yang menterap dengan
kebutuhan dan tantangan zaman era modern ini.
Dalam konteks ini, Muhammad Igbal (Penyair dan
Failosof Besar Punjab-Pakistan abad XX, w. 1938)
telah menawarkan gagasan dan pemikiran-
pemikirannya dimulai dari konsep ijtihad-ijma’.
Menurutnya, satu-satunya upaya untuk membuang
kekakuan hukum Islam yang dihasilkan pada
periode kemunduran Islam adalah menggalakkan
kembali ijtihad-ijma’ dan merumuskannya sesuai
dengan kebutuhan zaman modern saat sekarang.
Oleh karena itu, ia memandang perlu mengalihkan
kekuasaan ijtihad secara pribadi menjadi ijtihad
kolektif (ijjma’). Pada zaman modern, peralihan
kekuasaan ijtihad individu yang mewakili mazhab
tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah
satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi ijma’.
Hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit
dalam sistem hukum Islam yang selama ini telah
hilang dari dalam tubuh umat Islam.53 Gagasan
dan tawaran pemikiran Muhammad Igbal ini perlu
diapresiasi sekaligus dipertimbangkan dalam
mencari model ijma” yang ideal di era modern ini.
Karena mengubah ijmi’ menjadi sebuah lembaga
legislatif yang aktif dan dinamis dengan prosedur

562’ Abd Rabbih, Buhiis fi al-Adillah, h. 28.

563Muhammad Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam,
diterjemahkan oleh Osman Raliby dengan Pembangunan Kembali Alam
Pikiran Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 233-234. Muhammad Iqgbal,
Rekonstruksi Pemikiran Islam Studi Tentang Kontribusi Gagasan Iqbal dalam
Pembaruan Hukum Islam (T.Tp.: Penerbit Kalam Mulia, 1994), h. 86.



dan mekanisme yang terorganisir dengan baik
untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang
berbasis kesepakatan utuh yang stresingnya
keberpihakan pada masyarakat, bangsa dan negara
mutlak diperlukan dalam praktik dan realisasinya.
Di samping itu, secara teknis, melalui lembaga
legislatif ini para mujtahid (ulama), orang-orang
yang berkompeten untuk mengambil kebijakan
(birokrat), dan para pakar dari berbagai bidangnya
masing-masing  (ilmuwan) dapat bekerjasama
dengan aktif untuk bersama-sama melakukan
ijtihad.

Fazlur Rahman, gagasan dan pemikiran
mengenai konteks ini secara prinsip hampir sama
dengan Muhammad Igbal. Hanya bedanya Rahman
bertolak dari relasi ijma’ dan tagnin sebagai dua
lembaga syura yang saling berkaitan terutama
dalam hal hukum. I[jma” merupakan proses dan
produk syird masyarakat, sedangkan tagnin
merupakan proses syira lembaga legislatif yang
mengolah produk ijma” masyarakat menjadi ijma’
yuridis (Undang-undang).5¢* Mengenai perubahan
pada tingkat ijtihad-ijma’ masyarakat merupakan
masukan dan pertimbangan bagi legislatif untuk
mengubah ijma’ yuridis (perundangan) yang lama
menjadi ijma’ yuridis (perundangan) baru.565 Jika
dipandang dari sisi ini, yakni sisi sosiologis (al-
ijtima’iyyah) dan politis sebuah proses hukum
(siyasah asy-syariyyah), maka Fazlur Rahman
kelihatannya berupaya membangun persepsi
hukum Islam sebagai “hukum positif” dalam
konteks negara nasional modern, yakni hukum

564Ghufran A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi
Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.
ke 2, h. 146.

565]bid.
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yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
muslim yang mengacu pada prisip-prinsip moral
Islam yang disahkan melalui badan legislatif tingkat
nasional. Namun demikian, Rahman kelihatannya
tidak sependapat dengan Muhammad Igbal dalam
hal pelembagaan ijma’. Menurutnya, ijma’ adalah
suatu proses organis dan sebagaimana sebuah
organisme, ia berfungsi dan sekaligus tumbuh pada
suatu saat ia memiliki fungsionalitas yang tinggi.
Dalam pengertian seperti ini ia bersifat final, tetapi
pada waktu yang sama ia juga mencipta,
mengasimilasi dan memodifikasi unsur-unsur yang
di luar dirinya. Oleh karena itu pembentukannya
tidak dapat dilembagakan dalam bentuk yang
manapun juga, dan tidak dapat dilakukan dalam
suatu forum diskusi, ia lebih cendrung sebagai
opini publik.5¢6

Berbeda dengan dua pemikir tersebut di atas,
Abdullah Ahmed an-Na’'im (Pemikir Modernis asal
Sudan) menawarkan gagasan dan pemikirannya
bahwa di era modern ini agar dapat dibentuk ijma’
demokratis.>7 Gagasan dan pemikirannya ini terlihat
dilatarbelakangi oleh  kritik tajam terhadap
kerancuan ijma’ dan otoritasnya di kalangan ulama
tradisional, dan pada saat yang sama, ia juga
membuat pertanyaan-pertanyaan (lihat h. 1 bab ini)
yang bernada sebagai pembuka ke arah ijma’
demokratis yang memiliki semangat keadilan dan
konstitusional. Ia mengatakan:

Seperti, masyarakat manakah yang memenuhi
syarat untuk menetapkan ijma’” yang mengikat, dan
bagaimana hubungan ijma’ mereka dengan ijma’
generasi yang lebih dahulu, generasi kini, dan
generasi berikutnya.? Dapatkah ia dijelaskan,

566]bid., h. 143.
567 Abdullah Ahmed an-Na’im, Toward an Islamic, h. 49.



misalnya, ijma” adalah konsensus komunitas politik
umat Islam tertentu, katakanlah negara-bangsa, dan
bahwa ia ditentukan oleh wakil-wakil yang dipilih
atau melalui referendum komunitas tertentu.? Jika
benar demikian, dapatkah ijma” demokratis produk
komunitas politik modern menolak suatu konsep
atau prinsip syari’ah berdasarkan ijma” umat Islam
awal, khususnya generasi yang paling dini yang
dianggap mempunyai otoritas agama yang kuat.?
Inti dari pertanyaan-pertanyaan ini  dan
kemungkinan jawabannya adalah masalah alasan
fundamental ijma’, apakah ia didasarkan pada
prinsip kedaulatan rakyat atau atas dasar asumsi
otoritas, kesalehan, dan moralitas agama.?568

Dari beberapa pertanyaan tersebut, an-Na'im
kelihatannya menekankan perlunya membangun
konsep ijma’ demokratis yang mampu memelihara
hak dan kewajiban setiap individu dan masyarakat
sekiranya hukum publik Islam akan diaplikasikan
dalam tataran politis. Hak dan kewajiban ini
diberikan kepada seluruh warga negara tampa
membedakan agama, budaya, dan ras. Mereka
harus mempunyai hak yang sama dalam
mempengaruhi rumusan dan penetapan kebijakan
dan hukum publik. Oleh sebab itu, para pengambil
kebijakan (ekskutif, legislatif, dan para yuris Islam)
perlu  menghilangkan sikap apologetik dan
kemudian membangun filsafat politik kritis (critical
plotical philosopy) yang berlandaskan keadilan dan
demokrasi.

Lebih lanjut an-Na'im juga dalam konteks
negara-bangsa (nation state), menekankan perlunya
membangun ijma’ demokratis yang tidak hanya
mengandalkan suara mayoritas sebagai standarnya,
tetapi juga harus memberikan hak dan peluang

568]bid.
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kaum minoritas, meskipun hanya satu orang yang
menuntut untuk masuk ke dalam dan menjadi
mayoritas.5® Pandangan ini secara politis logik, jika
antara kaum mayoritas dan minoritas menjadi satu
kesatuan yang terintegrasi dalam membangun dan
mengaplikasikan ijma” demokratis dengan tanpa
ada pemaksaan untuk meninggalkan kebebasan
beragama dan berkeyakinan, mempertimbangkan
ras, dan jenis kelamin, maka pemeliharaan dan
perlindungan terhadap hak dan kebebasan yang
bertujuan  menghidari  diskriminatif =~ dapat
diwujudkan bagi semua warga negara yang
tentunya tunduk pada formal konstitusional.

An-Na’'im juga selanjutnya menawarkan agar
umat Islam membangun ijma’ level nasional dalam
upaya mengantisipasi kebutuhan atas penyesuaian
dan adaptasi dalam menjawab keadaan-keadaan
yang terus berubah, memerlukan sebuah
mekanisme dan prosedur untuk mengubah
konstitusi.  Jika mekanisme dan prosedur
merumuskan secara formal, maka konstitusi dapat
diubah secara hukum. Perubahan ini tidak lain
tujuannya adalah untuk menjamin bahwa tujuan-
tujuan tidak dikalahkan oleh sarana, atau substansi
tidak lenyap meskipun tetap mempertahankan
bentuk formalnya.570

Selain  ijma’ nasional, diperlukan juga
terbangunnya ijma’ internasional dalam upaya
membangun kerjasama dalam rangka memelihara
hak dan kebebasan manusia. Dalam konteks ini, an-
Na’im menawarkan perlunya membangun wacana
internal dalam sebuah budaya dan dialog lintas
budaya di kalangan budaya-budaya dunia dalam
rangka mengembangkan dan memperkuat dasar-

5691bid., h. 164.
570]bid., h. 186.



dasar dialog lintas budaya yang bertujuan untuk
mempertahankan standar Hak Asasi Manusia
(HAM) Internasional. Dialog lintas budaya ini perlu
bagi semua budaya utama dunia untuk
menciptakan moralitas global dan kerangka kerja
legal agar tidak terjadi dominasi suatu model
budaya tunggal sebagai norma universal. Karena
itu, kalau ada budaya lain masuk ke dalam budaya
Islam jangan ditolak dengan serta merta, tetapi hal
itu perlu dicermati dan dipertimbangkan. Kalaupun
hal itu mesti diterima, maka bisa dijadikan sebagai
instrumen analisis kritis bagi budaya Islam itu
sendiri.>”!

Dialog lintas budaya seperti di atas, era modern
ini cukup penting untuk membangun peradaban
dunia yang damai dan tidak terkooptasi dalam
klaim budaya sendiri di masing-masing negara.
Maksudnya, betapapun universalnya HAM
Internasional yang ada pada saat ini, ia masih
membutuhkan jastifikasi dan legitimasi budaya
budaya dari masing-masing negara tersebut,
sehingga nilai-nilai universal itu menjadi nyata dan
konkrit dapat dinikmati oleh mereka yang
melaksanakannya. Dalam konteks demikian ini, an-
Na’im menawarkan semacam peringatan, bahwa
kita tidak boleh larut dalam pratikularitas itu, tetapi
harus tetap mampu mengambil jarak, dalam arti
mampu bersikap kritis dengan tetap berpijak pada
nilai-nilai universal HAM seperti hak dan

571Sebagai contoh, unsur demokrasi dari Barat, bukan unsur
kapitalistiknya, karena hal itu merupakan aspek positif; Unsur sosial dari
pengalaman Marxis, bukan ateis atau aspek totaliternya, karena hal itu
juga merupakan aspek positif.; Umat Islam tidak perlu menerima
humanisme Barat yang tidak memenuhi syarat, atau justru bertentangan
prinsip-prinsip Islam. Lihat, Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im:
Epistimologi Hukum Islam(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. ke 1, h.
196.
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kebebasan itu.52 Tegasnya menurut dia, bahwa
ijma’ Internasional itu bisa berbentuk pertemuan
dialog informal, seperti Non Govermental
Organization (NGO) Internasional maupun NGO
Nasional, atau pertemuan dialog formal antar
negara tanpa memandang latarbelakangnya yang
penting sama-sama memiliki komitmen terhadap
kebaikan hidup manusia.573

Dari gagasan dan pemikiran-pemikiran yang
ditawarkan an-Na’im mengenai ijma’ demokratis
tersebut di atas, terlihat jelas adalah menggugat dan
rekonstruksi konsep ijma’ tradisional (versi asy-
Syafi'i dan masa klasik) yang masih menjadi
kontroversial ~dan  hanya  mengakomodasi
kepentingan umat Islam dalam berbagai persoalan
agama, mendekonstruksi pandangan para ulama
(mujtahid) yang tidak membolehkan hasil ijma’
terdahulu ditolak, atau diganti oleh ijma’ yang
datang kemudian, serta sekaligus menolak konsep
ijma’ yang hanya semata-mata mendasarkan pada
otoritas individual dan teks agama.

4. Qiyas
a. Definisi Qiyas

Secara etimologi, giyas berarti mengukur
sesuatu dengan sesuatu yang lain (taqdir asy-syai’ bi
syai’in akhar), seperti seseorang mengatakan saya
mengukur pakaian dengan hasta (qastu as-saubu bi
az-Zird’) atau saya mengukur pakaian dengan
meteran (qasa as-saubu bi al-mitr). Atau bisa berarti
menyamakan sesuatu dengan yang sepadannya (at-
taswiyah bain asy-syai’aini).57*

572]bid., h. 198.

573bid.

574bn Manz0r, Lisan al-’Arab, Juz ke 6, h. 187. “Abd al-'Aziz ‘Abad ar-
Rahman as-Sa’id, Ibn Qudamah wa Asaruh al-Usdliyyah (Riyad: al-
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Sedangkan secara terminologi, giyas oleh jumhar
al-usdliyyin didefinisikan dengan redaksional yang
berbeda, tetapi substansinya sama, sebagaimana
beberapa terminologi di bawah ini:

1) Abi al-Husain al-Basri al-Mu'tazili (w. 436 H)
mendefinisikan giyas dengan:

Lo SaHe 3 Lol il 3 gV e ool
23]

Artinya: “Menghasilkan  (menetapkan) hukum
pokok pada cabang karena keduanya

terdapat kesamaan dalam ‘illat hukum
menurut mujtahid” 575

2) AbU Hamid al-Gazali (w. 505) mendefinisikan
giyas yaitu:

3 s Por I3Por 0% S tor }o/

{gwwj\ug,uu\ar,x,;&f

slor BP0 oo

\w,\@,g,uu\ww@,

Artinya: “Membawa sesuatu yang telah diketahui
kepada sesuatu yang diketahui pula
dalam hal menetapkan hukum pada
keduanya atau meniadakan hukum dari
keduanya disebabkan ada hal yang sama
antara  keduanya dalam  penetapan

Mamlakah al-Arabiyyah as-Su’Odiyyah, 1399 H/1979 M), Bagian kedua,
h. 275.

575Abi al-Husain al-Basri al-Mu'tazili, Kitab al-Mu'tamad fi Usdl al-
Figh (Damaskus: al-Ma’had al-‘Ilm al-Faransi li ad-Dirasah al-'Arabiyyah,
1385 H/1965 M), Juz ke 2, h. 697.
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hukum atau sifat, atau meniadakan
keduanya (hukum dan sifat)” 576

3) Al-Qadi al-Baidawi (w. 685 H) mendefinisikan
qiyas:

ofor

e G LY ATl § e & B S0
g,cl\.\.pg;.\

Artinya: “Menetapkan  semisal hukum yang
diketahui pada sesuatu lain yang
diketahui, karena keduanya terdapat
kesamaan pada ‘illat hukum menurut
mujtahid yang menetapkan” 577

4) Ibn as-Subki (w. 771 H) mendefinisikan giyas:

Sor o Sor Sor

Artinya: “Membawa sesuatu yang diketahui
kepada sesuatu yang diketahui pula
karena terdapat kesamaan dalam ‘illat
hukumnya menurut (mujtahid) yang
menghubungkan” 578

5) Ibn Qudamah (w. 671 H) mendefinisikan giyas:

s Se or Sor

w«cu&ayw@ey

Artinya: “Membawa (menghubungkan) cabang
kepada pokok dalam hukum karena ada

576 Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 394.
577 Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhdj, Juz ke 3, h. 3.
578]bn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawami’, J1d. ke 2, h. 202.



kesamaan  (‘illaht  hukum) antara
keduanya” 57

Dari kelima terminologi giyas tersebut di
atas, jika dianalisis secara kritis dapat
dinyatakan bahwa hakikat giyas adalah
penganalogian dan penetapan hukum pokok
kepada cabang (kasus hukum yang terjadi)
karena terdapat kesamaan ‘illah al-hukmi-nya.
Penganalogian tidak bisa dilakukan dalam
kasus apa pun jika ‘illah al-hukmi-nya tidak ada
kesamaan. Jika dalam proses istinbat hukum
dilakukan dengan tidak bertolak dari prinsip-
prinsip giyas, maka proses itu tidak akan
menghasilkan penganalogian yang benar, dan
hasilnya akan terkualifikasi pada giyas fasid atau
qiyas ma’a al-fariq. Analisis ini sesungguhnya
tantangan bagi para mujtahid dalam penerapan
giyas terhadap kasus-kasus hukum Islam yang
terjadi kini dan yang akan datang.

b. Unsur-Unsur Qiyas (arkan al-Qiyas)

Bertolak dari terminologi-terminologi giyas di
atas, pada prinsipnya terdapat kesamaan makna,
bahwa giyas terbangun atas empat unsur: 1) Pokok
(al-asl) yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan
oleh asy-Syari dalam nas, oleh usOliyyin sering
disebut dengan magqis ‘alaih atau musyabbah bih. 2)
Cabang (al-far’), yang ketentuan hukumnya belum
ditetapkan oleh asy-Syari” dalam nas dengan jelas,
yang disebut dengan magis atau musyabbah. 3)
Hukum pokok (hukm al-asl), hukum yang telah
disebutkan asy-Syari” dalam nas yang akan
diaplikasikan pada cabang, karena terdapat
kesamaan (keserupaan) “illah hukumnya. 4) ‘Illah (al-

579 Abd ar-Rahman as-Sa’id, Ibn Qudamah, h. 144..
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‘illah al-hukm), yaitu “illah hukum yang ada pada asl,

terlihat pula ada pada far’.580
Al-Gazali, dari masing-masing unsur tersebut

menetapkan persyaratan-persyaratan yang mesti
dipenuhi,58! sebagai berikut:

1) Bagi pokok (asal), disyaratkan: (1) Hendaklah
merupakan masalah yang sudah tetap, dan jelas
dari nas, karena sebagai tempat
menganalogikan (al-magqis ‘alaih). (2) Hendaklah
ketetapan hukum itu dari asy-Syari’, bukan
sebagai sandaran giyas dari hasil ketetapan
ijtihad. (3) Hendaklah mempunyai causa legis
(‘illah al-hukm) yang menjelaskan hukum syara’.
(4) Pokok (al-asl) itu bukan cabang (al-far’) dari
pokok yang lain. (5) Caula legis (‘illah al-hukm)
yang ada pada pokok (al-asl) bisa dibuktikan
dengan jelas, tidak samar (gair al-wadih). (6)
Hukum pokok (hukm al-asl) tidak boleh berubah
dengan penentuan causa legis. (7) Pokok (al-
asl)tidak boleh ke luar dari aturan giyas. Jika ke
luar dari aturan giyds, maka ia tidak boleh
dijadikan sebagai tempat penganalogian cabang
(al-magqis “alaih).

Dari tujuh persyaratan bagi asl yang
dikemukakan al-Gazali ini kalau dilihat dari
persyaratan yang dikemukakan oleh Jumh0r al-
usuliyyin, Zakaria al-Barri misalnya, ia hanya
menetapkan tiga syarat bagi asl, yaitu, pertama,
hukum asl hendaknya ditetapkan oleh al-Kitab,
as-sunnah, atau al-ijma’; Kedua, berdasarkan
causa legis yang dapat diterima oleh akal
(ma’qol al-ma’nd); Ketiga, hukum asl bukanlah
hukum vyang berlaku khusus,2 apabila

580Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 453. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, h. 37.
581 Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 453-455.
5827akaria al-Birri, Masadir al-Ahkam, h. 105-107.



diperhatikan secara kritis, hanyalah
pengulangan dan mencakup persyaratan bagi
hukum pokok. Karena Jumh0r al-usOliyyin tidak
membedakan persyaratan bagi asl dan hukum
asl. Karena itu, apa yang disebutkan al-Gazali
sebagai persyaratan bagi asl sudah termasuk
persyaratan bagi hukum asl.Reasoning-nya,
bahwa persyaratan yang dikemukakan oleh
Jumhur al-usGliyyin bagi asl sudah mencakup
hukum asl. Sebab, pada asl itu sudah terdapat
ketentuan hukum dari nas yang akan
diberlakukan pada cabang (al-far’). Jadi, bagi asl
dan hukum berlaku persyaratan yang sama.
Oleh karena itu, persyaratan yang dikemukakan
oleh al-Gazali tanpak hanyalah sebagai
pengulangan, bukan sebagai persyaratan yang
rinci dan tersendiri.
Bagi cabang (al-far’), disyaratkan: (1) Al-far’
hendaknya mempunyai causa legis yang sama
dengan asl. (2) Al-far’ tidak boleh mendahului
asl dalam konteks istinbat hukum. (3) Tidak
boleh terjadi perbedaan hukum antara far’
dengan asl. (4) Hendaklah hukum yang
diberlakukan pada far” itu hukum yang telah
ditetapkan oleh nas. (5) Al-far’ bukanlah
persoalan yang sudah dijelaskan oleh nas,
karena ia adalah ppermasalahan yang akan
dicari ketetapan hukumnya melalui giyas.
Mengkritisi  persyaratan al-far’”  yang
dikemukakan oleh al-Gazali tersebut, bila
dikomparasikan dengan persyaratan yang
dikemukakan oleh Jumhir al-usGliyyin, yaitu far’
bukanlah persoalan yang sudah dijelaskan
hukumnya oleh nas, antara far’ dan asl
mempunyai kesamaan pada causa legis-nya, dan
far’  tidak boleh mendahului asl dalam
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penetapannya,® maka secara prinsipil tidaklah
terdapat perbedaan yang mendasar. Us0liyyin
menetapkan tiga persyaratan bagi far’,
sementara  al-Gazali ~menambahkan dua
persyaratan dari yang tiga syarat seperti di
atas, yaitu antara far” dan asl tidak boleh terjadi
perbedaan hukum dalam jenisnya, dan hukum
yang diberlakukan pada far” harus berdasarkan
ketetapan nas, secara substansial sudah
tercakup dalam tiga syarat lainnya. Karena
menganalogikan suatu persoalan yang tidak
ada nas-nya dengan persoalan yang sudah ada
ketentuan hukumnya dari nas, secara otomatis
antara keduanya harus berlaku jenis hukum
yang sama. Jika demikian ini yang
dimaksudkan oleh al-Gazali, maka penambahan
dua persyaratan tersebut tidaklah berarti
signifikansinya.

3) Hukum asl dan persyaratannya. Menurut
pemikiran al-Gazali bahwa hukum asl sebagai
hukum syara’ yang gat’iy dan langsung dari nas,
bukun hukum yang penetapannya berdasarkan
ijtihad. Karena itu, ia menekankan bahwa
hukum yang ditetapkan berdasarkan akal
(jtihad) dengan berbagai pendekatannya tidak
bisa ditetapkan dengan giyas. Misalnya, tidak
boleh menetapkan nama al-khamar bagi nabiz
(anggur perasan), zina bagi al-liwath (homo
seksual), pencurian bagi al-nabasy (menggali
makam untuk mengambil sesuatu dari mayit),
dan al-khalit (bercampur) bagi al-jarr (mengalir)
melalui pendekatan giyas.>8* Menurutnya, dalam
istilah tradisi Arab, khamar yaitu sesuatu yang

583Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, h. 235-236. Muhammad al-
Khudari Biek, Usul al-Figh,h. 297.
584 Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 459.

428



diproses dengan pe-ragi-an, tetapi tidak berarti
berlaku bagi setiap benda yang diproses dengan
peragian. Al-fars (kuda), digunakan untuk
warna hitam, tetapi tidak berarti semua yang
berwarna hitam bisa dikatakan al-fars. Tegas
kata, bahwa apa saja yang tunduk dan
dihasilkan berdasarkan ijtihad (nalar akal),
tidak boleh dikembangkan berdasarkan giyas.>%5
Gambaran persyaratan bagi hukum asl yang
dikemukakan al-Gazali ini, apabila dikritisi
sebenarnya sudah tercakup dalam salah satu
persyaratan bagi asl. Jadi tanpak terjadi
pengulangan saja dari yang telah disebutkan
sebelumnya. Berbeda dengan Jumhur al-
usdliyyin, mereka tidak memisahkan
persyaratan bagi asl dan hukum asl, karena
keduanya dipandang sebagai satu kesatuan
yang tak terpisahkan. Secara pasti tidak
ditemukan argumentasi al-Gazali memisahkan
persyaratan antara asl dan hukum asl.
Causa legis (‘illah al-hukm). Untuk persyaratan
yang disebutkan terakhir ini, di kalangan para
pakar metodologi hukum Islam klasik jauh
berbeda kuantitasnya dibandingkan dengan
persyaratan ‘illah hukum yang dikemukakan
oleh para pakar metodologi hukum Islam
kontemporer. Di antaranya, Ab0 Hamid al-
Gazali (w. 505 H) menetapkan delapan (8)
persyaratan bagi sah-nya sebuah “illah: (1) ‘Illah
boleh dalam bentuk hukum (al-‘illah hukman),
seperti batal menjual khamar dengan ‘illah
haram menggunakannya karena najis. (2) ‘Illah
harus berupa sifat yang bisa dicerna oleh indra
(wasfan mahsUsan) dan dapat diketahui dengan
jelas, seperti kesulitan, keadaan belum dewasa,

5851bd.
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atau perbuatan orang-orang mukallaf seperti
membunuh (al-qatl), mencuri (as-sarigah), atau
sifat itu sendiri yang tersusun dari beberapa
macam sifat. (3) ‘Illah bisa relevan (al-
munasabah) atau tidak relevan dengan
penetapan hukum, yang penting ‘illah itu
mengandung  kemaslahatan. (4) ‘Illah harus
didukung oleh dalil atas ke-sah-annya, karena,
apabila tidak demikian, maka
penganalogiannya batal. (5) ‘Illah tidak boleh
didasarkan pada dalil akal, karena °‘illah itu
sendiri sesuatu yang berkaitan dengan hukum
syara’ yang disyari’atkan oleh asy-Syari’, mesti
ada relevansi dengan hukum tersebut. (6) ‘Illah
tidak kontradiksi dengan nas, atau ijma’. (7)
‘Illah tidak boleh kontradiksi dengan pendapat
sahabat (gaul as-sahabah), karena kalangan
sahabat yang mesti diikuti dalam praktik
istinbat hukum. (8) ‘Illah yang terdapat dalam
pada hukum-hukum cabang (al-far’iyyah)
eksistensinya  bersifat  zanniyyah,  tidak
gat’iyyah.586

Ibn as-Sabki (w. 771 H) menetapkan
sepuluh persyaratan ‘illah: (a) ‘lllah itu
merupakan sifat yang esensial (wasfan
hagigiyyan) yang eksistensinya dapat
dirasionalisasi. (b) ‘Illah itu sesuatu yang jelas
(zahiran) dan dapat dipastikan eksistensinya. (c)
lllah  itu sesuatu yang dapat diukur
eksistensinya (mundabitan). (d) ‘Illah itu sesuatu
yang bersifat universal yang di dalamnya
mencakup hikmah dalam kaitannya dengan
aplikasi hukum kepada subyek hukum (al-
mukallaf). (e) Sifat ‘illah yang mengandung
hikmah tersebut dapat dipastikan dalam

586]bid., h. 476.



aplikasinya. Misalnya, boleh berbuka puasa
bagi para musafir merupakan hikmah untuk
menghindari kesulitan (masyagqah) dari mereka.
Tetapi, masyaqqah itu sendiri dalam realias
praktiknya dapat berubah dan berbeda untuk
setiap orang dan keadaan. Orang vyang
bepergian dengan menggunakan pesawat
terbang, akan berbeda dengan yang menaik
mobil, dan andong. Namun demikian,
prinsipnya sesuatu yang dijadikan ‘illah yang
mengandung hikmah tersebut dapat dipastikan
eksistensinya. (f) ‘Illah itu tidak boleh sesuatu
yang abstrak (‘adami) dalam penetapan hukum.
(g) ‘Illah itu sesuatu yang dapat diterima dari
apa saja yang menjadi nama sesuatu (ism al-
lagab, misalnya). (h) ‘Illah tidak boleh dalam
penetapannya diakhirkan seudah hukum pokok
(hukm al-ashl). Sebab, ‘illah merupakan suatu
sifat yang mendorong (al-ba’its) atau yang
memberitahukan (al-mu’arrif) adanya hukum,
maka eksistensinya tidak dibelakangkan
sesudah hukum. (i) ‘Illah tidak boleh
kontradiksi dengan nash, atau ijma’, baik dari
segi keumumannya maupun kekhususannya. (i)
Tidak boleh ada dalil yang menghalangi
cakupan ‘illah pada furu’, baik dari segi
keumumannya maupun kekhususannya.58”

Sedangkan asy-Syaukani (w. 1250 H)
menetapkan persyaratan ‘illah sebanyak 24
syarat, 588 sebagai berikut:

‘Illah itu harus mempunyai implikasi pada
hukum (mu’astivah  fi al-hukm); Jika tidak

587Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami,, J1d. ke 2,h. 234-250.

588 Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, h. 182. Asy-Syaukani, Fath al-Qadir
al-Jami” baina Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min ‘IIm at-Tafsir (Bairut: Dar
al-Fikr, 1973), Juz ke 5, h. 278-279. Zaki ad-Din Sya’ban, Ushul al-Figh, h.
141.
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pempunyai implikasi pada hukum, maka tidak
boleh dijadikan ‘illah. (2) ‘lllah itu harus sifat
yang pasti (washfan dhabithan) yang mempunyai
implikasi bagi hikmah yang dimaksudkan oleh
asy-Syari’. (3) ‘lllah harus sifat yang jelas nyata
(zhahirah  jaliyyah). (4) ‘lllah tidak boleh
kontradiksi dengan nas dan ijma’ (la yuradduha
nash wa la ijma’). (5) ‘lllah tidak boleh
kontradiksi dengan ‘illah yang lebih kuat (al-‘ilal
ma huwa aqwa minha), ‘illah yang lebih kuat itu
harus didahulukan. (6) °‘lllah harus umum
hukumnya, tidak boleh ada pengecualiannya
(mutharrad). (7) ‘Illah tidak boleh bersifat abstrak
(al-washf ‘adami). (8) ‘Illah tidak boleh ada pada
dirinya saja, tetapi harus ada pada yang lainnya
(al-‘illah al-muta’addiyyah). (9) Hendaknya sifat
‘illah itu dapat diterima sebagai sifat yang sah
untuk ‘illah (an yantafiya al-hukm biintifa’ al-
‘illah). (10) ‘lllah pada hukum pokok benar-
benar ada, dan sebagai tempat bergantungnya
‘illah pada furu’ (awshafuha musallamah aw
madlulan ‘alaiha). (11) Menurut dugaan kuat
bahwa hukum itu tidak ada apabila ‘illah-nya
tidak ada. (12) ‘lllah tidak boleh memastikan
hukum pada furu’, sedangkan pada ashl
terdapat “illah yang lain (mujibah li al-far” hukman
wa li al-ashl hukman akhar ghairah). (13) Tidak
boleh ‘illah itu menghasilkan dua hukum yang
saling kontradiksi (lihukmain mutadhadain). (14)
Tidak boleh ‘illah itu terlambat ditetapkan dari
‘illah yang ada pada hukum ashl (an la yata’akh-
khar stubutiha ‘an stubuti hukm al-ashl). (15)
Hendaknya sifat ‘illah itu betul-betul konkret
(nyata) (al-washf mu’ayyanan). (16) Hendaknya
penetapan “illah itu berdasarkan syara’ (istbatuha
syar'iyyan). (17) Tidak boleh sifat ‘illah itu
terbatas (washfan miqdaran). (18) ‘Illah yang



ditemukan melalui penalaran (mustanbathah)
tidak boleh membatalkan hukum ashl (la turja’
‘ala al-ashl biibthalih aw ibthali ba’dhih). (19) ‘Illah
yang mustanbathah tidak boleh kontradiksi
dengan ‘illah yang lain sehingga hukum yang
dihasilkannya akan kontradiksi pula (la
bimu’aridhi manafi maujud fi al-ashl). (20) ‘Illah
yang mustanbathah tidak boleh mengandung
unsur tambahan hukum yang tidak ditetapkan
nas (ay hakaman ghairu ma astbatah an-nash). (21)
‘Illah tidak boleh kontradiksi dengan ‘illah yang
lain sehingga dapat menghilangkan hukumnya
(mu’aradhah li'illatin ukhra). (22) Apabila ada
syarat pada ashl, ‘illah tidak  boleh
menghilangkan syarat itu (la yajuz an takuna al-
“illah mujibah liizalah zalika asy-syarth). (23) Tidak
boleh sifat yang menunjukkan ‘illah pada ashl
digunakan pada furu’ apabila ‘illah itu tidak
diperlukan (li al-istighna’). (24) Tidak boleh ‘illah
itu menguatkan giyas yang semestinya tidak
digunakan (la takun mu’ayyadah ligiyasin ashl
manshushin ‘alaih).

Persyaratan-persyaratan ‘illah yang telah
dikemukakan oleh para pakar metodologi
hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa
persyaratan yang ditetapkan oleh asy-Syukani
(24 macam) ternyata lebih banyak bila
dibandingkan dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh al-Gazali (8 macam), dan
sepuluh (10 macam) persyaratan yang
ditetapkan oleh Ibn as-Sabki. Apabila dikritisi
secara cermat dari masing-masing persyaratan
‘illah yang ditetapkan tiga pakar usOl al-figh
klasik tersebut, terlihat adanya perbedaan dari
segi term, kuantitas, dan penempatan
pembahasan. Al-Gazali (w. 505 H), menetapkan
delapan (8) persyaratan ‘illah tersebut, secara
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kritis barangkali lebih tepat dikatakan sesuatu
yang bisa menjadi alternatif ‘illah, karena dari
delapan itu yang konkrit logik hanya nomor 1
dan 2, yakni ‘illah boleh dalam bentuk hukum,
dan harus bisa ditangkap dengan panca indra,
yang berarti sesuatu yang abstrak tidak bisa
dijadikan ‘illah. Kemudian, dengan sebanyak
delapan persyaratan dimaksud
mengindikasikan ‘illah terkesan rumit, dan rigid
(kaku), tidak sederhana tetapi pasti. Kajian ‘illah
pun oleh al-Gazali ditempatkan ke dalam
bahasan wunsur giyas (arkan al-giyas) dan
persyaratan masing-masing unsur, belum
dalam suatu bab (pasal) tersendiri. Demikian
juga halnya Ibn as-Sabki (w.771 H) menetapkan
sepuluh (10) persyaratan ‘illah, secara prinsip
tidak jauh berbeda dengan al-Gazali, terkesan
rumit, dan rigid, karena terlalu banyak
alternatif sehingga dalam aplikasinya, apabila
tidak ada persyaratan yang pertama, maka
menggunakan dan berpegang pada persyaratan
yang kedua, dan begitu seterusnya. Apatah lagi
bila mengacu pada persyaratan yang ditetapkan
oleh asy-Syaukani (w. 1250 H) berjumlah 24
persyaratan, justru lebih ketat, dan rigid, serta
tidak menunjukkan aplikatif. Padahal secara
kritis, tampak terjadi pengulangan atau
tumpang tindih antara satu syarat dengan
syarat yang lain.

Berbeda halnya dengan para pakar
metodologi hukum Islam kontemporer, mereka
menetapkan persyaratan ‘illah lebih konkrit, dan
aplikatif, meskipun terdapat perbedaan dari
segi kuantitas. Muhammad Abu Zahrah (w.
1974 M) menetapkan lima (5) persyaratan bagi
‘illah  sebagai berikut: (a) ‘Illlah hendaknya
berupa sifat yang jelas (washfan zhahiran),



sehingga diduga kuat dialah (‘illah) yang
menjadi argumen penetapan hukum. Seperti,
pengakuan seorang bapak, merupakan ‘illah
penetapan nasab seorang anak. (b) ‘lllah
hendaknya berupa sifat yang dapat diukur dan
pasti (mundhabithan), tidak berubah disebabkan
perubahan situasi dan kondisi, atau orang yang
menetapkannya, seperti mabuk (al-iskar)
menjadi ‘illah diharamkannya menuman keras
(al-khamr). Kalaupun mabuk-mabukan itu
menjadi tradisi suatu komunitas masyarakat,
tetap secara substansi hukum sebagai minuman
yang diharamkan, meskipun juga al-khamr
dalam kondisi tertentu diminum tidak
memabukkan. (c) ‘Illah hendaknya relevan atau
adanya keserasian (munasibah aw mula’imah)
antara hukum dan sifat yang dijadikan “illah,
seperti membunuh dalam suatu kasus
pembunuhan menjadi ‘illah yang relevan atau
serasi untuk seorang anak (al-warits) yang
membunuh orang tuanya (al-mauruts) dengan
tidak mendapatkan hak warisnya. (d) ‘Illah
merupakan sifat yang tidak saja ada pada
hukum pokok (al-ashl), tetapi hendaknya ada
pada hukum lain (furu’), seperti ‘illah al-iskar
dalam al-khamr terdapat juga dalam rupa-rupa
minuman keras wiski, brendi, bir bintang, bir
hitam, dan minum-minuman yang
semacamnya, karena unsur memabukkan
dalam rupa-rupa minuman tersebut juga ada.
Oleh karena itu antara al-khamr dan wiski dan
yang semacamnya hukumnya sama-sama
diharamkan untuk dikonsumsi. (e) ‘Illah tidak
boleh ditetapkan pembatalannya oleh dalil yang
lain, seperti kafarat yang harus dibayarkan oleh
seorang raja yang mensetubuhi isterinya di
siang hari bulan ramadhan, ditetapkan oleh
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seorang hakim dengan berpuasa enam puluh
hari, tidak dengan memerdekakan hamba
sahaya, di mana berdasarkan nash (hadis)
secara kronologis sanksi untuk kasus dimaksud
adalah  memerdekakan = hamba  sahaya,
memberikan makan 60 orang miskin, dan
berpuasa selama 60 hari.>?

‘Abd al-Wahab Khallaf (w. 1956 M)
menetapkan empat (4) persyaratan ‘illah: (1)
‘Illah hendaknya merupakan sifat yang jelas
(washfan zhahiran). Jika ‘illah itu jelas, pasti, dan
dapat diterima oleh akal secara logik, maka
dapat diambil konklusi untuk menyamakannya
dengan ashl (hukum pokok). (2) ‘Illah
hendaknya sifat yang pasti dan dapat diukur
(washfan mundhabithan). Jika eksistensi ‘illah itu
pasti dan dapat diukur di samping dapat dilihat

589Ab0 Zahrah, Ushul al-Figh, h. 238-241. Untuk lebih jelasnya
diinformasikan bahwa Abdurrahman bin al-Hakim salah seorang
penguasa (raja) di Andalusia (Spanyol) melakukan persetubuhan dengan
isterinya pada siang hari di bulan ramadhan. Kemudian, ia sadar dan
menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, lalu ia mengumpulkan
para pakar hukum Islam dan meminta fatwa kepada mereka tentang
kafarat apa yang mesti dilakukan sebagai konsekuensi dari perbuatan itu.
Seorang Hakim Agung, al-Qadhi Yahya bin Yahya al-Laits berdasarkan
ijtihadnya menetapkan bahwa kafarat yang cocok untuk raja yang
melakukan kesalahan tersebut adalah berpuasa dua bulan secara
berturut-turut. Al-Qadhi menetapkan fatwa itu atas dasar kemaslahatan,
ia tidak mendahulukan kriteria sanksi yang pertama dengan
memerdekakan hamba sahaya sebagaimana ketetapan dalam nash.
Menurutnya, memerdekakan hamba sahaya sebagai sanksi hukum tidak
akan mampu menghormati bulan ramadhan dan menjalankan ibadah
puasa, karena bagi para raja (penguasa) akan sangat mudah kalau hanya
memerdekakan hamba sahaya, karena kondisi kehidupan dan finansial
yang dimilikinya jauh lebih berkecukupan. Oleh karena itu, keharusan
berpuasa dua bulan (60 hari) secara beruturt-turut merupakan sanksi
yang tepat dan dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum
itu sendiri (maqashid asy-syari’ah). Lihat, Zaki ad-Din Sya’ban, Usul al-Figh,
h. 171. Syalabi, Ta'lil al-Ahkam, h. 281. At-Turki, Ushul Mazhab al-Imam
Ahmad, h. 438.



pada furu” adanya kesamaan dengan yang ada
pada ashl, kalaupun adanya perbedaan tidak
terlalu relatif jauh, maka akan sangat
memungkinkan untuk diambil konklusi pada
kedua persoalan itu (antara ashl dan furu’),
karena terdapat kesamaan ‘illah pada keduanya. (3)
‘lllah hendaknya merupakan sifat yang relevan
(washfan ~ munasiban), atau sesuai untuk
dijadikan pijakan dasar dalam merealisir tujuan
penetapan hukum, adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dan
hal ini sangat bergantung pada korelasi antara
hukum dengan sifat (‘illah) yang dimaksudkan.
(4) ‘lllah hendaknya merupakan sifat yang tidak
saja ada terbatas pada ashl, tetapi juga ada pada
permasalahan lain (furu’) (an la takun washfan
gashiran ‘ala al-ashl). Sebab, ‘illah yang ada pada
ashl ini akan dijadiakan standar bagi ‘illah yang
ada pada persoalan lain (furu’). Jika dalam
kenyataannya ‘illah tidak ditemukan pada furu’,
maka tidak dapat dijadikan sebagai tempat
ditegakkannya giyas, karena ‘illah itu sendiri
merupakan salah satu rukun dari giyas.>
Berbeda halnya dengan Muhammad al-
Khudari Bik (w. 1930 M), ia menetapkan
delapan (8) persyaratan, tetapi sebelumnya ia
mengemukakan penegasan bahwa persyaratan
‘illah yang telah disepakati oleh para pakar usdl
al-fgih hanya ada tiga (3) syarat, yaitu ‘illah
harus jelas (az-zuhOr), pasti dapat diukur
(indibat), dan harus relevan (al-munasabah)
dengan pensyari’atah hukum, atau dengan
hikmah. Kemudian, ia kemukakan delapan (8)
persyaratan  ‘illah  yang masih menjadi
perdebatan eksistensinya di kalangan para

590Abd al-Wahhab Khallaf, “Ilm Usul al-Figh,h. 68-70.
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pakar usdl al-figh, sebagai berikut: (a) Tidak
boleh hukum bersifat ada lagi konkrit (wujddi),
sedangkan sifat yang dijadikan ‘illah hukum
bersifat abstrak (‘adami). (b) Tidak boleh ‘illah
itu hanya terbatas ada pada suatu nas atau asl
saja (gasirah), sedangkan pada kasus hukum
yang lain (furu’) yang dianalogikan pada asl,
tidak ada, baik ‘illah itu mansUsah maupun
mustanbatah. (c) Tidak boleh ‘illah terjadi
kontradiksi dengan hukum (an-nagd tukhalif al-
hukm), baik yang telah ditetapkan oleh nas, atau
pun ijma’. Tetapi, antara keduanya harus
relevan dan serasi. (d) Tidak boleh ‘illah
kontradiksi dengan hikmah hukum (nagqd al-
hikmah). (e) ‘Illah itu harus bersifat utuh dan
berlaku secara timbal balik (mun’akasah), karena,
apabila ada ‘illah, maka hukumnya ada, dan
sebaliknya, apabila ‘illah-nya tidak ada, maka
hukumnya pun hilang, tidak ada. (f) ‘Illah tidak
boleh datang belakangan dari hukum asl
(muta’akhkhirah ‘an  hukm al-asl). Hukumnya
telah ada, dan baru kemudian ‘illah datang
belakangan. (g) ‘Illah tidak boleh membuat batal
hukum asl (ibtal hukm al-asl). Jika ‘illah itu di-
istinbat-kan dari nas (hukum asl), maka ia tidak
boleh menambah nas itu sendiri. (h) Tidak boleh
‘illah menetapkan  hukum pada furu’
menghasilkan hukum yang kontradiksi dengan
nas, atau ijma’ (yukhalifu nassan aw ijma’an filh).5%

Persyaratan ‘illah yang telah dikemukakan
oleh tiga pakar usOl al-figih kontemporer
tersebut di atas, apabila dicermati satu sama
lain secara komparatif, maka terlihat segi-segi
persamaan dan perbedaannya. Tiga persyaratan
pertama yang dikemukakan oleh al-Khudari

%1Muhammadal-Khudhari Bik, Usul al-Figh,h. 319-325.



Bik, jumh0r al-usdliyyin) telah  sepakat
eksistensinya, termasuk AbU Zahrah, dan ‘Abd
al-Wahhab  Khallaf. Inilah  dari segi
persamaannya. Sedangkan dari segi
perbedaannya terlihat pada delapan
persyaratan ‘illah berikutnya dari al-Khudari Bik
menjadi perdebatan yang panjang sesuai
dengan pendekatan yang digunakan masing-
masing. Menurut al-Khudari, syarat ‘illah yang
keempat yang dikemukakan oleh Khallaf itu
hanya sebagai syarat tambahan. Jika hal ini
yang menjadi pegangan, maka ‘illah terkesan
lebih sempit, dan sebaliknya, jika dilihat dari
tiga syarat pertama yang dikemukakan al-
Khudari Bik, maka ‘illah terlihat lebih luas.
Demikian juga apabila dibandingkan antara
persyaratan yang dikemukakan oleh Khallaf,
dan al-Khudari Bik dengan persyaratan ‘illah
yang dikemukakan AbU Zahrah di atas, tampak
Zahrah lebih ketat dan rigid (kaku) dari yang
dikemukakan Khallaf. Tetapi lebih agak longgar
dari persyaratan yang dikemukakan al-Khudari
Bik. Khallaf, hanya mengemukakan empat
persyaratan  ‘illah, sedangkan  Zahrah
mengemukakan lima  persyaratan  ‘illah,
salahsatunya (syarat yang kelima) ‘illahmulgah
menjadi persyaratan, dalam arti, ‘illah tidak
boleh ditetapkan pembatalannya oleh dalil yang
lain. Sementara Khallaf, tidak menjadikan
‘illahmulgah sebagai salahsatu persyaratan “illah.

Selain tiga pakar usul al-figh kontemporer
tersebut di atas, ternyata banyak para pakar
usUl alfigh berikutnya yang mengkaji
persyaratan ‘illah hukum terus bermunculan,
meskipun terlihat hanya bersifat menetapkan
yang  telah ada,  menguatkan, dan
mengomentari lebih spesifik lagi. Misalnya,
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Abd al- Karim Zaidan menetapkan lima (5)
persyaratan ‘illah tampaknya tidak jauh berbeda
dengan apa yang telah ditetapkan oleh AbU
Zahrah. Lima (5) persyaratan itu: (1) ‘Illah itu
harus sifat yang jelas (wasfun zahirun). (2) ‘Illah
itu harus pasti dan terukur (wasfun mundabitun).
(3) ‘llah itu harus berupa sifat yang relevan
(wasfun munasibun) dengan hikmah hukum. (4)
‘Illah itu harus sifat yang tidak saja ada hanya
pada asl, terapi juga harus ada dalam
aplikasinya pada furd’. (5) ‘Illah itu harus
merupakan sifat yang tidak mulgah.5%2

Empat (4) persyaratan ‘illah  yang
dikemukakan oleh Zaidan dan Ab0O Zahrah,
secara substansial adalah sama, yaitu wasfun
zahirun, wasfun mundabitun, wasfun munasiban,
dan wasfun ay al-‘illah muta’addiyah. Hanya saja
berbeda terlihat pada syarat kelima, Zaidan
menegaskan ‘illah itu tidak boleh sifat yang
mulgah, sementara AbU Zahrah justru
menjadikan sebagai salahsatu persyaratan
‘illah.Karena itu, ‘illah perlu dicari dan
ditentukan secara cermat, sehingga tidak keliru
menetapkan illah.

Prosedur Penemuan dan Penetapan
‘Illah(Masalik al-‘Illah)

‘Illah hukum dilihat dari segi eksistensinya,
diklasifikasin pada dua macam yaitu ‘illahal-
mansUsah, dan ‘illah al-mustanbatah.  Untuk
menemukan dan menetapkan kedua ‘illah
tersebut sudah barang pasti dalam tataran
teoritis-normatif harus melalui prosedur yang
dibenarkan oleh para pakar usdl al-figh klasik

592Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Us0l al-Figh (Bagdad: Dar al-Fikr
al-"Arabiyyah, 1977), Cet. ke 6, h. 204-205.
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dan kontemporer, yang lazim disebut dengan
masalik al-"illah. Sebutan lain dengan term
masalik al-“illiyyah.

Prosedur menemukan dan menetapkan
“illah di kalangan para pakar us0l al-figh secara
substansial muatannya adalah sama, hanya
terjadi  perbedaan  dalam  hal  teknis
operasionalnya. Seperti disebutkan dalam
prosedur penemuan dan penetapan ‘illah
menurut asy-Syaukani (w. 1250 H) di atas, yang
mengemukakan masalik al-‘illah versi ar-Razi (w.
606 H), yang menyamakan persyaratan ‘illah
dengan masalik al-‘illah, dengan topik “at-Turdg
ad-Dallah “ala “iliyyah al-wasf fi al-asl” (Petunjuk
jalan mengetahui sifat-sifat ‘illah pada asl).
Dalam hal ini, terdapat sepuluh (10) macam,
yaitu melalui teks-teks al-Qur’an dan sunnah
(an-nas), indikasi-indikasi (al-ima’), konsensus
para ulama (al-ijma’), adanya relevansi (al-
munasabah), adanya implikasi (at-ta’sir), adanya
keserupaan (asy-syabah), meneliti hubungan
antara hukum dengan sifat yang
melatarbelakanginya (ad-dauran), meneliti dan
menyeleksi  sifat-sifat yang dicari yang
dimungkinkan pantas menjadi ‘illah (as-sabr wa
at-tagsim), penyertaan hukum dan sifat tanpa
ada kesesuaian antara keduanya (at-tard),
meneliti dan menyeleksi sifat-sifat yang pantas
menjadi ‘illah yang telah tersurat dalam nas
(tangih al-manat).>? Sedangkan menurut al-
Qarafi (w. 684 H), masalik al-‘illah, ia tulis
dengan “ad-dal ‘ala al-‘illah” (sesuatu yang
menunjukkan adanya ‘illah), ada delapan (8)
macam, yaitu: an-nas, al-ima’, al-munasabah, asy-

593 Ar-Razi, al-Mahshul, Juz ke 5, h. 137.
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syabah, ad-dauran, as-sabr wa at-tagsim, at-tard,
dan tanqih al-manat.>*

Prosedur penemuan dan penetapan ‘illah
yang dikemukakan oleh ar-Razi dan al-Qarafi
tersebut, terdapat sedikit perbedaan. Ar-Razi
menyebutkan sepuluh (10) macam, sedangkan
al-Qarafi hanya delapan (8) macam, dengan
tidak memasukkan al-ijma’, dan at-ta’sir sebagai
alternatif masalik. Untuk keperluan konteks ini
akan diuraikan masalik al-‘illah secara sintesa
dari para pakar usdl al-figh, sebagai berikut:

Pertama, melalui nas, baik ayat-ayat al-
Qur'an maupun sunnah Rasulullah Saw.
Adakalanya ‘illah yang terdapat dalam nas itu
bersifat pasti (gatiy) dan jelas (sarih), dan
adakalanya tidak pasti (zanny), tetapi
mengandung  kemungkinan  yang lain
(muhtamalah). ‘Illah dalam nasyang bersifat pasti
dan jelas dapat dengan mudah diketahui,
karena lafal-lafalnya telah disebutkan oleh
nasitu sendiri, seperti li ajli, min ajli (karena
untuk, demi untuk), li sababin kaza (oleh sebab
itu), kay (agar, supaya), dan seterusnya. Sebagai
contoh lafal yang disebutkan terakhir ini, Q.S.
al-Hasyr (59), ayat 7:

o
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594 Al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fushul, h. 302.



Artinya: “Dan apa saja harta rampasan yang
diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang
berasal dari penduduk kota-kota maka
adalah  untuk Allah, Rasul, kerabat
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, dan orang-orang yang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan
hanya beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu”.

Lafal “kay” yang diiringi dengan kalimat
sesudahnya dalam ayat tersebut, merupakan
‘illah bagi ketentuan Allah dalam pembagian
harta rampasan perang (al-fai’) kepada lima
golongan. ‘Illah dalam ayat ini jelas, dan tidak
mengandung kemungkinan lain. Menurut
jumh0r al-usOliyyin, yang demikian itu disebut
sebagai ‘illah yang pasti.

Sedangkan contoh dari as-sunnah, terdapat
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari,
Muslim, an-Nasa’i, at-Tirmuzi, Abu Dawud,
dan Ibn Majah, dari Malik bin Anas, Rasulullah
Saw. bersabda:
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Artinya: “Dahulu  saya  melarang  kamu
menyimpan daging kurban agar dapat
beredar untuk kepentingan ad-daffah
(para tamu orang miskin yang datang
dari perkampungan sekitar Madinah
yang membutuhkan daging kurban),
maka (sekarang) makanlah,
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sedekahkanlah, dan simpanlah  (jika
lebih)” 5%

‘Illah yang terdapat dalam hadis ini adalah
‘illah yang jelas (sarih) yaitu “perintah untuk
menyimpan daging kurban”, yang tujuannya
diperuntukkan bagi ad-diffsth yang sangat
membutuhkan daging tersebut. ‘lllah yang
demikian ini di kalangan para pakar us0l al-figh
disebut dengan ‘illah al-mansUsah. ‘lllah yang
didasarkan pada petunjuk nassecara sarih
seperti contoh di atas, di kalangan mereka
dalam penyebutannya terjadi perbedaan. Ba’d
al-usliyyin  menyebutnya dengan al-gati’ah
(pasti),’* sedangkan sebagian yang lain
menyebutnya dengan as-sarahah (jelas).5” Kedua
term ini secara substansial mengandung
pengertian yang sama, yang dalam term al-
Gazali disebut dengan dalil nagliyah.5%

Adapaun ‘illah dalam nas yang dipandang
tidak pasti tetapi mengandung kemungkinan
lain, seperti lafal al-lam, al-ba’, anna, inna, dan

59%5Historical backgraund (asbab al-wurud) hadis ini adalah, ketika hari
raya kurban dan penyembelihan hewan-hewan kurban disembelih dan
diproses untuk siap didistribusikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya, Rasulullah Saw. melarang kaum muslimin (panitia
kurban) menyimpan daging-daging kurban yang dibutuhkan agar
beredar, kecuali pada batas-batas tertentu, sekedar untuk bekal tiga hari.
Tetapi, beberapa tahun kemudian, peraturan (larangan menyimpan) yang
telah ditetapkan Rasulullah itu dilanggar oleh beberapa sahabat.
Permasalahan ini kemudian oleh seorang sahabat disampaikan kepada
Rasulullah, beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil
menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban dimaksud
diasarkan atas kepentingan ad-daffah. Setelah itu, beliau menegaskan
boleh menyimpan daging tersebut. Lihat, Malik bin Anas, al-Muwaththa’,
editor Muhammad Fuad “Abd al-Baqi” (T.tp.: T.pn., tt.), h. 299.

5% Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, Juz ke 3, h. 42.

597 Al-Bajiqani, al-Madkhal ila Ushul al-Figh al-Maliki, h. 114.

5% Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 430.



yang semacamnya. Misalnya, terlihat dalam
Q.S. adz-Dzariyat (51), ayat 56:

oy M s AT el 15

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan
manusia, melainkan  supaya  kamu
menyembah-Ku”.

Dalam ayat yang lain, al-Isra’ (17), ayat 78:
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Artinya: “Dirikanlah  shalat  dari  sesudah
matahari tergelincir ...”.

-
;

Huruf “lam” dalam kedua ayat di atas
(liya’buun dan liduluk asy-syams) merupakan
lafal yang menunjukkan ‘illah. Sebagian ulama
usul fikih ada yang memahami “al-lam” pada
kedua ayat tersebut sebagai i al-milki, dan Ii as-
sabab. Tetapi pandangan ini dinilai lemah.

Kedua, melalui al-ima’ (indikasi).?
Dimaksudkan dengan hal ini yaitu suatu cara
yang ditempuh untuk menemukan ‘illah dengan
memperhatikan korelasi antara suatu ketetapan
hukum dengan suatu sifat yang mendasarinya.
Sifat yang mendasari ketetapan hukum ini
diperoleh melalui indikasi yang disebutkan
secara bersamaan dengan ketetapan hukum
tersebut. Sebab, jika tidak demikian, tentu tidak

59Ulama us0l al-figh yang lain ada yang menyebutnya dengan term
at-tanbih (keterangan, penegasan), dan ada yang menyebut dengan term
yang disatukan al-ima’ wa at-tanbih, atau at-tanbih wa al-ima’. Lihat, al-
Gazali, al-Mustasfa, h. 431. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, h. 45.
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7

disebutkan secara bersamaan.®® Bentuk al-ima
paling tidak ada lima (5) macam: 1) Penetapan
hukum oleh asy-Syari” sesudah mendengar
sesuatu sifat. Ini berarti bahwa sifat yang
menimbulkan hukum itu adalah ‘illah untuk
hukum tersebut. Seperti kewajiban membayar
kafarat, ketika seorang Arab Badui
menginformasikan kepada Rasulullah Saw.
bahwa ia telah mensetubuhi isterinya di siang
hari bulan ramadan, lalu beliau bersabda:
“Merdekakanlah ~ seorang ~ hamba  sahaya”.
Penetapan hukum wajib membayar kafarat itu
muncul  setelah  seorang Arab  Badui
menginformasikan kepada Rasulullah bahwa ia
telah mensetububhi isterinya di siang hari bulan
ramadan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa
perbuatan tersebut menjadi ‘illah berlakukanya
hukum wajib membayar kafirat dengan
memerdekakan seorang hamba sahaya.®o! 2)
Penyebutan sifat oleh asy-Syari” dalam hukum
memberi petunjuk bahwa sifat yang disebutkan
berbarengan dengan hukum itu adalah ‘illah
untuk hukum itu sendiri. Seperti hadis
Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim, beliau bersabda:

§ 0. 3. o cor % 3 Serr

I IO I VA

Artinya: “Janganlah  seseorang — memutuskan
perkara (mengadili) dua orang yang
berperkara, sedangkan ia dalam keadaan
marah” 602

600 Zakaria al-Ansari, Gayah al-Wusdl, h. 120.
601Al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fusdl, h. 302-303.
602 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz ke 2, h. 123.



Hadis ini menunjukkan ketidakbolehan
seorang hakim dalam keadaan marah
menetapkan hukum dari perkara yang sedang
ditanganinya. Hal ini memberikan indikasi
bahwa “marah” yang menjadi ‘illah bagi
larangan menetapkan (mengadili) perkara
hukum tersebut. 3) Pembedaan antara dua
hukum disebabkan adanya sifat, syarat, mani’
(larangan), atau pengecualian (al-istitsna’), baik
kedua hukum itu dibedakan secara jelas, atau
hanya satu hukum saja yang disebutkan dengan
jelas. Contoh, pembedaan dua hukum yang
keduanya disebutkan dengan jelas, dengan sifat
tertentu, Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “Bahwa saham orang yang berkuda
dalam harta rampasan perang (al-fai’)
adalah dua saham, sedangkan yang
berjalan kaki adalah satu saham” .03

Hadis ini menunjukkan bahwa pembedaan
dalam pembagian harta rampasan perang, dua
saham bagi yang berkuda, dan satu saham bagi
yang berjalan kaki merupakan ‘illah bagi hukum
tersebut.

Contoh, pembedaan dua hukum dengan
syarat, sekalipun hanya satu hukum yang
disebutkan. Sebuah hadis Rasulullah Saw. yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari “Ubadah
bin ash-Shamit, beliau bersabda:

603Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz ke 2, h. 218.
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Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan
perak, gandum dengan gandum, jeli
dengan jeli, kurma dengan kurma,
garam dengan garam, sama jenis dan
ukurannya, dan dibayar secara tunai.
Jika jenisnya berbeda antara satu dengan
yang lainnya, maka lakukanlah transaksi
sesuai  dengan  kesepakatan  kamu,
sekiranya dilakukan secara tunai” 604

Dalam hadis ini dibedakan berlaku
tidaknya apa yang disebut dengan riba fadal,
karena adanya kesamaan atau perbedaan
beberapa jenis barang. Hal ini memberikan
indikasi bahwa ‘illah untuk adanya riba fadal
adalah kesamaan jenis barangnya.

Contoh, pembedaan dua hukum oleh
adanya batas waktu, seperti terlihat dalam Q.S.
al-Baqarah (2), ayat 222:
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Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang
haidh. Katakanlah “Haidh itu adalah

604Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 42.



kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah
kamu menjauhkan diri dari wanita di
waktu  haidh, dan janganlah  kamu
mendekati  mereka, sebelum mereka
suci”.

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan dan
dibolehkan mendekati wanita yang berhaidh
dihubungkan dengan batas waktu tertentu,
yaitu ketika wanita itu sudah suci. Hal ini
mengindikasikan bahwa hukum larangan
mendekati wanita tersebut yang menjadi ‘illah-
nya adalah keadaan kotor.

Contoh, pembedaan dua hukum dengan
pengecualian, seperti firman Allah (Q.S. al-
Baqarah (2), ayat 237):
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Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu
sebelum  kamu  bercampur  dengan
mereka, padahal sesungguhnya kamu
sudah menentukan maharnya, maka
bayarlah seperdua dari mahar yang telah
kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-
isterimu  itu  mema’afkan  atau
dima’afkan oleh orang yang memegang
ikatan nikah”.

Dimaksudkan dengan ayat ini bahwa
kewajiban membayar setengah mahar itu
dikecualikan dengan ma’af yang diberikan oleh
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isteri. Artinya, jika pihak isteri memberikan
ma’af, tidak berkewajiban membayar setengah
mahar tersebut. Tetapi, jika tidak ada
pemberian ma’af dari pihak isteri, maka mantan
suami tetap berkewajiban membayar setengah
mahar yang telah ditentukan. Dengan
demikian, ‘illah-nya tetap mantan suami
membayar kewajiban setengah mahar apabila
tidak ada pengecualian, dan akan bebas dari
kewajiban membayar mahar tersebut, sekiranya
mantan suami mendapatkan pengecualian,
yakni kata ma’af dari mantan isteri: (a)
Mengiringkan hukum dengan sifat memberi
indikasi bahwa sifat yang menyertai hukum itu
adalah ‘illah untuk hukum yang diiringinya.
Seperti, Q.S. al-Maidah (5), ayat 89, Allah
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Artinya: “Allah  tidak — menghukum  kamu
disebabkan  sumpah-sumpahmu  yang
tidak dimaksud (untuk bersumpah),
tetapi Dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja”.

Ayat ini menunjukkan bahwa sumpah yang
disengaja atau tidak disengaja untuk maksud
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bersumpah itu merupakan sifat yang
mengindikasikan dikenakan sanksi hukum atau
tidak. Jadi, ‘illah-nya adalah bersumpah yang
dilakukan dengan sejngaja. (b) Mengiringkan
hukum dengan sifat yang mengindikasikan
bahwa sifat yang menyertai hukum itu adalah
‘illah larangan melakukan perbuatan yang dapat
menghalangi perbuatan wajib. Seperti, Q.S. al-
Jumu’ah (62), ayat 9, Allah berfirman:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila
diseru untuk menunaikan sembahyang
pada hari Jum’at, maka bersegeralah
kamu kepada mengingat Allah, dan
tinggalkanlah jual beli”.

Ayat ini menunjukkan bahwa dilarang
melakukan transaksi ketika diseru untuk segera
mengingat Allah adalah merupakan hukum,
maka yang menjadi ‘illah-nya adalah transaksi
yang dapat melalaikan mengerjakan kewajiban
Jum’at.605

Ketiga, melalui ijma’. Ijma’ sebagai salah
satu masalik al-‘illah dapat menjelaskan ‘illah
yang mempunyai implikasi dalam penetapan
hukum. Al-Gazali menyatakan bahwa ‘illah
dapat ditetapkan dengan ijma” dengan melihat
sifat dan keadaan yang memupunyai implikasi

605Ar-Razi, al-Mahsul, Juz ke 5, h. 143-155. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj,
Juz ke 3, h. 44-54.
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pada penetapan hukum.®% Ja memberikan
contoh sebagai manifestasi dari konsensus para
ulama, bahwa saudara laki-laki kandung
seayah-seibu (al-abawain) itu lebih utama
didahulukan daripada saudara seayah lain ibu,
dalam persoalan kewarisan, karena kedekatan
pertalian darah dan persaudaraan
dibandingkan dengan saudara kandung seayah
lain ibu, dan inilah yang menjadi ‘illah yang
berimplikasi  langsung dalam  persoalan
kewarisan. Demikian ini di kalangan mayoritas
ulama terjadi konsensus. Demikian juga dalam
persoalan perwalian nikah (wilayah an-nikah),
saudara laki-laki seayah-seibu (al-abawain) harus
didahulukan menjadi wali nikah daripada
saudara laki-laki seayah-lain ibu ketika ayah
kandungnya telah meninggal dunia. Bahkan
selain  daripada itu, dalam  persoalan
menshalatkan jenazah, pemeliharaan anak (al-
hadaanah), testament (al-wasiyyah), dan wakaf
(al-waqf).607

Penetapan ‘illah dengan ijma’, apabila
dikritisi di kalangan para pakar us0l al-figh baik
dari segi penempatan posisi maupun dari segi
implikasi status hukumnya terjadi perbedaan
pendapat. Ibn as-Sabki (w. 771 H)
menempatkan al-jma’ pada posisi pertama
dalam  konteks masalik  al-‘illah, karena
menurutnya, ijma’ itu bersifat qat’iy dan nas
yang berupa hadis Ahad bersifat zanny. Jika
keduanya terjadi kontradiksi, maka harus
didahulukan ijma’.6% Pandangan as-Sabki ini
dikuatkan oleh Ahmad Hasan bahwa Jumh0r al-

606Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 433.
607]bid., h. 433-434. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, Juz ke 3, h. 53-54.
608Tbn as-Sabki, Matan Jam” al-Jawami’, JId. ke 2, h. 262 dan 289.



usuliyyin mengatakan ‘illah yang didasarkan
pada ijma’ adalah qgat’iy, tetapi ba’ad al-usdliyyin
yang lain menyatakan zanny,®® di antaranya
asy-Syaukani yang mengatakan bahwa al-ijma
dalam konteks masalik al-‘illah tidak disyaratkan
gat’iy.610 Sedangkan Jumh0Or al-usOliyyin pada
umumnya menempatkan nas (al-Qur'an dan
sunnah) pada posisi pertama, di antaranya al-
Baidawi (w. 772 H), karena menurutnya, nas
merupakan asl (pokok) tempat sandaran bagi
ijma’.611 Bahkan al-Qarafi (w. 684 H), dalam
konteks masalik al-‘illah tidak memasukkan ijma’
sebagai salah satu penemuan dan penetapan
“illah 012

Keempat, melalui al-munasabah 613
Dimaksudkan dengan al-mundsabah atau al-
munasib, yaitu sesuatu yang pantas atau relevan
menurut tradisi dengan perbuatan orang-orang
yang berakal.6# Atau ibarat dari suatu sifat
yang jelas dan terukur, yang dari penetapan
hukum atas dasar sifat itu akan tercapai apa
yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum
tersebut.?!> Dari definisi secara terminologis ini
terlihat bahwa al-munasib (kesesuaian, relevansi)
dikaitkan dengan pencapaian tujuan dari suatu
hukum, yaitu mendatangkan kemaslahatan

609 Ahmad Hasan, Analogical Reasoning, h. 235.

610Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, h. 184.

611 Al-Baidhawi, Syarh al-Badakhsyi wa Syarh al-Isnawi, Juz ke 3, h.

612 Al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fushul, h. 302.

613Di kalangan para ahli usOl al-figih, term al-mundsabah sering
disebut juga dengan al-mundsib (kesesuaian, relevansi), al-ikhalah (diduga
bahwa suatu sifat itu merupakan (‘illah) hukum), al-maslahah
(kemaslahatan), ri’ayah al-magqasid (pemeliharaan tujuan-tujuan syara’),
dan takhrij al-manat (cara mengoleksi ‘illah hukum).

614Tbn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, JId. ke 2, h. 274.

615Al-Amidi, al-Thkam, Juz ke 3, h. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj,Juz ke 3,
h. 54.
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untuk  umat manusia dan  menolak
kemafsadatan. Inilah yang disebut dengan
magqasid  asy-syari’ah.  Tercapainya tujuan
penetapan hukum (magqasid asy-syari’ah) sudah
barang pasti dapat diterima oleh akal yang
sehat sebagai konsekuensi penetapan hukum
tersebut.

Di kalangan para pakar usdl al-figh, mereka
melihat al-munasabah  dibedakan dari segi
tingkat pencapaian tujuan (yahsulu al-maqsid
min syar’i al-hukm), segi penetapan hukum oleh
asy-Syari’ (min haisu syara’a al-hukm), dan dari
segi diperhitungkannya oleh asy-Syari" (min
haisu  i’tibarah). Ibn as-Sabki (w. 771 H)
mengemukakan al-munasib dilihat dari segi
tingkat pencapaian hukum dibedakan pada
empat macam tingkatans®l®  yaitu: (a)
Tercapainya tujuan hukum secara meyakinkan,
dalam arti, apabila hukum itu berlaku, maka
apa yang dituju dengan penetapan hukum itu
pasti tercapai (al-qat’iy). Seperti hukum jualbeli
dengan tujuan perpindahan kepemilikan. Apa
yang dituju dari hukum jualbeli pasti tercapai,
karena bagaimanapun caranya, yang disebut
dengan  jualbeli substansinya adalah
perpindahan kepemilikan barang dari penjual
kepada pembeli. (b) Tercapainya tujuan
penetapan hukum tidak secara pasti (zanny).
Tidak tercapai sampai ke tingkat gatiy, karena
memang ada yang tidak mencapai tujuan,
meskipun pada umumnya mencapai tujuan.
Seperti, penetapan hukuman gisis dengan
tujuan untuk menjerakan orang agar tidak
melakukan perbuatan pembunuhan, sehingga
kehidupan manusia terjamin. Dalam realitas

616Tbn as-Sabki, Matan Jam” al-Jawami’, JId. ke 2, h. 276-277.



kehidupan umat manusia, mayoritas mereka
tidak melakukan pembunuhan, karena sudah
ada penetapan hukum gisis. Tetapi, dalam
jumlah minoritas masih ada yang melakukan
tindak pidana pembunuhan. Oleh karena
demikian, pencapaian tujuan hukum hanyalah
dalam bentuk zanny. (c) Tercapainya tujuan
penetapan hukum kemungkinannya sama
dengan tidak tercapainya. Seperti penetapan
sanksi bagi peminum minuman keras (al-khamr)
agar mereka jera melakukannya. Dalam realitas
kehidupan wumat manusia ternyata yang
menjauhi dengan meninggalkan minuman
keras hanya sebagian, dan sebagian yang lain
masih tetap meminum minuman keras. Hal ini
diduga kuat masih sama-sama jumlahnya. (d)
Tercapainya tujuan penetapan hukum dalam
kemungkinan yang lebih kecil, dalam arti, tidak
tercapainya tujuan penetapan hukum lebih
besar ketimbang kemungkinan tercapainya.
Seperti, penetapan hukum perkawinan dengan
tujuan untuk memperoleh keturunan, hal ini
apabila dihubungkan dengan perkawinan
dengan seorang perempuan yang sudah tidak
menstruasi lagi, maka besar kemungkinan sulit
untuk mendapatkan keturunan. Secara teoritis-
normatif diyakini bahwa salahsatu hikmah dan
tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan
keturunan, tetapi, jika perempuan yang
dinikahinya itu yang sudah mandul (tidak
menstruasi lagi), maka didyga kuat kecil
kemungkinan akan mendapatkan keturunan.
Al-munasabah, dilihat dari segi penetapan
hukum oleh asy-Syari’, Ibn as-Sabki (w. 771 H)
membaginya kepada tiga tingkatan,®” sebagai

617]bid., h. 280-281.
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berikut: (1) Ad-dardri (primer), yaitu sesuatu
yang sangat dibutuhkan keberadaannya sampai
pada batas darsri, karena kehidupan manusia
secara normal tidak akan tegak atau tidak
terpenuhi tanpa keberadaannya. Bahkan dapat
merusak dan memusnahkan kehidupan, dan di
akhirat kelak akan kehilangan kebahagiaan dan
keselamatan, sehingga menjadi kerugian yang
nyata. Kategori dar0ri yang harus ditegakkan
dan dijauhkan dari segala hal yang merusaknya
ada lima aspek, yang dikenal dengan ad-
dardriyyah al-khamsah, atau sebutan lain al-
magqasid al-kulliyyah al-khamsah, yaitu:
Memelihara agama (hifz ad-din), untuk itu
ditetapkan hukuman mati terhadap orang
murtad, dan diperangi orang-orang Kkafir;
Memelihara jiwa (hifz an-nafs), untuk itu
ditetapkan hukum gisasterhadap orang yang
melakukan tindak pidana pembunuhan;
Memelihara akal (hifz al-‘agl), untuk itu
ditetapkan hukum dera terhadap peminum
khamr; Memelihara keturunan (hifz an-nasl),
untuk itu ditetapkan hukum dera atau rajam
terhadap pelaku zina; Memelihara harta benda
(hifzh al-mal), untuk itu ditetapkan hukuman
potong tangan terhadap pencuri; Ibn as-Sabki
menambahkan yang keenam, yaitu memelihara
kehormatan (hifz al-‘ird), untuk itu ditetapkan
hukuman gazaf terhadap orang yang menuduh
orang lain tanpa bukti akurat. Penambahan ini
sebagaimana dilakukan Najm ad-Din at-Tufi (w.
716 H), yang beralasan bahwa al-waw li al-‘ataf
kepada susunan kata/kalimat sebelumnya. (2)
Haji (sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan
adanya, tetapi tidak sampai ke tingkat dharuri.
Hgji ini juga terkait dengan adh-dharuriyyah,
tetapi tidak secara langsung. Sekiranya



tuntutan-tuntutan itu tidak terpenuhi, tidak
sampai ke tingkat fatal hanya saja berakibat
dapat menyusahkan dan merepotkannya.
Seperti  ditetapkan akad jualbeli untuk
mendapatkan harta, menuntut ilmu di samping
untuk  memelihara agama, juga untuk
memelihara akal manusia, ditetapkan jualbeli
secara khiyaruntuk memberikan pilihan kepada
pihak pembeli sehingga akad itu terwujud
dengan “‘an taradin” antara muta’aqqidain.
Begitu pula pada aspek-aspek yang lainnya. (3)
Tahsini (tersier), yaitu sesuatu yang sebaiknya
dilakukan. la merupakan hal-hal yang tidak
mewujudkan dharuriyyah al-khamsah, juga
tidak  diperlukan  untuk  kesempurnaan
(mukammalah) aspek sekunder (al-haji), tetapi ia
lebih baik dilakukan. Tahsini juga terkait
dengan ad-dar0riyyah al-khamsah sebagaimana
al-haji, tetapi tidak secara langsung, baik yang
berkaitan dengan aspek ibadah, ‘adah
(mu’amalah) maupun aspek jinayah.
Al-munasabah dilihat dari segi
diperhitungkan keberadaan ‘illah oleh asy-Syari’.
Pembahasan hal ini pada prinsipnya sama
dengan pembahasan apakah ada relevansi
hubungan antara hukum dengan ‘illah yang
telah dikemukakan oleh Ab0 Zahrah dan
Khallaf di atas. Ab0 Zahrah menetapkan ada
tiga macam (al-munasib al-mu’assir, al-munasib al-
mula’im, dan almunasib al-mursal), dan Khallaf
menetapkan empat macam (al-munasib al-
mu’assir, almunasib al-mula’im, al-munasib al-
mursal, dan al-munasib al-mulga). Dalam konteks
ini akan dikemukakan tiga macam al-munasabah
menurut al-Bajiqani,®'8 sebagai berikut: (a) Al-

618 Al-Bajiqani, al-Madkhal ila Ushul al-Figh al-Maliki, h. 116-117.
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mundsib al-mu’assir, yaitu sifat yang mempunyai
implikasi langsung terhadap penetapan hukum.
Seperti dalam Q.S. al-Maidah (5):38, Allah

berfirman:

8 1 5 Wl Bl 05§
sz 2

LS5 T8 A AT a SISS

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan
yang  mencuri, potonglah  tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan
mencuri dihubungkan dengan hukum potong
tangan, karena perbuatan itu mempunyai
implikasi langsung terhadap penetapan hukum
potong tangan bagi pelakunya (laki-laki atau
perempuan). Jadi  perbuatan = mencuri
merupakan ‘illah yang mendasari penetapan
hukum potongan tersebut. (b) Al-mundsib al-
mula’im, yaitu sifat yang terlihat keserasiannya
pada jenis penetapan hukum. Al-Gazali
menyatakan bahwa munasib al-mula’im yaitu
sifat ‘illah yang tidak terlihat dengan jelas
implikasinya pada penetapan hukum, tetapi
tampak keserasian padanannya pada jenis
hukumnya. Seperti, tidak wajib bagi perempuan
yang sedang menstruasi mengkada shalat,
kecuali puasa, karena meng-gada’salat akan
menimbulkan kesulitan (masyagqah) dengan
berapa banyak shalat yang ditinggalkan selama
menstruasi. Untuk itu, masyaqqah yang
ditimbulkan dari meng-gada’salat ini terlihat



implikasinya pada jenis hukum, bukan pada
penetapannya.t’® Contoh ini sama halnya
dengan orang yang dalam perjalanan bepergian
(safar), yang merupakan ‘illah untuk meringkas
(gasar) dan mengumpulkan (jama’) salat, karena
adanya masyaqqah dalam safar itu.620 Oleh
karena demikian, bagi perempuan yang sedang
menstruasi dan orang yang dalam safar
terdapat jenis sifat yang sama, yaitu
masyaqqah. Untuk itu, terdapat dispensasi dari
Allah untuk meninggalkan shalat, tanpa meng-
gada’, dan dispensasi men-jama’-qasarsalat bagi
musafir. Demikian ini posisinya adalah sama
yaitu berada pada satu jenis sifat. Dari contoh
ini dapat dimengerti bahwa yang menjadi titik
tekannya adalah keserasian (al-mula’im)
sebagai sesuatu sifat ‘illah yang implikasinya
terlihat pada jenis hukum lain yang antara
keduanya mempunyai hubungan yang serasi.
(c) Al-munasib al-garib, yaitu suatu sifat ‘illah
yang tidak diketahui dengan jelas implikasinya,
dan keserasiannya pada jenis penetapan
hukum, tetapi dapat diduga kuat adanya
relevansi antara implikasi dan keserasian pada
jenis penetapan hukum. Seperti, al-Gazali
mencontohkan tentang meminum minuman
keras (al-khamr) itu diharamkan, karena
terdapat sifat ‘illah, yaitu memabukkan (as-sakr).
Di sisi lain dalam realitas kehidupan
masyarakat terdapat beragam macam minuman
keras, seperti wiski, brendi, bir bintang, bir
hitam, dan yang semacamnya. Ragam macam
minuman ini walau belum jelas memabukkan,
tetapi terdapat persesuaiannya, bahwa setiap

619Al-Ghazali, al-Mustasfa, h. 436.
620Al-Bajiqani, al-Madklhal ila Ushul al-Figh al-Maliki, h. 117.
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yang memabukkan adalah haram diminum,
sedikit atau banyak.62!

Kelima, melalui ad-dauran, yaitu suatu
keadaan (“ibarah) di mana adanya hukum ketika
bertemu sifat, dan tidak terdapat hukum ketika
sifat tidak ditemukan.t22 Hal ini menunjukkan
bahwa penetapan hukum tidak terlepas dari
adanya  ‘illah  yang  menyertai, atau
melatarbelakanginya.

Penetapan ad-dauran sebagai salah satu cara
untuk menemukan dan penetapkan ‘illah
hukum, terdapat perbedaan pendapat di
kalangan para pakar us0l al-figh. Ibn as-Sabki
(w. 771 H) mengatakan bahwa pendapat terkuat
dari para pakar us0l, mereka yang mengatakan
bahwa ad-dauran bisa dijadikan salah satu cara
menemukan ‘illah, tetapi kedudukannya hanya
berkualitas zanny. Sedangkan sebagian pakar
usul al-figh yang lain mengatakan bahwa ad-
dauran dapat digunakan sebagai salah satu cara
menemukan “illah hukum, karena
kedudukannya dalam berkualitas gat’iy.623
Sebagai contoh, Ibn as-Sabki mengemukakan
tentang bau minuman keras tertentu. Bau itu
senantiasa semerbak ketika ada minuman, dan
bau itu akan menghilang ketika minuman keras
itu telah berubah menjadi cuka.

Keenam, melalui as-sabr wa at-tagsim, yaitu
meneliti kemungkinan sifat-sifat yang terdapat
pada asl, kemudian (mujtahid) meneliti dan
menyingkirkan sifat-sifat yang tidak pantas
menjadi ‘illah, maka sifat yang dipandang
paling tepat itulah yang menjadi ‘illah untuk

621Al-Ghazali, al-Mustasfa, h. 436.
62Al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fusdl, h. 307.
623Tbn as-Sabki, Matan Jam” al-Jawami’, J1d. ke 2, h. 288-289..



hukum asl.62¢ Seperti hukum riba fadal yang
terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah Saw.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari
“Ubadah bin as-Samit tentang barter pada enam
macam benda yang sama jenisnya (az-zahabu bi
az-zahabi ... dan seterusnya) sebagaimana telah
disebutkan di atas pada bentuk al-ima’ yang
terjadi pembedaan dua hukum dengan syarat,
sekalipun hanya satu hukum yang disebutkan.
Dalam hadis tersebut tidak disebutkan ‘illah-nya
secara langsung ataupun tidak langsung. Sebab,
gandum sebagai salah satu jenis makanan dari
enam macam benda dimaksud, terkadang
disebut sebagai makanan pokok, dan makanan
biasa. Jika gandum dianggap sebagai makanan
biasa tentulah tidak tepat, karena riba fadal bisa
terjadi pada garam yang bukan makanan
pokok. Jika gandung dianggap makanan pokok,
juga tidak cocok, karena riba fadhl terjadi pada
emas dan perak yang bukan makanan pokok.
Dari penelitian dan penyeleksian semua sifat
seperti ini, mesti ada satu sifat yang dipandang
paling layak dan tepat menjadi ‘illah hukum
pada enam macam benda tersebut, yaitu
takeran (al-kail), atau timbangan (al-mizan).
Dengan demikian, barter pada enam macam
benda yang kail-nya tidak sama, berarti inilah
yang mengakibatkan terjadi riba fadal.6%
Ketujuh, melalui asy-syabah, yaitu mencari
hubungan keserupaan dia antara dua hukum as/
yang berbeda, di amana satu dengan yang
lainnya mempunyai kesamaan dalam hal
tujuannya. Al-Qadhi Abu Bakar (w. 685 H)
menyebutnya dengan sifat itu adakalanya

624]bid., J1d. ke 2, h. 270.
625 Abd al-Wahhab Khallaf, Masadir at-Tasyri’, h. 64.
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menjadi relevan (al-munasib) dengan sendirinya
bagi hukum bila mengikuti yang lainnya, dan
adakalanya sifat itu tidak relevan (la yunasib)
dengan sendirinya bila tidak mengikuti yang
lainnya.t26 Di kalangan para ahli usul fikih, asy-
syabah itu ada dua bentuk, yaitu: (a) Melakukan
qgiyas asy-syabah yang lebih dominan dalam
hukum dan sifat (qiyas galabah al-isytibah fial-
hukm wa as-sifah), yaitu menghubungkan furd’
yang mempunyai kesamaan dengan dua asl,
tetapi kesamaan dengan salah satunya lebih
dominan dibandingkan degan yang satu
lainnya. Seperti, menyamakan hamba sahaya
dengan harta, karena statusnya yang bisa
dimiliki, atau menyamakan hamba sahaya
dengan orang merdeka disebabkan keduanya
adalah manusia. Dalam hal ganti rugi
disebabkan tindakan hukum yang
dilakukannya, sifat kesamaannya dengan orang
merdeka lebih dominan ketimbang sebagai
sesuatu yang dapat dimiliki. Artinya, jika ia
melakukan tindak pidana dan kesamaannya
dengan orang merdeka lebih dominan, maka
tindakan hukum vyang dilakukannya harus
dipertanggungjawabkan, sama sebagaimana
orang merdeka. (b) Qiyas as-sOri (kiyas semu),
yaitu mengkiyaskan sesuatu kepada yang lain
semata-mata karena ada kesamaan bentuknya.
Seperti menyamakan kuda (al-khail) dengan
keledai (al-bigal) dalam hubungannya dengan
masalah zakat, sehingga, apabila keledai tidak
wajib dikenakan zakat, maka kuda pun tidak
wajib dikenakan zakat.6?”

626 Ar-Razi, al-Mahsdl, Juz ke 5, h. 201.
627Tbn as-Sabki, Matan Jam” al-Jawami’, JId. ke 2, h. 287-288.



Di kalangan para pakar usdl al-figh terjadi
perbedaan pendapat tentang menjadikan asy-
syabah sebagai salah satu masalik al-“illah. Ibn as-
Subki (w. 771 H) menempatkannya di tengah-
tengah antara al-munasib dan at-tard, sehingga
tidak mempunyai relevansi dengan sendirinya
(gair munasib bi az-zat). la ditempatkan sebagai
at-tard dan menyamakannya dengan al-mundsib
bi az-zat, sehingga mempunyai relevan dengan
sendirinya. Di sisi lain, dalam konteks ini,
syara’ secara universal dapat menerimanya.
Oleh karena itu, asy-Syafi'i (w. 204 H)
berpendapat asy-syabah dapat menjadi hujjah
karena  kesamaannya dengan al-munaib.
Sementara AbU Bakar as-Sairafi dan AbU Ishaq
asy-Syairazi menolak asy-syabah sebagai hujjah,
karena sama dengan at-tard.628

Kedelapan, at-tard, yaitu ‘ibarah tentang
penyertaan hukum dengan semua bentuk sifat
tanpa ada relevansi (munasabah) dan titik temu
(mustalzam)  antara  keduanya.®?®  Seperti
perkataan sebagian orang “hukumlah orang
yang cacat fisik itu”. Dalam contoh ini perintah
menghukum tidak ada relevansinya dengan
sifat orang yang dihukum, yaitu cacat fisik. Jadi
perintah ~ menghukum  disertai  dengan
penjelasan sifatnya, jelas tidak ada relevansi
dan keterkaitannya.

Para pakar usdl al-figh terjadi perbedaan
pendapat menjadikan at-tard sebagai salah satu
masaik  al-‘illah.  Sebagian  pakari  us0l
berpendapat bahwa at-tarddapat dijadikan
sebagai salah satu masalik al-‘illah, dan menjadi

628]pid., h. 286-287. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, Juz ke 3, h. 68.
629Al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fusdl, h. 309. Ar-Razi, al-Mahsul, Juz ke
5, h. 221.
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hujjah secara mutlak, demikian menurut ar-
Razi, dan al-Baidawi, dan diikuti oleh sebagian
pakar us0l al-figh muta’akhkhirin dari kalangan
Hanafi, seperti AbU at-Tayyib at-Tabari.
Sedangkan sebagian pakar us0l al-figh yang lain
berpendapat bahwa at-tard tidak bisa dijadikan
sebagai salah satu masalik al-‘illah, dan
karenanya tidak bisa dijadikan hujjah secara
mutlak, demikian menurut pandangan al-
Gazali, Imam al-Haramain, Mukhtas az-
Zarkasyi, Ibn al-Hajib (w. 646 H), dan al-Amidi
(w. 631 H).%%0 Dari dua pendapat ini, pendapat
yang pertama dipandang sebagai pendapat
yang tidak kuat (al-mazhab da’ifun jiddan),
sedangkan pendapat yang kedua dipandang
lebih kuat, karena cara ini tidak menunjukkan
‘illah, baik dalam bentuk zanny maupun gat’iy.
Kesembilan, melalui al-mu’assir, yaitu sifat
‘illah yang langsung mempunyai implikasi pada
jenis hukum pada pokok, bukan pada sifat yang
lain. Seperti status seorang anak yang belum
dewasa (al-bul0g) itu berimplikasi pada
pengangkatan perwalian (kurator) dalam
masalah harta benda. Hal ini juga berimplikasi
pada pengangkatan kurator dalam masalah
pernikahan bagi seorang anak perempuan yang
belum dewasa.t® Ungkap ar-Razi selanjutnya
dengan memberikan contoh tentang saudara
laki-laki kandung (seayah dan seibu) dalam hal
warisan (al-miras). Ia harus lebih didahulukan
untuk mendapatkan harta waris dari si mayit
(al-maur0s) dari saudara seayah lain ibu, karena
pertalian darah dan persaudaraan yang
berimplikasi langsung dalam hal waris.

630 Adil asy-Syuwaikh, Ta'lil al-Ahkam, h. 211.
631 Ar-Razi, al-Mahsdl, Juz ke 5, h. 199.



Demikian juga dalam wilayah an-nikah,
saudara kandung (seayah dan seibu) lebih
didahulukan menjadi wali nikah dari saydara
kandung seayah lain ibu.

Ar-Razi juga  menyebutkan  bahwa
penjelasan al-mu’assir sebagai salah satu masalik
al-‘illah  ini tidak jauh berbeda dengan
penjelasan al-munasabah. Ia menyatakan, tidak
ada beda antara pokok (al-asl) dan cabang (al-
far’) melainkan mempunyai hubungan yang
saling keterkaitan, berbeda halnya dengan ‘illah
yang mulga.®32 Dan menurutnya, bahwa al-
mu’assir ini dapat dijadikan sebagai salah satu
masalik al-"illah.

Kesepuluh, melalui tangih al-manat, yaitu
memilih dan mengambil salah satu dari sifat-
sifat yang ditunjukkan oleh nas dan membuang
yang lainnya, sehingga sifat yang terpilih
dijadikan sebagai ‘illah penetapan hukum.¢33
Seperti, kasus seorang berkebangsaan Arab
bersetubuh dengan isterinya di siang hari bulan
ramadhan. Berdasarkan hadis Nabi,®* orang
Arab itu diwajibkan memerdekakan hamba
sahaya sebagai sanksi dari perbuatan yang
dilakukannya. Dari kasus ini muncul masalah,
yaitu apa yang menjadi ‘illah penetapan sanksi

632]bid., h. 200.

633 Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, J1d. ke 2, h. 292.

634Yakni, hadis yang diriwayatkan oleh tujuh perawi hadis dari Abi
Hurairah r.a. ia berkata: Seseorang bernama Salmah bin Shakhkhar bin Salman
ibn ash-Shamah al-Anshari al-Khazraji al-Bayadhi datang kepada Nabi Saw.
kemudian ia berkata: Aku rusak ya Rasulullah, lalu beliau bertanya: Apa yang
engkau lakukan.? Salmah bin Sakhkhar itu menjawab: Saya bersetubuh dengan
isteri di siang hari bulan ramadhan. Kemudian Rasulullah bersabda: Singkatnya
dengan memberikan alternatif sanksi secara kronologis, yaitu memerdekakan
hamba sahaya, berpuasa dua bulan secara berturut-turut, dan memberi mkan
orang miskin sebanyak 60 orang. Lihat, as-San’ani, Subul as-Salam, Juz ke 2,
h. 163.
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bagi  pelaku  tersebut. Ada  beberapa
kemungkinan, “seorang laki-laki berkebangsaan
Arab yang bersetubuh”, dan “bersetubuh
dengan isterinya di siang hari bulan
ramadhan”. Kemungkinan yang pertama, tidak
bisa dijadikan ‘illah hukum karena sanksi
hukum tidak bisa berlaku hanya untuk orang
Arab saja, tetapi berlaku bagi semua orang yang
sudah dewasa (mukallaf), tanpa membedakan
ras dan kebangsaan. Sedangkan kemungkinan
yang kedua yang tampak lebih logik dan
rasional bisa dijadikan sebagai ‘illah penetapan
hukum, yaitu bersetubuh dengan isterinya di
siang hari bulan ramadhan, sehingga Rasulullah
menetapkan  sanksi  hukumnya dengan
“memerdekakan hamba sahaya”.t3%  Dari sini
dapat diketahui bahwa sifat bersetubuh di siang
hari bulan ramadhan inilah yang menjadi “illah
untuk  keharusan memerdekakan hamba
sahaya. Penegasan yang demikian ini
sesungguhnya adalah pandangan ulama
mazhab Syafi’i. Sedangkan menurut pandangan
AbU Hanifah dan Imam Malik, bahwa kasus
dimaksud merupakan kekhususan dalam
bentuk bersetubuh di bulan ramadhan, dan
yang perlu diperhatikan karena adanya sifat
kesengajaan membatalkan puasa. Membatalkan
puasa dengan sengaja dengan cara apapun
mengharuskan adanya kafarat.63

Berdasarkan uraian pembahasan prosedur
penemuan dan penetapan ‘illah (masalik al-‘illah),
baik dari kalangan para pakar us0l al-figh klasik
maupun kontemporer tersebut di atas, dapat

635Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 396. Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’,
Jld. ke 2, h. 292. Zaki ad-Din Sya’ban, Us0l al-Figh, h. 152.
636Tbn as-Sabki, Matan Jam” al-Jawami’,J1d. ke 2, h. 292.
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diketahui persamaan dan perbedaannya.
Persamaannya, kelihatannya mereka sepakat
bahwa setiap penetapan hukum itu mesti
didasarkan pada ‘illah, sehingga muncul sebuah
norma hukum bahwa “hukum itu beredar
(mengikuti) pada ada dan tidaknya ‘illah” (al-
Hukmu yaduru ma’a al-‘illah  wujudan wa
‘adaman).®%7 Artinya, apabila “illah itu tidak ada,
maka hukum pun tidak akan ada. Oleh karena
demikian, dalam konteks istinbat hukum perlu
ditetapkan prosedur penemuan dan penetapan
‘illah. Dan dalam hal ini Jumh0r al-usOliyyin
telah menyepakatinya. Sedangkan
perbedaannya, jumlah masaik al-‘illah  di
kalangan wulama wus0l Kklasik lebih banyak
alternatifnya  dibandingkan dengan yang
ditetapkan oleh para pakar usOl al-figh
kontemporer. Misalnya, al-Qarafi menetapkan
delapan (8) macam cara, ar-Razi menetapkan
sepuluh (10) macam cara, dan asy-Syaukani
menetapkan sebelas (11) macam cara. Demikian
juga term yang ada dalam masalik al-“illah sangat
variatif. Sementara di kalangan pakar usul al-
figh kontemporer masalik al-‘illah dirumuskan
lebih  sederhana  dan  praktis, seperti
Muhammad Ab0Zahrah, Abd al-Wahhab
Khallaf, dan Muhammad al-Khudari Bik,
mereka hanya menetapkan masing-masing tiga
cara, yaitu melalui nas(al-Qur’an dan sunnah),
ijma’, dan al-munasabah, yang di dalamnya
mencakup tahqiq al-manat, tangih al-manat, dan
takhrij  al-manat. Hanya al-Khudari Bik
menambahkan satu cara, yaitu ad-dauran, dan ia
tidak menyebutnya dengan term al-munasabah,
tetapi dengan term as-sabru wa at-tagsim.

637 Abd al-Hamid Hkim, al-Bayan (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), h. 25.
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c¢. Pembagian Qiyas

Pembagian giyas dilihat dari eksistensi ‘illah

yang ada pada asl dan fur0’” dapat dilihat dari

berbagai segi, sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi disebutkan atau tidak ‘illah
pada asl, asy-Syairazi asy-Syafi'i (w. 476 H)
membagi giyis pada tiga macam, yaitu giyas
‘illah, qiyas dalalah, dan gqiyas syabah,%® yang
penjelasannya sebagai berikut:

a) Qiyas ‘illah yaitu gqiyas yang ‘illah-nya
disebutkan dengan jelas dalam asl.
Berdasarkan asl yang ‘illah-nya jelas
disebutkan inilah kemudian diterapkan
hukumnya pada far’ yang juga memiliki
‘illah yang sama yang terdapat di dalamnya.
Contoh, ‘illah memabukkan pada khamr
disebutkan dengan jelas dalam asl (Q.S. al-
Bagarah (2): 219). Berdasarkan hal inij,
perasan kurma atau anggur (an-nabiz) jika
diminum memabukkan, maka hukumnya
haram disamakan dengan al-khamr.

b) Qiyas dalalah yaitu qiyds yang ‘illah-nya tidak
disebutkan dengan jelas, tetapi merupakan
petunjuk yang menunjukkan adanya ‘illah
untuk menetapkan suatu hukum dari suatu
peristiwa yang terjadi. Contoh, harta
kekayaan anak kecil (warisan dari orang tua
yang telah meninggal) yang sudah
mencapai nisab wajib zakat. Di kalangan
ulama mujtahid Hanafi, hasil istinbat
hukumnya bahwa anak kecil tidak wajib
mengeluarkan zakat hartanya yang telah
memenuhi syarat, karena zakat itu
termasuk ibadah mahdah seperti salat,

638Abi Ishaq Ibrahim bin “Ali bin YUsuf asy-Syairazi al-Fairozabadi,
al-Luma’ fi UsUl al-Figh (Surabaya: Syirkah Bankul Indah, t.t.), h. 53.
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maka tidak wajib kecuali atas orang yang
sudah mukallaf. Hal ini berarti mereka tidak
menganalogikan pada harta orang yang
sudah dewasa, tetapi mereka analogikan
pada ibadah, seperti salat, puasa dan yang
semacamnya. Ibadah hanya diwajibkan
kepada orang yang sudah mukallaf yang
sudah di-faklif dengan ajaran agama.
Sedangkan menurut pendapat Imam Malik,
Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mewajibkan
secara mutlak terhadap harta anak kecil
tersebut untuk mengeluarkan zakatnya
disebabkan melihat wujud hartanya, dan
tidak melihat orangnya yang belum
mukallaf.63

c) Qiyas syabah yaitu giyas yang hukum far’-
nya dapat diketahui dengan cara
menganalogikan pada salah satu dari
beberapa asl dalam beberapa nas yang
keadaannya lebih mirip atau banyak
persamaannya dengan far’. Dalam konsepsi
aliran Hanafi, qiyas dalam bentuk ini
dikenal dengan istihsan. Dalam term lain,
giyas syabah ini bisa disebut juga dengan
qiyas al-khafi, meskipun secara
terminologis, tidak sama dengan apa yang
dimaksudkan oleh aliran mujtahid Hanafi.
Contoh klasik, kasus seseorang membeli
seorang hamba sahaya yang diketahui
setelah dibeli cacat. Dalam kasus ini
pembeli mempunyai hak untuk
mengembalikan kepada penjual (khiyar “aib).
Problem yang muncul adalah selama
hamba sahaya itu berada pada tangan

639Ali Jum’ah, Qaul as-Sahabi ‘Ind al-UsOliyyin (al-Qahirah: Dar ar-
Risalah, 1425 H/2004 M), Cet. ke 1, h. 98.
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2)

pembeli yang dipekerjakan dan
menghasilkan sesuatu itu menjadi milik
pembeli dan tidak ikut dikembalikan
kepada  penjual bersamaan dengan
pengembalian hamba sahaya, karena
pembeli sudah menanggung kebutuhan
hidup dan pemeliharaannya selama berada
dalam penguasaannya. Kasus ini dalam
pencarian ‘illah mana yang lebih mirip
dengan beberapa asl yang ada. Menurut
Imam Syafi’i, melihat ‘illah-nya yang paling
mirip adalah “keuntungan yang diperoleh
selama dipekerjakan” yang dalam sunnah
disebut dengan “menjadi milik
penanggung”. Sedangkan pakar metodologi
hukum Islam lainnya, menetapkan ‘illah
yang paling mirip adalah “barang yang
dijual”, yang berarti konsekuensinya semua
produktifitas yang dihasilkan oleh hamba
sahaya selama berada di tangan pembeli
ikut dikembalikan kepada penjualnya,
karena barang yang dijual (hamba sahaya
yang cacat) dan menghasilkan produktifitas
tersebut dari barang yang dijual.t40

Dilihat dari segi kekuatan ‘illah yang terdapat
pada furd’ dan asl, dibedakan mapada tiga
macam, yaitu qiyas al-aula, qiyas al-musawi, dan
qiyas al-adna.o4

Qiyas al-auld yaitu giyas yang hukumnya
pada far’ lebih kuat daripada hukum pada
asl, karena ‘illah yang terdapat pada far’
lebih kuat dari yang ada pada asl. Seperti

640Lihat, ‘Abd al-’Aziz bin Ahmad al-Bukhari, Kasyf al-Asrar Syarh
‘ala Usdl al-Figh li al-Bazdawi (T.Tp.: aktabah as-Sanayi’, 1307 H), J1d. ke 2,
h. 1122. Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 225-227.

641Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 1,h. 702.



menganalogikan memukul kedua orang tua
kepada ucapan “ah”. Q.S. al-Isra” (17): 23:

T
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Artinya: “Maka janganlah kamu ucapkan kata-
kata “ah” kepada kedua orang tua (mu)”.

€© \Yt

UsOliyyin menetapkan ‘illah larangan

pada ayat ini adalah menyakiti kedua orang
tua. Jadi, larangan menyakiti kedua orang
tua dengan cara memukul itu lebih kuat
daripada hanya dengan mengucapkan kata
“ah”.
Qiyas al-musawi yaitu giyas yang hukumnya
pada far’ itu sama kualitasnya dengan
hukum yang ada pada asl, karena kualitas
‘illah pada keduanya adalah sama. Seperti
menganalogikan menjual harta anak yatim
kepada memakan harta anak yatim. Q.S. an-
Nisa” (4): 10:

st 53 ’“;\3\»@2;@&;:&:‘\;

Artinya: “Sesungquhnya orang-orang yang
memakan harta anak yatim secara aniaya, ia
tidak lain hanyalah menelan api sepenuh
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api
yang menyala-nyala (neraka)”.

UsOliyyin menetapkan ‘illah larangan
pada ayat ini adalah menjual harta anak
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yatim, hukumnya haram, karena sama
halnya secara analogis dengan memakan
harta anak yatim sebagaimana disebutkan
dalam ayat tersebut, substansinya adalah
sama-sama menghabiskan harta anak yatim
dengan aniaya.

c) Qiyas al-adna vyaitu gqiyas yang ‘illah
hukumnya pada far’ itu lebih lemah
daripada ‘illah yang ada pada asl. Seperti,
menganalogikan perasan sebagian buah-
buahan (an-nabiz) dengan khamr. Dalam hal
ini, kekuatan ‘illah memabukkan pada
khamr (asl) itu lebih kuat daripada ‘illah
yang ada far’, seperti perasan sebagian
buah-buahan (kurma atau anggur, yang
dikenal dengan an-nabiz).

d. Qiyas sebagai Dalil Hukum

Secara teoritis-normatif, tidak ada petunjuk
pasti yang menyatakan bahwa giyds sebagai dalil
hukum syara’, atau term lain sebagai hujjah asy-
syar'iyyah untuk meng-istinbat-kan hukum. Tetapi
juga tidak ada petunjuk yang membolehkan para
imam mujtahid meng-istinbat-kan hukum di luar
apa yang telah ditetapkan oleh teks-teks al-Qur’an
dan sunnah. Karena itu, di kalangan para imam
mujtahid (us0Oliyyin) terjadi perbedaan pendapat
tentang boleh dan tidaknya menggunakan qiyas
sebagai dalil hukum (hujjah asy-syar’iyyah). Dari
perbedaan ini pada akhirnya muncul dua golongan
pendapat, ada para imam mujtahid yang
menjadikan giyas sebagai dalil hukum, yang dikenal
disebut sebagai musbit al-qiyas, dan ada yang
menolak giyas sebagai dalil hukum, yang disebut
sebagai nufat al-qiyas.

1) Golongan musbit al-qiyas



JumhOr al-‘ulama’ dari para sahabat, dan
tabi’in menetapkan bahwa giyas sebagai hujjah
asy-syar’iyyah. Mereka menetapkan giyds sebagai
dalil atau hujjah  asy-syar’iyyah  dengan
mendasarkan pada al-Kitab (al-Qur’an), as-
sunnabh, al-ijma’, dan logika (al-ma’q0l).642
a) Al-Kitab (al-Qur’an)

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang
mereka jadikan arguimentasi: Q.S. an-Nisa’

(4): 59:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
ta’atilah Allah dan Rasul(Nya) dan uli al- amr
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah
ia  kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa
Allah memerintahkan kepada umat Islam
agar menetapkan segala  persoalan
berdasarkan al-Qur’an dan sunnah, jika ada
pada keduanya hendaklah mengikuti
penguasa (uli al-amr). Jika tidak ada
pendapat  uli  al-amr, maka  boleh

642Ar-Razi. al-Mahsdl, Juz ke 5, h. 26.
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b)

menetapkan hukum dengan
mengembalikan kepada al-Qur'an dan
sunnah, yaitu dengan menghubungkan atau
membandingkannya pada keduanya. Dalam
konteks ini, banyak cara yang dilakukan di
antaranya dengan melakukan analogis
(qiyas).
Q.S. al-Hasyr (59): 2:

e SISO Al e 338 il 753 el 54
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Artinya: “Maka ambillah tamsil dan ibarat
(dari kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai
orang-orang yang mempunyai pandangan yang
tajam”.

Ayat ini memberikan pelajaran kepada
umat manusia (para mujtahid) agar
mengkomparasikan suatu kejadian yang
terjadi pada diri seseorang kepada suatu
peristiwa yang terjadi pada orang-orang
kafir. Jika orang-orang beriman melakukan
perbuatan seperti orang-orang kafir itu,
maka pasti mereka akan memperoleh siksa
yang serupa. Dari memahami ayat di atas
dapat dikatakan bahwa seseorang boleh
menetapkan suatu hukum syara’ dengan
menggunakan komparasi, atau analogi
(qiyas).

As-Sunnah



Di antara sunnah yang dijadikan
argumentasi oleh Jumh0r al-"ulama’ bagi
penggunaan gqiyas sebagai dalil hukum
adalah hadis dialog Rasulullah Saw. dengan
Mu’az bin Jabal, ketika akan diutus ke
negeri Yaman untuk menjadi penguasa
yang ulama dan mujtahid.

UK;LS.a.e\ dbq&asJuéf\;\sa.mg_,a.f
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.J}\JJ:\ o\}).ad.)\ 3)«) LS’-/’ U.

Artinya: “Bagaimana cara kamu memutuskan
apabila  suatu  kasus  hukum  diajukan
kepadamu.? Ia menjawab: Saya akan putuskan
berdasarkan Kitab Allah (al-Qur’an); Belia
bertanya lagi: Jika kamu tidak menemukan
(dasar hukumnya) dalam Kitab Allah.? Ia
menjawab: Saya akan putuskan berdasarkan
sunnah Rasulullah Saw.; Beliau bertanya lagi:
Jika kamu tidak menemukan (dasar hukumnya)
di dalam Kitab Allah maupun sunnah
Rasulullah.? Ia menjawab: Saya akan berijtihad,
dan saya tidak akan lengah (ceroboh). Kemudian
Rasulullah  Saw. bersabda sambil menepuk-
nepuk dada Mu’az bin Jabal, segala puji bagi
Allah yang telah merestui delegasi Rasulullah
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Saw. pada apa yang diridai oleh utusan
Allah” 643

Dialog Rasulullah Saw. dengan Mu’az
bin Jabal ini menjadi suatu dasar para
sahabat dalam berijtihad. Mereka secara
teknis, mula-mula mengkaji teks-teks al-
Qur’an dilihat dari berbagai aspeknya. Jika
dari proses pengkajiannya tidak dapat
menghasilkan  konklusi hukum yang
dicarinya, maka kemudian mereka beralih
melakukan pengkajian terhadap sunnah-
sunnah Rasulullah dilihat dari berbagai
aspeknya. Jika juga dari dua sumber hukum
utama ini ketentuan hukum yang dicarinya
tidak ditemukan, maka baru mereka
melakukan ijtihad, baik secara individual
maupun kolektif dengan mengumpulkan
para sahabat untuk bermusyawarah, dalam
arti, berdiskusi dengan masing-masing
mengemukakan argumen yang pada
akhirnya terjadi titik temu dan kata sepakat.
Hasil dari musyawarah (diskusi) mereka ini
kemudian dikenal dengan ijma’ as-sahabah.
Jjtihad yang dimaksudkan dari jawaban
Mu’az bin Jabal ini dalam pandangan asy-
Syafi'i tidak lain adalah giyas (al-ijtihad al-
qiyas).os

c) Qaul Sahabat

Para sahabat Rasulullah Saw. ternyata
banyak melakukan analogi (gqiyas) dalam
menetapkan kasus hukum yang terjadi yang
tidak ada nas-nya. Seperti, pengangkatan

643Abt Dawud Sulaiman ibn Asy’as as-Sajastani al-Azdi (selanjutnya
ditulis Aba Dawud), Sunan Abi Dawud (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,
1952), J1d. ke 3, h. 412-413.

644 Asy-Syafi'i, ar-Risalah, h. 477.
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AbU Bakar menjadi khalifah. Menurut para
sahabat, dan mereka sepakat (ijjma’ as-
sahabah) bahwa AbU Bakar adalah seorang
yang lebih layak dan pantas diangkat
menjadi khalifah dibandingkan dengan para
sahabat yang lain, dengan pertimbangan,
karena dialah yang disuruh Rasulullah Saw.
mewakili menjadi imam salat ketika beliau
sedang sakit. Reasoning-nya, jika beliau saja
restu menggantikan posisinya sebagai imam
salat, tentu beliau juga akan lebih restu
menggantikan posisinya sebagai kepada
pemerintahan.

Contoh lain, khalifah Umar bin al-
Khattdb pernah menulis surat ditujukan
kepada AbU Muisa al-Asy’ari yang
memberikan petunjuk bagaimana
seharusnya sikap dan cara seorang hakim
mengambil keputusan. Di antara isi
suratnya:
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Artinya: “Fahamilah benar-benar problematika
yang kamu hadapi, yang hukum-hukumnya
tidak kamu dapati dalam al-Qur’an dan as-
sunnah. Ketahuilah persamaan dan keserupaan
dan qiyas-kanlah problematika itu menurut
kesamaan dan kemudian berpeganglah kepada
pendapat kamu yang paling baik di sisi Allah
dan paling sesuai dengan kebenaran” 645

645]alal ad-Din as-Suy0ti, al-Asybah, h. 5.
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Surat Umar ini terlihat menegaskan
sebagai instruksi dalam bentuk perintah
kepada para yuris melalui Ab0 Musa al-
Asy’ari agar dalam memutuskan dan
menetapkan terhadap kasus-kasus hukum
yang dihadapi dalam prosesnya melakukan
analogi, dari setiap kasus hukum yang
secara nas tidak ada ketentuan hukumnya
dianalogikan pada kasus hukum serupa
yang sudah ada ketentuan hukumnya
dalam nas, karena diduga kuat terdapat
kesamaan “illah hukum antara keduanya.
Logika (al-ma’qdl)

JumhGr  al-‘ulama’” menetapkan giyas
sebagai dalil hukum (hujjah asy-syar’iyyah)
sebagai argumentasi terakhir adalah
berdasarkan logika. Secara logika, bahwa
Allah Swt. mensyari’atkan setiap aturan-
Nya dapat dipahami maksud dan
tujuannya, yaitu untuk kemaslahatan umat
manusia. Bahkan tidak ada satu aturan
hukum pun yang tidak mempunyai tujuan.
Karena itu, asy-Syatibi (w. 790 H)
menegaskan ~ bahwa tujuan  Allah
menetapkan hukum-hukum-Nya adalah
untuk terwujudnya kemaslahatan hidup
manusia di dunia dan di akhirat.4¢ Untuk
itu, taklif harus tertuju pada terealisirnya
tujuan hukum tersebut. Setiap perintah dan
larangan yang terdapat dalam teks-teks al-
Qur'an dan sunnah tidak terlepas dari
upaya memelihara kemaslahatan. Hal inilah
sesungguhnya yang menjadi tujuan akhir
dari setiap ketentuan hukum Islam. Bertolak
dari pemikiran ini, jika para imam mujtahid

646 Asy-Syatibi, al-Muwifaqat, J1d. 1, Juz ke 2, h. 2.



2)

meyakini bahwa suatu hukum yang
terdapat di dalam teks-teks al-Qur’an dan
sunnah (sebagai asl) didasarkan atas ‘illah
tertentu, kemudian mereka juga meyakini
adanya ‘illah itu pada kasus-kasus hukum
yang terjadi (sebagai al-far’) tidak ada nas-
nya, maka para imam mujtahid harus
mengaplikasikan ketentuan hukum yang
dalam teks-teks al-Qur'an dan sunnah
tersebut pada kasus-kasus hukum yang
terjadi (al-far’) yang tidak ada nas-nya itu.
Berpikir =~ deduktif-analogis  (giyasi)
seperti ini, secara historis telah lama
dikonstruk oleh Imam asy-Syafi'i (w. 204 H)
yang mensistematisir kedudukan giyas
sebagai dalil hukum. Menurutnya, bahwa
semua peristiwa yang terjadi pasti Allah
telah menyediakan aturan hukum-Nya, baik
yang tersurat dalam teks-teks al-Qur’an dan
sunnah, tersirat dalam kedua teks tersebut,
maupun ditemukan melalui pemahaman
dan penggalian di dalam dan di balik kedua
teks itu. Prosesingnya dalam hal ini
dilakukan secara maksimal oleh para imam
mujtahid, di antaranya dengan cara masalik
al-"illah dalam konteks aplikasi giyas. Karena
itu, berpikir deduktif-analogis dalam
penggalian hukum, terutama di era
kontemporer ini mutlak diperlukan
realisasinya.
Golongan nufat al-qiyas
Para ulama yang menolak giyds sebagai
dalil hukum (hujjah asy-syar’iyyah) adalah
Ibrahim ibn Siyar ibn Hani yang dikenal dengan
an-Nazam al-Mu'tazili, Ibn Hazam az-Zahiri,
sebagian ulama Syi’ah Imamiyyah seperti Ja'far
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as-Sadiq.*”  Golongan nufat al-giyas ini
berargumentasikan hampir sama dengan
Jumhdr al-‘ulama’ , yaitu al-Qur’an, sunnah, dan
zammu Umar alqaul bi ar-ra’y.
a) Al-Qur'an

Di antaranya, Q.S. al-Isra” (17): 36:

\/’C::J\u\ri;mq&w&su A
Y;:;:Cé@\suu)\uw;.a\j

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa
yang kamu tidak mengetahui  pengetahuan
tentangnya”.

Ayat ini menurut pemahaman mereka,
seseorang (mujtahid) dilarang beramal
dengan sesuatu yang tidak diketahui secara
pasti, hanya berdasarkan praduga kuat
semata (az-zann), ‘illah yanng dijadikan
alasan logis penetapan hukum didasarkan
pada praduga kuat juga. Sedangkan Allah
Saw. berdasarkan ayat ini melarang kepada
umat manusia  (mujtahidin) mengikuti
sesuatu yang tidak pasti. Hal ini berarti
menetapkan suatu hukum dilarang dengan
berdasarkan giyas. Karena giyas tidak lain
adalah berdasarkan dugaan kuat (az-zann).
Q.S. YOnus (10): 36:

647 Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhol, h. 175.



Artinya: “Sesungguhnya persangkaan (az-
zann) itu tidak berfaidah sedikit pun terhadap
kebenaran”.

Sunnah

Di antaranya terdapat suatu pernyataan
Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh ad-
Daruqutni:

R P P R I P Y
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Artinya:  “Sesungguhnya  Allah  telah
menentukan  berbagai  ketentuan,  maka
Janganlah kamu abaikan, menentukan beberapa
batasan, jangan kamu langgar, Allah haramkan
sesuatu maka jangan kamu langgar larangan
itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu
sebagai rahmat bagi kamu, tanpa ada unsur
kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu”.

Pernyataan Rasulullah Saw.ini mereka
pahami bahwa sesuatu itu ada kalanya
wajib, adakalanya haram, dan adakalanya
didiamkan Allah (al-mask0t ‘anhu) yang
ketentuan hukumnya Dberkisar antara
ditolerir  dan dibolehkan.  Apabila
dianalogikan sesuatu yang didiamkan Allah
itu kepada wajib misalnya, maka berarti
telah menetapkan hukum wajib kepada
sesuatu yang ditolerir dan dibolehkan.
Zammu Umar al-gaul bi ar-ra’y

Argumentasi golongan nufat al-giyas
yang ketiga adalah mengacu pada
perkataan Umar yang mencela orang yang
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menetapkan pendapat semata-mata
berdasarkan akal pikiran (ra”y). Umar bin
al-Khattab (w. 23 H):

0S8 o Sw -
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Artinya:  “Jauhilah  oleh  kamu  golongan
rasionalisme, karena sesungguhnya mereka itu
adalah musuh ahli sunnah. Mereka merasa
kesulitan ~ untuk  menghafal  hadis-hadis,
kemudian mereka menyatakan pendapat dengan
berdasarkan pemikirannya sendiri, sehingga
mereka sesat dan mnyesatkan orang lain.6*8

Pernyataan Umar ini bila dikritisi dan
dikomparasikan dengan pernyataan isi
surat yang ditujukan kepada Ab0 Musa al-
Asy’ari di atas tampaknya kontradiksi, di
satu sisi dalam konteks penetapan hukum
harus melakukan penganalogian pada
berbagai kasus hukum yang dihapi, dan di
sisi lain ia melarang menggunakan akal
pikiran bahkan mencelanya. Hal ini
sesungguhnya tidak demikian, pernyataan
Umar yang melarang al-qaul bi ar-ra’y
maksudnya adalah mengingatkan orang-
orang (mujtahidin) yang dalam menetapkan
hukum lebih mengutamakan berdasarkan
akal pikiran dan terlepas dari sumber dan
dalil hukum al-Qur'an dan sunnah.
Keduanya ini tidak dijadikan pedoman
rasionalitasnya dalam proses menggali,
mencari, dan menetapkan hukum atas
kasus-kasus hukum yang terjadi. Ra’y

648]bn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwagqqi'in, h. 51.



dijadikan landasan utama, sedangkan al-
Qur'an dan sunnah dijadikan rujukan
nomor dua sesudah ra’y. Kemudian, Umar
membolehkan melalukan penganalogian
dimaksudkan adalah, ketika tidak ada nas
yang dapat dijadikan dasar untuk
menetapkan hukum terhadap kasus-kasus
hukum baru yang terjadi.

d) Zakaria al-Barri menyatakan bahwasannya
berpegang pada qiyas itu mengakibatkan
terjadi perbedaan pendapat dan
perselisihan paham di antara para imam
mujtahid disebabkan perbedaan pemikiran,
maka demikian ini dilarang Allah,% (Q.S.
al-Anfal (8): 46:

/’2510}27170}1)’,5 // ’/ s /&.pa’ ;/
A5y 1 aats 1yepuiS N5 Ldl 25 Al lpa bl
=4

c
-~ et .- 5785 2T 55 s
Artinya: janganlah  kamu  berbantah-

bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi
gentar dan hilang kekuatannya”.

“

Tegasnya, bagi golongan nufat al-qiyas,
mereka menolak menggunakan giyas
sebagai dalil hukum, atau hujjah asy-
syar'iyyah, karena dasar giyas hanyalah
dugaan kuat semata (az-zann).

C. Dalil-Dalil Hukum yang Tidak Disepakati

Di samping empat sumber dan dalil hukum yang
disepakati (al-muttafaq ‘alaiha) oleh mayoritas pakar
metodologi hukum Islam (Jumh0r al-usliyyin), juga terdapat
dalil-dalil lain yang penggunaannya tidak disepakati (al-
mukhtalaf fihd). Dalil-dalil ini menurut Najm ad-Din at-T0fi

6497 akaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 102.
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(w. 716 H) dalam Musafa Zaid, berjumlah 19 macam dalil.5
Menurut ulama us0l yang lain berjumlah 26 dalil yang tidak
disepakati. Jika dalil ini dikumpulkan, maka jumlahnya
tidak kurang dari 45 dalil hukum yang al-mukhtalaf fiha.6>!
Tetapi, dari jumlah tersebut yang dikenal di kalangan
JumhOr al-usOliyyin hanyalah 7 macam dalil, yaitu al-istislah
(maslahah al-mursalah), al-istihsan, al-‘urf, qaul as-sahabi, syar’
mangablana, sad az-zari’ah, dan al-istishab.6>2 Pembahasan
lebih lanjut sebagaimana paparan di bawah ini.

1. Al-Istislah (Maslahah al-Mursalah)

Al-Istislah, al-maslahah, maslahah al-mursalah, berbeda
term tapi substansi maknanya adalah sama. Dalam
literatur usdl al-figh term tersebut menjadi sebuah teori
yang berkembang sejak era klasik hingga era
kontemporer saat ini. Kedudukannya dalam konteks
istinbat al-ahkam, satu sisi diposisikan sebagai dalil
hukum, dan di sisi lain sebagai metode istinbat hukum.
Dalam buku ini diposisikan sebagai dalil hukum,
termasuk enam yang lainnya.Teori maslahah yang
merupakan substansi magasid asy-syari’ah, yaitu maslahah
yang secara eksplisit tidak ditegaskan dalam nas dan
tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya
ataupun yang menolaknya.®®® Penggunaan teori
maslahah ini diarahkan dalam rangka merealisir konsep
magqasid asy-syari’ah, karena secara fungsional antara
maslahah dan magqasid asy-syari’ah mempunyai hubungan
dan keterkaitan yang kuat.

a. Definisi Maslahah

650Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri’i al-Islami wa Najm ad-Din at-
Tdfi (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1384 H/1964 M), h. 117.

651Ahmad “Abd ar-Rahman as-Sayih, Risalah fi ar-Ri’ayah al-Maslahah
(Mesir: Dar al-Misriyyah al-Bananiyyah, 1993), h. 13.

652Wahbah az-Zuhaili, Usol al-Figh wa Madaris al-Bahs Fih (Suria-
Damaskus: Dar al-Maktabi, 1420 H/2000 M), Cet. ke 1, h. 12.

653Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman, al-Masalih al-Mursalah  wa
Makanatuha fi at-Tasyri” (Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1403 H/1983 M), h.
23.



Secara etimologis, maslahah merupakan kata
tunggal (mufrad) dari al-masalith, sama artinya
dengan as-saldh, yaitu yang mendatangkan
kebaikan, atau kemanfaatan.®>* Terkadang dipakai
term lain yaitu al-istislah, yang berarti mencari
kebaikan.®%5 Sering pula kata maslahah atau al-istislah
ini diidentikkan dengan al-mundsib, yang berarti
hal-hal yang relevan dan tepat penggunaannya.t5
Jadi, maslahah secara etimologis berarti setiap
sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di
dalamnya, baik itu untuk meraih kemanfaatan
ataupun untuk menolak kemudaratan, maka hal itu
disebut dengan maslahah. Sedangkan maslahah
seacara terminologis, al-Gazali (w. 505 H)
mengemukakan bahwa makna asalnya adalah suatu
ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak
kemudaratan.Tetapi ungkapan batasan maslahah ini
sesungguhnya yang dimaksudkan oleh al-Gazali
adalah memelihara tujuan syara” (maqasid asy-
syari’ah). Tujuan syara’ yang ingin dicapai dari
makhluk ada lima, yaitu memelihara agama (hifz
ad-din), memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihara
akal akal (hifz al-‘aql), memelihara keturunan (hifz
an-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal). Setiap
hukum yang mengandung tujuan memelihara
kelima hal itu disebut dengan maslahah, dan setiap
sesuatu yang meniadakannya disebut mdfsadat, dan
menolaknya juga disebut maslahah.e57

654]bn Manzar, Lisan al-’Arab, JId. ke 2, h. 517.

655Muhammad Murtada az-Zubaidi, Tdj al-"Ariis (Mesir: Matba’ah al-
Khairiyyah al-Munsya’ah Bijamaliyyah, 1306 H.), J1d. ke 2, h. 183.

656Jadah Hilal, “al-Istihsin wa al-Maslahah al-Mursalah” dalam
Usbi’ al-Figh al-Isldimi (Mesir: Maijlis al-A’la 1i ar-Ri’ayah al-Funan al-
Jjtima’'iyyah, 1330 H), h. 263.

657Al-Gazali , al-Mustasfd, h. 251.
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Maslahah sebagaimana dikemukakan di atas,®8
pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (93-
179 H), pendiri mazhab Maliki.¢5 Muhammad Abt
Zahrah menyebutkan bahwa Imam Malik beserta
pengikutnya merupakan mazhab pencetus teori
maslahah sebagai dalil hukum.®® Tetapi karena para
pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal
tersebut, maka setelah abad III H/IX M tidak ada
lagi pakar usil al-figh yang menisbatkan maslahah al-
mursalah  kepada Imam Malik, sehingga tidak
berlebihan jika ada pandangan yang mengatakan
bahwa teori maslahah al-mursalah ditemukan dan
dipopulerkan oleh para pakar usil al-figh dari
kalangan mazhab Syafi'i, yaitu oleh Imam al-

658Penyebutan maslahah, maslahah al-mursalah, atau istislah secara
substansi pada dasarnya adalah sama maksudnya, yaitu kebaikan, hanya
berbeda dalam penyebutan term saja.

659Wael B. Hallaq, A. History, h. 165.

660Terdapat tiga riwayat yang berbeda tentang biografinya, Imam
Syaft’i berdasarkan penuturannya sendiri disinyalir bahwa: Riwayat
pertama, “Aku dilahirkan pada tahun 150 H di wilayah Gazzah (sebuah
daerah yang kurang lebih berjarak 135 Km dariYertssalam, Palestina).
Kemudian aku dibawa pindah ke Makkah, dalam usia 2 tahun oleh ibuku
yang berkebangsaan Azd”. Riwayat kedua, asy-Syaffi pernah
menyatakan: “Aku lahir di ‘Asqalan, yang berjarak kurang lebih 21 Km
dari Gazzah, Palestina”. Riwayat ketiga, dinyatakan: “Aku dilahirkan di
Yaman. Namun kemudian ada semacam kekhawatiran di hati ibuku,
sehingga beliau membawaku pindah ke Makkah. Ini terjadi ketika usiaku
10 tahun atau tidak jauh dari itu”.60 Dari catatan sejarah ini para
biografer tampaknya menetapkan tempat kelahiran Imam Syéafi'i ada
yang mendasarkan pada tempat domisilinya (Gazzah, tempat ia
dilahirkan), ada yang menitikberatkan pada kota yang dikenalnya
("Asqalan sebagai salah satu kota yang dikenal di Yertissalam, Palestina),
dan ada yang mendasarkan pada tempat migrasinya (pindah domisili
dari Gazzah yang penduduknya banyak dihuni oleh warga Yaman ke
Makkah). Analisis dan penilaian para biografer demikian secara
metodologis dibenarkan, karena semua itu didasarkan fakta sejarah.
Lihat, Muhammad Abt Zahrah, Usil al-Figh, h. 280. Muhammad Abt
Zahrah, Malik Hayatuh, h. 368-369.



Haramain al-Juwaini (w. 478 H), guru Imam al-
Gazali .661

Imam al-Gazali seorang bermazhab Syafi'i,
berdasarkan para peneliti hukum Islam adalah
termasuk pakar usilal-figh yang paling banyak
membahas teori maslahah al-mursalah atau al-istislah,
yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran gurunya,
Imam al-Haramain al-Juwaini. Menurutnya, bahwa
maslahah dapat diterima sebagai dalil hukum atau
hujjah syar’iyyah dengan ketentuan maslahatnya
harus bersifat dariirah, qat’iyyah, dan killiyyah.6©2
Dimaksudkan dengan harus bersifat dariirah, bahwa
maslahah tersebut merupakan salah satu dari lima
prinsip dasar, yaitu pemeliharaan agama, jiwa,
keturunan, akal, dan harta kekayaan. Bersifat
qat'iyyah  (pasti terjadi) dimaksudkan bahwa
kemaslahatan yang dikehendaki itu diduga kuat,
atau hampir pasti terjadi dan dapat dicapai.
Sedangkan bersifat killiyyah, dimaksudkan bahwa
kemaslahatan itu bersifat universal untuk
kepentingan umum ataupun individu.

Penerimaan maslahah sebagai dalil hukum atau
hujjah  syar’iyyah, mayoritas ulama wusil al-figh
menerimanya sebagai salah satu dasar dari dasar-
dasar pensyari’atan hukum, tetapi di kalangan
pakar usiilal-figh mazhab Zahiri dan sebagian ulama
usol  Syafi'iyyah  mereka menolaknya, bahwa
maslahah bukanlah sebagai hujjah syar’iyyah.66

b. Macam-Macam Maslahah

661Wael B. Hallaq, A. History,.h. 165-166. Lihat, al-Juwaini, al-Burhin,
Juz ke 2, h. 933. Ahmad ar-Raistni, Nazariyyahal-Magasid ‘Ind al-Imam asy-
Sydtibi (ar-Ribat: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1416 H/1995
M), h.47.

662A1-Gazali , al-Mustasfi, h. 253.

663Zaki ad-Din Sya’ban, Usil al-Figh, h. 172. Lihat, Abi Muhammad
‘Ali bin Hazm al-Andaltsi az-Zahiri, al-Ihkam fi Usil al-Ahkdm (Mesir:
Maktabah ‘Atif, 1395 H/1978 M), Juz ke 3, h. 384.
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Eksistensi ~ magslahah ~ dilihat  dari  segi
kekuatannya sebagai hujjah  syar‘iyyah  dalam
penetapan hukum, dibedakan pada tiga macam,
yaitu: a) Maslahah daririyyah, yakni kemaslahatan
yang eksistensinya sangat dibutuhkan oleh
kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia
tidak akan berarti di dunia dan bahkan di akhirat
apabila dari lima prinsip dasar tidak terpelihara dan
terealisir dengan baik. b) Maslahah hdjiyyah, yakni
kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup
manusia padanya tidak menempati tingkat
daririyyah, hanya sangat menunjang bagi
terealisirnya kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.
c) Maslahah tahsiniyyah, yakni kemaslahatan yang
kebutuhan hidup manusia padanya tidak sampai
pada tingkat dariiriyyah, dan juga pada tingkat
hdjiyyah, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi
dalam rangka memberi kesempurnaan dan estetika
hidup manusia. Sekalipun demikian, maslahah
bentuk ketiga initetap dalam  koridor
implementatifnya terkait erat dengan lima prinsip
dasar kebutuhan manusia.¢04

Maslahah dilihat dari segi dibenarkan atau
tidaknya oleh asy-Syari’(Pencipta hukum) dalam
penetapan hukum, para ahli usil membagi pada
tiga macam, yaitu: (1) Maslahah mu’tabarah, yaitu
maslahah yang dibenarkan oleh nas syara’, yakni
dalam konteks ini ada petunjuk dari nas syara’, baik
secara langsung ataupun tidak langsung yang
memberikan petunjuk pada adanya maslahah yang
menjadi ‘illih dalam penetapan hukum. (2) Maslahah
mulgah, yaitu maslahah yang ditolak atau dibatalkan
oleh nas syara’, karena eksistensi maslahah bentuk ini
sekalipun dipandang baik oleh akal, tetapi nas syara’
tidak memberikan  petunjuk dan  bahkan

664Abdu Rabbih, Buhiis fi al-Adillah, h. 81-89.



menolaknya. (3) Maslahah al-mursalah, yaitu apa
yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan
tujuan hukum syara’ dalam menetapkan hukum,
tetapi tidak ada  petunjuk syara’ yang
membenarkannya dan juga yang
menolaknya.t¢>Maslahah dalam bentuk yang terakhir
ini sejalan dengan syarat yang dapat dijadikan
acuan dalam mewujudkan kebaikan yang
dibutuhkan manusia agar terhindar dari
kemafsadatan dan kemudaratan yang terjadi.
c. Kerangka Kerja Aplikasi Maslahah

Alur  kerangka kerja  maslahah  adalah
membicarakan kepentingan yang tidak dibatasi
pada kasus-kasus hukum tertentu, tetapi dapat
diaplikasikan pada semua kasus hukum yang
mengemuka, terutama di era kontemporer ini. Oleh
karenanya di kalangan para pemikir hukum Islam,
maslahah menjadi salah satu dalil hukum yang
kontroversial. Untuk menghindari subyektivitas
dalam penggunaan maslahah sebagai dalil hukum
atau hujjah asy-syar’iyyah, para pakar usil al-figh di
antaranya Imam Malik (w. 179 H) sendiri sebagai
pendiri  mazhab  Maliki menetapkan tiga
persyaratan penggunaan maslahah  al-mursalah
sebagai berikut: (a) Maslahah itu harus sejalan
dengan maksud-maksud syara’ (magasid asy-
syari’ah), maslahah tidak boleh kontradiksi dengan
prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (daririyyah), dan
tidak pula kontradiksi dengan dalil-dalil yang
qat’i.(b) Maslahah itu secara esensial harus bersifat
rasional (ma’qilah fi Zitihd), dalam arti apabila
dikemukakan kepada ahlinya mereka
menerimanya. (c) Mengambil dan berpegang pada

665]bid., h. 95-99. Bandingkan dengan Wahbah az-Zuhaili, Usiil al-
Figh, Juz ke 2, h. 757.
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maslahah tersebut bisa menghilangkan kesulitan
kehidupan manusia.66

Dari tiga persyaratan penggunaan maslahah di
atas, persyaratan pertama jelaslah menunjukkan
bahwa maslahah itu mesti sejalan dengan magasid
asy-syari'ah, artinya bahwa keduanya merupakan
satu kesatuan yang terintegrasi dalam kerangka
penetapan hukum yang tak terpisahkan.

Dalam sejarah  perkembangan pemikiran
hukum Islam, penggunaan maslahah  dalam
menyelesaikan ~ kasus-kasus =~ hukum  yang
mengemuka yang dihadapi umat Islam ternyata
telah teruji. Hal ini terlihat pada kebijakan-
kebijakan Umar bin Khattab (w. 23 H) sebagai
khalifah sekaligus sebagai mujtahid di mana dari
hasil ijtihddnya dipandang oleh para sahabat
menyalahi syari’at Islam yang berlaku.t¢” Di antara
kebijakan yang didasarkan pada kemaslahatan
umat dan hasil ijtihad Umar yang dipandang
kontradiksi dengan syari’at Islam, seperti Umar
mengubah hukum talak tiga yang dijatuhkan pihak
suami terhadap isterinya pada suatu tempat
menjadi talag ba'in. Padahal di masa hidup
Rasulullah Saw., AbGi Bakar, dan di awal
pemerintahan khalifah Umar sendiri, talak tiga
tersebut dianggap hanya jatuh satu kali, sesuai
dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dari Ibn Tawus dari ayahnya
dari Ibn “Abbas, ia berkata:

666Muhammad Abud Zahrah, Usiil al-Figh, h. 280. Muhammad Ab0
Zahrah, Malik Hayatuh, h. 402.

67Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwagqqi’in, h. 517. Yasuf al-
Qaradawi, ‘Awamil as-Sa’ah wa al-Murinah fi asy-Syari’ah al-Isldmiyyah
(Mesir: Dar as-Sakhwah, 1985), h. 99.
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Artinya: “Di masa Rasulullah Saw., dan Abu Bakar
serta  dua tahun pertama di masa
pemerintahan Umar adalah talak tiga yang
dijatuhkan sekaligus hanya dianggap jatuh
satu kali. Umar berkata: Masyarakat telah
terburu-buru dalam melakukan tindakannya
(menjatuhkan tdldk  tiga sekaligus) yang
seharusnya mereka lakukan secara bertahap.
Hal itu, apabila kami membiarkan mesti
merajalela  di  masyarakat, berarti kami
membiarkan mereka dalam kehancuran”.

Setelah ‘Umar melihat realitas masyarakat
demikian, ditetapkanlah bahwa talak itu berlaku
penuh sebagai talaq ba’in, sehingga suami tidak bisa
merujuk kembali kepada isterinya sebelum dinikahi
oleh laki-laki lain. Keputusan “Umar ini kontradiksi
dengan tradisi Rasulullah Saw., ijmad” sahabat, dan
nas (Q.S. al-Baqarah, ayat 229):

2 /&,, AT st
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668lmam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 1, h. 629.
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Artinya: “Taldk (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah
itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf
atau menceraikan dengan cara yang baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali
dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya
(suami isteri)  tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa
atas  keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah
kamu melanggarnya. Barang siapa yang
melanggar  hukum-hukum  Allah  mereka
itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa talak tiga bisa
menjadi talag ba’in apabila dijatuhkan pada masa
dan tempat yang berbeda sebagaimana telah
dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dan para
sahabat.

Contoh lain dari kebijakan dan hasil ijtihad
Umar bahwa pada awalnya sanksi bagi laki-laki
pezina yang belum pernah nikah itu didera 100 kali
dan diasingkan selama satu tahun, berdasarkan
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari
‘Ubadah bin as-Samit, ia berkata:
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Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: Ambillah hukum
dariku, ambillah hukum dariku, sungguh
Allah telah memberikan jalan lain kepada
mereka (yaitu): Laki-laki bujang(yang berzina
dengan) perempuan gadis(sanksinya) adalah
dera seratus kali, dan diasingkan selama satu
tahun, dan yang tekah kawin (yang berzina
dengan) yang telah kawin pula (sanksinya)
dera seratus kali dan diranjam”.

Berdasarkan pada hadjis di atas, pernah khalifah
Umar mengasingkan Rabi’ah ibn Umayyah ke
Suria, tetapi setelah di sana ternyata dia melarikan
diri bergabung ke pihak musuh yaitu Bizantium.
Dari pengalaman ini Umar pada akhirnya
menetapkan suatu kebijakan bahwa mulai saat ini
saya tidak akan lagi mengasingkan seseorang, dan
hukuman tersebut dibekukannya. Dan pembekuan
hukuman (sanksi) itu tidak lain didasarkan pada
pertimbangan kemaslahatan umat.
Al-Istihsan
Para pakar metodologi hukum Islam (ushuliyyin)
yang menggunakan istihsan sebagai dalil hukum dalam
meng-istinbat-kan hukum (ijtihad) yaitu ulama Hanafi,
Maliki, dan Hambali, dengan intensitas dan
klasifikasinya masing-masing. Karena itu, definisi
istihsan dan penerapannya pada beberapa kasus hukum
akan dikemukakan menurut ulama us0l al-figh Hanafi,
Maliki, Hanbali, dan sekaligus pandangan imam Syafi’i

66Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 48.
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terhadap istihsan. Dan tidak diuraikan pembahasan
macam-macam istihsan, dan dasar sandarannya.

a.

Definisi Istihsan Menurut Ulama Usdl al-Figh Hanafi

Banyak ulama us0l Hanafi, di antaranya AbU
Hasan al-Karakhi (w. 340 H.) mendefinisikan
istihsan yaitu: Pindahnya seseorang dari suatu
hukum mengenai suatu masalah kepada hukum
lain yang serupa, tetapi kontradiksi dengan hukum
yang pertama karena kondisi menuntut demikian.670
Definisi ini dapat dimengerti bahwa maksudnya
suatu dalil yang mengalihkan mujtahid dari
penetapan  hukum  suatu  masalah  yang
menyamakan hukumnya dengan hukum masalah
serupa kepada hukum sebaliknya karena ada alasan
yang lebih kuat, yakni menyentuh kemaslahatan
manusia. Misalnya, dalam hal menetapkan ongkos
pengembalian hamba yang hilang. Dalam hal ini al-
Karakhi berpaling dari penggunaan giyas dan
mengambil ketetapan 40 dirham dengan mengacu
kepada pendapat Ibn Abbas.t”! Sementara as-
Sarakhsi (w. 418 H.) mendefinisikan istihsan dengan
meninggalkan giyas dan mengambil (berpegang)
pada yang lebih relevan dengan kebutuhan
manusia.®”2 Pada tempat lain ia mengemukakan
bahwa cara meninggalkan giyds secara alternatif
pilihan karena adanya nas, ijma’, kondisi dararah,
atau gqiyas khafi berdasarkan dalil-dalilnya yang
lebih relevan.®” Misalnya, pertama, meninggalkan
qiyas beralih kepada nas, seperti makan karena lupa
bagi orang yang sedang berpuasa di siang hari
bulan ramadan. Berdasarkan giyas hukum puasanya

620Muhammad Abu Zahrah, Usdl al-Figh, h. 262.
671 As-Sarakhsi, al-MabsGt, Juz ke 11, h. 22.

672 As-Sarakhsi, al-Mabs(t, Juz ke 10, h. 145.

673 As-Sarakhsi, Us0l as-Sarakhsi, h. 202-203.



batal, karena rusaknya rukun puasa. Dalam konteks
ini Ab0 Hanifah (w. 150 H) mengatakan “laula qaul
an-nas laqultu yaqdi.” Maka adalah nas ini wajib
diamalkan dengan mengacu kepada hadis Nabi
Saw.: “Barang siapa makan dalam keadaan lupa
sedangkan  ia  berpuasa, maka  hendaklah  ia
menyempurnakan puasanya”.6’* Berdasarkan hadis ini
AbU Hanifah mengambil ketetapan hukum sahnya
puasa orang yang makan karena lupa, sedangkan
berpuasa dengan meninggalkan hukum batalnya
menurut giyas. Penetapan hukum seperti ini
menurut ulama us0l Hanafi disebut dengan istihsan.

Kedua, meninggalkan giyas beralih kepada ijma’,
seperti transaksi salam, yaitu pesan pembuatan
barang yang berlaku umum dalam kehidupan
masyarakat.t’> Berdasarkan giyds transaksi seperti
ini dilarang, karena barang yang ditransaksikan
tidak ada pada saat ‘agad transaksi itu terjadi.
Tetapi praktik transaksi seperti ini sudah berlaku
umum dalam kehidupan masyarakat tanpa ada
seorang ulama pun yang menolaknya. Menurut
ulama us0l Hanafi praktik semacam ini adalah ijma’
yang kedudukannya lebih kuat daripada giyas.
Karena itu, menurutnya meninggalkan hukum
dilarangnya transaksi salam, dan mengambil
hukum dibolehkannya transaksi salam tersebut
adalah berdasarkan ijma’. Penetapan hukum seperti
ini menurut mereka adalah istihsan. Ketiga,
meninggalkan giyas karena kondisi menuntut (Ii ad-
dar0rah) demi kemaslahatan yang lebih utama,
seperti membersihkan air sumur yang kejatuhan
najis (bangkai hewan). Berdasarkan giyas, air sumur
tersebut semuanya najis, tetapi apabila dibuang
seperlunya sehingga baunya hilang, maka air

674Muhammad Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam, Juz ke 2, h. 160.
675 As-Sarakhsi, Usdl as-Sarakhsi, h. 203.
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sumur tersebut menjadi bersih (suci) dan bisa
dipergunakan  untuk  keperluan  masyrakat
banyak.¢76 Pertimbangan hukum seperti ini menurut
mereka disebut dengan istihsan (istihsan bi al-
maslahah). Keempat, meninggalkan giyas zahir/jali
berpindah ke giyas khafi yang berimplikasi kepada
hukum yang lebih relevan dengan tuntutan jiwa
hukum masyarakat pada umumnya. Contoh klasik,
air sisa yang telah diminum wunggas buas.
Berdasarkan giyasjali, air sisa tersebut adalah najis,
karena diduga kuat telah bercampur dengan
liurnya. Tetapi berdasarkan giyas khafi sisa air
tersebut tidak najis, karena unggas buas itu minum
dengan menggunakan paruhnya yang kering dari
liur. Penetapan hukum dengan mengutamakan
pertimbangan giyads khafi seperti ini menurut ulama
us0l Hanafi disebut istihsan.

Definisi istihsan Menurut Ulama Us0l al-Figh Maliki
Dapat dikemukakan beberapa ulama usdl al-figh
Maliki, di antaranya Ibn Rusyd (w. 420 H.)
mendefinisikan istihsan, yaitu mengesampingkan
giyas yang dalam aplikasinya akan Dbisa
mengakibatkan berlebihan (tumpang tindih) di
dalam menetapkan hukum, kemudian
mengembalikan kepada takhsis yang dipahami dari
giyas tersebut karena ada alasan tertentu yang
membolehkan demikian.t”” Contoh mengenai waris
bersama, dalam hal ini, seorang wanita (isteri)
meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ibu
kandung, saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-
laki seayah. Dalam ilmu faraid, tiga orang pertama
termasuk sebagai ashab al-furdd, sedangkan satu
orang terakhir sebagai Zaw al-arham. Untuk itu tirkah

676Ibid.
677 Asy-Syatibi, Kitab al-I'tisham, Juz ke 2, h. 97.



dibagikan terlebih dahulu kepada ashab al-furdd
berdasarkan ketentuan nas, yaitu suami 2, ibu
kandung 1/6, dan saudara laki-laki seibu 1/3.
Berarti tirkah telah terbagi habis semuanya. Dalam
kasus ini terjadi kejanggalan hukum, yaitu saudara
laki-laki seibu dapat mewarisi, sedangkan saudara
laki-laki seayah tidak bisa mewarisi hanya
dikategorikan sebagai ‘asibah. Dalam kasus ini
Malik bin Anas memutuskan bahwa saudara laki-
laki seayah dan saudara laki-laki seibu sama-sama
mendapat bagian tirkah 1/3 atas dasar asar
sahabat 678

AbuU Ishaq asy-Syatibi (w. 790 H./1388 M.)
mengatakan bahwa istihsan menurut ulama us0l
Maliki yaitu tagdim al-istidlal al-mursal ‘ala al-qiyas
(prioritas penggunaan dalil mursal atas giyads).c7
Menurutnya, bahwa eksistensi istihsan itu
sesungguhnya kembali kepada pemeliharaan tujuan
syariat yang secara global dapat dipahami dari
masalah-masalah yang diwajibkan. Misalnya pada
suatu masalah, ketetapan giyis mengakibatkan
luputnya  kemaslahatan, = bahkan terkadang
menimbulkan kemudaratan, maka masalah itu
harus dikecualikan dari penerapan giyis dan
kembali kepada upaya pemeliharaan kemaslahatan
sebagai tujuan syariat, dengan mengacu pada
norma-norma kemaslahatan (jalb al-masalih wa dar’
al-mafasid). Contoh, seorang wanita
memperlihatkan ‘aurat-nya ketika berobat ke dokter
pria. Berdasarkan dalil giyas, haram hukumnya bagi
wanita yang memperlihatkan ‘aurat-nya kepada lain
jenis, tetapi karena kebutuhan pengobatan dirinya
(li ad-darOrah wa al- hajah) dan tidak didapatkan

678Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Figh al-'Am, Juz ke 1, h.

88-89.

679 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz ke 4, h.116.
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seorang dokter spesialis wanita yang membidangi
penyakitnya, apabila dia kukuh dengan
keyakinannya haram melihat ‘aurat-nya orang yang
bukan muhrim-nya, maka penyakitnya tidak akan
sembuh dan bahkan diduga kuat akan semakin
parah. Dalam kondisi demikian wanita tersebut
diperbolehkan memperlihatkan ‘aurat-nya kepada
dokter pria yang spesialis membidangi jenis
penyakitnya.680

Definisi Istihsin Menurut Ulama Us0l al-Figh
Hanbali

Beberapa wulama wus0l Hanbali memberikan
definisi istihsan di antaranya, Najm ad-Din at-T0fi
(w.716 H.) menyatakan bahwa definisi istihsan yang
paling tepat ialah memakai hukum suatu masalah
dan meninggalkan yang lainnya karena ada dalil
syariat yang khusus.®®! Ibn Qudamah (w. 620
H/1223 M) mendefinisikan istihsan  yaitu
mempunyai tiga pengertian: Pertama, pindah dari
suatu hukum kepada hukum lainnya mengenai
suatu masalah karena adanya dalil khusus, baik
dari kitabullah ataupun sunnah. Kedua, sesuatu
yang dianggap baik oleh mujtahid. Ketiga, suatu
argumentasi yang terbersit di dalam hati mujtahid,
yang ia sendiri tidak bisa mengungkapkannya.682

Demikian definisi istihsan dalam terminologi
ulama wus0l Hanafi, Maliki, dan Hambali. Kalau
dikritisi dari definisi istihsan masing-masing dapat
dikatakan bahwa di kalangan ulama usol Hanafi
secara redaksional tampak ada kesamaan simpul,
yaitu masing-masing mendeskripsikan
perbandingan giyis dengan istihsin dengan

680]bid, h. 117.

681 Muhammad AbU Zahrah, Masadir al-Tasyri’, h.
682 JTon Qudamah, Raudah an-Nazir, h. 85.



menggunakan kata aqwa (lebih kuat), dan awfag
(lebih relevan), yang menjelaskan makna bahwa
istihsan itu dalil hukum yang lebih kuat dan/atau
yang lebih relevan atas giyas. Hal ini tentunya
tergambar dari contoh aplikasi istihsan di atas.
Demikian juga di kalangan ulama usol Maliki secara
redaksional berbeda tetapi secara substansial adalah
sama, sebagaimana halnya di kalangan ulama usul
Hanafi. Begitu pula di kalangan ulama us0l
Hambali, secara substansial adalah sama mereka
memilih, pindah, mengecualikan dan
mengkhususkan karena ada landasan yang menjadi
argumentasi yang kuat (wajh al-istihsan atau sanad
al-istihsan), meskipun mereka tidak memberikan
contoh kongkrit dalam aplikasinya. Dengan
mengacu pada terminologi giyas yang dimaksudkan
dan mengkritisi contoh aplikasi istihsan pada setiap
definisi, maka dapat ditegaskan bahwa masing-
masing definisi menggambarkan proses, pindah
dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam
menanggapi berbagai masalah, atau memilih satu
hukum dan mengenyampingkan hukum lainnya,
atau mengecualikan hukum yang bersifat kully
dengan hukum yang bersifat juz’y, atau melakukan
takhsis terhadap hukum yang bersifat ‘am.

Hakikat Istihsan dalam Pandangan Imam Syafi’i
1) istihsan menurut pemahaman asy-Syafi’i
Untuk mengungkap terminologi istihsin
menurut pemahaman asy-Syafi'i (w. 204 H)
dapat ditelusuri melalui ungkapan-
ungkapannya yang  eksplisit menyertai
penolakannya terhadap istihsan (ibtal al-istihsan),
baik penolakan yang terdapat dalam kitab usdl-
nya (al-Risalah) maupun penguatannya dalam
kitab figihnya (al-Umm). Imam Syafi'i dalam ar-
Risalah bab “kaif al-bayan” menyatakan “wala
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yaqOl bima istahsana, fainna al-qaul bima istahsan
syai” yuhdisuh la ‘ala misal sabaq.”®%3 Pernyataan
ini dapat dipahami bahwa membuat keputusan
hukum dengan cara istihsan berarti membuat
sesuatu yang sama sekali baru, tanpa petunjuk
yang dapat ditemukan sebelumnya (al-Qur’an,
sunnah, ijma’, dan giyas). Terminologi istihsan
seperti ini ditegaskan pula di dalam kitab al-
Umm-nya bahwa, istihsan itu bukanlah dalil
hukum yang wajib diamalkan dan tidak
termasuk ke dalam salah satu dari cakupan al-
Qur’an, sunnah, ijma’, dan giyas.68

Pada bab al-Istihsan, setelah asy-Syafi'l
menjelaskan kehujahan giyas dan cakupannya
atas berbagai permasalahan hukum yang akan
muncul, dan eksistensi istihsan  yang
menurutnya membuka lebar peluang kesalahan
yang disebabkan tidak mengikuti petunjuk
arah, ia pun mengharamkan penggunaannya
sebagai dalil hukum, dan kemudian Syafi'l
mengemukakan argumentasi dengan
pernyataannya: “wa innama al-istihsan  al-
talazzZ0z.”685 Dari pernyataannya ini dapat
dipahami bahwa sesungguhnya istihsan itu
tidak lain suatu dalil yang hanya mencari
enaknya semata. Dalam kaitan dengan
pernyatannya itu, Syafi'l menegaskan dalam al-
Umm-nya, bahwa kondisi dalil seperti ini
membuka peluang bagi setiap orang (mujtahid)
untuk mempermudah penetapan hukum yang
akan berimplikasi pada tumpang tindih
ketetapan hukum pada setiap masalah yang

683 Asy-Syafi'i, Al-Risalah, h. 25.
684 Asy-Syafi'l, al-Umm, Juz ke 7, h. 271.
685Asy-Syalfi'i,ar-Risalah, h. 507.



akhirnya akan berakibat terjadi kesemerautan
hukum.68¢

Dari pernyataan-pernyataan Syafi'l
tersebut, semakin jelaslah dapat diketahui
bahwa terminologi istihsan dalam konsepsi
pemahaman Syafi'l yaitu suatu dalil hukum di
luar cakupan makna al-Qur'an dan sunnah
yang membawa kepada  kesemerautan
dinamika hukum. Dalam tataran praktiknya,
banyak terjadi aplikasi istihsan di kalangan
ulama us0!l Hanafi di masanya.

2) Penolakan asy-Syafi'i terhadap istihsan

Asy-Syafi'i sebagai seorang the master
architect of Islamic jurisprudence,®¥” secara tegas
menolak penggunaan istihsin sebagai dalil
penetapan hukum Islam. Ibtal al-istihsan asy-
Syafi'i telah terdokumentasikan dalam karya
monumentalnya ar-Risilah dan al-Umm. Dalam
kedua karyanya ini ternyata  banyak
pernyataan-pernyatannya baik secara eksplisit
maupun implisit menunjukkan penolakannya
terhadap istihsan sebagai dalil penetapan
hukum  Islam. Di  antara  beberapa
pernyataannya: (a) Pernyataan mengenai
eksistensi istihsan,” Seseorang tidak berhak selain
Rasulullah  untuk menetapkan hukum kecuali
dengan dalil, dan tidak berhak menetapkan hukum
dengan apa yang dianggapnya baik, sesungguhnya
penetapan hukum berdasarkan anggapan baik itu
suatu penetapan hukum yang dimunculkan tanpa
mengikuti pola acuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.”®% Pernyataan ini menunjukkan

686 Asy-Syafi'l, al-Umm, h. 273.
687Wael B. Hallaq, A History,h. 44.
688 Asy-Syalfi’l, ar-Risalah, h. 25.
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bahwa istihsan itu bukanlah dalil, karena
menurutnya, dalil itu adalah makna tunjukan
al-Qur'an dan sunnah, sedangkan istihsan
sebagai metode penetapan hukum yang
eksistensinya berada di luar dari makna dalil
tunjukan al-Qur’an dan sunnah. Sebagai contoh
dari pernyataan asy-Syafi'l tersebut, ia
menguraikan problem solving dari segala
masalah hukum bagi manusia yang telah
tercakup dalam al-Qur'an, di  antaranya
masalah yang berkaitan dengan ibadah salat,
zakat, puasa, dan haji, semuanya telah di-nas-
kan secara tegas dalam al-Qur’an. Demikian
pula segala perbuatan yang harus ditinggalkan
seperti perbuatan zina, meminum khamar,
memakan darah, bangkai, dan daging babi.
Sedangkan yang belum diatur secara tegas
dalam al-Qur’an dalam tataran pelaksanaannya
seperti rekaat salat, nisab zakat dan batas
waktunya, semuanya telah dijelaskan oleh
Rasulullah melalui sunnah-nya. Kemudian
dijelaskan pula hal-hal yang tidak diatur secara
tegas dalam al-Qur'an dan sunnah, telah
ditentukan mekanisme dan problem solving-nya
dengan kreatifitas ijtihad. Dan mekanisme
ijtihad itu sendiri telah diberikan petunjuknya
dalam al-Qur'an dan sunnah.®® Dengan
demikian dapat ditegaskan bahwa eksistensi
istihsan bagai teori penetapan hukum berada di
luar cakupan makna tunjukan al-Qur’an.
Pernyataan mengenai penggunaan istihsan,
asy-Syafi'l menegaskan dalam pernyataannya
bahwa “haram bagi seseorang menetapkan hukum
berdasarkan istihsan, apabila istihsan itu kontradiksi

689]bid., h. 21-22.



dengan al-khabar.”%0 Pernyataan ini merupakan
larangan keras (kritik tajam) asy-Syafi'l
terhadap  penggunaan  istihsan,  karena
eksistensinya di samping berada di luar
cakupan makna al-Qur'an dan sunnah, juga
kontradiksi dan bahkan menentang dalil
tunjukan makna keduanya. Ibtal al-istihsan
Syafi'l tersebut sesungguhnya merupakan
penolakan bersyarat, yakni sepanjang tidak
kontra produktif dengan al-khabar.
Dimaksudkan dengan al-khabir yaitu makna
umum al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan giyas.
Sementara istihsan yaitu mengacu pada batasan
dan makna yang tidak lain dari dalil yang
dipertentangkan dengan giyas. Dengan Kkata
lain, dalil yang kontradiksi dengan dalil
tunjukan al-Qur’an dan sunnah. Karena itulah
argumentasi Syafi'l mengharamkan
penggunaan istihsin sebagai dalil penetapan
hukum.

Mempertentangkan istihsan dengan giyas itu
pada hakikatnya mempertentangkan istihsan
dengan kebenaran yang ditunjukkan al-Qur’an
dan sunnah. Untuk itu, asy-Syafi'l menegaskan
kritiknya bahwa, “apakah akan kamu bolehkan
orang yang mengatakan: Saya beristihsan dengan
meninggalkan qiyas.?”®! Dalam hal ini menurut
pemahamannya  dilarang  keras,  tidak
diperbolehkan. (c) Pernyataan mengenai fungsi
istihsan. Sebagai parameter ber-istihsan menurut
pemaham asy-Syafi'l adalah akal (ra’y) dan
nafsu (al-hawa’) serta perasaan merasa lazat
(enak-mengenakkan - talazz0zZ), sehingga ia
kemukakan dalam pernyataannya bahwa,

690]bid., h. 504.

91]bid.
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“segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah
janganlah sekali-kali ditetapkan hukumnya dengan
serampangan dan istihsan, karena istihsan itu dalil
yang mengacu pada yang enak-mengenakkan.” %2
Pernyataan ini ia  deskripsikan setelah
menjelaskan qiyas sebagai dalil hukum, yaitu
giyas yang disandarkan pada tunjukan makna
umum al-Qur'an dan sunnah. (d) Pernyataan
mengenai tujuan ibtal al-istihsan, asy-Syafi'l
menyatakan: “Kalau orang yang menguasai qiyds
boleh meninggalkan qiyas, niscaya boleh juga bagi
ahli lain yang tidak menguasai qiyas menetapkan
hukum suatu masalah yang tidak didapatkan dalil
tunjukan al-Qur’an dan sunnah dengan dalil
istihsan.”®%  Pernyataan ini  menegaskan
kedudukan giyis sebagai dalil yang strategis
memelihara konsistensi sandaran hukum syara’
pada sumbernya yang utama (al-Qur’an dan
sunnah). Seraca kronologis kedudukan giyais
menempati pada posisi keempat (setelah al-
Qur’an, sunnah, dan ijma’). Artinya tidak ada
lagi dalil setelah giyas, yang berarti secara
implisit dalam pernyataan asy-Syafi'l tersebut
menolak istihsan. Karena itu, giyas sebagai dalil
hukum tidak boleh ditinggalkan dalam konteks
istinbat hukum, apabila ditinggalkan tentu akan
dijadikan alasan terutama oleh mereka yang
tidak  menguasai teori hukum  untuk
menetapkan hukum dengan berdasarkan
istihsan. Sedangkan istihsan itu sendiri tidak
memiliki parameter dan wajh al-istihsan atau
sanad al-istihsan yang kuat. Dengan demikian,
pernyataan asy-Syafi'l “lau jaza ta’til al-qiyas ...”
merupakan teori strategis politik hukum dalam

692]bid., h. 507.
6%]bid., h. 505.



mengantisipasi kesewenang-wenangan orang
yang tidak menguasai perangkat teori hukum
untuk mempermudah menetapkan hukum.
Kelihatannya ini merupakan fokus sasaran asy-
Syafi'l menolak istihsan sebagai dalil penetapan
hukum.

Penolakan Syafi'l terhadap istihsan secara
frontal sebenarnya terdeteksi dari ungkapan
para pengikutnya (syafi'iyyah) yang merupakan
hasil analisis dari memahami pernyataan-
pernyataan asy-Syafi'l mengenai ibtal al-istihsan,
dirumuskan dengan ungkapan yang terkenal di
kalangan ushuliyyin di antaranya oleh al-Gazali
dengan man istahsana fagad syara’a.®** Munculnya
ungkapan al-Gazali ini merupakan reduksi dan
sintesa dari pernyataan Syafi'l bahwa “orang
yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan itu
sesungguhnya telah menetapkan sesuatu  yang
sangat besar dan telah menempatkan dirinya di
bawah kendali akal dan anggapan baiknya tanpa
dukungan al-Qur'an dan sunnah dan ia harus
tunduk mengikuti akalnya” 6%

Namun demikian, pernyataan ini di
kalangan ulama us0l Hanafi dipahami bahwa
asy-Syafi'l tidak menolak istihsan, tetapi justru
ia memuji orang yang menggunakan istihsin
dalam konteks istinbat hukum. Menurutnya, hal
inilah yang tidak dipahami oleh Syafi'iyyah. Dan
pernyataan man istahsana faqad syara’a itu
bukanlah pernyataan Syafi’l, tetapi pernyataan
al-Gazali dari reduksi dan sintesa atas
ungkapan  asy-Syafi'i. (d) Argumentasi
penolakan  asy-Syafi'i terhadap istihsan.
Argumentasi-argumentasi yang dibangun asy-

09 Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 253.
695 Asy-Syafi’i, al-Umm, Juz ke 6, h. 200.
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Syafi'i dalam ibtal al-istihsan ini ternyata banyak
dalil yang dikemukakannya dari teks-teks al-
Qur’an dan hadis, dan bisa dilihat dalam ar-
Risalah dan al-Umm-nya. Dalil-dalil dimaksud
antara lain:

(1) Q.S.al-Maidah (5): 3: “Pada hari ini telah
Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah Ku-
ridhai Islam itu menjadi agama bagimu.”

(2) QS. al-Qiyamah (75): 36: “Apakah
manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu
saja (tanpa pertanggungjawaban?).”

(3) Q.. an-Nahl (16): 44: “Dan Kami
turunkan kepadamu al-dzikr (al-Qur’an) agar kamu
menerangkan kepada umat manusia apa yang
diturunkan kepada mereka.”

4) Q.S. an-Nahl (16): 89: “Dan Kami
turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta
rahmat.”

() QS. al-An’am (6): 38: “Tidaklah Kami
alpakan Sesuatu pun di dalam al-Kitab (al-Qur’an).”

(6) Sedangkan hadis yang dijadikan dalil
adalah perkataan Nabi Saw.:. “Aku tidak
membiarkan sesuatu yang diperintahkan kepadamu
oleh Allah kecuali aku juga sungguh memerintahkan
kamu  dengannya, demikian juga aku tidak
membiarkan sesuatu pun yang dilarangmu oleh
Allah  (mengerjakannya)  kecuali  aku  pun
melarangnya.” 6%

Dari teks-teks ayat dan hadis tersebut,
menurut asy-Syafi'i menunjukkan bahwa Allah
tidak membiarkan manusia begitu saja, tanpa
pertanggungjawaban. Dia telah
menyempurnakan agama dan nikmat-Nya serta

69%Asy-Syafi'l, al-Umm, Juz ke 7, h. 314.



menjadikan al-Qur’an sebagai way of life dan
penjelas terhadap segala sesuatu. Seandainya
seseorang  diperbolehkan = mengemukakan
pandangan-pandangannya tanpa mengacu
kepada al-Qur’an, sunnah, ijma’, atau gqiyas,
maka  berarti dibolehkan  mengeluarkan
pandangan yang kontradiktif dengan khabar-
Nya. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sejauh
yang saya ketahui, katanya, ahli ilmu itu tidak
berbeda dengan al-Qur’an (walam
yakhtalif ahl al-ilm bi al-Qur’an fima ‘alimtu).
Kemudian yang dimaksud Allah diakhir ayat 37
surat al-Qiyamah menyebutkan kata as-suda
adalah sesuatu yang tidak diperintahkan dan
tidak dilarang. Barang siapa yang berfatwa atau
menetapkan hukum dengan sesuatu yang tidak
diperintahkan, berarti ia telah membiarkan
dirinya ke dalam makna as-suda. Padahal Allah
telah  mengingatkan bahwa Dia tidak
membiarkan orang tersebut sia-sia tanpa
pertanggungjawaban.t”

Asy-Syafi'l mengatakan dalam ar-Risalah,
bahwa “tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada
salah seorang ahli agama Allah, kecuali terdapat
dalilnya dalam kitab Allah yang menjadi petunjuk
baginya. Allah berfirman dalam surat al-Nahl, ayat
89 seperti tersebut di atas.”®% Kemudian dalil
berikutnya, asy-Syafi'i kemukakan firman Allah
(QS. al-Ahzab (33): 2): “Dan ikutilah apa yang
diwahyukan  Tuhan-mu  kepadamu.” Q.S. al-
Maidah (5): 49: “Dan hendaklah kamu memutuskan
perkara di antara mereka menurut apa yang

697Ibid., h. 313. Lihat, Judah Hilal, “Al-Istihsan wa al-Mashlahat al-
Muralah” dalam  Usbu’ al-Figh al-Islami wa Mahrujaz al-Imam ibn
Taimiyyah, al-Majlis al-"A’la Liri’ayah al-Funun wa al-Adab wa al-"Ulum
al-Titima'iyyah, 1380 H., h. 245.

698 Asy-Syalfi’i, ar-Risalah, h. 20.
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diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka.” Dan Q.S. Sad (38): 26: “Hai
Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu
khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah
keputusan (perkara) di antara manusia dengan
kebenaran.”

Berdasarkan tiga dalil yang disebutkan
terakhir ini menunjukkan bahwa Allah benar-
benar memerintahkan untuk mengikuti kitab-
Nya, al-Qur'an. Al-Qur'an menunjukkan
kepada wajib mengikuti Rasul-Nya, dan Rasul
memerintahkan untuk mengikuti ijma’. Allah
juga mewajibkan kepada umat manusia
(mujtahid) untuk menetapkan hukum dengan
kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa
seorang mujtahid dilarang mengemukakan
pendapat/pandangan, kecuali bertolak dari
mengikuti al-khabar, dan/atau ijma’. Sementara
mengemukakan pendapat dengan giyas berarti
mengikuti  al-khabar, maka orang yang
berpendapat dengan giyas, sesungguhnya ia
mengikuti al-Qur’an, sunnah, atau ijma’. Istihsan
adalah sesuatu yang berada di luar dalil-dalil
tersebut, dan tidak ditemukan suatu nas yang
membolehkan istihsan bisa dijadikan dalil.
Dengan demikian, istihsan bukanlah mengikuti
al-Qur’an, sunnah, ijma’, atau giyas. Sekiranya
ilmu agama bisa diterima dari mujtahidin yang
mengetahui prinsip-prinsip dasariah al-Qur’an,
sunnah, dan ima’ yang mengemukakan
pendapat tentang hukum-hukum syara’
berdasarkan istihsan tanpa ada al-khabar yang
sejalan dengan dalil-dalil itu, maka ahli pikir
yang tidak mempunyai ilmu tentang dasar-
dasar syari‘at, dan kaidah-kaidah istinbat
hukum, juga boleh ber-istihsan selama istihsin
itu kembali kepada kecendrungan ahli pikir



dengan tabiat dan akalnya. Padahal ijma’
mengatakan tidak boleh bagi seseorang
berpandangan mengenai hukum syara’ dalam
konteks ijtihad, kecuali jika ia mengerti tentang
prinsip-prinsip dasariah dari al-Qur’an, sunnah,
ijma’, dan giyas.*Untuk mendukung dan
menguatkan pernyataan-pernyataannya, asy-
Syafi'i mengemukakan dua kasus hukum
keluarga, yaitu tentang zihar,7®° dan [i’an”0.
Pertama, mengenai kasus zihar ini terjadi
kepada seorang suami bernama ‘Aus bin Samit
melakukan zihar terhadap isterinya, sehingga
isteri ‘Aus menanyakan kepada Rasulullah.
Kemudian beliau mengatakan, karena kasus ini
belum pernah terjadi dan ketetapan wahyu
belum ada, maka teknis problem solvingnya
ditunda sementara hingga turun wahyu sebagai
jawaban  penyelesaiannya. @ Tidak lama
kemudian turun Q.S. al-Mujadilah (58): 1-4:
“Sesungguhnya Allah telah mendengan perkataan
wanita yang memajukan gugatan kepada kamu
tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada
Allah. Dan Allah mendapat soal jawab antara kamu
berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar
isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya
sebagai ibunya, padahal) tidaklah isteri mereka itu
ibu mereka, ....” Kedua, mengenai kasus li'an

09 Asy-Syafi'i, al-Umm, Juz ke 7, h. 313.

70Zihar, yaitu menyamakan isteri atau bagian tubuhnya dengan
mereka yang diharamkan baginya karena ada hubungan nasab, atau
hubungan susuan, atau dengan bagian tubuh mereka. Lihat, ‘Ali bin
Muhammad  al-Jarjani  (selanjutnya  ditulis aj-Jarjani)Kitab  al-
Ta'rifat(Singapura-Jiddah: al-Haramain, t.t.), h. 144.

701Li’an, yaitu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, bersedia
menerima la’nat Allah sebagai pengganti hukuman dera (had) penuduh
zina bagi suami dan pengganti hukuman dera bagi isteri yang dituduh
telah melakukan zina oleh suaminya. Ibid., h. 192.
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yang diajukan oleh seorang suami kepada
Rasulullah untuk dimintakan fatwa hukumnya.
Teknis problem solvingnya sama seperti kasus
zihar, diselesaikan hingga turun wahyu.
Kemudian turun ayat 6-9 dari Q.S. an-NUr (24):
“Dan  orang-orang yang menuduh isterinya
(berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai
saksi-saksi  selain diri  mereka sendiri, maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah
dengan nama Allah, sesungquhnya dia adalah
orang-orang yang benar. Dan (sumpah) kelima,
bahwa la-"nat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-
orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari
hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama
Allah,  sesungguhnya suami itu  benar-benar
termasuk orang yang berdusta, dan (sumpah) yang
kelima bahwa la'nat Allah atasnya, jika suaminya itu
termasuk orang-orang yang benar.”702  Setelah
turun wahyu dari kedua kasus tersebut baru
Rasulullah memanggil kedua belah pihak yang
bermasalah yang melakukan perbuatan zihar,
penuduh (suami) dan tertuduh (isteri) dengan
menyampaikan keputusan hukumnya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan wahyu.

Menurut  asy-Syafii, kebijakan dan
keputusan Rasulullah terhadap kedua kasus di
atas yang ketetapan hukumnya divonis setelah
turun wahyu, menunjukkan bahwa tidak
diperbolehkan seseorang (mujtahid) mencari-
cari hukum suatu masalah kecuali setelah
mengetahui kebenaran, dan tidaklah suatu
kebenaran itu dapat diketahui dan ditemukan
tanpa mengikuti petunjuk al-Qur'an dan
sunnah.”0

702Asy-Syafi'l, al-Umm, Juz ke 7, h. 313. Lihat, Imam al-Qadhi Abu al-
Walid ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 89.
703 Asy-Syalfi'l, al-Umm, Juz ke 7, Ibid., h. 313.
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Konsistensi penolakan asy-Syafi'i terhadap
istihsan. Asy-Syafi'i, di satu sisi dia sebagai
seorang mujtahid yang menolak istihsan, tetapi
di sisi lain dalam konteks ijtthad dia
menggunakan term astahsin, sehingga dinilai
oleh ulama usUl Hanafi bahwa asy-Syafi'l juga
menggunakan istihsan dalam praktik istinbat
hukum. Hal ini terlihat dalam keputusan-
keputusan hukumnya, misalnya  mengenai
kasus mut’ah (pemberian suami terhadap
mantan isteri selama masa ‘iddah) dengan
istihsan, dengan pernyataannya: “astahsin fi al-
mut'ah salasina dirhama.”70* (Saya ber-istihsan
dalam hal mut’ah itu 30 dirham). “astahsin
antakun al-mut’ah  fi haq al-‘agim tsalatsin
dirhama.” 705 (Saya ber-istihsan untuk
menetapkan mut’ah bagi yang tidak mempunyai
anak senilai 30 dirham). Asy-Syafi'i dalam
kasus ini memberikan keputusan hukum
kepada suami dengan kewajiban memberikan
nafkah yang layak, yaitu senilai 30 dirham
(separoh maskawin) kepada isteri yang
diceraikannya, bukan berdasarkan istihsan
tetapi berdasarkan nas Q.S. al-Baqarah (2): 236
dan 241: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar)
atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu
sebelum kamu bercampur dengan mereka dan
sebelum  kamu  menentukan maharnya. Dan
hendaklah kamu berikan suatu mut’'ah (pemberian)
kepada mereka.” “Kepada wanita-wanita yang
diceraikan  (hendaklah diberikan oleh suaminya)
mut’ah menurut yang ma’ruf (layak).”

704 As-Sarakhsi, Us0l as-Sarakhsi, h. 207.
705 Muhammad Musthafa Syalabi, Ta’lil al-Ahkam(Bairut: Dar an-
Nahdah al-"Arabiyyah,1981, h. 373.
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3. Al-“Urf
Definisi al-“Urf

Adapun cerai karena persyaratan yang
telah ditentukan sebelumnya, seperti syarat
dalam ta’lig talag, dan syarat yang dijanjikan
dalam nikah mut’ah (kawin kontrak), atau talak
yang disebabkan khulu’ (perceraian atas
permintaan isteri), menurutnya tercakup dalam
keumuman ayat di atas.

Contoh lain, mengenai waris bersama
saudara laki-laki seayah dan seibu. Al-Syafi’i
berijtihad dan menetapkan hukumnya sama
seperti gurunya Imam Malik bin Anas, bahwa
saudara laki-laki seayah dan seibu sama-sama
mendapatkan bagian waris 1/3 harta, yaitu
menganut hasil ijtihad Umar bin Khattab.
[jtihad Umar dalam konteks ini berdasarkan
ra’y, yang menurut ulama Iraq tidak lain adalah
istihsan. Berarti Malik dan Syafi'l dalam
menetapkan keputusan waris bersama ini sama-
sama berdasarkan istihsan. Meskipun demikian,
ternyata Malik mengikuti pendapat hukum
Umar yang dia yakini sebagai asar sahabat.
Sedangkan Syafi'l mengikuti pendapat hukum
Umar karena diyakininya sebagai ijma’ as-
sahabah. Jadi, asy-Syafi'l dalam keputusan
hukumnya tidaklah berdasarkan istihsin. Dan
masih banyak lagi contoh-contoh praktik ijtihad
Syafil yang lain yang diduga kuat
menggunakan istihsan oleh para ulama wus0l
Hanafi.

Secara etimologi, ‘urf maknanya tradisi yang

baik (al-ma’ldf al-mustahsin), di antaranya terlihat
dalam Q.S. al-A’raf (7): 46:
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Artinya: “Dan di atas (al-a’vaf) itu ada orang-orang
yang mengenal masing-masing dari dua
golongan  mereka  dengan  tanda-tanda
mereka”.

Atau tradisi yang terus-mnerus dikenal (at-
tatabu’), seperti dalam Q.S. al-Mursalat (77): 1:

65e i

Artinya: “Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk
membawa kebaikan” 706

‘Urf juga dimaknai dengan berbuat baik (al-
ma’r0f), yang didasarkan pada Q.S. al-A’raf (7): 199:

sl o 220 il 2 s

Artinya: “Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah
daripada orang-orang yang bodoh”.

Sedangkan secara terminologi, aj-Jarjani
mendefinisikan ‘urf:

o3 ‘Ja»L 5 [:ﬁ_j Sodr da» oo or oS oo L:
iy UL adly gl salty ade o) & el

S Rb2aas Noh D O 0 2 U A
S0, 86 o 7o 838

ré—i“ 3l gl S0l 32

76Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 2, h. 829.
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Artinya: “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa
karena  dalam  mengerjakannya  sejalan
dengan logika dan dapat diterima oleh
karakter kemanusiaan, dan ia juga dapat
dijadikan  hujjah  karena  lebih  cepat
dipahami” 707

Mustafa Ahmad az-Zarqda’ (w. 1357 H)
mendefinisikan “urf:

o/ 0SS S -

J"-"J\ J}’ S (F o Sl

Artinya: “Tradisi mayoritas kaum (masyarakat) baik
perkataan atau pun perbuatan” 708

Zakaria al-Barri mendefinisikan ‘urf:

or o o b 088 3B e o
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Artinya: Sesuatu yang dikenal oleh masyarakat
umum, mereka biasa mengamalkan baik
perkataan maupu”n perbuatan”.70°

Ba’ad al-us0liyyin, seperti an-Nasafi, Ibn ‘Abidin,
ar-Rahawi, dan Ibn Nujaim al-Hanafi mengatakan
bahwa kata al-‘uf itu sama dengan kata al-‘adah
merupakan dua kata yang sinonim = (al-
mutaradifat).”’? Dimaksudkan dengan al-‘adah secara
terminologi adalah:

P Swebo Soror

840.

707 Aj-Jarjani, Kitab at-Ta'rifat, h. 149.
78Mustafa Ahmad az-Zarqa’, al-Madkhal al-Figh al-‘Am, Juz ke 2, h.

709Zakaria al-Barri, Masadir al-Ahkam, h. 145.
7W0Wahbah az-Zuhaili, Us0! al-Figh, h. 830.



Artinya: “Sesuatu yang dikerjakan dengan berulang-
ulang (kontinyu) tanpa adanya hubungan
rasional”.711

Definisi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang
dikerjakan (al-amr) itu bersifat umum baik berupa
perbuatan (al-af'al) maupun perkataan (al-aqwal).
Sesuatu yang dilakukan itu senantiasa kontinyu (at-
tikrar), jika dilakukan tidak kontinyu, maka tidak
bisa ditetapkan sebagai ‘“adah. Hal ini berarti bahwa
problematika ‘adah adalah sangat luas dan
kompleks, karena mengakomodir berbagai ‘adah
yang dilakukan oleh perorangan (al-‘adah al-
fardiyyah), seperti kebiasaan tidur, makan, minum,
berpakaian, berdandan, dan kebiasaan mayoritas
masyarakat (al-‘adah al-jama’ah aw al-‘ammah aw al-
jumh0r) yang dihasilkan dari pemikiran yang baik,
atau juga yang tidak baik, seperti mengadakan
acara halal-bihalal. Seangkan yang tidak baik yang
dianggap budaya dan dibudayakan, seperti
melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Dengan deskripsi al-‘adah dan al-urf di atas,
pada akhirnya Jumh0Or al-usOliyyin menegaskan
bahwa al-‘adah itu lebih umum dari al-urf, karena al-
‘adah mencakup tradisi dan budaya yang muncul di
masyarakat yang dilakukan secara alami, baik itu
al-‘adah  al-fardiyyah maupun al-‘adah  al-jumh0r.
Keumuman al-"adah ini bersifat mutlak, sedangan al-
‘urf Dbersifat spesifik, yang disebut juga dengan
term ‘adah yang dibatasi (‘adah muqayyadah). Dengan
demikian dapat ditegaskan bahwa setiap ‘urf adalah
‘adah, tetapi tidak setiap ‘adah menjadi ‘urf, karena

‘Adil bin ‘Abd al-Qadir QUtah, Asr al-‘Urf wa Tatbigatuh al-
Mu’asirah fi Figh al-Mu’amalat al-Maliyah (Jiddah: Fahrasah Maktabah al-
Mulk, 1428 H/2007 M), Cet. ke 1, h. 32.
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‘adah terkadang wujudnya bersifat individual
(fardiyyah) dan kolektif (musytarakah).”2
Pembagian ‘Urf

Dalam tataran teoritis-normatif, pembagian “urf

dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

1)

Dilihat dari segi obyeknya, Mustafa Ahmad az-
Zarqa’, ‘urf dibedakan pada dua macam, yaitu
‘urf lafzi dan “urf ‘amali.”*3 Dimaksudkan dengan
al-‘urf al-lafzi yaitu tradisi masyarakat dalam
menggunakan sebagian lafaz atau ungkapan
tertentu dalam mengungkapkan sesuatu,
sehingga makna ungkapan itu dapat dipahami
dan terbersit dalam pikiran masyarakat,
meskipun tanpa indikasi dan tidak ada
hubungan rasional.”* Misalnya, seseorang
datang ke sebuah warung berkata: Mas minta
GV satu bungkus, pemilik warung dan
masyarakat pada umumnya sudah tahu bahwa
seseorang itu maksudnya membeli sebungkus
rokok surya kretek. Contoh lain, Mas minta
daging satu kg, perkataan demikian  ini
pedagang daging dan masyarakat umum sudah
paham bahwa seseorng itu membeli daging
sapi, kemudian oleh penjual daging dilayani
dan diambilkan satu kg daging tersebut.
Sedangkan dimaksudkan dengan al-‘urf al-
‘amali yaitu tradisi masyarakat yang berkaitan
dengan perbuatan biasa, atau dengan perbuatan
yang berkaitan dengan keperdataan.”’> Seperti,
kebiasaan seseorang dalam menjalani pola
hidup yang tidak terkait dengan orang lain,
misalnya, seseorang setiap pagi sebelum

72Mustafa Ahmad az-Zarqa’, al-Madkhal, h. 841. ‘Abd al-Qadir
Qutah, Asr al-"Urf, h. 33.

73Az-Zarqa’, al-Madkhal, h. 844.

714]pid., h. 845.

715]bid., h. 846.



sarapan meminum kopi, atau minum teh. Ada
yang meminum kopi atau teh setelah selesai
sarapan pagi, dan seterusnya, demikian ini
yang disebut dengan perbuatan biasa.
Sedangkan dimaksudkan dengan perbuatan
yang Dberkaitan dengan keperdataan (al-
mu’amalat al-madaniyyah), seperti melakukan
transaksi saling memberi tanpa mengucapkan
ijab dan kabul (al-bai’ al-mu’atah), melakukan
akad nikah dengan cara tradisi masing-masing
suku, dan yang lainnya.

2) Dilihat dari segi cakupannya, ‘urf oleh az-
Zarqa’ dibedakan pada dua macam, yaitu al-‘urf
al-‘am dan al-"urf al-khas.”'¢ Dimaksudkan al-"urf
al-‘am yaitu suatu tradisi yang sudah dikenal
oleh publik atau masyarakat umum dalam
sepanjang masa. Seperti, penggunaan kamar
mandi (WC umum) dengan membayar tarif
tertentu tanpa batas waktu. Pengguna menyewa
WC umum tersebut dalam rentang waktu
sesuai kebutuhan, dan sangat boleh jadi
digunakan oleh penyewa bisa sebentar dan bisa
lama.

Sedangkan dimaksud dengan al-‘urf al-khas
yaitu suatu tradisi yang telah dikenal oleh
penduduk suatu bangsa, atau warga
masyarakat daerah tertentu. Seperti, tradisi
yang mengalami perubahan (al-mutabadilah)
dalam suatu bangsa atau masyarakat daerah
tertentu dari baik kepada tidak baik, atau
sebaliknya. Misalnya, membuka kepada bagi
perempuan itu mempunyai sifat murd’ah yang
buruk di negera bagian Timur, dan tidak buruk
bagi perempuan di negara Barat. Selain itu,
seperti tradisi menerima mas kawin dalam

716]bid., h. 848.
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sebuah perkawinan sebelum pasangan suami
isteri bercampur, dan akad jual beli dengan cara
pesanan (as-salam atau al-istisna’).

Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan
syara’, Wahbah az-Zuhaili, ‘urf dibedakan pada
dua macam, yaitu al-‘urf as-sahih dan al-‘urf al-
fasid.7'7 Dimaksudkan dengan al-urf as-sahih
yaitu  tradisi masyarakat yang  tidak
menghalalkan yang haram, atau sebaliknya.
Seperti, tradisi suatu masyarakat dari pihak pria
memberikan sesuatu sebagai tanda pinangan
resmi kepada pihak wanita (calon isteri), tidak
dikembalikan  kepada pihak pria jika
peminangan itu dibatalkan olehnya. Sebaliknya,
jika yang membatalkan pinangan itu pihak
wanita, maka pemberian sesuatu sebagai tanda
pinangan resmi itu dikembalikan kepada pihak
pria. Contoh lain, tradisi suatu masyarakat yang
tidak memperbolehkan anak gadis yang sudah
dinikahi oleh seorang pria pindah ke rumah
suaminya sebelum mas kawin dibayarkan,
minimal separuhnya. Tradisi ini merupakan “urf
yang bisa ditaati dan dijadikan dasar oleh para
hakim Pengadilan, jika suatu saat perkawinan
itu muncul persoalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan al-‘urf
al-fasid ~ yaitu tradisi ~masyarakat yang
kontradiksi dengan ketentuan perundang-
undangan, dan dalil-dalil hukum syara’. Dalam
praktiknya, kebalikan dari ‘urf as-sahih, yaitu
mengharamkan  yang  dihalalkan,  dan
menghalalkan yang diharamkan agama. Seperti
meninggalkan salat dalam melaksanakan pesta
perkawinan, baik kedua mempelai maupun
panitia penyelenggara pesta. Padahal status

7I7Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 2, h. 834-835.



hukum melaksanakan pesta (al-walimah al-"urus)
itu hanya kebolehan saja (al-ibahah), dan paling
tinggi hukumnya terutama bagi sebagian ulama
yang memandang keharusan melaksanakan al-
walimah adalam sunnah (an-nadb). Dalam
konteks ini, mayoritas ulama usdl al-figh (Jumhor
al-us0liyyin) sepakat bahwa al-‘urf al-fasid tidak
bisa dijadikan dalil hukum, atau hujjah asy-
syar’iyyah.
c¢. Persyaratan Penggunaan ‘Urf
Jumhdr al-usdliyyin menegaskan bahwa “urf bisa
dijadikan salah satu dalil hukum, atau hujjah asy-
syar'iyyah apabila memenuhi persyaratan, paling
tidak menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa’, empat
macam persyaratan sebagai berikut:

1) ‘Urf itu berlaku secara umum. Maksudnya, ‘urf
berlaku dan Dberjalan di tengah-tengah
kehidupan masyarakat tidak bersifat sektoral
(juz'iyyah) atau atomistik, tetapi betul-betul
keberlakuannya  dianut oleh  mayoritas
masyarakat.

2) ‘Urf vyang telah berlaku umum dan
memasyarakat itu ada sejak lama, ketika
muncul kasus hukum yang baru maka dapat
dijadikan landasan penetapan hukum.

3) ‘Urf itu tidak kontradiksi dengan yang
diungkapkan secara jelas dalam suatu akad
perjanjian.

4) ‘Urf tidak kontradiksi dengan nas (al-Qur’an
dan sunnah), sehingga menyebabkan hukum
yang dikandung nas tidak bisa diaplikasikan
pada problem hukum yang dihadapi.”8
Persyaratan keempat yang disebutkan az-Zarqa’

di atas, menurut Zakaria al-Barri adalah nas yang

gat’iy. Karena itu, tidak dibenarkan ‘urf kontradiksi

718Az-Zarqa’, al-Madkhal, h. 873-874.
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dengan nas yang qat’iy. Seperti memakan riba.
Mengkonsumsi riba ini kontradiksi dengan nas, dan
termasuk ‘urf fasid. Q.S. al-Baqgarah (2): 275: “Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
Kemudian, apabila ‘urf kontradiksi dengan nas yang
umum yang ditetapkan dengan dalil yang zanny,
baik ketetapan hukum maupun dalalah-nya, maka
dalam hal ini ‘urf berfungsi sebagai takhsis pada
dalil yang zanny.79
d. ‘Urfsebagai Dalil Hukum

Pada prinsipnya para pakar metodologi
(usOliyyin) dan pemikiran hukum Islam (al-fugaha’)
sepakat bahwa al-‘urf al-‘am atau al-"urf al-khas yang
dapat mengalami perubahan (mutagayyirat)
disebabkan situasi dan kondisi tertentu (al-azminah
wa al-amkinah) menjadi salah satu dalil hukum
dalam konteks istinbat al-ahkam. Akan tetapi, mereka
berbeda  pendapat  dari segi  intensitas
penggunaannya sebagai dalil.

Di kalangan ulama mujtahid Hafiyyah, mereka
banyak menggunakan ‘urf sebagail dalil hukum
dalam berijtihad. Tetapi, ‘urf yang mereka
maksudkan adalah istihsan bi al-‘urf (istihsan yang
menyandarkan pada ‘urf). Dalam penggunaannya,
istthsan ~ bi  al-‘urf ini  diaplikasikan pada
problematika yang tidak ada ketentuan nas-nya.
Husain Hamid Hasan menegaskan bahwa
penggunaan istihsan bi al-‘urf sebenarnya kembali
kepada problem kepentingan umum, karena
dasarnya adalah pemeliharaan tradisi masyarakat.
Pemeliharaan tradisi-tradisi itu berarti memberikan
kemudahan serta menghilangkan kesulitan.”20

719Z.akaria al-Barri, Masadir al-ahkam, h. 148.
70Husain Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah fi Figh al-Islami
(Bairut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyabh, t.t.), h. 588.
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Ulama mujtahid Malikiyyah menjadikan ‘urf
yang hidup di kalangan penduduk Madinah
sebagai dalil hukum dalam istinbat al-ahkam. Dalam
penggunaannya, mereka lebih mendahulukan
berpegang pada ‘urf apabila kontradiksi dengan
qiyas.’2!

Ulama mujtahid Syafi'iyyah menjadikan ‘urf
sebagai hujjah dalam penetapan hukum, apabila
tidak menemukan ketentuan batasannya dalam
syara’ dan dalam penggunaan bahasa, sehingga
mereka menetapkan sebuah kaidah:

o S8 L LA e s s 4o Ze S S0 d o s
et o ~

SAd)

Artinya: “Semua yang datang dari syara’ secara
mutlak (digunakan), tidak ada ketentuannya
dalam agama dan tidak ada juga dalam
bahasa, maka dikembalikan kepada “urf”.722

Ulama mujtahid Hanabilah juga menjadikan ‘urf
sebagai dalil hukum dalam istinbat al-ahkam, apabila
tidak ada nas yang menjelaskan suatu problem
hukum yang dihadapi.”?

Mayoritas ulama, terutama di kalangan al-
a’immah al-arba’ah yang menggunakan ‘urf sebagai
dalil hukum, mereka berargumentasikan pada:
Pertama, diantaranya Q.S. al-A’raf (7): 199:

el o U el sl 2 5l a2

IMuhammad AbU Zahrah, Malik Hayatuh, h. 420.
72As-SuyUti, al-Asybah, h. 69.
75]bn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwagqqi'in, h.

521



522

Artinya: “Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah
dari orang-orang yang bodoh”.

Ayat ini dapat dipahami bahwa umat Islam
diperintahkan untuk mengerjakan yang ma’ruf.
Dimaksudkan dengan ma’ruf di sini, yaitu tradisi
yang baik yang dilakukan oleh masyarakat dengan
kontinyu, dan tidak kontradiksi dengan nas, serta
prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Kedua, hadis Rasulullah Saw. yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Abd Allah
bin Mas’0d, beliau bersabda:

s . . so S Zo s 08 0o Ser -
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Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh umat Islam,
maka hal itu juga baik di sisi Allah”.724

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut
menunjukkan bahwa, tradisi-tradisi yang baik yang
dilakukan secara kontinyu oleh masyarakat muslim,
dan sejalan dengan tuntunan ajaran Islam, maka
tradisi itu merupakan sesuatu yang baik menurut
Allah.

Setelah ‘urf diterima sebagai salah satu dalil
dalam istinbat al-ahkam, terutama ulama mujtahid
Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka kemudian mereka
merumuskan  kaidah-kaidah  fighiyyah  yang
berkaitan dengan “urf, di antaranya:

Artinya: “Tradisi itu bisa menjadi pertimbangan
hukum”.

724 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, J1d. ke 1, h. 379.
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Artinya: “Perbuatan manusia yang telah tetap
dikerjakannya, wajib beramal dengannya”.

Zo - ot o0~ /e) }a)‘a/a/

Artinya: “Sesuatu yang berlaku secara “urf itu seperti
suatu yang telah disyaratkan”.

u«.JL ulil\? JJ’JL WJ\

Artinya: “Menentukan berdasarkan “urf itu seperti
menentukan berdasarkan nas”.

-0 / e}w// S8

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum itu
disebabkan perubahan waktu” 725

725Keempat kaidah tersebut dapat diihat, al-Burnd, al-Wajiz, h. 152,
1168 dan 182.
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4. Qaul as-Sahabi

Dalam literatur us0l al-figh pada umumnya

penyebutan term ini berbeda-beda, ada yang

menyebutkan dengan mazhab as-sahabi, fatwa as-sahabi,

dan gqaul as-sahabi. Ketiga term ini pada prinsip

maknanya adalah sama, yaitu pendapat sahabat. Hanya

berbeda term saja. Dalam buku ini digunakan term gaul

as-sahabi.

a. Definisi

Terminologi sahabat menurut Jumhior al-

usOliyyin, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi
Saw. dan dalam keadaan beriman, baik bertemu
dengan waktu yang relatif panjang maupun hanya
dengan waktu yang singkat. Terlihat seperti al-
khulafa’ ar-rasyidin, para isteri Nabi, Abi Hurairah,
‘Abd Allah bin Mas’'dd, “Abd Allah bin ‘Abbas, Zaid
bin Sabit, dan vyang lain-lainnya. Mereka
mempercayai ajaran Risalah-nya, menyaksikan
segala ucapan, perbuatan, penetapan-penetapan,
dan perilaku kesehariannya (akhlaq al-karimah).726
Terminologi lain lebih singkat bahwa yang disebut
dengan sahabat yaitu orang yang bertemu dengan
Nabi Saw. dalam keadaan beriman, dan mati dalam
keadaan Islam.”” Terminologi ini jika digabungkan
dengan kata gaul, qaul as-sahabah berarti pendapat
sahabat, baik perorangan maupun kolektif tentang
suatu hukum syara’ yang terdapat di dalam al-
Qur'an dan sunnah. Jika dilihat lebih jauh
terminologi gaul as-sahabah ini tentu akan berbeda
terminologi menurut muhaddisin, menurut fugaha’,
dan para ulama yang lainnya.

b. Qaul as-Sahah sebagai Dalil Hukum

7267aki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 193.
727" Ali Jum’ah, Qaul as-Sahabi ‘Ind al-Usdliyyin (Mesir: Dar ar-Risalah,
1425 H/2004 M), Cet. ke 1, h. 9.
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Para pakar metodologi hukum Islam (al-
usOliyyin) terjadi perbedaan pendapat dalam
memposisikan qgaul as-sahabah sebagai dalil hukum
atau hujjah syar’iyyah dalam konteks istinbat al-
ahkam. Paling tidak, terdapat empat golongan
pendapat: Golongan pendapat pertama mengatakan
bahwa gaul as-sahabah itu sebagai hujjah secara
mutlak, apakah itu sejalan dengan giyas atau
kontradiksi dengannya. Demikian menurut Imam
Malik, AbU Bakar ar-Razi al-Jassas, AbU Sa’id al-
Bard’iy, AbU al-Ysr, dan Imam Ahmad dalam salah
satu riwayatnya. Golongan pendapat kedua
mengatakan bahwa gaul as-sahabi itu bukan hujjah
secara mutlak. Pandangan ini dibangsakan kepada
mayoritas ulama Asy’ari (Jumh0Or al-‘asya’irah), al-
mu’tazilah, Abi al-Husain al-Karakhi, al-Gazali, al-
Amidi, Ibn al-Hajib, Imam Ahmad dalam salah satu
riwayat, dan pandangan ini yang dipilih oleh asy-
Syaukani. Golongan pendapat ketiga mengatakan
bahwa gqaul as-sahabah menjadi hujjah apabila
kontradiksi dengan giyds, dan tidak menjadi hujjah
apabila sejalan dengan giyas. Demikian pandangan
Ibn Burhan, Imam AbU Hanifah, dan asy-Syafi'i.
Sedangkan golongan pendapat  keempat
mengatakan bahwa gaul as-sahabah menjadi hujjah
dari pendapat al-khulafa’ ar-rasyidin, sedangkan
selain mereka tidak menjadi hujjah. Demikian
menurut al-Barmaki al-Hanbali yang
mengharamkan menyulayai dari salah satu sahabat
empat, dan juga pandangan dari sebagian
Syafi'iyyah.728

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan
dari masing-masing golongan pendapat, sebagai
berikut:

728]bid., h. 52-53.
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Golongan pendapat yang mengatakan bahwa
gaul as-sahabah menjadi hujjah secara mutlak,
argumentasinya berdasarlan al-Qur’an, sunnah,
ijma’, dan logika (al-ma’q0l).

1) Al-Qur’an, di antaranya Q.S. Ali Imran (3): 110:

P
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Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang
dilahirkan untuk manusia, menyuruh
yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar, dan beriman kepada Allah”.

Q.S. at-Taubah (9): 100:

95 V5 Gl oo a;;‘vf\ RPN
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Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang
pertama-tama (masuk Islam) di antara
orang-orang muhajirin dan ansar dan
orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik, Allah ridha kepada mereka
dan mereka pun ridha kepada Allah dan
Allah menyediakan bagi mereka surga-
surga yang mengalir sungai-sungai di
dalamnya, mereka kekal di dalamnya



selama-lamanya.  Itulah  kemenangan
yang besar”.

Berdasarkan dua ayat di atas, menurut
mereka, Allah Swt. tunjukkan kepada para
sahabat, dan secara gamblang Allah memuji
mereka, karena mereka orang yang pertama kali
masuk Islam. Pujian ini juga diberikan kepada
generasi penerus sesudah mereka yang
mengikuti jejak dan langkah-langkah para
sahabat. Dalam al-Qur’an, ayat-ayat yang
bersifat umum, banyak sekali yang dijadikan
argumentasi oleh golongan pendapat pertama
ini, lihat, seperti Q.S. Yasin (36): 21, Lugman
(31): 15, YUsuf (12): 108, an-Naml (27): 59, Saba’
(34): 6, at-Taubah (9): 119, Ali Imran (3): 101, al-
Hajj (22): 78, al-Anbiya’ (21): 73, al-Baqarah (2):
143, dan al-Furgan (25): 74.

Sunnah (hadis)

Paling tidak ada enam hadis yang
menyuruh umat Islam mengikuti para sahabat
Rasulullah Saw.:

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

Rasulullah Saw. bersabda:

oSorso eSorce S wi o3 . so %
) 2Bl " \
el Sl gy o
Artinya: “Sahabatku ibarat bintang, siapa pun
kamu ikuti, maka kamu akan mendapat
petunjuk”.

b) Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi
dari al-"Arbad bin Sariyah, Rasulullah Saw.
bersabda:
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Artinya: “... dan jauhilah olehmu perkara-
perkara yang baru maka boleh jadi yang baru itu
menyesatkan, barang siapa yang menemukan
demikian itu di antara kamu (jauhilah), maka
mesti kamu mengikuti sunnahku dan sunnah al-
khulafa” al-rasyidin al-mahdiyyin”.

Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi
dari Huzaifah, ia berkata: Rasulullah Saw.
bersabda:
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Artinya: “Hendaklah kamu berpegang dengan
sunnahku, dan sunnah sesudahku, yaitu AbU
Bakar dan Umar”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim, Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “Sebaik-baik qurin (masa) adalah
quran-ku, kemudian qurOn mereka (as-sahabah)
dan qurOn mereka (tabi’in)”.

Kualitas hadis-hadis  tersebut, hadis

pertama menurut penilain Ibn Hajar di dalam
karyanya at-Talkhis al-Khabir, statusnya lemah
sekali (da’if jiddan). Demikian juga menurut Ibn
Hamid dalam Musnad-nya dari jalan Hamzah
an-Nasibi, dari Nafi’, dari Ibn Umar, dan
Hamzah, hadis itu lemah sekali, ... dari ad-

Dahhak bin Mazahim, status hadis itu mungqati’.



3)

Sedangkan menurut Ab0 Bakar al-Bazzar, hadis
itu tidak sah dari Nabi Saw.

Hadis kedua, menurut penilaian at-Tirmizi,
kualitas hadis ini adalah hadis hasan yang sahih
(haza hadisun sahihun). Demikian juga hadis
ketiga menurut at-Tirmizi berkualitas hadis
hasan. Sedangkan hadis keempat, riwayat
Imam Muslim, berkualitas sahih.

Ijma’

Para pakar metodologi hukum Islam
(usOliyyin) mereka sepakat bahwa gaul as-
sahabah itu menjadi hujjah. Al-Amidi asy-Syafi’i
(w. 631 H) misalnya, mengungkapkan fakta
sejarah tentang ‘Abd ar-Rahman bin ‘Auf yang
mensyaratkan kepada Ali bin Abi Talib untuk
mengikuti (menyetujui) Ab0 Bakar dan Umar
dalam masalah kepemimpinan (al-khilafah),
sehingga secara sah mau membai’atnya. Usman
bin ‘Affan juga menyetujui dari segi
persyaratan itu, dan tidak ada seorang sahabat
pun yang tidak menyetujui, maka terjadilah
ijma’ suk0ti.

Logika (al-Ma’q0I)

Secara logika, pertama, bahwa gaul as-sahabi
adakalanya didasarkan pada dalil nagli (al-
Qur'an dan sunnah), dan adakalanya
didasarkan pada ijtihad. Jika didasarkan pada
dalil naqli, maka qaul as-sahabi menjadi hujjah,
dan jika didasarkan pada hasil ijtihad, maka
ijtihad yang telah dilakukan harus dikuatkan
oleh ijtihad yang lain, dikuatkan dengan bukti-
bukti yang kuat dari al-Qur'an dan sunnah,
mengetahui cara menginterpretasikan,
mengikuti cara-cara yang dilakukan Nabi Saw.
atau oleh sahabatnya, tidak dibenarkan cara-
cara yang dilakukan dengan menisbatkan
kepada generasi sesudahnya seperti keadaan
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orang awam dengan dinisbatkan sebagai
mujtahid. Kedua, apabila seorang sahabat
berpendapat yang pendapatnya kontradiksi
dengan giyas, terkadang pendapatnya itu tidak
ada sandarannya, atau terkadang ada. Maka
tidak boleh berpendapat yang tidak ada
sandaran dasarnya, kalau ada pendapat dalam
masalah hukum syari’at tanpa dalil, maka itu
dilarang, dan pendapat sahabat yang demikian
itu tertolak. Tetapi, jika pendapat sahabat itu
terdapat sandaran dalil nagli, sekali pun di
belakang giyas tidak ada sandarannya, maka itu
bisa menjadi hujjah yang bisa diikuti.”??
Golongan pendapat yang mengatakan
bahwa gaul as-sahabi bukan sebagai hujjah secara
mutlak yang dibangsakan kepada Jumhor al-
Asya’irah, termasuk al-Gazali. Menurut al-
Gazali, ada pendapat bahwa gaul as-sahabi itu
menjadi hujjah secara mutlak, pendapat lain,
menjadi hujjah jika terjadi kontradiksi dengan
giyas, ada pendapat, qaul as-sahabi menjadi hujjah
apa-apa yang dikatakan AbU Bakar dan Umar
dengan argumen hadis “iqtad0 bi allazina min
ba’di”, dan ada pendapat, mereka sepakat
bahwa perkataan al-khlafa’ ar-rasyidin menjadi
hujjah. Menurut al-Gazali, semua itu tidak
benar (kullu batil). Terhadap pendapat orang
yang tidak terlepas dari suatu kesalahan dan
kelalaian, pendapatnya tidak bisa dijadikan
hujjah, karena mereka bukanlah orang yang
ma’sim (terlepas dari kesalahan). Para sahabat
sendiri sepakat untuk berbeda pendapat,
sehingga AbU Bakar dan Umar membiarkan saja
terhadap orang-orang yang tidak sependapat
dengannya, bahkan mereka menganjurkan agar

79]bid., h. 65-71.



setiap sahabat beramal sesuai dengan hasil

ijtihadnya masing-masing.730

Sedangkan argumentasi golongan pendapat
ketiga, keempat dan kelima yang mengatakan
bahwa gaul as-sahabi menjadi hujjah apabila
kopntradiksi dengan giyas. Menurutnya, karena
tidak ada indikasi (garinah), tidak ada dalam
bab ar-ra’y, juga dalam bab ar-riwayah dari segi
tidak dikatakan bahwa itu ra’y dan yang
semacamnya. Golongan pendapat ini pada
hakikatnya sama dengan pandangan yang
menolak kehujjahan gaul as-sahabi.

Tegasnya, bahwa mengenai gaul as-sahabi
sebagai dalil hukum (hujjah syar’iyyah) terdapat
dua pendapat yang saling bertolak belakang
(annahu hujjah, wa annahu laisa bihujjah) dengan
mengedepankan  argumentasinya  masing-
masing.

c. Implikasi Qaul as-Sahabi terhadap Hukum-

Hukum Furd’

Para pakar pemikiran hukum Islam dalam
meng-istinbat-kan hukum banyak yang berpegang
pada gaul as-sahabi. Hal ini tidak saja dalam masalah
ibadah dan mu’amalah, tetapi juga termasuk dalam
masalah perkawinan, kewarisan, dan tindak pidana.
Sebagai contoh dari masing-masing masalah
tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Masalah Ibadah, di antaranya mengenai sujud
tilawah (sajdah at-tilawah). Dalam konteks ini,
para wulama terjadi perbedaan pendapat.
Sebagian  ulama  berpendapat, = sunnah
hukumnya, demikian pendapat Imam asy-
Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan
sebagian yang lain, wajib hukumnya, demikian
pendapat mazhab Hanafi. Pendapat yang

730[bid., h. 71-72.
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pertama berargumentasikan pada beberapa asar
sahabat: (a) Dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari
dari “Ata” bin Yasar, ia bertanya kepada Zaid
bin Sabit tentang bacaan beserta imam,
kemudian ia berkata: Tidak ada bacaan beserta
imam tentang sesuatu, dan ia menduga (‘Ata’)
ketika Zaid membaca atas Rasulullah Saw. Q.S.
an-Najm (53): “Wa an-Najm iza hawa ...”, ia tidak
melakukan sujud. Menurut asy-Syafi'i bahwa
Zaid tidak melakukan sujud padahal ia yang
membaca (al-gari’), Rasulullah tida sujud karena
itu bukan fardu, tetapi kemudian Dbeliau
memerintahkannya. (b) Dikeluarkan oleh Imam
al-Bukhari dari Rabi’ah bin ‘Abd Allah, ia
berkata: Umar bin al-Khattab membaca Q.S. an-
Nahl (16) pada hari Jum’ah, apabila sampai
pada QS. as-Sajadah (32) yang diturunkan
Allah, maka ia sujud, dan jama’ah (ma’mom) ikut
bersujud. Apabila datang pada Jum’ah kedua
atau berikutnya ia membaca hingga sampai
pada Q.S. as-Sajdah, ia berkata: Wahai manusia,
bahwa kami tidak memerintahkan untuk
bersujud, barang siapa yang bersujud, maka ia
akan mendapatkan kebaikan dan pahala, dan
barang siapa yang tidak melakukan sujud,
maka tidak berdosa. Rabi’ah berkata: Umar
tidak ketika itu tidak melakukan sujud. Nafi’
menambahkan bahwa sesungguhnya Tuhanmu
tidak menfardukan kepada kami bersujud,
kecuali memang mereka mau melakukannya.
(c) Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari ‘Aisyah
ra. ia ditanya tentang sujud al-Qur’an, ia
berkata: Sujud al-Qur’an itu hak Allah untuk
melakukannya, atau disunnahkan
melakukannya, apa yang dilakukan oleh orang
muslim bersujud kepada Allah sekali sujud



sekalipun, maka Dia akan mengangkat
derajatnya.

Dua hadis yang disebutkan terakhir itu
menjadi  dalil bahwa sujud al-Qur'an
diperintahkan untuk tidak ditinggalkan, karena
Nabi Saw. bersujud ketika membaca Q.S. an-
Najm. Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa
seseorang tidak disukai meninggalkan sesuatu
dari sujud al-Qur'an, dan jika ditinggalkan
maka dimakruhkan (hukumnya), meskipun
tidak ada dalil yang mengharuskannya.”3!

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa
suyjud  tilawah  itu  wajib  hukumnya
berargumentasikan pada logika (al-ma’q0l)
bahwa as-sajdah itu menfaidahkan wajib (as-
sajdah tufidu al-wujub), karenanya mencakup
atas perintah yang jelas mengenai sujud,
mengakomodir informasi (hikayat) orang-orang
yang mengingkari ketika mereka diperintahkan
untuk bersujud, informasi tentang perbuatan
sujud para Nabi, dan semua apa yang
diperintahkan, atau mengingkarinya, atau
mengikuti apa yang dilakukan para Nabi itu
menjadi wajib.732

2) Masalah mu’amalah, di antara contohnya, pada
masa Nabi Saw. dan AbU Bakar, menjual ummu
al-walad (hamba sahaya perempuan yang telah
melahirkan anak dari majikannya) itu
diperbolehkan, tetapi di masa Umar bin al-
Khattab, menjual ummu al- walad itu dilarang,
dengan argumen bahwa darah mereka telah
bercampur dengan darah kita.”?

731 Ibid., h. 95-97.

732 [bid.

73Muhammad Ab0 an-NOr Zuhair, Muzkirah fi Us0l al-Figh li Gair
al-Ahnaf (Mesir: Maktabah Dar at-Ta’lif, t.t.), h. 44. Ibn Rusyd, Bidayah al-
Mujtahid , Juz ke 2, h. 338.
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3) Masalah perkawinan, di antaranya mengenai
penjatuhan talak yang diucapkan sekaligus oleh
suami terhadap isterinya pada suatu tempat.
Pada masa Nabi Saw. masih hidup, Ab0 Bakar,
dan masa awal kepemimpinan Umar,
penjatuhan talak tersebut dianggap jatuh satu
satu kali (falag raj’iy), sesuai dengan hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn
Taus dari ayahnya dari Ibn “Abbas, ia berkata:

JW); dbf%‘&” dﬂ)%ﬁ&dﬁ@\ oK
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Artinya: “Di masa Rasulullah Saw. dan Ab0

Bakar serta dua tahun pertama di masa

pemerintahan Umar, talak tiga yang

dijatuhkan sekaligus hanya dianggap

jatuh  satu  kali.  Umar  berkata:

Masyarakat telah terburu-buru dalam

melakukan tindakannya (menjatuhkan

talak tiga sekaligus) yang seharusnya

dapat mereka lakukan dengan bertahap.

Hal itu, apabila kami membiarkan mesti

merajalela di masyarakat, berarti kami

membiarkan mereka dalam
kehancuran” 734

Setelah Umar melihat kondisi masyarakat
demikian, ditetapkanlah bahwa talak tersebut
berlaku penuh menjadi talag bain, sehingga
suami tidak bisa merujuk kembali kepada

734Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 48.
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isterinya sebelum dinikahi oleh pria lain.
Penetapan hukum Umar ini ketika itu dianggap
kontradiksi dengan tradisi Nabi, ijma” as-sahabah
dan nas (Q.S. al-Baqarah (2): 229). Ayat itu
menjelaskan bahwa talak tiga bisa menjadi talaq
bain apabila dijatuhkan pada masa dan tempat
yang berbeda, sebagaimana telah dipraktikkan
oleh Nabi dan para sahabat.

4) Masalah kewarisan, di antara contohnya
tentang hak waris ahli waris beda agama.
Bertolak dari sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Usamah
bin Zaid, ia berkata, Rasulullah Saw. telah
bersabda:

s s 2 0F 080

r“ 0] K oy N

Artinya: “Seorang muslim tidak boleh berwaris
kepada orang kafir, dan (sebaliknya),
orang kafir tidak boleh berwaris kepada
orang muslim” .73

Di kalangan mayoritas ulama konvensional
(fugaha’ dan mufassirin) telah sepakat bahwa
disebabkan beda agama dapat menghalangi hak
waris (mawani’ al-irs). Tetapi, kemudian mereka
terjadi perbedaan pendapat dalam masalah,
kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta
warisan (al-mauris) orang muslim, apakah
orang muslim boleh mewarisi harta waris orang
kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab
yang membolehkan untuk mewarisi, dan
apakah selain agama Islam seperti Yahudi dan
Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama

735lmam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz ke 4, h. 2704. Imam Muslim,
Sahih Muslim, Juz ke 3, h. 1233.
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Allah dapat mewarisi satu sama lain, dan
termasuk harta orang yang murtad, siapakah
yang berhak mewarisinya. ?

Mayoritas ulama konvensional mensikapi
permasalahan di atas telah sepakat (Abu
Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya)
bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah
orang muslim, atau sebaliknya, apakah
disebabkan karena hubungan memerdekakan
budak (al-wala’), hubungan perkawinan (az-
zaujiyyah), dan/atau hubungan kekerabatan (al-
garabah). Demikian juga kalau ada seorang
muslim meninggal dunia, ia meninggalkan
seorang isteri non muslim (al-kitabiyah), atau
kerabat non muslim kemudian mereka masuk
Islam sebelum tirkah al-muwarris dibagikan,
maka mereka tetap tidak mendapatkan hak
waris.”?¢ Berbeda dengan Jumh0r al-‘ulama’
konvensional, Imam Ahmad bin Hanbal
berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi
tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya
disebabkan al-wala’, mereka yang beda agama
tapi masih dalam satu rumpun agama Allah,
isteri non muslim, dan kerabat non muslim
yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan.”3”
Sementara Mu’az bin Jabal, Mu’awiyah bin Abi
Sofyan, Sa’id bin al-Musayyab, Masraq, an-
Nakhai, Muhammad bin al-Hanafiyyah,
Muhammad bin ‘Ali bin al-Husain, bin ‘Ali bin
Abi Talib, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat

76Muhammad Muhyi ad-Din “Abd al-Hamid (selanjutnya disebut
‘Abd al-Hamid), Ahkam al-Mawarisfi asy-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala al-
Mazahib al-A’immah al-Arba’ah (Bairut: Dar al-Kitab al-* Arabi, 1404 H/1984
M), Cet. ke 1, h. 50. Lihat,Wahbah az-Zubhailil, Al-Figh al-Islami wa
Adillatuh (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 1425 H./2004 M), Juz
ke 10, Cet. ke 4, h. 7719.

737Ibid.,h. 51.



bahwa orang muslim dapat mewaris dari orang
kafir, tetapi tidak sebaliknya.”?® Pendapat
mereka ini berargumentasikan pada: Pertama,
hadis yang dikeluarkan oleh Abt Dawud dan
disahihkan oleh al-Hakim dari Mu'az, dia
berkata: Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda:
Islam itu lebih dan tidak kurang. Karena itu,
orang muslim dapat memperoleh hak
(mewaris) yang tidak diperoleh oleh orang
kafir. Kedua, berdasarkan giyds, mereka
mengatakan bahwa orang muslim
diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab,
tetapi tidak diperbolehkan sebaliknya, dan
diperbolehkan pula orang muslim mengambil
harta rampasan (al-ganimah) orang kafir. Jika
kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara
deduktif analogis berarti diperbolehkan pula
orang muslim mewarisi harta orang kafir.”?
Sedangkan mayoritas ulama konvensional
berargumentasikan pada hadis Nabi s.a.w. yang
diriwayatkan oleh banyak perawi dari Usamah
bin Zaid, beliau bersabda: Seorang muslim
tidak boleh berwaris kepada orang kafir, dan
(sebaliknya pula) orang kafir tidak boleh
berwaris kepada orang muslim.740 Menurut
mereka hadis ini menunjukkan umum, tidak
dikhususkan oleh sesuatu sebab apapun, dan
oleh kondisi apapun, dan juga tidak ada dalil
yang mengkhususkannya. Dalam konteks ini
mereka kelihatannya memahami bahwa dalalah
‘amm selama tidak ada dalil yang mentakhsis
satuan-satuan (al-afrid-nya), maka lafaz ‘amm

738]bid., h. 52.

739 As-San’ani, Subul as-Sala@m, Juz ke 3, h. 98.

70Imam Bukhari, Sahih al-Bukhdri, Juz ke 4. ImGm Muslim, Sahih
Muslim, loc.cit., Juz ke 3.
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tersebut menunjukkan gat’i. Kalaupun sebagian
satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyyah
hal itu tergantung kepada takhsis-nya (qasr al-
‘amm-nya); Jika gasr al-‘amm-nya  tidak
mempunyai implikasi terhadap kehujjahan
‘amm, maka dalalah sisa satuan yang di-takhsis
adalah gat’i. Sebaliknya, jika gasr al-‘amm-nya
mempunyai implikasi yang signifikan, maka
dalalah sisa satuan yang ditakhsis adalah
zanni.’* Mereka juga dalam konteks ini tidak
menggunakan  giyas, karena  menurut
penilaiannya hadis yang dijadikan argumentasi
itu tingkat validitas dan keotentikannya cukup
kuat, yang justru kontradiksi dengan giyas
seperti yang dipraktikkan oleh ulama yang
berpandangan bahwa orang muslim boleh
mewarisi harta orang kafir. Adapun
argumentasi Ahmad bin Hanbal tidak diketahui
dengan jelas. Hanya saja menurut penulis
pandangan Ahmad ini lebih dekat pada
pendapat Mu'az bin Jabal, dan ulama-ulama
yang lain yang membolehkan orang kafir
mewarisi tirkah orang muslim, dan sebaliknya.
Kemudian masalah orang yang beragama
selain Islam, yakni pemeluk agama Yahudi
dapat mewarisi harta orang beragama Nasrani,
Majusi, dan pemeluk agama-agama lainnya,
atau sebaliknya. Dalam konteks ini, Imam
Syafi'i dan Aba Hanifah berpendapat bahwa
secara kronologis orang Yahudi dapat mewarisi
harta orang Nasrani, orang Majusi dan pemeluk
agama lainnya, dan begitu pula berlaku
sebaliknya. Sedangkan mazhab Hambali
berpendapat bahwa orang Yahudi tidak dapat
mewarisi harta orang Nasrani, dan orang-orang

741Lihat, Zaki ad-Din Sya’ban, Usiil al-Figh, h. 330.



pemeluk agama yang lainnya. Sementara di
kalangan mazhab Maliki terdapat dua
pendapat: Pertama, mereka mengatakan bahwa
orang Nasrani tidak dapat mewarisi harta orang
Yahudi, dan harta orang dari pemeluk agama
selain Nasrani dan Yahudi, dan juga tidak
berlaku sebaliknya. Tetapi orang Majusi dapat
mewarisi harta orang Wasani, Burhami, dan
Sabi'i dan yang semacamnya. Kedua, mereka
yang berpendapat sama dengan pandangan
mazhab Hanbali seperti tersebut di atas.”#2
Imam  Syafii dan Aba  Hanifah
berargumentasikan pada firman Allah: (a)
“famaza ba’da al-haq illa ad-dalal.”7*3Wajah istidlal
ayat ini dipahami oleh mereka bahwa tidak ada
agama yang hak itu kecuali agama Islam, dan
selain agama Islam semuanya adalah
menunjukkan agama yang menyesatkan (ad-
dalal). (b) “wa allazina kafart ba’duhum auliya’u
ba’ad” 7*Wajah istidlal dari ayat ini menurutnya
bahwa kalimat “allazina kafarii” itu menunjukkan
‘amm yang mencakup semua macam-macam
orang kafir. Sungguh Allah telah menetapkan
bahwa sebagian mereka menjadi pelindung dan
penolong bagi sebagian yang lain. Sebagaimana
telah kita ketahui bahwa fiksi hukum (al-‘illah)
yang dikehendaki mengenai warisan ini adanya
pelindung dan penolong antara ahli waris (al-
wari§) dan pewaris (al-mauris). Kemudian
ditetapkan fiksi hukum ini beserta perbedaan
agama orang-orang kafir. Bahkan Allah tidak
memisahkan mengenai perlindungan mereka

742 Abd al-Hamid, Ahkam al-Mawaris, h. 54.

73 Q.S. Yanus (10): 32, yang artinya: “maka tidak ada sesudah
kebenaran itu, melainkan kesesatan.”

74Q.S. al-Anfal (8):73, yang artinya: “Dan orang-orang yang kafir,
sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.”
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satu sama lain, tetapi justru saling menguatkan
dalam keragaman.”#5

Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian
mazhab Maliki berargumentasikan pada firman
Allah: (1) “makana Ibrahim yahudiyya wala
nasraniyya walakin kana hanifa muslima wama kana
min al-musyrikin.”746 (2) “wagali kuni hudan aw
nasara tahtadi.”747Wajah istidlal pada dua ayat ini
menurutnya bahwa Allah sungguh telah
menjadikan yahudiyyah, bukan nasraniyyah,
sebagaimana Dia menjadikan satu agama dari
keduanya selain Islam, tetapi bukan agama
syirik sebagaimana pada ayat yang pertama di
atas. (3) firman Allah: “likull ja’alna minkum
syir’ah wa minhaja.”78 Ayat ini menunjukkan
bahwa setiap golongan manusia Allah telah
menjadikan tata aturan dan jalan yang terang
bagi mereka untuk memudahkan mereka.
Demikian juga menunjukkan bahwa bagi setiap
syari’at dan minhdj itu berbeda satu sama lain
dari yang telah disyari’atkan. Tetapi dari
perbedaan itu substansinya adalah sejalan
menjadi satu syari'at (syari‘atun wahidah) dan
satu jalan terang (minhajun wahid).7°

Dari dua golongan pendapat tersebut di
atas dengan masing-masing argumentasi yang
dikemukakannya, penulis lebih cendrung

745" Abd al-Hamid, Ahkam al-Mawaris, h. 54-55.

746 Q.S. Ali Imran (3): 67, yang artinya: “Ibrahim bukan seorang Yahudi
dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus
lagi berpasrah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk
golongan orng-orang musyrik.”

747 Q.. al-Baqarah (2): 135, yang artinya: “Dan mereka berkata:
Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu
mendapat petunjuk.”

748QQ.S. al-Maidah (5): 48, yang artinya: “ Untuk tiap-tiap umat di antara
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

749" Abd al-Hamid, Ahkam al-Mawaris, h. 55. .



mengatakan bahwa pendapat Imam Ahmad bin
Hanbal yang dikuatkan oleh sebagian mazhab
Maliki terlihat lebih kuat, logis, dan mendekati
kebenaran. Karena berdasarkan ayat-ayat yang
mereka jadikan argumentasi menunjukkan
bahwa Allah sesungguhnya telah menjadikan
agama beserta ajaran-ajarannya masing-masing.
Hanya saja pemeluk agama itu sendiri yang
harus  konsisten =~ mengamalkan  ajaran
agamanya, dan tentunya Allah akan menjamin
makhluk-Nya kesejahteraan di dunia, dan kelak
masuk surga Allah di akhirat.

Adapun mengenai harta warisan orang
murtad sebelum atau sesudah ia meninggal,
siapakah yang berhak mewarisi hartanya.
Sebab, di satu sisi ia memiliki kesamaan dengan
orang kafir karena sama-sama tidak beragama
Islam, tetapi di sisi lain, secara substansial
seorang yang murtad berbeda dengan orang
kafir (kafir Zimmi). Dalam konteks ini hukum
Islam telah menetapkan bahwa perbuatan
murtad  merupakan tindakan  kriminal,
karenanya dikenakan hukuman bunuh. Harta
yang dimilikinya menjadi harta rampasan (al-
fai’).7%0 Para ulama terjadi perbedaan pendapat
dalam mensikapi harta warisan orang murtad.
Mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan
Hanabilah) berpendapat bahwa orang Islam
tidak dapat mewarisi harta orang murtad,
karena tidak ada kewarisan antara orang
muslim dengan orang kafir (Ia yaris al-muslim al-
kafir). Dengan murtad, seseorang telah ke luar

70Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda: Man
baddala dinahu faqtulih (Barang siapa yang menggantikan agamanya
(murtad), maka bunuhlah dia). Lihat, “Abd al-Hamid, Ahkam al-Mawaris,
h. 58.
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dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara
otomatis telah memutuskan silah syari’ah
kepada ahli warisnya. Mayoritas ulama dengan
tegas menyatkan bahwa harta warisan mereka
tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli
warisnya yang sama-sama murtad. Harta
warisnya menjadi harta fai” yang harus
diserhkan ke bait al-mal untuk kepentingan
umum.”” Sedangkan menurut mazhab Hanafi
berpendapat bahwa harta warisan orang
murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang
beragama Islam,”?2 dalam pengertian dapat
diwarisi oleh ahli warisnya.

Dari dua pendapat tersebut di atas
berdasarkan argumen yang dikemukakannya,
maka yang dipandang lebih kuat dan
kontekstual di era sekarang ini adalah pendapat
mayoritas ulama yang mengatakan harta
warisan itu tidak bisa diwarisi oleh siapapun,
tetapi menjadi harta fai” yang harus diserahkan
ke bait al- mal untuk kepentingan umat dan
masyarakat pada umumnya. Dalam kaitan
dengan murtad, dimungkinkan ada ‘tawanan’
yang disaat menjalani tawanan dalam
pengasingan ia menjadi murtad. Hal ini dalam
pembuktiannya perlu melalui proses
pengadilan. Fatchur Rahman menegaskan,
“apabila hakim menjatuhkan vonis bahwa
seorang tawanan itu murtad, maka harta-harta
peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli
warisnya.”?®> Penegasan Rahman ini terlihat
kontra produktif dengan pendapat Jumhir al-

7SIMuhammad Ali as-Sabani, al-Mawaris, h. 56. ‘Abd al-Hamid,

Ahkam al-Mawaris, h. 59-61. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan, h. 87.

752Tbn ‘ Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar.Jld. ke 6, h. 767.
7S8Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), h.
519.



fuqaha’ yang mengatakan bahwa harta warisan
orang murtad menjadi harta fai” dan milik bait
al-mal, tidak menjadi harta waris ahli warisnya.
Bahkan lebih jauh ia menambahkan, atas vonis
hakim itu, keinginan orang ‘tawanan’ tidak bisa
diakomodir selama vonis tersebut didasarkan
atas bukti-bukti yang sah.”>*

Dari paparan penjelasan tersebut di atas,
jelaslah bahwa mayoritas ulama konvensional
melarang orang muslim berwaris kepada orang
kafir (Yahudi, Nasrani, atau sebagai murtad)
atau sebaliknya. Pandangan demikian ini
didasarkan pada pendekatan tekstual normatif
hadis Rasulullah, yang secara metodologis
hadis (mustalah al-hadis) terkualifikasi sebagai
hadis sahih, sehingga kedudukannya kuat dan
menjadi dasar hukum. Tetapi, jika dilihat dari
segi akar sejarah bahwa pelarangan Rasulullah
kepada ahli waris yang beda agama menerima
waris dari pewaris itu sesungguhnya sebagai
strategi politik yang dilatarbelakangi oleh
pernah terjadi kasus pengkhianatan beberapa
orang muslim di saat kondisi perang melawan
musuh dan bahkan membelot bergabung
kepada mereka (non muslim), sehingga
sekelompok muslim ini dijadikan tameng
(pioner) oleh pihak musuh, dan sangat
berbahaya bagi kekuatan tentara perang
muslim dalam mempertahankan kekuasaan
pemerintahan Islam dan keutuhan persatuan
umat Islam. Dari peristiwa ini oleh Rasulullah
dan para petinggi Islam lainnya dijadikan batas
pelarangan agar tidak terjadi di masa-masa
selanjutnya, termasuk dalam hal kewarisan.

754]bid.
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5)

Masalah tindak pidana, sebagai contoh di
antaranya mengenai hubungan seksual di luar
nikah. Q.S. an-Nur (24): 2:

V3 3ds Bl W ﬁ?g X \ji\;\; a\) Sl

35
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki
yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera

4

Ayat ini menunjukkan umum, tidak
menjelaskan apakah mereka yang berzina itu
sudah pernah nikah atau belum. Kemudian
dijelaskan oleh Rasulullah Saw. melalui
hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari ‘Ubadah bin as-Samit, beliau bersabda:
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Artinya: “Ambillah  hukum  dariku, ambillah
hukum dariku, sungguh Allah telah
memberikan jalan lain kepada mereka
(yaitu) laki-laki bujang (yang berzina
dengan) perempuan gadis (sanksinya)
adalah dera seratus kali, dan diasingkan
selama satu tahun, dan yang telah nikah
(yang berzina dengan) yang telah nikah



pula (sanksinya) dera seratus kali dan
rajam” 755

Implementasi dari penjelasan Rasulullah
Saw. ini, terutama pelaku zina yang belum
pernah nikah (al-bikru bi al-bikr), pernah Umar
mengasingkan Rabi’ah ibn Umayyah ke Suria,
tetapi di sana ternyata ia melarikan diri
bergabung dengan pihak musuh, yaitu
Bizantium. Berdasarkan pengalaman ini, Umar
menetapkan, mulai saat ini saya tidak akan lagi
mengasingkan seseorang, dan sanksi tersebut
dibekukannya.

Bertolak dari contoh-contoh tersebut di atas,
dapat ditegaskan bahwa berpegang pada asar
qaul as-sahabi dalam menetapkan hukum
sangat berimplikasi pada hukum-hukum
cabang (al-furd’ al-fighiyyah).

5. Syar’ man Qablana
a. Definisi
Dimaksudkan dengan syar” man qablana yaitu:
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Artinya: “Hukum-hukum yang telah disyari’atkan
kepada umat terdahulu melalui para Nabi
yang diutus kepada umat, seperti Nabi
Ibrahim, Nabi MUsa, dan Nabi ‘Isa As”.756

Terminologi syar’  man gablana ini
mendeskripsikan bahwa terdapat hukum-hukum

755Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 48.
756Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 189.
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Allah yang telah diberlakukan kepada umat
terdahulu melalui para Nabi-nya masing-masing.
Al-Qur'an dan sunnah banyak menginformasikan
hikayah syari’at para Nabi tersebut. Akan tetapi,
syari’at Nabi Muhammad yang merupakan syari’at
terakhir yang diturunkan Allah kepada umat
manusia, tentu berbeda doktrin-doktrin
keagamaannya, meskipun substansinya sama,
syari‘at Allah, sejak Nabi Adam As hingga Nabi
terakhir, Muhammad Rasulullah Saw. Berkaitan
dengan syari’at para Nabi tersebut, dalam
pembahasan di kalangan para pakar metodologi
hukum Islam (usUliyyin) muncul sebuah problem
mendasar, apakah syari’at yang diturunkan Allah
Swt. kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad
diutus, berlaku juga bagi Nabi Muhammad dan
umatnya, atau tidak ada kaitan keberlakuan dengan
syariat Nabi Muhammad.? Untuk menjawab
problem ini, akan dikemukakan pandangan ulama
sebagaimana pembahasan di bawah ini.
Pendapat Ulama Us0l tentang Syar’ man Qablana

Zaky ad-Din Sya’ban,’>’ dalam konteks ini
meringkas dan memilah pada dua bagian: (1)
Hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Kitab
Allah (al-Qur’an) dan sunnah Rasulullah Saw., hal
ini statusnya tidak menjadi syari’at bagi umat Nabi
Muhammad, dengan tidak ada perbedaan
pendapat di kalangan ulama wus0l. (2) Hukum-
hukum yang diinformasikan Allah kepada umat
Nabi Muhammad di dalam Kitab-Nya, atau melalui
ucapan Rasulullah Saw., dalam hal ini hukum
dibedakan pada tiga macam:

Pertama, hukum-hukum syari‘at para Nabi
terdahulu telah dihapus (di-nasakh) dan tidak
berlaku lagi (raf) bagi umat Nabi Muhammad

7571bid., h. 189-192.



berdasarkan dalil-dalil yang past (gat’iy), seperti
firman Allah dalam Q.S. al-An’am (8): 145:
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Artinya: “Katakanlah, aku tidak menemukan dalam
apa yang diwahyukan Allah  kepadaku
sesuatu yang haram bagi orang yang hendak
memakannya, kecuali kalau makanan itu
bangkai, atau darah yang mengalir atau
daging babi, karena sesungguhnya semua itu
kotor, atau binatang yang disembelih atas
nama selain Allah. Barang siapa dalam
keadaan  terpaksa sedangkan dia  tidak
menginginkannya  dan  tidak  (pula)
melampaui  batas, maka sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”.

Q.S. al-An’am (8): 146:
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Artinya: “Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami
haramkan segala binatang yang berkuku, dan
dari sapi dan domba, Kami haramkan atas
mereka lemak dari kedua binatang itu, selain
lemak yang melekat dipunggung keduanya
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atau diperut besar dan usus atau yang
bercampur dengan tulang. Demikianlah
Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan
mereka, dan sesungguhnya Kami adalah
Maha Benar”.

Dua ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa
ayat yang pertama mengharamkan kepada
umat Nabi Muhammad untuk mengkonsumsi
bangkai, darah yang mengalir dan daging babi.
Sedangkan ayat yang kedua, Allah
menginformasikan apa yang diharamkan-Nya
untuk orang Yahudi dahulu.

Dijelaskan  juga dalam  pernyataan
Rasulullah Saw.:
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Artinya: “Dihalalkan untuk-ku harta rampasan
yang tidak pernah dihalalkan untuk
orang sebelum-ku”.

Pernyataan Rasulullah ini menunjukkan
bahwa harta rampasan perang (al-gandim) itu
dibolehkan (dihalalkan) bagi umat Nabi
Muhammad, yakni harta yang diambil dari
musuh-musuh Islam dengan cara pererangan
(al-harb), yang dalam syari’at umat dahulu
diharamkannya.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, ulama
usul sepakat bahwa syari’‘at terdahulu dalam
bentuk yang demikian ini tidak berlaku bagi
umat Nabi Muhammad Saw.

Kedua, hukum-hukum syari'at terdahulu
yang masih ditetapkan al-Qur'an dan sunnah
dan dinyatakan berlaku untuk umat Nabi
Muhammad, maka jadilah sebagai syari’at Nabi



Muhammad yang dijalankan secara
berkelanjutan, seperti kewajiban menjalankan
puasa ramadan bagi umat Nabi Muhammad
sebagaimana diwajibkan umat Para Nabi
sebelumnya. Q.S al-Baqarah (2): 183:
F oSl e oS sk gl Gt
Oﬁ,} /59} ’T“O_f&ﬂ::d\
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu berpuasa sebagimana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” .
Ayat ini menjelaskan bahwa  berpuasa
disyari‘atkan = (diwajibkan)  untuk  umat
terdahulu, dan diwajibkan pula atas umat Nabi
Muhammad.
Contoh lain, disyari’atkan berkurban untuk umat

Nabi Ibrahim As. yang diinformasikan dalam
Q.S. al-Kausar (108): 2:
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Artinya: “Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu
dan berkurbanlah”.

Perintah berkurban ini pada awalnya
disyari’atkan untuk umat Nabi Ibrahim As.,,
kemudian disyari’atkan pula untuk umat Nabi
Muhammad Saw, sebagaimana dengan telinga
penegasan Rasulullah:
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Artinya: “Berkurbankan, karena yang demikian itu
termasuk perbuatan sunnah bapakmu, Ibrahim” 758

Hukum-hukum syari’‘at terdahulu dalam
bentuk ini berlaku untuk umat Nabi
Muhammad. Semua ulama wus0l al-figh dan
fuqaha’ sepakat terhadap pemberlakuan bentuk
syari‘at tersebut, pemberlakuan itu bukan
karena syari'at terdahulu yang mesti berlaku
untuk umat Nabi Muhammad, tetapi, karena al-
Qur'an dan sunnah telah menetapkan dan
menjastifikasinya.

Ketiga, hukum-hukum syari'at terdahulu
yang diinformasikan Allah dalam al-Qur’an dan
sunnah berlaku untuk mereka, tetapi tidak
secara tegas dinyatakan berlaku untuk umat
Nabi Muhammad, dan tidak ada informasi
(data) yang akurat bahwa hukum-hukum
tersebut dibatalkan (di-nasakh). Misalnya, Q.S.
al-Maidah (5): 45
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Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap
mereka  di  dalamnya  (at-Taurat)
bahwasannya  jiwa (dibalas) dengan
jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi
dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
qisas-nya.  Barang  siapa  yang

758]bn Majah, Sunan Ibn Majah (Baitur: Dar al-Fikr al-Islami, t.t.), Juz
ke 2, h. 1045.
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melepaskan  (hak  qisas)-nya, maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus
dosa baginya. Barang siapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu
adalah orang-orang yang zalim”.

Ayat ini menginformasikan hukum yang
berlaku pada orang-orang Yahudi dahulu yang
telah ditetapkan di dalam kitab Taurat,
kemudian diinformasikan oleh Allah untuk
diketahui oleh umat Nabi Muhammad. Di
kalangan us0liyyin, menanggapi hukum syari’at
terdahulu bentuk yang ketiga ini terjadi
perbedaan  pendapat, sebagian  mereka
berpendapat tetap menjadi syari’at kita (umat
Nabi Muhammad) yang wajib diikuti dan
diamalkan. Sedangkan sebagian yang lain
berpendapat tidak wajib diikuti dan diamalkan,
karena itu hanya sekedar informasi untuk
diketahui, dan tidak ada kaitan dengan syari’at
Nabi Muhammad.

Syar’ man Qablana sebagai Dalil Hukum
Al-Qur’an dan sunnah banyak
menginformasikan hukum-hukum syari’at agama-
agama langit (samawi) terdahulu, sebelum Islam
tampil ke permukaan menjadi agama terakhir.
Terkadang informasi hukum-hukum syari’at agama
terdahulu itu disertai dengan sesuatu yang
menunjukkan atas terhapusnya hukum-hukum
tersebut dalam  syari’at Islam, terkadang
menunjukkan atas tetap berlaku bagi umat Nabi
Muhammad, dan terkadang pula informasi hukum-
hukum syari’at tersebut tidak disertai sesuatu yang
menjelaskan dan menegaskan terhapus dan tidak
berlaku, atau tetap berlaku bagi umat Nabi
Muhammad. Mengenai hukum bentuk pertama,
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para pakar dari berbagai disiplin ilmu sepakat tidak
berlaku dan tidak termasuk syari’at bagi umat Nabi
Muhammad, karena adanya dalil yang
menunjukkan terhapusnya hukum-hukum tersebut
(lihat, Q.S. al-An’am (8): 145-146 di atas). Untuk
hukum bentuk kedua, para ulama juga sepakat
hukum-hukum tersebut ditetapkan menjadi syari’at
umat Nabi Muhammad dan diwajibkan untuk
mengamalkannya (lihat. Q.S. al-Bagarah (2): 183,
Q.S. al-Kausar (108): 2). Sedangkan bentuk hukum
ketiga, yang tidak disertai sesuatu yang
menunjukkan atas tetap dan terhapusnya, maka
para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama
berpendapat tetap menjadi syari’at umat Nabi
Muhammad dan wajib diamalkan, sedangkan
sebagian ulama yang lain berpendapat tidak
menjadi syari’at umat Nabi Muhammad dan tidak
wajib untuk mengamalkannya.

Persoalannya adalah, bisakah syar’ man
gablana menjadi dalil hukum dalam konteks
istinbat hukum.? Untuk menjawab problem ini,
usuliyyin terjadi perbedaan pendapat:

Kelompok pertama, mayoritas ulam wus0l
Hanafi, Maliki, minoritas ulama us0l Syafi'i dan
Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat
bahwa hukum syari’at umat terdahulu itu menjadi
syari’at bagi kita (umat Nabi Muhammad), maka
wajib untuk mengamalkannya. Di antara argumen
yang dikemukakannya, Q.S. al-An’am (8): 90:
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Artinya: “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi
petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk
mereka”.



Q.S. an-Nahl (16):
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Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu
(Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim yang
hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-
orang yang mempersekutukan Tuhan”.

Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh al-
Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, Ab0 Dawud, dan an-
Nasa’i dari Anas bin Malj, beliau bersabda:
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Artinya: “Siapa yang tertidur dan lupa untu salat,
maka kerjakanlah salat ketika ia bangun”.
Kemudian Nabi membacakan Q.S. al-Isra’

(17): 78 “Dirikanlah salat dari sesudah

matahari tergelincir sampai gelap malam dan
(dirikanlah pula salat) subuh, sesungguhnya

salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)” .75

Menurut JumhOr al-usOliyyin, ayat yang
dibacakan Nabi dalam sabda beliau itu merupakan
ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan
sekaligus juga hadis Nabi ini dapat diambil sebagai
dalil atas wajib gada’ as-salah ketika orang lalai
mengerjakan salat.”60

Kelompok kedua, mazhab Asy’ari, Mu'tazilah,
Syi'ah, dan yang terkuat Syafi'iyyah, dan Ahmad
dalam Salah satu riwayatnya. Pendapat ini yang

79Imam Ibn al-ASsir al-Jazri, Jami” al-Us0l min Ahadis ar-Ras0l (Bairut:
Dar al-Ihya” at-Turas al-*Arabi, 1404 H/1984 M), Juz ke 6, Cet. ke 4, h. 124.
760Zaki ad-Din Sya’ban, Usdl al-Figh, h. 192.
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dipilih oleh al-Gazali, al-Amidi, ar-Razi, Ibn Hazm

az-Zahiri, dan mayoritas ulama yang lain

berpendapat bahwa hukum syari’at umat terdahulu
itu tidak bisa dijadikan syari’at umat Nabi

Muhammad, tidak bisa menjadi dalil (hujjah asy-

syar'iyyah), dan tidak wajib mengamalkannya. Di

antara argumen yang dikedepankannya:

1) Hadis dalam bentuk dialog antara Rasulullah
saw. dengan Mu’az bin Jabal ketika dia akan
didelegasikan menjadi hakim ke negeri Yaman,
beliau bertanya:
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Artinya: “Bagaimana cara kamu memutuskan
apabila suatu kasus hukum diajukan
kepadamu.? Ia menjawab: Saya akan
putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-
Qur’an); Belia bertanya lagi: Jika kamu
tidak menemukan (dasar hukumnya)
dalam Kitab Allah.? la menjawab: Saya
akan putuskan berdasarkan sunnah
Rasulullah Saw.; Beliau bertanya lagi:
Jika  kamu tidak menemukan (dasar
hukumnya) di dalam Kitab Allah
maupun  sunnah  Rasulullah.?  Ia
menjawab: Saya akan berijtihad, dan
saya tidak akan lengah (ceroboh).



Kemudian Rasulullah Saw. bersabda
sambil menepuk-nepuk dada Mu’az bin
Jabal, segala puji bagi Allah yang telah
merestui delegasi Rasulullah Saw. pada
apa yang diridai oleh utusan Allah”.761

Menurut ulama kelompok kedua ini, dalam
hadis tersebut, Rasulullah Saw. tidak menyuruh
kepada Mu’az untuk mengacu (berdasar) pada
syari‘at terdahulu. Apabila syari'at terdahulu
menjadi syari’at bagi umat Nabi Muhammad,
maka tentu beliau menyuruh kepada Mu'az
mengacu  pada  hukum-hukum  syari’at
terdahulu apabila hukum yang dia cari tidak
ditemukan dalam al-Qur’an dan sunnah.

2) Q.S. al-Maidah (5): 48:
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Artinya: “Bagi tiap-tiap umat di antara kamu
(umat Nabi Muhammad dan umat

sebelumnya) Kami berikan  aturan-
aturan dan jalan yang terang”.

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap umat
mempunyai syari’at sendiri-sendiri, dan bagi

761Aba Dawud, Sunan Abi Dawud, J1d. ke 3, h. 412-413.
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suatu umat tidak dituntut untuk mengambil
syari’at umat yang lain.

Dari pembahasan syar’ man qablana
sebagai dalil hukum tersebut di atas, dapat
ditegaskan bahwa ia bukanlah sebagai dalil
hukum vyang berdiri sendiri, tetapi harus
dijastifikasi oleh teks-teks al-Qur’an dan sunnah
yang mengakomodir dan menetapkan hukum-
hukum syari’at terdahulu. Hal ini berarti, jika
syar’ man gablana itu tidak diinformasikan dan
ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah, maka
tidak bisa dijadikan dalil hukum dalam meng-
istibat-kan hukum.

6. Sadd az-Zari’ah

a.

Definisi Sadd az-Zari’ah

Kata sadd az-zari’ah merupakan kata majemuk
yang terdiri dari dua kata, yaitu “sadd” dan “az-
zari’ah”. Secara etimologi, kata “sadd” merupakan
bentuk singular (masdar) dari kata sadda-yasuddu-
saddan, yang artinya menghilangkan (ar-rafa’) atau
mencegah (as-sadd). Atau juga penghalang antara
dua tempat sesuatu (al-hajiz bain asy- syai’ain).762
Sedangkan kata “az-zari’ah”, secara etimologi

7 _rr

berasal dari kata “zZara’a” yang artinya berkelanjutan
(al-imtidad) atau gerakan (al-harakah). Kata “az-
zari'ah” seakar dengan kata “az-Zira” yang artinya
satu ukuran, yaitu ukuran jarak antara siku-siku
lengan sampai ke ujung anak jari tengah.”63 Kata
“az-zari’ah” adalah bentuk tunggal (mufrad) yang

plural (jama’)-nya az-zara’i’ yang berarti perantara

76©2Ab0 Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Magqayis al-
Lugah (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), Cet. ke 15, h. 310. Kata “sadd” terdapat
dalam beberapa ayat, di antaranya Q.S. Yasin (36): 9, al-Kahfi (18): 93-94,
dan hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Tidak ada yang menutupi (la
yasuddu) perut manusia kecuali tanah”. Lihat, Ibn Hajar al-’Asqalani, Fath al-
Bari Syarh Sahih al-Bukhari (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), Juz ke 11, h. 253.
763 Tbon Manz0Or, Lisan al-’Arab, h. 1698.



(wasilah) dan sebab (as-sabab) yang menghubungkan
pada sesuatu secara mutlak.7®* Atau sesuatu yang
menjadi perantara dan jalan untuk menuju
sesuatu.”®

Beberapa definisi secara etimologi tersebut di
atas terlihat belum memberikan batasan yang jelas,
apakah ~ menjadi  perantara  atau  yang
menghubungkan pada sesuatu yang baik atau pada
yang buruk, atau menghubungkan pada sesuatu
yang dibolehkan atau yang dilarang. Dari sini perlu
dikaji lebih lanjut unsur-unsur yang terkait dengan
pembahasan dari segi linguistik ini.

Adapun definisi secara terminologi, para ahli
usul al-figh mendefinisikan dengan redaksional dan
penekanan yang berbeda, ada dengan secara umum
dan ada yang secara spesifik, tetapi substansinya
adalah sama. Asy-Syatibi (w. 790 H) mendefinisikan
sadd az-zara’i’ dengan perantara suatu perbuatan
yang semula mengandung kemaslahatan yang
menuju pada suatu kemafsadatan.”®® Asy-Syaukani
(1250 H/1832 M) mendefinisikan dengan masalah
yang dilihat secara zahir itu dibolehkan, tetapi
membawa kepada suatu  perbuatan yang
terlarang.7¢” Definisi ini menunjukkan bahwa
seseorang yang melakukan suatu pekerjaan itu pada
dasarnya dibolehkan, bahkan diperintahkan (fath az-
zari’ah) karena mengandung suatu kemaslahatan,
tetapi, kalau tujuan yang akan ia capai itu berakhir
dengan membawa kemafsadatan, maka berarti
suatu pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan (sad az-
zart’ah), dan bisa dilarang sama sekali (mammnui'un).

764Muhammad bin Sa’ad bin Muhammad al-Mugqran, Sadd az-Zari'ah
wa ‘Alagatuha bi Magasid asy-Syari’ah (Riyad: Jami’ah al-Mulk Sa’dd, t.t.), h.
64. Muhammad Mustafa Salabi, Usdl al-Figh, h. 312.

765]bn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an, h. 558.

766 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat, J1d. ke 2, Juz ke 4, h. 113.

767 Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhil, h. 217.
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Definisi asy-Syaukani di atas, senada dengan
yang dikemukakan oleh AbG Zahrah (w. 1974)
bahwa az-zari’ah yaitu perantara atau jalan yang
menghubungkan pada tujuan (al-magqdsid), yakni
jalan yang menghubungkan pada sesuatu yang
diharamkan, atau dihalalkan. Jalan yang
menghubungkan sampai kepada yang diharamkan,
maka haram hukumnya; Jalan yang menyampaikan
kepada sesuatu yang dihalalkan, maka halal
hukumnya, dan jalan yang menyampaikan kepada
sesuatu yang dibolehkan, maka boleh hukumnya.
Demikian juga sesuatu yang menghubungkan pada
yang wajib, maka wajib hukumnya.”®8 Seperti
berzina itu haram, maka jalan yang menyampaikan
pada terjadinya zina adalah haram. Contoh lain,
melihat aurat wanita, maka suatu jalan yang
menghantarkan kepada cara melihat yang terlarang,
haram juga hukumnya. Dalam masalah ibadah,
salat Jum’at itu wajib hukumnya, saat
dikumandangkan azan jum’at meninggalkan segala
sesuatu untuk terlaksananya salat tersebut, maka
wajib hukumnya, seperti meninggalkan jual beli.
Pada dasarnya melakukan transaksi jual beli itu
dibolehkan (al-ibahah), tetapi, jika melakukan
transaksi jual beli saat dikumandangkan azan
jum’at berakibat melupakan kewajiban salat jum’at,
maka transaksi tersebut adalah dilarang. Atas dasar
pemikiran (az-zari’ah) ini, Zahrah membagi hukum
itu pada dua macam, yaitu tujuan (magasid), yakni
magqdsid asy-syari’ah yang berupa kemaslahatan, dan
cara/perantara (wasi’il), yaitu jalan yang menuju
pada pencapain tujuan.’®® Pencapaian tujuan yang
disebutkan terakhir ini, al-Qarafi (w. 684 H)
menegaskan bahwa wasilah (perantara) yang

768Muhammad Abt Zahrah, Usil al-Figh, h. 288.
7691bid.



menyampaikan kepada tujuan yang paling utama
adalah perantara yang paling utama, dan yang
menyamipakan kepada tujuan yang paling buruk
adalah perantara yang paling buruk, dan yang
menyampaikan kepada tujuan yang tengah-tengah
adalah perantara yang tengah-tengah.”7® Dari
penegasan ini, dapat dimengerti, seperti contoh
tentang zina di atas bahwa perbuatan zina disebut
sebagai perbuatan pokok yang dituju (al-magasid),
haram hukumnya. Sedangkan hal-hal yang
mendahuluinya disebut sebagai perantara (al-
wasa’il) kepada zina, juga haram hukumnya.’”!
Karena itu berlaku kaidah bahwa “perantara
(wasilah) itu hukumnya sama sebagaimana hukum
yang berlaku pada apa yang dituju (al-magqasid)”.772
b. Dasar Perumusan Sadd az-Zari’ah

Perumusan sadd az-zari'ah sebagai
pertimbangan penetapan hukum didasarkan pada
teks-teks al-Qur’an, al-hadis, dan kaidah fighiyyah:
1) Beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya: Q.S. al-

An’am (6): 108:

é,Lw”:\jsKLgW’ifi’ e

70Al-Qarafi, Syarh Tangih al-Fusil, h. 448.

771Al-Magqran, Sadd az-Zari’ah, h. 68. Muhammad Abta Zahrah, Usiil
al-Figh, h. 288.

2Mustafd bin Karamatullah Makhztm, Qawa’id al-Wasd'il fi asy-
Syari’ah al-Islamiyyah Dirasah UsOliyyah fi Dau al-Magqasid asy-Syari’ah
(Madinah an-Nabawiyyah: Dar Isbiliyya, 1415 H), h. 81. Muhammad ‘Izz
ad-Din "Abd al-Aziz ibn ‘Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-
Anam (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1420 H/1999 M), Juzke 1,h. 39.
Nir ad-Din bin Mukhtar al-Khadimi, al-Magqdsid al-Istiqra’iyyah Haqiqatuha
Hujjiyyatuha Dawabituhd (Tunis: Jami’ah az-Zaitanah, 1428 H), h.73.
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Artinya: “Janganlah kamu memaki sembahan-
sembahan yang mereka sembah selain
Allah, karena mereka nanti memaki
Allah dengan melampaui batas tanpa
pengetahuan ...”.

Q.S. al-Baqarah (2): 104:
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Artinya: “Hai  orang-orang yang  beriman,
janganlah  kamu  katakan  (kepada
Muhammada) “ra'ina”, tetapi
katakanlah “inzurna” dan dengarlah,
dan bagi orang-orang kafirlah siksa amat
pedih”.

Q.S. an-Nur (24): 31:
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Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan
kakinya agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah
kamu sekalian kepada Allah, hai orang-
orang yang beriman supaya kamu
beruntung”.

2) Hadis Rasulullah Saw.:
a) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari Nu'man bin Basyir, Rasulullah
Saw. bersabda:

& wo S sor s Swr S o or bwr 3. o
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Artinya: “Sesungguhnya apa-apa yang halal
itu sudah jelas dan apa-apa yang haram itu pun
telagh jelas, akan tetapi di antara keduanya ada
yang samar-samar, tidak jelas (syubhat) yang
mayoritas manusia tidak mengetahui yang
syubhat itu. Barang siapa yang memelihara diri
dari yang syubhat, maka bersihlah agama dan
kehormatannya. Sebaliknya, barang siapa yang
jatuh pada yang syubhat, maka ia berarti telah
jatuh pada vyang haram, seperti pengembala
yang makan di daerah larangan. Ketahuilah
bahwa setiap raja mempunyai larangan, dan
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ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa
yang diharamkan-Nya”.773

b) Hadis dari Abi Muhammad al-Hasan bin
“Ali bin Abi Talib, ia berkata:

P I P T I

Gl J) S0 4

Artinya: “Aku menghafal dari Rasulullah Saw.,
tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu
menuju sesuatu yang tidak kamu ragukan” 774

c) Beberapa Kaidah Fighiyyah, di antaranya:
(1) Kaidah tentang “mencegah
kemafsadatan itu harus didahulukan
daripada meraih kemaslahatan”.775
(2) Kaidah tentang dua kemafsadatan,
“apabila dua kemafsadatan saling
kontradiksi, maka peliharalah
(peganglah) kemafsadatan yang lebih
berat mudaratnya dengan mengerjakan
kemafsadatan yang lebih ringan
kemudaratannya”.77
c. Macam-macam Sadd az-Zari’ah
Memperhatikan dari efek yang ditimbulkan

dari perbuatan mukallaf, para ulama usdl al-figh di

antaranya Ibn Qayyim (w. 571 H) membedakan az-

zari’ah pada empat macam,””” yaitu:

1) az-Zari’ah yang pada dasarnya membawa
kepada kerusakan, seperti perbuatan zina yang
akan membawa pada kerusakan keturunan (an-
nasl).

773lmam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 50.

774 Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz ke 3, h. 153.

77sMuhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnd, al-Wajiz fi Idah Qawa’id al-
Figh al-Kulliyyah (Bairut: Mu’assasah ar-Risalah, 1404 H/1983 M), h. 85.

776 As-SuyUti, al-Asybah, h. 62.

777Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwdgqi'in, h. 559.



2) az-Zari’'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang
diperbolehkan (al-mubah), tetapi ditujukan
untuk perbuatan yang tidak baik yang
membawa pada kerusakan, disengaja atau tidak
disengaja, seperti melakukan nikah muhallil.778
Pada asalnya hukum melakukan nikah itu
diperbolehkan, tetapi, karena dilakukan dengan
niat menghalalkan yang diharamkan, maka
nikah tersebut dilarang untuk dilakukan.

3) az-Zari'ah yang semula ditentukan untuk suatu
perbuatan yang diperbolehkan (al-mubah),
bukan untuk yang mendatangkan kerusakan,
tetapi, biasanya sampai juga pada kerusakan, di
mana kerusakan itu justru lebih besar daripada
kebaikannya, seperti seorang perempuan yang
baru ditinggal wafat suaminya, dalam
menjalani masa iddahia berhias dengan
“berlebihan”. Berhias bagi seorang perempuan
secara hukum asal diperbolehkan, tetapi, bila
dilakukannya itu pasca kematian suaminya
yang baru saja terjadi dan masih dalam masa
iddah,  maka berhiasnya tersebut menjadi
penilaian publik tidak baik.

4) az-Zari'ah yang semula ditentukan untuk suatu
perbuatan yang diperbolehkan, tapi terkadang
membawa  pada  kerusakan. Sedangkan
kerusakannya itu lebih kecil daripada
kebaikannya, seperti melihat wajah (muka)
seorang perempuan yang akan dipinang.

Dari kategorisasi dampak yang ditimbulkan
yang dikemukakan Ibn Qayyim tersebut di atas,
dapat dipahami bahwa metode az-Zari’ah secara

778Yaitu seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah
ditalak tiga kali setelah habis masa iddah-nya kemudian mentalaknya
dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikahinya
kembali. Lihat, Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah (Bairat: Dar al-Fikr, 1403
H/1983 M), J1d ke 2, h. 39.
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langsung berhubungan dengan tujuan yang hendak
dicapai, yaitu memelihara kemaslahatan dan
menolak kemafsadatan. Memelihara maslahat
dalam beberapa tingkatannya termasuk tujuan yang
disyari’atkan. Karena itu, az-zari’ah sebagai metode
berkaitan erat dengan metode magqdsid asy-sydiri’ah,
yakni metode penelitian pada ‘illah-illdh perintah
dan larangan, seperti yang ditawarkan oleh asy-
Syatibi (w. 790 H). Az-zZari’ah sebagai metode ijtihad
yang penekanannya pada dampak suatu tindakan
mukallaf (an-nazar fi al-ma’alat) dapat dipertajam
dengan magqasid asy-sydri’ah, baik substansi maupun
sebagai metode. Lebih jelas ia tegaskan bahwa az-
zari'ah terkadang menimbulkan mafsadat secara
pasti, menimbulkan mafsadat tetapi jarang terjadi,
menurut dugaan kuat akan menimbulkan mafsadat,
dan pada umumnya menimbulkan mafsadat tetapi
tidak sampai pada tahap dugaan kuat.””?

Bertolak dari dua pembagian macam sadd az-
zari'ah di atas, tanpak terlihat tidak terdapat
perbedaan yang substansial, hanya jika dikritisi dari
yang dikemukakan asy-Syatibi menunjukkan lebih
umum, tidak saja dampak yang menimbulkan
kemafsadatan itu semua perbuatan tetapi juga
semua ucapan yang tidak etis dan bahkan
menimbulkan fitnah (hoax), termasuk di dalamnya
perihal hiyal (hilah) meskipun tidak sampai pada
dugaan kuat (mazinnah). Ibn Qayyim sendiri apa
yang disebutkan terkhir ini (hilah) memandang
kontradiksi dengan sadd az-zari’ah. Bahwasannya
asy-Syari’” menutup jalan ke arah mafsadat dengan
semua yang mungkin, sementara pelaku hilah
membuka jalan kemafsadatan dengan bermacam-
macam hilah-nya.”80

779 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat, juz ke 4, h. 112-113.
780lbn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwagqqi’in, h. 571.



d. Kedudukan Sadd az-Zari’ah sebagai Dalil Hukum
Di kalangan para ahli usOl al-figh (usOliyyin)
terdapat perbedaan pendapat mengenai sadd az-
zari'ah sebagai dasar penetapan hukum, karena
dalam praktiknya dapat menimbulkan
kemafsadatan yang terkadang bersifat pasti (gat’i),
tidak pasti (zanni), dan terkadang jarang terjadi
(nadir). Karena itu, di kalangan us0liyyin terdapat
dua golongan pendapat, yaitu Malikiyyah dan
Hanabilah, Hanafiyyah dan Syafi‘iyyah.

Golongan pendapat pertama (Malikiyyah dan
Hanabilah) mengemukakan bahwa sadd az-zari’ah
dapat dijadikan sebagai dasar (hujjah) penetapan
hukum.”8! Bahkan lebih tegas lagi, Ibn Qayyim (w.
751 H) menyatakan bahwa sadd az-zarai” merupakan
seperempat dari hukum taklifi. Karena hukum taklif
itu pada dasarnya bermuara pada perintah (amr)
dan larangan (nahy). Perintah itu ada dua macam,
yaitu ada perintah yang ditujukan untuk kebaikan,
dan ada yang menjadi perantara bagi kebaikan dan
hal-hal yang bermanfaat. Demikian juga perbuatan
yang dilarang, adakalanya karena  untuk
menghindari suatu kemafsadatan, dan adakalanya
untuk menjauhi perantara yang membawa kepada
kemafsadatan itu sendiri.”s2

Pendapat mereka yang menjadikan sadd az-
zari'ah sebagai hujjah penetapan hukum didasarkan
pada argumentasi di antaranya: Pertama, pada
firman Allah:  Artinya, “dan janganlah kamu
memaki-maki sembahan yang mereka sembah
selain Allah, karena mereka akan memaki Allah
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan ..”

781Asy-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz ke 4, h. 112. Muhammad ‘Abd al-
Gani al-Bajiqani, al-Madkhal ila Usdl al-Figh al-Maliki (Bairut: Dar Lubnan,
1387 H/1968 M), h. 138. Muhammad AbU Zahrah, Malik Hayatuh, h. 405.

782 Ibn Qayyim aj-Jaquziyyah, I'lam al-Muwagqqi’in, h. 558. Lihat, at-
Turki, Usdl Mazhab al-Imam Ahmad, h. 460.
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(QS. al-An’am (6): 108). Dalam ayat tersebut Allah
melarang memaki-maki sesembahan kaum musyrik,
sekalipun pada awalnya dibolehkan. Larangan itu
muncul karena hal itu bisa menjadi perantara yang
menghantarkan kaum musyrikin marah dan
memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan
lebih dahsyat lagi. Jadi, kemaslahatan untuk tidak
melakukan makian kepada Allah itu harus
didahulukan daripada kemaslahatan mencela
sesembahan kaum musyrikin. Dan secara sadd az-
zari’ah, menahan diri untuk tidak mencela itu lebih
baik dearipada menggunakan hak mereka yang
implikasinya membawa kerusakan pada agama.
Kedua, hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dari ‘Abd Allah bin Umar,
beliau bersabda: Artinya, “Termasuk dosa besar
seseorang yang mencela kedua orang tuanya.
Mereka (para sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah,
adakah orang yang (mau) mencela kedua orang
tuanya. ? Rasul menjawab: Ya, orang itu adalah
orang yang menghardik ayah orang lain kemudian
orang lain tersebut balik menghardik ayahnya, dan
dia menghardik ibu orang lain, kemudian orang
lain tersebut balik menghardik ibunya”.783

Hadis tersebut menegaskan bahwa menghardik
kedua orang tua itu dilarang dan termasuk dosa
besar. Demikian juga mencela kedua orang tua
orang lain, berdasarkan prinsip sadd az-zari’ah
dilarang sama sekali melakukan tindakan
menghardik baik kepada kedua orang tua sendiri
maupun kepada kedua orang tua orang lain. Jadi,
tindakan apa pun, termasuk wucapan yang
mengindikasikan mencela kedua orang tua adalah
dilarang dalam ajaran agama Islam.

783 Imam Nawawi, Syarh Sahih Muslim (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz ke
2,h. 83.
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Golongan pendapat kedua (Hanafiyyah dan
Syafi'iyyah) yang tidak menjadikan sadd az-zariah
sebagai dasar penetapan hukum. Golongan kedua
ini sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa
literatur, tidak ditemukan pendapatnya secara
eksplisit. Akan tetapi, bisa diketahui secara eksplisit
pendapat keduanya ketika mencermati pendapat-
pendapatnya dalam masalah fikih. Misalnya, ulama
Hanafi tidak menerima pengakuan orang dalam
kondisi sakit yang membawa pada kematian
mengenai perihal hutang-piutang (igrar al-marid
bidainin wahuwa fi marad al-maut), karena diduga
kuat pengakuannya dalam kondisi tersebut akan
berakibat pada pembatalan hak orang lain, yang
pada akhirnya akan mendatangkan kemudaratan,
di satu sisi bagi si sakit sendiri, dan di sisi lain
kerugian bagi orang lain yang menerima atau
memberi hutang. Karena itu, akad hutang-piutang
atas dasar pengakuannya danggap tidak sah
(batal).784

Sedangkan di kalangan ulama Syafi'iyyah,
misalnya, bagi orang-orang yang sedang uZur
dengan meninggalkan salat Jum’at seperti orang
yang sakit (al-marid) dan bepergian (al-musafir) itu
dibolehkan dengan menggantikan dengan salat
zuhur, yang penting mereka benar meninggalkan
salat Jum’at. Pendapat demikian ini agar setiap
muslim tidak menganggap sepele pada kewajiban
salat, meskipun digantikan dengan salat zuhur.
Dengan demikian, pandangan tersebut pada
prinsipnya adalah berdasarkan sadd az-zari’ah.78
Contoh lain, menurut Imam Syafi'i (w. 204 H)
bahwa seorang anak tidak berhak mendapatkan
warisan dari orang tua yang dibunuhnya. Sebab,

784 Abd Rabbih, Buh0s fi al-Adillah, h.218.
785]bid., h. 219.
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jika anak yang membunuh orang tuanya itu tetap
mendapatkan warisan, maka secara sadd az-zari'ah
dikhawatirkan banyak anak lain yang berusaha
membunuh orang tua (ayahnya) agar segera
mendapatkan warisan.”® Hal ini sejalan dengan
kaidah yang menyatakan bahwa “barang siapa
yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba
waktunya, maka harus menanggung akibat tidak
mendapatkan sesuatu itu”.”8” Karena itu, jalan yang
menuju ke perbuatan seperti itu harus ditutup
supaya tidak terus terjadi dalam kehidupan
keluarga umat Islam.

7. Al-Istishab

a. Definisi
Secara etimologi, kata &waslt berasal dari kata

2

&% , artinya menemani atau menyertai.’s8 Kata
Llasll  wazan atau sigatnya Jwkl , yang berarti
menuntut kebersamaan ( istli cib ), atau terus-
menerus bersama/menyertai ( mstall jnas ).
Misalnya, seseorang mengatakan: Saya menjadikan
si Fulan atau buku (kitab) sebagai teman dalam
bepergianku ( s & Sulyi 66 Emasl ). Atauy,
dikatakan kepada seseorang: Saya menjadikan
sesuatu yang lalu sebagai teman hingga sekarang
(P& d el Bar g 2l S Cmal )T
Penggunaan makna secara etimologi ini sesuai

dengan kaidah istishab yang berlaku di kalangan
usuliyyin yang memposisikan istishab sebagai dalil

786]bid., h. 219-221.

787 As-SuyUti, al-Asybah, h. 103.

788Ab0 Luwis Ma’l0f, al-Munjid fi al-Lugah (Bairut: Dar al-Masyriq,
1986), Cet. ke 29, h. 416.

789Haisam Hilal, Mu'jam Mustalah al-Us0l (Bairut: Dar al-Jail, 1424
H/2003 M), Cet. ke 1, h. 24. Lihat, Qutb Mustafa San0, Mujam Mustalahat
Usdl al-Figh ‘Arabi-Inklizi (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1420 H/2000 M),
h. 56.



hukum, karena mereka mengambil sesuatu yang
telah diyakini dan diamalkan di masa lalu, dan
secara konsisten memeliharanya untuk diterapkan
di masa sekarang dan yang akan datang.

Sedangkan secara terminologi, banyak ulama
usul dari satu generasi ke generasi berikutnya
mendefinisikan istishab, sebagai berikut:

Ibn  Qayyim  aj-Jauziyyah (w.751 H)
mendefinisikan istishab dengan:

i S0 55 LB S0 o

Artinya: “Mengukuhkan menetapkan apa yang pernah
ditetapkan, dan meniadakan apa yang
sebelumnya tidak ada” 790

Ibn as-Sabki (w. 771 H) mendefinisikan istishab
yaitu:

S 8 S 3 5 g 5
Artinya: “Berlakunya sesuatu pada waktu kedua
karena yang demikian itu pernah berlaku
pada waktu pertama, karena tidak ada pantas

untuk mengubahnya” 71

Asy-Syaukani  (w. 1250 H/1832 M)
mendefinisikan istishab adalah:

P

L2l 0l G o5le 1eVB ol ol & S L &

70Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I'lam al-Muwagqqi’in, h. 212.
791bn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawami, Juz ke 2, h. 350.
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Artinya: “Apa yang pernah berlaku dengan tetap pada
masa lalu, maka pada prinsipnya tetap
berlaku pada masa yang akan datang”.792

Haisam Hilal mendefinisikan istishab adalah:

. S

db}\dmrdc&dwqb)\d/\uﬂ §=L\ 5,le
EJ,Y\

Artinya: “Ungkapan tentang hukum pada penetapan
suatu persoalan pada waktu kedua, yang
didasarkan  penetapannya  pada  waktu
pertama”.7%3

Empat definisi istishab tersebut di atas, secara
redaksional terdapat perbedaan kata (bahasa) yang
digunakan mereka, tetapi secara substansial, pada
prinsipnya adalah sama, bahwa hukum yang telah
ada atau tidak ada sebelumnya itu tetap
diberlakukan pada masa sekarang atau yang akan
datang, sebelum ada suatu indikasi (garinah) yang
mengubahnya. Sebagai acuan dasar mengenai
istishab ini, Q.S. al-Bagarah (2): 29:

P

&l 3 as 2V g G A gls sl 5
F.A.Lassﬂ }b.sjb)u ’élk}é_‘s}:dgw\

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang
ada di bumi ini untuk kamu”.

Berdasarkan ayat ini dapat ditegaskan bahwa
segala ciptaan Allah yang ada di dalam dan di
muka bumi ini adalah dibolehkan untuk

792Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhdl, h. 208.
793Hisam Hilal, Mu’jam Mustalah Usdl, h. 24.



dimanfaatkan umat manusia, sebelum adanya
bukti-bukti atau indikasi lain yang mengubahnya.

As-SuyUti (w. 911 H) dalam konteks ini
merumuskan sebuah kaidah fighiyyah:

PEIH :gim I i i;ufy\ LAV G e

Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah dibolehkan,
sehingga terdapat bukti yang
mengharamkannya” 794

Sebagai contoh, dalam masalah perkawinan.
Setelah terjadi akad perkawinan sepasang suami
isteri yang statusnya sama-sama lajang (perjaka dan
gadis), kemudian mereka menikmati lazatnya
hubungan intim keduanya. Setelah hubungan intim
itu terjadi, suami mengatakan bahwa isterinya tidak
perawan lagi. Tuduhan suami ini tidak dapat
dibenarkan, kecuali ia dapat mengemukakan bukti-
bukti yang sah dan akurat. Bahkan secara pidana,
Allah Swt. Telah menegaskan dalam Q.S. an-Nur
(24): 4:

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-
wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan
mereka tidak mendatangkan empat orang
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh
itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah
kamu terima kesaksian mereka buat selama-
lamanya. Dan mereka itulah orang-orang

yang fasik” .

Oleh karena itu, jika terjadi ada tuduhan dari
pihak suami terhadap isterinya bahwa dia tidak

794As-SuyUti, al-Asybah, h. 43.
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perawan lagi, maka tuduhan itu harus dibuktikan
berdasarkan bukti-bukti yang sah dan akurat.
Macam-Macam Istishab

Para pakar usOl al-figh mengemukakan bahwa
bentuk istishab itu banyak macamnya, sebagian
disepakati dan sebagian yang lain diperdebatkan di
antara mereka. Menurut “Ali “Abd Rabbih, terdapat
lima macam istishab sebagai berikut:
1) Istishab hukum asal (pokok) bagi sesuatu

(63 Ao ¢ Szl ). Maksudnya,
adalah boleh menetapkan hukum sesuatu yang
bermanfaat bagi manusia, selama tidak ada dalil

yang menunjukkan keharamannya. Kebolehan
ini dasarnya Q.S. al-Bagarah (2): 29:

.o

dl &5 Mu’oﬁféué—‘—jégdéﬁ}i
NP Jb.a}mju cﬂu@wu\

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala
yang ada di bumi ini untuk kamu”.

Q.S. al-Jasiyah (45): 13:

P o, L _ P
O &5 Gft 21 3 65 optlllT g G (& 55
85855 8 oY QN &

Artinya: “Dan Dia menundukkan untukmu apa
yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi  semuanya, (sebagai  rahmat)
daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang
demikian  itu  benar-benar  terdapat
tanda-tanda  (kekuasaan Allah)  bagi
kaum yang berfikir”.



Dari dua ayat ini menunjukkan, jika dari
seluruh apa yang ada di langit ditundukkan
dan apa yang ada di muka bumi diciptakan
untuk dimanfaatkan dan dinikmati manusia,
maka hal ini berdasarkan hukum asal berarti
dibolehkan dikelola untuk kesejahteraan dan
kemakmuran manusiia.

Istishab tetap memberlakukan ketentuan hukum

menurut asalnya ( 3l gl koW adall Siselazl)
{\;}ia/‘ﬂ\). Maksudnya, pada dasarnya tidak ada

hukum, seperti lepasnya seseorang dari
tuntutan-tuntutan syari‘at (at-takalif —asy-
syar’iyyah), sehingga ada dalil yang men-taklif-
nya dari berbagai persoalan hukum. Jika tidak
ada, maka mereka boleh untuk melakukan apa
yang mereka inginkan. Contoh, seseorang
dituduh mempunyai hutang kepada penuduh,
maka ia ditetapkan tidak punya hutang,
berdasarkan kaidah al-baraah al-asliyyah (pada
asalnya ia bebas dari beban), sehingga terbukti
ia mempunyai hutang. Karena itu, kewajiban
membuktikan dengan bukti-bukti yang akurat
berada dipihak penuduh (penggugat).

Istishab dengan menetapkan pemberlakuan
suatu sifat bagi hukum syara’ sehingga tidak

ditetapkan sebaliknya ( s}-;g-‘ o)l Slbuail

PE RN P (! <.§$=U ). Maksudnya,
hukum yang telah ada tetap berlaku dan
menjadi dalil untuk menolak ketentuan hukum
yang baru, kecuali ditemukan adanya bukti-
bukti akurat yang menunjukkan keabsahan
penetapan tersebut. Contoh, seorang wanita
yang dinyatakan hilang (imra’ah al-mafq0d). la
bisa ditetapkan sebagai wanita yang hilang
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dalam waktu yang cukup lama. Menurut Imam
Malik dan Ahmad bin Hanbal, harus menunggu
selama empat tahun, tidak cukup dianalogikan
sebagaimana wanita yang dicerai karena suami
wafat, selama empat bulan sepuluh hari,
kemudian dibolehkan menikah lagi kalau ia
mau. Penetapan ini didasarkan pada suatu
riwayat yang dikeluarkan oleh Sa’id bin Mansur
dan Ibn Syaibah, bahwa Umar bin al-Khattab
dan Usman bin ‘Affan pernah menghukumi
wanita yang hilang, (ahli waris) harus
menunggu selama empat tahun. Bahkan
menurut Hafiyyah, wanita itu tidak boleh
diceraikan dengan suaminya kecuali setelah
sempurna waktunya, selama 120 tahun dari hari
kelahirannya, maka yang demikian itu bisa
ditetapkan hukumnya dengan telah meninggal
dunia.”®  Berdasarkan sifat hidupnya itu,
sebelum empat tahun, atau 120 tahun, ia
dinyatakan masih tetap hidup, dan hartanya
tidak boleh dibagi-bagikan sebagaimana harta
warisan. Demikian juga suaminya, tidak boleh
melakukan perkawinan dengan wanita lain,
karena statusnya masih tetap sebagai suami
dari isteri tersebut.

Istishab yang menurut akal dan syara’
hukumnya  tetap  berlaku dan  terus

berkesinambungan (& ) J3b  Cbseiaz

&)\ ezl 5\.'3:3 )- Seperti, hak milik pada suatu
benda adalah tetap dan terus berlangsung
berkesinambungan disebabkan adanya akad
kepemilikan, sehingga adanya perpindahan hak
milik kepada orang lain, seperti jualbeli, atau
diwariskan.

795Lihat, “Ali Jum’ah, Qaul as-Sahabi, h. 115.



5) Istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan
ijma’, tetapi eksistensi ijma’” itu diperdebatkan (
¢ 3.4 & gy (.S.; &beaisl ). Misalnya, ketika
tidak ada air, seseorang boleh bertayamum
untuk mengerjakan salat, maka berdasarkan
ijma” salat yang dikerjakannya hingga selesai
adalah sah. Akan tetapi, ketika dalam
mengerjakan salat ia melihat ada air, apakah
salatnya harus dibatalkan untuk kemudian
berwudu, atau terus saja mengerjakan salat
sampai selesai.? Problem demikian ini, ternyata
di kalangan pakar pemikiran hukum Islam
terjadi beda pandangan. Sebagian ulama Maliki
dan Syafi'i memandang terus saja salatnya
sampai selesai, karena berdasarkan ijma’ salat
tersebut dinyatakan sah. Sedangkan sebagian
yang lain (ulama Hanafiyyah dan Hanabilah)
berpandangan, yang Dbersangkutan harus
membatalkan salatnya, untuk kemudian
berwudu dan mengulangi salatnya, Karena
mereka tidak menerima ijma’ tentang sahnya
salat tersebut.

c. Istishab sebagai Dalil Hukum
Istishab sebagai dalil hukum, ia memiliki dasar
yang kuat baik dari nas al-Qur'an dan
hadis.maupun berdasarkan logika. Akan tetapi,
ulama wus0l terjadi perbedaan pendapat dalam
menanggapi, bisakah istishab menjadi dalil hukum
dalam konteks istinbat al-ahkam.? Dalam hal ini

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan, terdapat tiga

pendapat,” sebagai berikut:

Pertama, mayoritas ulama pakar pemikiran

Islam (al-mutakallimin) berpendapat, istishab tidak

bisa dijadikan dalil hukum (hujjah), karena hukum

79%Wahbah az-Zuhaili, Us0l al-Figh, Juz ke 2, h. 896-897.
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yang ditetapkan pada masa dahulu (fi az-zaman al-
awwal) menghendaki adanya dalil. Demikian juga
untuk penetapan hukum pada masa sekarang dan
yang akan datang (fi az-zaman as-$ani) mesti
berdasarkan dalil. Mereka berargumen, menetapkan
hukum dengan berdasarkan istishab, merupakan
penetapan hukum tanpa dalil, karena kendatipun
suatu hukum telah ditetapkan pada masa dahulu
dengan suatu dalil, tetapi untuk memberlakukan
hukum itu di masa kini dan yang akan datang
diperlukan dalil lain. Menurutnya, istishab bukanlah
dalil. Karena itu, menetapkan hukum di masa
dahulu berlaku terus-menerus untuk masa sekarang
dan yang akan datang, berarti reasoning-nya adalah
menetapkan hukum tanpa dalil. Menetapkan
hukum tanpa dalil secara metodologi hukum syara’,
tidak dibolehkan.

Kedua, mayoritas ulama Hanafiyyah era generasi
penerus (al-hanafiyyah al-muta’akhkhirin)
berpendapat, istishab bisa menjadi dalil hukum
(hujjah) untuk menetapkan hukum yang telah ada
sebelumnya, dan mereka berasumsi bahwa hukum
itu tetap berlaku pada masa yang akan datang,
tetapi tidak bisa menetapkan hukum akan ada.
Mereka berargumen, bahwa seorang mujtahid
dalam meneliti suatu problem hukum yang ada, ia
menduga kuat bahwa ketetapan hukumnya sudah
ada, atau memang sudah dibatalkan. Tetapi, ia tidak
menemukan dalil yang menetapkan bahwa
hukumnya telah dibatalkan. Dalam konteks ini
seorang mujtahid harus berpegang pada hukum
yang sudah ada, karena ia tidak menemukan dan
mengetahui dalil hukum yang membatalkannya.
Karena itu, istishab hanya bisa dijadikan dalil
hukum (hujjah) untuk menetapkan hukum yang
telah ada, selama tidak ada dalil yang me-nasakh
hukum itu, di samping, tidak boleh untuk



menetapkan hukum yang baru muncul (la yasbut
hukman jadidan).

Ketiga, mayoritas ulama Maliki, Syafi’i,
Hanabilah, Zahiriyyah, dan termasuk Syi'ah
berpendapat bahwa istishab bisa menjadi dalil
hukum (hujjah) secara mutlak untuk menetapkan
hukum yang telah ada, selama tidak ada dalil
hukum yang mengubahnya. Mereka berargumen,
bahwa sesuatu yang telah ditetapkan pada masa
dahulu, selama tidak ada dalil hukum yang
mengubahnya, maka sejatinya hukum itu berlaku
dengan terus-menerus (al-istimrar).
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BABV
PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan-pembahasan pada bab-bab
terdahulu di atas, maka pada bab terakhir ini dapat
disimpulkan bahwa:

1.

Metodologi hukum Islam pada hakikatnya adalah ilmu
us0l al-figh, karena secara terminologis, ilmu ini
merupakan sejumlah pengetahuan yang tersusun secara
sistematis berupa kaidah-kaidah umum yang menjadi
sarana penggalian, penemuan dan penetapan hukum
yang bersifat praktis. Metodologi hukum Islam (us0l al-
figh), obyek kajiannya adalah dalil-dalil hukum yang
umum (al-adillah al-ahkam al-kulliyyah) yang terperinci.
Hal ini menunjukkan bahwa wus0l al-figh merupakan
pengetahuan yang ditemukan oleh para pakar
(mujtahidon) dari dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah.
Kedua dalil ini sebagi sumber dari segala sumber
hukum (masdar min al-masadir), baik yang berkaitan
dengan teks-teks kealaman (al-kauniyyah), sosial
kemasyarakatan (al-ijtima’iyyah) maupun yang berkaitan
dengan spiritualitas manusia (al-wujdaniyyah). Hal ini
berarti us0l al-figh tidak boleh keluar dari koridor
keduanya, karena ia dihasilkan dari proses perenungan
dan pendalaman yang maksimal (an-nazar wa at-
taammul) dari sumber dan dalil-dalil hukum tersebut.
Dalam tataran teoritis-normatif, sumber dan dalil-dalil
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hukum itu ada yang disepakati (al-adillah al-ahkam al-
muttafaq ‘alaih) oleh para pakar metodologi hukum
Islam (usOliyyin), dan ada yang diperdebatkan oleh
mereka eksistensinya sebagai dalil hukum (al-adillah al-
mukhtalaf Fiha). Karena itu, us0l al-figh sebagai sarana
istinbat al-ahkam, maka di atasnya dikonstruk hukum-
hukum Islam sebagai manifestasi dari hasil penggalian,
penemuan dan penetapan hukum. Penetapan hukum di
sini bisa menunjukkan wajib (al-ijab), sunnah (an-nadb),
haram (at-tahrim), larangan tidak tegas (al-karahah), dan
kebolehan (al-ibahah). Selain itu, hukum bisa ditetapkan
dengan adanya sebab, persyaratan tertentu, dan
pengecualian dari penetapan hukum yang semestinya.

Metodologi hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya
telah terjadi corak penalaran yang berbeda yang
mewujud dalam dua kelompok pemikiran yang disebut
ahl al-hadiis dan ahl ar-ra’y yang memiliki landasan
teologis masing-masing. Kelompok ahl al-hadis adalah
kumpulan para pakar pemikiran hukum Islam yang
dalam meng-istinbat-kan hukum terhadap kasus-kasus
hukum yang terjadi mereka memberikan porsi pada
teks-teks (al-Qur’an dan sunnah) wahyu lebih besar atas
ra’y, dan ra’y digunakan hanya dalam situasi dan
kondisi tertentu. Sedangkan kelompok ahl ra’y adalah
kumpulan para pakar pemikiran hukum Islam yang
dalam meng-istinbat-kan hukum terhadap kasus-kasus
hukum yang terjadi mereka memberikan porsi ra’y lebih
besar atas teks-teks al-Qur'an dan sunnah, karena
menurut mereka eksistensi kedua teks tersebut secara
langsung tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus hukum
yang terjadi. Pada perkembangan berikutnya, kelompok
ahl ar-ra’y ini berubah menjadi sebuah aliran (mazhab)
fikih rasional. Sedangkan kelompok ahl al-hadis berubah
menjadi aliran fikih tradisional. Munculnya dua
kelompok pemikiran metodologis tersebut, pada
akhirnya mendorong lahirnya sebuah aliran pemikiran
metodologis  sintetis yang merekonstruksi dua



pemikiran metodologi sebelumnya. Seiring berjalannya
waktu, pada perkembangan berikutnya muncul tiga
aliran pola pemikiran us0li sebagai representasi dari
dinamika corak pemikiran aliran-aliran (mazhab-
mazhab) di atas, yaitu aliran mutakallimin (Syafi'iyyah,
Malikiyyah dan Hanabilah), aliran fugaha’ (Hanafiyyah),
dan aliran konvergensi (al-jam” bain tarigatan).

Gagasan dan tawaran dari para pemikir muslim
kontemporer tentang perlunya pembaruan metodologi
hukum Islam (“ilm us0l al-figh) ternyata memunculkan
perdebatan yang kontroversial. Di kalangan mayoritas
ulama us0l (JumhOr al-usOliyyin), mereka menolak
gagasan dan tawaran tersebut. Bahkan mereka
mensikapinya secara negatif dan penuh kecurigaan,
karena dinilai gagasan dan tawaran itu tidak
mempunyai landasan teori ilmu usul al-figh yang kuat
(theoritical ~ frame). Secara umum, konsep-konsep
metodologi hukum Islam klasik (tradisional) sudah
cukup mapan, berkembang dan dipraktikkan oleh para
imam mujtahid dalam meng-istinbat-kan hukum
terhadap kasus-kasus hukum baru yang terjadi,
sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi
khazanah pengembangan pemikiran hukum Islam.
Karenanya, ilmu us0l al-figh diposisikan sebagai the
queen of Islamic sciences. Namun demikian, teori-teori
ilmu usdl al-figh yang dahulu dipandang sudah mapan
dan final itu, di era globalisasi dan digitalisasi ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi
modern saat ini menjadi problematika tersendiri, karena
dipandang perangkat keilmuan yang tercakup di
dalamnya sudah tidak mampu menjelaskan dan
menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum
yang terus terjadi di era kontemporer ini. Lebih jauh,
kelompok pemikir muslim kontemporer menposisikan
usdl al-figh sebagai crisis of relevance dan perlunya
perubahan paradigma (paradigm shift) baru. Dari
pemikiran ini, tanpaknya mereka dalam rangka upaya
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membangun  metodologi  hukum Islam  ingin
mengkontekstualisasikan secara dialektika antara teks
suci (al-Qur’an dan sunnah) sebagai wahyu dan realitas
dunia modern (peradaban) yang terus dihadapkan pada
problematika kehidupan manusia, sehingga dalam
memaknai dan penggalian serta menemukan hukum
tidak semata-mata secara tekstual atau makna eksplisit
teks, tetapi menjangkau untuk menangkap spirit (r0h
asy-syari’ah) dari maksud teks itu sendiri (magqasis asy-
syari’ah). Dari gagasan dan tawaran upaya pembaruan
metodologi hukum Islam tersebut di atas, sambil
menunggu realisasinya untuk menuju wus0Ol al-figh
kontemporer, maka bagi para akademisi, para mujtahid,
dan ulama pada umumnya dapat mengamalkan prinsip
al-muhafazah ‘ala al-qadim as-salih wa al-akhz di al-jadid al-
aslah.
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